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 Sebagai badan yang bertanggung jawab atas pengumpulan dan diseminasi data statistik untuk 
bermacam kepentingan, publikasi yang berjudul “Statistik 70 Tahun Indonesia Merdeka” diterbitkan 
secara khusus dalam rangka ikut berpartisipasi memberikan persembahan bagi Bangsa dan Negara 
Republik Indonesia yang telah masuk pada usia 70 tahun.

 Publikasi ini dirancang agar dapat memberikan gambaran kemajuan di berbagai bidang sosial dan 
kesejahteraan penduduk serta perkembangan ekonomi melalui beragam data informasi statistik yang 
dihimpun BPS sejak Indonesia merdeka. Untuk melihat capaian perkembangan yang diperoleh tersebut, 
dalam publikasi ini disajikan seri data dalam kurun waktu tersebut sesuai ketersediaan data. Dengan 
harapan, bahwa data dan informasi ini bermanfaat sebagai dokumentasi historis bagi generasi yang akan 
datang. 

 Publikasi ini merupakan kiprah BPS dalam perstatistikan yang dihimpun berkat kerja sama antar 
unit-unit kegiatan teknis di BPS dengan tim yang dibentuk khusus untuk maksud ini. Untuk itu kepada 
seluruh komponen yang telah berpartisipasi sejak dari rancangan awal hingga akhir publikasi ini, kami 
menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih. 

 Kami menyadari bahwa publikasi ini tidak lepas dari berbagai kekurangan, oleh karena itu kami sangat 
mengharapkan tanggapan dan saran dari pembaca dan pengguna publikasi ini untuk perbaikan pada 
edisi 10 tahun yang akan datang. 

Jakarta, September 2015

SURYAMIN
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
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Tanda-tanda, satuan-satuan, dan lain-lainnya yang digunakan dalam publikasi ini adalah sebagai berikut:

1. TANDA-TANDA/SYMBOLS

Data tidak tersedia  ........................................................................................ : ...

Tidak ada atau nol  ......................................................................................... : –

Data dapat diabaikan  ..................................................................................... : 0

Tanda decimal  ............................................................................................... : ,

Data tidak dapat ditampilkan  ........................................................................ : NA

2. SATUAN/UNITS

barel  ............................................................................................................... : 158,99 liter = 1/6,2898 m3

hektar (ha) ...................................................................................................... : 10 000 m2

kilometer (km)  ............................................................................................... : 1 000 meter (m)

knot  ................................................................................................................ : 1,8523 km/jam

kuintal  ............................................................................................................ : 100 kg

KWh  ................................................................................................................ : 1 000 Watt hour

MWh  ............................................................................................................... : 1 000 KWh

liter (untuk beras)/litre (for rice)  ................................................................... : 0,80 kg

MMSCF ........................................................................................................... : 1/35,3 m3

metrik ton (m.ton)  ......................................................................................... : 0,98421 long ton = 1 000 kg

ons  .................................................................................................................. : 28,31 gram

ton  .................................................................................................................. : 1 000 kg

Satuan lain: buah, dus, butir, helai/lembar, kaleng, batang, pulsa, ton kilometer (ton-km), jam, menit, persen (%).

Perbedaan angka di belakang koma disebabkan oleh pembulatan angka.

Penjelasan UmUm
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38%

JUMLAH 
DESA/KELURAHAN

2014

tersebar dilainnya

62%
terletak di Indonesia
bagian barat

Sumatera 31% 
Jawa 31%

Sulawesi 13%
Maluku dan Papua 10%
Kalimantan 9%
Bali dan Nusa Tenggara 6%
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I.  Perkembangan Wilayah administrasi      
Pemerintahan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, terdiri dari ribuan pulau dan terhubung 
oleh berbagai selat dan laut. Secara astronomis Indonesia terletak antara 6o 04’ 30’’ Lintang Utara dan 11o 00’ 36’’ Lintang 
Selatan, serta antara 94o 58’ 21’’ sampai dengan 141o 01’ 10’’ Bujur Timur. Indonesia juga dilalui oleh garis ekuator atau garis 
khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 00.  

Kurun waktu pemerintahan di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga masa, yaitu: Masa Orde Lama (1945–1965), Masa 
Orde Baru (1966–1998), dan Masa Orde Reformasi (1999 sampai dengan sekarang). Pada tahun 1945 Indonesia hanya terdiri 
dari 8 provinsi dan pada akhir Masa Orde Lama (1965) jumlah provinsi berkembang menjadi 25. Pada Masa Orde Baru jumlah 
provinsi di Indonesia sempat bertambah menjadi 27, tetapi diawal Masa Reformasi (1999) jumlah provinsi berkurang menjadi 
26. Hal ini disebabkan karena Provinsi Timor Timur memisahkan diri dari Republik Indonesia, setelah adanya jajak pendapat 
rakyat Timor Timur.  Sejak tahun 2013, jumlah provinsi berubah menjadi 34 seiring dengan era otonomi di daerah. 

Tujuh puluh tahun Indonesia merdeka adalah suatu jembatan emas untuk mewujudkan semua harapan berbangsa dan 
bernegara. Membangun Indonesia dari pinggiran adalah salah satu agenda prioritas pemerintah periode 2014–2019. Hal 
tersebut dapat dilakukan dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka kesatuan melalui pemerataan 
pembangunan wilayah terutama di kawasan perbatasan. 

Awal Orde Reformasi (1999) Indonesia terdiri 
dari 26 provinsi, 268 kabupaten, 73 kota, 4.044 
kecamatan, dan 69.065 desa/kelurahan. Pada 
tahun 2014 wilayah administrasi Indonesia 
berkembang menjadi 34 provinsi, 416 kabupaten, 
98 kota, 7.024 kecamatan, dan 81.626 desa/
kelurahan. 

Ringkasan

Pada tahun 2014, enam puluh dua persen 
wilayah desa/kelurahan Indonesia terletak di 
bagian barat, yaitu 31 persen di  Sumatera dan 
31 persen di Jawa. Sementara itu, tiga puluh 
delapan persen lainnya tersebar di Sulawesi 
(13 persen), Maluku dan Papua ( persen), 
Kalimantan (9 persen) serta Bali dan Nusa 
Tenggara (6 persen).

Summary

Indonesia is an archipelagic country comprising thousands of islands, stretching out from the most western part, Sabang, to 
the very eastern border, Merauke. Indonesia is astronomically located between 6o 04’ 30’’ North Latitude and 11o 00’ 36’’ South 
Latitude and between 94o 58’ 21’’ and 141o 01’ 10’’ East Longitude and lies on the Equator or 0o latitude line.

The government era in Indonesia are notably grouped into three, namely the Old Order Era (1945 –1965), the New Order Era 
(1966–1998), and the Reformation Order Era (1999 to present). In 1945, Indonesia was divided into eight provinces. At the end 
of the Old Order Era in 1966 the number of provinces grew to 25. Then, the number increased to 27 in the New Order Era until 
the separation of Province East Timor for its independence from Indonesia at the beginning of the Reformation Era (1999) by 
self-determination referendum, making it reduced to 26. Since 2013, the number of provinces has changed to 34 in line with 
the era of local government autonomy.

The commemoration of the 70 th Indonesian Independence Day is a golden bridge to realize all the divine hopes of the nation and 
state. (Indonesia development on a rural basis by strengthening villages within the framework of national unity through regional 
development equality, especially in the border areas, is one of the government’s priority agenda for the period 2014–2019).
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1.1 Posisi Indonesia

Indonesia merupakan negara kepulauan, terbentang 
dari Sabang sampai Merauke, terdiri dari ribuan pulau 
dan terhubung oleh berbagai selat dan laut.  Menurut 
Badan Informasi Geospasial pada 2014, saat ini pulau 
yang terdaftar dan berkoordinat berjumlah 13.466 pulau. 
Jumlah tersebut sudah diakui oleh dunia internasional. 

Secara astronomis Indonesia terletak antara 6o 04’ 30’’ 
Lintang Utara dan 11o 00’ 36’’ Lintang Selatan, serta 
antara 94o 58’ 21’’ sampai dengan 141o 01’ 10’’ Bujur 
Timur. Indonesia juga dilalui oleh garis ekuator atau garis 
khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 0o (Peraturan 
Pemerintah RI No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat 
Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia).

Indonesia dibagi dalam tiga wilayah waktu yaitu Waktu 
Indonesia Barat (WIB), Waktu Indonesia Tengah (WITA), 
dan Waktu Indonesia Timur (WIT).

Berdasarkan posisi geografisnya, Indonesia berbatasan 
dengan beberapa negara, yaitu sebelah utara dengan 
Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Thailand, dan 
Palau; sebelah selatan dengan Australia dan Timor Leste; 
sebelah barat dengan India, dan sebelah timur dengan 
Papua Nugini.  Batas-batas tersebut terletak pada 92 
pulau terluar yang perlu dijaga dan dikelola dengan baik. 
Pulau-pulau tersebut digunakan untuk menentukan garis 
pangkal batas wilayah negara Indonesia dengan negara 
lain. Setengah dari pulau-pulau tersebut berpenghuni 
dengan luas pulau kurang atau sama dengan 2000 km² 
(Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar).

Gambar 1.1
Pembagian Wilayah Waktu di Indonesia

Selain itu, Indonesia juga berada di antara Benua Asia dan 
Benua Australia, serta di antara Samudera Hindia dan 
Samudera Pasifik.

Indonesia merupakan bagian dari gugusan gunung berapi 
Mediteranian (Sumatera, Jawa, Sunda Kecil sampai ke 
Banda) dan Circum Pasific, sehingga banyak gunung berapi 
yang masih aktif menjadikan rawan gempa dan letusan 
gunung berapi. Secara geografis, posisi Indonesia yang 
berada di atas lingkaran cincin api atau jejeran gunung 
berapi memang menguntungkan, karena menghasilkan 
tanah yang subur. Namun, dengan 130 gunung berapi aktif 
ada di Indonesia, Indonesia juga menjadi wilayah rawan, 
terutama bagi populasi yang tinggal di daerah terdampak 
kala gunung api meletus. Beberapa gunung api terkenal 
karena letusannya, seperti Krakatau, yang letusannya 
berdampak secara global pada tahun 1883; letusan 
supervulkan Danau Toba yang diperkirakan terjadi 74.000 
tahun yang lalu yang menyebabkan terjadinya musim dingin 
vulkan selama enam tahun; dan Gunung Tambora dengan 
letusan paling hebat yang pernah tercatat dalam sejarah 
pada tahun 1815. Sejak 26 Desember 2004, setelah gempa 
besar dan tsunami terjadi di Aceh dan Sumatera Utara, 
semua pola letusan gunung berapi berubah.  Gunung 
Sinabung, yang terakhir kali meletus pada 1600-an, tetapi 
tiba-tiba aktif kembali pada tahun 2010 dan beberapa kali 
meletus sampai dengan tahun 2015.

1.2 Masa Sebelum Penjajahan

Secara garis besar, sejarah Indonesia dapat dibagi 
menjadi sembilan zaman, yaitu zaman prasejarah, 
zaman kerajaan Hindu-Budha, zaman kerajaan Islam, 
zaman penjajahan, zaman kebangkitan nasional, zaman 
perjuangan menegakkan kemerdekaan, zaman Orde 
Lama, zaman Orde Baru, dan zaman Orde Reformasi.

Pada zaman prasejarah, kepulauan Indonesia dihuni 
oleh Bangsa Austronesia dari Myanmar, Muangthai, dan 
Malaka. 

Para cendekiawan India telah menulis tentang Dwipantara 
atau kerajaan Hindu Jawa Dwipa di Pulau Jawa dan 
Sumatra atau Swarna Dwipa sekitar 200 SM. Bukti fisik 
awal yang menyebutkan mengenai adanya dua kerajaan 
bercorak Hinduisme pada abad ke-5, yaitu: Kerajaan 

 

Gambar 1.2
Posisi Pulau-Pulau Terluar di Indonesia

Posisi pulau-ppulau terluar 

Sumber : Badan Pusat Statistik

Sumber : Badan Pusat Statistik
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Gambar 1.3
Letusan Gunung Sinabung Januari 2014
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1.4 Masa Kemerdekaan

1.4.1  Orde Lama (1945–1965)

Pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika masih dalam 
pendudukan Jepang yang sudah menyerah kepada 
Sekutu, atas nama Bangsa Indonesia Soekarno-Hatta 
memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pernyataan 
kemerdekaan rakyat Indonesia tentu saja tidak diakui 
oleh pemerintah Hindia Belanda. Setelah melakukan 
perjuangan mempertahankan kemerdekaan, pada tahun 
1949 pemerintah Hindia Belanda mengakui kemerdekaan 
Indonesia. Wilayah administrasi pemerintahan pada 
awal negara Indonesia, tahun 1950-an, ditata dengan 
susunan Daerah Swatantra Tingkat I (Daswati I/provinsi),  
Karesidenan, Daerah Swatantra Tingkat II (Daswati II/ 
kabupaten/kotapraja), Kawedanaan (distrik), Onderdistrik 
(kecamatan), dan desa. Hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 
tahun 1955, diperoleh catatan bahwa pada masa itu 
Indonesia terdiri atas 10 provinsi, 164 kabupaten, 38 
kotapraja, 2.103 kecamatan, dan 47.151 desa.

Pada akhir Orde Lama (1965) terjadi penambahan wilayah 
administrasi pemerintahan menjadi 25 provinsi, 228 
kabupaten, 53 kotapraja, dan 3.119 kecamatan, kecuali 
untuk desa justru berkurang menjadi 43.765 akibat adanya 
penggabungan sejumlah desa. Tahun 1961, Soekarno 
memperkenalkan program pembangunan dengan 
sebutan Pembangunan Semesta Berencana. Pada tahun 
1963, Indonesia memegang kontrol atas wilayah Irian 
Barat sekarang disebut Papua, hal ini sesuai dengan hasil 
jajak pendapat rakyat Irian Barat pada tahun 1968. Pada 
tahun 1965 telah terjadi tragedi nasional berdarah G30S 
yang diikuti penghancuran organisasi dan anggota  Partai 
Komunis Indonesia.

1.4.2  Orde Baru (1966–1998)

Pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden 
Soeharto selama 32 tahun membawa orientasi baru.  
Di era Orde Baru ini, pada tahun 1976, atas permintaan 
rakyat Timor Timur yang pro integrasi dengan Indonesia  
wilayah Timor Timur secara resmi menjadi bagian dari 
Indonesia sebagai salah satu provinsi. Selama Orde 

Tarumanagara yang menguasai Jawa Barat dan Kerajaan 
Kutai di pesisir Sungai Mahakam, Kalimantan. Pada tahun 
425 agama Budha telah mencapai wilayah tersebut. Di 
saat Eropa memasuki masa Renaisans, Nusantara telah 
mempunyai warisan peradaban berusia ribuan tahun 
dengan dua kerajaan besar, yaitu Sriwijaya di Sumatera 
dan Majapahit di Jawa, ditambah dengan puluhan kerajaan 
kecil yang sering kali menjadi vasal tetangganya yang 
lebih kuat atau saling terhubung dalam semacam ikatan 
perdagangan. Kerajaan Sriwijaya dan Wangsa Syailendra 
di Jawa Tengah yang berbasis Budha dengan peninggalan 
Candi Borobudur, Mendut, dan Pawon, merupakan 
kerajaan utama di wilayah Indonesia. Akhir Abad XIII 
di Jawa Timur mulai berkembang Kerajaan Majapahit 
yang besar dan berbasis Hindu. Pada sekitar tahun 1400 
masehi, agama Islam menyebar ke Indonesia dari Malaka 
dan pusat-pusat perdagangan pantai. Kerajaan yang 
berbasis Islam pertama di Indonesia adalah Samudera 
Pasai di Sumatera dan Demak di Jawa.

1.3 Masa Penjajahan

Zaman penjajahan dimulai ketika ekspedisi Portugis 
dibawah Alfonso d’Albuquerque merebut kota Malaka 
untuk menguasai jalur perdagangan Selat Malaka pada 
tahun 1511, dan kemudian merebut Maluku pada tahun 
1522. Selanjutnya, Portugis mulai membangun pelabuhan-
pelabuhan perdagangan di Indonesia.  Ekspedisi Belanda, 
di bawah pimpinan Cornelis de Houtman, yang datang 
untuk pertama kalinya pada tahun 1596, berhasil mengusir 
Portugis pada tahun 1606, Spanyol pada tahun 1663, dan 
Inggris tahun 1667 dari Maluku. Mulai tahun 1602, kongsi 
dagang Belanda, Vereenigde Oost-Indische Compagnie 
(VOC), mulai menguasai dan mengontrol penuh lalu lintas 
perdagangan di Indonesia dan secara politik Belanda juga 
telah menguasai seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 
1619, Belanda di bawah pimpinan Jan Pieters Zoon Coen 
menguasai Pelabuhan Sunda Kelapa dan membangun 
kota pelabuhan yang diberi nama Kota Batavia (Jakarta 
sekarang).  Pada tahun 1799, VOC menyerahkan seluruh 
kekuasaan atas kontrol perdagangan dan politik kepada 
pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1811, Kerajaan 
Inggris mengambil alih kekuasaan Kerajaan Belanda di 
Indonesia pada saat terjadinya peperangan Napoleon 
di Eropa. Akan tetapi pada tahun 1816, Belanda kembali 
menguasai Indonesia. Pada tahun 1870, kekuasaan 
pemerintah Hindia Belanda mulai melebar ke pulau-pulau 
lain selain Sumatera dan Jawa. Pada masa pemerintahan 
Hindia Belanda, wilayah kekuasaannya meliputi seluruh 
kepulauan Indonesia kecuali Timor Portugis.

Dengan diilhami kemenangan Jepang atas Rusia pada 
Perang Korea di tahun 1912, pergerakan nasionalisme 
Indonesia mulai bangkit. Pada tahun 1942–1945, saat 
Perang Dunia II, Jepang berhasil merebut kekuasaan atas 
Belanda dan menduduki Indonesia sampai dengan tahun 
1945.

Tabel 1.1
Perkembangan Wilayah Administrasi Pemerintahan 

1955–1965
Tahun Provinsi Kabupaten Kotapraja Kecamatan Desa

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1955  10  164  38 2 103 47 151
1956  16  163  42 2 513 47 305
1957  19  170  42 2 826 47 305
1958  21  170  42 2 826 47 305
1959  21  170  42 2 936 47 305
1960  22  209  47 2 950 47 305
1961  22  214  47 2 950 47 305
1962  22  214  47 2 854 47 305
1963  22  228  53 3 119 43 765
1964  25  228  53 3 119 43 765
1965  25  228  53 3 119 43 765

Sumber : Seri Publikasi Statistik Indonesia
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Baru perubahan yang menyangkut wilayah administrasi 
pemerintahan adalah penghapusan karesidenan dan 
kawedanaan, dan adanya kelurahan di daerah perkotaan. 
Juga terjadi penambahan jumlah wilayah administrasi 
pemerintahan. Pada tahun 1966 ada 25 provinsi, 228 
kabupaten, 53 kota, 3119 kecamatan dan 43.824 desa/
kelurahan. Tiga puluh dua tahun kemudian, pada tahun 
1998 berkembang  menjadi 27 provinsi, 249 kabupaten, 65 
kota, 4.028 kecamatan dan 67.925 desa/kelurahan. Pada 
tahun 1998, terjadi krisis ekonomi berkepanjangan yang 
diikuti mundurnya Presiden Suharto sebagai Presiden 
Republik Indonesia.

1.4.3  Orde Reformasi (1999-Sekarang)

Mundurnya Soeharto sebagai Presiden RI, menjadikan 
Bacharuddin Jusuf Habibie yang semula sebagai Wakil 
Presiden selanjutnya dilantik menjadi Presiden RI. Tahun 
1999, sesuai dengan hasil jajak pendapat rakyat Timor 
Timur, Provinsi Timor Timur lepas dari Indonesia yang 
kemudian menjadi Negara Timor Leste.

Dari hasil Pemilu tahun 1999 yang merupakan Pemilu 
pertama pada Orde Reformasi, Abdurrachman Wahid 

Tahun Provinsi Kabupaten Kota Kecamatan Desa/
Kelurahan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1966  25  228  53 3 119 43 824
1967  25  228  53 3 119 43 824
1968  25  230  54 3 119 43 824
1969  26  228  54 3 173 47 127
1970  26  233  54 3 160 47 278
1971  26  233  54 3 160 47 278
1972  26  233  54 3 117 45 685
1973  26  233  54 3 117 45 685
1974  26  233  54 3 117 55 685
1975  26  233  54 3 197 55 885
1976  27  246  54 3 270 65 034
1977  27  246  54 3 348 65 183
1978  27  246  54 3 349 65 372
1979  27  246  54 3 349 65 372
1980  27  246  54 3 349 65 372
1981  27  246  54 3 349 65 372
1982  27  246  54 3 349 65 372
1983  27  246  54 3 517 66 154
1984  27  246  55 3 539 67 534
1985  27  246  55 3 539 67 534
1986  27  246  55 3 542 67 949
1987  27  246  55 3 586 65 517
1988  27  241  55 3 601 66 979
1989  27  241  55 3 601 66 979
1990  27  241  55 3 625 67 033
1991  27  242  56 3 639 62 061
1992  27  243  60 3 639 65 554
1993  27  243  60 3 639 65 554
1994  27  243  60 3 839 65 198
1995  27  243  62 3 844 65 852
1996  27  243  63 4 022 66 158
1997  27  249  65 4 028 66 545
1998  27  249  65 4 028 67 925

terpilih sebagai Presiden Indonesia yang baru sampai 
tahun 2002. Selanjutnya, Megawati Soekarno Putri 
yang pada waktu itu menjabat sebagai Wakil Presiden 
diangkat menjadi Presiden RI. Pada tahun 2004, sesuai 
hasil pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat, 
Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla, 
terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 
untuk masa jabatan 2004–2009. Pemilu tahun 2009, 
terpilih Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden dan 
Boediono sebagai Wakil Presiden untuk periode masa 
jabatan 2009–2014. Pada periode tahun 2014–2019 melalui 
Pemilu tahun 2014, terpilih Joko Widodo sebagai Presiden 
dan Muhammad Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden.

Seiring dengan semangat otonomi daerah, wilayah 
administrasi pun berkembang dengan pesat. Awal Orde 
Reformasi (1999) jumlah provinsi ada 26, 268 kabupaten, 
73 kota, 4.044 kecamatan dan 69.065 desa/kelurahan. 
Pengembangan wilayah terus terjadi sehingga pada tahun 
2014 menjadi 34 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.024 
kecamatan dan 81.626 desa/kelurahan. Jumlah wilayah 
administrasi terdiri dari provinsi, kabupaten/kota, 
kecamatan dan desa/kelurahan termasuk unit pemukiman 
transmigrasi (UPT) dan pemukiman masyarakat terasing 
(PMT).  UPT dan PMT dikategorikan sebagai desa. 
Informasi wilayah administrasi dicatat oleh BPS di dalam 
master file desa (MFD).  Persyaratan dalam MFD apabila 
nama mempunyai wilayah yang jelas, ada penduduk, ada 
aparat pemerintahan, mempunyai dasar hukum yang 
berlaku dan sudah operasional.

Enam puluh dua persen jumlah desa/kelurahan terletak 
di Indonesia bagian barat, yaitu 31 persen di  Sumatera 
dan 31 persen di Jawa. Tiga puluh delapan persen lainnya 
tersebar di Sulawesi (13 persen), Maluku dan Papua (10 
persen), Kalimantan (9 persen) serta Bali dan Nusa 
Tenggara (6 persen). 

 

Tabel 1.3
Perkembangan Wilayah Administrasi Pemerintahan

1999–2014

Tahun Provinsi Kabupaten Kota Kecamatan Desa/
Kelurahan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1999  26  268  73 4 044 69 065

2000  26  268  73 4 049 69 050

2001  30  268  85 4 424 68 819

2002  30  302  89 4 918 70 460

2003  30  348  92 4 994 70 921

2004  33  349  91 5 277 69 858

2005  33  349  91 5 621 71 535

2006  33  349  91 5 656 71 563

2007  33  370  95 6 131 73 408

2008  33  387  96 6 520 75 666

2009  33  399  98 6 651 76 983

2010  33  399  98 6 699 77 548

2011  33  399  98 6 773 78 558

2012  33  399  98 6 879 79 702

2013  34  413  98 6 982 80 714

2014  34  416  98 7 024 81 626

Sumber : Seri Publikasi Statistik Indonesia

Tabel 1.2
Perkembangan Wilayah Administrasi Pemerintahan 

1966–1998

Sumber : Seri Publikasi Statistik Indonesia
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IKG Desa
2014

(Indeks Kesulitan Geografis)

IKG desa menunjukkan tingkat kesulitan geografis dari sisi:

aksesibilitas/
transportasi

kondisi
infrastruktur

ketersediaan
pelayanan dasar

tahun

 97,89
tertinggi

DESA DORERA - PAPUA

DESA SUDAGARAN
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II. Perkembangan Potensi Perdesaan

Pendataan Potensi Desa (Podes) dilaksanakan tiga kali dalam sepuluh tahun. Hasil Podes 2014 mencatat sebanyak 82.190 
wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa yang terdiri dari 73.709 desa, 8.412 kelurahan dan 69 UPT. Podes juga 
mencatat sebanyak 7.074 kecamatan dan 511 kabupaten/kota.

Hasil Podes 2014 menunjukkan: sebanyak 71.205 desa/kelurahan (86,63 persen) mempunyai sarana SD (termasuk MI); 6.799 
kecamatan (96,11 persen) sudah mempunyai sarana SLTP; 6.258 kecamatan (88,46 persen) sudah mempunyai sarana SLTA; 
6.957 kecamatan (98,35 persen) sudah tersedia Puskesmas/Pustu; 5.579 kecamatan (78,87 persen) sudah ada pasar dengan 
bangunan; 69.531 desa/kelurahan (84,60 persen) telah ada keluarga pengguna listrik PLN; 67.701 desa/kelurahan (84,27 
persen) dari 80.337 desa/kelurahan yang sarana transportasinya darat, sudah tersedia jalan yang dapat dilalui kendaraan 
bermotor roda empat atau lebih sepanjang tahun.

Selain itu juga juga tercatat sebanyak 258 desa/kelurahan yang berbatasan langsung dengan wilayah negara lain (desa/
kelurahan terdepan). Sebanyak 313 desa/kelurahan (tersebar di 17 provinsi) berada di 77 pulau dari sebanyak 92 pulau-pulau 
kecil terluar. 

Jumlah wilayah setingkat desa menurut hasil 
Pendataan Potensi Desa (Podes) tahun 2014 
sebanyak 82.190, naik dari 78.609 (2011) dan 
75.410 (2008). 

Ringkasan

Podes 2014 mengidentifikasi sebanyak 258 
desa/kelurahan terdepan dan 313 desa/
kelurahan terletak di pulau kecil terluar.

Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Desa Tahun 
2014 bervariasi antar desa dengan nilai 
terendah 6,83 dan tertinggi 97,89.

Summary

Village Potential Census (Podes) is regularly conducted 3 (three) times every ten years. Based on Podes 2014, there were 
82,190 village-level administrative areas that can be differentiated by 73,709 villages, 8,412 ‘kelurahan’ and 69 transmigration 
settlement units. Podes also recorded that there were 7,074 districts and 511 regencies/cities.

The Podes 2014 also discovered that 71,205 villages/kelurahan (86.63 percent) had primary schools; 6,799 sub districts (96.11 
percent) had junior high schools; 6,258 sub districts (88.46 percent) had senior high schools; 6,957 sub districts (98.35 percent) 
had public health center or auxiliary health center; 5,579 sub districts (78.87 percent) had public market with buildings; 69,531 
villages/kelurahan (84.60 percent) had households with electricity (generated by state electricity company); and 31,387 villages/
kelurahan (38.19 percent) had no lighting in the main streets.

In addition, according to the Podes data, there were 258 villages/kelurahan directly bordering with territory of other countries and 
313 villages/kelurahan (spread over 17 provinces) located on 77 out of 92 outermost small islands of the Indonesian territory.
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2.1  Latar Belakang Potensi Perdesaan

Pendataan Podes  dilaksanakan tiga kali dalam sepuluh 
tahun. Podes 2014 dilaksanakan pada bulan April 2014 
secara sensus terhadap seluruh wilayah administrasi 
pemerintahan terendah setingkat desa, yaitu desa, 
kelurahan, nagari, dan Unit Permukiman Transmigrasi 
(UPT). Wilayah setingkat desa yang didata harus 
memenuhi tiga syarat, yaitu: 1) mempunyai wilayah, 2) 
mempunyai penduduk, dan 3) mempunyai pemerintahan 
desa. Menurut Podes 2014, tercatat sebanyak 82.190 
wilayah administrasi setingkat desa yang terdiri dari 
73.709 desa (termasuk nagari di Sumatera Barat), 8.412 
kelurahan dan 69 UPT. Selain itu, juga tercatat sebanyak 
7.074 kecamatan dan 511 kabupaten/kota.

2.2 Infrastruktur Pendidikan

Hasil Podes 2014 menunjukkan bahwa 86,63 persen desa/
kelurahan mempunyai sarana SD (termasuk Madrasah 
Ibtidaiyah). Hanya 10.985 desa/kelurahan (13,37 persen) 
yang tidak mempunyai SD.  Untuk desa/kelurahan tanpa 
SD, 2.438 desa/kelurahan (22,19 persen) diantaranya 
memiliki jarak tempuh ke SD terdekat melebihi 3 km.

Sarana pendidikan SLTP telah ada di 6.799 kecamatan 
(96,11 persen). Sehingga, masih terdapat 275 kecamatan 
(3,89 persen) yang tidak ada SLTP. Untuk kecamatan tanpa 
SLTP, sebanyak 184 kecamatan (66,91 persen) diantaranya, 
jarak tempuh ke SLTP terdekat lebih dari 6 km. 

Sarana pendidikan SLTA telah ada di 88,46 persen 
kecamatan. Sehingga, masih terdapat 816 kecamatan 
(11,54 persen) tidak ada SLTA. Untuk kecamatan tanpa 
SLTA, sebanyak 508 kecamatan (62,33 persen) diantaranya 
jarak tempuh ke SLTA terdekat lebih dari 6 km.

2.3 Infrastruktur Kesehatan

Tersedianya pelayanan kesehatan dasar merupakan 
hak masyarakat yang menjadi pelayanan pemerintah. 
Podes 2014 menunjukkan bahwa 98, 35 persen atau 6.957 
kecamatan telah mempunyai Puskesmas atau Puskesmas 
Pembantu (Pustu). Sebanyak 117 kecamatan yang belum 

Gambar 2.1
Jumlah Desa/Kelurahan 2008, 2011, dan 2014

mempunyai Puskesmas tersebar pada sembilan provinsi: 
Aceh, Sumatera Selatan, Banten, Nusa Tenggara Timur, 
Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Maluku, Papua Barat, 
dan Papua.

2.4 Infrastruktur Pasar dengan Bangunan

Tersedianya pasar di suatu wilayah menjadi salah satu 
indikator kemajuan perekonomian wilayah tersebut. 
Podes 2014 mencatat sebanyak 15.340 desa/kelurahan 
(18,66 persen) di 5.579 kecamatan, sudah mempunyai 
pasar dengan bangunan (permanen atau semi permanen). 
Masih terdapat 1.495 kecamatan (21,13 persen) yang tidak 
mempunyai pasar dengan bangunan.

2.5 Listrik

Ketersediaan energi listik sangat penting untuk menunjang 
kemajuan suatu wilayah. Tercatat sebanyak 69.531 desa/
kelurahan (84,60 persen) telah ada keluarga pengguna 
listrik PLN. Selain itu, ada empat provinsi yang seluruh 
desa/kelurahannya yang sudah ada keluarga pengguna 
listrik PLN. Keempat provinsi tersebut yaitu DKI Jakarta, 
DI Yogyakarta, Banten, dan Bali. 

Sebanyak 31.387 desa/kelurahan (38,19 persen) masih 
belum tersedia penerangan di jalan utama desa/
kelurahan. Papua dan Nusa Tenggara Timur adalah dua 
provinsi dengan persentase tertinggi desa/kelurahan 
yang tidak memiliki penerangan di jalan utama (diatas 90 
persen).

2.6 Infrastruktur Jalan

Infrastruktur transportasi merupakan infrastruktur 
dasar yang sangat penting sebagai sarana pengangkutan 
yang berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 
suatu wilayah. Ketersediaan jalan akan meningkatkan 
efisiensi proses produksi dan distribusi. Hasil Podes 
2014 menunjukkan sebanyak 80.337 desa/kelurahan 
yang menggunakan sarana transportasi darat, dimana 
67.701 desa/kelurahan (84,27 persen) diantaranya sudah 
tersedia jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor 
roda 4 atau lebih sepanjang tahun. Sebaliknya, masih ada 
12.636 desa/kelurahan (15,73 persen) yang lalu-lintasnya 
masih bergantung pada kondisi jalan dan musim.

2.7 Desa/Kelurahan Terdepan

Desa/kelurahan terdepan merupakan istilah yang 
digunakan untuk menyebut desa atau kelurahan yang 
wilayahnya berbatasan langsung darat dengan negara 
lain. Menurut Podes 2014, terdapat 258 desa/kelurahan 
yang letaknya terdepan, berbatasan darat secara langsung 
dengan Negara lain. Keduaratus lima puluh delapan desa/
kelurahan tersebut berada di 67 kecamatan, 17 kabupaten, 
dan lima provinsi, yaitu: Nusa Tenggara Timur, Kalimantan 
Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Papua.

75 410

78 609

82 190

2008 2011 2014

Sumber: Hasil pendataan Podes 2008,2011, dan 2014

ht
tp
:/
/w

w
w
.b
ps

.g
o.
id



Perkembangan Potensi Perdesaan

15Statistik 70 Tahun Indonesia Merdeka

2.8 Desa/Kelurahan Terluar

Desa/Kelurahan terluar adalah desa/kelurahan yang 
sebagian atau seluruh wilayahnya berada di pulau kecil 
terluar.  Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005 
mencantumkan sebanyak 92 pulau terkecil terluar.  Podes 
2014 mencatat ada sebanyak 313 desa/kelurahan yang 
wilayahnya berada di dalam 77 pulau dari 92 pulau kecil 
terluar. Sementara itu, ada 15 pulau kecil terluar yang 
bukan bagian dari wilayah suatu desa/kelurahan atau 
tanpa penduduk.  Kelimabelas pulau tersebut adalah Pulau 
Mega (Bengkulu); Pulau Barung, Pulau Sekel, dan Pulau 
Panehan (Jawa Timur); Pulau Manuk (Jawa Barat); Pulau 
Batek (Nusa Tenggara Timur); Pulau Gosong Makasar 
(Kalimantan Utara); Pulau Sambit (Kalimantan Timur); 
Pulau Batarkusu dan Pulau Meatimjarang (Maluku); Pulau 
Jiew (Maluku Utara); Pulau Budd, Pulau Fani, dan Pulau 
Miossu (Papua Barat); dan Pulau Laag (Papua). 

2.9 Indeks Kesulitan Geografis Desa

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang 
Dana Desa,  salah satu komponen yang digunakan dalam 
pengalokasian dana desa adalah IKG desa. BPS telah 
menyusun IKG untuk seluruh desa. IKG merupakan indeks 
komposit yang mempunyai skala dari 0–100 yang dibentuk 
oleh tiga komponen, yaitu: 1) ketersediaan pelayanan 
dasar, 2) kondisi infrastruktur, dan 3) aksesibilitas/
transportasi. Semakin tinggi indeks menunjukkan tingkat 
kesulitan geografis yang semakin tinggi. 

Jika dibedakan berdasarkan 10 kelompok, maka lebih dari 
50 persen (57,40 persen) desa termasuk dalam kelompok 
IKG antara 30 sampai dengan 49,9. Sementara itu, hanya 
7,20 persen desa termasuk dalam kelompok IKG di atas 
70.

Gambar 2.2
Persentase Desa Menurut Kelompok IKG, 2014
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III. Penduduk

Sejak kemerdekaan, penduduk Indonesia telah bertambah lebih dari tiga kali lipat menjadi 255,5 juta jiwa pada tahun 2015 yang 
menempatkan Indonesia menjadi negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia. Laju pertumbuhan penduduk secara 
keseluruhan menunjukkan tren yang menurun. Pada periode 2010–2015 diproyeksikan laju pertumbuhan penduduk per tahun 
sebesar 1,38 persen. Sejak tahun 2003 tingkat fertilitas (TFR) cenderung stagnan. Namun demikian, pemerintah tetap berupaya 
menurunkan TFR dengan target 2,1 pada tahun 2025.  Tingkat mortalitas pada bayi dan balita menunjukkan tren yang menurun 
sebagai cerminan dari tingkat kesehatan masyarakat yang makin baik. Tingkat kepadatan penduduk bertambah seiring dengan 
meningkatnya jumlah penduduk. Pulau Jawa masih menjadi pulau terpadat dengan dihuni oleh 57 persen penduduk Indonesia. 
Sebagai dampak pembangunan, jumlah penduduk perkotaan terus bertambah. Diperkirakan pada tahun 2011 jumlah penduduk 
perkotaan sudah sama dengan penduduk perdesaan dan terus meningkat hingga 53,3 persen pada tahun 2015. 

Beberapa isu kependudukan terkini adalah bonus demografi dan bertambahnya penduduk lansia. Indonesia sudah memasuki 
era bonus demografi sejak tahun 2012. Puncak bonus demografi diperkirakan tercapai pada periode 2028–2030 dengan angka 
beban ketergantungan mencapai 46,9. Jumlah lansia juga bertambah seiring dengan semakin baiknya tingkat kesehatan dan 
bertambahnya angka harapan hidup. Diperkirakan bahwa Indonesia akan mencapai ageing population pada tahun 2020.

Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 
2015 sebanyak 255,5 juta jiwa. Kondisi 
tersebut, menempatkan Indonesia menjadi 
negara dengan penduduk terbesar keempat 
di dunia dengan laju pertumbuhan penduduk 
per tahun sebesar 1,38 persen.

Ringkasan

Pada tahun 2015, 57 persen penduduk tinggal 
di Pulau Jawa.

Periode puncak bonus demografi diperkiraan 
terjadi pada tahun 2028–2030 dengan angka 
beban ketergantungan mencapai 46,9.

Summary

Since independence, the total population of Indonesia has tripled to 255.5 million, which placed Indonesia as the fourth largest 
population in the world. Population growth rate showed a downward trend. During the period 2010–2015 projected population 
growth rate is 1.38 percent per year. Since 2003, fertility rates (TFR) tend to stagnate. However, the government is trying to 
reduce the TFR, and target it on 2.1 in 2025. The infant mortality rate and under five mortality rate also showed a declining 
trend, which indicates an improving level of public health. With the increase of population, population density also increased.  
Java is still the most populous island, where 57 percent of total population live in Java in 2015. As a result of development, the 
urban population continues to grow. In 2011, the number of urban population is projected to be the same as the rural population 
and would continue to increase reaching 53.3 percent in 2015.

Some of the latest population issues are the demographic bonus (demographic dividend) and the ageing population. Indonesia 
has entered the era of demographic bonus since 2012. The peak of the demographic bonus is estimated to be achieved in the 
period 2028 to 2030 with the dependency ratio at 46.9. The number of aged population also increases along with improvements 
of the level of health and increasing life expectancy. Indonesia is predicted to reach the ageing population by 2020.
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Penduduk

 3.1  Laju Pertumbuhan Penduduk

Sejak kemerdekaan, jumlah penduduk Indonesia bertambah 
lebih dari tiga kali lipat, yaitu dari 73,3 juta jiwa pada tahun 
1945 menjadi 255,5 juta jiwa pada tahun 2015. Penduduk 
Indonesia saat ini berada pada posisi nomor empat dunia 
setelah Tiongkok (1,4 miliar jiwa), India (1,3 miliar jiwa) dan 
Amerika Serikat (325 juta jiwa).

Laju pertumbuhan penduduk sepanjang tujuh dekade 
terakhir tidak merata. Selama  kurun waktu tahun 1945 
hingga tahun 1980 laju pertumbuhan penduduk naik dari 
1,0 persen hingga 2,3 persen per tahun. Pada periode tahun 
1990–2000, laju pertumbuhan penduduk turun menjadi 1,44 
persen per tahun. Selanjutnya angkanya kembali naik pada 
periode 2000–2010 menjadi sebesar 1,49 persen.

Tanpa adanya upaya yang serius untuk membatasi kelahiran 
maka jumlah penduduk akan berlipat ganda dalam waktu 
47 tahun ke depan. Atas dasar itu pemerintah bertekad 
untuk menurunkan tingkat kelahiran dan memproyeksikan 
laju pertumbuhan penduduk pada periode 2010–2015 akan 
menurun menjadi 1,38 persen.

Pertumbuhan penduduk di Indonesia masih sangat 
ditentukan oleh faktor pertumbuhan alami, yaitu pengaruh 
tingkat kelahiran dan tingkat kematian. Sementara itu, 
pengaruh faktor sosial atau migrasi sangat kecil. Hasil Survei 

Gambar 3.1
Jumlah Penduduk Indonesia, 1945–2015

Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) menunjukkan 
tren tingkat kelahiran (TFR) yang stagnan saat ini. Pada 
tahun 1991 TFR sebesar 3,0 artinya rata-rata anak yang 
dilahirkan perempuan hingga berakhir masa reproduksi 
sebanyak tiga. Selanjutnya angkanya turun menjadi 2,6 
pada tahun 2003. Pada kurun waktu 2003 hingga 2012 TFR 
stagnan pada 2,6. Meskipun demikian, pemerintah tetap 
berkomitmen untuk menurunkan angka kelahiran menjadi 
2,1 pada tahun 2025.

Hasil SDKI juga menunjukkan pola yang berbeda dalam 
penurunan kematian bayi umur kurang dari seminggu 
(neonatum), kematian bayi umur kurang dari setahun 
(kematian bayi) dan kematian balita umur 0–5 tahun 
(kematian balita). Kematian neonatum mengalami 
penurunan yang lambat, yaitu dari 32 kematian per 1000 
kelahiran hidup pada tahun 1991 menjadi 20 kematian per 
1000 kelahiran hidup pada tahun 2002–2003. Selanjutnya, 
pada periode tahun 2007 hingga 2012 stagnan pada 19 
kematian per 1000 kelahiran hidup. 

Sementara itu, tingkat kematian bayi telah turun separuhnya 
dari 68 kematian per 1000 kelahiran hidup untuk tahun 
1991 menjadi 32 kematian per 1000 kelahiran hidup pada 
tahun 2012. Angka ini diperkirakan terus menurun dengan 
tempo yang melambat. Pola serupa juga ditunjukkan pada 
kematian balita pada periode 1991–2012, dari 97 kematian 
balita per 1000 kelahiran hidup  turun menjadi 40 kematian 
balita per 1000 kelahiran hidup.
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Gambar 3.3
Total Fertility Rate (TFR) Indonesia, 1991–2012
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Gambar 3.4 
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Gambar 3.4
Angka Kematian Neonatum, Bayi dan Balita, 1991–2012

Sumber: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia, 1991, 1994, 1997, 
2002–2003, 2007, 2012
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Penduduk

3.4  Bonus Demografi

Dampak dari penurunan kelahiran di Indonesia 
menyebabkan bergesernya komposisi penduduk usia muda 
(di bawah 15 tahun) yang turun dari 44 persen di tahun 1971 
menjadi 27 persen di tahun 2015. Sementara itu, penduduk 
usia produktif (15–64 tahun) naik dari 56 persen di tahun 
1971 menjadi 67 persen di tahun 2015. Demikian pula 
dengan penduduk usia 65 tahun ke atas, pada periode yang 
sama mengalami sedikit kenaikan dari tiga persen menjadi 
lima persen. 

Pergeseran itu menyebabkan terbukanya jendela peluang 
dimana angka beban ketergantungan kian mengecil, yakni 
dari 86,8 pada tahun 1970 menjadi 50,5 di tahun 2010. Pada 
tahun 2012 Indonesia telah memasuki bonus demografi 
dimana angka beban ketergantungan di bawah 50, yang 
berarti setiap dua orang produktif menanggung beban satu 
orang usia tidak produktif (usia kurang dari 15 tahun dan 
di atas 65 tahun). Bonus demografi ini hanya terjadi satu 
kali dalam perjalanan suatu bangsa dan Indonesia kini 
tengah berada pada era tersebut. Hasil proyeksi penduduk 
Indonesia tahun 2010-2035 menunjukkan bahwa bonus 
demografi mencapai puncaknya pada tahun 2028-2030 
dengan angka beban ketergantungan menyentuh nilai 
terendah sebesar 46,9. 

3.2  Kepadatan dan Distribusi Penduduk

Kepadatan penduduk di Indonesia tahun 2015 adalah 
134 jiwa per km2. Di Kawasan Asia Tenggara, Indonesia 
menempati peringkat ketiga setelah Singapura (7.814 jiwa 
per km2) dan Vietnam (293 jiwa per km2). 

Selama tujuh dekade setelah kemerdekaan, distribusi 
penduduk antar pulau masih timpang. Pulau Jawa, yang 
luas wilayahnya hanya tujuh persen dari luas wilayah daratan 
di Indonesia, dihuni oleh 57 persen penduduk Indonesia.  
Sementara itu, Pulau Sumatera dengan luas wilayah 25 
persen hanya dihuni oleh 22 persen penduduk. Demikian 
juga Pulau Kalimantan yang memiliki luas wilayah 28 persen 
dihuni oleh enam persen penduduk. Pulau Sulawesi dengan 
luas wilayah 10 persen dihuni oleh tujuh persen penduduk. 
Pulau Bali, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku 
dan Papua yang memiliki luas wilayah 30 persen hanya 
dihuni oleh delapan persen penduduk Indonesia. 

3.3  Penduduk Perkotaan

Persentase penduduk yang tinggal di perkotaan saat ini 
mengalami kenaikan hampir empat kali lipat sejak 1961, 
yaitu dari 14,9 persen menjadi 49,8 persen di tahun 2010. 
Pada tahun 2011 Indonesia telah menyandang predikat 
urban population dimana lebih dari setengah penduduknya  
tinggal di kota. Pada tahun 2015 penduduk perkotaan 
diproyeksikan terus meningkat menjadi  53,3 persen. 

Gambar 3.5
Persentase Luas Wilayah dan Distribusi Penduduk, 2015
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Gambar 3.6
Persentase Penduduk Perkotaan, 1961–2015

Gambar 3.7
Persentase Penduduk Usia Produktif dan Nonproduktif 

1971–2035

Gambar 3.8
Beban Ketergantungan, 1980–2035

Gambar 3.7 
Persentase Penduduk Usia Produktif dan Non Produktif 
 

 
 
 
Gambar 3.8 
Beban Ketergantungan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0

20

40

60

80

1971 1980 1990 2000 2010 2015 2020 2025 2030 2035

0-14
15-64
65+

Persen 

Tahun 

40

50

60

70

80

1980 1990 2000 2010 2020

angka beban 
ketergantungan 

Tahun 

Bonus Demografi 

Gambar 3.7 
Persentase Penduduk Usia Produktif dan Non Produktif 
 

 
 
 
Gambar 3.8 
Beban Ketergantungan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0

20

40

60

80

1971 1980 1990 2000 2010 2015 2020 2025 2030 2035

0-14
15-64
65+

Persen 

Tahun 

40

50

60

70

80

1980 1990 2000 2010 2020

angka beban 
ketergantungan 

Tahun 

Bonus Demografi 

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia, 2010–2035

Sumber:  1. Sensus Penduduk Indonesia, 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010
 2. Proyeksi Penduduk Indonesia, 2010–2035
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Penduduk

3.5  Penduduk Lansia

Seiring dengan kemajuan pembangunan di bidang kesehatan 
maka usia harapan hidup penduduk semakin tinggi 
sehingga meningkatkan persentase penduduk lanjut usia 
(lansia). Penduduk lansia pada tahun 1971 hanya sebesar 
4,5 persen, sedangkan di tahun 2015 jumlahnya hampir dua 
kali lipat menjadi 8,5 persen. Dengan berjalannya waktu, 
diproyeksikan pada tahun 2020 Indonesia sudah memasuki 
ageing population, yaitu ketika persentase penduduk usia 
60 tahun keatas mencapai 10 persen dari total penduduk 
seluruhnya. 

Sebagai perbandingan, persentase lansia di Indonesia 
masih berada di bawah Jepang (33 persen), Amerika Serikat 
(25 persen), Singapura (17 persen), Thailand (16 persen), 
Tiongkok (15 persen) dan Vietnam (14 persen).

Gambar 3.9
Persentase Penduduk Usia 60 Tahun Ke Atas,1971–2035

Gambar 3.10
Perkiraan Angka Harapan Hidup, 1971–2015
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Gambar 3.11
Angka Harapan Hidup Indonesia Menurut Provinsi, 2015

 

 
 
 
 
 

3.6  Angka Harapan Hidup

Rata-rata angka harapan hidup terus mengalami kenaikan. 
Pada tahun 1967 harapan hidup sewaktu lahir adalah 45,7 
tahun, meningkat secara signifikan menjadi 70,8 tahun 
pada tahun 2015. Terlihat adanya perbedaan harapan 
hidup sewaktu lahir antara bayi perempuan dan laki-laki 
dimana bayi perempuan memiliki harapan hidup lebih tinggi 
dibandingkan bayi laki-laki. Sebagai contoh, rata-rata angka 
harapan hidup waktu lahir bayi perempuan pada tahun 2015 
adalah 72,8 tahun, sedangkan untuk bayi laki-laki adalah 
68,7 tahun.

Sumber:  1. Sensus Penduduk Indonesia, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010
 2. Proyeksi Penduduk Indonesia, 2010–2035

Sumber:  1. Sensus Penduduk Indonesia, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010
 2. Proyeksi Penduduk Indonesia, 2010–2035

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia, 2010–2035
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IV. ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan Indonesia pada 2014 mencakup 183,0 juta jiwa penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas), dan 121,9 juta 
angkatan kerja yang terdiri dari 114,6 juta penduduk bekerja dan 7,3 juta pengangguran. Dalam satu dekade terakhir (2004–
2014), upaya penciptaan lapangan kerja ditandai oleh laju pertumbuhan penduduk bekerja yang jauh lebih besar dari laju 
pertumbuhan angkatan kerja, dengan tingkat pertumbuhan masing–masing sebesar 2,0 persen dan 1,6 persen per tahun. 

Ketenagakerjaan cenderung membaik dari waktu ke waktu, ditandai oleh menurunnya angka tingkat pengangguran terbuka, 
meningkatnya persentase penduduk bekerja berpendidikan tinggi, dan menurunnya persentase pekerja rentan. 

Meski demikian masih terdapat sejumlah tantangan ketenagakerjaan, tidak saja mencakup penciptaan lapangan kerja yang 
semakin besar jumlahnya, namun juga peningkatan kualitas ketenagakerjaan yang harus terus diupayakan dari waktu ke waktu. 
Tingginya pengangguran usia muda dan pengangguran di wilayah perkotaan harus direspon dengan penciptaan lapangan kerja 
yang sesuai aspirasi mereka. Peningkatan partisipasi perempuan dalam ketenagakerjaan juga menjadi area kebijakan yang 
harus ditindaklanjuti dengan seksama. Dan yang tak kalah pentingnya adalah peningkatan utilisasi dan produktivitas penduduk 
bekerja sebagai upaya penurunan jumlah setengah pengangguran, dan juga peningkatan kesejahteraan pekerja. Kesejahteraan 
tidak dilihat semata dari sisi kecukupan uang, namun juga alokasi waktu yang memadai bagi keseimbangan hidup bagi diri dan 
keluarga. Faktanya hingga 2014 masih sekitar 25,97 persen penduduk bekerja dengan jam kerja berlebih (excessive hours) dan 
32,39 persen buruh/karyawan yang berupah rendah (low pay rate).

Ketenagakerjaan Indonesia pada tahun 2014 
digerakkan oleh 121,9 juta angkatan kerja yang 
terdiri dari 114,6 juta penduduk bekerja dan 7,3 
juta penganggur.

Ringkasan

Pada periode 2004–2014, upaya penciptaan 
lapangan kerja ditandai oleh pertumbuhan 
penduduk bekerja sebesar 2,0 persen per tahun, 
melampaui pertumbuhan jumlah angkatan kerja 
yang sebesar 1,6 persen per tahun.

Tingkat Penganguran Terbuka (TPT) berhasil 
ditekan dari 9,86 persen pada 2004  menjadi 5,94 
persen pada 2014, namun TPT penduduk usia 
muda hingga 2014 masih sebesar 22,20 persen.

Summary

Indonesian employment in 2014 covered 183.0 million working-age population (aged 15 years and above), and 121.9 million 
labor force comprising 114.6 million employed and 7.3 million unemployed. In the last decade (2004-2014), efforts of job creation 
is characterized by the growth rate of the number of employed people exceeding the labor force growth rate, with respective 
growth rates of 2.0 percent and 1.6 percent per year

Employment tends to improve over time, marked by a declining unemployment rate, an increasing percentage of highly educated 
workers, and a declining in the percentage of vulnerable workers

However there are still a number of employment challenges, not only in the form of the increasing number of job creation 
continues to grow in number, but also improving the quality of employment that should be sought from time to time. High 
youth unemployment and urban unemployment must be addressed by the creation of jobs suitable with their aspirations,.  The 
increased participation of women in employment is also a policy area that should be followed up systimatically, and equally 
important is increasing the labor utilization and worker productivity as an effort to decrease the number of underemployed, and 
also improving the welfare of workers. Welfare is not seen solely in terms of the adequacy of the money, but also the allocation 
of the sufficient time for the balance of life for self and family. The fact that until 2014 was approximately 25.97 percent of the 
workers with excessive working hours (excessive hours), and 32.39 percent of the workers with low-wage (low pay rate).  
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4.1  Penciptaan Lapangan Kerja

Jumlah penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas), angkatan 
kerja, dan penduduk bekerja sepanjang satu dekade 
menunjukkan tren meningkat. Pada 2014, jumlah penduduk 
usia kerja mencapai 183,0 juta jiwa, dimana sekitar 121,9 
juta di antaranya merupakan angkatan kerja dan 114,6 juta 
merupakan penduduk bekerja. Upaya penciptaan lapangan 
kerja ditandai oleh laju pertumbuhan penduduk bekerja 
yang jauh lebih besar dari laju pertumbuhan angkatan kerja. 
Pada periode 2004–2014, jumlah angkatan kerja tumbuh 
sebesar 1,6 persen per tahun, sementara jumlah penduduk 
bekerja tumbuh sebesar 2,0 persen per tahun.

4.2  Partisipasi dalam Kegiatan Ekonomi

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan 
indikator yang dapat mengindikasikan besaran relatif 
pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi 
barang maupun jasa dalam suatu wilayah atau negara, baik 
dalam posisi sudah bekerja maupun menganggur. Pada 
periode 2004–2014, TPAK laki-laki jauh lebih tinggi dari TPAK 
perempuan, dengan kesenjangan yang sedikit menyempit. 
Pada 2014, TPAK laki-laki sebesar 83,05 persen sedangkan 
TPAK perempuan sebesar 50,22 persen. Diperlukan 
kebijakan dan program yang lebih akif dalam mendorong 
perempuan Indonesia untuk aktif dalam kegiatan ekonomi.

4.3  Pendidikan Penduduk Bekerja

Ketenagakerjaan Indonesia hingga tahun 2014 masih 
didominasi oleh tenaga kerja berpendidikan rendah, namun 
demikian kualitas pendidikan penduduk bekerja cenderung 
membaik dari waktu ke waktu. Persentase penduduk 
bekerja berpendidikan rendah (SMP ke bawah) yang 
semula di tahun 2004 masih sebesar 76,33 persen menurun 
menjadi 64,82 persen di tahun 2014. Di sisi lain, persentase 
penduduk bekerja berpendidikan tinggi (Diploma ke atas) 
yang semula sebesar 5,22 persen pada tahun 2004, naik 
menjadi 9,79 persen di tahun 2014.

4.4  Pengangguran Menurut Daerah Tempat Tinggal

Tingkat pengangguran terbuka menurut daerah tempat 
tinggal masih menunjukkan pola yang sama dari waktu ke 
waktu, yaitu TPT di perdesaan selalu lebih rendah dari TPT 
perkotaan. Namun demikian, kesenjangan TPT perdesaan-
perkotaan cenderung menyempit dari waktu ke waktu. 
Perbandingan TPT desa-kota yang semula di tahun 2004  
sebesar 7,86 persen berbanding 12,73 persen, menjadi 
sebesar 4,81 persen berbanding 7,12 persen di tahun 2014. 
Hal ini disinyalir terkait dengan dampak tingkat urbanisasi 
yang semakin tinggi.

Gambar 4.1
Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas, 2004–2014

Gambar 1. 
Penduduk 15 Tahun Keatas 
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Gambar 2. 
TPAK Menurut Jenis Kelamin, 2004-2014 
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Gambar 3. 
Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan Ditamatkan (Persen), 2004 dan 2014  
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Gambar 4.3
Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan Ditamatkan 

(persen), 2004 dan 2014
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4.5  Pengangguran Kelompok Muda

Dalam sepuluh tahun terakhir, tingkat pengangguran 
terbuka di Indonesia menunjukkan tren yang terus menurun 
bahkan di tahun 2014 angka pengangguran terbuka sudah 
mencapai 5,94 persen. Angka pengangguran di bawah 
enam persen ini menunjukkan bahwa target pengurangan 
angka pengangguran menjadi lima hingga enam persen 
pada tahun 2014 yang ditetapkan dalam RPJMN 2010-
2014 telah terpenuhi. Walaupun dapat dianggap sebagai 
suatu keberhasilan, pengangguran di Indonesia masih 
merupakan suatu persoalan bagi kelompok tertentu, 
terutama   pada kelompok umur muda (15–24 tahun) yang 
tingkat pengangguran terbukanya pada 2014 masih sebesar 
22,20 persen.

4.6  Perubahan Struktur Perekonomian

Proses perubahan struktur ekonomi Indonesia masih 
terus berlangsung. Kecenderungan yang terjadi adalah 
persentase penduduk bekerja di Sektor Pertanian terus 
menurun, sementara Sektor Manufaktur dan Jasa-Jasa 
terus meningkat. Dalam kurun waktu sepuluh terakhir 
(2004–2014), penduduk bekerja di Sektor Pertanian menurun 
dari 43,33 persen menjadi 34,00 persen, sedangkan Sektor 
Manufaktur meningkat dari 18,01 persen menjadi 21,16 
persen, bahkan Sektor Jasa-Jasa meningkat dari 38,67 
persen menjadi 44,84 persen. 

4.7  Setengah Pengangguran

Setengah pengangguran merupakan bagian dari kelompok 
penduduk bekerja, dimana jam kerja mereka kurang dari 35 
jam per minggu, namun mereka ingin bekerja lebih lama 
sehingga mereka melakukan aktivitas mencari pekerjaan 
atau mempersiapkan usaha baru dan siap menerima 
tawaran pekerjaan. Dalam satu dekade terakhir, jumlah 
setengah pengangguran cenderung menurun, dan pada 
tahun 2014 dari 114,6 juta penduduk bekerja, sekitar 9,7 
juta di antaranya  terkategori sebagai kelompok setengah 
pengangguran.

 
 
Gambar 4. 
TPT Menurut Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan, 2004-2014 
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Gambar 5. 
TPT  Umur Muda, 2004-2014 
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Gambar 4.4
TPT Menurut Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan 

2004–2014

Gambar 4.5
Tingkat Pengangguran Terbuka Umur Muda, 2004–2014

Gambar 4.6
Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan 

Utama (persen), 2004 dan 2014

Gambar 4.7
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja dan 

Setengah Pengangguran, 2004–2014
Gambar 6. 
Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja dan Setengah Pengangguran, 2004-2014  
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Gambar 7. 
Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama (Persen), 2004 dan 2014  
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4.10  Buruh Berupah Rendah

Banyaknya pekerja yang berupah rendah merupakan hal 
yang mengkhawatirkan, karena upah rendah berdampak 
pada kemiskinan dan memburuknya kondisi sosial ekonomi 
penduduk. Buruh/karyawan berupah rendah (low pay rate) 
adalah buruh/karyawan yang mendapatkan upah lebih kecil 
dari dua pertiga median upah buruh/karyawan. Pada 2014, 
dua pertiga median upah buruh/karyawan di Indonesia 
adalah senilai Rp950.000,-, dan masih terdapat 32,39 persen 
buruh/karyawan yang mendapatkan upah rendah.

4.8  Pekerja Rentan

Pekerja rentan merupakan salah satu indikator yang dapat 
mengambarkan kondisi kerentanan pekerja yang antara 
lain ditandai oleh ketiadaan kontrak kerja, upah rendah, 
produktivitas rendah, minimnya perlindungan/jaminan 
sosial, dan kondisi kerja yang tidak sesuai dengan hak-hak 
mendasar pekerja. Menggunakan data Sakernas, indikator 
ini dapat dilihat dari status pekerjaan, di mana mereka 
yang berstatus berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh 
tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas dan pekerja 
keluarga, termasuk sebagai kelompok pekerja rentan. 
Sepanjang satu dekade terakhir, pekerja rentan cenderung 
menurun dari 69,67 persen tahun 2004 menjadi 59,38 persen 
di tahun 2014.   

4.9  Jam Kerja Berlebih

Penduduk bekerja dengan jam kerja berlebih adalah 
mereka yang bekerja lebih dari 48 jam per minggu. 
Meskipun berbagai penelitian menunjukkan bahwa jam 
kerja berlebih berdampak pada penurunan produktivitas, 
derajat kesehatan, dan tingkat kehadiran pekerja, serta 
meningkatkan resiko cedera kerja, namun jam kerja 
berlebih nampaknya merupakan hal yang biasa di Indonesia. 
Faktanya hingga tahun 2014, masih terdapat 25,97 persen 
penduduk bekerja dengan jam kerja berlebih. 

Gambar 4.10
Low Pay Rate Indonesia, 2004–2014

Gambar 4.9
Penduduk yang Bekerja dengan Jam Kerja Lebih 

(persen), 2004–2014

Gambar 4.8
Pekerja Rentan Indonesia (persen), 2004–2014

Gambar 10. 
Low Pay Rate  Indonesia, 2004-2014 
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Gambar 9. 
Penduduk yang Bekerja dengan Jam Kerja Lebih (Persen), 2004-2014 
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Gambar 8. 
Pekerja Rentan Indonesia (Persen), Tahun 2004-2014 
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V.  kesehatan

Dalam mendukung pencapaian tujuan MDGs di bidang kesehatan, beberapa upaya telah dilakukan antara lain peningkatan 
kecukupan gizi masyarakat, kemudahan akses layanan kesehatan, serta penambahan jumlah layanan kesehatan dan tenaga 
kesehatan yang berpengalaman. Pada periode tahun 1992–2014 penggunaan fasilitas kesehatan mengalami peningkatan, baik 
fasilitas kesehatan umum maupun fasilitas penolong persalinan. Hal ini terlihat dari peningkatan persentase penduduk yang 
menggunakan fasilitas kesehatan di rumah sakit (naik dari delapan persen pada tahun 1992 menjadi 10,1 persen pada tahun 
2014) dan peningkatan persentase penolong persalinan yang ditolong oleh tenaga medis (naik dari 38,5 persen pada tahun 1992 
menjadi 87,1 persen pada tahun 2014).

Kesadaran penduduk akan pentingnya kesehatan juga mengalami peningkatan, terlihat dengan meningkatnya persentase anak 
berumur 12–23 bulan yang telah diimunisasi campak dari 55 persen pada tahun 1996 menjadi 90,5 persen pada tahun 2014. 
Sejak tahun 2004, pemberian imunisasi dasar khususnya campak sudah mulai merata di seluruh wilayah baik di perkotaan 
maupun di perdesaan.

Dalam kurun waktu 1996–2014 pemberian 
imunisasi campak pada anak berumur 12–23 
bulan meningkat hampir 100 persen (55,0 
persen pada tahun 1996 dan 90,5 persen pada 
tahun 2014].

Ringkasan

Pemanfaatan rumah sakit dan dokter sebagai 
tempat untuk berobat jalan mengalami 
peningkatan selama dua dekade terakhir, yaitu 
dari 27,4 persen pada tahun 1992 menjadi 38,1 
persen pada tahun 2014.
Selama periode 1992–2014 terjadi peningkatan 
persalinan ditolong tenaga medis yang 
signifikan dari 38,5 persen pada tahun 1992 
menjadi 87,1 persen pada tahun 2014.

Summary

To support achievement of MDGs Goals in health sector, some efforts have been done. These include the improvement of 
people’s nutritional adequacy, the ease of access to health care, and increasing the number of health services and health 
personnel. During the period of 1992–2014, the use of health facilities have increased, in term of both public health facilities and 
health facilities for birth delivery. This can be seen from the increase of percentage people using health facilities in the hospital 
(from 8 percent in 1992 to 10.1 percent in 2014) and the increase in the percentage of medical birth attendant (from 38.5 percent 
in 1992 became 87.1 percent in 2014).

People awareness of the importance of health also improved, as shown by the increase in percentage of children aged 12–23 
months being immunized against measles from 55 percent in 1996 to 90.5 percent in 2014. Since 2004, the provision of basic 
immunization against measles has started evenly across regions both urban and rural areas.  
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Dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) 
dinyatakan bahwa arah kebijakan bidang kesehatan dan 
kesejahteraan sosial antara lain meningkatkan mutu sumber 
daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung 
dengan pendekatan paradigma sehat, memelihara, dan 
meningkatkan mutu lembaga dan pelayanan kesehatan 
melalui pemberdayaan sumber daya manusia (SDM).

Kondisi kesehatan penduduk merupakan bagian dari 
kesejahteraan rakyat yaitu kondisi awal yang menentukan 
status kesehatan penduduk. Indikator derajat kesehatan 
penduduk dapat dilihat antara lain dari tingkat pemanfaatan 
fasilitas kesehatan dan penolong persalinan balita. 

5.1  Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan yang paling banyak dimanfaatkan oleh 
penduduk untuk berobat jalan pada tahun 1992 adalah 
puskesmas (37,8 persen).  Namun persentase pemanfaatan 
puskesmas menurun menjadi 27,1 persen pada tahun 2014. 
Sebaliknya, pemanfaatan rumah sakit dan praktek dokter 
atau klinik untuk berobat mengalami peningkatan dari 27,4 
persen pada tahun 1992 menjadi 38,1 persen pada tahun 
2014.

 

5.2  Penolong Persalinan

Pada tahun 1992 lebih dari 60 persen persalinan balita 
ditolong oleh tenaga nonmedis (dukun dan lainnya). 
Persentase persalinan balita yang ditolong oleh dukun 
tradisional (dukun bersalin) mengalami penurunan yang 
cukup signifikan dari 58,5 persen pada tahun 1992 menjadi 
11,8 persen pada tahun 2014.

Selama 22 tahun, persentase persalinan balita ditolong 
tenaga medis (dokter, bidan dan tenaga medis lain) 
mengalami peningkatan yang signifikan dari 38,5 persen 
pada tahun 1992 menjadi 87,1 persen pada tahun 2014.

5.3  Imunisasi

Pada tahun 1996, anak berumur 12–23 bulan yang pernah 
diimunisasi campak hanya 55,0 persen.  Persentase ini 
meningkat cukup signifikan menjadi 90,5 persen pada 
tahun 2014.

Sebelum tahun 2004, persentase anak berumur 12–23 
bulan yang pernah diimunisasi campak di daerah perkotaan 
jauh lebih tinggi dibanding di daerah perdesaan. Namun 
sejak tahun 2004, pemberian imunisasi dasar khususnya 
campak sudah mulai merata di wilayah perkotaan maupun 
perdesaan.

Tabel 5.1
Persentase Penduduk Menurut Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan untuk Berobat Jalan, 1992–2014

Fasilitas Kesehatan 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Rumah sakit 8,0 7,5 9,2 9,3 8,7 10,8 10,1
Dokter praktek 19,4 18,8 24,9 24,4 27,0 26,1 28,0
Puskesmas/Pustu 37,8 44,6 32,6 37,3 33,4 30,0 27,1
Klinik 1 4,8 4,0 3,3 3,9 – – –
Petugas kesehatan 19,5 18,3 21,1 18,5 25,3 26,9 28,9
Lainnya 10,5 6,8 8,9 6,6 5,6 6,2 5,9 
Jumlah 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Catatan: 1 Sejak tahun 2008, fasilitas kesehatan “klinik” digabung dengan “dokter praktek”
Sumber: Susenas 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, dan 2014

Tabel 5.2
Persentase Balita Menurut Penolong Persalinan, 1992–2014

Fasilitas Kesehatan 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Medis 38,5 50,0 63,5 71,5 74,9 83,6 87,1 
 Dokter 5,9 6,8 8,0 9,8 14,7 17,2 21,0 
 Bidan dan tenaga medis lain 32,6 43,2 55,5 61,7 60,2 66,4 66,1 

Nonmedis 61,5 50,0 36,5 28,5 25,1 16,4 12,9 
 Dukun tradisional 58,5 47,3 34,4 26,3 23,1 15,1 11,8 
 Lainnya 3,0 2,7 2,1 2,2 2,0 1,3 1,1 
Jumlah (Medis dan Nonmedis) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sumber: Susenas 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, dan 2014
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Tabel 5.3
Persentase Anak Berumur 12–23 Bulan yang Diberi Imunisasi Campak

Menurut Tipe Daerah, 1996–2014

Tahun Perkotaan Perdesaan Perkotaan dan Perdesaan

(1) (2) (3) (4)

 1996 66,8 49,1 55,0
 20001 – – –
 2004 85,3 75,5 79,7
 2008 88,6 81,8 85,0
 2012 89,8 88,2 89,0
 2014 92,1 89,0 90,5

Catatan: 1 Pada tahun 2000, pertanyaan terkait imunisasi tidak dikumpulkan
Sumber: Susenas 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, dan 2013
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VI. Pendidikan dan SoSial Budaya

Upaya pembangunan bidang pendidikan, seperti pembangunan gedung sekolah dasar ke seluruh pelosok negeri melalui 
program SD Inpres, pemberantasan buta aksara, dan program keaksaraan fungsional berhasil menurunkan persentase 
buta huruf dari 57,1 persen pada tahun 1961 menjadi 4,4 persen pada tahun 2014. Dalam kurun waktu tersebut juga terjadi 
penurunan kesenjangan buta huruf dilihat dari sisi gender, dimana selisih persentase penduduk buta huruf perempuan dan 
laki-laki semakin mengecil. Penurunan buta huruf ini juga terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Dilihat menurut 
kelompok umur, penurunan buta huruf yang sangat nyata terjadi pada kelompok umur muda (10–24 tahun), dimana pada tahun 
2014 persentasenya relatif sangat kecil (di bawah 1 persen).

Pembangunan infrastruktur sekolah, pemberian Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Siswa Miskin berhasil meningkatkan 
partisipasi sekolah untuk setiap kelompok umur sekolah. Hampir semua anak umur 7–15 tahun memperoleh kesempatan 
untuk bersekolah pada jenjang pendidikan dasar, terlihat dari tingginya nilai Angka Partisipasi Sekolah (APS) tahun 2014 pada 
kelompok umur 7–12 tahun (98,9 persen) dan kelompok umur 13–15 tahun (94,4 persen).

Perkembangan teknologi menyebabkan pergeseran budaya masyarakat dalam mengakses media informasi dan hiburan. Media 
televisi semakin digemari, sebaliknya penduduk yang mendengarkan radio semakin berkurang. Demikian juga dengan akses 
surat kabar dan majalah yang berupa media cetak yang cenderung menurun. Persentase penduduk yang menonton televisi 
mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada dua dekade terakhir, yaitu dari 44,5 persen pada tahun 1984 menjadi 91,7 
persen pada tahun 2012.

Persentase penduduk buta huruf turun secara 
nyata dari 57,1 persen pada tahun 1961 menjadi 
4,4 persen pada tahun 2014.

Ringkasan

Hampir semua anak umur 7–15 tahun memperoleh 
kesempatan untuk bersekolah pada jenjang 
pendidikan dasar, terlihat dari tingginya nilai Angka 
Partisipasi Sekolah (APS) tahun 2014 pada kelompok 
umur 7–12 tahun (98,9 persen) dan kelompok umur 
13–15 tahun (94,4 persen).

Persentase penduduk yang menonton televisi 
mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada 
dua dekade terakhir, yaitu dari 44,5 persen pada 
tahun 1984 menjadi 91,7 persen pada tahun 2012.

Summary

The implementation of education development programs such as the construction of primary school buildings around the 
country through Primary School “SD Inpres” program, and the enhancement of literacy and functional literation program 
succeeded in reducing the percentage of illiteracy from 57.1 percent in 1961 become 4.4 percent in 2014. Within the time there 
were also a decline in illiterate gap in terms of gender, which the difference between the percentage of illiterate women and men 
was smaller. The declining of illiterate also occurred both in urban and rural areas. Viewed by age group, this declining  occured 
significantly in younger age groups (10 to 24 years), where in 2014 the percentage was relatively small (below 1 percent).

Construction of school infrastructure, provision of School Operational Assistance“Bantuan Operasional Sekolah”, and Fund for 
Poor Student “Bantuan Siswa Miskin” were successful in increasing the enrollment rate of each school age group. Almost all 
children aged 7–15 years have the opportunity to attend school at primary level, as shown from the high enrollment rates in 
2014 at the age group of 7–12 years and the age group of 13–15 years (98.9 percent and 94.4 percent, respectively).

Technological developments lead to a shift in society culture to access information and entertainment media. Television media 
is increasingly favored, while people who listen to the radio tend to decline. Similiarly, access to newspapers and magazines in 
the form of print media also tends to decrease. The percentage of people watching television significantly increased in the last 
two decades, from 44.5 percent in 1984 to 91.7 percent in 2012.  
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6.1 Angka Buta Huruf

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI), seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang–
Undang Dasar (UUD) 1945, adalah mencerdaskan kehidupan 
bangsa. Pemerintah bertugas untuk mengusahakan dan 
menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang 
dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak 
mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 
Upaya pembangunan bidang pendidikan, yang dimulai 
dengan pembangunan gedung sekolah dasar ke seluruh 
pelosok negeri melalui program SD Inpres, pemberantasan 
buta aksara dan program keaksaraan fungsional serta 
program–program pendidikan lainnya, telah berhasil 
menurunkan persentase penduduk buta huruf secara nyata 
pada periode 1961–2014. Program-program tersebut juga 
berhasil menurunkan kesenjangan buta huruf dilihat dari 
sisi gender, dimana selisih persentase penduduk buta huruf 
perempuan dan laki-laki pada periode tersebut semakin 
mengecil.

Program pembangunan bidang pendidikan dasar sudah 
merata sampai ke daerah perdesaan, dimana selama 3 
dekade terakhir (1980–2014) terjadi penurunan persentase 
penduduk buta huruf  yang sangat berarti baik di daerah 
perdesaan maupun perkotaan. Di daerah perdesaan 
persentase penduduk buta huruf turun dari 33,2 persen 
pada tahun 1980 menjadi 6,4 persen pada tahun 2014, 
sementara di daerah perkotaan turun dari 14,5 persen 
menjadi 2,5 persen.

Dilihat berdasarkan kelompok umur, penurunan persentase 
penduduk buta huruf pada kelompok umur muda (10 s.d 24 
tahun) menunjukkan hasil yang sangat nyata, dimana pada 
tahun 2014 persentasenya relatif sangat kecil (di bawah 
satu persen). Sementara itu pada kelompok umur tua  (45 
tahun +), persentase penduduk buta hurufnya masih di atas 
10 persen.

6.2  Pendidikan yang Ditamatkan

Pendidikan yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran 
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), semakin banyak 
penduduk yang berpendidikan tinggi menunjukkan keadaan 
kualitas penduduk yang semakin baik. Selain itu, tingginya 
tingkat pendidikan yang dicapai dapat mencerminkan taraf 
intelektualitas suatu masyarakat.

Pencanangan Program Pembangunan SD Inpres, Program 
wajib Belajar 6 Tahun dan 9 Tahun, Gerakan Nasional Orang 
Tua Asuh (GNOTA) dan berbagai program pemerintah 
lainnya berhasil meningkatkan kualitas SDM. Keberhasilan 
ini ditandai dengan peningkatan persentase yang cukup 
berarti untuk penduduk yang tamat SLTP dan tamat SLTA 
ke atas pada periode 1961–2014 dan penurunan persentase 
secara nyata penduduk yang tidak/belum sekolah dan tidak 
tamat SD dari 84,5 persen pada tahun 1961 menjadi 24,5 

Tabel 6.1
 Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas yang Buta Huruf 

Menurut Jenis Kelamin, 1961–2014

Jenis 
Kelamin 1961 1971 1980 1990 2000 2010 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Laki-laki 44,3 27,9 20,2 10,4 6,3 4,2 2,9
Perempuan 69,3 49,7 37,2 21,3 13,9 8,5 5,9
LK + PR 57,1 39,1 28,8 15,9 10,1 6,3 4,4

Sumber: 1. SP 1961, 1971, 1980, dan 1990, 
 2. Susenas 2000, 2010, dan 2014

Gambar 6.1
Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas yang Buta Huruf 

Menurut Tipe Daerah, 1980–2014

Tabel 6.2
 Angka Buta Huruf (ABH) Menurut Kelompok Umur

1961–2014
Kelompok 

umur 1961 1971 1980 1990 2000 2010 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

10–14 30,4 18,8 10,0 2,4 1,2 0,9 0,8
15–19 35,6 17,8 13,0 2,6 1,3 0,4 0,3
20–24 45,8 22,8 16,3 5,2 1,9 0,6 0,3
25–34 59,2 38,1 22,2 11,0 3,8 1,5 1,2
35–44 66,6 53,2 38,0 18,4 9,4 3,3 2,3
45 + 82,0 68,8 60,2 42,6 28,5 18,2 12,3

Sumber: 1. SP 1961, 1971, 1980, dan 1990, 
 2. Susenas 2000, 2010, dan 2014

Gambar 6.2
Proporsi Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut 

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 1961–2014

Gambar 6.1 
Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas yang Buta Huruf Menurut Tipe Daerah 
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Gambar 6.2 
Proporsi Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut  

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 
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Ukuran seberapa banyak penduduk usia sekolah yang 
sudah mengakses fasilitas pendidikan sekolah adalah 
Angka partisipasi sekolah (APS), yaitu persentase penduduk 
yang bersekolah menurut kelompok umur tertentu (tanpa 
memandang jenjang pendidikan yang ditempuh). APS 
yang tinggi menunjukkan tingginya partisipasi sekolah 
dari penduduk usia tertentu dan menunjukkan terbukanya 
peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan 
secara umum.

Pembangunan infrastruktur sekolah, pemberian Bantuan 
Operasional Sekolah dan Bantuan Siswa Miskin berhasil 
meningkatkan partisipasi sekolah untuk setiap kelompok 
umur sekolah. Selama 50 tahun terakhir, angka partisipasi 
sekolah (APS) mengalami peningkatan secara nyata, baik 
pada kelompok umur 7–12 tahun, 13–15 tahun, maupun 
16–18 tahun. Hampir seluruh anak umur 7–15 tahun 
memperoleh kesempatan untuk bersekolah pada jenjang 
pendidikan dasar, terlihat dari tingginya nilai APS tahun 
2014 pada kelompok umur 7–12 tahun (98,9 persen) dan 
kelompok umur 13–15 tahun (94,4 persen). 

persen pada tahun 2014. Persentase penduduk 10 tahun 
ke atas yang tamat SLTP mengalami peningkatan dari 2,4 
persen pada tahun 1961 menjadi 18,4 persen pada tahun 
2014, demikian juga persentase penduduk yang tamat SLTA 
dan lebih terus mengalami peningkatan dari 0,7 persen 
pada tahun 1961 menjadi 28,7 persen pada tahun 2014.

Program Wajib Belajar 9 tahun sudah menjangkau di 
perdesaan, terlihat dari persentase penduduk yang tamat 
SLTP di daerah perdesaan semakin meningkat mendekati 
perkotaan. Pembangunan pendidikan untuk sekolah dasar 
sudah berhasil menyentuh di perdesaan, terlihat mulai 
tahun 1990 persentase penduduk yang tamat SD lebih tinggi 
di perdesaan.

6.3  Partisipasi Sekolah

Pendidikan yang berkualitas merupakan salah satu faktor 
penunjang keberhasilan pembangunan. Pemerintah telah 
berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, dimulai 
dengan pemberian kesempatan yang seluas-luasnya 
kepada penduduk untuk mengecap pendidikan, terutama 
pada tingkat dasar, hingga pada peningkatan kualitas dan 
kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.

Tabel 6.3
Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut 

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Tipe Daerah
1961–2014

Pendidikan 
Tertinggi 

yang 
Ditamatkan

1961 1971 1980 1990 2000 2010 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Tidak/belum 
sekolah

64,8 40,4 27,6 16,3 9,7 6,5 4,9

 Perkotaan 42,0 22,3 14,3 8,2 5,3 3,6 2,9
 Perdesaan 69,1 44,3 31,6 20,0 13,0 9,4 6,9

Belum tamat 
SD

19,7 33,2 41,0 31,5 24,3 18,5 19,6

 Perkotaan 20,4 29,5 32,0 22,2 16,9 14,2 15,1
 Perdesaan 19,5 34,1 43,7 35,8 29,9 22,9 24,1

Tamat SD 12,4 19,6 20,6 30,4 32,5 30,7 28,5
 Perkotaan 25,5 27,0 26,3 28,7 27,5 24,6 22,9
 Perdesaan 10,0 18,0 18,9 31,1 36,1 36,7 34,2

Tamat SLTP 2,4 4,4 6,0 10,7 15,3 18,2 18,4
 Perkotaan 8,7 12,3 14,1 17,5 19,2 19,4 18,9
 Perdesaan 1,2 2,7 3,5 7,5 12,3 16,9 17,8

Tamat SLTA 0,6 2,0 4,4 10,0 15,2 20,1 22,1
 Perkotaan 2,9 7,4 11,7 20,1 25,2 28,6 30,1
 Perdesaan 0,2 0,9 2,1 5,2 7,7 11,6 14,0

Tamat PT 0,1 0,3 0,5 1,2 3,2 6,0 6,6
 Perkotaan 0,5 1,5 1,6 3,2 6,0 9,5 10,1
 Perdesaan 0,0 0,1 0,1 0,4 1,0 2,5 3,0

Sumber: SP 1961, 1971, 1980, dan 1990, 
 Susenas 2000, 2010, dan 2014

Gambar 6.3
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut 

Kelompok Umur (persen), 1961–2014

Tabel 6.4
 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut 
Kelompok Umur dan Tipe Daerah (persen)

1961–2014

Kelompok 
Umur 1961 1971 1980 1990 2000 2010 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

7-12 tahun
Perkotaan 74,5 73,0 91,7 95,1 97,3 98,8 99,4
Perdesaan 51,5 57,4 81,4 90,0 94,4 97,4 98,5
13-15 tahun
Perkotaan 67,9 63,2 78,1 79,4 88,3 90,2 96,5
Perdesaan 33,4 40,0 54,9 58,2 73,8 82,7 92,6
16-18 tahun
Perkotaan 38,6 41,4 53,2 59,2 66,7 62,9 74,9
Perdesaan 10,9 16,1 23,0 30,1 38,4 48,7 65,4

Sumber: SP 1961, 1971, 1980, dan 1990, 
 Susenas 2000, 2010, dan 2014

Gambar 6.3 
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut  

Kelompok Umur 

 

 

 

  

56,1 
60,5 

83,5 

91,3 

95,5 98,0 
98,9 

40,3 
44,6 

59,5 

63,5 

79,6 

86,2 
94,4 

16,4 
21,2 

29,0 

37,4 

51,2 

56,0 

70,3 

 0

 10

 20

 30

 40

 50

 60

 70

 80

 90

 100

1961 1971 1980 1990 2000 2010 2014

7-12 tahun 13-15 tahun 16-18 tahun

Sumber: SP 1961, 1971, 1980, dan 1990, Susenas 2000, 2010, dan 2014

ht
tp
:/
/w

w
w
.b
ps

.g
o.
id



Pendidikan dan Sosial Budaya

Statistik 70 Tahun Indonesia Merdeka46

APS di perdesaan meningkat lebih pesat daripada 
perkotaan pada semua kelompok umur. Peningkatan APS 
tertinggi terjadi pada kelompok umur 13–15 tahun di daerah 
perdesaan, dari 33,4 persen pada tahun 1961 menjadi 92,6 
persen pada tahun 2014. Kesenjangan APS di perdesaan 
dan perkotaan terlihat semakin kecil pada setiap kelompok 
umur sekolah, misalnya perbandingan APS umur 16–18 
tahun pada tahun 1961 yang sebesar 38,6 persen berbanding 
10,9 persen, menjadi 74,9 persen berbanding 65,4 persen 
pada tahun 2014.

Salah satu isu di bidang pendidikan yang terjadi di masyarakat 
adalah kecenderungan orang tua menyekolahkan anaknya 
lebih awal dari umur yang disarankan pemerintah. Usia 
yang disarankan pemerintah untuk mulai bersekolah di 
SD adalah 7 tahun. Dalam dua dekade terakhir terlihat 
bahwa persentase anak umur 5–6 tahun yang bersekolah 
semakin meningkat dari 17,3 persen pada tahun 1994 
menjadi 41,96 persen pada tahun 2009. Seiring dengan 
mulai berlakunya peraturan bersama Menteri Pendidikan 
Nasional dan Menteri Agama Nomor 04/VI/PB/2011 dan 
Nomor MA/111/2011 tentang penerimaan peserta didik 
baru pada TK/BA/RA dan Sekolah/Madrasah, persentase 
anak 5–6 tahun yang bersekolah dapat ditekan menjadi 
26,24 persen pada tahun 2014.

6.4  Sosial Budaya

Media massa adalah sumber informasi utama bagi semua 
orang di dunia. Di era globalisasi sekarang ini media massa 
memiliki peran strategis untuk menyebarkan informasi 
kepada masyarakat umum. Media massa dapat digolongkan 
atas media cetak seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain; 
dan media elektronik seperti televisi dan radio.

Selama 20 tahun terakhir, seiring perkembangan teknologi, 
terjadi pergesaran budaya masyarakat dalam mengakses 
media informasi dan hiburan. Media televisi semakin 
digemari, penduduk yang mendengarkan radio semakin 
berkurang, dan akses surat kabar dan majalah cenderung 
menurun. Persentase penduduk yang menonton televisi 
mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada dua 
dekade terakhir, yaitu dari 44,5 persen pada tahun 1984 
menjadi 91,7 persen pada tahun 2012. Persentase penduduk 
yang membaca surat kabar/majalah cenderung menurun 
seiring dengan perkembangan teknologi, di mana sebagian 
penduduk sudah bergeser dengan membaca melalui media 
internet.

Dilihat berdasarkan tipe daerah, selama 20 tahun terakhir, 
kesenjangan antara masyarakat perkotaan dan perdesaan 
dalam mengakses media televisi dan radio semakin 
mengecil. Persentase penduduk perkotaan yang menonton 
televisi pada tahun 2012 sebesar 96,1 persen dan di 
perdesaan sebesar 87,3 persen. Sedangkan persentase 
penduduk perkotaan yang mendengarkan radio sebesar 21,5 
persen dan di perdesaan sebesar 15,6 persen. Sementara 
itu dalam mengakses surat kabar/majalah masih terdapat 
perbedaan yang cukup berarti antara masyarakat di 
perkotaan dibandingkan dengan di perdesaan (26,2 persen 
berbanding 9,2 persen).

Tabel 6.5
Persentase Penduduk 5–6 tahun yang Bersekolah 

1994–2014

Tipe Daerah 1994 1999 2004 2009 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Perkotaan 23,1 26,86 30,18 44,02 24,92
Perdesaan 14,8 18,13 21,58 40,22 27,49
Perkotaan + 
Perdesaan

17,3 21,18 24,99 41,96 26,24

Sumber: Susenas 1994, 1999, 2004, 2009, 2014

Gambar 6.4 
Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas 

yang Mengakses Media, 1984–2012

Tabel 6.6
 Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas yang Mengakses 

Media Menurut Tipe Daerah, 1984–2012

Akses 
Media 1984 1989 1994 2000 2003 2006 2009 2012

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Menonton televisi
 Perkotaan 77,4 81,7 88,9 89,5 94,2 93,2 95,4 96,1
 Perdesaan 34,1 42,8 58,8 70,9 78,1 80,4 85,4 87,3
Mendengarkan radio
 Perkotaan 54,2 60,5 69,9 46,4 54,6 43,4 25,4 21,5
 Perdesaan 47,8 49,2 60,6 40,8 47,1 38,0 21,7 15,6
Membaca suratkabar/majalah
 Perkotaan 37,8 39,9 43,9 33,6 36,7 37,5 28,6 26,2
 Perdesaan 8,2 9,6 11,9 9,5 11,2 12,6 9,7 9,2
Sumber: Susenas MSBP 1984, 1989, 1994, 2000, 2003, 2006, 2009, 2012

Grafik 6.4  
Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas  

yang Mengakses Media 
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VII. Pengeluaran dan konSumSi rumah 
Tangga

Salah satu indikator peningkatan kesejahteraan adalah perubahan pola konsumsi penduduk. Menurut hukum ekonomi bila 
selera tidak berbeda maka persentase pengeluaran untuk makanan akan menurun seiring dengan meningkatnya pendapatan.  
Hal ini juga terjadi di Indonesia, selama 70 tahun sejak kemerdekaan terjadi pergeseran pola konsumsi penduduk dari makanan 
ke nonmakanan.  Persentase pengeluaran rumah tangga untuk makanan menunjukkan penurunan, dari 69,3 persen dari total 
pengeluaran pada tahun 1980, menjadi 49,96 persen pada tahun 2014.

Secara umum angka ketersediaan kalori dan protein per kapita per hari dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2003 masih di 
bawah tingkat ketersediaan pangan nasional yang disyaratkan oleh Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi X (2012).  Widyakarya 
Nasional Pangan dan Gizi X (Jakarta 2012) mensyaratkan angka kecukupan energi rata-rata pada tingkat ketersediaan sebesar 
2.150 kkal/orang/hari dan kecukupan protein sebesar 57 gr/orang/hari. Selama kurun waktu tersebut, angka ketersediaan 
kalori baru mencapai sekitar 1.859,30 kkal dan ketersediaan protein mencapai 53,91 gram per kapita per hari.

Saat ini, lebih dari separuh (50,04 persen) 
pengeluaran penduduk digunakan untuk 
mengkonsumsi nonmakanan, yang pada tahun 
1980 baru 30,7 persen.

Ringkasan

Pengeluaran untuk beras cenderung menurun, 
sedangkan pengeluaran untuk makanan jadi 
cenderung naik.

Pengeluaran untuk kalori dan protein saat ini 
masih di bawah angka kecukupan nasional.

Summary

One indicator of welfare improvement is the change in consumption pattern. Based on economic theory, given the taste, the 
percentage of expenditure for food consumption will decrease as income increased. This pattern also occur in Indonesia 
during 70 years of independence, the consumption pattern of the Indonesian population shifted gradually.  The percentage of 
expenditure for food decreased from 69.5 percent of total income in 1980 to 49.96 percent in 2014.

In general, the availability of calorie and protein per capita per day during the 1998–2014 still under the national average need 
as recommended by the 10th Panel on Food and Nutrition (2012), during that period, the average availability of calorie reach 
1,859.30 per capita per day, while the average availability of protein reached 53.91 gram per kapita per day.  
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7.1  Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Data pengeluaran (dalam rupiah) yang dibedakan menurut 
kelompok makanan dan bukan makanan dapat digunakan 
untuk melihat pola pengeluaran penduduk. Pada kondisi 
pendapatan terbatas, pemenuhan kebutuhan makanan akan 
menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, pada kelompok 
masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa 
sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli 
makanan. Seiring dengan peningkatan pendapatan maka 
lambat laun akan terjadi pergeseran pola pengeluaran. 
Pergeseran tersebut yaitu terjadinya penurunan porsi 
pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan dan 
peningkatan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk 
bukan makanan.  Pola pengeluaran dapat digunakan 
sebagai salah satu alat untuk menilai tingkat kesejahteraan 
(ekonomi) penduduk, dimana semakin rendah persentase 
pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran 
maka semakin baik tingkat perekonomian penduduk. Seperti 
hukum yang dikemukakan oleh Ernst Engel (1857) bahwa 
bila selera tidak berbeda maka persentase pengeluaran 
untuk makanan menurun seiring dengan meningkatnya 
pendapatan. Hukum ini ditemukan Engel dari perangkat 
data survei pendapatan dan pengeluaran.

Pada tahun 1980, hampir 70 persen pengeluaran penduduk 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan. Seiring 
waktu berjalan dan keadaan perekonomian meningkat, 
maka pengeluaran penduduk untuk makanan semakin 
menurun dan pengeluaran untuk non makanan terus 
meningkat. Penurunan tersebut terlihat pada tahun 1990 
pengeluaran untuk makanan sebesar 60,40 persen, dan di 
tahun 2002 menjadi 58,47 persen, hingga pada tahun 2014 

menjadi hanya 49,96 persen. Hal ini menunjukkan bahwa 
sejak tahun 1980 hingga 2014 telah terjadi peningkatan 
kesejahteraan penduduk.

Pola konsumsi penduduk Indonesia dari tahun 1980 hingga 
saat ini menunjukkan pergeseran konsumsi yang terjadi 
pada 2 kelompok sub makanan yaitu makanan pokok dan 
makanan jadi. Sementara itu, makanan berprotein tinggi 
(seperti ikan/udang, daging, telur dan susu) dan makanan 
lainnya cenderung stabil.  Pada saat pendapatan terbatas, 
maka sebagian besar pengeluaran akan dibelanjakan 
untuk makanan pokok. Sebaliknya, pada saat pendapatan 
meningkat, maka penduduk cenderung untuk lebih banyak 
mengkonsumsi makanan yang mengandung protein tinggi 
dan makanan jadi.  Pada tahun 1980, pengeluaran untuk 
makanan pokok sebesar 38,8 persen, mengalami penurunan 
pada tahun 1990 menjadi 31,6 persen, pada tahun 2002 
menjadi 22,4 persen, dan pada tahun 2014  menjadi 16,4 
persen.  

Pada periode 1980–2014 juga terjadi perubahan pola 
konsumsi makananan penduduk. Hal ini ditunjukkan dengan 
meningkatnya persentase pengeluaran untuk makanan jadi 
dari 6,6 persen di tahun 1980 menjadi 18,8 persen pada tahun 
1990. Setelah itu, naik lagi menjadi 19,8 persen pada tahun 
1996, kemudian sempat turun pada tahun 2002 menjadi 
16,6 persen dan naik terus hingga mencapai 26,7 persen 
pada tahun 2014. Sebaliknya, pola konsumsi makanan jadi 
meningkat selama periode 1990–2014.

Tabel 7.1
Persentase Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut 

Kelompok Makanan dan Bukan Makan, 1980–2014

Tahun Makanan Bukan makanan Jumlah

(1) (2) (3) (4)

1980 69,30 30,70 100,00
1984 63,20 36,80 100,00
1987 61,30 38,70 100,00
1990 60,40 39,60 100,00
1993 56,90 43,20 100,00
1996 55,30 44,70 100,00
1999 62,90 37,10 100,00
2002 58,47 41,53 100,00
2003 56,89 43,11 100,00
2004 54,60 45,40 100,00
2005 53,86 46,14 100,00
2006 53,01 46,99 100,00
2007 49,24 50,76 100,00
2008 50,17 49,83 100,00
2009 50,62 49,38 100,00
2010 51,43 48,57 100,00
2011 49,45 50,55 100,00
2012 51,08 48,92 100,00
2013 50,66 49,34 100,00
2014 49,96 50,04 100,00

Sumber: Susenas Modul 1980–2004, Susenas Panel 2005–2010, 
 Susenas Maret 2011–2014

Tabel 7.2
Persentase Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan 

Menurut Subkelompok Makanan, 1980–2014

Tahun Makanan 
Pokok 1

Makanan 
Jadi

Makanan 
Protein 
Tinggi 2

Makanan 
Lainnya

(1) (2) (3) (4) (5)

1980 38,8 6,6 17,6 36,9
1984 32,6 16,8 9,8 40,8
1987 30,4 17,8 10,6 41,1
1990 31,6 18,8 8,4 41,3
1993 25,8 19,5 13,5 41,2
1996 24,3 19,8 15,4 40,5
1999 27,9 17,1 15,1 39,9
2002 22,4 16,6 19,3 41,7
2003 20,5 18,3 21,1 40,1
2004 18,7 20,1 18,8 42,3
2005 17,7 21,6 19,9 40,7
2006 22,6 19,4 18,0 40,0
2007 21,8 21,3 17,9 39,0
2008 20,1 22,8 17,8 39,3
2009 18,5 25,0 18,7 37,9
2010 18,2 24,9 18,7 38,2
2011 16,2 27,8 18,2 37,9
2012 18,8 24,9 18,1 38,2
2013 17,1 25,9 17,7 39,3
2014 16,4 26,7 18,2 38,6

Catatan: 1 Makanan pokok terdiri dari padi-padian dan umbi-umbian
 2 Makanan protein tinggi terdiri dari daging, ikan, telur, dan susu
Sumber: Susenas Modul 1980–2004, Susenas Panel 2005–2010,
 Susenas Maret 2011–2014
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Dalam periode 1980–2014, pengeluaran untuk makanan 
berprotein tinggi (daging, ikan, telur, dan susu) hanya 
mengalami sedikit peningkatan. Peningkatannya adalah dari 
17,6 persen tahun 1980  menjadi 18,0 persen di tahun 2006 
dan menjadi 18,2 persen pada tahun 2014. Sementara itu, 
pengeluaran penduduk untuk makanan lainnya mengalami 
fluktuasi, cenderung meningkat pada periode 1980 sampai 
2002 dan menurun pada tahun 2003 dan 2005 sampai 2014. 

7.2  Konsumsi Kalori, Protein, dan Lemak

Konsumsi kalori per kapita per hari berfluktuasi, sejak tahun 
1984 hingga 1996 mengalami kenaikan (dari 1.797,79 kkal 
tahun 1984 menjadi 2.019,79 kkal di tahun 1996), namun 
turun kembali hingga tahun 2006, lalu meningkat hanya 
pada tahun 2007 dan 2008 (2 014,91 kkal dan 2 038,17 kkal). 
Sementara itu, mulai tahun 2010 mengalami penurunan 
hingga berada di bawah angka kecukupan kalori nasional. 
Pada tahun 2014, konsumsi kalori per kapita per hari hanya 
sebesar 1 859 kkal. 

Demikian juga dengan konsumsi protein yang memiliki 
pola hampir sama. Konsumsi protein penduduk sejak 1984 
hingga 1996 terus meningkat, dari 43,29 gram menjadi 54,49 
gram. Angkanya sempat menurun di tahun 1999 menjadi 
48,67 gram. Pada tahun 2002 hingga 2010 terjadi fluktuasi. 
Setelah itu, sampai 2014 mengalami penurunan hingga 
akhirnya angkanya hanya 53,91 gram.  Selama kurun waktu 
1999–2014, konsumsi lemak berfluktuasi, sempat naik dari 
tahun 1999 sampai tahun 2003, kemudian berfluktuasi di  
sekitar angka 47,34 hingga 42,87. 

Tabel 7.3
Konsumsi Kalori, Protein, dan Lemak Per Kapita Per Hari

1984–2014

Tahun Kalori
(kkal)

Protein
(gram)

Lemak
(gram)

(1) (2) (3) (4)

1984 1 797,79 43,29 –
1987 1 858,64 44,13 –
1990 1 901,44 45,44 –
1993 1 879,13 45,49 –
1996 2 019,79 54,49 –
1999 1 849,36 48,67 36,63
2002 1 987,13 54,45 45,06
2003 1 989,89 55,37 45,03
2004 1 986,06 54, 65 44,20
2005 1 996,82 55, 27 47,34
2006 1 926,74 53, 65 44,07
2007 2 014,91 57, 66 48,84
2008 2 038,17 57, 49 46,65
2009 1 927,63 54, 35 43,17
2010 1 925,61 55, 01 44,60
2011 1 952,01 56, 25 45,04
2012 1 852,64 53, 14 42,87
2013 1 842,75 53, 08 42,35
2014 1 859,30 53, 91 43,17

Sumber: Susenas Modul 1980–2004, Susenas Panel 2005–2010, 
 Susenas Maret 2011–2014
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VIII. kemiSkinan dan diSTriBuSi PendaPaTan

Berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan telah menurunkan jumlah penduduk miskin selama periode 
1998–2005. Pada tahun 2005, jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat sebanyak 35,10 juta orang (15,97 persen). Kenaikan 
harga bahan bakar minyak (BBM) diperkirakan yang menjadi salah satu penyebab jumlah penduduk miskin kembali meningkat 
menjadi 39,30 juta jiwa (17,75 persen) pada tahun 2006. Berbagai program penanggulangan kemiskinan kembali dilakukan 
hingga dapat menurunkan jumlah penduduk miskin menjadi 28,28 juta jiwa (11,25 persen) pada tahun 2014. 

Dari segi distribusi pendapatan, ketimpangan cenderung meningkat khususnya selama periode 2005-2014. Indek Gini meningkat 
dari 0,34 pada 2005 menjadi 0,41 pada 2014.

Jumlah penduduk miskin turun dari 35,10 
juta jiwa (2005) menjadi 28,28 juta jiwa (2014).

Ringkasan

Akibat kenaikan BBM, tahun 2006 jumlah 
penduduk miskin naik sebesar 4,2 juta jiwa 
dibanding tahun sebelumnya.

Gini rasio meningkat dari 0,34 (2005) menjadi 
0,41 (2014)

Summary

Various poverty alleviation programmes have resulted in the decline of the number of poor people during the period 1998–2005. 
In 2005, the number of poor people in Indonesia were recorded as many as 35.10 million (15.97 percent). Increasing of fuel price 
was one of the main causes for the increase in the number of poor people in 2006 reaching 39.30 million (17.75 percent). Various 
poverty alleviation programmes conducted by the government brought about the decrease in the number of poor people to 28.28 
million (11.25 percent). 

Looking at the income distribution, income inequality tended to rise especially during the period 2005-2014. Gini Index rose from 
0.34 in 2005 to 0.41 in 2014.
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krisis ekonomi, jumlah dan persentase penduduk miskin 
berangsur-angsur turun hingga mencapai 35,10 juta jiwa 
(15,97 persen) pada tahun 2005.

Namun demikian, setelah berangsur-angsur menurun, 
jumlah dan persentase penduduk miskin kembali meningkat 
pada tahun 2006, yaitu menjadi 39,30 juta jiwa penduduk 
miskin. Dengan kata lain, 17,75 persen penduduk Indonesia 
merupakan penduduk miskin. Kenaikan harga bahan bakar 
minyak (BBM) diperkirakan menjadi salah satu faktor 
penyebab meningkatnya jumlah dan persentase penduduk 
miskin pada tahun 2006 tersebut.

Kemudian mulai dari tahun 2007 jumlah dan persentase 
penduduk miskin kembali menurun secara bertahap. Pada 
tahun 2014, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 
28,28 juta jiwa, atau sekitar 11,25 persen dari seluruh 
penduduk.

Pada saat ini, upaya penanggulangan kemiskinan kembali 
menjadi prioritas dalam pembangunan di Indonesia. Hal 
ini berkaitan dengan tekad pemerintah yang terwujud 
dalam Nawa Cita yang salah satunya bertujuan untuk 
meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

8.1 Penduduk Miskin

Selama kurun waktu 10 tahun, jumlah penduduk miskin di 
Indonesia menurun sebesar 6,82 juta jiwa, yaitu 35,10 juta 
jiwa penduduk miskin pada tahun 2005 turun menjadi 28,28 
juta jiwa penduduk miskin pada tahun 2014.

Krisis ekonomi pada tahun 1997 meningkatkan kembali 
jumlah penduduk miskin Indonesia secara drastis. Dampak 
krisis ekonomi tersebut terhadap jumlah penduduk miskin 
masih terasa hingga saat ini. Setelah melewati masa 

Gambar 8.2 
Persentase Penduduk Miskin, 2005-2014

Gambar 8.1 
Jumlah Penduduk Miskin, 2005-2014
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Gambar 8.2  
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Tabel 8.1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia, 2005–2014

Tahun

Jumlah Penduduk Miskin (juta) Persentase Penduduk Miskin

Perkotaan Pedesaan
Perkotaan 

dan 
Pedesaan

Perkotaan Pedesaan
Perkotaan 

dan 
Pedesaan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

2005 12,40 22,70 35,10 11,68 19,98 15,97
2006 14,49 24,81 39,30 13,47 21,81 17,75
2007 13,56 23,61 37,17 12,52 20,37 16,58
2008 12,77 22,19 34,96 11,65 18,93 15,42
2009 11,91 20,62 32,53 10,72 17,35 14,15
2010 11,10 19,93 31,02 9,87 16,56 13,33
2011 1 11,08 19,04 30,12 9,23 15,72 12,49
2012 1 10,71 18,54 29,25 8,79 15,10 11,96
2013 1 10,39 17,78 28,17 8,42 14,28 11,36
2014 2 10,51 17,77 28,28 8,34 14,17 11,25

Catatan: 1 Perhitungan kemiskinan tahun 2011–2013 merupakan hasil backcasting dari penimbang proyeksi penduduk
 2 Perhitungan kemiskinan tahun 2014 menggunakan penimbang hasil Proyeksi Penduduk 
Sumber: 1. Perhitungan kemiskinan 2005 berdasarkan data Susenas Panel Modul Konsumsi Februari
 2. Perhitungan kemiskinan 2006–2010 berdasarkan data Susenas Panel Modul Konsumsi Maret
 3. Perhitungan kemiskinan 2011–2014 berdasarkan data Susenas Modul Konsumsi Maret

Catatan: 1 Perhitungan kemiskinan tahun 2011–2013 merupakan hasil backcasting 
dari penimbang proyeksi penduduk

 2 Perhitungan kemiskinan tahun 2014 menggunakan penimbang hasil 
Proyeksi Penduduk 

Sumber: 1. Perhitungan kemiskinan 2005 berdasarkan data Susenas Panel Modul 
Konsumsi Februari

 2. Perhitungan kemiskinan 2006–2010 berdasarkan data Susenas Panel Modul 
Konsumsi Maret

 3. Perhitungan kemiskinan 2011–2014 berdasarkan data Susenas Modul 
Konsumsi Maret

Catatan: 1 Perhitungan kemiskinan tahun 2011–2013 merupakan hasil backcasting 
dari penimbang proyeksi penduduk

 2 Perhitungan kemiskinan tahun 2014 menggunakan penimbang hasil 
Proyeksi Penduduk 

Sumber: 1. Perhitungan kemiskinan 2005 berdasarkan data Susenas Panel Modul 
Konsumsi Februari

 2. Perhitungan kemiskinan 2006–2010 berdasarkan data Susenas Panel Modul 
Konsumsi Maret

 3. Perhitungan kemiskinan 2011–2014 berdasarkan data Susenas Modul 
Konsumsi Maret
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c. Ketidakmerataan pendapatan “rendah” (low 
inequality), jika porsi pendapatan kelompok 40 
persen penduduk terendah lebih dari 17 persen.

Penghitungan distribusi pendapatan dan Gini Rasio 
di Indonesia dilakukan dengan menggunakan data 
pengeluaran. Distribusi pendapatan merupakan salah 
satu aspek penting berkaitan dengan kemiskinan. Pada 
dasarnya, distribusi pendapatan menunjukkan ukuran 
kemiskinan relatif. 

Krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 
1997 tidak begitu mempengaruhi distribusi pendapatan. 
Namun, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 
tahun 2006 diindikasikan sebagai salah satu menyebab 
porsi pendapatan kelompok 40 persen penduduk terendah 
menurun menjadi 21,4 persen. Penurunan terus terjadi 
hingga tahun 2014, yaitu menjadi 17,1 persen. Walaupun 
terjadi penurunan dari beberapa tahun sebelumnya, 
distribusi pendapatan pada tahun 2014 masih dikategorikan 
dalam tingkat ketidakmerataan “rendah” (low inequality). 
Jika dibandingkan antara daerah perkotaan dan perdesaan, 
terlihat bahwa pada tahun 2014 ketimpangan distribusi 
pendapatan di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan 
ketimpangan yang terjadi di daerah perdesaan.

8.2  Distribusi Pendapatan

Untuk mengukur pemerataan pendapatan, Bank Dunia 
membagi penduduk menjadi tiga kelompok, yaitu:

a. Kelompok 40 persen penduduk berpendapatan 
rendah.

b. Kelompok 40 persen penduduk berpendapatan 
menengah.

c. Kelompok 20 persen penduduk berpendapatan 
tinggi.

Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk menurut kriteria 
Bank Dunia terpusat pada 40 persen penduduk dengan 
pendapatan rendah. Tingkat ketimpangan pendapatan 
penduduk ini digambarkan oleh porsi pengeluaran dari 
kelompok pendapatan ini terhadapseluruh pendapatan 
penduduk, dengan penggolongan ketimpangan sebagai 
berikut:

a. Ketidakmerataan pendapatan “tinggi” (highly 
inequality), jika porsi pendapatan kelompok 40 
persen penduduk terendah kurang dari 12 persen.

b. Ketidakmerataan pendapatan “sedang” (moderate 
inequality), jika porsi pendapatan kelompok 40 
persen penduduk terendah berada diantara 12 
hingga 17 persen.

Tabel 8.2
Persentase Perkembangan Distribusi Pendapatan1 ,1976–2014

Tahun
Perkotaan Perdesaan Perkotaan dan Perdesaan

40 persen 
terendah

40 persen 
menengah

20 persen 
tertinggi

40 persen 
terendah

40 persen 
menengah

20 persen 
tertinggi

40 persen 
terendah

40 persen 
menengah

20 persen 
tertinggi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1976 19,6 37,5 43,0 21,2 38,8 40,0 19,6 38,0 42,5
1978 17,4 36,4 46,2 19,9 38,2 41,9 18,1 36,5 45,3
1980 18,7 37,8 43,5 21,2 39,0 39,8 19,6 38,2 42,3
1981 20,8 37,2 42,0 22,8 39,4 37,8 20,4 37,5 42,1
1984 20,6 38,3 41,1 22,4 38,8 37,8 20,8 37,3 42,0
1987 21,5 38,0 40,5 24,3 39,3 36,5 20,9 37,5 41,7
1990 19,7 37,7 42,7 24,4 39,2 36,4 21,3 36,8 41,9
1993 20,5 37,3 42,3 25,1 38,4 36,5 20,3 36,9 42,8
1996 19,0 36,9 44,0 23,2 39,0 37,8 20,3 35,1 44,7
1998 20,6 36,8 42,5 24,4 39,4 36,2 21,5 36,9 41,5
1999 20,5 37,7 41,7 24,6 39,5 35,9 21,5 37,4 41,2
2002 20,3 38,3 41,4 25,8 38,0 36,2 20,9 36,9 42,2
2003 20,2 39,0 40,7 25,6 39,4 35,1 20,6 37,1 42,3
2004 21,2 38,8 40,0 24,7 40,0 35,3 20,8 37,1 42,1
2005 20,4 36,9 42,8 24,2 39,1 36,7 21,8 37,7 40,4
2006 19,8 36,9 43,3 23,4 39,0 37,5 21,4 37,7 41,3
2007 19,1 37,1 43,8 22,0 37,9 40,1 18,7 36,5 44,8
2008 18,6 37,0 44,5 22,1 38,6 39,4 18,7 36,4 44,9
2009 18,5 36,6 44,9 22,5 38,5 39,1 19,0 36,1 44,9
2010 17,6 37,0 45,4 21,0 38,8 40,2 18,1 36,5 45,5
2011 16,1 34,8 49,1 20,0 37,5 42,6 16,9 34,7 48,4
2012 16,0 34,5 49,5 20,6 37,6 41,8 17,0 34,4 48,6
2013 15,4 34,8 49,8 21,0 38,0 41,0 16,9 34,1 49,0
2014 15,6 34,9 49,5 20,9 38,4 40,7 17,1 34,6 48,3

Catatan: 1 Dihitung dengan menggunakan data individu, bukan kelompok pengeluaran
Sumber: Tahun 2005 dari Susenas panel (Februari). Tahun 2006–2009 dari susenas panel (Maret)

ht
tp
:/
/w

w
w
.b
ps

.g
o.
id



Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan

Statistik 70 Tahun Indonesia Merdeka60

Tahun Perkotaan Perdesaan
Perkotaan 

dan 
Perdesaan

(1) (2) (3) (4)

1976 0,35 0,31 0,34
1978 0,38 0,34 0,38
1980 0,36 0,31 0,34
1981 0,33 0,29 0,33
1984 0,32 0,28 0,33
1987 0,32 0,26 0,32
1990 0,34 0,25 0,32
1993 0,33 0,26 0,34
1996 0,36 0,27 0,35
1998 0,33 0,26 0,32
1999 0,33 0,24 0,31
2002 0,33 0,25 0,32
2003 0,32 0,24 0,32
2004 0,31 0,25 0,32
2005 0,34 0,26 0,34
2006 0,35 0,28 0,36
2007 0,37 0,30 0,38
2008 0,37 0,30 0,37
2009 0,36 0,29 0,37
2010 0,38 0,32 0,38
2011 0,42 0,34 0,41
2012 0,42 0,33 0,41
2013 0,43 0,32 0,41
2014 0,43 0,32 0,41

Tabel 8.3
Persentase Perkembangan Gini Rasio, 1976-2014

Secara umum, angka Gini Rasio di Indonesia cenderung 
mengalami peningkatan. Angka Gini Rasio mengindikasikan 
adanya perubahan distribusi pendapatan penduduk. Gini 
Rasio juga digunakan untuk melihat apakah pemerataan 
pendapatan penduduk semakin baik atau semakin buruk.

Selama kurun waktu 10 tahun terakhir, Gini Rasio meningkat, 
dari 0,34 pada tahun 2005 menjadi 0,41 pada tahun 2014. 
Walaupun demikian, perkembangan Gini Rasio relatif stabil 
selama 4 tahun terakhir, yaitu selama tahun 2011 hingga 
2014 dengan Gini Rasio sebesar 0,41. Peningkatan Gini Rasio 
ini terjadi baik pada daerah perkotaan maupun perdesaan.

Catatan: 1 Dihitung dengan menggunakan data individu, bukan kelompok 
pengeluaran

Sumber:  Tahun 2005 dari Susenas panel (Februari). Tahun 2006–2009 dari 
susenas panel (Maret)
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IX. indekS PemBangunan manuSia (IPM)

IPM terus meningkat dari waktu ke waktu selama periode 2010–2014. Demikian halnya dengan komponen pembentuknya yang 
tergambar dari angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah dan pengeluaran per kapita. Pembangunan 
infrastruktur yang didukung oleh program pemerataan aksesibilitas kesehatan dan pendidikan disinyalir menjadi penyokong 
tumbuhnya IPM.  Jika hal tersebut terus menerus ditingkatkan, maka tidak menutup kemungkinan disparitas antar wilayah 
akan semakin mengecil.

Pembangunan manusia pada hakikatnya 
adalah adanya perluasan pilihan, termasuk 
aksesibilitas terhadap hasil pembangunan 
ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan 
sebagainya. 

Ringkasan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
memberikan gambaran tentang kualitas hidup 
manusia dilihat dari umur panjang dan sehat, 
pendidikan tinggi dan kemampuan ekonomi 
yang baik.

IPM Indonesia periode 2010–2014 terus 
meningkat dari waktu ke waktu, dengan rata-
rata pertumbuhan sekitar 0,89 persen per 
tahun.

Summary

Human Development Index (HDI) continuously increased during the 2010–2014 period. All the constructing indicators of HDI 
such as life expectancy at birth, mean years of schooling, expected years of schooling and per capita income also increased 
with different growth rates for each component. Infrastructure development supported by government program increasing 
equal distribution of health and education access is regarded as driving factor of HDI growth. This effort needs to be maintained 
and developed in order to reduce regional disparity in the future.
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9.1 Kualitas Manusia Indonesia Semakin Meningkat

IPM kali pertama diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 
1990 dan  dipublikasikan secara rutin dalam laporan 
tahunan Human Development Report (HDR). IPM mencakup 
tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, 
pengetahuan, dan standar hidup layak. IPM merupakan 
indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam 
upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/
penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level 
pembangunan suatu wilayah/negara. Oleh sebab itu, IPM 
merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran 
kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu 
alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Pembangunan manusia Indonesia terus meningkat dari 
waktu ke waktu. Selama periode 2010 hingga 2014, IPM 
Indonesia telah meningkat dari 66,53 menjadi 68,90. 
Perkembangan selama lima tahun ini memberikan sinyal 
bahwa kualitas manusia Indonesia semakin meningkat, 
baik dari sisi kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. IPM 
Indonesia tumbuh sekitar 0,89 persen per tahun. Tercatat 
bahwa peningkatan yang terjadi pada tahun 2013–2014 
merupakan yang tercepat selama kurun waktu tersebut, 
yaitu sebesar 0,87 persen. Peningkatan tersebut terutama 
didorong oleh peningkatan yang cukup signifikan di bidang 
pendidikan.

9.2 Semakin Berumur Panjang Merupakan Cerminan 
Kesehatan Masyarakat Saat Ini

Dari sisi kesehatan, pemerintah terus berupaya agar 
seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati fasilitas 
kesehatan sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan 
derajat kesehatan masyarakat. Berbagai terobosan yang 
dilakukan pemerintah seperti program BPJS dan Kartu 
Menuju Indonesia Sehat memberikan kontribusi terhadap 
peningkatan kesehatan masyarakat. Angka harapan 
hidup (AHH) saat lahir yang merupakan cerminan derajat 

kesehatan masyarakat terus meningkat dari tahun ke tahun. 
AHH Indonesia telah mencapai 70,59 tahun pada 2014, naik  
0,78 tahun dari 2010.

9.3 Pendidikan Memiliki Kontribusi Paling Signifikan 
terhadap Peningkatan IPM

Rata–rata Lama Sekolah (RLS) yang didefinisikan sebagai 
jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 25 
tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal cenderung 
meningkat perlahan. Rata-rata pertumbuhan dalam kurun 
waktu 2010–2014 mencapai 0,92 persen per tahun. Hal ini 
sangatlah logis  mengingat indikator pendidikan ini seperti 
investasi, perubahan drastis baru akan terasa dalam jangka 
panjang. Pada tahun 2014, rata-rata lama sekolah penduduk 
Indonesia sebesar 7,73 tahun. Artinya, rata–rata pendidikan 
yang ditamatkan penduduk berusia 25 tahun ke atas setara 
dengan kelas VII.

Gambar 9.1
Perkembangan IPM Indonesia, 2010–2014

Gambar 9.2
Perkembangan Angka Harapan Hidup Indonesia 

2010–2014

Gambar 9.3
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah, 2010–2014
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Bali, dan Riau termasuk dalam kelompok pembangunan 
manusia “tinggi”.  Hanya Papua yang masuk dalam kelompok  
pembangunan manusia “rendah”.  Sisanya,  masuk dalam 
kelompok pembangunan manusia “sedang”. Sementara itu, 
belum ada satu pun provinsi yang masuk dalam kelompok 
pembangunan manusia “sangat tinggi”.

Irama pembangunan manusia di level nasional juga terjadi 
di tingkat provinsi. Perkembangan pembangunan manusia 
di seluruh provinsi terus meningkat selama periode 2010 
hingga 2014. Di tahun 2014, tercatat bahwa pembangunan 
manusia tertinggi dicapai oleh Provinsi DKI Jakarta (78,39), 
sementara pembangunan manusia terendah berada di 
Provinsi Papua (56,75). Meskipun pembangunan manusia 
di seluruh provinsi mengalami kenaikan, disparitas antara 
Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Papua cukup lebar. 
Tercatat bahwa perbedaan IPM antara DKI Jakarta dengan 
Papua mencapai 21,64 poin.

Dari berbagai kawasan di Indonesia, disparitas paling 
lebar terjadi di wilayah Bali Nusa Tenggara dan wilayah 
Jawa. Sementara disparitas paling kecil terjadi di wilayah 
Sumatera. Disparitas di wilayah Bali Nusa Tenggara terjadi 
akibat perbedaan yang relatif tinggi antara Bali dan NTT. 
Bali dan NTT sangat berbeda pada aspek kesehatan dan 
ekonomi. Sementara di wilayah Jawa, disparitas terjadi 
akibat perbedaan cukup nyata antara DKI Jakarta dan Jawa 
Timur. Disparitas DKI Jakarta dengan Jawa Timur terjadi 
di semua dimensi, baik kesehatan, pendidikan, maupun 
ekonomi.

Berbeda dengan rata–rata lama sekolah penduduk 25 
tahun ke atas, angka Harapan Lama Sekolah (HLS) 
penduduk 7 tahun ke atas memiliki peningkatan yang cukup 
signifikan. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Angka HLS 
mengalami peningkatan 2,44 persen per tahun. Indikator ini 
didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang 
diharapkan akan dirasakan oleh anak berusia 7 tahun ke 
atas di masa mendatang.  HLS Indonesia telah mencapai 
12,39 tahun pada 2014, artinya peluang anak usia 7 tahun 
pada periode tersebut untuk mengenyam pendidikan 
formal adalah sampai dengan 12 tahun. Sementara itu, 
pada  tahun 2010 baru mencapai  11,29 tahun. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa pembangunan di bidang pendidikan 
dalam lima tahun terakhir sudah berjalan dengan baik. 
Program-program pendidikan yang telah diluncurkan 
pemerintah seperti BOS, bantuan siswa miskin, dan lain 
sebagainya mampu mendorong pendidikan nasional.

9.4 Pengeluaran per Kapita Terus Meningkat dengan 
Perlahan

Di tengah hempasan krisis Eropa yang melanda dunia, 
perekonomian Indonesia tetap tumbuh meskipun 
tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya. Pengeluaran 
masyarakat juga menunjukkan fenomena yang terus 
meningkat. Pengeluaran per kapita masyarakat Indonesia 
terus meningkat dari tahun 2010 hingga 2014 meskipun 
pada periode 2013–2014 cenderung melambat. Di tahun 
2014, pengeluaran per kapita masyarakat Indonesia telah 
mencapai 9,9 juta rupiah per kapita per tahun.

9.5 Status Pembangunan Manusia dan Kesenjangan 
Wilayah

Capaian pembangunan manusia dapat dikelompokkan 
menjadi empat, yaitu kelompok rendah (IPM kurang dari 
60), kelompok sedang (IPM antara 60 hingga 70), kelompok 
tinggi (IPM antara 70 hingga 80), dan kelompok sangat tinggi 
(IPM lebih dari 80). Pada tahun 2014, pembangunan manusia 
Indonesia berada pada kelompok sedang, sementara di 
tingkat provinsi capaiannya relatif bervariasi. Provinsi DKI 
Jakarta, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, 

Gambar 9.4
Perkembangan Harapan Lama Sekolah, 2010–2014

Gambar 9.5
Perkembangan Pengeluaran per Kapita (ribu rupiah) 

2010–2014
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X. indekS keBahagiaan Penduduk indoneSia

Indeks Kebahagiaan Penduduk Indonesia tahun 2014 berada pada angka 68,28 dengan skala 0 sampai 100. Angka tersebut 
menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan subjektif penduduk Indonesia dibandingkan tahun 2013 (Indeks Kebahagiaan 
2013 sebesar 65,11). Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kehidupan yang semakin bahagia, demikian pula 
sebaliknya, semakin rendah nilai indeks maka penduduk semakin tidak bahagia. 

Secara umum, aspek pembentuk indeks kebahagiaan tahun 2014 maupun 2013 relatif sama. Beberapa temuan menarik yang 
diperoleh adalah a) Indeks kebahagiaan di perkotaan relatif lebih tinggi dibanding di perdesaan; b) Penduduk yang berstatus 
cerai mempunyai indeks kebahagiaan yang lebih rendah dibandingkan penduduk yang menikah ataupun belum menikah; c) 
Penduduk usia produktif (25–40 tahun) mempunyai indeks kebahagiaan tertinggi, sebaliknya penduduk yang sudah berumur 
65 tahun ke atas mempunyai indeks kebahagiaan yang paling rendah; d) Pola kebahagiaan dilihat berdasarkan ukuran rumah 
tangga menyerupai “U terbalik” dengan tingkat kebahagiaan tertinggi terjadi pada rumah tangga berjumlah 4 orang; e) Semakin 
tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula tingkat kebahagiaannya; f) Semakin tinggi rata-rata pendapatan rumah 
tangga, semakin tinggi pula tingkat kebahagiaannya.

Indeks Kebahagiaan Penduduk Indonesia 
pada tahun 2014 berada pada angka 68,28 
dengan skala 0–100. Terdapat peningkatan 
kesejahteraan subjektif penduduk Indonesia 
dibandingkan tahun 2013 dengan indeks 
kebahagiaan sebesar 65,11. 

Ringkasan

Pada tahun 2014, pendapatan rumah tangga 
merupakan aspek yang mempunyai kontribusi 
terbesar terhadap kebahagiaan seseorang 
dibandingkan dengan aspek kehidupan lainnya, 
yaitu sebesar 14,64 persen.

Tiga provinsi dengan indeks kebahagiaan paling 
tinggi secara berturut-turut adalah Kepulauan 
Riau (72,42), Maluku (72,12), dan Kalimantan 
Timur (71,45)

Summary

Indonesian People’s Happiness Index in 2014 was 68.28 with a scale of 0 to 100. The figure shows an increase in subjective 
well-being of the Indonesian people’s compared to 2013 (Happiness Index 2013 was 65.11). The higher the index, the higher the 
level of happiness and vice versa.

In general, the forming aspects of Happiness Index in 2014 and 2013 relatively the same. Some interesting findings are: a) the 
happiness index is relatively higher in urban areas than in rural areas; b) Those who are divorced status had lower happiness 
index than married or unmarried people; c) the productive age population (25–40 years) had the highest happiness index, 
otherwise the population who are aged 65 years and over have the lowest happiness index; d) The pattern of happyness, when 
it is looked at by household size, shows a “U turn” shape, with the highest level reached by household with 4 members; e) The 
higher the education level, the higher the level of happiness; f) The higher the average household income, the higher the level 
of happiness.
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sebesar 58,28. Secara lengkap, besaran kontribusi setiap 
aspek kehidupan terhadap indeks kebahagiaan dan tingkat 
kepuasan pada masing-masing aspek kehidupan disajikan 
pada Tabel 10.1.

10.2. Klasifikasi Wilayah

Indeks kebahagiaan berbeda-beda berdasarkan 
karakteristik wilayah dan karakteristik demografi penduduk. 
Perkotaan didefinisikan sebagai wilayah yang memiliki 
kepadatan penduduk relatif tinggi, mata pencaharian 
penduduk umumnya bukan sektor pertanian, serta 
didukung oleh kemudahan akses terhadap fasilitas umum 
seperti, sekolah, rumah sakit, pasar, tempat hiburan, dan 
berbagai fasilitas kehidupan lainnya. Hal tersebut mungkin 
dapat menjelaskan Indeks kebahagiaan penduduk di 
perkotaan yang relatif lebih tinggi dibanding perdesaan 
(69,62 banding 66,95). Begitu pula jika dibandingkan antar 
provinsi. Hanya Provinsi Kepulauan Riau yang menunjukkan 
sedikit perbedaan, dimana indeks kebahagiaan penduduk di 
perdesaan (72,72) lebih tinggi dibanding perkotaan (72,37).

10.3 Jenis Kelamin

Indeks kebahagiaan penduduk perempuan lebih tinggi 
dibanding laki-laki, yaitu masing-masing 68,61 dan 67,94. 
Begitu pula jika dibandingkan antar provinsi, secara umum 
terlihat bahwa indeks kebahagiaan penduduk perempuan 
lebih tinggi dibanding laki-laki. Namun ternyata pola 
tersebut tidak terjadi di seluruh provinsi. Setidaknya ada 
enam provinsi dimana indeks kebahagiaan penduduk laki- 
laki lebih tinggi dibanding perempuan. Keenam provinsi 
tersebut adalah Aceh, Jambi, Kepulauan Riau, Nusa 
Tenggara Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Barat.

10.4 Status Perkawinan

Keluarga sebagai institusi sosial terkecil dimana terjadi 
interaksi intensif antar anggota keluarga sejak individu 
dilahirkan mempunyai fungsi penting untuk memenuhi 
kebutuhan afeksi individu seperti emosi, cinta, dan kasih 
sayang. Kebutuhan individu untuk mengungkapkan emosi, 

10.1. Indeks Kebahagiaan 

Indeks Kebahagiaan Indonesia tahun 2014 berada pada 
angka 68,28 dengan skala 0 sampai 100. Angka tersebut 
menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan subjektif 
penduduk Indonesia dibandingkan tahun 2013 (Indeks 
Kebahagiaan 2013 sebesar 65,11). Semakin tinggi nilai 
indeks menunjukkan tingkat kehidupan yang semakin 
bahagia. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah nilai 
indeks maka penduduk semakin tidak bahagia.

Indeks kebahagiaan merupakan indeks komposit yang 
disusun dari sepuluh variabel tingkat kepuasan terhadap  
aspek kehidupan yang penting, yaitu tingkat kepuasan 
terhadap 1) kesehatan, 2) pendidikan, 3) pekerjaan, 4) 
pendapatan rumah tangga, 5) keharmonisan keluarga, 6) 
ketersediaan waktu luang, 7) hubungan sosial, 8) kondisi 
rumah dan aset, 9) keadaan  lingkungan, dan 10) kondisi 
keamanan. Tingkat kepuasan pada setiap aspek kehidupan 
memiliki besaran kontribusi yang berbeda-beda terhadap 
pembentukan indeks kebahagiaan. Hal ini terjadi karena 
masing-masing individu mempunyai perbedaan penilaian 
mengenai derajat pentingnya setiap aspek kehidupan 
terhadap tingkat kebahagiaannya secara keseluruhan. 
Semakin besar kontribusi tingkat kepuasan pada aspek 
kehidupan tertentu, menunjukkan semakin penting aspek 
tersebut terhadap kebahagiaan secara keseluruhan.

Hasil penghitungan indeks kebahagiaan menunjukkan 
bahwa tiga tingkat kepuasan terhadap aspek kehidupan yang 
memiliki kontribusi paling tinggi adalah tingkat kepuasan 
terhadap pendapatan rumah tangga (14,64 persen), kondisi 
rumah dan aset (13,22 persen), serta pekerjaan (13,12 
persen). Namun, tingginya kontribusi ketiga aspek tersebut 
tidak diikuti dengan tingkat kepuasan yang tinggi untuk 
pendapatan rumah tangga, kondisi rumah dan aset serta 
pekerjaan. Di antara sepuluh aspek kehidupan, tingkat 
kepuasan terhadap keharmonisan keluarga mempunyai nilai 
tertinggi, yaitu sebesar 78,89. Sementara, tingkat kepuasan 
yang paling rendah terjadi pada aspek pendidikan, yaitu 

Gambar 10.1
Indeks Kebahagiaan Indonesia

2013 dan 2014
Tabel 10.1

Besaran Kontribusi Setiap Aspek Kehidupan terhadap 
Indeks Kebahagiaan, 2014

Aspek Kehidupan Kontribusi (%) Tingkat 
Kepuasan

(1) (2) (3)

Pekerjaan 13,12 67,08
Pendapatan Rumah Tangga 14,64 63,09
Kondisi Rumah dan Aset 13,22 65,01
Pendidikan 13,08 58,28
Kesehatan 9,85 69,72
Keharmonisan Keluarga 7,21 78,89
Hubungan Sosial 7,30 74,29
Ketersediaan Waktu Luang 7,43 71,74
Keadaan Lingkungan 7,01 74,86
Kondisi Keamanan 7,14 76,63
Jumlah 100,00  –

Gambar 1.   Indeks Kebahagiaan Indonesia 
Tahun 2013 dan 2014 
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10.7 Pendidikan

Indeks kebahagiaan menunjukkan pola yang meningkat 
seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan. 
Penduduk yang tidak/belum pernah sekolah mempunyai 
indeks kebahagiaan paling rendah (62,96), sementara 
penduduk dengan tingkat pendidikan S2 atau S3 mempunyai 
indeks kebahagiaan tertinggi (79,47). Pola yang sama 
juga akan terlihat saat indeks kebahagiaan dibandingkan 
antarprovinsi di Indonesia.

10.8 Pendapatan Rumah Tangga

Indeks kebahagiaan menunjukkan pola semakin besar 
pendapatan rumah tangga maka semakin tinggi pula 
indeks kebahagiaannya. Hasil ini menjadi suatu hal yang 
wajar mengingat pendapatan rumah tangga mempunyai 
kontribusi tertinggi dalam menentukan besaran indeks 
kebahagiaan di Indonesia. Seseorang yang memiliki 
pendapatan rumah tangga dibawah Rp1.800.000; memiliki 
indeks kebahagiaan paling rendah 64,58. Sementara itu, 
seseorang yang memiliki pendapatan rumah tangga lebih 
dari Rp7.200.000 memiliki indeks kebahagiaan 76,34.

 

cinta dan kasih sayang secara khusus akan terpenuhi jika 
individu hidup dalam keluarga yang harmonis atau telah 
memiliki pasangan hidup atau menikah. Hal ini menjelaskan 
indeks kebahagiaan penduduk belum menikah yang hampir 
sama dengan penduduk yang menikah, yakni sekitar 68. 
Sementara, penduduk yang berstatus cerai mempunyai 
indeks kebahagiaan yang lebih rendah, sekitar 65.

10.5 Umur

Secara nasional, penduduk berumur 65 tahun ke atas 
mempunyai indeks kebahagiaan yang paling rendah 
diantara kelompok umur lainnya, yaitu 66,24. Namun, pola 
tersebut tidak merata terjadi di seluruh provinsi. Hanya 
separuh wilayah yang menunjukkan pola yang sama dengan 
pola nasional. Sementara separuh lagi mempunyai pola 
yang bervariasi, seperti, DKI Jakarta, Maluku, dan Papua 
Barat dimana indeks kebahagiaan tertinggi justru pada 
kelompok usia 65 tahun ke atas. Untuk provinsi lain, seperti 
Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, dan lainnya, indeks 
kebahagiaan tertinggi terdapat pada kelompok umur 41–64 
tahun.

10.6 Jumlah Anggota Rumah Tangga

Banyaknya orang yang tinggal bersama berperan penting 
dalam menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. 
Hasil survei menunjukkan orang yang hidup sendirian 
memiliki tingkat kebahagiaan yang paling rendah (65,59).
Semakin banyak jumlah anggota rumah tangga akan 
semakin besar nilai indeks kebahagiaannya sampai dengan 
batas tertentu, yaitu empat orang. Seseorang dengan 
jumlah anggota rumah tangga empat orang memiliki indeks 
kebahagiaan tertinggi, yaitu 68,97. Nilai kebahagiaan akan 
kembali turun seiring dengan penambahan jumlah anggota 
rumah tangga. 

Tabel 10.2
Indeks Kebahagiaan Menurut Klasifikasi Wilayah, Jenis 
Kelamin, Status Perkawinan, dan Kelompok Umur, 2014

Karakteristik Indeks Kebahagiaan

(1) (2)

Klasifikasi Wilayah:
 Perkotaan 69,62
 Perdesaan 66,95
Jenis Kelamin:
 Laki-Laki 67,94
 Perempuan 68,61
Status Perkawinan:
 Belum Menikah 68,77
 Menikah 68,74
 Cerai Hidup 65,04
 Cerai Mati 65,80
Kelompok Umur:
 17–24 Tahun 68,73
 25–40 Tahun 68,76
 41–64 Tahun 68,37
 65 Tahun ke Atas 66,24

Tabel 10.3
Indeks Kebahagiaan Menurut Banyaknya Anggota Rumah 

Tangga, Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, dan 
Pendapatan Rumah Tangga, 2014

Karakteristik Demografi dan Ekonomi Indeks 
Kebahagiaan

(1) (2)

Banyaknya Anggota Rumah Tangga: 
 1 Orang 65,59
 2 Orang 67,52
 3 Orang 68,44
 4 Orang 68,97
 5 Orang 68,89
 6 Orang 68,19
 7 Orang Atau Lebih 67,85
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan: 
 Tidak/Belum Pernah Sekolah 62,96
 Tidak Tamat SD/MI/SDLB/Paket A 65,30
 SD/MI/SDLB/Paket A 67,03
 SMP/MTs/SMPLB/Paket B 68,48
 SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C 71,08
 Diploma I/II/III 73,86
 Diploma IV/S1 76,47
 S2 atau S3 79,47
Pendapatan Rumah Tangga: 
 Hingga Rp 1.800.000 64,58
 Rp 1.800.001–Rp 3.000.000 68,76
 Rp 3.000.001–Rp 4.800.000 71,86
 Rp 4.800.001–Rp 7.200.000 74,64
 Lebih Dari Rp. 7.200.000 76,34

Sumber: Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan 2014

Sumber: Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan 2014
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PROVINSI

DKI Jakarta
DI Yogyakarta
Kalimantan Barat
Sulawesi Utara

Capaian
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2014

menembus kategori kinerja demokrasi “baik”
merupakan hal yang baru terjadi

selama enam tahun pengukuran IDI
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XI. indekS demokraSi indoneSia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) mengukur demokrasi secara kuantitatif dengan skala 0–100. IDI merupakan indeks komposit 
yang terdiri atas 3 aspek, 11 variabel dan 28 indikator. Perkembangan IDI nasional selama enam tahun terakhir (2009–2014) 
berada pada kategori sedang. Pola capaian IDI fluktuatif dan cenderung meningkat  dari 67,30 pada 2009 menjadi 73,04 pada 
2014. Berdasarkan komponen penyusun IDI, aspek kebebasan sipil menunjukkan capaian paling tinggi setiap tahunnya dibanding 
dua aspek lainnya. Terdapat dua variabel yang perlu menjadi perhatian karena selama enam tahun capaiannya rendah yaitu 
Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan, dan Peran DPRD. Perkembangan demokrasi terhambat 
oleh indikator kronis yang capaiannya selalu pada kategori buruk, yaitu Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif, Perda yang 
Merupakan Inisiatif DPRD, Demonstrasi atau Mogok yang Bersifat Kekerasan, Alokasi Anggaran Pendidikan atau kesehatan, 
Perempuan Terpilih terhadap Total Anggota DPRD Provinsi, dan Kegiatan Kaderisasi yang Dilakukan Peserta Pemilu. Capaian 
demokrasi antar provinsi beragam. Provinsi dengan capaian IDI kategori baik: DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, 
dan Sulawesi Utara.

Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia 
fluktuatif dan cenderung meningkat. Indeks 
Demokrasi Indonesia (IDI) 2014 mencapai angka 
73,04 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini naik 
9,32 poin dibandingkan dengan angka IDI 2013 
yang sebesar 63,72. 

Ringkasan

Capaian kinerja demokrasi Indonesia masih 
berada pada kategori “sedang”. Klasifikasi 
tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga 
kategori: yakni “baik” (indeks >80), “sedang” 
(indeks: 60–80), dan “buruk” (indeks < 60).

Capaian IDI 2014 di empat provinsi yaitu DKI Jakarta, 
DI Yogyakarta, Kalimantan Barat dan Sulawesi Utara 
yang menembus kategori kinerja demokrasi “baik” 
merupakan hal baru yang terjadi selama enam tahun 
pengukuran IDI.

Summary

Indonesia Democracy Index (IDI) measures democracy with quantitative approach on a scale of 0–100. Indonesia Democracy 
Index is a composite index of three aspects; Civil Liberties, Political Rights, and Institution of Democracy. All aspects were 
derived from 11 variables and 28 indicators. The last six years index series reveal that Indonesia still in moderate categories of 
democracy. The Index was fluctuates every year and tend to improve from 67,30 in 2009 to 73,04 points in 2014. The achievement 
of Civil Liberties aspect remained as the highest compared to the others in last six years. There are two variables which need 
special notice because of remaining low score in last six years measurement, i.e; Political Participation in Decision-Making and 
Watchdog, and Role of Regional Parliament. The achievement of IDI was hampered by very poor performance of some indicators 
during the last six years, i.e; Regional Parliament recommendations to the Local Executive, Regional Regulation Originating 
from the Right to Initiate the Making of Regulation Exercised by DPRD, Demonstration/Strikes that Turn Violent, The Amount 
of Budget Allocated for Education and Health, Woman Elected to as Members of Provincial Parliament, and Cadre Formation 
Activities Carried Out by Political Parties Which Participate in General Election. The achievement of IDI varied between provinces. 
DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, and Sulawesi Utara are provinces with the achievement of democracy index at 
“Good“ category.
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11.1  Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia

Capaian IDI dari 2009 hingga 2014 mengalami fluktuasi. 
Pada tahun 2009 IDI sebesar 67,30 dalam skala indeks 0 
sampai 100, kemudian turun pada 2010 menjadi 63,17. Pada 
2011 IDI naik menjadi 65,48, kemudian turun pada 2012 
menjadi 62,63, dan pada  2013 sebesar 63,72. Pada 2014 
IDI mencapai 73,04, naik 9,32 poin dibandingkan dengan IDI 
2013. Nilai IDI 2014 merupakan capaian tertinggi selama 6 
tahun penghitungan IDI (2009–2014).

Fluktuasi IDI seperti terlihat pada Grafik 1 mencerminkan 
situasi dinamika demokrasi di negara kita. IDI sebagai 
sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas 
Indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-
turunnya kondisi demokrasi, karena IDI disusun secara 
cermat berdasarkan evidence based (kejadian) sehingga 
potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang 
terjadi.

Sejak awal penghitungan IDI tahun 2009 hingga 2014, tingkat 
demokrasi Indonesia masih dalam kategori “sedang”. 
Namun demikian pada 2014 capaian IDI sudah melampaui 
target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) 2010–2014 yang dipatok sebesar 73,00.

11.2  Perkembangan Indeks Aspek IDI

Selama kurun waktu 6 tahun IDI dihitung, nilai aspek 
Kebebasan Sipil selalu berada pada posisi di atas aspek 
lainnya. Aspek Lembaga Demokrasi pada posisi tengah, dan 
aspek Hak-Hak Politik pada posisi di bawah aspek lainnya. 
Pada tahun 2014 merupakan waktu dimana rentang nilai 
ketiga aspek paling rapat, yakni antara 63,72–82,62. Pada 
tahun-tahun sebelumnya rentang nilainya lebih lebar. Ini 
terjadi karena terjadinya peningkatan aspek hak-hak politik 
yang cukup bermakna.

Nilai indeks aspek IDI pada 2014 mengalami peningkatan 
dibandingkan 2013. Indeks aspek hak-hak politik mengalami 
peningkatan terbesar 17,47 poin sehingga mendongkrak 
nilai IDI 2014. Sementara nilai kebebasan sipil dan lembaga 
demokrasi mengalami peningkatan berturut-turut 3,62 
dan 3,57 poin. Kenaikan IDI dari 2013–2014 dipengaruhi 
perubahan tiga aspek demokrasi yakni Kebebasan Sipil naik 
3,62 poin (dari 79,00 menjadi 82,62), Hak-Hak Politik yang 

Gambar 11.1
Perkembangan IDI Nasional, 2009–2014

naik 17,47 poin (dari 46,25 menjadi 63,72), dan Lembaga–
Lembaga Demokrasi yang naik 3,57 poin (dari 72,24 menjadi 
75,81).

Pada tahun 2014 secara kategori tidak ada lagi indeks 
aspek yang berkategori “buruk”, dimana sebelumnya selalu 
disandang oleh aspek Hak-Hak Politik. Bahkan indeks aspek 
Kebebasan Sipil bisa mencapai kategori “baik”. Sementara 
aspek Lembaga Demokrasi tetap pada kategori “sedang” 
(Gambar 11.2).

11.3 Perkembangan Indeks Variabel IDI

Pada IDI 2014 terdapat sembilan variabel yang mengalami 
peningkatan indeks dan dua variabel mengalami penurunan. 
Dari sembilan variabel yang mengalami kenaikan, empat 
diantaranya meningkat cukup bermakna. Kenaikan terbesar 
terjadi pada indeks variabel Hak Memilih dan Dipilih yang  
meningkat tajam, dari kategori buruk menjadi sedang, dari 
50,31 pada 2013 menjadi 75,27 pada 2014. 

Grafik 1 
Perkembangan IDI Nasional, 2009-2014 

 

 
 

Grafik 2 
Perkembangan Indeks Aspek IDI Nasional, 2009-2014 
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Gambar 11.2
Perkembangan Indeks Aspek IDI Nasional, 2009–2014

Tabel 11.1
Perkembangan Indeks Variabel IDI, 2009–2014

Variabel 2009 2010 2011 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. Kebebasan Berkumpul 
dan Berserikat

91,44 85,21 91,70 80,28 86,06 84,62

2. Kebebasan 
Berpendapat

83,97 70,35 64,96 61,86 69,15 67,76

3. Kebebasan 
Berkeyakinan

90,67 89,17 84,80 83,79 81,13 83,22

4. Kebebasan dari 
Diskriminasi

88,92 88,31 89,49 84,70 86,22 87,02

5. Hak Memilih dan Dipilih 50,05 49,98 50,11 50,26 50,31 75,27
6. Partisipasi Politik 

dalam Pengambilan 
Keputusan dan 
Pengawasan

55,16 48,32 45,97 44,52 45,61 50,28

7. Pemilu yang Bebas dan 
Adil

87,67 87,67 87,67 87,67 87,67 95,36

8. Peran DPRD 38,03 42,89 47,39 35,53 36,62 39,51
9. Peran Partai Politik 19,29 23,37 64,69 69,52 53,51 61,76
10. Peran Birokrasi 

Pemerintah Daerah
88,58 88,58 88,58 88,58 88,58 99,38

11. Peran Peradilan yang 
Independen

90,53 90,00 81,97 82,42 83,94 86,29

Sumber: Survei Indeks Demokrasi Indonesia, BPS Sumber: Survei Indeks Demokrasi Indonesia, BPS

Sumber: Survei Indeks Demokrasi Indonesia, BPS
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Variabel lain yang juga meningkat secara bermakna adalah 
variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah, lalu variabel 
Peran Partai Politik, dan variabel Pemilu yang Bebas dan 
Adil. Selebihnya berubah tidak cukup bermakna meskipun 
naik atau turun. Pada IDI 2014 masih terdapat dua variabel 
yang capaian indeks di bawah 60 atau kategori “buruk” yaitu 
variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan 
dan Pengawasan dan Variabel Peran DPRD. Angka 
perkembangan indeks variabel secara rinci dapat dilihat 
pada Tabel 11.1.

11.4  Perkembangan Skor Indikator  IDI

Pada IDI 2014 terdapat 16 indikator mencapai kinerja 
kategori “baik”(skor di atas 80) yaitu indikator 1, 2, 5, 6,7, 8, 
9, 10, 11, 18, 19, 24, 25, 26, 27, dan 28 (lihat Tabel 11.2). Di sisi 
lain, masih terlihat masalah kronis yakni terdapat kinerja 
indikator demokrasi “buruk” (skor di bawah 60). Indikator-
indikator yang termasuk dalam kategori tersebut  adalah 
(22) Rekomendasi DPRD Kepada Eksekutif, (21) Perda yang 
Merupakan Inisiatif DPRD, (16) Demonstrasi/Mogok yang 
Bersifat Kekerasan, (20) Alokasi Anggaran Pendidikan/
kesehatan, (15) Perempuan Terpilih terhadap Total Anggota 
DPRD Provinsi, dan (23) Kegiatan Kaderisasi yang Dilakukan 
Peserta Pemilu. Indikator tersebut nampaknya memerlukan 
perhatian khusus dari semua pihak agar nilainya dapat 
membaik.

Perkembangan skor indikator mengungkap jawaban dari 
pertanyaan mengapa aspek Hak-Hak Politik mengalami 
kenaikan yang cukup bermakna.  Dari tabel 2 dapat terlihat 
kenaikan tersebut utamanya dipicu oleh indikator terkait 
Pemilu Legislatif 2014, yaitu (11) Hak Memilih atau Dipilih, 
(12) Fasilitas untuk Pemilih Penyandang Cacat, dan (13) 
Kualitas Daftar Pemilih Tetap.

11.5  Perkembangan  IDI Provinsi

Terdapat empat provinsi mengalami kenaikan kinerja 
demokrasi dari kategori “sedang” menjadi “baik” yakni DKI 
Jakarta naik dari 71,18 pada 2013 menjadi 84,70 pada 2014. 
Tiga provinsi lainnya adalah DI Yogyakarta naik dari 72,36 
pada 2013 menjadi 82,71 pada 2014; Kalimantan Barat naik 
dari 67,51 pada 2013 menjadi 80,58 pada 2014 dan Sulawesi 
Utara yang naik dari 73,11 pada 2013 menjadi 83,94 pada 
2014 (lihat Tabel 11.3). Capaian empat provinsi menembus 
kategori kinerja demokrasi “baik” merupakan hal yang baru 
terjadi selama enam tahun pengukuran IDI. 

Sebanyak 29 provinsi lainnya berada dalam kinerja demokrasi 
kategori “sedang”, dan pada 2014 ini semua provinsi berada 
pada kategori “sedang” dan “baik”. Tidak ada lagi provinsi 
yang masuk dalam kategori “buruk”.Hal ini memberikan 
indikasi peningkatan kinerja demokrasi secara merata di 
hampir seluruh wilayah Indonesia. Pada IDI 2013 masih ada 
enam provinsi berada pada kategori “buruk”. 

Tabel 11.2
Perkembangan Skor Indikator 2013 dan 2014

Indikator 2013 2014

(1) (2) (3)

Kebebasan Sipil
1. Ancaman/penggunaan kekerasan oleh 

aparat pemerintah yang menghambat 
kebebasan berkumpul dan berserikat

 85,76 83,03

2. Ancaman/penggunaan kekerasan 
oleh masyarakat yang menghambat 
kebebasan berkumpul dan berserikat

88,18 95,76

3. Ancaman /penggunaan kekerasan oleh 
aparat pemerintah yang menghambat 
kebebasan berpendapat

73,54 68,89

4. Ancaman/penggunaan kekerasan 
oleh masyarakat yang menghambat 
kebebasan berpendapat

47,27 62,12

5. Aturan tertulis yang membatasi 
kebebasan menjalankan ibadah agama

82,35 81,95

6. Tindakan/pernyataan pejabat 
membatasi kebebasan menjalankan 
ibadah agama

78,18 81,44

7. Ancaman/penggunaan kekerasan dari 
satu kelompok terkait ajaran agama

78,18 89,39

8. Aturan tertulis yang diskriminatif dalam 
hal gender, etnis, kelompok

80,81 80,30

9. Tindakan/pernyataan pejabat yang 
diskriminatif dalam hal gender dst

86,97 91,29

10. Ancaman/penggunaan kekerasan oleh 
masyarakat karena alasan gender 

92,02 91,41

Hak-Hak Politik
11. Hak memilih atau dipilih terhambat 84,52 95,75
12. Kurang fasilitas sehingga penyandang 

cacat tidak dapat menggunakan hak 
pilih

50,00 60,00

13. Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) 30,00 74,64
14. Voters turnout 73,82 75,26
15. Perempuan terpilih terhadap total 

anggota  DPRD Propinsi 
54,84 53,26

16. Demonstrasi/mogok yang bersifat 
kekerasan

18,71 23,73

17. Pengaduan masyarakat mengenai 
penyelenggaraan pemerintahan

72,51 76,83

Lembaga Demokrasi
18. Keberpihakan KPUD dalam 

penyelenggaraan pemilu 
91,46 98,90

19. Kecurangan dalam penghitungan suara 83,89 91,83
20. Alokasi anggaran pendidikan dan 

kesehatan 
48,59 49,91

21. Perda yang merupakan inisiatif DPRD 20,60 23,27
22. Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif 7,36 16,02
23. Kegiatan kaderisasi yang dilakukan 

partai peserta pemilu
50,00 58,74

24. Perempuan pengurus partai politik 85,13 88,95
25. Penggunaan fasilitas pemerintah untuk 

kepentingan parpol
92,04 99,90

26. Keterlibatan PNS dalam kegiatan 
parpol peserta pemilu

85,12 98,85

27. Keputusan hakim yang kontroversial 92,73 88,03
28. Penghentian penyidikan yang 

kontroversial oleh jaksa atau polisi 
75,15 84,55

Sumber: Survei Indeks Demokrasi Indonesia, BPS
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Tabel 11.3
Perkembangan IDI Provinsi, 2009–2014

Provinsi
Tahun

2009 2010 2011 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Aceh 66,29 65,36 55,54 54,02 63,56 72,29
Sumatera Utara 60,20 63,45 66,15 58,51 58,80 68,02
Sumatera Barat 60,29 63,04 65,02 60,82 54,11 63,99
Riau 75,85 71,45 70,65 67,00 68,37 68,40
Jambi 71,00 65,88 70,46 68,81 64,41 71,15
Sumatera Selatan 72,52 73,65 67,92 73,17 67,12 74,82
Bengkulu 64,76 70,78 71,36 61,70 59,17 71,70
Lampung 67,47 67,80 74,08 72,26 63,13 71,62
Kepulauan Bangka Belitung 67,01 65,94 67,13 69,37 68,79 75,32
Kepulauan Riau 73,61 62,89 70,78 65,61 66,50 68,39
DKI Jakarta 73,91 77,44 77,81 77,72 71,18 84,70
Jawa Barat 71,07 59,41 66,18 57,05 65,18 71,52
Jawa Tengah 66,45 63,42 65,59 63,79 60,84 77,44
DI Yogyakarta 67,55 74,33 71,67 72,96 72,36 82,71
Jawa Timur 62,49 55,12 55,98 54,99 59,32 70,36
Banten 67,98 60,60 67,37 65,29 69,79 75,50
Bali 70,35 72,44 74,20 71,75 72,22 76,13
Nusa Tenggara Barat 58,12 58,13 54,49 57,97 57,22 62,62
Nusa Tenggara Timur 71,64 72,05 72,34 72,67 73,29 68,81
Kalimantan Barat 72,38 69,32 74,86 65,38 67,52 80,58
Kalimantan Tengah 77,63 71,10 76,28 65,78 64,15 79,00
Kalimantan Selatan 66,63 70,94 66,47 61,13 63,71 70,84
Kalimantan Timur 72,31 73,04 66,37 71,23 68,13 77,77
Sulawesi Utara 70,94 65,94 71,19 76,50 73,11 83,94
Sulawesi Tengah 66,02 66,63 64,00 64,97 64,50 74,36
Sulawesi Selatan 61,48 56,67 65,31 68,55 65,20 75,30
Sulawesi Tenggara 64,29 54,79 57,56 57,26 52,61 70,13
Gorontalo 73,50 64,97 62,77 59,37 67,21 73,82
Sulawesi Barat 67,99 67,57 66,36 63,65 64,02 76,69
Maluku 69,07 69,51 68,38 59,68 66,23 72,72
Maluku Utara 67,21 59,92 59,17 66,83 64,06 67,90
Papua Barat 63,06 67,75 61,78 65,70 60,70 65,65
Papua 63,80 60,26 59,05 60,71 60,92 62,15

Indonesia 67,30 63,17 65,48 62,63 63,72 73,04

Sumber: Survei Indeks Demokrasi Indonesia, BPSht
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 (IPAK)
INDEKS PERILAKU

ANTI K      RUPSI
INDONESIA
2014

3,71 3,51

3,64

3,52 3,85 4,01

3,59

 IPAK masyarakat
perkotaan

IPAK di kalangan
laki-laki

IPAK masyarakat
berpendidikan

SLTP ke bawah

IPAK masyarakat
berpendidikan

SLTA

IPAK masyarakat
berpendidikan
SLTA ke atas

IPAK di kalangan
perempuan

 Semakin tinggi pendidikan, semakin anti korupsi

 IPAK masyarakat
perdesaan
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XII. indekS Perilaku anTi koruPSi

Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) ditujukan mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku korupsi dengan 
menggunakan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) dan berbagai indikator tunggal perilaku anti korupsi. Data yang dikumpulkan 
mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan layanan publik dalam hal 
perilaku penyuapan (bribery), pemerasan (extortion), dan nepotisme (nepotism). IPAK Indonesia 2014 sebesar 3,61 dalam skala 
0 sampai 5. Angka tersebut sedikit lebih rendah (0,02 poin) dibandingkan dengan 2013 yang besarnya 3,63 namun lebih tinggi 
dibandingkan capaian 2012 sebesar 3,55. Meski demikian kenaikan ini belum mengubah kategori indeks, karena masih dalam 
kategori yang sama yakni anti korupsi. Berdasarkan tiga sumber keterangan utama dalam IPAK, yakni pendapat/penilaian 
terhadap akar kebiasaan perilaku korupsi di masyarakat, pengalaman praktek korupsi terkait pelayanan publik tertentu, dan 
pengalaman praktek korupsi lainnya, terdapat sebuah fenomena yang cukup menarik. Besaran indeks yg bersumber dari 
pendapat cenderung meningkat dari kondisi 2013 ke 2014, sementara dari sumber keterangan pengalaman (kedua dan ketiga) 
indeksnya cenderung menurun. Sehingga terkesan bahwa di satu sisi masyarakat semakin anti korupsi, namun secara tindakan 
semakin toleran terhadap korupsi.

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 
2014 sebesar 3,61 dalam skala 0 sampai 5. 
Angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan 
capaian 2013 (3,63) namun masih lebih tinggi 
dibandingkan capaian 2012 (3,55).

Ringkasan

Nilai IPAK selama ini termasuk dalam kategori 
“Anti Korupsi” (2,51–3,75).

IPAK masyarakat perkotaan lebih tinggi (3,71) 
dibanding masyarakat perdesaan (3,51). IPAK 
di kalangan laki-laki (3,64) sedikit lebih tinggi 
dibanding di kalangan perempuan (3,59). 
Semakin tinggi pendidikan, semakin anti korupsi 
(IPAK masyarakat berpendidikan SLTP ke bawah 
sebesar 3,52, SLTA sebesar 3,85, dan di atas 
SLTA sebesar 4,01).

Summary

Anti-Corruption Behavior Survey (ACBS) aims to measure the level of permissiveness of society to the corruption behavior by 
using the Anti-Corruption Behavior Index (ACBI) and various single indicators of anti-corruption. The data collected include 
opinion on the customs in the society and experiences related to the public services in terms of the behavior of bribery, extortion 
and nepotism. ACBI of Indonesia in 2014 was 3.61 in a scale of 0 to 5. The figure is slightly lower than 2013 ACBI (3.63), but higher 
than the achievements of 2012 (3.55). However, this increase has not change the categories of the index, because it is still in the 
same category, the “anti-corruption”. Based on three main sources of information in ACBI, namely the opinion / assessment of 
the root behavioral habits of corruption in society, experiences related to the public services, and experience other corruption 
practices, there is a quite interesting phenomenon of which the amount of the index derived from experience tends to decline. 
It seems that on one hand people are more anti-corruption in their opinion but on the other hand they tend more permissive to 
the corruption in practice.
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12.1 Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2014

Perpres No. 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional 
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK), 
menugaskan BPS untuk melaksanakan Survei Perilaku Anti 
Korupsi (SPAK). Survei ini telah dilaksanakan setiap tahun 
mulai 2012. Pada 2014, SPAK dilakukan padaNovember 
di 33 provinsi, 170 kabupaten/kota (49 kota dan 121 
kabupaten) dengan sampel 10.000 rumah tangga. Analisis 
mengenai perilaku anti korupsi dalam survei ini hanya 
untuk representasi level nasional.

SPAK ditujukan mengukur tingkat permisifitas masyarakat 
terhadap perilaku korupsi dengan menggunakan Indeks 
Perilaku Anti Korupsi (IPAK) dan berbagai indikator 
tunggal perilaku anti korupsi. Data yang dikumpulkan 
mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan 
pengalaman berhubungan dengan layanan publik dalam 
hal perilaku penyuapan (bribery), pemerasan (extortion), 
dan nepotisme (nepotism). 

Contoh pertanyaan mengenai penyuapan adalah pengalaman 
masyarakat membayar uang lebih (tanpa diminta) untuk 
mempercepat proses pengurusan layanan publik seperti 
KTP/KK. Mengenai pemerasan contohnya ialah pengalaman 
masyarakat diminta uang lebih oleh petugas dalam urusan 
layanan publik. Contoh nepotisme adalah pengalaman 
masyarakat ditawari bantuan oleh saudara/teman untuk 
dapat diterima menjadi pegawai negeri/swasta.

IPAK dihitung tiap tahun untuk menggambarkan dinamika 
perilaku anti korupsi masyarakat. IPAK Indonesia 2014 
sebesar 3,61 dalam skala 0 sampai 5. Angka tersebut 
sedikit lebih rendah (0,02 poin) dibandingkan dengan 2013 
yang besarnya 3,63, dapat dikatakan tidak berubah secara 
bermakna. 

Capaian indeks selama ini termasuk dalam kategori “Anti 
Korupsi”. Nilai IPAK dibagi ke dalam empat kategori yakni 
“Sangat Permisif Terhadap Korupsi“ dengan nilai indeks 0 
sampai 1,25, kategori “Permisif” terhadap korupsi dengan 
nilai indeks 1,26 sampai 2,50, kategori “Anti Korupsi” 
dengan nilai indeks 2,51 sampai 3,75, dan kategori ”Sangat 
Anti Korupsi” dengan nilai indeks 3,76 sampai 5,00. 

Nilai IPAK yang semakin mendekati angka lima 
menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti 
korupsi, yang berarti bahwa budaya zero tolerance terhadap 
korupsi semakin melekat dan mewujud dalam perilaku 
masyarakat. Sebaliknya, nilai IPAK yang semakin mendekati 
nol menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin 
permisif terhadap korupsi.

12.2 IPAK Menurut Sumber Keterangan

IPAK disusun berdasarkan tiga sumber keterangan utama 
yakni pertama pendapat/penilaian terhadap akar kebiasaan 
perilaku korupsi di masyarakat, kedua pengalaman 
praktek korupsi terkait pelayanan publik tertentu, dan 
ketiga pengalaman praktek korupsi lainnya. Dari sumber 
keterangan pendapat indeksnya cenderung meningkat dari 
kondisi 2013 ke 2014, sehingga terkesan bahwa di satu 
sisi masyarakat semakin idealis anti korupsi. Sementara 
dari sumber keterangan pengalaman (kedua dan ketiga) 
indeksnya cenderung menurun sehingga terkesan bahwa 
masyarakat semakin toleran terhadap tindakan korupsi. 

Tabel 12.2 menunjukkan turunnya sedikit IPAK seiring 
dengan turunnya indeks pengalaman dan naiknya indeks 
pendapat. Indeks terhadap kebiasaan masyarakat 
menunjukkan naik dari tahun 2013 ke 2014, dari 3,66 
menjadi 3,71. Indeks tersebut juga dalam skala 0 sampai 
5. Sementara pada dua keterangan lainnya, indeks untuk 
pengalaman layanan publik tertentu turun dari 3,76 menjadi 
3,64, dan indeks pengalaman layanan lainnya turun dari 
3,25 menjadi 3,20.

12.3 Beberapa Indikator Penyusun IPAK

Berikut ini adalah beberapa cuplikan indikator yang 
digunakan dalam penyusunan IPAK 2014: 

Contoh “Pendapat tentang Perilaku dalam Keluarga”:

•	 Sekitar	 79	 persen	 masyarakat	 atau	 naik	 3	 persen	
dibandingkan tahun 2013 (76 persen) menyatakan 
kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku 
istri yang menerima uang pemberian suami di luar 
penghasilan suami tanpa mempertanyakan asal 
usul uang tersebut.

•	 Sekitar	 78	 persen	 masyarakat	 atau	 naik	 2	 persen	
dibandingkan tahun 2013 (76 persen) menilai kurang 
wajar atau tidak wajar terhadap perilaku pegawai 
negeri yang bepergian bersama keluarga dengan 
menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan 
pribadi.

Contoh “Pendapat tentang perilaku di Tingkat 
Komunitas”:

•	 Sekitar	61	persen	atau	naik	4	persen	dibandingkan	
nilai tahun 2013 (57 persen) berpendapat kurang 
wajar atau tidak wajar memberi uang/barang kepada 

Tahun IPAK

(1) (2)

2012 3,55
2013 3,63
2014 3,61

Tabel 12.1
Nilai IPAK, 2012–2014

Sumber Keterangan 2013 2014

(1) (2) (3)

Indeks Pendapat/Penilaian terhadap 
Kebiasaan Masyarakat

3,66 3,71

Indeks Pengalaman terkait Layanan 
Publik Tertentu

3,76 3,64

Indeks Pengalaman Lainnya 3,25 3,20
IPAK Indonesia 3,63 3,61

Tabel 12.2
Indeks Menurut Sumber Keterangan, 2013 dan 2014

Sumber: Survei Perilaku Anti Korupsi, BPS

Sumber: Survei Perilaku Anti Korupsi, BPS
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tokoh formal (Ketua RT/RW/Kades/Lurah) ketika 
suatu keluarga melaksanakan hajatan (pernikahan, 
khitanan, kematian).

Contoh “Pendapat tentang Perilaku di Tingkat Publik”:

•	 Sekitar	58	persen	atau	naik	1	persen	dibandingkan	
tahun 2013 (57 persen) berpendapat kurang wajar 
atau tidak wajar terhadap perilaku seseorang 
yang memberi uang lebih kepada petugas untuk 
mempercepat urusan administrasi (KTP dan KK).

•	 Sekitar	65	persen	atau	naik	2	persen	dibandingkan	
tahun 2013 (63 persen) masyarakat menilai kurang 
wajar atau tidak wajar terhadap perilaku memberi 
uang lebih kepada polisi untuk mempercepat 
pengurusan SIM dan STNK.

Contoh “Pengalaman Lainnya”:

•	 Pada	 2014,	 terdapat	 25	 persen	 masyarakat	 yang	
pernah ditawari uang/barang untuk memilih 
kandidat tertentu dalam PILKADES, PILKADA, atau 
PEMILU. Sekitar 74 persen diantaranya menerima 
tawaran tersebut.

12.4 IPAK Berdasarkan Karakteristik Demografi

IPAK 2014 untuk masyarakat yang tinggal di wilayah 
perkotaan cenderung lebih tinggi dibanding di wilayah 
perdesaan. Gambaran tersebut nampak pada 2013−2014, 
Tabel 12.3 berdasarkan klarifikasi wilayah perkotaan 
banding perdesaan berturut-turut 3,71 banding 3,55 dan 
3,71 banding 3,51.

IPAK lebih tinggi pada jenis kelamin laki-laki dibanding 
perempuan, meski perbedaannya tidak terlalu signifikan. 
IPAK 2014 di kalangan laki-laki sedikit lebih tinggi (3,64) 
dibanding di kalangan perempuan (3,59). Pada tahun 2013 
sampai 2014 menunjukkan gambaran serupa.

Gambaran pada 2013−2014 menunjukkan IPAK masyarakat 
dengan usia kurang dari 60 tahun lebih tinggi dibanding 
IPAK masyarakat usia 60 tahun ke atas. IPAK masyarakat 
usia 60 tahun ke atas sebesar 3,54, sedangkan usia kurang 
dari 60 tahun berkisar 3,63.

Pendidikan kemungkinan berpengaruh cukup kuat pada 
semangat anti korupsi. Semakin tinggi pendidikan diikuti 
semakin tinggi IPAK, atau semakin tinggi pendidikan 
semakin anti korupsi. IPAK 2014 untuk masyarakat 
berpendidikan SLTP ke bawah sebesar 3,52, SLTA sebesar 
3,85, dan di atas SLTA sebesar 4,01.

Karakteristik 2013 2014

(1) (2) (3)

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 
Indonesia

3,63 3,61

Indeks Pengalaman terkait Layanan 
Publik Tertentu
      Perkotaan 3,71 3,71
      Perdesaan 3,55 3,51

Jenis Kelamin
      Laki-Laki 3,66 3,64
      Perempuan 3,60 3,59

Umur (tahun)
      Kurang dari 40 3,63 3,63
      40 sampai 59 3,65 3,64
      60 atau lebih 3,55 3,54

Pendidikan Tertinggi
      SLTP kebawah 3,55 3,52
      SLTA 3,82 3,85
      Di atas SLTA 3,94 4,01

Tabel 12.3
Perbandingan IPAK 2013−2014 Berdasarkan 

Karakteristik Tertentu

Sumber: Survei Perilaku Anti Korupsi, BPS
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XIII.  Perumahan

Peningkatan pesat beberapa indikator perumahan terjadi antara tahun 1971–2014, antara lain persentase rumah tangga yang 
menggunakan listrik PLN (dari 6,1 persen pada tahun 1971 menjadi 97,0 persen pada tahun 2014) dan persentase rumah 
tangga yang menggunakan jamban sendiri dengan tangki septik (dari 7,8 persen pada tahun 1971 menjadi 55,4 persen pada 
tahun 2014). Selain itu peningkatan juga terjadi pada persentase rumah tangga yang menempati rumah dengan atap layak dan 
dinding permanen.

Salah satu target MDGs di bidang air minum dan sanitasi adalah menurunkan separuh proporsi rumah tangga tanpa akses air 
minum dan sanitasi layak. Dilihat dari perkembangannya dari tahun 2000–2014, terjadi peningkatan persentase rumah tangga 
yang memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi layak. Persentase rumah tangga tersebut, baik yang memiliki akses 
terhadap air minum layak maupun yang memiliki akses sanitasi layak, lebih tinggi di perkotaan dibandingkan di perdesaan.

Penyediaan listrik untuk perumahan 
mengalami perkembangan yang sangat 
pesat, dari 6,1 persen rumah tangga yang 
menggunakan listrik PLN pada tahun 1971 
menjadi 97,0 persen pada tahun 2014.

Ringkasan

Persentase rumah tangga yang mempunyai 
luas lantai lebih dari 50 m2 mengalami 
peningkatan selama kurun waktu 1971–2014, 
yaitu 32,7 persen pada tahun 1971 menjadi 63,9 
persen pada tahun 2014.

Dari tahun 2000 hingga 2014, persentase rumah 
tangga di daerah perkotaan mempunyai akses 
air minum layak lebih tinggi dibandingkan 
dengan perdesaan.

Summary

The housing indicators improved significantly during the period 1971–2014. These include the percentage of households using 
electricity (from 6.1 percent in 1971 to 97.0 percent in 2014), and percentage of households using own sanitation with septic tank 
(from 7.8 percent to 55.4 percent during the same period). The improvement was also shown in the percentage of households 
living in a decent house with permanent roof and walls.

One of MDGs targets in the area of drinking water and sanitation is halving the proportion of households without access to clean 
drinking water and sanitation. During the period 2000–2014, a significant increase occurred in the percentage of households 
access to clean drinking water and sanitation. The percentage of households having access to safe drinking water and proper 
sanitation was higher in urban areas than in rural areas.
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tahun 1971 (43,2 persen). Selain itu, tempat tinggal sehat 
juga ditentukan oleh luas lantai sesuai dengan jumlah 
penghuninya. Persentase rumah tangga yang mempunyai 
luas lantai lebih dari 50 m2 mengalami peningkatan selama 
kurun waktu 1971–2014, yaitu dari 32,7 persen pada tahun 
1971 menjadi 63,9 persen pada tahun 2014.

Indikator kualitas rumah yang lainnya adalah rumah tinggal 
dengan atap yang layak (tidak beratap dedaunan) dan 
dinding permanen. Pada tahun 1993, rumah tangga yang 
tinggal di rumah dengan atap layak sebanyak 90,1 persen, 
mengalami peningkatan menjadi 97,7 persen selama kurun 
waktu 21 tahun.

13.1  Indikator Bidang Perumahan

Perumahan merupakan kebutuhan pokok penduduk 
disamping pangan dan sandang. Di dalam rumah manusia 
berlindung dari panas, hujan, dan ancaman keamanan. 
Oleh karena itu, rumah bukan hanya sekedar sarana 
pelengkap kehidupan, tetapi juga tempat bersosialisasi 
dengan masyarakat luas.

Kondisi dan fasilitas rumah tempat tinggal dalam banyak 
hal mencerminkan tingkat kesejahteraan rumah tangga. 
Semakin baik kondisi dan fasilitas rumah yang dimiliki, 
diasumsikan semakin sejahtera rumah tangga yang 
menempati rumah tersebut. Indikator yang menggambarkan 
hal tersebut antara lain adalah pemakaian listrik sebagai 
sumber penerangan, air leding sebagai sumber air minum, 
jamban sendiri dengan tangki septik, dan lantai bukan 
tanah

Listrik merupakan indikator perumahan yang penting 
terutama sebagai sumber penerangan dan merupakan 
kebutuhan penting masyarakat. Penyediaan listrik 
mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada tahun 
1971 baru 6,1 persen rumah tangga menggunakan listrik 
PLN, pada tahun 2014 jumlahnya mencapai 97,0 persen.

Ketersediaan sumber air bersih merupakan salah satu 
syarat penting rumah sehat. Air leding sebagai salah satu 
indikator sumber air bersih, penggunaannya mengalami 
perkembangan dari 6,3 persen pada tahun 1971 menjadi 
19,2 persen pada tahun 2000, namun turun menjadi 10,2 
persen pada tahun 2014.

Fasilitas jamban dan jenis lantai rumah juga merupakan 
indikator kesejahteraan rakyat. Jamban yang baik dari sisi 
kesehatan adalah jamban yang menggunakan tangki septik. 
Rumah tangga yang menggunakan jamban sendiri dengan 
tangki septik mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu 
dari 7,8 persen pada tahun 1971 menjadi 55,4 persen pada 
tahun 2014.

Ditinjau dari sisi kesehatan, rumah berlantai bukan tanah 
juga merupakan salah satu indikator derajat kesehatan. 
Pada tahun 2014, sekitar 92,8 persen rumah tangga di 
Indonesia menempati rumah berlantai bukan tanah, terjadi 
peningkatan 2 kali lipat lebih dibandingkan dengan keadaan 

Tahun
Indikator Perumahan

Atap Layak Dinding Permanen

(1) (2) (3)

1993 90,1 72,3 
1996 91,5 79,0 
1997 92,7 81,1 
1998 93,3 81,9 
1999 93,8 82,7 
2000 94,7 84,1 
2001 94,4 83,1 
2002 95,3 84,3 
2003 95,0 85,8 
2004 95,4 87,2 
20051 – –
2006 95,4 87,4
2007 95,6 87,6
2008 95,9 89,7
2009 96,4 89,4
2010 96,6 90,1
2011 96,7 89,7
2012 97,1 90,0
2013 97,4 90,7
2014 97,7 91,4

Tabel 13.1
Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Perumahan, 1971–2014

Tabel 13.2
Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator 

Perumahan Lainnya, 1993–2014

Indikator 1971 1980 1990 2000 2004 2008 2012 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Rumah tangga mempunyai sumber 
penerangan listrik PLN

 6,1  14,2  46,8  84,0  86,6  92,7  95,8  97,0

Rumah tangga mempunyai fasilitas 
air minum leding

 6,3  7,0  12,9  19,2  18,0  15,0  11,4  10,2

Rumah tangga mempunyai jamban 
sendiri dengan tangki septik

 7,8 e  8,9  17,9  32,1  36,4  44,0  53,0  55,4

Rumah tangga menempati rumah 
berlantai bukan tanah

 43,2  61,9 e  70,8 e  84,5  84,9  87,5  90,1  92,8

Rumah tangga menempati rumah 
dengan luas lantai > 50 m2

 32,7  43,0  50,0  58,1  61,9  60,4  60,5  63,9

Catatan: e Angka Estimasi
Sumber:  Susenas 1971, 1980, 1990, 2000, 2004, 2008, 2012, dan 2014

Catatan: 1pada pelaksanaan Susenas 2005,  variable atap dan dinding tidak 
dikumpulkan.

Sumber: Susenas 1993 s.d. 2014
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berkelanjutan (unsustainable). Sementara rumah tangga 
yang menggunakan air kemasan bermerk dan air isi ulang 
setiap tahunnya mengalami peningkatan baik di daerah 
perkotaan maupun di perdesaan.

Dilihat perkembangannya dari tahun 2000–2014, 
rumahtangga yang memiliki akses terhadap air minum 
layak mengalami peningkatan, dari 37,5 persen pada tahun 
2000 menjadi 68,1 persen pada tahun 2014. Persentase 
rumah tangga di daerah perkotaan yang mempunyai 
akses air minum layak lebih tinggi dibandingkan dengan di 
perdesaan. 

Rumah tangga yang mempunyai akses sanitasi layak dari 
tahun 2000–2014 mengalami peningkatan, dimana setiap 
tahunnya semakin banyak rumah tangga yang mempunyai 
akses sanitasi layak.

Pada tahun 2000 sebesar 32,7 persen rumah tangga 
mempunyai akses sanitasi layak, meningkat pada tahun 
2014 menjadi 61,1 persen.

Seperti halnya dengan air minum layak, persentase rumah 
tangga di daerah perkotaan lebih tinggi yang mempunyai 
akses sanitasi layak dibandingkan dengan di perdesaan.

Persentase rumah tangga yang menempati rumah dengan 
dinding permanen pada tahun 2014 sebesar 91,4 persen, 
terjadi peningkatan yang signifikan dibanding tahun 1993 
yang sebesar 72,3 persen.

9.2  Air Minum dan Sanitasi Layak

Sebelum tahun 2011, rumah tangga dikatakan menggunakan 
atau mempunyai akses air minum layak apabila sumber air 
minum yang digunakan rumah tangga berasal dari leding, 
air terlindung (pompa atau sumur bor, sumur terlindung, 
mata air terlindung) dengan jarak lebih atau sama dengan 
10 m dari penampungan kotoran/limbah, dan air hujan. 
Sementara rumah tangga yang menggunakan air kemasan 
(bermerk dan isi ulang) dikategorikan sebagai tidak ada 
akses terhadap air minum layak.

Sejak tahun 2011, rumah tangga dikatakan menggunakan 
atau mempunyai akses air minum layak apabila sumber air 
minum yang digunakan rumahtangga berasal dari leding, 
air terlindung (pompa atau sumur bor, sumur terlindung, 
mata air terlindung) dengan jarak lebih atau sama dengan 
10 m dari penampungan kotoran atau limbah, dan air 
hujan, dikombinasikan dengan penggunaan air mandi atau 
cuci yang bersumber dari air terlindung (leding meteran, 
leding eceran, sumur bor atau pompa, sumur terlindung, 
mata air terlindung, dan air hujan) bila sumber air minum 
utama menggunakan air kemasan atau isi ulang dan air 
tidak terlindungi (air terlindungi dengan jarak kurang dari 
10 m dan air tidak terlindung).

Rumah tangga dikatakan menggunakan/mempunyai akses 
sanitasi (sanitasi layak) apabila rumah tangga menggunakan 
fasilitas buang air besar (BAB) sendiri dan bersama, kloset 
leher angsa, dan tangki septik sebagai tempat pembuangan 
akhir kotoran atau tinja (TPAT).

Berdasarkan tata cara perhitungan indikator air minum 
layak, persentase rumah tangga yang mempunyai akses 
air minum layak dari tahun 2000 sampai tahun 2010 
mengalami penurunan. Hal ini terjadi akibat penggunaan 
air kemasan bermerk dan air isi ulang yang tidak 
dicatat sebagai air minum layak karena dianggap tidak Catatan:   Angka pada tahun 2015  merupakan  target  MDGs

Sumber:  BPS, Kor Susenas 2006 s.d. 2014

Gambar 13.1 
Capaian Akses Air Minum Layak dan Sanitasi Layak 

2006–2015
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Tabel 13.3
Persentase Rumah Tangga Menurut Indikator MDGs Perumahan, 2000–2014

Tahun
Perkotaan Perdesaan Perkotaan+Perdesaan

Air Minum Layak Sanitasi Layak Air Minum Layak Sanitasi Layak Air Minum Layak Sanitasi Layak

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
2000 1 46,0 53,7 31,3 17,4 37,5 32,7 
2001 2 59,5 56,6 40,4 17,3 48,7 34,3 
2002 3 58,2 57,3 40,3 18,0 48,3 35,6 
2003 57,3 56,7 41,0 20,7 47,7 35,6 
2004 56,8 59,2 42,9 22,5 48,8 38,1 
2005 4 55,6 n.a 41,5 n.a 47,6 n.a
2006 54,6 54,1 42,7 20,6 47,8 35,0 
2007 54,1 64,7 43,9 28,6 48,3 44,2 
2008 50,2 66,7 42,9 31,4 46,5 48,6 
2009 49,8 69,5 45,7 34,0 47,7 51,2 
2010 42,5 72,8 45,9 38,5 44,2 55,5 
2011 5 76,0 72,5 51,2 39,0 63,5 55,6 
2012 5 77,0 72,7 53,4 42,3 65,1 57,3 
2013 5 79,3 77,2 56,2 44,7 67,7 60,9 
2014 79,8 76,3 56,5 45,8 68,1 61,1

Catatan: 1  Pada tahun 2000, pencacahan Susenas tidak dilaksanakan di Provinsi Aceh dan Maluku
 2  Pada tahun 2001, pencacahan Susenas tidak dilaksanakan di Provinsi Aceh
 3  Pada tahun 2002, pencacahan Susenas di Provinsi Aceh, Maluku, Maluku Utara, dan Papua hanya dilaksanakan di Ibu Kota Provinsi
 4  Pada tahun 2005, indikator sanitasi layak tidak dapat dihitung karena variable pembentuknya tidak dikumpulkan
 5  Sejak tahun 2011, indikator air minum layak dihitung berdasarkan sumber air minum dan air mandi/cuci

Sumber: BPS, Kor Susenas 2000 s.d. 2014
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XIV. LINGKUNGAN HIDUP

Pemanasan global yang melanda dunia memberikan dampak negatif pada kehidupan sosial, ekonomi dan lingkungan. Selain 
semakin panasnya cuaca, banyaknya bencana alam dan fenomena alam cenderung semakin tidak terkendali seperti banjir, 
puting beliung, tanah longsor, hingga curah hujan yang tidak menentu dari tahun ke tahun. Data Podes 2008–2014 menunjukkan 
banyaknya desa yang mengalami bencana hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan kebakaran hutan) 
mengalami peningkatan.

Pencemaran udara dari industri dan kendaraan bermotor serta berbagai aktifitas manusia lainnya telah memberikan sumbangan 
yang begitu besar terhadap meningkatnya gas rumah kaca (GRK) di atmosfir. Emisi CO2 dari kendaraan bermotor meningkat 
lebih dari 100 persen dalam kurun tahun 2000–2013. Emisi CO2 saat memasak paling banyak disumbang oleh rumahtangga 
yang menggunakan bahan bakar kayu bakar. 

Perilaku rumah tangga juga masih banyak yang belum ramah lingkungan dalam mengelola sampah rumah tangga yaitu tidak 
melakukan pemilahan sampah dan membakar sampah. Untuk itu perlu diupayakan edukasi terus menerus bagi rumah tangga 
untuk memiliki pengetahuan peduli lingkungan hidup yang mendorong munculnya perilaku peduli lingkungan hidup. 

Kenaikan suhu udara di wilayah Indonesia 
meningkat 0,75°C dalam kurun waktu 100 
tahun terakhir (BMKG), diikuti kejadian 
ekstrim yang memicu meningkatnya bencana 
hidrometeorologi.

Ringkasan

Sebanyak 82 persen bencana yang terjadi 
pada tahun 2000–2015 adalah bencana 
hidrometeorologi seperti banjir, angin 
puting beliung, banjir disertai tanah longsor, 
kekeringan, dan kebakaran hutan (BNPB).

Berbagai aktifitas manusia merupakan 
penyebab utama meningkatnya konsentrasi 
Gas Rumah Kaca (GRK), yang akhirnya turut 
menyumbang terjadinya pemanasan global dan 
perubahan iklim.

Summary

Global warming is hitting the world and making negative impacts on social, economic and environmental condition. In addition 
to the heat of the weather, the number of natural disasters and natural phenomena tend to be getting out of control like floods, 
typhoon, landslides, and the rainfall is uncertain from year to year. According to the data of Village Potential Census (Podes) 
2008–2014, it indicates the number of villages that suffered from hydro-meteorological disasters (floods, landslides, tornados, 
and wildfires) have increased.

Air pollution from industrial activities, motor vehicles and other human activities have contributed to the increase of greenhouse 
gases (GHG) in the atmosphere. CO2 emissions from motor vehicles increased by more than 100 percent during the period 
2000–2013 year. CO2 emissions in households were mostly contributed by households that use firewood when cooking. 

The green of environment friendly behaviour is still rare for the households in managing their waste, it is shown by the activities 
of burning garbage, littering, and lack of waste sorting. It is necessary for continuous education for households to have 
knowledge of green behavior that encourages the emergence of green behaviors.

ht
tp

://
4.

bp
.b

lo
gs

po
t.c

om
/-

W
Ap

gS
R

m
M

6a
w

/U
U

LQ
xL

xw
W

B
I/A

AA
AA

AA
AA

C
g/

uF
KO

ek
B

6o
S8

/s
16

00
/p

en
ce

m
ar

an
-s

un
ga

i1
.jp

g
ht
tp
:/
/w

w
w
.b
ps

.g
o.
id



Lingkungan Hidup

Statistik 70 Tahun Indonesia Merdeka100

Peningkatan emisi  CO2 setiap tahun seiring dengan 
pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang cukup 
tinggi.  Dalam kurun waktu 13 tahun  jumlah kendaraan 
bermotor yang beroperasi di Indonesia terus meningkat 
tajam. Pada tahun 2000, jumlah kendaraan bermotor 
18.975.344 unit dan pada tahun 2013 jumlahnya naik 5 kali 
lipat menjadi 104.118.969 unit (Gambar 14.2). 

Pertumbuhan kendaraan bermotor yang tinggi didominasi 
oleh jenis kendaraan sepeda motor. Dalam kurun waktu 13 
tahun sepeda motor terus mendominasi jumlah kendaraan 
bermotor di Indonesia. Pada tahun 2000 jumlah sepeda 
motor 13.563.017 buah dan pada tahun 2013 jumlahnya 
naik 6 kali lipat sebesar 84.732.652 buah (Gambar 14.3).

14.1 Pemanasan Global

Pemanasan global adalah suatu keadaan dimana suhu 
di permukaan bumi menjadi lebih panas dibanding suhu 
normal. Data-data yang ada menunjukkan planet bumi terus 
mengalami peningkatan suhu yang mengkhawatirkan dari 
tahun ke tahun, dimana temperatur rata-rata global naik 
sebesar 0,760C selama periode tahun 1850–1899 sampai 
dengan tahun 2001–2005 dan lebih dirasakan pada daerah 
daratan daripada lautan. Menurut BMKG, kenaikan suhu 
udara di wilayah Indonesia dalam seratus tahun terakhir 
mencapai 0,750C serta senantiasa diikuti kejadian ekstrim 
yang memicu bencana hidrometeorologi. 

Pemanasan global tidak hanya menjadi persoalan 
ilmiah, tetapi lebih jauh persoalan global ini meliputi 
persoalan ekonomi, sosiologi, geopolitik, dan politik lokal. 
Pemanasan global yang diikuti dengan perubahan iklim 
tidak dapat dilepaskan dari campur tangan manusia, baik 
pertumbuhan cepat jumlah penduduk dunia maupun karena 
perkembangan industri yang begitu pesat. Pertambahan 
cepat penduduk berkorelasi positif dengan masalah 
lingkungan hidup karena meningkatnya tingkat konsumsi 
terhadap sumber daya alam dan konsumsi energi.

Para ilmuwan memprediksi pemanasan lebih lanjut 
hingga 1,4–5,8 derajat celcius pada tahun 2100. Kenaikan 
temperatur ini diperkirakan akan menghangatkan lautan 
yang akhirnya akan mengakibatkan naiknya permukaan 
laut dan menimbulkan gelombang pasang yang dahsyat 
di daerah pantai. Beberapa daerah dengan iklim hangat 
seperti di negara-negara tropis akan menerima curah 
hujan yang lebih tinggi, tetapi tanah akan cepat mengalami 
kekeringan sehingga menyebabkan kerusakan tanah dan 
menghancurkan suplai makanan.

14.2 Pencemaran Udara

Pencemaran udara  merupakan penyebab terjadinya 
pemanasan global. Meningkatnya efek rumah kaca di 
atmosfir yang menyebabkan suhu di permukaan bumi naik 
akibat dari peningkatan kadar gas-gas rumah kaca seperti 
karbondioksida (CO2), metana (CH4), dan lain-lain. 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 
menyatakan kondisi lingkungan udara di Indonesia tiap 
tahunnya semakin menurun. Hal tersebut tampak dari 
Indeks Kualitas Lingkungan di Indonesia di 2013  yang 
berada pada angka 65, kemudian menurun di 2014 yakni 
63,8. Kondisi kualitas udara yang menurun menurut KLHK 
70 persen diakibatkan hasil pembuangan kendaraan 
bermotor. 

14.2.1 Emisi CO2 dari Kendaraan Bermotor

 Emisi CO2 yang berasal dari kendaraan bermotor hampir 
setiap tahun meningkat. Peningkatan paling tinggi terjadi 
antara 2011–2012 sebesar 12,2 persen (Grafik 14.1). 
Menurut Swiss Contract (2009) dalam Clean Technology 
Fund Investment Plan for Indonesia (2010) terdapat empat 
faktor yang mempengaruhi emisi kendaran bermotor yaitu 
teknologi kendaraan, kualitas bahan bakar, pemeliharaan 
kendaraan, dan perubahan penggunaan transportasi yang 
lain.

Gambar14.1
Perkiraan Emisi CO2 dari Kendaraan Bermotor   

2000–2013
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Gambar 14.2
Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor 

2000–2013

Sumber: Diolah dari Data Kepolisian Republik Indonesia

Sumber: Diolah dari Data Kepolisian Republik Indonesia
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14.2.3  Perkiraan Emisi  CH4 dari Hewan Ternak dan 
Unggas  

Selain penggunaan kendaraan bermotor dan kegiatan 
memasak, Emisi CO2 juga dapat berasal dari peternakan. 
Usaha peternakan  akan menghasilkan GRK yang berdampak 
terhadap pemanasan gobal. Menurut Laporan FAO (2008), 
peternakan menyumbang 18 persen GRK  berupa metana 
(CH4), karbondioksida (CO2), serta dinitro oksida (N2O). 
Gas CH4 merupakan penyumbang kedua terbesar setelah 
CO2 dari total emisi global. CH4 dapat berada di atmosfer 
selama 10–15 tahun. Meskipun jumlahnya lebih kecil 
dibandingkan CO2, namun CH4 meberikan dampak 25 kali 
lebih besar terhadap pemanasan global. Emisi CH4 yang 
dihasilkan dari peternakan berasal dari fermentasi yang 
terjadi dalam sistem pencernaan semua jenis ternak mulai 
dari hewan ruminansia seperti sapi, kerbau, dan domba 
sampai dengan unggas (Global Methane Initiative, 2010).

Pada Gambar 14.5, emisi metana dihitung berdasarkan 
perkiraan emisi yang dikontribusikan oleh hewan ternak 
dan unggas. Dalam kurun waktu dari 2007 sampai dengan 
2013 perkiraan emisi metana baik yang dikontribusikan 
oleh hewan ternak maupun unggas mengalami kenaikan. 
Untuk perkiraan emisi metana yang berasal dari hewan 
ternak dan unggas sama-sama mengalami kenaikan 
tertinggi antara tahun 2011–2012 yaitu sebesar 83,6 persen 
dan 14,4 persen.

14.3 Bencana 

Bencana alam merupakan peristiwa alam yang 
mengakibatkan dampak besar kerusakan dan kerugian 
bagi umat manusia. Pada abad ke–21 ini bencana alam 
yang semakin banyak terjadi adalah bencana terkait iklim 
(hidrometeorologi) yang disebabkan meningkatnya suhu 
bumi atau pemanasan global. Pemanasan global sebagian 
besar diikuti bencana banjir, kekeringan, cuaca ekstrim 

14.2.2  Emisi CO2 dari Bahan Bakar Memasak 

Emisi CO2 dapat juga bersumber dari aktivitas memasak 
dalam rumah tangga. Besar kecilnya emisi yang dihasilkan 
dipengaruhi oleh lama penggunaan dan jenis bahan bakar 
yang digunakan seperti Gas atau Liquid Petroleum Gas 
(LPG), minyak tanah, dan kayu bakar. Penggunaan bahan 
bakar memasak dari kayu bakar paling tinggi dibandingkan 
dengan gas/LPG dan minyak tanah dalam kurun waktu tahun 
2007 sampai 2013. Konversi minyak tanah ke LPG berhasil 
dilakukan terbukti terjadi penurunan sejak tahun 2009. 
Penggunaan minyak tanah turun 40,5 persen, sedangkan 
penggunaan LPG naik 29,5 persen (Gambar 14.4).

Penggunaan bahan bakar padat dalam rumah tangga 
seperti kayu bakar mengindikasikan kurangnya akses 
terhadap energi modern, seperti gas atau LPG. Penggunaan 
bahan bakar biomassa tradisional seperti kayu dapat 
menyebabkan polusi udara dalam ruangan. Hal ini dapat 
meningkatkan risiko kematian karena pneumonia dan 
infeksi saluran pernafasan akut. Tingginya permintaan 
bahan bakar biomassa untuk memenuhi kebutuhan energi 
rumah tangga berkontribusi terhadap deforestasi dan 
degradasi lahan.

Gambar 14.3
Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan

2000–2013

Gambar 14.4
Perkiraan Emisi CO2 dari Rumah Tangga Menurut Jenis 

Bahan Bakar Memasak, 2007–2013
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Gambar 14.5
Perkiraan Emisi CH4 dari Hewan Ternak dan 

Hewan Unggas, 2007–2013

Sumber: Diolah dari Data Kepolisian Republik Indonesia

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional BPS

Sumber: Survei Rumah Tangga Peternakan dan Survei Perusahaan Peternakan  
 (untuk Data 2007–2012) serta Sensus Pertanian 2013 (untuk Data 2013)
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dan musim yang tak bisa diramal. Sebanyak 82 persen 
bencana yang terjadi pada tahun 2000–2015 adalah bencana 
hidrometeorologi seperti banjir, angin puting beliung, banjir 
disertai tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan 
(BNPB). Gambar 14.6 menunjukkan kejadian bencana 
banjir, tanah longsor, kebakaran, puting beliung dan 
kekeringan merupakan kejadian yang paling banyak terjadi 
dalam kurun tahun 2000–2015.

Hasil pendataan Podes tahun 2008, 2011 dan 2014 
menunjukkan banyaknya desa yang mengalami bencana 
hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, angin puting 
beliung, dan kebakaran hutan) mengalami peningkatan  
pada periode 2012–2014.

Kejadian bencana alam yang dicatat pada pendataan Podes 
merupakan kejadian bencana selama tiga tahun terakhir. 
Desa-desa yang mengalami bencana banjir lebih banyak 
pada periode 2012–2014 dibandingkan periode 2006–2008, 
yaitu 16.830 desa dibanding 15.143 desa. 

14.4 Perilaku Peduli Lingkungan Hidup

Berbagai permasalahan pembangunan yang timbul sampai 
saat ini sangat berkaitan erat dengan jumlah penduduk 
yang besar dan kurang serasi, kurang selaras, serta 
kurang seimbang dengan daya dukung dan daya tampung 
lingkungan sehingga dapat mempengaruhi segala segi 
kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat. Proses 
pembangunan seringkali dilakukan hanya untuk mengejar 
pertumbuhan ekonomi, tanpa mempertimbangkan aspek 
keberlanjutan lingkungan hidup sehingga menimbulkan 
kerusakan lingkungan. Kerusakan sumber daya alam banyak 
disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti pencemaran 
udara, air, tanah, serta kerusakan lingkungan.

Berdasarkan hasil kajian Intergovernment Panel on Climate 
Change (IPCC) pada tahun 2007, selain faktor alam, aktivitas 
manusia juga merupakan penyebab utama meningkatnya 
konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer bumi, yang 
pada akhirnya turut menyumbang terjadinya pemanasan 
global dan perubahan iklim.

Pada tahun 2013, BPS melakukan Survei Perilaku Peduli 
Lingkungan Hidup (SPPLH) yang dilaksanakan di seluruh 
provinsi di Indonesia. SPPLH 2013 memotret perilaku rumah 
tangga dalam mengelola lingkungan hidup, baik perilaku 
ramah ataupun yang sifatnya merusak lingkungan hidup, 
baik secara langsung atau tidak langsung berdampak bagi 
kualitas lingkungan hidup.

14.4.1  Perlakuan Terhadap Sampah

Sampah merupakan masalah yang dihadapi hampir 
seluruh negara di dunia. Tidak hanya di negara-negara 
berkembang, tetapi juga di negara-negara maju, sampah 
selalu menjadi masalah. Sampah dapat menyebabkan 
polusi udara, bahkan tanah ikut juga tercemar, serta 
berkontribusi terhadap pemanasan global.

Kepadatan penduduk yang tinggi berdampak kepada 
kerusakan lingkungan, diantaranya permasalahan sampah. 
Berdasarkan data dari Dinas Kebersihan seluruh Indonesia 
yang dirangkum dalam publikasi Statistik Lingkungan 
Hidup Indonesia 2014 tentang produksi dan volume 
sampah yang terangkut di kota-kota besar, menunjukkan 
bahwa sampah yang dihasilkan rumah tangga  belum bisa 
terangkut sepenuhnya oleh petugas kebersihan. Rata-rata 
setiap harinya kota-kota besar di Indonesia menghasilkan 
puluhan ton sampah.

Selain itu, perilaku rumah tangga atau masyarakat dalam 
membuang sampah masih banyak yang tidak ramah 
lingkungan. Hasil SPPLH 2013 menunjukkan bahwa 
terdapat 20 dari 100 rumah tangga yang membuang 
sampah sembarangan atau tidak pada tempatnya. Cara 
pembuangan sampah yang paling banyak dilakukan 
oleh rumah tangga adalah dengan cara dibakar, yaitu 
sebesar 69,92 persen. Sebagian masyarakat mungkin 
beranggapan bahwa dengan pembakaran sampah akan 
mengurangi jumlah volume sampah, namun pembakaran 
sampah berdampak pada masalah baru, yaitu polusi atau 
pencemaran udara dan meningkatnya konsentrasi CO2 di 
atmosfer. Hal ini menyebabkan meningkatnya emisi gas 

Gambar 14.6
Persentase Kejadian Bencana di Indonesia Menurut 
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Gambar 14.7
Banyaknya Desa yang Mengalami Bencana Alam dalam 
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rumah kaca di atmosfer, sehingga dapat terjadi pemanasan 
global.

14.4.2 Perilaku Pemilahan Sampah

Saat ini persoalan sampah menjadi masalah yang serius. 
Banyaknya volume sampah salah satunya disebabkan 
karena tidak ada pemilahan sampah di awal pembuangan 
sampah, sehingga sampah menumpuk dan volumenya 
menjadi tidak terkendali. 

Pemilihan sampah mudah membusuk dan tidak membusuk 
sangat diperlukan untuk memudahkan proses pengolahan 
sampah berikutnya. Berdasarkan hasil SPPLH 2013, 
sebagian besar rumah tangga (76 persen) menyatakan 
tidak melakukan pemilahan sampah.

14.4.3  Penggunaan Transportasi

Transportasi berkaitan erat dengan permasalahan 
lingkungan hidup khususnya dalam hal penggunaan bahan 
bakar yang digunakan dan pencemaran yang ditimbulkan. 
Hal ini tidak terlepas dari pertumbuhan jumlah kendaraan 
bermotor yang selalu meningkat setiap tahunnya. Oleh 
sebab itu, rumah tangga sebagai pengguna transportasi 
seyogyanya tidak hanya mempertimbangkan penggunaan 
trasportasi hanya dari sisi ekonomis, tetapi juga dari sisi 
kepedulian terhadap lingkungan.

Terkait penggunaan kendaraan bermotor untuk menunjang 
kegiatan bekerja dan sekolah, penggunaan kendaraan 
umum lebih rendah dibandingkan kendaraan pribadi. 
Penggunaan kendaraan umum bermotor (kendaraan 
umum rute tertentu dan kendaraan umum tanpa rute 
tertentu) sebagai alat transportasi penunjang kegiatan 
bekerja hanya 8,02 persen, sedangkan yang menggunakan 
kendaraan bermotor pribadi (sepeda motor dan mobil 
pribadi) sebanyak 46,29 persen. Hal ini juga berlaku bagi 
pengguna kendaraan bermotor untuk menunjang kegiatan 
sekolah, dimana pengguna kendaraan bermotor pribadi 
lebih banyak dibandingkan pengguna kendaraan umum 
bermotor, yaitu 27,40 persen pengguna kendaraan pribadi 
dan 16,93 persen pengguna kendaraan umum.  

14.4.4  Ketersediaan Area Resapan Air di Rumah

Kebutuhan air terus meningkat seiring dengan 
bertambahnya jumlah penduduk. Di sisi lain ketersediaan 
air di permukaan bumi terbatas jumlahnya, ketersediaan 
air tidak sepadan dengan permintaannya. Hal ini akan 
mengakibatkan cadangan sumber daya air akan menurun 
jika tidak dibarengi dengan revitalisasi sumber daya air.

Kebutuhan rumah tangga terhadap air cukup banyak, 
sehingga rumah tangga juga harus melakukan penghematan 
dan konservasi terhadap sumber daya air, salah satunya 
dengan menyediakan area resapan air. Terbatasnya lahan 
pekarangan dan kurangnya pengetahuan responden 
tentang manfaat area resapan menjadikan rumah tangga 
yang mempunyai area resapan air masih sangat sedikit.

Jenis area resapan air yang paling banyak dimiliki oleh 
rumah tangga adalah taman/tanah berumput yaitu sekitar 
26,71 persen. Keberadaan taman/tanah berumput selain 
berguna untuk memperindah rumah/pekarangan, namun 
juga dapat menjadi area resapan air. Sementara rumah 
tangga yang memiliki sumur resapan dan lubang biopori 
masing-masing hanya  sekitar 3,28 persen dan 1,59 persen 
(Gambar 14.11).

Gambar 14.8
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Gambar 14.9
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Gambar 14.10
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14.5 Pengetahuan tentang Perilaku Lingkungan Hidup

Tingkat pengetahuan seseorang sangat diperlukan 
sebagai dasar dalam berperilaku. Meskipun pengetahuan 
terkait perilaku ramah atau peduli lingkungan hidup 
dimliki seseorang belum tentu mendorong orang 
tersebut berperilaku ramah lingkungan. Akan tetapi, 
faktor pengetahuan mengenai perilaku peduli lingkungan 
hidup harus diupayakan untuk dimiliki oleh setiap orang. 
Pengetahuan yang benar mengenai perilaku ramah 
lingkungan hidup merupakan komponen utama faktor 
internal yang dapat mendorong perubahan sikap seseorang 
agar lebih ramah terhadap lingkungan hidup.

Pengetahuan yang dimiliki rumah tangga terkait kepedulian 
terhadap lingkungan diukur dengan seberapa benar 
responden tersebut menjawab pertanyaan yang diajukan. 
Pada Gambar 14.12 menyajikan persentase responden 
SPPLH mewakili rumah tangga yang memiliki pengetahuan 
perilaku peduli lingkungan hidup. Hasil SPPLH 2013, 
dalam pertanyaan mengenai  pengelolaan sampah, yaitu 
membakar sampah dapat mencemari udara, persentase 
responden (rumah tangga) menjawab benar tentang 

Gambar 14.12
Persentase Responden yang Memiliki Pengetahuan 

Perilaku Peduli Lingkungan Hidup Menurut 
Jenis Pengetahuan, 2013

Gambar 14.11
Presentase Rumah Tangga Menurut Ketersediaan Area 

Resapan Air, 2013
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XV. PerTumBuhan ekonomi

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan indikator utama yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu 
negara. Pertumbuhan ekonomi ditunjukkan dengan kenaikan PDB atas dasar harga konstan, sedangkan PDB atas dasar harga 
berlaku digunakan untuk melihat struktur ekonomi.
Sejak kemerdekaan Indonesia, pertumbuhan ekonomi mengalami pasang surut. Kemunduran ekonomi paling parah terjadi 
pada  tahun 1998 ketika krisis ekonomi. Dari sisi produksi, krisis ini menyebabkan hampir seluruh lapangan usaha mengalami 
kontraksi pertumbuhan, kecuali Listrik, Gas, dan Air Minum. Saat itu, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar 
13,13 persen. Pada tahun 1999, ekonomi mulai membaik dan terus tumbuh  sampai dengan 2008. Pada tahun 2009, ekonomi 
Indonesia kembali melambat dipengaruhi oleh krisis ekonomi global dan mulai membaik pada tahun 2010. Pada kurun waktu 
2011–2014, ekonomi Indonesia mampu tumbuh di atas lima persen setiap tahun.
Dari sisi lapangan usaha, sampai tahun 1990 Lapangan Usaha Pertanian memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan 
PDB, tetapi mulai tahun 1991 Lapangan Usaha Industri Pengolahan menggantikan sebagai yang  paling besar.
Sementara itu, dari sisi pengeluaran, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) selalu menjadi kontributor terbesar 
sekalipun peranannya semakin mengecil seiring dengan kemajuan perekonomian Indonesia. Puncak dari kontribusi PKRT 
adalah pada tahun 1966 ketika PKRT merupakan 96 persen dari PDB yang disebabkan oleh ketidakstabilan politik yang berskala 
nasional pada waktu itu. Mulai tahun 2009 sampai dengan sekarang, share PKRT pada PDB selalu di bawah 60 persen.

Perekonomian Indonesia tahun 2014, yang diukur 
berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku 
mencapai Rp10.542,7 triliun dan PDB perkapita 
mencapai Rp41,8 juta atau US$3.531,5. 

Ringkasan

Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 
periode 2011–2014 tumbuh di atas lima persen 
setiap tahun.

Dari sisi lapangan usaha, Industri Pengolahan 
merupakan lapangan usaha yang memiliki 
kontribusi terbesar dalam penciptaan PDB 
Indonesia sejak tahun 1991. Sedangkan dari sisi 
pengeluaran, Pengeluaran Konsumsi Rumah 
Tangga (PKRT) selalu menjadi kontrubutor 
terbesar.

Summary

The gross domestic product (GDP) is one of the primary indicators used to measure the economic growth of a country. Economic 
growth is indicated by the increase in GDP at constant price. While the GDP at current prices has advantages in presenting 
economic structures.
Since the independence, the Indonesian economic growth has been being fluctuated. The most severe contraction happened 
in 1998 coinciding with the economic crisis hit. On the production side, the crisis has made almost all sectors of the economy 
encountered substantial falls with the exception of Electricity, Gas, and Water. Indonesia’s economy suffered a 13.13 per cent 
contraction in 1998 compared to the previous year. In 1999, the economic growth accelerated and kept increasing until 2008. 
In 2009, the economic growth slowed down due to global economic crisis and started to improve again in 2010. In the period 
2011-2014, the Indonesian economy is able to grow at over five per cent each year.
On the production side, until 1990 Agriculture sector is largest largest contributor in GDP of Indonesia. However since 1991 it 
was replaced by the manufacturing industry.
On the other hand, figures of GDP by Expenditure shows that Household Consumption Expenditure (HCE) is persistently on 
the position of the largest contributor of GDP. Nevertheless, its domination is progressively declining in line with the growing 
scale of Indonesian economy. The largest contribution of HCE occurred in 1966, when HCE contributed 96 percent of GDP as 
the result of massive social and political instability during that year. Starting from 2009 until most recent year, share of HCE is 
always under 60 percent. 
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15.1 Perkembangan Produk Domestik Bruto Indonesia

Pada tahun 1950,  PDB  disusun pertama kali sejak 
diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia. Nilai PDB 
atas dasar harga berlaku saat itu mencapai Rp84,0 
miliar. Mulai tahun 1960, PDB disusun secara berkala 
dengan metodologi dan cakupan yang lebih lengkap. Pada 
periode 1960–1965 kondisi perekonomian masih buruk, 
inflasi tumbuh sangat tinggi yang berdampak pada nilai 
PDB atas berlaku. Nilai PDB atas dasar harga berlaku 
saat itu tumbuh tinggi dari Rp470,1 miliar pada tahun 
1961 menjadi Rp23.709,9 miliar pada tahun 1965. Namun 
pada akhir tahun 1965, pemerintah menerbitkan uang 
rupiah baru yang nilainya diciutkan. Nilai Rp1.000 ―uang 
lama― diturunkan menjadi Rp1 ―uang baru. Kebijakan 
ini kembali mempengaruhi besaran PDB, dimana PDB 
menurun menjadi Rp315,9 miliar pada tahun 1966.

Pada tahun 1973 saat akhir Pelita I, PDB meningkat 
menjadi Rp6.753,4 miliar. Lapangan Usaha Pertambangan 
mengalami masa emas (booming) dampak melonjaknya 
harga minyak di pasaran internasional. Lapangan Usaha 
Industri dan lapangan usaha lainnya meningkat tajam 
sebagai dampak positif dari penerapan berbagai kebijakan 
terutama di bidang moneter dan fiskal.

Tahun 1998, ekonomi Indonesia terkena dampak krisis 
ekonomi yang melanda kawasan Asia yang langsung 
berdampak pada perekonomian Indonesia, saat itu nilai 
PDB Indonesia hanya mencapai Rp955.753,5 miliar. 
Berbagai kebijakan dilakukan oleh pemerintah untuk 
memulihkan perekonomian. Perlahan ekonomi Indonesia 
mulai membaik. Pada tahun 2000, besaran PDB mencapai 
Rp1.389.769,9 miliar dan terus merangkak naik hingga 
tahun 2014, PDB  Indonesia mencapai Rp10.542.693,5  
miliar.

15.2 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Menurut Lapangan 
Usaha

Pada periode 1960–1965 perekonomian Indonesia 
berada pada masa sulit dan menghadapi masalah yang 
besar. Kebijakan pemerintah masih terkonsentrasi pada 

bidang politik. Situasi ekonomi dan politik tidak stabil. 
Pertumbuhan PDB sangat rendah dan inflasi sangat 
tinggi.

Pada periode 1966–1968 yang merupakan masa transisi 
dari orde lama ke orde baru, ekonomi Indonesia mulai 
menggeliat dan menunjukkan perbaikan dengan 
pertumbuhan rata-rata mencapai lima persen.

Pembangunan nasional mulai terarah dan terencana 
melalui repelita. Dalam kurun waktu 1969–1973 
pertumbuhan ekonomi meningkat tajam, dengan rata-
rata pertumbuhan di atas tujuh persen. Lapangan Usaha 
Konstruksi tumbuh ekspansif dengan pertumbuhan 
dua digit (double digit), begitu juga Lapangan Usaha 
Pertambangan dan Penggalian yang menjadi sumber 
pertumbuhan pada periode ini.

Pada periode 1974–1983, ekonomi Indonesia masih 
tumbuh cukup baik. Dukungan  program-program 
repelita sebelumnya menjadikan pertumbuhan rata-
rata PDB mencapai 6,66 persen. Capaian ini sedikit lebih 
rendah dibanding periode sebelumnya. Hal ini disebabkan 
terjadinya  resesi ekonomi dunia  yang berdampak kepada 
perekonomian nasional. Pada periode ini sektor-sektor 
sekunder masih menunjukkan perkembangan yang baik. 

Selanjutnya periode 1984–1993 tingkat pertumbuhan 
ekonomi Indonesia sedikit melambat dibanding periode 
sebelumnya. Pertumbuhan rata-rata hanya mencapai 
6,06 persen. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang 
tinggi, beberapa kebijakan ekonomi diluncurkan melalui 
paket-paket deregulasi seperti deregulasi perbankan 
serta ekspor dan impor. Tatanan ekonomi semakin 
diperbaiki dimana investasi dipacu lebih cepat dan pola 
produksi diarahkan ke pasar luar negeri. 

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia seperti negara 
lainnya dikawasan Asia Timur dan Asia Tenggara pada 
pertengahan 1997 menyebabkan ekonomi Indonesia 
mengalami  perlambatan sebesar 4,70 persen. Dampak 
krisis ekonomi semakin nyata di tahun 1998 dimana  
pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 
hebat  sebesar 13,13 persen dan merupakan pertumbuhan 

Gambar 15.1
Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku 

1961–2014

Gambar 15.2
Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (persen)
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oleh Sektor Primer yang utamanya adalah Lapangan 
Usaha Pertanian dengan kontribusi sebesar 50–60 
persen. Selanjutnya Sektor Tersier dengan kontribusi 
sekitar 30–40 persen, dan diikuti Sektor Sekunder dengan 
kontribusi sekitar 10–20 persen. Pada tahun 1985 terjadi 
perubahan struktur ekonomi Indonesia, dimana kontribusi 
Sektor Tersier mulai melampaui Sektor Primer. Sektor 
Tersier memiliki kontribusi sebesar 40 persen, diikuti 
Sektor Primer dengan kontribusi berkisar 25–40 persen. 
Selanjutnya Sektor Sekunder  yang didominasi industri 
pengolahan memiliki tren terus meningkat dengan 
kontribusi berkisar 20–30 persen. Pada tahun 1993 
struktur ekonomi kembali mengalami perubahan. Sektor 
Sekunder dengan kontribusi berkisar 30–40 persen 
mampu menggeser Sektor Primer ke urutan paling bawah 
dengan kontribusi berkisar 25–30 persen. Sementara 
Sektor Tersier masih menempati urutan teratas dengan 
kontribusi sekitar 40 persen. 

Sampai saat ini, struktur ekonomi Indonesia masih 
didominasi oleh Sektor Tersier, kemudian Sekunder dan 
Primer. Meskipun demikian, perbedaan antara ketiganya 
tidak terlalu besar.

15.4 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Menurut 
Pengeluaran 

Pertumbuhan ekonomi dapat juga ditunjukkan 
menurut komponen Pengeluaran PDB. Pertumbuhan 
ekonomi menurut komponen Pengeluaran PDB  
ini juga menggambarkan angka yang bervariasi. 
Keanekaragaman angka pertumbuhan ini juga sangat 
dipengaruhi oleh tahapan-tahapan perencanaan dan 
kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia. Tahapan 
dan kebijakan ini sangat dipengaruhi pula oleh kejadian 
dan peristiwa yang juga terjadi di dalam perekonomian 
dunia pada umumnya dan kejadian dan peristiwa yang juga 
terjadi di dalam negeri. Mulai dari masa orde lama, masa 
transisi, masa awal perencanaan pembangunan lima tahun 
(Pelita), masa keemasan migas (oil boom), recovery dari 
oil boom menjadi non oil boom, masa non oil boom, sampai 

Gambar 15.4
Share Sektor Primer, Sekunder, dan Tersier terhadap 

Total Produk Domestik Bruto, 1960–2010

terendah sejak Indonesia merdeka. Seluruh lapangan 
usaha ekonomi mengalami kontraksi pertumbuhan. 
Konstruksi merupakan lapangan usaha yang mengalami  
pukulan hebat akibat krisis ekonomi, diikuti Keuangan, 
Persewaan, dan Jasa Perusahaan serta Perdagangan, 
Hotel, dan Restoran.

Pada tahun 1999, dampak krisis ekonomi mulai dapat 
dikendalikan. Ekonomi Indonesia saat itu berada dalam 
masa perbaikan (recovery) dan mampu tumbuh 0,79 
persen.  Ekonomi Indonesia terus membaik dimana tahun 
2000 ditandai dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 
4,92 persen. Selanjutnya Ekonomi Indonesia dalam kurun 
waktu 2001–2010 berkembang semakin baik dari tahun ke 
tahun, namun mengalami sedikit tekanan ketika terjadinya 
krisis ekonomi global tahun 2008. Kondisi ini memberikan 
dampak pada ekonomi Indonesia tahun 2009 yang hanya 
tumbuh 4,63 persen melambat dibanding capaian tahun 
2008 sebesar 6,01 persen. Tahun 2010, perekonomian 
Indonesia kembali membaik dengan capaian pertumbuhan 
sebesar 6,22 persen.

Dalam kurun waktu 2011–2014, pertumbuhan ekonomi 
Indonesia melambat dari tahun ke tahun dipengaruhi 
oleh perlambatan yang terjadi pada beberapa lapangan 
usaha, diantaranya Pertambangan dan penggalian, 
Industri Pengolahan dan Perdagangan. Perlambatan 
di Pertambangan dan Penggalian disebabkan oleh 
kontraksi yang terjadi pada Pertambangan Minyak, Gas, 
dan Panas Bumi serta perlambatan pada Pertambangan 
Batu Bara dan Lignit pada tahun 2014. Perlambatan di 
Industri Pengolahan disebabkan kontraksi pada Industri 
Batubara dan Pengilangan Migas serta perlambatan di 
beberapa industri bukan migas lainnya. Perlambatan 
Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda 
motor disebabkan oleh perlambatan yang terjadi pada 
perdagangan besar dan eceran bukan mobil sepeda 
motor. 

15.3 Struktur Perekonomian Menurut Lapangan Usaha

Struktur Ekonomi yang digambarkan oleh PDB atas dasar 
harga berlaku, dalam kurun waktu 1960–1980 didominasi 

Gambar 15.3
Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian,                      

Pertambangan, dan Industri (persen), 1961–2014

-15

-5

5

15

25

35

45

Pertanian

Pertambangan

Industri

1970 1980 1990 2000 2010

Pe
rt

um
bu

ha
n 

(p
er

se
n)

Tahun

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1960 1973 1983 1993 2000 2010

Pajak Kurang Subsidi

Tersier

Sekunder

Primer

Tahun

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

ht
tp
:/
/w

w
w
.b
ps

.g
o.
id



Pertumbuhan Ekonomi

Statistik 70 Tahun Indonesia Merdeka112

kepada masa krisis moneter dunia yang mengakibatkan 
terjadinya krisis multidimensi perekonomian Indonesia 
dan akhirnya pada masa pemulihan perekonomian atau 
recovery kedua.

Pada masa orde lama tahun 1960–1968 pertumbuhan 
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga masih cukup 
tinggi mulai sebesar 7,8 persen tahun 1961 menjadi 9,1 
persen tahun 1968, kecuali tahun 1963 dan 1966 tumbuh 
negatif masing-masing sebesar 4,0 persen dan 1,5 
persen. Tingginya pertumbuhan ini didorong pula dengan 
pengeluaran konsumsi makanan yang begitu mahal 
pada waktu itu. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 
pertumbuhannya juga cukup tinggi, terbesar tahun 1966 
senilai 39,0 persen, kecuali tahun 1961, 1962, 1965 dan 
1967 pertumbuhannya negatif. Hal ini dapat dimengerti 
karena pada masa itu belum adanya perencanaan yang 
komprehensif dan baik dari pemerintah. Pembentukan 
Modal juga mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi 
pada waktu ini. Mulai tahun 1961 sebesar 43,7 persen dan 
tahun 1968 sebesar 22,3 persen. Pembentukan Modal 
Tetap Bruto ini secara umum masih didominasi oleh 
PMTB pemerintah. Ekspor dan Impor Barang dan Jasa 
pertumbuhannya juga cukup tinggi, walaupun sempat 
mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 1962, 1963, 
1965 dan 1966 dengan pertumbuhan ekspor semakin 
tinggi dibandingkan dengan impor.

Tahun 1969–1975 pada masa awal pelaksanaan Pelita 
pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga berada 
di bawah tujuh persen, kecuali tahun 1974   sebesar 13,8 
persen. Terlihat di sini bahwa penyediaan dan permintaan 
barang dan jasa sudah mulai agak membaik seiring 
dengan membaiknya iklim perekonomian. Pengeluaran 
Konsumsi Pemerintah seiring dengan peran yang sangat 
dominan dari pemerintah pada masa itu juga mengalami 
pertumbuhan yang cukup tinggi, bahkan mencapai angka 
36,5 dan 30,3  persen pada tahun 1973 dan 1975, tetapi 
juga bertumbuh negatif pada tahun 1972 sebesar 1,9 
persen. Pertumbuhan Pembentukan Modal pada tahun-
tahun ini mencapai di atas 15 persen, tertinggi tahun 
1970 sebesar 33,0 persen dan terendah 14,6 persen tahun 
1975. Pembentukan modal ini masih didominasi oleh 
modal milik pemerintah. Begitu pula dengan Ekspor dan 
Impor Barang dan Jasa berada di atas 9 persen, kecuali 
pertumbuhan ekspor tahun 1974 dan 1975 masing-masing 
sebesar 3,6 dan -9,8 persen, dan impor tahun 1975 sebesar 
7,9 persen.

Pada masa harga minyak di pasaran dunia mulai naik tahun 
1976 dan mencapai puncaknya tahun 1981 pertumbuhan 
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga juga cukup tinggi 
dari sebesar 6,2 persen tahun 1976 menjadi 16,7 persen 
tahun 1981. Begitu pula dengan pertumbuhan Pengeluaran 
Konsumsi Pemerintah berada diatas 10 persen, tertinggi 
sebesar 16,5 persen tahun 1977, kecuali tahun 1976, dan 
1982 masing-masing sebesar 7,3 persen dan 8,2  persen. 
Pertumbuhan pembentukan modal selama periode ini 
juga cukup tinggi, yaitu berada di atas 11 persen, kecuali 
tahun 1976 dan 1979.  (PMTB) didominasi  oleh  investasi  
pemerintah  untuk membangun sarana dan prasarana,                 
yang  sebagian  besar  berasal  dari  hasil  ekspor  migas.       

Hal ini dapat dimengerti karena tabungan domestik dan 
sumber dana luar negeri pada waktu itu masih relatif 
rendah. Pertumbuhan ekspor dan impor barang dan jasa 
pada masa keemasan migas ini juga cukup tinggi.

Pertumbuhan Ekspor tertinggi tahun 1977 sebesar 22,4 
persen, tetapi pada waktu mendekati habisnya masa 
keemasan migas ini mengalami pertumbuhan negatif 
masing-masing sebesar 5,6; 2,4 dan 13,9 persen berturut-
turut  tahun 1980–1982.  Dilain  pihak pertumbuhan Impor 
Barang dan Jasa masih berada diatas 15 persen, kecuali 
tahun 1976 dan 1982.

Pada masa transisi yaitu masa ketergantungan ekonomi 
terhadap migas menjadi nonmigas tahun 1982–1985 
pertumbuhan  Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 
dan Pemerintah mulai melambat yaitu di bawah empat 
persen. Pengeluaran konsumsi pemerintah masih 
tumbuh sebesar 7,6 persen tahun 1985. Begitu juga 
dengan pertumbuhan PMTB juga mulai lambat, bahkan 
tahun 1984 pertumbuhannya negatif sebesar 6,0 persen. 
Pemerintah mulai mendorong investasi dari pihak 
swasta untuk menggantikan sumber dari penerimaan 
migas. Pertumbuhan Ekspor dan Impor Barang dan Jasa 
juga mengalami perubahan yang drastis, Ekspor turun 
-13,9 persen dan -7,8 persen tahun 1985 yang tidak lagi 
bertumpu dari migas. Sebaliknya Impor juga tumbuh 
negatif 7,5 persen tahun 1984.

Pada  tahun 1986–1989 masa recovery atau pemulihan 
kembali kepada keadaan oil boom, pertumbuhan 
pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pemerintah,  
mulai  naik  kembali.  Tahun 1989 pertumbuhan Pengeluaran 
Konsumsi Rumah Tangga sebesar 4,2 persen, dan 
Pengeluaran Pemerintah sebesar 10,5 persen, walaupun 
sempat mengalami pertumbuhan negatif sebesar 0,2 
persen tahun 1987. Pertumbuhan PMTB pada masa ini 
juga semakin lama semakin meningkat dari 9,2  persen 
tahun 1986 menjadi 13,4 persen tahun 1989. Pertumbuhan 
PMTB swasta masih tetap tinggi pada periode ini, terutama 
investasi di bidang nonmigas. Ekspor dan Impor Barang 
dan Jasa pada waktu ini juga menyamai pertumbuhan 

Gambar 15.5
Pertumbuhan Komponen Produk Domestik Bruto 

Menurut Pengeluaran, 1961–2014
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semasa periode oil boom yaitu masing-masing sebesar 
10,4 persen dan 13,4 persen tahun 1989. Periode ditandai 
dengan kontribusi ekspor nonmigas semakin meningkat 
dibandingkan nonmigas.

Periode tahun 1990–1996 disebut juga dengan fase non oil 
boom. Peranan nonmigas sangat dominan dibandingkan  
dengan  migas.  Pada  masa  ini pertumbuhan Pengeluaran 
Konsumsi Rumah Tangga mengalami pertumbuhan yang 
tinggi. Tahun 1990 dan 1995 mencapai sebesar 9,9 persen 
dan 12,6 persen. Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi 
Pemerintah tidak secepat pertumbuhan Pengeluaran 
Konsumsi Rumah Tangga, karena sudah semakin 
berperannya swasta pada waktu itu. Tahun  1991 dan 
1992 masing-masing sebesar 7,0 persen dan 5,8 persen  
pada puncaknya dan semakin menurun pada tahun-tahun 
selanjutnya. PMTB pertumbuhannya juga semakin tinggi, 
14,6 persen pada tahun 1990, kemudian sempat menurun 
pada tahun-tahun berikutnya, lalu meningkat lagi pada 
tahun 1994–1996 diatas 13 persen. Pertumbuhan Ekspor 
dan Impor Barang dan Jasa pada waktu ini juga cukup 
tinggi, tetapi pertumbuhan Impor lebih besar dari Ekspor.

Pada pertengahan tahun 1997 terjadi krisis ekonomi yang 
kemudian berkembang menjadi  krisis politik dan sosial 
tahun 1998, merupakan krisis ekonomi terparah yang 
pernah dialami oleh Indonesia. Pertumbuhan semua 
komponen PDB Pengeluaran utamanya tahun 1998 
mengalami  pertumbuhan negatif. Pengeluaran konsumsi 
rumah tangga tumbuh negati 6,2 persen walaupun tahun 
1997 sempat tumbuh sebesar 7,8 persen dan 3,1 persen 
tahun 1999. Pengeluaran konsumsi pemerintah juga 
tumbuh negatif 15,4 persen, yang pada tahun 1997 dan 
1999 juga hanya tumbuh 0,1 persen dan 0,7 persen. PMTB 
mengalami pertumbuhan negatif tidak hanya pada tahun 
1998 tetapi juga pada tahun 1999 masing-masing sebesar 
33,0 persen dan 16,7 persen. Padahal tahun 1997 masih 
tumbuh sebesar 8,6 persen. Hanya Ekspor Barang dan 
Jasa yang masih tumbuh positif karena didorong oleh 
terdepresiasinya mata uang rupiah terhadap US dolar, 
sebesar 11,2 persen. Tahun 1997 Ekspor Barang dan Jasa 
juga mengalami pertumbuhan positif sebesar 7,8 persen, 
tetapi tahun 1999 mengalami pertumbuhan negatif 
sebesar 31,8 persen. Sementara Impor Barang dan Jasa 
mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 1998 dan 
1999 masing-masing sebesar 5,3 persen dan 38,3 persen, 
tetapi tahun sebelumnya tahun 1997 masih tumbuh positif 
14,7 persen.

Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 
pada masa recovery kedua dan kebangkitan kembali 
perekonomian Indonesia tahun 2000–2010 bertumbuh 
sebesar 3–5 persen. Mulai tahun 2000 sampai dengan 
2005 angka pertumbuhannya tercatat semakin tinggi, 
3,6 persen tahun 2001 menjadi 5,7 persen tahun 2005.
Sedangkan untuk paruh kedua periode 2000–2010, 
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga juga cenderung 
tumbuh tinggi dengan pertumbuhan terendah terjadi pada 
tahun 2006 (3,2 persen) dan tertinggi pada tahun 2008 
yang tercatat 5,3 persen. Pada periode ini, pertumbuhan 
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sempat berada pada 
titik terendah sejak krisis moneter 1998 yaitu hanya 

tumbuh sebesar 0,3 persen pada tahun 2010. Pertumbuhan 
tertinggi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah pada 
rentang waktu 2000–2010 terjadi pada tahun 2009 yaitu 
sebesar 15,7 persen sebagai dampak dari adanya pemilu 
parlemen dan presiden yang membutuhkan tambahan 
belanja negara secara signifikan. Pada periode ini, 
pertumbuhan Ekspor juga relatif membaik dari tahun ke 
tahun, kecuali pada tahun 2009 pertumbuhan tercatat 
negatif –9,7 persen. Pertumbuhan Ekspor negatif pada 
tahun 2009 ini tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan 
merupakan gejala umum yang terjadi di berbagai belahan 
dunia. Pertumbuhan Impor pada periode ini juga memiliki 
dinamika yang senada dengan pertumbuhan Ekspor yaitu 
mengalami kontraksi pertumbuhan pada tahun 2009 
bahkan dengan magnitude yang lebih besar, yaitu –15,0 
persen. 

Periode 2010–2014 diwarnai oleh situasi perekonomian 
internasional yang kurang kondusif, meskipun demikian, 
perekonomian Indonesia masih mampu tumbuh di atas 
lima persen pada tiap tahunnya. Yang terendah adalah 
pertumbuhan tahun 2014 yang tercatat 5,0 persen 
sedangkan yang tertinggi adalah capaian tahun 2011 yang 
tercatat 6,2 persen.

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga tumbuh stabil di 
kisaran lima persen sementara Pengeluaran Konsumsi 
Pemerintah mengalami perlambatan pertumbuhan pada 
tahun 2014 menjadi 2,0 persen dari 6,9 persen yang dicapai 
pada tahun sebelumnya. Pembentukan Modal Tetap Bruto 
sepanjang periode 2010–2014 juga cenderung menurun 
terutama karena ketergantungan yang tinggi terhadap 
barang modal impor sehingga gejolak yang terjadi pada 
mata uang Rupiah sangat mempengaruhi komponen ini. 
Ekspor dan Impor hanya tumbuh tinggi pada tahun 2011. 
Untuk tahun-tahun setelahnya tercatat pertumbuhan 
yang tergolong rendah meskipun masih positif. Penyebab 
rendahnya  pertumbuhan Ekspor dan Impor pada beberapa 
tahun belakangan ini adalah lemahnya demand terhadap 
komoditas ekspor Indonesia yang sebagian besar adalah 
komoditas primer. Di samping itu, pelemahan mata 
uang Rupiah terhadap US Dolar membuat harga barang 
impor termasuk juga barang modal impor menjadi tidak 
ekonomis dan secara otomatis mengurangi masuknya 
barang impor ke dalam negeri.

Pada semester I tahun 2015, pertumbuhan tercatat 
4,7 persen jika dibandingkan dengan semester I tahun 
sebelumnya (c-to-c). Hal ini merupakan capaian 
pertumbuhan semester I yang terendah sejak tahun 2010 
yang biasanya di atas lima persen. Penyebabnya adalah 
ekonomi internasional yang kurang kondusif sebagai 
dampak dari berlarut-larutnya krisis Eropa. Meskipun 
demikian, capaian pertumbuhan semester I sebesar 
4,70 persen ini tergolong exceptional  karena rendahnya 
pertumbuhan ekonomi negara-negara baik di Asia 
Tenggara maupun kawasan lain di dunia. Pertumbuhan 
Konsumsi Rumah Tangga pada semester ini tercatat 
lima persen, capaian ini sedikit lebih rendah daripada 
capaian tiga tahun terakhir yang selalu di atas lima 
persen. Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah tercatat 
2,47 persen dikarenakan penyerapan belanja negara yang 
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baru mencapai 37,9 persen pada akhir semester I tahun 
2015. Pembentukan Modal Tetap Bruto pada semester ini 
tercatat 3,92 persen. Ini termasuk rendah dibandingkan  
dengan capaian semester I tahun lalu yang tercatat 4,18 
persen. Pertumbuhan negatif terjadi untuk Pembentukan 
Modal Tetap Bruto dengan jenis Mesin dan Perlengkapan 
yang terkontraksi masing-masing sebesar minus 3,32 
persen dan minus 6,47 persen. Ekspor dan Impor tumbuh 
negatif dikarenakan penurunan harga komoditas andalan 
ekspor  Indonesia dan pelemahan Rupiah terhadap dolar. 

15.5 Struktur Perekonomian Menurut Komponen              
Pengeluaran 

Pada masa 1960–1968 lebih banyak digunakan untuk 
Pengeluaran Konsumsi baik rumah tangga maupun 
pemerintah masing-masing tertinggi 96,0 persen tahun 
1966 dan 11,8 persen tahun 1961. Sedangkan, persentase 
terendah masing-masing tahun 1960 sebesar 79,8 persen 
dan 5,6  persen tahun 1965. Sementara itu, Investasi 
atau PMTB tertinggi sebesar 12,1 persen tahun 1964  
dan terendah tahun 1966 sebesar 4,5 persen. Kontribusi 
Ekspor Barang dan Jasa tertinggi terjadi pada tahun 1960 
sebesar 13,3 persen dan terendah sebesar 5,3 persen 
tahun 1965, sedangkan kontribusi Impor tertinggi terjadi 
tahun 1966 sebesar 22,1 persen dan terendah sebesar 5,7 
persen tahun 1965.

Pada awal pelaksanaan Pelita 1969–1975 kontribusi 
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga mulai menurun 
dibandingkan dengan pada masa Orde Lama. Dari sebesar 
86,8 persen pada tahun 1969 menjadi 69,2 persen pada 
tahun 1975. Begitu pula dengan Pengeluaran Konsumsi 
Pemerintah mulai stabil pada angka tertinggi sebesar 
10,8 persen tahun 1973 dan terendah tahun 1969 sebesar 
7,3 persen. Tetapi terjadi lonjakan yang besar terhadap 
kontribusi PMTB dari 13,70 tahun 1970 yang merupakan 
persentase terendah menjadi 20,3 persen tahun 1975. 
Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa juga meningkat dari 
9,0 persen tahun 1969 (terendah) menjadi 29,0 tahun 1974 
(tertinggi). Begitu juga dengan Impor Barang dan Jasa dari 
yang terendah sebesar 14,8 persen tahun 1969 menjadi 
22,0 tertinggi tahun 1975.

Pada masa oil boom tahun 1976-1981 kontribusi 
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga semakin menurun 
dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya, yaitu 
terendah sebesar 60,5 persen tahun 1980 dan tertinggi 
sebesar 67,7 persen tahun 1976. Pengeluaran Konsumsi 
Pemerintah pada periode ini terbesar 12,1 persen tahun 
1978 dan terkecil 10,3 persen tahun 1976. Kontribusi 
PMTB juga naik dari yang terendah 20,1 persen tahun 
1977 menjadi 21,4 persen tertinggi tahun 1981. Kontribusi 
Ekspor Barang dan Jasa juga naik dari terkecil sebesar 
21,8 tahun 1978 menjadi tertinggi sebesar 30,5 persen 
tahun 1980. Begitu juga dengan Impor sebesar 20,1 persen 
tahun 1977 yang merupakan persentase terendah menjadi 
25,6 persen tahun 1981 yang merupakan persentase 
tertinggi. 

Tahun 1982–1985 masa transisi dari migas ke nonmigas 
kontribusi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga semakin 
menurun dibandingkan dengan fase-fase sebelumnya, 
tertinggi sebesar 69,9 persen tahun 1982 menjadi terendah 
59,0 persen tahun 1985. Distribusi pengeluaran konsumsi 
pemerintah cukup stabil pada 10,2 persen terendah tahun 
1984 menjadi 11,2 persen tertinggi tahun 1985. PMTB 
kontribusinya juga bertambah dari tertinggi tahun 1983 
sebesar 25,1 persen dan terendah tahun 1984 sebesar 22,4 
persen. Ekspor dan Impor Barang dan Jasa kontribusinya 
tertinggi masing-masing sebesar 25,6 persen tahun 1984 
dan 25,3 persen tahun 1983, dan terendah masing-masing 
sebesar 22,2 dan 20,5 persen tahun 1985.

Gambar 15.6
Share Komponen Produk Domestik Bruto Menurut 
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Tahun 1986–1989 masa pemulihan dari masa 
ketergantungan dari migas kepada nonmigas, kontribusi 
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga semakin 
kecil yaitu dari sebesar 61,7 persen tahun 1986 yang 
merupakan persentase tertinggi menjadi 53,1 persen 
tahun 1989 sebagai persentase terendah. Begitu juga 
dengan kontribusi pengeluaran konsumsi pemerintah 
juga semakin kecil dari 11,2 persen (tertinggi) tahun 1986 
dan sebesar 9,0 persen (terendah) tahun 1988. PMTB 
kontribusinya semakin naik dari 24,1 persen tahun 1986 
terendah menjadi 27,3 persen tahun 1989 tertinggi. 
Kontribusi ekspor dan impor barang dan jasa sedikit 
bertambah dari 19,5  persen tahun 1986 terendah menjadi 
25,5 persen tahun 1989 tertinggi untuk ekspor, serta dari 
20,5 persen tahun 1986 terendah menjadi 23,1 persen 
tertinggi untuk impor, walaupun sempat sedikit menurun 
tahun 1988 sebesar 21,5 persen.

Masa ketergantungan terhadap nonmigas tahun 1990–
1996, kontribusi Pengeluaran Rumah Tangga sedikit naik, 
walaupun pada tahun 1990–1993 sempat mengalami 
penurunan, yaitu dari yang terendah sebesar 52,3 persen 
tahun 1992 menjadi 62,4 persen tahun 1996. Kontribusi 
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah semakin kecil, dari 
yang tertinggi sebesar 9,9 persen tahun 1993 menjadi 
terendah 7,6 persen tahun 1996. Sementara kontribusi 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)
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PMTB semakin naik dari yang terendah sebesar 25,9 
persen tahun 1993 menjadi yang tertinggi sebesar 29,6 
persen tahun 1996. Begitu juga dengan Ekspor secara 
perlahan juga menunjukkan perubahan kontribusi yang 
berkurang dari yang tertinggi sebesar 29,4 persen tahun 
1992 menjadi yang terendah sebesar 25,8 persen tahun 
1996.  Begitu juga dengan kontribusi Impor dari yang 
tertinggi sebesar 27,1 persen tahun 1992 menjadi terendah 
sebesar 25,4 persen tahun 1994.

Pada masa krisis perekonomian tahun 1997–1999 
persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 
terhadap PDB semakin naik yaitu dari 61,8 persen 
tahun 1997 menjadi 76,2 persen tahun 1999. Persentase 
Pengeluaran Pemerintah turun dari 6,8 persen tahun 
1997 menjadi 5,7 persen tahun 1998, akan tetapi naik 
kembali sebesar 6,6 persen tahun 1999. Persentase PMTB 
semakin turun dari 28,3 persen tahun 1997 menjadi 20,6 
persen tahun 1999. Sebaliknya Ekspor dan Impor Barang 
dan Jasa terutama pada tahun 1998 persentasenya 
sempat naik tinggi dari 27,9 persen tahun 1997 menjadi 
53,0 persen serta dari 28,1 persen tahun 1997 menjadi 
43,2 persen. Tahun 1999 persentase keduanya menurun 
kembali masing-masing sebesar 35,5 persen dan 28,5 
persen.

Tahun 2000–2010 diwarnai oleh krisis keuangan global 
yang dipicu oleh macetnya subprime mortgage di Amerika 
Serikat pada tahun 2007. Sentimen negatif dan kepanikan 
yang terjadi di Wall Street sebagai akibat dari krisis 
subprime mortgage ini dengan cepat menjalar ke seluruh 
penjuru dunia, tak terkecuali Indonesia. Hal ini tergambar 
dari kontribusi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 
yang mengalami pasang surut, yaitu dari 61,7 persen pada 
tahun 2000, mencapai puncak kontribusi pada tahun 2003 
yaitu 66,5 persen dan kemudian menurun mulai tahun 
2008 hingga tahun 2010. Sementara itu, Pengeluaran 
Konsumsi Pemerintah justru menunjukkan kontribusi 
yang meningkat sejak tahun 2007. Hal ini dikarenakan 
pemerintah sengaja meningkatkan belanjanya untuk 
mengkompensasi pelemahan yang terjadi baik pada sisi 
produksi, konsumsi, dan ekonomi eksternal (ekspor dan 
impor). PMTB kontribusinya menunjukkan peningkatan 
yang terus menerus. Dari sebesar 19,7 persen pada tahun 
2000 hingga menjadi 32 persen pada tahun 2010. Hal ini 
menunjukkan komitmen pemerintah dan dunia usaha 
yang kuat untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi 
yang berkelanjutan. Sepanjang dekade ini pula, kontribusi 
Ekspor dan Impor cenderung menurun. Kontribusi Ekspor 
terhitung menurun dari 39,0 persen pada awal periode 
menjadi 24,6 persen pada akhir periode, sedangkan 
kontribusi Impor juga cenderung menurun dari 30,8 
persen pada awal periode menjadi 22,9 persen pada akhir 
periode. Hal ini dikarenakan situasi ekonomi eksternal 
yang sedang kurang kondusif untuk mengakomodasi 
perkembangan kegiatan ekonomi Indonesia.

Periode 2010 hingga 2014 merupakan periode yang 
menandai recovery perekonomian Indonesia dari dampak 
krisis subprime mortgage meskipun tak lama setelah 
itu, krisis berskala global kembali terjadi yaitu di Eropa. 
Dampak krisis Eropa ini juga dapat dirasakan di Indonesia 
terutama dengan melemahnya permintaan ekspor dari 
Indonesia oleh negara-negara Eropa. Pengeluaran 
Konsumsi Rumah Tangga kontribusinya terjaga pada 
kisaran 55 hingga 57 persen. Kontribusi Pengeluaran 
Konsumsi Pemerintah pada periode ini cenderung 
meningkat sedikit demi sedikit dari 9,0 persen pada tahun 
2010 menjadi 9,5 persen pada tahun 2014. Pergerakan 
Kontribusi PMTB pun senada dengan Pengeluaran 
Konsumsi Pemerintah yang menunjukkan kenaikan 
secara gradual dari 31,0 persen pada awal periode hingga 
32,6 persen pada akhir periode. Kontribusi Ekspor dan 
Impor cenderung fluktuatif di tengah gejolak ekonomi 
eksternal yang terjadi pada periode ini. Kontribusi Ekspor 
terendah terjadi pada tahun 2013 sementara kontribusi 
Impor terendah terjadi pada tahun 2010.

Untuk semester I tahun 2015, struktur Produk Domestik 
Bruto Indonesia menurut pengeluaran relatif sama 
dengan struktur PDB menurut Pengeluaran pada lima 
tahun terakhir. Dominasi yang kuat masih ada pada 
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang tercatat 
55,34 persen disusul oleh PMTB (32,46 persen). Kontribusi 
Ekspor tercatat 21,81 persen dan merupakan kontribusi 
Ekspor terendah sejak semester I tahun 2010. Sementara 
itu, kontribusi Impor juga lebih kecil daripada kontribusi 
Impor pada semester I tahun-tahun sebelumnya pada 
periode 2010–2014.
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sebesar
42,7 juta ton

produksi padi
meningkat

sebesar
70,8 juta ton

dengan total produksi
pada tahun 2014

selama periode
1973–2014
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XVI. Pertanian

Selama periode 1973–2014 produksi padi 
meningkat sebesar 42,7 juta ton.

Produksi cabai dan bawang merah selama 
periode 2005-2014 secara rata-rata meningkat 
masing-masing sebesar 10,0 persen dan 6,4 
persen per tahun.

Produksi perikanan tangkap meningkat dari 
sekitar 1 juta ton pada 1968 menjadi 6,2 juta ton 
pada 2014.

Ringkasan

Selama periode 1973-2014, produksi tanaman pangan meningkat pada hampir semua jenis tanaman pangan. Padi sebagai 
pangan utama, produksinya meningkat sebesar 42,7 juta ton selama periode tersebut. Sementara itu, pada produksi tanaman 
hortikultura, terjadi fluktuasi yang cukup tajam di sejumlah tanaman pokoknya kecuali produksi cabai dan bawang merah yang 
cenderung meningkat selama periode yang sama.

Pada tanaman perkebunan, selama kurang lebih 4 dekade terakhir peningkatan yang signifikan terjadi pada produksi kelapa 
sawit dan kakao, sedangkan pada tanaman kehutanan produksi kayu mengalami fluktuasi antar waktu selama dekade yang 
sama dengan produksi terbesar pada kayu bulat.

Di subsektor  perikanan kenaikan yang tajam terjadi pada produksi perikanan budidaya, sedangkan di subsektor peternakan 
kecenderungan menurunnya jumlah rumahtangga pemelihara ternak  kecuali pemelihara sapi potong dan sapi perah berakibat 
pada kecilnya peningkatan produksi daging di Indonesia selama periode 1983-2013.

Summary

During the period 1973-2014, production of all commodities of food crops had increased. As the most important food, paddy 
production rose by 42.7 million tons over that period. Meanwhile, production of horticultural crops tended to fluctuate considerably 
for a number of the main commodities, except for chili and shallot which tended to increase during the same period.

In terms of estate crops production, a significant increase occurred within the last four decades for palm oil and cocoa; while in 
production of forest crops, timber production fluctuated during the same decades with logs production contributing mostly.

In the fishery subsector, a sharp increase occurred in aquaculture production; while in the livestock subsector, downward 
trend of the number of livestock households, except for beef and dairy cows, had resulted in low growth of meat production in 
Indonesia during the period 1983-2013.
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16.1. Perkembangan Tanaman Pangan

16.1.1. Tanaman Padi

a. Produksi

Selama 4 dekade terakhir, produksi padi secara umum 
meningkat secara signifikan. Pada tahun 1973, produksi 
padi sebesar 28,1 juta ton dan  menjadi 70,8 juta ton pada 
tahun 2014 atau naik sebesar 152 persen. Selama dekade 
tersebut, peningkatan produksi padi pada periode lima 
tahunan paling besar terjadi pada tahun 1983 dan 2013. 
Pada tahun 1983, produksi padi meningkat sebesar 37 
persen dengan jumlah produksi sebesar 35,3 juta ton. 
Presiden Soeharto pada masa itu bahkan mendapatkan 
penghargaan dari FAO karena Indonesia berhasil 
swasembada beras. Swasembada beras kembali terjadi 
pada tahun 2013 dengan jumlah produksi sebesar 71,3 
juta ton atau meningkat sebesar 18,2 persen dari tahun 
2008.

Peningkatan produksi padi terjadi baik pada padi sawah 
maupun padi ladang. Pada tahun 1983, produksi padi 
sawah meningkat sebesar 37,7 persen dan padi ladang 
meningkat sebesar 25,6 persen. Pada tahun 2013, produksi 
padi sawah meningkat sebesar 17,9 persen dan produksi 
padi ladang meningkat sebesar 23,2 persen. 

b.  Luas Panen

Seperti halnya produksi padi, luas panen padi dari tahun 
1973 sampai dengan tahun 2014 secara umum juga 
meningkat. Pada tahun 1973, luas panen padi seluas 8,4 
juta hektar dan meningkat sebesar 64,2 persen. Akan 
tetapi, pada tahun 2003, luas panen padi menurun sebesar 

Tahun
Padi Sawah Padi Ladang Padi

Produksi
(juta ton GKG)

Naik/Turun 
(persen)

Produksi
(juta ton GKG)

Naik/Turun 
(persen)

Produksi
(juta ton GKG)

Naik/Turun 
(persen)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1973 25,9 – 2,2 – 28,1 –

1978 24,2 -6,7 1,6 -27,0 25,8 -8,3

1983 33,3 37,7 2,0 25,6 35,3 37,0

1988 39,3 18,1 2,4 17,5 41,7 18,1

1993 45,6 15,9 2,6 11,1 48,2 15,6

1998 46,5 2,0 2,8 5,0 49,2 2,2

2003 49,4 6,2 2,8 0,2 52,1 5,9

2008 57,2 15,8 3,2 14,4 60,3 15,7

2013 67,4 17,9 3,9 23,2 71,3 18,2

2014 67,1 -0,4 3,7 -3,7 70,8 -0,6

Tabel 16.1
Produksi Padi, 1973–2014

Catatan: GKG = Gabah Kering Giling; Produksi= Luas panen x Produktivitas
Sumber : 1. Data luas panen dari Laporan Dinas Pertanian kabupaten/kota
  2. Data produktivitas dari Survei Ubinan

Gambar 16.1
Produksi Padi, 1973–2014
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2,1 persen. Penurunan tersebut terjadi baik pada luas 
panen padi sawah maupun padi ladang. Luas panen padi 
sawah pada tahun 2003 menurun sebesar 0,8 persen dan 
luas panen padi ladang menurun sebesar 12,83 persen.

16.1.2. Tanaman Jagung, Kedelai, dan Kacang Tanah

a. Produksi

Selama lima dasawarsa terakhir, produksi jagung 
nasional secara umum menunjukkan tren peningkatan 
yang sangat signfikan. Pada 2014, produksi jagung 
nasional telah mencapai 19,0 juta ton pipilan kering  atau 
meningkat sebesar 15,9 juta ton (500,4 persen) dibanding 
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produksi pada 1968 yang hanya sebesar 3,2 juta ton. 
Peningkatan produksi jagung sangat mencolok terjadi 
sejak penghujung dekade 80-an. Hal tersebut merupakan 
dampak kesuksesan introduksi benih hibrida yang telah 
berhasil meningkatkan produktivitas tanaman jagung 
secara signifikan. Untuk periode lima tahunan, selama 
lima dekade terakhir, peningkatan produksi yang relatif 
besar terjadi pada 1998 dan 2008. Pada 1998 dan 2008 
peningkatan produksi jagung nasional masing-masing 
mencapai 57,4 persen dan 49,9 persen dibanding lima 
tahun sebelumnya. 

Berbeda dengan perkembangan produksi jagung, 
produksi kedelai nasional sedikit berfluktuasi meskipun 
secara umum juga menujukkan tren peningkatan dalam 
lima dasawarsa terakhir. Selama periode 1968–1998, 
produksi kedelai nasional meningkat yang cukup besar. 

Pada periode tersebut, peningkatan produksi kedelai 
nasional mencapai 885,7 ribu ton (210,9 persen). 

Untuk periode lima tahunan, sepanjang 1968–2014, 
peningkatan produksi kedelai sangat mencolok terjadi 
pada 1988, mengalami peningkatan sebesar 137,0 persen 
dibanding tahun 1983. Sejak akhir dekade 80-an hingga 
penghujung dekade 90-an, produksi kedelai nasional di 
atas satu juta ton. Sementara itu, penurunan produksi 
lima tahunan cukup mencolok terjadi pada 2003, produksi 
kedelai nasional merosot cukup tajam sebesar 634 
ribu ton (48,6 persen) dibanding tahun 1998. Setelah itu 
produksi kedelai nasional secara umum terus meningkat, 
meskipun produksi kedelai nasional masih di bawah 
satu juta ton. Pada 2014, produksi kedelai nasional baru 
mencapai 955 ribu ton biji kering.

Tabel 16.2
Luas Panen Padi, 1973–2014

Catatan: 1 Luas bersih=luas kotor x konversi galengan/pematang
Sumber: Laporan Dinas Pertanian kabupaten/kota

Tahun
Padi Sawah 1 Padi Ladang Padi

Luas Panen 
(ribu ha)

Naik/Turun 
(persen)

Luas Panen 
(ribu ha)

Naik/Turun 
(persen)

Luas Panen 
(ribu ha)

Naik/Turun 
(persen)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1973 7 064 – 1 340 – 8 404 –

1978 7 698 9 1 231 -8 8 929 6

1983 7 987 4 1 176 -4 9 163 3

1988 8 925 12 1 213 3 10 138 11

1993 9 807 10 1 206 -1 11 013 9

1998 10 476 7 1 255 4 11 731 7

2003 10 395 -1 1 094 -13 11 489 -2

2008 11 258 8 1 070 -2 12 327 7

2013 12 672 13 1 163 9 13 835 12

2014 12 666 0 1 131 -3 13 797 0

Tahun
Jagung Kedelai Kacang Tanah

Produksi
(ribu ton)

Naik/Turun 
(persen)

Produksi
(ribu ton)

Naik/Turun 
(persen)

Produksi
(ribu ton)

Naik/Turun 
(persen)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1968 3 166,0 – 419,9 – 286,7 –

1973 2 912,0 -8 446,2 6,3 303,5 5,9

1978 4 029,2 38,4 616,6 38,2 445,8 46,9

1983 5 086,9 26,3 536,1 -13,1 460,4 3,3

1988 6 651,9 30,8 1 270,4 137 589,3 28

1993 6 459,7 -2,9 1 708,5 34,5 638,7 8,4

1998 10 169,5 57,4 1 305,6 -23,6 692,4 8,4

2003 10 886,4 7,1 671,6 -48,6 785,5 13,5

2008 16 317,3 49,9 775,7 15,5 770,1 -2

2013 18 511,9 13,4 780,0 0,6 701,7 -8,9

2014 19 008,4 2,7 955,0 22,4 638,9 -8,9

Tabel 16.3
Produksi Jagung, Kedelai, dan Kacang Tanah, 1968–2014

Catatan: Bentuk produksi jagung=pipilan kering; kedelai dan kacang tanah=biji kering; produksi=luas panen x produktivitas
Sumber: 1. Data luas panen dari Laporan Dinas Pertanian kabupaten/kota
             2. Data produktivitas dari Survei Ubinan, BPS
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b. Luas Panen

Produksi jagung nasional meningkat sangat signifikan 
dalam lima dekade terakhir, akan tetapi peningkatan luas 
panen jagung selama periode yang sama hanya sebesar 
617,0 ribu hektar. Pada 2014 luas panen jagung mencapai 
3,8 juta hektar atau hanya meningkat sebesar 19,2  persen 
dibanding luas panen pada 1968 yang sebesar 3,2 juta 
hektar. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan 
produksi jagung selama lima dasawarsa terakhir lebih 
ditopang oleh meningkatnya produktivitas daripada 
meningkatnya luas panen. Selama periode 1968–2014, 
peningkatan luas panen lima tahunan yang cukup 
mencolok terjadi pada 1998, meningkat sebesar 30,9 
persen dibanding tahun 1993, sedangkan penurunan luas 
panen yang sangat signfikan terjadi pada 1993. Pada saat 
itu, luas panen menurun sebesar 13,7 persen dibanding 
lima tahun sebelumnya.

Perkembangan luas panen kedelai selama lima 
dekade terakhir menunjukkan pola yang sama dengan 
perkembangan produksi kedelai. Selama periode 1988–
1998, luas panen kedelai tercatat rata-rata di atas satu 
juta hektar per tahun sehingga berkontribusi terhadap 
tingginya produksi kedelai yang rata-rata di atas satu 
juta ton per tahun pada periode yang sama. Peningkatan 
luas panen lima tahunan yang sangat mencolok terjadi 
pada 1988, mencapai 84 persen dibanding lima tahun 
sebelumnya. Penurunan luas panen yang cukup mencolok 
terjadi pada 2003, mencapai 51,9 persen dibanding tahun 
1998 (Tabel 16.4).

Selama lima dasarwarsa terakhir perkembangan luas 
panen kacang tanah juga menunjukkan pola yang relatif 
sama dengan perkembangan produksi kacang tanah. 
Selama periode 1968–2014, peningkatan luas panen 
kacang tanah sangat mencolok juga terjadi pada 1978 

Gambar 16.2
Produksi Jagung, Kedelai, dan Kacang Tanah

1968–2014
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1968 3 220,0 – 676,9 – 394,6 –

1973 3 288,6 2,1 750,5 10,9 407,2 3,2

1978 3 024,6 -8,0 733,1 -2,3 506,4 24,4

1983 3 002,2 -0,7 639,9 -12,7 480,5 -5,1

1988 3 405,8 13,4 1177,4 84,0 607,6 26,4

1993 2 939,5 -13,7 1470,2 24,9 624,3 2,7

1998 3 847,8 30,9 1095,1 -25,5 651,1 4,3

2003 3 358,5 -12,7 526,8 -51,9 683,5 5,0

2008 4 001,7 19,2 591,0 12,2 633,9 -7,3

2013 3 821,5 -4,5 550,8 -6,8 519,1 -18,1

2014 3 837,0 0,4 615,7 11,8 499,3 -3,8

Tabel 16.4
Luas Panen Jagung, Kedelai, dan Kacang Tanah,1968–2014

Gambar 16.3
Luas Panen Jagung, Kedelai, dan Kacang Tanah

1968–2014
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dan 1988 dengan peningkatan masing-masing sebesar 
24,4 persen dan 26,4 persen. Penurunan luas panen lima 
tahunan cukup mencolok terjadi pada 2008 dan 2013 
dengan penurunan masing-masing sebesar 7,3 persen 
dan 18,1 persen.

16.1.3. Tanaman Ubi Kayu dan Ubi Jalar

a. Produksi

Perkembangan produksi ubi kayu di Indonesia dalam 
periode lima tahunan dari tahun 1968 sampai dengan tahun 
2014 berfluktuasi, namun secara umum menunjukkan 
peningkatan. Pada tahun 1968, produksi ubi kayu 
sebesar 11,4 juta ton dan meningkat menjadi 23,4 juta 
ton pada tahun 2014. Peningkatan produksi paling tinggi 
terjadi pada tahun 1988 dan 2003 yaitu masing-masing 
mencapai 27,8 persen dan 26,0 persen dibanding lima 
tahun sebelumnya. Penurunan produksi ubi kayu yang 
paling besar terjadi pada tahun 1973 dan 1998. Pada tahun 
tersebut, penurunan produksi ubi kayu masing-masing 
sebesar 17,2 persen dan 15,0 persen.

Berbeda dengan  ubi kayu, produksi ubi jalar cenderung 
menurun meskipun dalam persentase yang relatif rendah. 
Pada tahun 1968, produksi ubi jalar sebesar 2,4 juta ton 
dan turun menjadi 2,2 juta ton pada tahun 1973, kemudian 
pada tahun 1978, produksi ubi jalar juga kembali turun 
menjadi 2,1 juta ton. Peningkatan produksi ubi jalar paling 
mencolok terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 26,8 
persen dengan jumlah produksi 2,4 juta ton.

Tabel 16.5
Produksi Ubi Kayu dan Ubi Jalar, 1968–2014

Catatan: Bentuk produksi ubi kayu dan ubi jalar adalah umbi basah
Sumber : 1. Data luas panen dari Laporan Dinas Pertanian kabupaten/kota
 2. Data produktivitas dari Survei Ubinan

Tahun
Ubi Kayu Ubi Jalar

Produksi
(ribu ton)

Naik/Turun
(persen)

Produksi
(ribu ton)

Naik/Turun
(persen)

(1) (2) (3) (4) (5)

1968 11 355,6 – 2 364,3 –

1973 9 399,2 -17,2 2 180,2 -7,8

1978 12 902,0 37,3 2 082,8 -4,5

1983 12 102,7 -6,2 2 213,0 6,3

1988 15 471,1 27,8 2 158,6 -2,5

1993 17 285,4 11,7 2 088,2 -3,3

1998 14 696,2 -15,0 1 935,0 -7,3

2003 18 523,8 26,0 1 991,5 2,9

2008 21 757,0 17,5 1 881,8 -5,5

2013 23 936,9 10,0 2 386,7 26,8

2014 23 436,4 -2,1 2 382,7 -0,2

b. Luas Panen

Berbeda dengan produksi ubi kayu yang semakin 
meningkat, luas panen ubi kayu justru cenderung 
menurun. Pada tahun 2014, luas panen ubi kayu 1003,5 
ribu hektar atau menurun sebesar 33,3 persen dibanding 
tahun 1968 yaitu seluas 1503,4 ribu hektar. Hal tersebut 
juga menunjukkan bahwa peningkatan produksi ubi kayu 
disebabkan peningkatan produktivitasnya. Penurunan 
luas panen ubi kayu yang paling tinggi terjadi pada tahun 
1998 yaitu sebesar 14,0 persen atau menurun sebesar 0,2 
juta hektar dibanding periode lima tahun sebelumnya.

Gambar 16.4
Produksi Ubi Kayu dan Ubi Jalar, 1968–2014
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Tabel 16.6
Luas Panen Ubi Kayu dan Ubi Jalar, 1968–2014

Tahun

Ubi Kayu Ubi Jalar

Luas 
Panen 

(ribu ha)

Naik/Turun 
(persen)

Luas 
Panen 

(ribu ha)

Naik/Turun 
(persen)

(1) (2) (3) (4) (5)

1968 1 503,4 – 403,9 –

1973 1 412,9 -6 375,1 -7,1

1978 1 382,9 -2,1 300,5 -19,9

1983 1 220,8 -11,7 280,2 -6,8

1988 1 302,6 6,7 247,8 -11,5

1993 1 401,6 7,6 224,1 -9,6

1998 1 205,4 -14 202,1 -9,8

2003 1 244,5 3,3 197,5 -2,3

2008 1 204,9 -3,2 174,6 -11,6

2013 1 065,8 -11,6 161,9 -7,3

2014 1 003,5 -5,8 156,8 -3,1

Sumber : 1. Data luas panen dari Laporan Dinas Pertanian kabupaten/kota
 2. Data produktivitas dari Survei Ubinan

Sumber : Laporan Dinas Pertanian kabupaten/kota
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Perkembangan luas panen ubi jalar selama lima dekade 
terakhir menunjukkan pola yang sama dengan produksi 
ubi jalar. Selama periode tahun 1968 sampai dengan 
tahun 2014, luas panen ubi jalar selalu menurun. Pada 
tahun 2014, luas panen  ubi jalar seluas 156,8 ribu hektar 
dan menurun sebesar 61,2 persen dibanding tahun 1968  
seluas 403,9 ribu hektar. Penurunan laus panen ubi 
jalar terbesar terjadi pada tahun 1978 dan 2008 dengan 
persentase masing-masing sebesar 19,9 persen dan 11,6 
persen.

16.2. Perkembangan Tanaman Hortikultura

Berdasarkan jenis tanaman, tanaman hortikultura 
dibedakan menjadi tanaman tahunan dan semusim. 
Tanaman hortikultura tahunan adalah tanaman 
hortikultura yang umur tanamnya lebih dari satu tahun 
sedangkan tanaman yang umurnya kurang dari satu tahun 
digolongkan menjadi tanaman hortikultura semusim. 
Tanaman hortikultura (tahunan dan semusim) meliputi 
buah-buahan, sayuran, obat-obatan, dan tanaman hias.

16.2.1. Tanaman Sayuran

Perkembangan sayuran di Indonesia dalam kurun waktu 
10  tahun sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2014 
sangat berfluktuasi. Dari keseluruhan tanaman sayuran, 
tanaman yang cukup potensial baik secara kualitas maupun 
kuantitas adalah tanaman cabai dan bawang merah. Hal 
ini dikarenakan keduanya merupakan bahan bumbu dasar 
penting dalam pola konsumsi makanan harian orang 
Indonesia pada umumnya, baik untuk kebutuhan rumah 
tangga maupun industri sehingga pergerakan harganya 
dipantau oleh pemerintah secara langsung.

a. Produksi Cabai dan Bawang Merah 

Produksi cabai sejak sejak 10 tahun terakhir dari tahun 
2005 sampai tahun 2014 menunjukkan peningkatan yang 
cukup bervariasi dengan rata-rata sebesar 5,89 persen 
per tahun. Peningkatan tertinggi sebesar 19,56 persen, 
yaitu dari 1,2 juta ton pada tahun 2008 menjadi 1,4 juta ton 
terjadi pada tahun 2009. Penurunan produksi yang cukup 
signifikan juga terjadi sebesar 4,75 persen, yaitu dari 1,2 
juta ton pada tahun 2006 menjadi 1,1 juta ton pada tahun 
2007. Selanjutnya, produksi terus meningkat hingga 
mencapai 1,9 juta ton pada tahun 2014 meskipun sedikit 
ada penurunan pada tahun 2010.

Produksi bawang merah sejak tahun 2005 sampai dengan 
tahun 2014 terus meningkat dengan rata-rata kenaikan 
sebesar 5,35 persen per tahun. Terjadi penurunan yang 
cukup besar sebesar 14,85 persen dari satu juta ton pada 
tahun 2010 menjadi 0,9 juta ton pada tahun 2011, meskipun 
demikian produksi bawang merah kembali meningkat 
mulai tahun 2012 hingga mencapai 1,2 juta ton pada tahun 
2014. Hal ini menunjukkan kebutuhan maupun pengadaan 
bawang merah dari tahun ke tahun relatif konstan.

b. Luas Panen Cabai dan Bawang Merah

Luas panen cabai pada tahun 2005 sebesar 187,2 ribu 
hektar sedangkan pada tahun 2014 luas panen cabai 
mencapai 263,6 ribu hektar atau ada peningkatan sebesar 
76,4 ribu hektar dengan rata-rata peningkatan sebesar 
3,48 persen atau sebesar 8,5 ribu hektar per tahun. Namun 
demikian, terjadi penurunan luas panen pada tahun 2007 
sebesar 0,7 ribu hektar. Peningkatan luas panen yang 
cukup signifikan terjadi pada tahun 2009, yaitu sebesar 
22,3 ribu hektar atau sebesar 10,54 persen.

Luas panen bawang merah sejak tahun 2005 sampai 
dengan tahun 2014 meningkat rata-rata 3,74 persen per 
tahun dan mencapai 120,7 ribu hektar pada tahun 2014. 
Peningkatan yang paling besar terjadi pada tahun 2014, 
sebesar 21,8 ribu hektar atau 22,04 persen sedangkan 
penurunan yang relatif besar terjadi pada tahun 2011 
sebesar 14,51 persen atau sebesar 15,9 ribu hektar.

Gambar 16.5
Produksi Cabai dan Bawang Merah (ribu ton), 2005–2014

Tabel 16.7
Produksi Cabai dan Bawang Merah (ribu ton)

 2005–2014 

Tahun Cabai Bawang Merah

(1) (2) (3)

2005 1 058,0 732,6

2006 1 185,1 794,9

2007 1 128,8 802,8

2008 1 153,1 853,6

2009 1 378,7 965,2

2010 1 328,9 1 048,9

2011 1 483,1 893,1

2012 1 656,6 964,2

2013 1 726,4 1 010,8

2014 1 875,1 1 234,0
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Produksi mangga sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 
2014 terus meningkat secara signifikan, yaitu sebesar 
113,16 persen atau rata-rata sebesar 5,58 per tahun. 
Kenaikan tertinggi mencapai 65,55 persen, dari 1,3 juta 
ton pada tahun 2010 menjadi sebesar 2,1 juta ton pada 
tahun 2011. Penurunan cukup besar juga terjadi pada 
tahun 2010, sebesar 42,62 persen dibanding produksi 
tahun 2009.

b. Produksi Pisang dan Pepaya 

Produksi pisang pada tahun 2005 sebesar 5,2 juta ton 
sedangkan pada tahun 2014 produksi pisang mencapai 
6,9 juta ton atau ada peningkatan produksi sebesar 1,7 
juta ton. Peningkatan produksi pisang selama 10 tahun 
terakhir rata-rata sebesar 2,86 persen per tahun. Pada 
tahun 2006 dan 2010, terjadi penurunan produksi pisang 
masing-masing sebesar 2,71 persen dan 9,7 persen.

Produksi pepaya sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 
2014 meningkat rata-rata sebesar 4,35 persen per tahun 
dan mencapai 0,8 juta ton pada tahun 2014. Peningkatan 

16.2.2. Tanaman Buah-buahan

Jenis tanaman buah-buahan potensial dan berkontribusi 
besar terhadap total produksi buah-buahan nasional 
adalah jeruk, mangga, pisang, dan pepaya. Selama 2005–
2014, perkembangan produksi jeruk, mangga, pisang, dan 
pepaya sangat berfluktuasi dan cenderung meningkat 
kecuali jeruk.

a. Produksi Jeruk dan Mangga 

Produksi jeruk selama 10 tahun terakhir sejak tahun 
2005 sampai tahun 2014 menurun sebesar 12,99 persen. 
Produksi jeruk pada tahun 2005 sebesar 2,2 juta ton turun 
menjadi 1,9 juta ton pada tahun 2014 atau rata-rata turun 
sebesar 1,38 persen per tahun. Penurunan terbanyak 
sebesar 13,61 persen, dari 2,5 juta ton pada tahun 2008 
menjadi 2,1 juta ton pada tahun 2009. Namun demikian, 
terjadi peningkatan cukup signifikan sebesar 18,60 
persen, yaitu dari 2,2 juta ton pada tahun 2005 menjadi 2,6 
juta ton pada tahun 2006.

Gambar 16.7
Produksi Jeruk dan Mangga (ribu ton)

 2005–2014
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Tabel 16.9
Produksi Jeruk dan Mangga  (ribu ton)

 2005–2014 

Tahun Jeruk Mangga

(1) (2) (3)

2005 2 214,0 1 412,9

2006 2 565,5 1 622,0

2007 2 625,9 1 818,6

2008 2 467,6 2 105,1

2009 2 131,8 2 243,4

2010 2 028,9 1 287,3

2011 1 818,9 2 131,1

2012 1 611,8 2 376,3

2013 1 654,7 2 192,9

2014 1 926,5 2 431,3
Sumber: Survei Pertanian Hortikultura, BPS

Sumber: Survei Pertanian Hortikultura, BPS

Tabel 16.8
Luas Panen Cabai dan Bawang Merah (ribu hektar) 

2005–2014 

Tahun Cabai Bawang Merah

(1) (2) (3)

2005 187,2 83,6

2006 204,7 89,2

2007 204,0 93,7

2008              211,6           91,3 

2009 233,9 104,0

2010 237,1 109,6

2011 239,8 93,7

2012 242,4 99,5

2013              249,2           98,9 

2014              263,6         120,1 

Gambar 16.6
Luas Panen Cabai dan Bawang Merah (ribu hektar) 

2005–2014 
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Produksi kunyit sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 
2014 terus meningkat meskipun peningkatannya tidak 
terlalu besar dengan rata-rata kenaikan sekitar 3,16 
persen per tahun. Hal ini menunjukkan produksi kunyit 
dari tahun ke tahun relatif konstan. Kenaikan produksi 
tertinggi sebesar 37,50 persen terjadi pada tahun 2006 
sedangkan penurunan tertinggi sebesar 21,02 persen 
terjadi pada tahun 2011.

b. Luas Panen Jahe dan Kunyit

Luas panen jahe pada tahun 2005 sebesar 6,1 ribu hektar 
sedangkan pada tahun 2014 luas panen jahe mencapai 
10,3 ribu hektar atau ada peningkatan luas 4,2 ribu hektar 
dengan rata-rata kenaikan sebesar 5,27 persen per tahun. 
Pada tahun 2006, terjadi peningkatan luas panen jahe 
yang cukup besar, sebesar 44,80 persen atau sebesar 2,8 
ribu hektar. Penurunan luas panen jahe paling signifikan 
sebesar 20,30 persen atau sebesar 1,8 ribu hektar pada 
tahun 2009.

Luas panen kunyit sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 
2014 meningkat sangat kecil, sebesar 0,29 persen per 
tahun, hanya mencapai 5,0 ribu hektar pada tahun 2014 

terbesar terjadi pada tahun 2011, sebesar 0,3 juta ton 
atau sebesar 41,79 persen. Penurunan terbesar terjadi 
pada tahun 2010, sebesar 0,1 juta ton atau sebesar 12,55 
persen.

16.2.3. Tanaman Obat-obatan (Biofarmaka)

Tanaman obat-obatan atau biofarmaka merupakan 
salah satu produk unggulan Indonesia. Dari keseluruhan 
tanaman obat-obatan yang ada, tanaman jahe dan kunyit 
merupakan tanaman paling berpotensi dengan produksi 
dan konsumsi yang cukup besar.

a. Produksi Jahe dan Kunyit 

Produksi jahe dari tahun 2005 sampai 2014 menunjukkan 
peningkatan yang cukup berarti. Peningkatan tertinggi 
sebesar 40,78 persen, dari 125,8 ribu ton pada tahun 2005 
menjadi 177,1 ribu ton pada tahun 2006. Pada periode 
2008–2011, produksi jahe menurun, namun secara 
rata-rata produksi jahe selama 10 tahun terakhir masih 
meningkat sebesar 6,04 persen per tahun.

Tabel 16.11
Produksi Jahe dan Kunyit  (ribu ton), 2005–2014 

Tahun Jahe Kunyit

(1) (2) (3)

2005 125 827,4 82 107,4

2006 177 137,9 112 897,8

2007 178 502,5 117 463,7

2008 154 963,8 111 258,9

2009 122 181,1 124 047,4

2010 107 734,6 107 375,3

2011 94 743,1 84 803,5

2012 114 537,7 96 979,1

2013 155 286,3 120 726,1

2014 226 114,8 112 088,2

Gambar 16.9
Produksi Jahe dan Kunyit (ton), 2005–2014
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Sumber: Survei Pertanian Hortikultura, BPS

Gambar 16.8
Produksi Pisang dan Pepaya (ribu hektar) 

2005–2014
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Tabel 16.10
Produksi Pisang dan Pepaya (ribu ton)

 2005–2014 

Tahun Pisang Pepaya

(1) (2) (3)

2005 5 177,6  548,7

2006 5 037,5  643,4

2007 5 454,2  621,5

2008 6 004,6  717,9

2009 6 373,5  772,8

2010 5 755,0  675,8

2011 6 132,7  958,2

2012 6 189,0  906,3

2013 6 279,3  909,8

2014 6 862,6  840,1

Sumber: Survei Pertanian Hortikultura, BPS

Sumber: Survei Pertanian Hortikultura, BPS
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atau hanya naik sebesar 0,1 ribu hektar dalam jangka 
waktu 10 tahun. Peningkatan luas panen ini relatif konstan 
dan sejalan dengan produksinya yang juga relatif stabil.

16.2.4. Tanaman Hias (Florikultura)

Jenis tanaman hias potensial dan memberikan kontribusi 
besar terhadap total produksi florikultura nasional adalah 
anggrek dan krisan. Selama 2005–2014, perkembangan 
produksi anggrek sangat berfluktuasi sedangkan tanaman 
krisan cenderung meningkat. 

a. Produksi Anggrek dan Krisan 

Produksi anggrek sejak tahun 2005 sampai tahun 2014 
meningkat cukup besar, yaitu rata-rata sebesar 9,59 
persen per tahun. Peningkatan tertinggi sekitar 61,42 
persen, dari 9,5 juta tangkai pada tahun 2007 menjadi 15,3 
juta tangkai pada tahun 2008 sedangkan penurunan paling 
besar terjadi pada tahun 2010, sebesar 13,30 persen atau 
sebesar 2 juta tangkai.

Produksi krisan sejak tahun 2005 sampai dengan 2014 
terus meningkat sangat tajam dengan rata-rata kenaikan 

Gambar 16.11
Produksi Anggrek dan Krisan (ribu tangkai), 2005–2014
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Tabel 16.13
Produksi Anggrek dan Krisan (ribu tangkai), 2005–2014 

Tahun Anggrek Krisan

(1) (2) (3)

2005 7 902,4 4 746,6

2006 10 903,4 6 371,6

2007 9 484,4 6 697,9

2008 15 310,0 10 177,7

2009 16 205,9 10 784,7

2010 14 050,4 18 523,3

2011 15 490,3 30 586,8

2012 20 727,9 39 765,2

2013 20 277,1 38 720,9

2014 19 739,6 42 724,8

sebesar 24,57 persen per tahun. Produksi krisan pada 
tahun 2005 hanya sebesar 4,7 juta tangkai, meningkat 
menjadi 42,7 juta tangkai atau hampir 10 kali lipat selama 
kurun waktu 10 tahun. Hal ini menunjukkan tren kebutuhan 
bunga krisan dari tahun ke tahun sangat meningkat.

b. Luas Panen Anggrek dan Krisan

Luas panen anggrek sejak tahun 2005 sampai dengan 
tahun 2014 meningkat rata-rata 1,89 persen per tahun 
dan mencapai 147,4 hektar pada tahun 2014. Meskipun 
mengalami peningkatan, perkembangan luas panen 
anggrek sangat berfluktuasi. Hal ini terlihat naik turunnya 
angka luas panen selama kurun waktu 10 tahun terakhir.

Luas panen krisan pada tahun 2005 sebesar 207,7 hektar 
sedangkan pada tahun 2014 luas panen anggrek mencapai 
964,8 hektar. Pada tahun 2007, terjadi peningkatan luas 
panen krisan yang cukup tajam, sebesar 138,71 persen 
atau sebesar 268,97 hektar dibanding tahun 2006. 
Penurunan luas panen tertinggi terjadi pada tahun 2011 
sebesar sebesar 16,36 persen dibanding tahun 2010. 
Dengan demikian, secara umum peningkatan luas panen 
krisan masih sangat pesat, sebesar 757,13 hektar atau 
rata-rata meningkat sebesar 16,60 persen per tahun.

Sumber: Survei Pertanian Hortikultura, BPS

Sumber: Survei Pertanian Hortikultura, BPS

Tabel 16.12
Luas Panen Jahe dan Kunyit  (ribu hektar), 2005–2014 

Tahun Jahe Kunyit

(1) (2) (3)

2005 6 149,4 4 837,3

2006 8 904,2 5 380,6

2007 10 126,7 6 086,2

2008 9 015,2 6 044,8

2009 7 187,7 5 649,4

2010 6 405,9 4 860,8

2011 5 862,0 4 170,5

2012 5 976,1 4 938,4

2013 7 316,1 5 428,6

2014 10 279,3 4 979,6

Gambar 16.10
Luas Panen Jahe dan Kunyit (ribu hektar), 2005–2014
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16.3. Perkembangan Tanaman Perkebunan

16.3.1. Luas Tanaman Perkebunan

Perkembangan luas areal tanaman perkebunan 
khususnya kelapa sawit, karet, kakao, dan tebu dalam 
beberapa dekade terakhir menunjukkan peningkatan yang 
cukup berarti.  Selama kurun waktu 2000 hingga 2014 
pertumbuhan luas areal kelapa sawit meningkat lebih dari 
163 persen atau rata-rata meningkat 11,68 persen setiap 
tahunnya. Kondisi serupa juga terjadi pada komoditas 
kakao, selama kurun waktu 2000 hingga 2014 luas areal 
tanaman kakao meningkat lebih dari 129,20 persen atau 
rata-rata meningkat 9,23 persen setiap tahun. 

Pengusahaan komoditas kelapa sawit pada kurun 
waktu 1970 hingga 1985 sebagian besar didominasi 
oleh Perusahaan Perkebunan Negara yang tergabung 
dalam Perseroan Terbatas Perkebunan Negara (PTPN). 
Memasuki era tahun 1990 an pengusahaan perkebunan 
kelapa sawit bergeser ke pengusahaan oleh Perusahaan 
Perkebunan Swasta dan Perkebunan Rakyat. Sampai 
dengan tahun 2014 dari total luas areal perkebunan 
kelapa sawit sebesar 10,96 juta hektar, sebanyak 41,55 

Gambar 16.13
Luas Areal Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit Menurut 

Status Pengusahaan (ribu ha), 1970–2014 
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persennya dikuasai oleh perkebunan rakyat dan sebanyak 
51,62 persen dikuasai oleh perkebunan swasta.  

Pada komoditas karet dan tebu perkembangan luas areal 
dalam kurun waktu 2000–2014 relatif tidak mengalami 
banyak perubahan. Pada masa 14 tahun terakhir luas 
areal tanaman karet hanya berkembang sebesar 6,93 
persen atau secara rata-rata hanya berkembang sebesar 
0,5 persen per tahun. Demikian pula halnya dengan 
perkembangan luas areal tanaman tebu sepanjang kurun 
waktu yang sama. Pada periode tahun 2000–2014 luas 
areal tanaman tebu hanya bertambah sebesar 132 ribu 
ha atau secara rata-rata tumbuh sebesar 2,76 persen/
tahun. 

Catatan: X Angka sementara
Sumber: BPS dan Dirjen Perkebunan, Kementerian Pertanian

Tahun Kelapa 
Sawit Karet Kakao Tebu

(1) (2) (3) (4) (5)

1970    133,3   2 317,3    12,1 121,7

1975    188,8   2 320,7    17,5 179,8

1980    294,6   2 383,8    37,1 316,1

1985    597,4   2 775,3    92,8 340,2

1990   1 126,7   3 141,6    357,5 364,0

1995   2 025,0   3 496,0    602,1 436,0

2000   4 158,1   3 372,4    750,0 340,6

2005   5 453,8   3 279,3   1 167,1 381,8

2010   8 385,4   3 445,4   1 650,6 436,6

2013   10 465,0   3 556,0   1 740,6 470,9

2014 x   10 956,2   3 606,3   1 719,1 472,7

Tabel 16.15
Luas Areal Tanaman Perkebunan (ribu ha), 1970–2014

Tabel 16.14
Luas Panen Anggrek dan Krisan (hektar) 2005–2014 

Tahun Anggrek Krisan

(1) (2) (3)

2005  122,2  207,7

2006  112,1  193,9

2007  161,5  462,9

2008  179,9  732,5

2009  166,6 1 087,0

2010  182,9 1 053,6

2011  194,6  881,2

2012  164,2  985,3

2013  198,3  908,1

2014 147,4 964,8

Gambar 16.12
Luas Panen Anggrek dan Krisan (hektar), 2005–2014
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16.3.2. Produksi Perkebunan

Perkembangan luas areal sejumlah komoditas perkebunan 
secara langsung juga berdampak pada peningkatan 
jumlah produksi setiap tahun. Selama kurun waktu tahun 
2000 hingga 2014 produksi kelapa sawit dalam bentuk 
minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) meningkat 
sangat berarti. Jika pada tahun 2000 jumlah produksi 
CPO Indonesia hanya sebesar 7 juta ton maka pada tahun 
2014 jumlahnya meningkat hingga mencapai 29,34 juta 
ton atau lebih dari 319 persen. Prestasi yang luar biasa ini 
menjadikan Indonesia sebagai produsen CPO terbesar di 
dunia sejak tahun 2008. 

Tabel 16.16
Produksi Tanaman Perkebunan (ribu ton), 1970–2014

Tahun Kelapa 
Sawit Karet Kakao Tebu

(1) (2) (3) (4) (5)

1970 216,8 802,2 1,7 872,5

1975 397,3 789,8 3,9 1 234,7

1980 721,1 1 020,0 10,3 1 260,0

1985 1 243,4 1 055,0 33,8 1 898,8

1990 2 412,6 1 275,3 142,4 2 120,0

1995 4 480,0 1 573,3 304,9 2 060,0

2000 7 000,5 1 501,4 421,1 1 690,0

2005 11 861,6 2 270,9 748,8 2 241,7

2010 21 958,1 2 734,9 837,9 2 288,7

2013 27 782,0 3 237,4 720,9 2 553,6

2014 x 29 344,5 3 153,2 709,3 2 575,4
Catatan: X Angka sementara
Sumber: BPS dan Dirjen Perkebunan, Kementerian Pertanian

Peningkatan produksi komoditas perkebunan juga cukup 
berarti tampak pada komoditas kakao. Sepanjang kurun 
waktu 2000–2014 produksi kakao Indonesia meningkat 
lebih dari 68 persen dari 421,1 ribu ton pada tahun 2000 
menjadi 709,3 ribu ton pada tahun 2014. Produksi kakao 
nasional selama ini menjadi bahan baku bagi kegiatan 
produksi industri makanan dalam negeri sekaligus 
menjadi salah satu komoditas perkebunan unggulan yang 
diekspor ke berbagai negara.

Perkembangan produksi  tanaman tebu dan karet   
sepanjang periode 2000–2014 cenderung meningkat 
walaupun tidak sebaik kinerja tanaman kelapa sawit 
ataupun kakao. Produksi karet kering pada periode 
tahun 2000–2014 secara rata-rata meningkat sebesar 
7,86 persen setiap tahun dan produksi tanaman tebu 
dalam bentuk gula pada waktu yang sama mengalami 
peningkatan rata-rata sebesar 3,74 persen setiap tahun. 
Potensi produksi karet kering dalam negeri selama ini 
menjadi sumber bahan baku utama bagi kelangsungan 
industri hilir karet seperti industri ban kendaraan 
bermotor.

Peningkatan produksi gula nasional sepanjang kurun 
waktu 1970 hingga 2014 mengalami perkembangan 
yang cukup berfluktuasi. Produksi gula nasional sempat 
menurun pada periode tahun 1995 hingga 2000. Pada tahun 
1995 produksi gula nasional turun sebesar 2,88 persen 
dibandingkan tahun 1990. Demikian pula pada tahun 
2000 produksi gula nasional turun drastis dibandingkan 
tahun 1995 hingga mencapai 17,92 persen. Peningkatan 
produksi gula nasional hingga saat ini dirasakan masih 
belum mampu memenuhi konsumsi dalam negeri. Hal 
ini pula yang memaksa Indonesia tetap menjadi importir 
gula untuk memenuhi kekurangan produksi gula dalam 
negeri.

16.4. Perkembangan Rumah Tangga dan Produksi Hasil 
Peternakan

16.4.1. Rumah Tangga dan Rata-rata Pemeliharaan 
Ternak

Secara umum jumlah rumah tangga peternakan hasil 
Sensus Pertanian 2013 menurun jika dibandingkan 
dengan kondisi sepuluh tahun sebelumnya. Akan tetapi, 
khusus rumah tangga pemelihara ternak sapi mengalami 
pertumbuhan cukup signifikan. Ternak sapi merupakan 
salah satu ternak yang banyak dipelihara petani baik untuk 
pengembangbiakan maupun sebagai tabungan. Selain 
itu, ternak sapi dipelihara karena masih tersedia lahan 
penggembalaan dan adanya limbah pertanian seperti 
jerami padi, pohon jagung, bungkil kelapa sawit, dan 
sebagainya. Sejalan dengan peningkatan jumlah rumah 
tangga, rata-rata ternak sapi yang dipelihara pada tahun 
2013 dibanding tahun 2003 juga mengalami kenaikan.

Gambar 16.14
Produksi Tanaman Perkebunan Tebu Menurut Status 

Pengusahaan (ribu ton), 1970–2014 
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16.4.2. Produksi Daging, Susu, dan Telur

Produksi hasil peternakan yang utama adalah daging, 
telur, dan susu. akan tetapi, dewasa ini data peternakan 
yang banyak dibicarakan orang adalah data produksi 
daging khususnya daging sapi. Produksi daging dari tahun 
ke tahun selalu mengalami kenaikan, pada tahun 2013 
naik 8,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Tahun Daging 
(ribu ton)

% Kenaikan 
Daging

Telur 
(ribu ton)

% Kenaikan 
Telur

Susu 
(ribu ton)

% Kenaikan 
Susu

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

2010 2 366,2 7,3 1 379,6 5,6 909,5 9,9

2011 2 554,2 7,9 1 479,8 7,3 974,7 7,2

2012 2 666,1 4,4 1 628,7 10,1 959,7 -1,5

2013 2 882,0 8,1 1 728,3 6,1 786,8 -18,0

2014 e 2 982,6 3,5 1 812,8 4,9 798,4 1,5

Tabel 16.18
Produksi dan Persentase Kenaikan/Penurunan Daging, Susu, dan Telur, 2010–2014

Catatan: e Angka perkiraan
Sumber: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan,   
 Kementerian Pertanian

Tabel 16.17
Rumah Tangga Pemelihara Ternak dan Rata-rata Ternak yang Dipelihara

1983–2013

Jenis Ternak

1983 1993 2003 2013

Rumah 
Tangga 

(000)

Rata-rata 
Ternak yang 
Dipelihara

Rumah 
Tangga 

(000)

Rata-rata 
Ternak yang 
Dipelihara

Rumah 
Tangga 

(000)

Rata-rata 
Ternak yang 
Dipelihara

Rumah 
Tangga 

(000)

Rata-rata 
Ternak yang 
Dipelihara

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Sapi Potong 
dan Sapi Perah

4 157 2,17 4 943 2,18 4 698 2,17 5 259 2,44

Kerbau 935 2,56 787 2,65 459 2,98 368 3,02

Kuda 302 1,74 255 1,88 140 1,79 77 2,27

Babi 1 403 2,9 1 524 3,46 1 528 3,7 1 419 4,43

Kambing dan 
Domba

4 723 3,34 4 709 3,47 4 397 4,18 3 439 5,09

Gambar 16.15
Rumah Tangga Pemelihara Ternak 

1983–2013
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Gambar 16.16
Rata-Rata Jumlah Ternak yang Dipelihara 

per Rumah Tangga Peternakan, 1983–2013
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16.5. Perkembangan Produksi Perikanan

Komoditas perikanan merupakan salah satu andalan 
dalam menghasilkan devisa. Oleh karena itu produksi 
dari sektor ini diupayakan peningkatannya dari tahun ke 
tahun.

Indikator keberhasilan pembangunan pada Subsektor 
Perikanan dapat terlihat dari peningkatan produksi yang 
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menunjukkan perubahan cukup signifikan tahun demi 
tahun.

Produksi perikanan meningkat dari 1.160 ribu ton pada 
tahun 1968 menjadi 19.406 ribu ton pada tahun 2013. 
Sebelum tahun 2010, produksi perikanan didominasi oleh 
perikanan tangkap, akan tetapi sejak tahun 2010 produksi 
perikanan budidaya mulai mendominasi produksi 
perikanan di Indonesia. 

Dilihat dari perkembangan produksi, perikanan tangkap 
per dekade mengalami kenaikan. Pertumbuhan tertinggi 
terjadi pada dekade tahun 1978–1988 yaitu dari 1,5 juta ton 
pada tahun 1978 menjadi 2,4 juta ton pada tahun 1988 dan 
meningkat terus hingga mencapai 6,2 juta ton pada tahun 
2014. 

Di sisi lain, produksi perikanan budidaya per dekade juga 
meningkat signifikan. Peningkatan tertinggi terjadi pada 
dekade tahun 1998–2008, dari 630 ribu ton pada tahun 
1998 menjadi 3,9 juta ton pada tahun 2008. Pertumbuhan 

produksi perikanan budidaya per tahun terbesar sejak 
2008 terjadi pada tahun 2013, dari 9,7 juta ton di tahun 
2012 menjadi 13,3 juta ton pada tahun 2013. Sedangkan 
pada tahun  2014 hanya terjadi sedikit kenaikan dari tahun 
sebelumnya menjadi sebesar 14,5 juta ton.

16.6. Perkembangan Tanaman Kehutanan

a.  Perkembangan Produksi Kayu Bulat, Kayu Gergajian, 
dan Kayu Lapis

Perkembangan produksi kayu bulat, kayu gergajian 
dan kayu lapis selama periode 1978–2013 berfluktuasi, 
seperti terlihat pada Tabel 16.20. Kayu bulat merupakan 
produksi utama hasil hutan. Pada periode 1978–1984 
jumlahnya cenderung menurun, yaitu dari 24.742,9 ribu 
m³ menjadi 15.208,6 ribu m³. Namun pada kurun waktu 
1983–1989 meningkat cukup signifikan, yaitu dari 15.208,6 
ribu m³ menjadi 28.485,0 ribu m³ atau meningkat sebesar 
87,3 persen. Selanjutnya pada dekade terakhir  produksi 
kayu bulat cenderung meningkat, yaitu pada 2004 sebesar 
13.548,9 ribu m³ dan pada 2013 jumlahnya meningkat 
menjadi 45.770,4 ribu m³ atau meningkat sebesar 237,8 
persen selama periode tersebut.

Tabel 16.20
Produksi Kayu Bulat, Kayu Gergajian, dan Kayu Lapis 

(ribu m3), 1978–2013

Sumber : Kementerian Kehutanan

Tahun Kayu Bulat Kayu 
Gergajian Kayu Lapis

(1) (2) (3) (4)

1978 24 742,9 1 512,7 168,1

1983–1984 15 208,6 2 710,7 2 605,1

1988–1989 28 485,0 10 237,5 6 026,7

1993–1994 26 848,0 2 244,0 9 924,0

1998–1999 19 026,9 2 707,2 7 154,7

2004 13 548,9 433,0 4 514,4

2009 34 320,5 710,2 3 005,0

2013 45 770,4 1 217,7 3 262,0

Gambar 16.17
Produksi Perikanan (ribu ton), 1968–2014
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Kelautan dan Perikanan

Tabel 16.19
Produksi Perikanan (ribu ton), 1968–2014

Tahun Perikanan 
Tangkap

Perikanan 
Budidaya Jumlah

(1) (2) (3) (4)

1968 1 043 117 1 160

1978 1 477 170 1 647

1988 2 451 431 2 882

1998 4 012 630 4 642

2008 5 003 3 885 8 888

2009 5 108 4 709 9 817

2010 5 384 6 278 11 662

2011 5 714 7 929 13 643

2012 5 829 9 676 15 505

2013 6 105 13 301 19 406

2014 x 6 200 14 521 20 721
Catatan: x Angka Sementara
Sumber:  Dirjen Perikanan Tangkap dan Dirjen Perikanan Budidaya, Kementerian 

Kelautan dan Perikanan

Produksi kayu gergajian yang merupakan produksi 
turunan dari kayu bulat atau biasa disebut kayu olahan 
menunjukkan perkembangan yang cenderung menurun 
pada periode 1978-2013. Peningkatan produksi yang 
sangat tajam terjadi pada periode 1983–1989 sebesar 
277,7 persen, yaitu dari 2.710,7 ribu m³ menjadi 10.237,5 
ribu m³, kemudian terjadi penurunan  lebih dari separuh 
(78,1 persen) pada lima tahun berikutnya menjadi 2.244,0 
ribu m³. Pada periode 1998–2013 produksi kayu gergajian 
cenderung menurun. Pada 1998 produksi kayu gergajian  
mencapai 2.707,2 ribu m³, dan pada 2009 menurun lebih 
dari 200 persen dan pada 2013 jumlahnya meningkat 
menjadi 1.217,7 ribu m³ jika dibandingkan dengan 2009.

Seperti halnya kayu gergajian, kayu lapis juga merupakan 
kayu olahan. Pada periode 1978–1994, meningkat sangat 
besar yaitu dari 168,1 ribu m³ menjadi 9.924,0 ribu m³, 
kemudian cenderung menurun pada periode selanjutnya. 
Penurunan paling besar terjadi pada periode 1998-2004, 
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Tabel 16.21
Jumlah Tanaman Kehutanan yang Diusahakan Rumah Tangga untuk Budidaya (ribu), 2013

Jenis Pohon
Jawa Luar Jawa Indonesia

Jumlah Pohon Jumlah Pohon 
Siap Tebang Jumlah Pohon Jumlah Pohon 

Siap Tebang Jumlah Pohon Jumlah Pohon 
Siap Tebang

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Akasia   34 489,7      7 474,1 12 422,9      2 876,3   46 912,6      10 350,4

Jati 103 118,3 19 195,4 64 270,6   10 731,6 167 388,9      29 927,0

Jabon    17 454,1      1 492,7    6 001,1          460,6   23 455,1        1 953,3

Mahoni   50 686,7    10 403,8 20 821,8       2 388,4   71 508,5      12 792,2

Sengon 305 919,4    59 756,9 22 909,1       4 370,3 328 828,5      64 127,3
Sumber : Sensus Pertanian 2013 Pencacahan Lengkap

yaitu dari 7.154,7  ribu m³ pada 1998 menjadi 4.514,4 ribu 
m³ pada 2004 atau terjadi penurunan sekitar 37 persen. 

b.  Potensi Tanaman Kehutanan

Dari hasil pendaftaran rumah tangga (listing) Sensus 
Pertanian 2013 (ST2013) diperoleh gambaran tentang 
potensi tanaman kehutanan (hutan rakyat) di Indonesia. 
Tabel 16.21 menyajikan data populasi pohon dan jumlah 
pohon yang siap tebang dari lima jenis tanaman kehutanan 
(Akasia, Jati, Jabon, Mahoni, dan Sengon) yang merupakan 
mayoritas populasi yang diusahakan rumah tangga hasil 
listing ST2013. Pohon siap tebang adalah pohon yang telah 
cukup umur untuk ditebang meskipun belum ditebang 
dengan alasan untuk meningkatkan nilai ekonomis.

Populasi tanaman kehutanan paling banyak diusahakan 
oleh rumah tangga adalah tanaman sengon yaitu mencapai 

Gambar 16.18
Produksi Kayu Bulat, Kayu Gergajian, dan Kayu Lapis

(ribu m3), 1978–2013
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Gambar 16.19
Jumlah Tanaman Kehutanan yang Diusahakan Rumah 

Tangga untuk Budidaya, 2013
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328,8 juta pohon, kemudian pada urutan berikutnya 
berturut-turut adalah Jati (167,4 juta pohon), Mahoni (71,5 
juta pohon), Akasia (46,9 juta pohon), dan Jabon (23,5 juta 
pohon).

Dari lima jenis tanaman kehutanan yang dikuasai rumah 
tangga, yaitu Akasia, Jati, Jabon, Mahoni, dan Sengon, 
masing-masing lebih banyak ditanam di Jawa, berkisar 
antara 61,6 persen sampai 93,0 persen dari total populasi 
di Indonesia, sedangkan sisanya ditanam di luar Jawa. 

Persentase jumlah tanaman yang siap tebang terhadap 
total tanaman seluruhnya untuk tanaman Akasia, Jati, 
Jabon, Mahoni, dan Sengon berkisar antara 8,3 persen 
sampai 22,1 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa 
kondisi dari kelima jenis tanaman tersebut sebagian besar 
masih berumur muda.
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XVII. Pertambangan

Kegiatan pertambangan di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang. Dalam catatan, penambangan emas telah 
diusahakan di lndonesia sejak tahun 700 SM (Soesastro dan Sudarsono, 1986; Sigit, 1992). Sementara itu, pengusahaan minyak 
bumi di Indonesia tergolong yang tertua di dunia, dimana pengeboran minyak pertama di Indonesia dilakukan tahun 1871, hanya 
berselang dua belas tahun setelah pengeboran minyak pertama di dunia. Pada pertengahan abad ke-19, ketika pertambangan 
nonmigas masih dilakukan secara sederhana, pertambangan migas mulai dilakukan secara lebih modern. Tambang minyak 
bumi mulai ditemukan, antara lain di Karawang, Palembang, Rembang, dan Bojonegoro. Produksi minyak pertama tercatat di 
Langkat, Sumatra Utara pada tahun 1884 dan menghasilkan 8000-an liter minyak bumi. 
Pada masa penjajahan Belanda, komoditas tambang nonmigas, seperti batubara, timah, emas, perak, bauksit, dan bijih nikel 
diusahakan terutama untuk pembangunan negara Belanda. Komoditas pertambangan nonmigas saat itu telah diperdagangkan 
di pasar internasional. Kondisinya berubah pada masa kekuasaan Jepang di Indonesia, dimana pertambangan mineral 
diusahakan semata-mata untuk mendukung Jepang dalam perang. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia hingga tahun 
1966 sektor pertambangan mengalami stagnasi. Tidak ada investasi baru di sektor pertambangan. Terjadi penutupan lahan-
lahan pertambangan akibat ketidakstabilan politik saat itu. Setelah tahun 1966, sektor pertambangan mulai mengalami 
pemulihan. Pemerintah menandatangani beberapa Kontrak Karya (KK) pertambangan dengan perusahaan pertambangan 
besar. Masuknya perusahaan asing berpengalaman, seperti PT. Freeport lndonesia Inc. dari USA menjadi titik awal bangkitnya 
produksi bahan tambang mineral di Indonesia.

Selama periode tahun 1980–2014 produksi 
minyak mentah Indonesia turun rata-rata 
1,3 persen per tahun. Sebaliknya, produksi 
gas alam, mineral, dan batubara cenderung 
meningkat. 

Ringkasan

Batubara dan konsentrat tembaga merupakan 
dua jenis bahan tambang yang tetap tumbuh 
positif pada periode tahun 2010–2014.

Dibandingkan dengan kontribusinya terhadap 
PDB, penyerapan tenaga kerja oleh sektor 
pertambangan relatif kecil.

Summary

Mining activities in Indonesia has a long history. In the record, gold mining has begun cultivated in Indonesia since 700 BC 
(Soesastro and Sudarsono, 1986; Sigit, 1992). While petroleum exploitation in Indonesia is the oldest in the world, where the 
first oil drilling in Indonesia is carried out in 1871, only twelve years later after the first oil drilling in the world. In the mid-
19th century, when the non-oil mining is still done in a simple way, mining, oil and gas began to be made more modern. Mine 
petroleum began to be found, among others, in Karawang, Palembang, Apex, and Bojonegoro. First oil production was recorded 
in Langkat, North Sumatra in 1884 and produce 8000’s liter of petroleum.
In the Dutch colonial period, non-oil mining commodities, such as coal, tin, gold, silver, bauxite and nickel ore cultivated mainly 
for the construction of the Dutch state. Mining of non-oil commodities have been traded on the internasional markets. The 
conditions changed during the Japanese dominition in Indonesia, where mining of minerals cultivated solely for the support of 
Japan in the war. After the independence of the Republic of Indonesia until 1966, the mining sector stagnated. There were no 
new investments in the mining sector. Closures of mining lands due to the current political instability. After 1966, the mining 
sector began to experience a recovery. The Government signed some work contract of mining with large mining companies. The 
entry of foreign companies experienced, such as PT. Freeport Indonesia Inc. from USA became the starting point of the rise of 
production of mineral mining in Indonesia.  
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17.1. Pertambangan Migas

17.1.1 Perkembangan Produksi

Indonesia mulai dikenal sebagai negara penghasil minyak 
sejak penemuan ladang minyak dengan jumlah cadangan 
besar oleh PT Caltex pada tahun 1944 di Sumur Minas-1. 
Pertumbuhannya semakin pesat ketika pemerintah 
menjadikan sektor pertambangan migas sebagai modal 
dasar pembangunan. Pertambangan migas menjadi 
sumber devisa utama negara pada Pelita I. Pada masa 
pembangunan bertahap ini, sektor pertambangan migas 
terus tumbuh sejalan dengan ditemukannya sumur-
sumur minyak dengan cadangan besar. Produksi minyak 
bumi meningkat dari 219,9  juta barel dalam tahun 1968 
menjadi 435,8  juta barel di tahun 1980.

Persentase penerimaan migas dalam APBN pada 
Pelita II dan Pelita III rata-rata mencapai 60% dari total 
APBN. Sampai dengan tahun 1996, produksi migas 
Indonesia tumbuh positif. Secara berturut-turut rata-
rata pertumbuhan produksi tahunan minyak mentah pada 
periode 1980–1985 sebesar 1,3 persen per tahun,  pada 
periode tahun 1985–1990  sebesar 1,5 persen per tahun,  
pada periode tahun 1990–1995 sebesar 0,6 persen per 
tahun. Puncak produksi minyak mentah terjadi pada tahun 
1996 yang mencapai 1,5 juta barel per hari.  Pertambangan 
migas mengalami masalah akibat eksplotasi migas yang 
terus dilakukan KKKS tanpa diimbangi oleh penemuan 
cadangan migas baru. Sejak tahun 1997 produksi minyak 
mentah mulai turun dan terus berlanjut sampai dengan 
saat ini. Pada periode tahun  2010–2014 produksi minyak 
mentah Indonesia turun rata-rata turun sebesar 4,0 
persen setahun.

Tabel 17.1
Jumlah Produksi Migas, 1980–2014

Berbeda dengan produksi minyak mentah yang 
terus menurun sejak tahun 1996, produksi gas alam 
berfluktuatif, diawali peningkatan yang sangat besar pada 
periode tahun 1980–1985 dengan rata-rata pertumbuhan 
per tahun sebesar 15,1 persen. Pada dua periode lima 
tahunan berikutnya, yaitu periode tahun 1985–1990 dan 
1990–1995 produksi gas alam masih tumbuh positif, 
masing-masing sebesar 6,4 persen dan 6,6 persen per 
tahun. Puncak produksi gas alam terjadi pada tahun 
2001, yaitu mencapai 3.765,8 MMMSCF (MMMSCF=10003 

standard cubic feet).Penurunan produksi gas alam terjadi 
pada periode tahun 1995–2000 dan periode tahun 2010–
2014, dimana masing-masing mengalami penurunan 
rata-rata sebesar 0,8 persen dan 3,1 persen. 

Walaupun pertumbuhan produksi migas pada lima tahun 
terakhir terus menurun, namun peranan sektor migas 
dalam pembangunan nasional masih tetap dominan. 
Pendapatan bagi hasil atas produksi migas perusahaan-
perusahaan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) Migas 
masih menjadi salah satu sumber pendapatan utama 
pemerintah. Penetapan target lifting migas dalam APBN 
merupakan salah satu indikasi bahwa produksi migas 
masih menjadi sumber utama pendapatan negara.

Tahun
Minyak 
Mentah 

(juta barel)

Kondensat 
(juta barel)

Minyak 
dan 

Kondensat 
(juta barel 
per hari)

Gas Alam 
(MMMSCF)

(1) (2) (3) (4) (5)

1980 404,8 31,0 1,19 781,6
1985 431,1 52,5 1,32 1 579,8
1990 464,3 66,1 1,45 2 158,6
1995 478,2 58,5 1,47 2 966,8
1996 485,6 63,1 1,50 3 164,0
2000 434,4 50,0 1,33 2 845,5
2005 341,2 46,5 1,06 2 985,3
2010 300,9 44,0 0,94 3 407,6
2014 e 255,1 34,8 0,79 3 007,9
Pertumbuhan (%)
1980–1985 1,3 11,1 2,1 15,1
1985–1990 1,5 4,7 1,9 6,4
1990–1995 0,6 -2,4 0,2 6,6
1995–2000 -1,9 -3,1 -2,0 -0,8
2000–2005 -4,7 -1,5 -4,4 1,0
2005–2010 -2,5 -1,1 -2,3 2,7
2010–2014 e -4,0 -5,7 -4,3 -3,1

Gambar 17.1
Produksi Minyak Mentah dan Kondensat, 1980–2014

Gambar 17.2
Produksi Gas Alam, 1980–2014

Catatan: e Angka perkiraan
Sumber: Survei Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, BPS

Catatan: e Angka perkiraan
Sumber: Survei Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, BPS

Catatan: e Angka perkiraan
Sumber: Survei Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, BPS
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17.2.1 Perkembangan Produksi

Indonesia merupakan salah satu dari lima negara 
produsen batubara terbesar di dunia, selain Tiongkok, 
Amerika Serikat, India, dan Australia. Ekspor batubara 
Indonesia merupakan terbesar di dunia. Pada periode 
tahun 2010–2014, rata-rata volume ekspor batubara 
Indonesia mencapai  373,96 juta ton per tahun. Merujuk 
data tahunan batubara Indonesia, sekitar 70 persen 
produksi batubara Indonesia diekspor untuk memenuhi 
kebutuhan energi negara lain.

Kebutuhan batubara dalam negeri sebagian besar 
digunakan sebagai bahan baku pembangkit listrik tenaga 
uap (PLTU) dan industri manufaktur, baik sebagai bahan 
bakar pembangkit listriknya atau bahan bakar untuk 
menghidupkan mesin produksi. Produksi batubara 

17.2. Pertambangan Nonmigas

Pertambangan Nonmigas berkembang pesat setelah mulai 
diusahakannya tambang tembaga dan emas di Grasberg, 
Irian Jaya dan dibangunnya pabrik peleburan nikel di 
Soroako, Sulawesi Selatan. Penambangan besar-besaran 
terjadi di tahun 1990-an. Produksi konsentrat tembaga, 
bijih nikel, emas, perak, pasir besi, dan timah mengalami 
pertumbuhan yang cukup tinggi. Bahkan komoditas 
konsentrat tembaga, bijih timah, dan nikel menjadi 
komoditas ekspor utama Indonesia, sekaligus menjadikan 
Indonesia sebagai salah satu negara pengekspor terbesar 
komoditas bahan tambang tersebut. Pendapatan negara 
dari subsektor pertambangan non migas juga terus 
meningkat, yang diperoleh dari Pendapatan Negara Bukan 
Pajak (PNBP) dan pajak perusahaan.

Tabel 17.2
Jumlah Produksi Nonmigas, 1980–2014

Tahun Batu Bara 
(ton) 

Bauksit 
(ton) 

Bijih Nikel 
(ton) Emas (kg) Perak (kg) Pasir Besi 

(ton) 
Konsentrat 
Timah (ton) 

Konsentrat 
Tembaga 

(ton) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1980 207 600 952 400 1 004 500 176 1 781 42 300 25 273 133 700
1985 1 861 300 830 500 961 900 234 2 123 130 900 27 092 197 300
1990 8 020 300 1 205 700 2 179 100 487 1 973 151 700 30 120 437 300
1995 39 935 600 899 000 2 513 400 64 032 275 567 366 100 38 378 1 516 600
2000 67 105 675 1 150 776 2 434 585 109 612 310 430 420 418 56 360 3 270 335
2005 149 665 233 2 502 616 3 706 998 142 894 326 993 835 100 78 404 3 553 808
2010 325 325 793 27 410 375 9 475 362 119 726 335 040 8 975 507 97 796 993 152
2014 e 435 524 145 3 556 428 5 547 119 69 023 119 189 2 469 064 51 915 1 571 483
Pertumbuhan (%)
1980–1985 55,1 -2,7 -0,9 6,0 3,6 25,3 1,4 8,1
1985–1990 33,9 7,7 17,8 15,7 -1,5 3,0 2,1 17,3
1990–1995 37,9 -5,7 2,9 165,3 168,5 19,3 5,0 28,2
1995–2000 10,9 5,1 -0,6 11,4 2,4 2,8 8,0 16,6
2000–2005 17,4 16,8 8,8 5,4 1,0 14,7 6,8 1,7
2005–2010 16,8 61,4 20,6 -3,5 0,5 60,8 4,5 -22,5
2010–2014 e 7,6 -40,0 -12,5 -12,9 -22,8 -27,6 -14,6 12,2

Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat  tinggi pada 
periode tahun 1980–1995. Secara rata-rata pertumbuhan 
produksi batubara per tahun pada periode tersebut 
masing-masing pada periode tahun 1980–1985 sebesar 
55,1 persen, pada periode tahun 1985–1990 sebesar 
33,9 persen, pada periode tahun 1990–1995 sebesar 37,9 
persen. Pada periode tahun-tahun selanjutnya, volume 
produksi batubara meningkat melambat. Peningkatan 
produksi batubara terus berlanjut karena izin ekspor 
bahan mentah untuk batubara masih belum diberlakukan 
sepertihalnya pada komoditas tambang lainnya akibat 
diberlakukannya Undang Undang Minerba Nomor 4 tahun 
2009 yang mulai berlaku sejak Januari 2014.

Sejarah penambangan bijih nikel dan bauksit di Indonesia 
tidak sepanjang pertambangan emas dan timah. Walaupun 
cadangan bijih bauksit sudah ditemukan sejak tahun 1920 di 
pulau Bintan, namun bijih bauksit yang merupakan bahan 

Gambar 17.3
Produksi Batu Bara, 1980–2014

Catatan: e Angka perkiraan
Sumber: Survei Pertambangan Nonminyak dan Gas Bumi, BPS

Catatan: e Angka perkiraan
Sumber: Survei Pertambangan Nonminyak dan Gas Bumi, BPS
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mentah logam aluminium mulai diproduksi secara besar-
besaran pada tahun 1935. Wilayah penambangan bauksit 
terbesar ada di pulau Bintan, Riau, provinsi Kalimantan 
Barat, dan provinsi Kalimantan Tengah. Karena ketiadaan 
pabrik smelter yang mengolah bahan mentah bauksit, 
seluruh produksi bauksit diekspor. Hal tersebut berbeda 
dengan bijih nikel. Perusahaan penambangan nikel di 
Indonesia sudah mampu mengolah bijih nikel menjadi 
bentuk olahannya setengah jadi, sehingga ekspor nikel 
sudah dalam bentuk nikel dalam olahan.

Produksi kedua jenis bahan tambang ini mulai tumbuh 
tinggi pada periode tahun 1985–1990. Angka pertumbuhan 
rata-rata produksi per tahun keduanya pada periode 
tersebut masing-masing sebesar 7,7 persen untuk 
bauksit dan 17,8 untuk bijih nikel. Sampai dengan tahun 
2006 produksi kedua jenis bahan tambang ini cenderung 
berfluktatif. Puncak pertumbuhan produksi kedua jenis 
bahan tambang ini terjadi pada periode tahun 2005–2010. 
Rata-rata pertumbuhan produksi keduanya termasuk 
tiga yang terbesar diantara semua jenis bahan tambang, 
dimana bauksit rata-rata tumbuh sebesar 61,4 persen per 
tahun dan bijih nikel sebesar 20,6 persen per tahun. Tetapi 
sejalan dengan harga komoditas bahan tambang ini yang 
cukup tinggi, produksinya terus meningkat hingga tahun 
2013. Produksi bauksit dan nikel kembali turun sejak 
diberlakukannya pembatasan ekspor bahan tambang 
mentah tahun 2014.

Menurut catatan sejarah, tambang emas sudah 
diusahakan di Indonesia sejak 700 SM. Tercatat 
kerajaan-kerajaan besar di Nusantara, seperti Sriwijaya, 
Majapahit, dan Mataram menggunakan emas sebagai 
simbol kemakmuran.Pusat tambang emas tertua di 
Indonesia berada di sekitar bukit barisan, Sumatera, 
seperti di Martabe, Bangko, Lebong, dan Mandailing. 
Ini pulalah yang menjadikan pulau Sumatera mendapat 
julukan Swarnadwipa, yang artinya pulau Emas. Sebelum 
Perang Dunia II, Indonesia merupakan penghasil emas 
terbesar di Asia Tenggara. Pada awal 1980-an, PT Aneka 
Tambang merupakan satu-satunya perusahaan yang 
mengusahakan emas di Indonesia. Kemudian berturut-

turut diikuti oleh perusahaan penambangan emas lainnya, 
seperti PT Freeport Indonesia Inc, di Tembagapura, 
Papua, dan PT Lusang Mining di Bengkulu. Saat ini PT 
Freeport merupakan perusahaan yang memproduksi 
emas terbesar di Indonesia. Produksi emas dan perak di 
Indonesia tercatat mengalami pertumbuhan yang sangat 
tinggi pada periode tahun 1990–1995. Pada periode 
tersebut rata-ratapertumbuhan produksi per tahun 
emas mencapai 165,3 persen dan perak 168,5 persen. 
Setelah periode tahun tersebut, produksi emas dan perak 
mengalami pertumbuhan yang berfluktuatif. Puncak 
produksi emas terjadi pada tahun 2001 sebesar 148.528 
kg, sementara puncak produksi perak terjadi ditahun 
yang lebih awal, yaitu pada tahun 1998 sebesar 383.191 
kg. Dalam sepuluh tahun terakhir ini produksi emas 
cenderung menurun dengan rata-rata pertumbuhan 
produksi negatif, sementara perak walaupun memiliki 
pola produksi yang hampir sama dengan emas, akan 
tetapi baru mengalami pertumbuhan negatif pada lima 
tahun terakhir ini saja. Pertumbuhan produksi emas pada 
periode tahun 2005–2010 dan 2010–2014 masing-masing 
sebesar -3,5 persen per tahun dan -12,9 persen pertahun, 
sementara pada periode tahun 2010–2014 produksi perak 
turun lebih tajam, yaitu sebesar 22,8 persen per tahun . 
Pertumbuhan kedua komoditas tambang ini pada periode 
tahun terakhir ini merupakan yang terendah sejak tahun 
1980.

Pasir besi dan tembaga merupakan dua komoditas 
pertambangan yang sangat penting dalam perkembangan 
industri manufaktur, terutama industri otomotif dan 
ketenagalistrikan. Lokasi penambangan pasir besi di 
Indonesia banyak tersebar di provinsi Jawa Barat dan Jawa 
Timur. Sebagian besar perusahaan yang mengusahakan 
pasir besi merupakan perusahaan pertambangan skala 
kecil dan menengah dengan izin penambangan diperoleh 
dari Dinas Pertambangan Daerah. Produksi pasir besi 
Indonesia mulai meningkat sangat tinggi pada tahun 
2006 sejalan dengan peningkatan industri berbahan 
baku baja dunia. Produksi pasir besi Indonesia pada saat 
itu sebesar 2,2 juta ton, meningkat sekitar 158,8 persen 

Gambar 17.4
Produksi Bauksit dan Bijih Nikel, 1980–2014

Gambar 17.5
Produksi Emas dan Perak, 1980–2014
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dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan pada periode 
tahun 2005–2010 rata-rata pertumbuhan produksi pasir 
besi Indonesia mencapai angka tertinggi diantara jenis 
bahan tambang utama lainnya yaitu sebesar 60,8 persen 
per tahun. Sebagai dampak dari pembatasan ekspor pasir 
besi pada tahun 2014, pada periode tahun 2010–2014 
produksi pasir besi mengalami pertumbuhan negatif, 
yaitu rata-rata sebesar -27,6 persen per tahun. Walaupun 
setahun sebelum diberlakukannya pembatasan tersebut, 
yaitu pada tahun 2013 sempat mengalami pertumbuhan 
produksi sangat tinggi sebesar 93,6 persen. 

Berbeda dengan pasir besi, penambangan tembaga 
dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pertambangan 
skala besar yang izinnya pengusahaannya diperoleh dari 
pemerintah pusat. Dua perusahaan penambangan tembaga 
di Indonesia merupakan dua perusahaan pertambangan 
asing terbesar di dunia, yaitu Freeport  Inc dan Newmont 
Inc. Sebaran wilayah penambangan batubara tidak 
sebanyak tambang pasir besi. Dua wilayah penghasil 
tembaga terbesar di Indonesia ada di Tembagapura, 
Papua dan Batuhijau, Nusa Tenggara Barat. Produksi 
konsentrat tembaga cenderung terus tumbuh positif sejak 
tahun 1980, kecuali pada periode tahun 2005–2010 yang 
rata-rata tumbuh negatif sebesar 22,5 persen per tahun. 
Pada periode tahun 2010–2014 produksi konsentrat 
tembaga tetap tumbuh positif, tidak mengalami dampak 
akibat pelarangan ekspor bahan mentah. Konsentrat 
tembaga masih tetap mendapatkan izin ekspor walaupun 
mengalami pengetatan aturan ekspor.

Penambangan timah di Indonesia termasuk yang tertua 
selain emas. Tercatat penambangan timah pertama 
dilakukan di pulau Bangka pada tahun 1711. Sampai dengan 
saat ini, pulau Bangka merupakan pulau penghasil timah 
terbesar di Indonesia selain pulau Singkep dan Bintan. 
Perusahaan timah terbesar yang menjadi produsen timah 
Indonesia adalah PT Tambang Timah, yang merupakan 
anak perusahaan PT Timah Persero Tbk. Perusahaan 
timah lainnya sebagian besar beroperasi di pulau Bangka 
tetapi berskala relatif lebih kecil dibandingkan BUMN 
timah ini. Di pulau ini masih terdapat usaha perorangan 
yang sebenarnya sudah dilarang oleh pemerintah 

Gambar 17.6
Produksi Pasir Besi  dan Konsentrat Tembaga

 1980–2014

daerah setempat. Produksi timah Indonesia cenderung 
terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan industri 
berbahan baku timah, seperti industri elektronik dan 
telepon seluler yang dalam dua dekade ini mengalami 
pertumbuhan yang sangat cepat. Puncak produksi timah 
Indonesia terjadi pada tahun 2010, yaitu mencapai 97.796 
ton. Setelah itu produksi timah terus menurun dan hanya 
51.915 pada tahun 2014. Volume produksi timah sangat 
dipengaruhi volume ekspornya. Ekspor timah Indonesia 
merupakan yang terbesar di dunia. Seperti komoditas 
barang tambang lainnya, sebagian besar produksi timah 
Indonesia di ekspor sebagai bahan baku industri. Negara 
tujuan utama ekspor timah adalah Tiongkok, Jepang, 
dan Korea Selatan. Selain pemanfaatan produksi yang 
belum sepenuhnya digunakan oleh industri dalam negeri, 
ekspor timah juga sebagian besar bukan negara industri 
pengguna, tetapi ke Singapura. Dalam sepuluh tahun 
terakhir lebih dari 70 persen timah Indonesia di ekspor ke 
negara transit ekspor ini.

17.2.2 Perkembangan Tenaga Kerja

Ciri utama perusahaan yang mengusahakan pertambangan 
migas adalah padat modal. Perusahaan migas sangat 
mengandalkan kemampuan teknologinya dalam proses 
pengangkatan migas dari dalam bumi dibandingkan 
tenaga manusia. Oleh karena itu, peranan investasi 
menjadi sangat penting di sektor ini. Konsekuensi dari 
mengandalkan teknologi dalam proses kerjanya, tidak 
banyak tenaga kerja yang mampu diserap oleh sektor 
pertambangan. Tercatat sejak tahun 1980 hingga tahun 
2014 jumlah tenaga kerja tetap perusahaan-perusahaan 
migas di Indonesia berkisar antara 19.000 orang hingga 
26.000 orang. Jumlah ini termasuk pekerja asing yang 
dipekerjakan terutama oleh perusahaan-perusahaan 
asing yang jumlahnya masih cukup banyak di Indonesia. 
Sejalan dengan penurunan volume produksi migas, 
jumlah karyawan di subsektor migas ikut pula mengalami 
penurunan. Tercatat sejak tahun 2008 jumlah karyawan 
terus mengalami penurunan, sehingga pada tahun 2014 
diperkirakan jumlahnya hanya 21.148 orang.

Gambar 17.7
Produksi Konsentrat Timah, 1980–2014

Catatan: e Angka perkiraan
Sumber: Survei Pertambangan Nonminyak dan Gas Bumi, BPS
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Berbeda dengan subsektor pertambangan migas, pada 
pertambangan non migas, selain tenaga kerja tetap 
juga banyak diserap pekerja harian lepas yang bekerja 
langsung di area tambang. Teknologi yang digunakan 
tidak seintensif pada pertambangan migas, masih banyak 
pekerja yang langsung terlibat dalam proses produksi. 
Sayangnya banyak pekerja lepas yang tidak tercatat pada 
administrasi perusahaan.Ini disebabkan oleh banyaknya 
perusahaan pertambangan non migas berskala kecil 
yang tidak memiliki catatan administrasi. Statistik 
pertambangan non migas hanya dapat memperoleh 
data mengenai tenaga kerja tetap secara konsisten dari 
perusahaan. Jumlahnya cenderung terus meningkat 
selama kurun waktu tahun 1980–2014. Pertumbuhan 
jumlah tenaga kerja tetap tertinggi terjadi pada periode 
tahun 2010–2014, yaitu rata-rata sebesar 20,2 persen 
per tahun. Jumlah tenaga kerja tetap terbanyak adalah 
pada tahun 2013 sebanyak 143.091 orang. Pertumbuhan 
yang sangat tinggi ini disebabkan oleh volume produksi 
yang tumbuh tinggi sampai dengan tahun 2013 sebagai 
tindakan perusahaan mengantisipasi pembatasan ekspor 
bahan tambang mentah pada tahun 2014.

Tabel 17.3
Jumlah Tenaga Kerja Subsektor Pertambangan Migas 

dan Subsektor Pertambangan Nonmigas  (orang)
1980–2014

Tahun Migas Non Migas

(1) (2) (3)

1980 19 102 34 810
1985 19 905 39 035
1990 18 598 39 627
1995 18 277 39 768
2000 17 514 39 044
2005 25 266 45 252
2010 23 580 54 106
2014 e 21 148 113 106
Pertumbuhan (%)
1980–1985 0,8 2,3
1985–1990 -1,3 0,3
1990–1995 -0,3 0,1
1995–2000 -0,8 -0,4
2000–2005 7,6 3,0
2005–2010 -1,4 3,6
2010–2014 e -2,7 20,2

Catatan: e Angka perkiraan
Sumber: Survei Pertambangan Nonminyak dan Gas Bumi, BPS
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pengadaan
gas tumbuh
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Sejalan dengan kebutuhan 
masyarakat terhadap

listrik, gas, dan air minum, 
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XVIII. Listrik, gas, dan air minum

Ringkasan

Summary

Sebagian besar penyediaan listrik, gas alam, 
dan air minum untuk masyarakat sebagian 
besar dilakukan oleh perusahaan milik 
negara atau milik pemerintah daerah.

Sejalan dengan kebutuhan masyarakat 
terhadap listrik, gas, dan air minum, sektor 
ini terus tumbuh positif selama kurun waktu 
1980–2014, produksi listrik tumbuh 10,4 
persen per tahun, pengadaan gas tumbuh 
17,8 persen per tahun, dan penyediaan air 
minum tumbuh 6,8 persen per tahun.

Sejarah ketenagalistrikan, pengadaan gas, dan penyediaan air minum di Indonesia dimulai sejak akhir abad ke-19. Kegiatan 
subsektor ketenagalistrikan diawali oleh perusahaan-perusahaan industri di masa kolonial Belanda yang membangun 
pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Penjualan listrik untuk umum pertama kali dilakukan oleh perusahaan 
gas NV NIGM. Pada tahun 1945, perusahaan-perusahaan penyedia listrik untuk umum diambil oleh pemerintah Indonesia dari 
Jepang.  Pada tanggal 27 Oktober 1945 Presiden Sukarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas yang merupakan cikal bakal 
dari Perusahaan Listrik Negara dan Perusahaan Gas Negara. Sementara itu, perusahaan penyedia air minum mulai beroperasi 
setelah pemerintah kolonial Belanda membangun bendungan dan saluran air sepanjang 12 km pada tahun 1890. Pada tahun 
1900 pemerintah Belanda mendirikan perusahaan air bersih untuk menyalurkan air bersih ke kota-kota dengan menggunakan 
saluran pipa. Pada tahun 1959 pemerintah membentuk Djawatan Teknik Penjehatan yang menangani kebutuhan air minum, 
dimulai dengan pembangunan instalasi air minum di kota Jakarta, Bandung, Manado, Banjarmasin, Padang, dan Pontianak. 
Dalam pembangunannya, pemerintah menggunakan pijaman dari pemerintah Perancis dengan sistem “turn key project“. 
Selanjutnya, terbitlah UU no. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan mulailah dibentuk PDAM sampai sekarang.

The history of electricity, gas and drinking water supply in Indonesia began at the end of the 19th century. The electricity 
subsector was initiated by industrial companies in the Dutch colonial era which built the power plants to fulfill their own needs. 
The first company selling electricity to the public was NV NIGM Gas Company. In 1945, the companies providing electricity 
to the public were taken by Indonesian government from Japan. On 1945 October 27, President Sukarno formed Bureau of 
Electricity and Gas which was the embryo of National Electricity Company and National Gas Company. Meanwhile, the water 
supply companies started to operate after the establishment of the water channel along 12 km and dam by the Dutch colonial 
government in 1890. In 1900, Dutch government established a water company to distribute clean water to the cities by using 
pipelines. In 1959 the government established “Djawatan Teknik Penjehatan” which began to manage water supply, including 
construction of drinking water infrastructure in Jakarta, Bandung, Manado, Banjarmasin, Padang, and Pontianak with the 
support of “turnkey project” loan from the French government. Finally, the Law no. 5 of 1962 was enacted on establishment of 
Local Water Supply Company (PDAM).
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18.1 Perkembangan Produksi Listrik

Sebagian besar tanggung jawab penyediaan listrik untuk 
masyarakat diserahkan kepada negara melalui BUMN 
listrik, yaitu PT PLN (Persero). Peranan sektor swasta 
masih terbatas pada kegiatan pembangkitan listrik. dan 
hanya sedikit saja yang sampai pada pendistribusian listrik 
pada konsumen akhir. Sementara itu, kegiatan transmisi 
listrik masih menjadi monopoli PT PLN (Persero). Pada 
tahun 2014, kapasitas pembangkit PT PLN (Persero) 
mencapai sebesar 43,7 GW. Dengan kapasitas sebesar 
itu, PLN mampu memproduksi sekitar 76,7 persen dari 
seluruh produksi listrik Indonesia. 

Sejak tahun 1945 produksi listrik Indonesia menunjukan 
pertumbuhan positif setiap tahunnya. Tingkat pertumbuhan 
produksi listrik rata-rata di atas tingkat pertumbuhan 
ekonomi. Bahkan pada periode 1975–1990 dan periode 
1995–2000 pertumbuhan produksinya mencapai dua digit. 
Pada periode  1975–1985 rata-rata pertumbuhan produksi 
listrik mencapai 15,7 persen per tahun. Selanjutnya, pada 
periode 1985–1990 rata-rata pertumbuhan produksi 
listrik mencapai 16,7 persen per tahun dan pada periode 
1995–2000 pertumbuhannya mencapai 11,2 persen per 
tahun. 

Pertumbuhan produksi listrik yang positif  mengindikasikan 
bahwa kebutuhan listrik masyarakat terus meningkat. 
Rata-rata setiap tahunnya masih terdapat lebih dari sejuta 
permintaan sambungan listrik baru ke PLN. Menurut 
Statistik PLN tahun 2013, rasio elektrifikasi Indonesia 

Tahun
Kapasitas 
Terpasang 

(MW)

Produksi 
(GWh)

Dijual 
(GWh)

(1) (2) (3) (4)
1945 158,0 504,0 403,0
1955 258,0 900,0 720,0
1965 559,0 1 513,0 1 204,0
1975 1 254,0 3 770,0 2 804,0
1980 2 487,1 7 986,7 6 170,8
1985 5 299,0 16 245,0 12 088,0
1990 9 119,0 35 087,0 27 740,0
1995 14 981,0 54 597,0 49 629,0
2000 20 850,0 92 821,0 79 710,0
2005 22 515,1 127 369,8 107 032,3
2010 26 895,0 169 786,2 147 300,5
2014 e 47 413,8 231 830,7 199 892,8

Pertumbuhan (%)
1945–1955 5,0 6,0 6,0
1955–1965 8,0 5,3 5,3
1965–1975 8,4 9,6 8,8
1975–1985 15,5 15,7 15,7
1985–1990 11,5 16,7 18,1
1990–1995 10,4 9,2 12,3
1995–2000 6,8 11,2 9,9
2000–2005 1,5 6,5 6,1
2005–2010 3,6 5,9 6,6
2010–2014 e 15,2 8,1 7,9

sebesar 78,06 persen. Denga kata lain, ada sekitar 21,94 
persen masyarakat yang belum memperoleh sambungan 
listrik PLN.

18.2 Perkembangan Pengadaan Gas Alam

Seperti halnya subsektor ketenagalistrikan, sektor 
pengadaan gas alam sebagian besar masih menjadi 
tanggung jawab perusahaan negara, PT PGN (Persero).

Pada awalnya, perusahaan pengadaan gas hanya 
mengalirkan gas buatan dari batubara dan minyak bumi. 
Pada tahun 1974 PT PGN (Persero) mulai mengalirkan gas 
alam di kota Cirebon. Setelah itu disusul berturut-turut 
di wilayah Jakarta tahun 1979, Bogor tahun 1980, Medan 
tahun 1985, Surabaya tahun 1994, dan Palembang tahun 
1996. Sampai dengan tahun 2008 seluruh pengadaan gas 
bagi rumah tangga, industri, sektor komersial diusahakan 
oleh PT PGN (Persero). 

Pengadaan gas alam selalu mengalami peningkatan 
setiap tahunnya. Statistik Pengadaan Gas Indonesia 
mencatat selama periode 1980–2014 pertumbuhan volume 
pengadaan gas setiap tahunnya rata-rata naik dua digit. 
Bahkan pada periode 1985–1995 rata-rata pertumbuhan 
per tahunnya lebih dari 20 persen. Pertumbuhan tersebut 
masing-masing 28,9 persen pada periode 1980–1985, 
22,7 persen pada periode 1985–1990, dan 26,5 persen 
pada periode 1990–1995. Setelah periode tahun-tahun 
tersebut, pertumbuhan pengadaan gas relatif stabil pada 
angka antara 10,1 persen sampai dengan 13,7 persen.

Tahun Gas yang Didistribusikan
(ribu m3)

(1) (2)

1980 36 867,0

1985 131 235,0

1990 365 600,0

1995 1 186 022,0

2000 1 968 257,0

2005 3 180 105,0

2010 6 030 777,4

2014 e 9 548 107,0

Pertumbuhan (%)

1980–1985 28,9

1985–1990 22,7

1990–1995 26,5

1995–2000 10,7

2000–2005 10,1

2005–2010 13,7

2010–2014 e 12,2

Catatan: e Angka perkiraan
Sumber: Survei Listrik, BPS

Catatan: e Angka perkiraan
Sumber: Survei Distribusi Gas, BPS

Tabel 18.2
Perkembangan Pengadaan Gas Alam

1980–2014

Tabel 18.1
Perkembangan Kapasitas, Produksi, dan 

Distribusi Listrik 1945–2014
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18.3 Perkembangan Penyediaan Air Minum

Pembangunan sistem air minum di Indonesia secara lebih 
terencana mulai dilaksanakan pada periode pembangunan 
lima tahunan (Pelita). Dalam setiap periode Pelita selalu 
dikembangkan kebijaksanaan pembangunan air minum 
menyangkut perluasan jaringan pipa, keberlangsungan 
penyediaan air dan peningkatan kualitas air minum.

Bila pada pengadaan listrik dan gas alam tanggung jawab 
penyediaannya berada di tangan pemerintah pusat, pada 
pengadaan air minum tanggung jawab diserahkan pada 
pemerintah daerah setempat. Peran serta BUMN dalam 
penyediaan air bersih terbatas pada penyediaan air baku, 
yaitu air yang menjadi bahan baku untuk diolah oleh 
perusahaan penyedia air minum. Jumlah perusahaan 
air minum relatif tidak banyak berubah setiap tahunnya. 
Penambahan jumlah perusahaan terbanyak terjadi pada 
periode 1980–1990. Rata-rata pertumbuhan jumlah 
perusahan pada periode 1980–1985 sebesar 6,5 persen 
per tahun, sedangkan pada periode 1985-1990 sebesar 8,9 
persen.

Seperti halnya jumlah perusahaan penyedia air minum, 
volume air minum yang didistribusikan juga mengalami 
pertumbuhan positif setiap tahunnya. Tidak ada pola 
pertumbuhan yang teratur pada volume air minum yang 
disalurkan. Sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 2000 
pertumbuhan volume air yang disalurkan relatif tinggi, 
yaitu rata-rata di atas 6,6 persen per tahun. Pertumbuhan 
tertinggi terjadi pada periode 1995–2000 yang mencapai 
10,3 persen per tahun. Setelah itu, pada periode 2000–

2010 pertumbuhan volume air yang disalurkan melambat 
dan kembali tumbuh tinggi pada periode tahun 2010–2014 
sebesar 8,5 persen per tahun.

18.4 Pemanfaatan Energi

18.4.1 Penggunaan Energi Menurut Jenis Energi

Energi merupakan penggerak utama roda perekonomian 
nasional. Konsumsi energi terus meningkat sejalan 
dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatan 
ekonomi nasional. 

Bila pada tahun 1995 konsumsi energi sebesar 380 
juta setara barel minyak (SBM), pada tahun 2013 sudah 
mencapai 1.211,2 juta SBM, atau meningkat 6,3 persen 
per tahun. Di pihak lain, produksi energi Indonesia, 
terutama dari migas cenderung terus turun. Neraca 
energi Indonesia mencatat bahwa belum semua produksi 
energi dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi 
dalam negeri. Sebagian besar energi masih diekspor. 
Penyebabnya adalah selain untuk menambah devisa 
negara juga karena kapasitas industri transformasi energi 
nasional belum mampu secara penuh mengubahnya 
menjadi energi final dalam bentuk Bahan Bakar Minyak 
(BBM), LPG, dan listrik yang siap dipakai oleh pengguna 
akhir. Walaupun produksi batubara melambat, tetapi 
masih memiliki cadangan tersimpan cukup besar. Panas 
bumi juga merupakan sumber energi terbarukan yang 
berpotensi untuk terus dikembangkan.

BBM merupakan jenis energi yang paling banyak digunakan 
diantara empat jenis energi final lainnya. Sejak tahun 1995 
sampai dengan 2013, penggunaan BBM terus meningkat. 
Apabila pada tahun 1995 konsumsi BBM sebesar 245,9 juta 
SBM pada tahun 2013 menjadi 399,3 juta SBM. Peningkatan 
konsumsi BBM terbesar terjadi pada periode 1995–2000, 
dimana rata-rata konsumsi meningkat sebesar 5,8 
persen per tahun. Pada periode 2000–2010 pertumbuhan 
konsumsi BBM melambat menjadi 1,4 persen per tahun. 
Akan tetapi, kembali tumbuh tinggi pada periode 2010–
2013 mencapai 3,2 persen per tahun. 

Tahun Jumlah 
Perusahaan

Jumlah 
Tenaga Kerja

Air yang Di-
distribusikan 

(juta m3)

(1) (2) (3) (4)

1980 190 10 957 361

1985 260 16 954 497

1990 398 26 487 765

1995 445 35 601 1 158

2000 457 41 025 1 889

2005 524 50 533 2 353

2010 529 48 465 2 439

2014 e 542 49 805 3 375

Pertumbuhan (%)

1980–1985 6,5 9,1 6,6

1985–1990 8,9 9,3 9,0

1990–1995 2,3 6,1 8,6

1995–2000 0,5 2,9 10,3

2000–2005 2,8 4,3 4,5

2005–2010 0,2 -0,8 0,7

2010–2014 e 0,6 0,7 8,5

Tahun Batu-
bara

Gas 
Alam BBM LPG Listrik Lainnya

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1995 16,9 31,9 245,9 5,4 30,3 49,6 

2000 36,1 87,2 315,3 8,3 48,6 282,6 

2005 65,7 86,6 338,4 8,5 65,6 299,8 

2010 136,7 115,4 363,1 32,1 90,7 329,5 

2013 178,8 125,5 399,3 47,8 115,0 344,9 

Pertumbuhan  (%)

1995–2000 16,4 22,3 5,1 8,9 9,9 41,6

2000–2005 12,8 -0,1 1,4 0,5 6,2 1,2

2005–2010 15,8 5,9 1,4 30,6 6,7 1,9

2010–2013 9,4 2,8 3,2 14,2 8,2 1,5

Catatan: e Angka perkiraan
Sumber: Survei Perusahaan Air Minum, BPS

Sumber: Kementerian Energi Sumber Daya Mineral RI

Tabel  18.3
Jumlah Perusahaan, Jumlah Tenaga Kerja, dan Air yang 

Didistribusikan Perusahaan Penyedia Air Minum
1980–2014

Tabel 18.4
Pemakaian Beberapa Jenis Energi Final (juta SBM)

1995–2013
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Dalam 20 tahun terakhir, produksi batubara menunjukkan 
tingkat pertumbuhan konsumsi tertinggi. Pada tahun 
1995 konsumsi batubara hanya sebesar 16,9 juta SBM, 
atau masih di bawah konsumsi gas alam dan listrik. 
Sementara itu, pada tahun 2013 konsumsinya menjadi 
terbesar kedua setelah BBM, yaitu mencapai 178,8 juta 
SBM, atau meningkat rata-rata sebesar 13,2 persen per 
tahun. Pengguna batubara terbesar adalah pembangkit 
tenaga listrik dan industri manufaktur.

Seperti halnya batubara, energi  gas alam sebagian 
besar dikonsumsi oleh pembangkit listrik dan industri 
manufaktur. Bila pada tahun 1995 konsumsinya sebesar 
31,9 juta SBM yang merupakan terbesar kedua setelah 
BBM, pada tahun 2013 menjadi 125,5 juta SBM, atau 
meningkat 7,5 persen. Puncak pertumbuhan konsumsi gas 
alam terjadi pada periode 1995–2000 yang mencapai 22,3 
persen per tahun. Namun demikian, pada periode 2000–
2005, konsumsi gas alam menurun rata-rata sebesar -0,1 
per tahun. Pada periode tahun 2005–2013, konsumsi gas 
alam kembali tumbuh positif.

Program konversi penggunaan minyak tanah ke LPG 
terbukti telah meningkatkan pertumbuhan konsumsi 
LPG yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat dari tabel 
konsumsi energi periode 1995–2013, dimana konsumsi 
LPG pada tahun 1995 hanya sebesar 5,4 juta SBM, pada 
tahun 2013 menjadi 47,8 juta SBM, atau tumbuh sebesar 
12,2 persen per tahun. Pada periode 1995–2006 rata-
rata pertumbuhan penggunaan LPG tidak lebih dari 10 
persen per tahun. Sementara itu, pada periode 2005–2010 
rata-rata pertumbuhannya 30,6 persen per tahun. Pada 
periode 2010–2013, konsumsi LPG masih tetap tinggi, 
yaitu mencapai 14,2 persen per tahun. 

Pertumbuhan konsumsi listrik cenderung akan mengikuti 
produksinya. Hal ini disebabkan karena perusahaan-
perusahaan listrik masih belum memenuhi seluruh 
kebutuhan listrik. Pada tahun 1995, konsumsi energi 
listrik 30,3 juta SBM, kemudian pada tahun 2013 menjadi 
sebesar 115,0 juta SBM atau tumbuh 7,3 persen per tahun. 
Pertumbuhan tertinggi terjadi pada kurun waktu 1995–
2000 yang mencapai 9,9 persen per tahun. Pada periode 
2000–2005, pertumbuhan konsumsinya melambat, tetapi 
meningkat kembali pada dua periode tahun berikutya, 
masing-masing 6,7 persen per tahun pada periode 2005–
2010 dan 8,2 persen per tahun pada periode 2010–2013.

18.4.2 Penggunaan Energi Menurut Sektor Pengguna

Diantara beberapa kegiatan ekonomi, Sektor Industri 
Manufaktur dan Transportasi merupakan dua sektor 
pengguna energi terbesar. Selain untuk bahan bakar 
mesin-mesin industri, Sektor Manufaktur juga 
menggunakan energi sebagai bahan baku, misalnya pada 
industri petrokimia dan semen yang menggunakan gas 
alam dan batubara sebagai bahan baku. 

Selama periode tahun 1995–2013, rata-rata konsumsi 
energi kedua sektor ini mencapai sekitar 56,0 persen 
dari total energi nasional. Konsumsi energi tertinggi pada 
kedua sektor ini terjadi pada periode 1995–2000, dimana 
rata-rata mencapai lebih dari 65 persen. Selain kedua 
sektor ini, konsumsi energi yang cukup besar juga terjadi 

Tahun Industri Rumah 
Tangga Transportasi Lainnya

(1) (2) (3) (4) (5)

1995 128,3 77,5 124,3 49,9

2000 251,9 296,6 139,2 90,3

2005 262,7 313,8 178,5 109,7

2010 355,4 310,5 255,6 146,0

2013 399,7 338,9 323,6 149,0

Pertumbuhan (%)

1995–2000 14,4 30,8 2,3 15,4

2000–2005 0,8 1,1 5,1 2,1

2005–2010 6.2 -0,2 7,4 4,3

2010–2013 4.0 3,0 8,2 4,3

Tabel 18.5
Pemakaian Energi Final Menurut Sektor Pengguna 

Energi  (juta SBM), 1995–2013

pada kegiatan rumah tangga. Selama kurun waktu 1995–
2013, kontribusi konsumsi energi rumah tangga terhadap 
konsumsi energi nasional rata-rata mencapai sekitar 
30,35 persen. Lebih dari itu, pertumbuhan konsumsi 
rumah tangga merupakan yang tertinggi dibandingkan 
Sektor Industri Manufaktur dan Transportasi. Selama 
periode 1995–2013, rata-rata pertumbuhan konsumsi 
rumah tangga mencapai 8,1 persen per tahun. Relatif 
lebih tinggi dibandingkan Sektor Industri Manufaktur (6,2 
persen per tahun) dan Sektor Transportasi (5,2 persen per 
tahun).

18.4.3 Produksi Bahan Bakar Minyak (BBM)

Sepertiga dari konsumsi energi final adalah dalam bentuk 
BBM, terutama premium dan minyak solar yang sebagian 
besar digunakan oleh Sektor Industri Manufaktur dan 
Transportasi. Produksi BBM Indonesia sampai saat ini 
masih belum mampu untuk memenuhi kebutuhan dalam 
negeri. Total kapasitas terpasang kilang minyak bumi di 
Indonesia saat ini mencapai sekitar 1.156 juta barel per 
hari (bph). Adapun produksi minyak Indonesia yang dapat 
diolah di kilang dalam negeri hanya sekitar 649.000 bph. 
Sementara kebutuhan BBM dalam negeri mencapai 1,25 
juta bph. Ini berarti terjadi defisit 608.000 bph.

Pertumbuhan produksi bensin, mencakup premium dan 
pertamax, dan minyak solar (ADO), cenderung terus 
meningkat dalam kurun waktu 1990–2013. Hal ini berbeda 
dengan jenis BBM lainnya yang cenderung turun. Selama 
periode tersebut, produksi premium tumbuh 2,4 persen 
per tahun, sementara minyak solar tumbuh 3,1 persen per 
tahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada periode 1990–
1996 dimana premium tumbuh 7,7 persen per tahun dan 
minyak solar tumbuh 6,5 persen per tahun. Sebaliknya, 
produksi minyak diesel dan kerosin  cenderung turun 
selama kurun waktu 1990–2013. Bila pada tahun 1990 
produksi minyak diesel dan kerosin masing-masing 
sebesar 11,08 juta barel dan 46,63 juta barel, pada tahun 
2013 produksi kedua jenis BBM ini turun. Minyak diesel 
turun menjadi 0,92 juta barel atau rata-rata sebesar -10,2 
persen per tahun dan kerosin turun menjadi 9,61 juta barel 
atau -6,5 persen.

Sumber: Kementerian Energi Sumber Daya Mineral RI
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Tabel  18.6
Produksi Beberapa Jenis BBM dan Pelumas Hasil Pengolahan Minyak Mentah Indonesia (barel), 1990–2013

Tahun Tenaga Kerja Premium Pertamax Pertamax Plus ADO/Minyak 
Solar

IDO/ Minyak 
Diesel

Kerosin/Min-
yak Tanah

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1990 11 493 38 906 115  –  – 61 154 523 11 078 580 45 629 836

1996 12 605 60 815 000  –  – 89 382 000 6 302 000 55 535 000

2000 12 460 69 243 864  –  – 91 154 347 9 163 395 55 117 974

2005 13 261 71 013 010 1 699 754 431 836 94 632 874 8 558 763 53 720 587

2010 9 574 66 820 000 3 301 000 668 000 107 351 000 1 376 000 18 985 000

2013 9 876 67 819 014 2 651 451 566 464 122 907 397 927 464 9 614 333

Pertumbuhan (%)

1990–1996 1,6 7,7  –  – 6,5 -9,0 3,3

1996–2000 -0,3 3,3  –  – 0,5 9,8 -0,2

2000–2005 1,3 0,5  –  – 0,8 -1,4 -0,5

2005–2010 -6,3 -1,2 14,2 9,1 2,6 -30,6 -18,8

2010–2013 1,0 0,5 -7,1 -5,4 4,6 -12,3 -20,3

1990–2013 -0,7 2,4 1,5 -0,9 3,1 -10,2 -6,5
Sumber: Diolah dari hasil Survei Pengilangan Minyak dan Gas Bumi, BPS
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XIX. konstruksi

Pada 2014, pekerja yang terserap di sektor 
konstruksi sebanyak enam persen dari total 
tenaga kerja di Indonesia.

Nilai konstruksi yang diselesaikan pada 2014  
paling besar disumbang oleh golongan pokok 
Konstruksi Sipil (53,8 persen), disusul oleh 
golongan pokok Konstruksi Gedung (29,6 persen) 
dan golongan pokok Konstruksi Khusus (16.6 
persen).

Pembangunan infrastrukstur masih terpusat di 
Pulau Jawa dan Bali.

Sektor konstruksi dapat menjadi salah satu andalan untuk menyerap tenaga kerja karena dalam beberapa tahun terakhir, 
jumlah pekerja baik tetap maupun harian yang terserap di sektor konstruksi terus meningkat. Pada tahun 2014, jumlah pekerja 
yang terserap di sektor ini lebih dari tujuh juta orang atau tak kurang dari enam persen dari total tenaga kerja di Indonesia. 
Meski sempat terpuruk akibat krisis ekonomi tahun 1998, sektor konstruksi berhasil bangkit kembali. Bahkan saat gelombang 
krisis ekonomi kembali menerpa di tahun 2008, sektor ini terlihat lebih tangguh dan terus mempertahankan momentum untuk 
tumbuh. Pertumbuhan ini utamanya digerakkan oleh konstruksi sipil (KBLI 42) yang pada tahun 2014 mencatatkan nilai lebih 
dari Rp308 triliun atau lebih dari 53 persen dari total nilai konstruksi yang diselesaikan di Indonesia. Sayangnya, pertumbuhan 
sektor konstruksi ini tidak merata di seluruh Indonesia. Pada tahun 2014, hampir dua pertiga dari total nilai konstruksi 
yang diselesaikan disumbang oleh Pulau Jawa dan Bali, sedangkan Pulau Sumatera dan kawasan timur Indonesia hanya 
menyumbang sepertiga dari total nilai tersebut. Usaha sektor konstruksi juga masih menemui beberapa kendala, diantaranya 
yang dirasakan paling berat adalah ketatnya persaingan usaha. Pada tahun 2014, indeks masalah bisnis untuk persaingan 
usaha mencapai 45,07 persen yang berarti cukup bermasalah.

Ringkasan
...........................................................

For the past few years, construction sector has been one of the most important sectors in Indonesian economy. The number 
of both permanent and temporarily workers employed by this sector increased significantly. In 2014, the number of workers 
employed in this sector was more than seven million people or no less than six percent of the total Indonesian labor. Although 
economic crisis hit the construction sector in 1998, it gradually recovered and succeeded to maintain its growth rate. Amazingly, 
in the second economic crisis in 2008, the sector had not been seriously suffered and able to maintain its momentum to grow. 
The growth was mainly supported by civil engineering (KBLI 42) which recorded a whopping value of more than Rp308 Trillion 
or 53 percent of the total construction value completed in 2014. Unfortunately, the growth had not been spread evenly across 
Indonesia.  In 2014, almost two third of the total construction value completed was from Java and Bali Islands, while one third of 
it was from Sumatera Island and the eastern part of Indonesia. Furthermore, construction sector still faced several constraints 
in the last few years. One of the main constraints was tight business competition. In 2014, business problem index for business 
competition was 45.07 percent which mean the problem was relatively huge.

Summary
...........................................................
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19.1 Ketenagakerjaan

Gambar 19.1
Perbandingan Tingkat Pertumbuhan antara Jumlah 
Pekerja Tetap Konstruksi dengan Jumlah Angkatan 

Kerja, 2014

Seperti sektor lainnya, Sektor Konstruksi diharapkan 
dapat membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya 
bagi masyarakat. Pada tahun 2014, sektor ini mampu 
mempekerjakan lebih dari tujuh juta orang atau tak kurang 
dari enam persen dari total tenaga kerja di Indonesia, 
menempati urutan kelima dari sembilan kategori lapangan 
usaha. Jika dirunut selama beberapa tahun terakhir, 
jumlah pekerja tetap dan pekerja harian yang terserap di 
sektor konstruksi menunjukkan peningkatan yang cukup 
pesat. Untuk pekerja tetap, pertumbuhan jumlahnya selalu 
lebih tinggi dari pertumbuhan jumlah angkatan kerja. 
Data menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ini pada 
tahun 2005 menyentuh angka lebih dari sembilan persen. 
Sayangnya, angka ini cenderung terus menurun hingga 
tinggal 1,9 persen pada tahun 2014. Akan tetapi, angka ini 
masih lebih tinggi dibanding tingkat pertumbuhan angkatan 
kerja pada tahun yang sama yang tercatat 1,4 persen saja.

Gambar 19.2
Persentase Jumlah Tenaga Kerja Menurut Lapangan 

Usaha, 2014 e

Sementara untuk pekerja harian, jumlahnya juga 
menunjukkan tren yang positif. Ini ditandai dengan jumlah 
hari-orang (mandays) pekerja lepas yang terus meningkat 
dari tahun ke tahun. Meskipun sempat anjlok ke 246,9 juta 

mandays pada tahun 1999, beberapa tahun setelahnya 
jumlah mandays pekerja lepas terus melaju hingga 
mencapai hampir 1,4 miliar pada tahun 2014. Data ini 
menunjukkan bahwa Sektor Konstruksi bisa menjadi salah 
satu sektor andalan untuk mengurangi pengangguran di 
Indonesia.

Gambar 19.3
Jumlah Hari-Orang (Mandays) Pekerja Harian Sektor 

Konstruksi, 1989–2014 e

19.2 Nilai Konstruksi yang Diselesaikan

Setelah sempat terpuruk akibat krisis ekonomi 1998, Sektor 
Konstruksi di Indonesia berhasil bangkit kembali. Pada 
tahun 1999, nilai konstruksi sempat terhempas ke angka 
Rp37 triliun setelah sempat menyentuh angka Rp74 triliun 
tiga tahun sebelumnya. Namun setahun kemudian, kondisi 
perekonomian di Indonesia yang kembali pulih membuat 
Sektor Konstruksi juga ikut bangkit. Bahkan selepas tahun 
2003, nilai konstruksi yang diselesaikan terlihat meningkat 
dengan begitu pesat. Pada saat badai krisis ekonomi tahun 
2008 melanda hampir seluruh penjuru dunia, termasuk 
Indonesia, sektor ini bahkan tidak kehilangan momentum 
untuk terus tumbuh. Hal ini tercermin dari tren nilai 
konstruksi yang terus meningkat, mencatatkan nilai tak 
kurang dari Rp574 triliun pada tahun 2014. Daya tahan 
Sektor Konstruksi terhadap krisis ekonomi global ini 
sekaligus menunjukkan betapa pentingnya peran Sektor 
Konstruksi dalam menopang perekonomian nasional.

Gambar 19.4
Tren Nilai Konstruksi yang Diselesaikan, 1989–2014 e
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Catatan:   e Angka perkiraan
Sumber: 1 Survei Perusahaan Konstruksi Tahunan, BPS
 2 Publikasi Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, Agustus 2014

Catatan:   e Angka perkiraan
Sumber: Publikasi Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, Agustus 2014

Catatan:   e Tahun 2014 merupakan angka perkiraan
Sumber: Survei Perusahaan Konstruksi Tahunan, BPS

Catatan:   e Tahun 2014 merupakan angka perkiraan
Sumber: Survei Perusahaan Konstruksi Tahunan, BPS
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Jika dilihat lebih detail, tergambar jelas bahwa nilai 
konstruksi untuk golongan pokok konstruksi sipil (KBLI 
42) mempunyai nilai yang jauh lebih besar dibanding dua 
golongan pokok lainnya, yaitu konstruksi gedung (KBLI 
41) dan konstruksi khusus (KBLI 43). Pada tahun 2014, 
konstruksi sipil mencatatkan nilai Rp308,6 triliun (53,8 
persen), sementara dua golongan pokok lainnya hanya 
menyumbang masing-masing Rp170 triliun (29,6 persen) 
untuk konstruksi gedung dan Rp95,5 triliun (16,6 persen) 
untuk konstruksi khusus. Tingginya nilai konstruksi yang 
diselesaikan untuk kategori konstruksi sipil menandakan 
bahwa geliat pembangunan infrastruktur cukup 
menjanjikan. Ini merupakan pertanda bagus mengingat 
infrastruktur merupakan salah satu motor pembangunan 
nasional.

Gambar 19.5
Persentase Nilai Konstruksi yang Diselesaikan Menurut 

Golongan Pokok, 2014 e

Gambar 19.6
Sebaran Nilai Konstruksi yang Diselesaikan, 2014 e

Akan tetapi, harus diakui bahwa pembangunan infrastruktur 
belum merata di seluruh Indonesia. Sebagian besar proyek 
infrastruktur masih terpusat di Pulau Jawa dan Bali. Pada 
tahun 2014, hampir dua pertiga dari total nilai konstruksi 
yang diselesaikan disumbang oleh kedua pulau ini. Nilainya 
mencapai lebih dari Rp366 triliun (63,9 persen). Sementara 
untuk daerah di luar Pulau Jawa dan Bali, secara 
keseluruhan persentasenya hanya 36,1 persen dari total 
nilai seluruh Indonesia, dengan rincian Pulau Sumatera 
sebanyak Rp107,4 triliun (18,7 persen) dan pulau-pulau 
lain di kawasan timur Indonesia sebanyak Rp100 triliun 
(17,4 persen).

9.3 Indeks Masalah Bisnis

Pertumbuhan Sektor Konstruksi yang cukup menjanjikan 
ini bukan berarti tanpa kendala. Selama lima tahun terakhir, 
indeks masalah bisnis di Indonesia secara keseluruhan 
tercatat di kisaran 26–31 persen. Ini berarti bahwa selama 
kurun waktu 2010–2014, bisnis di Sektor Konstruksi 
cukup bermasalah. Menurut pengakuan responden, salah 
satu masalah besar yang mereka hadapi adalah semakin 
ketatnya persaingan usaha. Pada tahun 2014, indeks 
masalah bisnis didominasi oleh masalah persaingan usaha 
dengan nilai indeks sebesar 45,07 persen, disusul oleh 
masalah penurunan permintaan konsumen dan tingginya 
harga bahan baku yang masing-masing mempunyai indeks 
sebanyak 38,82 persen dan 32,61 persen. 

Gambar 19.7
Indeks Masalah Bisnis Menurut Jenis Permasalahan

2014 e

Beberapa permasalahan ini tentu harus segera mendapat 
perhatian ekstra dari pemerintah, mengingat tantangan 
dunia usaha ke depan, termasuk Sektor Konstruksi, akan 
semakin berat jika MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) 
benar-benar akan diberlakukan akhir tahun 2015 ini.
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Catatan:   e Angka perkiraan
Sumber: Survei Perusahaan Konstruksi Tahunan, BPS

Catatan:   e Angka perkiraan
Sumber: Survei Perusahaan Konstruksi Triwulanan, BPS

Catatan:   e Angka perkiraan
Sumber: Survei Perusahaan Konstruksi Tahunan, BPS
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XX. industri manufaktur

Industri manufaktur merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam pembangunan nasional. Peranan industri 
manufaktur dalam Pembangunan Ekonomi Nasional dapat ditelusuri dari kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap 
Produk Domestik Bruto. Kontribusi industri manufaktur tersebut terhadap pembangunan nasional dari tahun ke tahun 
menunjukkan kontribusi yang signifikan. Sejak tahun 1991, peranan  sektor Industri Manufaktur sumbangan PDB nya telah 
melampaui sektor pertanian, yakni berkisar di angka 23–29 persen untuk industri manufaktur dibandingkan sektor pertanian 
yang berkisar di angka 13–17 persen. Peranan sektor ini tidak terlepas dari peranan IMB (industri manufaktur dengan tenaga 
kerja 20 orang ke atas) atau lebih terkenal dengan sebutan Industri Menengah  Besar yang telah memberikan kontribusi yang 
besar dalam pembentukan PDB, meskipun secara jumlah perusahaan IMB relatif lebih sedikit  dibandingkan dengan IMK 
(tenaga kerja kurang dari 20 orang).  Selain itu, sektor industri juga mampu menggerakkan sektor-sektor ekonomi lainnya, 
karena dalam proses pengolahannya industri manufaktur menggunakan bahan baku yang berasal dari kekayaan sumber daya 
alam Indonesia. Oleh karena itu, regulasi pemerintah sangatlah berperan dalam menciptakan kondisi yang kondusif terhadap 
Industri Manufaktur Nasional.

Jumlah perusahaan industri manufaktur 
mengalami kenaikan sekitar 35 persen dalam 
25 tahun terakhir. 

Ringkasan

Produktivitas tenaga kerja perusahaan industri 
besar dan sedang menunjukkan peningkatan 
yang siginifikan selama tahun 1990–2014, dari 
9,5 juta rupiah per tenaga kerja tahun 1990, 
meningkat menjadi 327,6 juta rupiah pada tahun 
2014.

Nilai efisiensi perusahaan industri besar 
dan sedang paling besar terjadi pada tahun 
2002, yaitu sebesar 0,65 yang berarti untuk 
menghasilkan satu rupiah nilai output 
diperlukan 0,65 rupiah biaya output.

Summary

Manufacturing sector plays an important role in national development. The role of manufacturing sector in the national economic 
development can be traced based on each economic sector contribution to Gross Domestic Product (GDP). Manufacturing sector 
also shows significant contribution for national development in every year. Since 1991, manufacturing sector’s share of the GDP 
has exceeded agriculture sector, amounted to 23–29 percent for the manufacturing compared to agriculture sector with 13–17 
percent. The role of this sector comes most from Medium Large Industries/MLI (manufacturing industry with workforce of 20 
people upwards) which has made a great contribution to GDP, though the MLI is relatively less compared with the Small Micro 
Industries/SMI (manufacturing industry with workforce of less than 20 people) by the number of establishments. In addition, 
this industry is also able to stimulate other economic sectors, as the process of manufacturing industry uses raw materials 
derived from the wealth of Indonesia’s natural resource. Therefore, the government regulation is very instrumental to create 
conducive condition for the national manufacturing sector.  
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20.1 Perkembangan Jumlah Perusahaan Industri 
Manufaktur

Dalam 25 tahun terakhir jumlah perusahaan industri 
manufaktur mengalami kenaikan sekitar 35,32 persen, 
yaitu dari 16.525 perusahaan di tahun 1990 menjadi  
25.551 perusahaan di tahun 2014, kenaikan tersebut 
secara kelompok industri berasal 71,49 persen kelompok 
industri sedang dan  28,51 persen berasal dari kelompok 
industri besar.

Bila dilihat dari persebarannya, jumlah perusahaan 
industri besar dan sedang dalam kurun waktu tersebut 
masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, yang mempunyai 
luas hanya sekitar tujuh  persen dari luas seluruh wilayah 
Indonesia. Pada tahun 1990 jumlah perusahaan industri 
besar dan sedang di Pulau Jawa mencapai 79,95 persen 
dari jumlah perusahaan industri besar dan sedang yang 
ada di Indonesia. Pada tahun 2010 komposisi jumlah 
perusahaan tersebut berubah menjadi 83,65 persen ada 
di Pulau Jawa dan 16,35 persen ada di luar Pulau Jawa.

Secara umum jumlah perusahaan industri besar 
dan sedang yang berada di Pulau Jawa naik dari 13,2 
ribu perusahaan pada tahun 1990 menjadi 21,3 ribu 
perusahaan pada tahun 2014 atau naik dengan laju 
pertumbuhan per tahun sebesar 2,46  persen. Sedangkan 
untuk jumlah perusahaan industri besar dan sedang yang 
berada di luar Pulau Jawa pada tahun 1991 ada sebanyak 
3.313 perusahaan meningkat menjadi 4.199  perusahaan 
pada tahun 2014 atau naik dengan laju pertumbuhan per 
tahun sebesar 1,12 persen. Pertumbuhan tersebut masih 
cukup baik dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah 
perusahaan di Pulau Jawa yang secara infrastruktur 
masih perlu dikembangkan. Hal ini dikarena adanya 
regulasi dari pemerintah Indonesia yang memberikan 
otonomi wilayah untuk provinsi dan kabupaten agar 
membangun industri manufaktur  yang sesuai dengan 
wilayahnya serta pembangunan kawasan khusus ekonomi 
seperti kawasan berikat, kawasan industri dan kawasan 
perkebunan sebagai bahan baku utama untuk industri 
tertentu.

Gambar 20.1
Sebaran Perusahaan Industri Besar dan Sedang

Menurut Kelompok, 1990–2014

Pertumbuhan tertinggi selama dekade 25 tahun  adalah  
pada saat Sensus Ekonomi 2006 yaitu sebesar 42,16 
persen laju pertumbuhan perusahaan industri dalam 
kurun waktu satu tahun. 

Tahun 1997–1998 Negara ini mengalami krisis ekonomi 
yang berdampak pada pertumbuhan jumlah perusahaan 
industri besar dan sedang mengalami penurunan sebesar 
4,29 persen. Selama tahun 1999–2004 jumlah perusahaan 
mengalami pasang surut dampak dari krisis ekonomi yang 
menyebabkan perekonomian kurang kondusif sehingga 
pertumbuhan jumlah perusahaan industri   menurun 
sekitar 0,94 persen pertahunnya. 

Dekade tahun 2004–2006, dimana reformasi pemerintahan 
sudah mulai stabil dengan terjadinya pemekaran wilayah 
provinsi dari  27 menjadi  33 provinsi, dan regulasi perijinan 
yang berbasis otonomi daerah. 

Tahun 2007–2010 mengalami perlambatan kembali 
karena pembenahan tempat dan lokasi perusahaan 
dengan dibangunnya daerah kawasan industri. Mulai 
tahun 2011 sampai sekarang dengan adanya kawasan 
berikat atau kawasan industri jumlah perusahan 
mengalami peningkatan baik di wilayah Jawa dan Luar 
Jawa meskipun terlihat peningkatan terbesar masih 
berada di Luar Jawa.

Setelah tahun 2006 sampai dengan sekarang pertumbuhan 
jumlah perusahaan industri sedang digalakan di Luar 
Jawa khususnya di wilayah timur Indonesia, hal ini terlihat 
pada tahun 2006 pertumbuhan jumlah industri tertinggi 
sebesar 69,57 persen pada Provinsi Maluku Utara, tahun 
2007 sebesar 46,84 pada Provinsi  Nusa Tenggara Timur, 
tahun 2008 sebesar 46,43 pada Provinsi  Sulawesi Barat. 

Selama 2006–2014 pertumbuhan jumlah perusahaan 
cukup tinggi untuk wilayah luar Pulau Jawa sedangkan di 
Pulau Jawa mulai  melambat yang dikarenakan beberapa 
faktor antara lain yaitu upah tenaga kerja yang mulai 
mahal karena harus mengikuti Upah Minimum provinsi 
atau kabupaten, sehingga banyak perusahaan yang 
melakukan ekspansi atau berpindah.

Gambar 20.2
Sebaran Perusahaan Industri Besar dan Sedang

Menurut Wilayah, 1990–2014

Catatan: e Angka perkiraan
Sumber:  Survei Industri Besar dan Sedang Tahunan, BPS

Catatan: e Angka perkiraan
Sumber:  Survei Industri Besar dan Sedang Tahunan, BPS
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Pertumbuhan jumlah tenaga kerja terbanyak untuk kurun 
waktu lima tahun terakhir  Provinsi  Sulawesi Tengah 
menduduki urutan pertama yaitu 90,95 persen meskipun 
pertumbuhan industrinya sekitar 26,78 persen, selanjutnya 
Provinsi Riau untuk urutan kedua sebesar 30,72 persen 
dengan pertumbuhan industri 9,26 persen, sedangkan 
pertumbuhan industri di  Provinsi Bengkulu mencapai 
51,31 persen  tetapi tidak diikuti dengan pertumbuhan 
tenaga kerja yang hanya mencapai -0,23 persen dalam 
kurun waktu lima tahun  terakhir.

20.2 Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja

Seperti telah disebutkan sebelumnya, jumlah tenaga 
kerja yang diserap oleh perusahaan industri besar dan 
sedang mempunyai peranan yang cukup berarti dalam  
kurun waktu hampir 25 tahun terhadap total tenaga 
kerja di Industri Manufaktur. Dari tahun 1990 hingga 
tahun 2013 telah meningkat lebih dari tiga kali, meskipun  
terjadi penurunan sebesar 13,15 persen pada tahun 2014 
terhadap tahun sebelumnya, Kontribusi jumlah tenaga 
kerja industri terbanyak tahun 2014 masih didominasi 
wilayah pulau Jawa 83,49 persen, sedangkan pulau 
Sumatera sebanyak 11,77 persen  sisanya menyebar di 
beberapa pulau lainnya.

Tabel 20.1
Sebaran Perusahaan Industri Besar Sedang Menurut Provinsi, 1990–2014

Nama Provinsi 1990 1997 1998 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2014 e

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Aceh  95  117  114  37  97  105  75  48  53  51
Sumatera Utara  963 1 088 1 017  922 1 218 1 185 1 109 1 004 1 007 1 042
Sumatera Barat  112  147  136  140  180  182  182  139  135  159
Riau  214  376  353  163  208  203  196  183  205  221
Jambi  113  128  137  79  105  93  84  88  104  94
Sumatera Selatan 229 285 284  168  239  232  222  187  190  187
Bengkulu  14  29  28  14  21  20  20  22  30  26
Lampung  151  247  244  177  400  314  279  242  268  293
Kepulauan Bangka 
Belitung

– – –  79  115  107  83  83  86  90

Kepulauan Riau – – –  285  336  351  358  331  324  357
DKI Jakarta 2 704 2 385 2 122 1 955 2 955 2 566 1 866 1 588 1 451 1 610
Jawa Barat 4 259 6 085 6 123 4 782 7 086 6 778 6 195 6 029 5 861 6 520
Jawa Tengah 2 548 3 885 3  646 3 563 5 537 5 168 4 678 3 887 3 850 4 487
DI Yogyakarta  179  365  341  376  511  451  416  400  407  479
Jawa Timur 3 522 5 304 5 004 4 715 6 257 6 260 6 248 6 005 6 288 6 584
Banten – – – 1 605 2 003 1 846 1 804 1 620 1 583 1 671
Bali  363  432  442  318  537  521  409  326  346  380
Nusa Tenggara Barat  107  174  169  151  256  208  186  163  145  180
Nusa Tenggara Timur  24  43  48  46  58  79  42  27  26  45
Kalimantan Barat  102  160  158  229  138  181  120  95  95  126
Kalimantan Tengah  67  80  75  37  74  50  60  59  73  56
Kalimantan Selatan  155  169  136  116  127  125  106  92  99  94
Kalimantan Timur  133  129  132  117  154  148  122  110  104  122
Sulawesi Utara 104 159 166  76  90  96  101  82  85  84
Sulawesi Tengah  61  65  60  36  49  46  53  67  70  55
Sulawesi Selatan  187  345  297  332  408  392  370  275  285  365
Sulawesi Tenggara 30 73 75  68  134  135  144  78  83  94
Gorontalo – – –  57  36  43  36  25  23  18
Sulawesi Barat – – – – 1  22  28  28  14  14  11
Maluku 46 56 56 45  46  35  58  28  33  43
Maluku Utara – – – – 2  23  7  8  3  5  4
Papua Barat – – –  24  31  26  21  24  24  27
Papua 43 43  46  17  17  19  15  21  18  16

Indonesia 11 814 15 668 14 659 20 684 29 468 28 000 25 694 23 345 23 370 25 594

Catatan: e Angka perkiraan
 1 Data masih bergabung dengan Provinsi Sulawesi Selatan
 2 Data masih bergabung dengan Provinsi Maluku
Sumber:  Survei Industri Besar dan Sedang Tahunan, BPS        
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tahun 2011–2014 pertumbuhan produktivitas tersebut 
naik menjadi 84,8 persen, dengan pertumbuhan tertinggi 
terjadi pada tahun 2013 sebesar 25,97 persen. Hal ini 
dikarenakan pada tahun 2013 merupakan tahun persiapan 
menjelang Pemilu 2014, yang secara tidak langsung 
berdampak pada meningkatnya produktivitas pada 
sektor industri manufaktur yang menghasilakan komoditi 
tertentu di Indonesia.

20.4 Efisiensi Usaha

Efisiensi Perusahaan Industri besar dan sedang relatif 
stabil dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2004. Dilihat 
dari grafik  pada tahun 1990 nilai efisiensi yaitu sebesar 
0,64 yang berarti untuk menghasilkan satu rupiah nilai 
output diperlukan 0,64 rupiah biaya input. Nilai efisiensi 
sebesar 0,64 juga terjadi pada tahun 1991, 1998, 2004, 
2005 berarti pada tahun tersebut untuk menghasilkan 
satu rupiah nilai output juga diperlukan 0,64 rupiah biaya 
input. Nilai efisiensi ini kemudian turun  pada tahun 2013 
menjadi sebesar 0,55. Dalam kurun waktu hampir 20 
tahun nilai efisiensi yang paling besar terjadi pada tahun 
2002, yaitu sebesar 0,65 yang berarti pada tahun 2002 
untuk menghasilkan satu rupiah nilai output diperlukan 
0,65 rupiah biaya output.
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Gambar 20.5
Efisiensi1 Usaha Industri Besar dan Sedang, 1990–2014

20.3 Perkembangan Produktivitas

Produktivitas tenaga kerja perusahaan industri besar dan 
sedang menunjukkan peningkatan selama periode tahun 
1990–2014. Pada tahun 1990 produktivitas industri sebesar 
9,5 juta rupiah per tenaga kerja, meningkat menjadi 327,6 
juta rupiah pada tahun 2014 atau mengalami rata-rata 
kenaikan sebesar 16,4 persen per tahun. 

Dalam kurun waktu 1990–2014 terjadi fluktuasi angka 
pertumbuhan produktivitas tenaga kerja. Pertumbuhan 
produktivitas tenaga kerja tertinggi selama kurun waktu 
tersebut, terjadi pada kurun waktu 1999–2002, yakni 
sebesar 128,3 persen. Hal ini disebabkan dengan adanya 
krisis eknomi yang terjadi pada tahun 1998 dan 1999, yakni    
terjadinya kenaikan harga barang-barang (inflasi) yang 
tinggi serta pengaruh menguatnya nilai tukar mata uang 
dolar Amerika terhadap rupiah.

Setelah mengalami krisis ekonomi tahun 1998–1999, 
pertumbuhan produktivitas tenaga kerja mulai 
menunjukkan penurunan pada kurun waktu 2007–2010 
yakni sebesar 56,8 persen. Namun memasuki periode 

Gambar 20.3
Pertumbuhan Tenaga Kerja, 1995–2014
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Gambar 20.4
Produktivitas Tenaga Kerja1 Industri Besar dan Sedang

1990–2014
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Catatan:    e Angka perkiraan
1 Produktivitas tenaga kerja dihitung berdasarkan nilai tambah 

per tenaga kerja
Sumber:   Survei Industri Besar dan Sedang Tahunan, BPS

Catatan: e Angka perkiraan
Sumber:  Survei Industri Besar dan Sedang Tahunan, BPS

Catatan: e Angka perkiraan
 1 Efisiensi diperoleh dari nilai input per nilai output
Sumber:  Survei Industri Besar dan Sedang Tahunan, BPS
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XXI. industri mikro dan keciL

Industri mikro dan kecil (IMK) merupakan salah satu bagian dari sektor ekonomi yang memiliki peranan penting di Indonesia. 
Keberadaan IMK membantu perekonomian Indonesia untuk bertahan dari krisis ekonomi dunia. IMK juga menjadi harapan 
partisipasi Indonesia pada pasar bebas dengan keunikan produk yang dimiliki.  Lebih jauh lagi, IMK juga menyediakan wadah 
bagi tenaga kerja Indonesia tanpa mensyaratkan jenjang pendidikan yang tinggi, sehingga terdapat peluang yang cukup besar 
bagi  terserapnya angkatan kerja di Indonesia. 

Dalam kurun waktu hampir 15 tahun (1991–2014), banyaknya perusahaan IMK meningkat sebesar 42 persen, yaitu dari 2.473.665 
perusahaan pada tahun 1991 menjadi 3.505.064 perusahaan pada tahun 2014. Rata-rata setiap tahun mengalami kenaikan 
sebesar 3,21 persen. Pesatnya pertumbuhan banyaknya perusahaan juga diikuti dengan pesatnya pertumbuhan tenaga kerja 
yang terserap.  banyaknya tenaga kerja yang terserap di perusahaan IMK meningkat sebesar 75,51 persen, yaitu dari 4.764.802 
orang pada tahun 1991 menjadi 8.362.746 orang pada tahun 2014.  Rata-rata setiap tahun mengalami kenaikan sebesar 5,81 
persen. 

Selama tahun 2013–2015 IMK triwulanan (q-to-q) menunjukkan pertumbuhan produksi yang fluktuatif. Tren menunjukkan bahwa 
pertumbuhan produksi IMK pada triwulan I naik sedikit, kemudian naik pesat di triwulan II, selanjutnya turun di triwulan III, dan 
pada akhirnya meningkat kembali pada triwulan IV. Berbeda dengan tren pertumbuhan produksi IMK (q-to-q), pertumbuhan 
produksi IMK triwulanan (y-on-y) selama tahun 2013–2015 selalu naik, meskipun kenaikannya berfluktuatif.

Dalam kurun waktu hampir 15 tahun (1991–2014), 
banyaknya perusahaan IMK meningkat sebesar 
42 persen, yaitu dari 2.473.665 perusahaan pada 
tahun 1991 menjadi 3.505.064 perusahaan pada 
tahun 2014.

Ringkasan

Banyaknya tenaga kerja yang terserap di 
perusahaan IMK meningkat sebesar 75,51 
persen, yaitu dari 4.764.802 orang pada tahun 
1991 menjadi 8.362.746 orang pada tahun 2014.

Selama tahun 2013–2015 pertumbuhan produksi 
IMK triwulanan (y-on-y) selalu mengalami 
kenaikan, meskipun kenaikannya berfluktuatif.

Summary

Micro and small manufacturing (IMK) is one of the economic sectors that have an important role in Indonesia. The existence 
of micro and small manufacturing industries helps the Indonesian economy to survive the world economic crisis. IMK is also 
the hope of Indonesia’s participation in the free market with its own unique products. Furthermore, IMK also provides broad 
employment for Indonesian workers without requiring high-level education, so this is good opportunity to reduce unemployment 
in Indonesia.

In almost the last 15 years (1991-2014), the number of micro and small establishments has increased by 42 percent, from 
2,473,665 in 1991 to 3,505,064 establishments in 2014. The number multiplies by 3.21 percent per year. Due to the strong growth 
of number of the companies, the number of workers grew amazingly. At the same period, the growth of the number of workers 
in micro and small manufacturing sector increased by 75.51 percent, from 4,764,802 people in 1991 to 8,362,746 people in 2014. 
The number of labor in this sector have increased by 5.81 percent per year.
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21.1 Pertumbuhan Perusahaan Industri Manufaktur 
Mikro dan Kecil  

Perusahaan Industri Mikro dan Kecil (IMK) adalah 
perusahaan industri manufaktur dengan tenaga kerja 
antara 1–19 orang (industri mikro 1–4 orang dan industri 
kecil 5–19 orang). Dalam kurun waktu hampir 15 tahun, 
banyaknya perusahaan IMK meningkat sebesar 42 persen, 
yaitu dari 2.473.665 perusahaan pada tahun 1991 menjadi  
3.505.064 perusahaan pada tahun 2014 (Tabel 21.1). Jika 
dilihat dari banyaknya perusahaan, maka banyaknya 
industri mikro masih mendominasi perusahaan industri 
di Indonesia, yaitu sebesar 91,83 persen dari total 
perusahaan IMK. Laju pertumbuhan perusahaan IMK 
berfluktuasi di rentang waktu tersebut (Gambar 21.1). 
Rata-rata setiap tahun tumbuh sebesar 3,21 persen. 

21.2 Pertumbuhan Tenaga Kerja Industri Manufaktur 
Mikro dan Kecil

Di sektor industri manufaktur, perusahaan IMK menyerap 
tenaga kerja yang lebih banyak dibandingkan dengan 
perusahaan industri besar dan sedang.  Dalam kurun  
waktu hampir 15 tahun, banyaknya tenaga kerja yang 
terserap di perusahaan IMK meningkat sebesar 75,51 
persen, yaitu dari 4.764.802 orang pada tahun 1991 
menjadi 8.362.746 orang pada tahun 2014.  Industri mikro 
menyerap tenaga kerja hampir tujuh puluh persen dari 
total tenaga kerja IMK. Laju pertumbuhan banyaknya 
tenaga kerja juga berfluktuasi di rentang waktu tersebut 
(Gambar 21.2). Setiap tahun perusahaan IMK mengalami 
kenaikan penyerapan tenaga kerja rata-rata sebesar 5,81 
persen. 
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During the period of 2013-2015, the IMK quarterly production growth (q-to-q) has shown the fluctuating trend. The trend 
indicated that the IMK production growth in the first quarter increased slightly, then hiked rapidly in the second quarter. It was 
a drop in the third quarter, and eventually an increase in the fourth quarter. In contrast to the trend of IMK quarterly production 
growth (q-to-q), the IMK y-on-y production growth during the period always increases despite fluctuating.

Tabel 21.1
Banyaknya Perusahaan Industri Manufaktur Mikro dan 

Kecil, 1991–2014 

Tahun
Banyaknya Usaha

Mikro Kecil Jumlah

(1) (2) (3) (4)

1991 2 350 984 122 681 2 473 665
1996 1 2 625 211 242 030 2 867 241
2000 2 358 616 240 088 2 598 704
2006 1 2 326 465 867 996 3 194 461
2010 2 529 847 202 877 2 732 724
2014 3 220 563 284 501 3 505 064
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Gambar 21.1
Banyaknya Perusahaan Industri Manufaktur Mikro dan 

Kecil, 1991–2014 

Tabel 21.2
Banyaknya Tenaga Kerja Industri Manufaktur Mikro dan 

Kecil, 1991–2014 

Tahun
Banyaknya Tenaga Kerja

Mikro Kecil Jumlah

(1) (2) (3) (4)

1991 3 786 296 978 506 4 764 802
1996 1 4 740 918 1 872 930 6 613 848
2000 4 492 151 1 799 290 6 291 441
2006 1 3 479 703 4 337 407 7 817 110
2010 4 817 261 1 629 999 6 447 260
2014 6 039 855 2 322 891 8 362 746

Gambar 21.2
Banyaknya Tenaga Kerja Industri Manufaktur Mikro dan 

Kecil, 1991–2014 

Catatan : 1 Hasil sensus ekonomi
Sumber :  Survei Industri Mikro dan Kecil Tahunan, BPS

Catatan : 1 Hasil sensus ekonomi
Sumber :  Survei Industri Mikro dan Kecil Tahunan, BPS

Catatan : 1 Hasil sensus ekonomi
Sumber :  Survei Industri Mikro dan Kecil Tahunan, BPS

Catatan : 1 Hasil sensus ekonomi
Sumber :  Survei Industri Mikro dan Kecil Tahunan, BPS
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21.4 Pertumbuhan Produksi Industri  Manufaktur Mikro 
dan Kecil Triwulanan (y-on-y) 2013–2015

Pertumbuhan produksi industri manufaktur mikro dan 
kecil triwulanan (y-on-y) dari tahun 2013 – 2015 mengalami 
kenaikan yang fluktuatif (Gambar 21.4). Pertumbuhan 
triwulan II–2015 naik sebesar 4,57 persen terhadap 
triwulan II–2014, triwulan I–2015 naik sebesar 5,65 persen 
terhadap triwulan I–2014, triwulan IV–2014 naik sebesar 
6,02 persen terhadap triwulan IV–2013, triwulan III–2014 
naik sebesar 5,18 persen terhadap triwulan III–2013, 
dan triwulan II–2014 naik sebesar 4,07 persen terhadap 
triwulan II–2013.
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21.3 Pertumbuhan Produksi Industri  Manufaktur Mikro 
dan Kecil Triwulanan (q-to-q) 2013–2015 

Selama tahun 2013–2015 Industri manufaktur mikro dan 
kecil triwulanan (q-to-q) menunjukkan pertumbuhan 
produksi yang fluktuatif (Gambar 21.3). Pertumbuhan 
triwulan II–2015 naik sebesar 5,09 persen terhadap 
triwulan I-2015, triwulan I-2015 naik sebesar 0,64 persen 
terhadap triwulan IV–2014, triwulan IV–2014 naik sebesar 
2,39 persen terhadap triwulan III–2014, triwulan III–2014 
turun sebesar 3,43 persen terhadap triwulan II–2014, 
triwulan II-2014 naik sebesar 6,17 persen terhadap 
triwulan I–2014, dan triwulan I–2014 naik sebesar 0,99 
persen terhadap triwulan IV–2013 (Tabel 21.3). Triwulan II 
pada tahun 2013, 2014, dan 2015 memiliki kecenderungan 
naik jika dibandingkan dengan triwulan I pada tahun 
tersebut.
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Tabel 21.3
      Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan 

Kecil Triwulanan (q-to-q), 2013–2015

Tahun
Pertumbuhan (q-to-q)

Tahunan
Trw I Trw II Trw III Trw IV

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2013 1,74 6,52 -4,45 1,58 7,51
2014 0,99 6,17 -3,43 2,39 4,91
2015 0,64 5,09 ... ... ...

Gambar 21.3
      Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan 

Kecil Triwulanan (q-to-q), 2013–2015  

Tabel 21.4
      Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan 

Kecil Triwulanan (y-on-y), 2013–2015

Tahun
Pertumbuhan (y-on-y)

Tahunan
Trw I Trw II Trw III Trw IV

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2013 4,84 15,55 4,86 5,18 7,51
2014 4,41 4,07 5,18 6,02 4,91
2015 5,65 4,57 ... ... ...

Gambar 21.4
      Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan 

Kecil Triwulanan (y-on-y), 2013–2015  

Sumber :  Survei Industri Mikro dan Kecil Triwulanan, BPS

Sumber :  Survei industri mikro dan kecil triwulanan, BPS

Sumber :  Survei Industri Mikro dan Kecil Triwulanan, BPS

Sumber :  Survei Industri Mikro dan Kecil Triwulanan, BPS

ht
tp
:/
/w

w
w
.b
ps

.g
o.
id



ht
tp
:/
/w

w
w
.b
ps

.g
o.
id



Perdagangan internasionaL

ht
tp
:/
/w

w
w
.b
ps

.g
o.
id



ekspor 

juta
 US$

178.178,8
impor 

juta
 US$

57.700,9
impor 

juta
 US$

85.660,0
ekspor

juta
 US$

2014

2005

NILAI EKSPOR DAN IMPOR TAHUN 2014
MENGALAMI PENINGKATAN
LEBIH DARI DUA KALI LIPAT

DALAM KURUN WAKTU
SATU DASAWARSA TERAKHIR

[2005–2014]

175.980,0

ht
tp
:/
/w

w
w
.b
ps

.g
o.
id



175Statistik 70 Tahun Indonesia Merdeka

XXII. Perdagangan internasionaL

Nilai ekspor pada tahun 2014 mencapai 
US$175.980,0  juta dan meningkat dalam kurun 
waktu satu dasawarsa terakhir [2005–2014].

Nilai impor pada tahun 2014 mencapai 
US$178.178,8 juta dan meningkat dalam kurun 
waktu satu dasawarsa terakhir [2005–2014].

Untuk tahun 2014, terjadi defisit neraca 
perdagangan yaitu sebesar US$2,2 miliar lebih 
kecil jika dibandingkan defisit pada tahun 2013.

Hingga tahun 2014 nilai ekspor mencapai US$175.980,0 juta. Meningkat pesat dibandingkan dengan tahun 1945 sebesar US$491 
juta, 1968 sebesar US$730,7 juta, dan tahun 2004 sebesar US$71.584,6 juta. Ekspor migas mengalami peningkatan sejak tahun 
1973 sebesar US$1.608,7 juta  menjadi US$16.140,7 juta  tahun 1983, kemudian turun menjadi US$9.745,4 juta  pada tahun 1993 
dan pada tahun 2014 naik kembali mencapai US$30.018,8 juta. Singapura,Jepang, dan Amerika Serikat menjadi negara mitra 
dagang utama. Pada tahun 2004 ketiga negara ini mendominasi 42,9 persen perdagangan ekspor Indonesia. Sampai tahun 
2014, peranan ketiganya mengalami penurunan mencapai 32,04 persen. Nilai impor sejak Indonesia merdeka hingga sekarang 
juga mengalami peningkatan pesat, yaitu dari US$594,9 juta  menjadi US$178.178,8 juta  di tahun 2014 atau meningkat sekitar 
tiga ratus kali lipat kecuali pada periode tahun 1950-1960. Peranan impor nonmigas dari tahun ke tahun selalu lebih besar dari 
peranan impor migas. Peranan nonmigas terbesar terjadi di tahun 1968 sebesar 99,1 persen dan terendah sebesar 68,9 persen 
di tahun 2006. Singapura, Jepang, Amerika Serikat dan Tiongkok merupakan mitra dagang impor yang utama. Sampai pada 
tahun 2014 peranan keempatnya mencapai 45,5 persen.

Ringkasan

Indonesian exports had grown significantly to US$175,980.0 million up to 2014. The figure was enormously huge when compared 
to US$491 million in 1945, US$730.7 million in 1968 and US$71,584.6 million in 2004. Oil and gas exports had increased since 
1973 from US$1,608.7 million to US$16,140.7 million in 1983. Then, it decreased to US$9,745.4 million in 1993 and mounted to 
US$30,018.8 million in 2014. Singapore, Japan, and United States are the main trading partner countries for Indonesia. In 2004, 
they dominated 42.9 percent of total Indonesian export. Up to 2014, their contributions had decreased to 32.04 percent. Since 
independence day, Indonesian import has increased extraordinarily, i.e. rising from US$594.9 million in 1945 to US$178,178.8 
million in 2014, or a three-hundred-times increase. The contribution of non-oil and -gas import was always higher than the 
contribution of oil and gas import in every year. The highest contribution was recorded at 99.1 percent in early 1968, and the 
lowest at 68.9 percent in 2014. Recently, Singapore, Japan, United States and China have been the main import trading partners 
with total contribution of 45.5 percent in 2014.
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Salah satu sektor ekonomi yang memiliki peran  besar 
dalam menunjang pembangunan ekonomi Indonesia 
adalah perdagangan luar negeri. Dari kegiatan ekspor 
diperoleh devisa yang merupakan salah satu sumber 
dana untuk pembangunan, sedangkan dari kegiatan impor 
diperoleh bahan baku dan barang modal yang diperlukan 
dalam pembangunan.

Sejak jaman Pemerintah Hindia Belanda (sebelum 
tahun 1945) telah dilakukan pencatatan dan kompilasi 
data statistik ekspor dan impor secara teratur karena 
pentingnya informasi tersebut bagi perdagangan kala itu.

22.1 Nilai Ekspor dan Impor

Pada tahun 1945, nilai ekspor Indonesia mencapai US$ 
491,3 juta lebih rendah dibandingkan dengan nilai impornya 
yang mencapai US$ 594,9 juta sehingga mengalami defisit 
perdagangan sebesar US$ 103,6 juta. Sejalan dengan 
kebijakan pemerintah yang menjadikan ekspor sebagai 
salah satu sumber devisa utama, nilai ekspor Indonesia 
terus menerus meningkat, sehingga sampai tahun 2011 
neraca perdagangan Indonesia selalu mengalami surplus. 
Surplus perdagangan Indonesia terbesar terjadi pada 
tahun 2006 yaitu mencapai US$ 39,7 miliar. 

Berbeda dengan kondisi tahun-tahun sebelumnya selama 
periode 2012–2014, nilai ekspor Indonesia selalu lebih kecil 
dibandingkan dengan nilai impornya. Defisit perdagangan 
terbesar terjadi pada tahun 2013 yaitu US$ 4,1 miliar. 

Untuk tahun 2014, defisit neraca perdagangan yang terjadi 
lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar US$ 
2,2 miliar. Nilai ini masih lebih besar dibandingkan dengan 
defisit perdagangan tahun 2013 yang hanya mencapai US$ 
1,7 miliar.

22.2 Perkembangan Ekspor

Sejak awal kemerdekaan sampai tahun 1968, nilai 
ekspor nonmigas mendominasi ekspor Indonesia. Pada 
tahun 1973 nilai ekspor migas mulai meningkat yang 
berarti melampaui nilai ekspor nonmigas sehingga 
mengakibatkan  berubahnya struktur ekspor. Selama 
periode 1973–1987, peranan ekspor migas menjadi 
komponen utama penghasil devisa negara.  Penemuan 
ladang minyak baru, meningkatnya permintaan minyak 
dunia dan meningkatnya harga ekspor menyebabkan nilai 
ekspor Indonesia secara keseluruhan meningkat dari US$ 
3.210, 8 juta pada tahun 1973 menjadi US$ 11.643,2 juta 
pada tahun 1978 atau meningkat hampir empat kali lipat. 

Selama empat belas tahun (1973–1987) nilai ekspor 
nonmigas meningkat tetapi peranannya terhadap total 
ekspor terus menurun. Pada tahun 1983 peranan ekspor 
nonmigas bahkan kurang dari 30 persen. Mulai tahun 1988 
ekspor nonmigas meningkat pesat sehingga peranannya 
mencapai 60 persen. Nilai ekspor nonmigas naik dari US$ 
11.536,9 juta pada tahun 1988 menjadi US$ 41.821,1 juta 
pada tahun 1997. Pada tahun 1998, terjadi krisis moneter 
mengakibatkan nilai ekspor nonmigas pada tahun 
tersebut turun menjadi US$ 40.975,5 juta, kemudian 
pada tahun 1999 turun lagi menjadi US$ 38.873,2 juta dan 

Tahun Ekspor Impor

(1) (2) (3)

1945 491,3 594,9

1955 945,5 631,1

1965 707,7 694,7

1973 3 210,8 2 729,1

1983 21 145,9 16 351,8

1988 19 218,5 13 248,5

1998 48 847,7 27 336,9

2000 62 124,0 33 514,8

2004 71 584,6 46 524,5

2005 85 660,0 57 700,9

2006 100 798,6 61 065,5

2007 114 100,9 74 473,4

2008 137 020,4  129197,3

2009 116 510,0 96 829,2

2010 157 779,1 135 663,3

2011 203 496,6 177 435,6

2012 190 020,3 191 689,5

2013 182 551,8 186 628,7

2014 175 980,0 178 178,8

Tabel 22.1
Nilai Perdagangan Luar Negeri Indonesia (juta US$)

1945–2014

Gambar 22.1
Perdagangan Luar Negeri, 1945–2014

 

Sumber: Diolah dari dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan 
Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Sumber: Diolah dari dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
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total ekspornya mencapai US$ 48.665,5 juta. Pada tahun 
2000 kegiatan ekspor menunjukan kenaikan baik pada 
migas maupun nonmigas. Ekspor migas pada tahun 2000 
mencapai US$ 14.366,6 juta, ekspor nonmigas mencapai 
US$ 47.757,4 juta dan total ekspor mencapai US$ 62.124,0 
juta. Tahun 2001 nilai ekspor kembali menurun, namun 
mulai tahun 2002 sampai tahun 2008 terus meningkat.

Ekspor Indonesia mencapai nilai tertinggi pada tahun 2011 
yaitu sebesar US$ 203.496,6 juta, namun selanjutnya terus 
menurun hingga pada tahun 2014 nilai ekspor mencapai 
US$ 175.980,0 juta. Nilai ekspor nonmigas mencapai 
US$ 145.961,2 juta dan nilai ekspor migas mencapai 
US$ 30.018,8 juta. Dilihat peranannya, pada tahun 2014 
peranan ekspor nonmigas mencapai 82,9 persen dan 
peranan ekspor migas mencapai 17,1 persen.

Gambar 22.2
Perkembangan Ekspor, 1988–2014

 

Tahun Nonmigas Migas Jumlah

(1) (2) (3) (4)

1945 364,7 126,6 491,3

1955 729,7 215,8 945,5

1965 435,7 272,0 707,7

1968 433,2 297,5 730,7

1973 1 602,1 1 608,7 3 210,8

1983 5 005,2 16 140,7 21 145,9

1988 11 536,9 7 681,6 19 218,5

1997 41 821,1 11.622,5 53 443,6

1998 40 975,5 7 872,2 48 847,7

1999 38 873,2 9 792,3 48 665,5

2000 47 757,4 14 366,6 62 124,0

2001 43 684,6 12 636,3 56 320,9

2004 55 939,3 15 645,3 71 584,6

2005 66 428,4 19 231,6 85 660,0

2006 79 589,1 21 209,5 100 798,6

2007 92 012,3 22 088,6 114 100,9

2008 107 894,2 29 126,2 137 020,4

2009 97 491,7 19 018,3 116 510,0

2010 129 739,5 28 039,6 157 779,1

2011 162 019,6 41 477,0 203 496,6

2012 153 043,0 36 977,3 190 020,3

2013 149 918,8 32 633,0 182 551,8

2014 145 961,2 30 018,8 175 980,0

Tabel 22.2
Perkembangan Ekspor (juta US$)

1945–2014

Tahun Amerika 
Serikat Australia India Jepang Belanda Singapura Tiongkok Lainnya Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1996 6 794,7 1 201,5 531,0 12 885,2 1 666,6 4 564,6 2 057,5 47 757,3 49 814,8

1998 7 031,0 1 533,5 722,9 9 116,0 1 512,3 5 718,3 1 832,0 47 015,6 48 847,6

2003 7 373,7 1 791,6 1 742,5 13 603,5 1 401,5 5 399,7 3 802,5 57 255,7 61 058,2

2008 13 036,9 4 111,0 7 163,3 27 743,9 3 926,4 12 862,0 11 636,5 125 383,9 137 020,4

2013 15 691,7 4 370,5 13 031,3 27 086,3 4 106,0 16 686,3 22 601,5 159 950,3 182 551,8

2014 16 530,1 4 948,4 12 249,0 23 117,5 3 984,6 16 728,3 17 605,9 158 374,0 175 980,0

Tabel 22.3
Perkembangan Ekspor Menurut Negara Tujuan Utama (juta US$)

1996–2014

Sumber: Diolah dari dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Sumber: Diolah dari dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Sumber: Diolah dari dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
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Nilai ekspor ke beberapa negara tujuan utama dapat dilihat 
pada Tabel 22.3. Sampai dengan tahun 2008, tiga negara 
utama tujuan ekspor Indonesia adalah Jepang, Amerika 
Serikat dan Singapura. Sejak adanya krisis ekonomi tahun 
1998, ekspor Indonesia ke Tiongkok melebihi ekspor 
Indonesia ke Singapura, sehingga tiga negara tujuan 
utama ekspor Indonesia menjadi Jepang, Amerika Serikat 
dan Tiongkok. Pada tahun 2014 ekspor Indonesia ke tiga 
negara tersebut mencapai 32,53 persen dari keseluruhan 
ekspor Indonesia, yaitu ke Jepang sebesar US$ 23.117,5 
juta, ke Amerika Serikat sebesar US$ 16.530,1 juta dan ke 
Tiongkok sebesar US$ 17.605,9 juta.

Selama tahun 1996 sampai dengan 2014 produk ekspor 
Indonesia dimuat melalui beberapa pelabuhan utama  
antara lain Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, 
Bontang, Dumai, Belawan dan Soekarno-Hatta. Selama 
periode tersebut  rata-rata nilai ekspor yang dimuat dari 
pelabuhan Tanjung Priok sebesar US$ 25.865,0 juta atau 
sekitar 26,59 persen. 

Pada tahun 2014 Pelabuhan Tanjung Perak memberikan 
kontribusi sebesar 7,93 persen terhadap total ekspor 
yang didominasi oleh ekspor kayu dan barang dari kayu 
serta lemak dan minyak hewan/nabati. Sementara itu, 
Pelabuhan Bontang yang terletak di  provinsi Kalimantan 
Timur mengalami perkembangan yang fluktuatif dan 
cenderung menurun sejak tahun 2012. Produk ekspor 
yang dimuat melalui pelabuhan Bontang antara lain bahan 
bakar mineral, bahan kimia anorganik, pupuk dan bahan 
kimia organik.

Selama 18 tahun, Pelabuhan Dumai yang terletak di 
provinsi Riau memberikan kontribusi rata-rata sebesar 
7,01 persen. Produk ekspor utama yang dimuat dari 
Pelabuhan Dumai antara lain bahan bakar mineral, lemak 
dan minyak hewan/nabati serta berbagai produk kimia.

Pelabuhan Soekarno-Hatta merupakan pelabuhan muat 
udara terbesar selama periode 1996 sampai dengan 2014 
dengan rata-rata nilai ekspor sebesar US$ 3.536,1 juta. 
Sebagian besar produk yang diekspor melalui pelabuhan 
ini merupakan mesin atau peralatan listrik, perhiasan/ 
permata serta pakaian jadi bukan rajutan.

Semakin tumbuhnya sektor industri domestik yang 
berorientasi pada ekspor maka diperlukan data statistik 
ekspor nonmigas menurut sektor ekonomi yaitu ekspor 
hasil pertanian, hasil industri, dan hasil pertambangan. 
Menindaklanjuti hal itu sejak tahun 1981 penyajian data 
ekspor nonmigas dibedakan menurut ketiga sektor 
tersebut. Sejak dua puluh tahun terakhir ekspor nasional 
lebih diarahkan pada barang nonmigas khususnya hasil 
industri sehingga mampu meningkatkan nilai ekspor hasil 
industri dari US$ 3.141,4 juta  pada tahun 1983 menjadi 
US$ 48.677,3 juta  pada tahun 2004.

Di tahun 1998 saat krisis  ekonomi  melanda Indonesia, 
ekspor sektor pertanian justru meningkat, sementara 
sektor industri sedikit menurun. Hal ini dikarenakan 
masih lemahnya lini produksi sektor industri dalam negeri 
yang sangat terguncang karena krisis moneter. Pada 
tahun 2000 keadaan mulai membaik, ditandai dengan 
ekspor industri meningkat cukup besar yaitu 26,01 persen 
dibanding tahun sebelumnya.

Gambar 22.3
Ekspor Indonesia Menurut Pelabuhan Muat

1996–2014
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Tahun Tanjung 
Priok

Tanjung 
Perak Bontang Dumai Belawan Soekarno-

Hatta Lainnya Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1996 14 082,6 3 706,1 2 617,0 3 400,7 2 749,9 1 489,1 21 769,4 49 814,8

1998 15 170,1 4 497,2 2 293,3 1 998,9 2 393,0 2 559,2 19 936,0 48 847,6

2003 17 999,5 5 282,4 5 448,0 3 997,6 2 217,1 2 446,7 23 666,8 61 058,2

2005 24 074,3 6 925,5 8 119,9 5 349,6 3 845,5 2 875,9 34 469,2 85 660,0

2013 41 708,5 12 649,8 11 566,6 14 195,7 7 982,3 5 580,1 88 868,9 182 551,8

2014 42 599,4 13 946,8 9 484,6 14 020,8 7 808,1 5 418,6 82 701,6 175 980,0

Tabel 22.4
Perkembangan Ekspor Indonesia Menurut Pelabuhan Utama (juta US$)

1996–2014

Sumber: Diolah dari dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Sumber: Diolah dari dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
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Pada tahun 2014 peranan ekspor nonmigas yang berasal 
dari sektor pertanian adalah 3,95 persen, pertambangan 
15,66 persen dan industri 80,39 persen. Komoditas-
komoditas sektor industri yang peranan ekspornya 
menonjol terhadap total nonmigas adalah minyak kelapa 
sawit, pakaian jadi, alat listrik, dan crumb rubber dengan 
peranan masing-masing sebesar 11,97 persen, 5,10 
persen, 4,29 persen, dan 3,11 persen.

 

Gambar 22.4
Persentase Nilai Ekspor Nonmigas, 2014

Tahun Hasil
Pertanian

Hasil 
Industri

Hasil
Tambang

(1) (2) (3) (4)

1981 1 638,8 2 598,0 202,8

1983 1 451,1 3 141,4 170,2

1998 3 653,5 34 593,1 2 724,4

1999 2 901,5 33 332,3 2 634,5

2000 2 709,1 42 002,9 3 040,8

2004 2 496,2 48 677,3 4 761,4

2005 2 880,2 55 593,6 7 946,8

2006 3 364,9 65 023,9 11 191,5

2007 3 657,8 76 460,8 11 884,9

2008 4 584,6 88 393,5 14 906,2

2009 4 352,8 73 435,8 19 692,3

2010 5 001,9 98 015,1 26 712,6

2011 5 165,8 122 188,7 34 652,0

2012 5 569,2 116 125,1 31 329,9

2013 5 713,0 113 030,0 31 159,5

2014 5 770,6 117 330,0 22 850,3

Tabel 22.5
Perkembangan Ekspor Nonmigas

Menurut Sektor Ekonomi (juta US$)
1981–2014

22.3 Perkembangan Impor

Nilai impor Indonesia pada tahun 1968 sebesar US$715,8 
juta terdiri dari impor migas sebesar US$6,1 juta dan impor 
nonmigas sebesar US$709,7 juta. Impor migas menurun 
60,13 persen, sedangkan impor nonmigas meningkat 
22,45 persen jika dibandingkan tahun 1945.

Sejak Pelita I hingga tahun 1994, perkembangan impor 
menunjukkan peningkatan kecuali pada tahun 1988. 
Pada akhir Pelita I nilai impor mencapai US$2.729,1 
juta, kemudian terus meningkat hingga mencapai titik 
tertinggi pada akhir Pelita III menjadi US$16.351,8 juta. 
Pada akhir Pelita IV nilai impor menurun 18,98 persen, 
terutama disebabkan menurunnya impor migas sebesar 
78,07 persen. Penurunan impor migas ini sejalan dengan 
peningkatan kemampuan pengolahan kilang minyak di 
dalam negeri. Sebaliknya impor  nonmigas tetap meningkat 
sebesar 1,09 persen. Kemudian pada akhir Pelita V impor 
meningkat menjadi sekitar sepuluh kali dibandingkan 
pada akhir Pelita I, dengan impor migas naik hampir lima 
puluh kali dan impor nonmigas naik hampir sepuluh kali. 
Walaupun demikian, peranan impor migas tetap jauh lebih 
rendah dari peranan impor nonmigas. Hal ini terlihat pula 
pada awal PJP II tahun 1994 dimana peranan impor migas 
hanya sebesar 7,4 persen dan peranan impor nonmigas 
sebesar 92,6 persen. Komoditi nonmigas ini terutama 
berupa bahan baku/penolong dan barang modal untuk 
kebutuhan industri dalam negeri.

Perkembangan nilai impor Indonesia selama periode 
1995-2004 relatif fluktuatif. Impor migas cenderung 
meningkat dengan rata-rata 8,95 persen per tahun. 
Sementara nilai impor nonmigas cenderung menurun 
hingga tahun 2002 namun mulai meningkat pada tahun 
2003 hingga mencapai US$34.792,5 juta atau meningkat 
39,51 persen pada tahun 2004.

 

Gambar 22.5
Perkembangan Impor, 1988–2014

Sumber: Diolah dari dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Sumber: Diolah dari dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Sumber: Diolah dari dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
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Peningkatan nilai impor masih berlanjut pada tahun 2005 
hingga 2008 atau sejak awal Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah (RPJM) pertama. Akan tetapi,  pada 
2009 nilai impor turun 25,05 persen yang dipicu oleh 
menurunnya sektor migas 37,88 persen dan nonmigas 
21,08 persen. 

Pada awal RPJM kedua hingga tahun 2012 nilai impor 
kembali meningkat hingga mencapai US$191.689,5 juta di 
tahun 2012. Akan tetapi, dua tahun berikutnya nilai impor 
menunjukkan penurunan masing-masing 2,64 persen 
dan 4,53 persen hingga mencapai US$178.178,8 juta pada 
tahun 2014. 

Selama sepuluh tahun terakhir, impor tertinggi dicapai 
pada tahun 2012, sebesar US$191.689,5 juta atau naik 
8,03 persen dibanding tahun sebelumnya. Demikian pula 
dengan impor nonmigas yang mencapai US$149.125,3 
juta pada tahun yang sama. Sementara nilai impor 
migas mencapai puncaknya pada tahun 2013 sebesar 
US$45.266,4 juta.  

Perkembangan ekonomi Indonesia di era reformasi  
ditunjukkan dengan adanya perubahan pola impor yang 
diarahkan pada perbaikan struktur ekonomi dengan tidak 
mengesampingkan upaya mengurangi ketergantungan 

impor. Penyediaan impor bahan baku/penolong dan 
barang modal diutamakan untuk memenuhi kebutuhan 
peningkatan industri dalam negeri. Sedangkan, impor 
barang konsumsi tetap dilakukan untuk memenuhi 
kebutuhan domestik yang belum mampu dipenuhi 
dalam negeri. Namun demikian, perlu adanya kebijakan 
lebih lanjut untuk mengurangi ketergantungan tersebut 
sekaligus memacu pertumbuhan industri yang mampu 
menggantikan peranan impor secara luas dan kompetitif 
dalam komunitas ekonomi global.

Perkembangan impor menurut golongan barang ekonomi 
terlihat pada tabel 22.7. berikut:

Selama 2014, impor ketiga golongan barang ekonomi 
mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. 
Barang konsumsi turun US$471,7 juta (3,59 persen), 
bahan baku/penolong US$5.749,3 juta (4,05 persen), dan 
barang modal US$2.228,9 juta (7,07 persen).

Dilihat dari peranannya selama tahun 2014, impor masih 
didominasi oleh bahan baku/penolong dengan kontribusi 
76,44 persen, meningkat dari tahun sebelumnya yang 
sebesar 76,06 persen. Demikian pula dengan peranan 

Tabel 22.6
Nilai Impor Menurut Migas dan Nonmigas (Juta US$) 

1945–2014

Tahun Migas Nonmigas Jumlah

(1) (2) (3) (4)

1945 15,3 579,6 594,9

1950 31,6 407,4 439,0

1955 60,1 571,0 631,1

1960 25,8 551,9 577,7

1965 12,6 682,1 694,7

1968 6,1 709,7 715,8

1973 43,8 2 685,3 2 729,1

1978 579,7 6 110,7 6 690,4

1983 4 144,8 12 207,0 16 351,8

1988 909,0 12 339,5 13 248,5

1993 2 170,6 26 157,2 28 327,8

1998 2 653,7 24 683,2 27 336,9

2003 7 610,9 24 939,8 32 550,7

2004 11 732,0 34 792,5 46 524,5

2005 17 457,7 40 243,2 57 700,9

2006 18 962,9 42 102,6 61 065,5

2007 21 932,8 52 540,6 74 473,4

2008 30 552,9 98 644,4 129 197,3

2009 18 980,7 77 848,5 96 829,2

2010 27 412,7 108 250,6 135 663,3

2011 40 701,5 136 734,0 177 435,6

2012 42 564,2 149 125,3 191 689,5

2013 45 266,4 141 362,3 186 628,7

2014 43 459,9 134 718,9 178 178,8

Tahun Barang 
konsumsi

Bahan 
baku/

penolong

Barang 
modal Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5)

1998 1 917,6 19 611,8 5 807,5 27 336,9

2003 2 862,8 25 496,3 4 191,6 32 550,7

2005  4 620,5  44 792,0  8 288,4  57 700,9

2008 8 303,7 99 492,7 21 400,9 129 197,3

2010 9 991,6 98 755,1 26 916,6 135 663,3

2013 13 138,9 141 957,9 31 531,9 186 628,7

2014 12 667,2 136 208,6 29 303,0 178 178,8

Tabel 22.7
Nilai Impor Menurut Golongan Penggunaan Barang

(Juta US$), 1945–2014

 

Barang Konsumsi
7,11%

Bahan baku/
penolong
76,44%

Barang Modal
16,45%

Gambar 22.6
Impor Menurut Golongan Penggunaan Barang, 2014

Sumber: Diolah dari dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Sumber: Diolah dari dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Sumber: Diolah dari dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
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Pelabuhan terbesar kedua adalah Tanjung Perak di 
Provinsi Jawa Timur. Selama periode 1998-2014 sebanyak 
US$9.157,7 juta barang impor dibongkar di pelabuhan ini 
atau 10,03 persen dari total impor Indonesia. Pelabuhan ini 
juga sudah mulai dilengkapi dengan fasilitas yang cukup 
canggih sehingga diharapkan dapat menopang kepadatan 
bongkar muat barang di Tanjung Priok.

Pelabuhan Tanjung Emas dan Belawan merupakan 
pelabuhan utama berikutnya yang mencatatkan rata-
rata nilai bongkar impor US$2.576,0 juta dan US$2.342,2 
juta atau kontrbusi masing-masing 2,51 persen dan 2,37 
persen per tahun, kemudian Pelabuhan Ujung Pandang 
rata-rata membongkar US$421,7 juta (0,46 persen) per 
tahun.

barang konsumsi, pada 2013 tercatat sebesar 7,04 
persen, meningkat menjadi 7,11 persen pada tahun 2014. 
Sebaliknya, peranan impor barang modal turun dari 16,90 
persen pada tahun 2013 menjadi 16,45 persen pada tahun 
2014. 

Selama tahun 1998 sampai dengan 2014 barang-barang 
impor Indonesia sebagian besar masuk melalui lima 
pelabuhan utama, yakni Tanjung Priok, Tanjung Perak, 
Belawan, Tanjung Emas, dan Ujung Pandang. Pelabuhan 
Tanjung Priok masih menduduki posisi pertama yang 
rata-rata melayani US$41.082,4 juta per tahun atau 44,58 
persen dari keseluruhan nilai impor Indonesia. 

Peranan Tanjung Priok yang menonjol tersebut sejalan 
dengan fasilitas jasa di pelabuhan ini yang relatif lebih 
baik dibandingkan dengan pelabuhan lainnya. Sebagian 
besar barang yang dibongkar di Tanjung Priok berupa 
komoditas nonmigas.

 

Gambar 22.7
Impor Indonesia Menurut Pelabuhan Bongkar

1998–2014 

Gambar 22.8
Nilai Impor Menurut Negara Asal Utama

1998–2014

z 

Tahun Tanjung Priok Tanjung Perak Belawan Tanjung Emas Ujung 
Pandang Lainnya Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1998 14 397,6 2 857,0 366,6 902,1 209,5 8 604,1 27 336,9

2003 14 668,4 3 710,1 584,0 778,6 82,5 12 727,1 32 550,7

2005 24 226,5 5 649,3 1 000,0 997,6 166,8 25 660,7 57 700,9

2008 54 388,6 12 676,3 3 250,4 2 758,2 500,9 55 622,9 129 197,3

2010 60 071,5 12 475,2 3 296,3 4 385,7 688,8 54 745,8 135 663,3

2013 77 412,0 17 463,6 4 826,3 5 704,7 876,7 80 345,4 186 628,7

2014 72 616,2 17 449,7 4 777,7 5 949,5 570,8 76 815,1 178 178,8

Tabel 22.8
Perkembangan Impor Indonesia Menurut Pelabuhan Utama (Juta US$)

1998–2014

Sumber: Diolah dari dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Sumber: Diolah dari dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Sumber: Diolah dari dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
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Negara asal impor terbesar berikutnya masih ditempati 
oleh Singapura. Selama sepuluh tahun terakhir kontribusi 
nilai impor dari negara ini mencapai 15,00 persen per 
tahun. Jepang masih menduduki posisi negara asal 
terbesar ketiga. Setelah terjadi tsunami pada 2012, impor 
dari negara ini cenderung menurun hingga mencapai 
US$17.007,6 juta (9,55 persen). 

Negara asal impor terbesar berikutnya, yaitu Amerika 
Serikat, Australia, dan Jerman. Pada 2014, nilai impor 
dari ketiga negara tersebut masing-masing sebesar 
US$8.170,1 juta (4,59 persen), US$5.647,5 juta (3,17 
persen), dan US$4.091,2 juta (2,30 persen).

Tahun Tiongkok Jepang    Singapura Amerika 
Serikat Australia Jerman Lainnya Total

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1998 906,3 4 292,4 2 542,8 3 517,3 1 760,5 2 365,7 11 951,9 27 336,9

2003 2 957,5 4 228,3 4 155,1 2 694,8 1 648,4 1 181,2 15 685,4 32 550,7

2005 5 842,9 6 906,3 9 470,7 3 878,9 2 567,1 1 780,8 27 254,2 57 700,9

2008 15 247,2 15 128,0 21 789,5 7 880,1 3 997,5 3 068,8 62 086,2 129 197,3

2010 20 424,2 16 965,8 20 240,8 9 399,2 4 099,0 3 006,7 61 527,6 135 663,3

2013 29 849,5 19 284,3 25 581,8 9 065,7 5 038,2 4 426,3 93 382,9 186 628,7

2014 30 624,3 17 007,6 25 185,7 8 170,1 5 647,5 4 091,2 87 452,4 178 178,8

Tabel 22.9
Perkembangan Impor Indonesia Menurut Negara Asal Utama (Juta US$)

1998–2014

Menurut negara asal, peranan nilai impor dapat dilihat 
pada Tabel 22.9. Negara asal impor Indonesia didominasi 
oleh Tiongkok, Jepang, Singapura, dan Amerika Serikat. 
Pada tahun 2014, peranan impor dari keempat negara 
tersebut mencapai US$80.987,7 juta atau 45,45 persen 
dari total impor Indonesia.

Sampai tahun 2005, impor Indonesia masih didominasi 
oleh Jepang. Akan tetapi, seiring dengan berkembangnya 
perekonomian Tiongkok, yang menjadi salah satu 
raksasa perekonomian dunia saat ini, impor dari negara 
tirai bambu ini mulai membanjiri tanah air. Penyebabnya 
selain harganya yang terkenal murah, kuantitasnya 
sangat banyak dan beragam walaupun kadang diragukan 
kualitasnya. Pada 2005, nilai impornya hanya sebesar 
US$5.842,9 juta dan berkontribusi 10,13 persen, akan 
tetapi pada tahun 2014 mencapai US$30.624,3 juta atau 
menguasai 17,19 persen total impor Indonesia.

Sumber: Diolah dari dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
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XXIII. transPortasi

Jumlah kendaraan bermotor selama periode 
2008–2013 mengalami peningkatan yang 
cukup tinggi, dari 61,7 juta unit pada tahun 2008 
menjadi 104,1 juta unit pada tahun 2013 atau 
naik 11,0 persen pertahun.

Jumlah penumpang kereta api meningkat dari 
194 juta orang pada tahun 2008 menjadi 216 
juta orang pada tahun 2013, naik 2,2 persen 
pertahun.

Jumlah penumpang angkutan udara juga 
mengalami kenaikan yang cukup tinggi, yaitu 
sebesar 15,4 persen pertahun, dari 43,4 juta 
orang pada tahun 2008 menjadi 88,8 juta orang 
pada tahun 2013.

Selama periode 2008–2013, panjang jalan meningkat rata-rata 1,2 persen per tahun dari  437.759 km pada tahun 2008 menjadi 
508.000 km pada tahun 2013. Jumlah kendaraan bermotor sebanyak 61,7 juta unit pada tahun 2008 dan meningkat menjadi 
104,1 juta unit pada tahun 2013 atau naik 11,0 persen per tahun 

Sementara jumlah penumpang dan barang yang diangkut kereta api meningkat rata-rata sebesar 2,2 persen dan 6,6 persen. 
Jumlah penumpang yang menggunakan jasa angkutan laut mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,81 persen. Jumlah 
penumpang angkutan udara (baik tujuan domestik maupun internasional) setiap tahunnya meningkat rata-rata sebesar 15,4 
persen.

Ringkasan

Over the period 2008–2013, the length of roads was increasing with the average of 1.2 percent per year from 437,759 km in 2008 
to 508,000 km in 2013. The number of motor vehicles was 61.7 million units in 2008 increasing to 104.1 million units in 2013, an 
increase of 11.0 percent per year.

Meanwhile, the number of passengers and goods carried by train increased on average by 2.2 percent and 6.6 percent respectively 
during the period 2008-2013. Number of passengers using sea transports decreased on average by 0.81 percent during the 
same period. The number of air passengers (both domestic and international destinations) rose annually on average by 15.4 
percent.
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23.1 Transportasi Darat

23.1.1 Panjang Jalan

Pembangunan jalan yang dilakukan memerhatikan 
keserasiannya dengan perkembangan transportasi jalan 
raya, terutama keserasian antara beban dan kepadatan 
lalu lintas kendaraan dengan kemampuan daya dukung 
jalan, jaringan jalan di pusat pertumbuhan, pusat produksi 
dan yang menghubungkan pusat produksi dengan 
daerah pemasaran. Pembangunan jalan yang membuka 
daerah terpencil dan yang mendukung pengembangan 
permukiman, termasuk permukiman transmigrasi, juga 
dilakukan. Pembangunan jalan bebas hambatan (tol) yang 
mendukung sistem transportasi cepat, dikembangkan 
bersama-sama antara pemerintah dan swasta dengan 
tetap memerhatikan adanya jalan alternatif yang memadai. 
Jalan merupakan prasarana pengangkutan yang penting.

Panjang jalan di seluruh Indonesia selama periode 1968–
1993 menunjukkan peningkatan sebesar 5,9 persen per 
tahun, dari 84.269 km pada tahun 1968 menjadi 344.892 km 
pada tahun 1993. Pada periode tahun 2008–2013 panjang 
jalan naik rata-rata 1,2 persen per tahun dari 437.759 km 
pada tahun 2008 menjadi 508.000 km pada tahun 2013.

23.1.2 Kendaraan Bermotor

Transportasi penumpang dan barang dalam kota, antar 
kota, dan antar daerah dibina dan dikembangkan agar 
mampu berperan dalam meningkatkan kelancaran 
arus penumpang dan barang, selaras dengan dinamika 
pembangunan. Keamanan, ketertiban, dan keselamatan 
transportasi jalan raya perlu mendapatkan perhatian 
khusus sehubungan dengan kecanggihan peralatan yang 
cenderung semakin meningkatkan kecepatan kendaraan.

Kendaraan bermotor merupakan sarana angkutan/ 
transportasi darat yang memungkinkan arus lalu lintas 
orang maupun barang antar daerah menjadi lebih 
cepat. Jumlah kendaraan bermotor selalu menunjukkan 
kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008, jumlah 
kendaraan bermotor sebanyak 61,7 juta unit dan lima 
tahun kemudian, yaitu pada tahun 2013 menjadi 104,1 
juta unit atau naik 11,0 persen per tahun. Dari sejumlah 
kendaraan bermotor tersebut, yang terbanyak adalah 
kendaraan jenis sepeda motor, yaitu 47,7 juta unit pada 
tahun 2008 dan 84,7 juta unit pada tahun 2013 atau naik 
12,2 persen per tahun.

23.1.3 Angkutan Kereta Api

Salah satu sarana pelayanan angkutan penumpang dan 
barang melalui transportasi darat adalah angkutan kereta 
api yang dikelola oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

Memasuki tahun 1998 banyaknya penumpang kereta 
api sebanyak 170 juta orang dan lima tahun kemudian 
yaitu pada tahun 2003 turun menjadi 155 juta orang atau 
rata-rata turun 1,8 persen. Pada tahun 2008 banyaknya 
penumpang kereta api sebanyak 194 juta orang dan lima 
tahun kemudian tahun 2013 naik menjadi 216 juta orang 
atau rata-rata naik 2,2 persen.

Untuk pengangkutan barang, jumlah barang yang diangkut 
dengan kereta api pada tahun 1998 sebanyak 18,2 juta ton 
dan lima tahun kemudian pada tahun 2003 turun menjadi 
16,3 juta ton atau rata-rata turun 2,2 persen per tahun. 
Memasuki tahun 2008 jumlah barang yang diangkut kereta 
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Gambar 23.1
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan,1968–2013

Tahun
Jenis Permukaan

Jumlah
Diaspal Tidak Diaspal

(1) (2) (3) (4)

1968 20 416 63 853 84 269

1973 29 089 68 907 97 996

1978 59 029 69 686 128 715

1983 75 999 112 080 188 079

1988 111 649 143 285 254 934

1993 159 329 185 563 344 892

1998 168 072 187 291 355 363

2003 216 109 154 407 370 576

2008 258 744 179 015 437 759

2013 287 926 220 074 508 000
Sumber: Ditjen. Bina  Marga, Kementerian PU dan Dinas PU Provinsi/ 
 Kabupaten/Kota

Tabel 23.1
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan (km)

1968–2013 Tahun
Kendaraan Bermotor

JumlahMobil 
Penumpang Bis Truk Sepeda 

Motor

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1968 201 743 19 610 92 417 308 404 622 174

1973 306 713 30 036 143 252 714 333 1 194 334

1978 535 442 58 389 336 753 1 990 250 2 920 834

1983 862 424 160 260 717 873 4 135 677 5 876 234

1988 1 073 106 385 731 892 651 5 419 531 7 771 019

1993 1 700 454 568 490 1 160 539 7 355 114 10 784 597

1998 2 769 375 626 680 1 586 721 12 628 991 17 611 767

2003 3 885 228 798 079 2 047 022 19 976 376 26 706 705

2008 7 489 852 2 059 187 4 452 343 47 683 681 61 685 063

2013 11  484 514 2 286 309 5 615 494 84 732 652 104 118 969
Sumber: Kepolisian Republik Indonesia

Tabel 23.2
Jumlah Kendaraan Bermotor (unit)

1968–2013

Sumber: Ditjen. Bina  Marga, Kementerian PU dan Dinas PU Provinsi/ 
 Kabupaten/Kota
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api sebanyak 19,4 juta ton dan lima tahun kemudian, yaitu 
pada tahun 2013 naik menjadi 26,8 juta ton atau rata-rata 
naik 6,6 persen per tahun.

23.2. Transportasi Laut

23.2.1 Penumpang Antarpulau

Dari aspek geografis, Indonesia merupakan negara 
kepulauan yang terdiri atas pulau-pulau yang besar 
maupun kecil. Masing-masing pulau dipisahkan oleh 
laut maupun selat. Oleh karena itu peranan angkutan 
laut cukup penting dan strategis sebagai sarana dalam 
pencapaian pembangunan nasional, guna mewujudkan 
kesatuan nusantara. Selain itu laut berfungsi pula 
sebagai urat nadi dalam perekonomian nasional karena 
merupakan salah satu sarana yang menjamin lancarnya 
arus barang dan orang. 

Pada tahun 1993 jumlah penumpang antarpulau sudah 
mencapai 17,7 juta orang menggunakan jasa angkutan 
laut. Memasuki lima tahun berikutnya pada tahun 1998 
banyaknya penumpang angkutan laut sebesar 12,8 juta 
orang atau menurun sebesar 6,2 persen. Pada tahun 2003 
jumlah penumpang yang menggunakan jasa angkutan 
laut meningkat kembali rata-rata 4,4 persen setiap 
tahunnya. Memasuki tahun 2008 jumlah penumpang yang 
menggunakan jasa angkutan laut meningkat menjadi 
20,1 juta orang, dan di tahun 2013 mengalami penurunan 
menjadi 19,3 juta orang, rata-rata turun 0,81 persen.

23.2.2 Bongkar Muat Antarpulau dan Luar Negeri

Pembangunan pelayaran nasional terus ditingkatkan 
dan diperluas termasuk penyempurnaan manajemen 
dan dukungan fasilitas pelabuhan, sehingga transportasi 
laut makin mampu berperan mendukung pembangunan 
nasional dalam mempersatukan seluruh wilayah tanah 
air. Kemampuan pelayaran samudera nasional juga terus 
ditingkatkan dengan dukungan pembangunan galangan 
kapal nasional yang serasi dan efisien, serta dilengkapi 
dengan sarana dan prasarana agar mampu memenuhi 

kebutuhan transportasi barang, baik ekspor maupun 
impor.

Keadaan pada tahun 1988 dan 1993, muat barang di 
pelabuhan untuk angkutan antarpulau mengalami 
kenaikan rata-rata pertahun yang sangat berarti yaitu 
masing-masing mencapai 15,2 persen dan 12,0 persen bila 
dibandingkan dengan keadaan lima tahun sebelumnya. 
Hal ini diduga karena adanya Paket November (Paknop) 
tahun 1988 tentang deregulasi angkutan, yang di 
antaranya adalah membolehkan kapal asing beroperasi 
di Indonesia dan setiap perusahaan pelayaran paling 
sedikit menguasai satu kapal. Selain itu juga karena 
lahirnya institusi perusahaan bongkar muat barang, baik 
bongkar barang luar negeri atau antarpulau. Pada tahun 
2013, bongkar muat barang antarpulau dan luar negeri 
mengalami kenaikan yang cukup tinggi dibandingkan 
dengan periode lima tahun sebelumnya yaitu tahun 2008. 

Tahun Penumpang 
(juta orang)

Barang
(ribu ton)

(1) (2) (3)

1968 70 3 307

1973 29 5 040

1978 31 4 500

1983 47 5 400

1988 53 10 775

1993 98 15 680

1998 170 18 217

2003 155 16 293

2008 194 19 443

2013 216 26 755

Tabel 23.3
Jumlah Penumpang dan Barang yang 

Diangkut Kereta Api, 1968–2013

Tahun Penumpang yang Diangkut
(orang)

(1) (2)

1968  679 726  

1973 1 369 015

1978 3 887 250

1983 4 734 543

1988 8 175 913

1993 17 712 144

1998 12 825 097

2003 15 920 580

2008 20 078 806

2013 19 282 553

Tabel 23.4
Jumlah Penumpang Angkutan Laut Antarpulau

1968–2013

Gambar 23.2
Jumlah Penumpang Angkutan Laut Antarpulau

1968–2013
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23.3 Transportasi Udara

Transportasi udara memiliki keunggulan dibanding 
transportasi yang lain terutama dari segi waktu tempuh 
yang relatif singkat. Sejak dicanangkannya program 
pembangunan lima tahun di Indonesia, jumlah bandara 
mengalami perkembangan yang cukup pesat yang ditandai 
dengan meningkatnya lalu lintas penumpang dan barang.

Pada periode 2008–2013, jumlah penumpang angkutan 
udara mengalami kenaikan yang cukup tinggi, yaitu 
sebesar 15,4 persen per tahun dari 43,4 juta orang pada 
tahun 2008 menjadi 88,8 juta orang pada tahun 2013. 
Kenaikan jumlah penumpang domestik sebesar 15,9 
persen per tahun dan penumpang luar negeri 12,6 persen 
per tahun.

Kondisi yang sama terjadi pada dengan angkutan barang. 
Pada periode tahun 2008–2013, jumlah barang angkutan 
udara mengalami peningkatan yaitu sebesar 9,4 persen 
per tahun. Pada tahun 2008 jumlah barang angkutan 
udara 469,4 ribu ton, meningkat menjadi 736,1 ribu ton di 
tahun 2013. Hal yang sama juga terjadi pada jumlah barang 
angkutan udara domestik dan luar negeri, masing-masing 
meningkat sebesar 11,9 persen dan 4,5 persen per tahun.

Ketika terjadi krisis ekonomi pada pertengahan tahun 
1997, jumlah penumpang udara domestik mengalami 
penurunan yang cukup tajam pada tahun 1998.

Kenaikan jumlah penumpang pesawat mulai tinggi sejak 
2001, yaitu saat beroperasinya perusahaan penerbangan 
swasta yang memberlakukan low cost carrier (LCC) 
sebagai strategi penetrasi pasar. Angkutan penumpang 
udara diperkirakan akan semakin meningkat dari tahun 
ke tahun.

Tahun
Antar Pulau Luar Negeri

Muat Bongkar Muat Bongkar

(1) (2) (3) (4) (5)

1968  8 975  9 987  2 910  2 556

1973  17 066  15 912  65 263  9 684

1978  16 129  26 576  60 845  10 841

1983  26 285  40 075  62 402  16 868

1988  53 308  62 925  82 125  21 601

1993  94 000  112 462  140 861  41 973

1998  113 487  119 795  133 700  47 138

2003  127 305  178 154  153 436  69 620

2008  170 869  243 312  145 120  44 925

2013  303 881  336 063  510 699  89 512
Sumber: Administrator Pelabuhan Laut

Tabel 23.5
Bongkar Muat Barang Antarpulau 

dan Luar Negeri (ribu ton), 1968–2013

Gambar 23.3
Jumlah Penumpang  Melalui Bandar Udara

1968–2013
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Tahun
Keberangkatan Dalam Negeri Keberangkatan Luar Negeri Jumlah Keberangkatan

Penumpang 
(ribu)

Barang 
(ton)

Penumpang 
(ribu)

Barang 
(ton)

Penumpang 
(ribu)

Barang 
(ton)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1968 148,4 350,8 70,6 62,4 219,0 413,2

1973 1 800,4 20 075,2 421,6 2 158,2 2 222,0 22 233,4

1978 4 150,6 42 525,9 850,2 6 213,1 5 000,8 48 739,0

1983 6 440,8 66 763,8 1 042,4 23 260,7 7 483,2 90 024,5

1988 8 302,2 101 047,8 1 892,0 51 855,0 10 194,2 152 932,6

1993 10 102,1 114 715,2 3 449,1 122 371,4 13 551,2 237 086,6

1998 7 863,8 147 719,0 3 833,0 170 617,0 11 696,8 318 336,0

2003 19 285,5 194 878,0 4 281,1 130 323,0 23 566,6 326 201,0

2008 36 144,0 300 169,7 7 298,4 169 180,7 43 442,4  469 350,4

2013 75 594,9 525 412,1 13 221,0 210 732,7 88 815,9  736 144,8

Tabel 23.6
Jumlah Penumpang Berangkat dan Barang yang Dimuat Melalui Bandar Udara

1968–2013

Sumber: Laporan bandar udara di seluruh Indonesia
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XXIV. Telekomunikasi

Selama periode 2009–2013, jumlah pelanggan 
telepon selular meningkat hampir dua kali 
lipat dengan rata-rata pertumbuhan per 
tahun sebesar 22,84 persen.

Rumah tangga yang memiliki/menguasai 
telepon tetap kabel selama periode tahun 
2007–2013 terus mengalami penurunan dari 
12,96 persen pada tahun 2007 menjadi 5,86 
persen pada tahun 2013.

Selama periode 2010–2013, akses internet 
oleh individu mengalami peningkatan dari 
10,92 persen pada tahun 2010 menjadi 15,09 
persen pada tahun 2013.

Selama satu dekade terakhir, industri telekomunikasi tengah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, yang tercermin 
dari meningkatnya jumlah pelanggan telepon dan pengguna internet. Berkomunikasi melalui telepon dan media jejaring 
sosial dengan internet telah menjadi kebutuhan utama masyarakat dan telah menggantikan peran surat-menyurat dan media 
komunikasi lainnya.

Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informasi, selama periode 2009–2013, jumlah pelanggan telepon tetap kabel 
rata-rata tumbuh sebesar 4,93 persen per tahun dan jumlah pelanggan telepon selular meningkat hampir dua kali lipat 
dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 22,84 persen. Sementara itu, pelanggan telepon tetap nirkabel mengalami 
pertumbuhan yang fluktuatif, namun secara umum mengalami penurunan sebesar 7,50 persen per tahun. Berdasarkan Survei 
Sosial Ekonomi Nasional, rumah tangga yang memiliki/menguasai telepon tetap kabel selama periode tahun 2007 hingga 
2013 terus menurun dari 12,96 persen pada tahun 2007 menjadi 5,86 persen pada tahun 2013. Sebaliknya, rumah tangga yang 
memiliki/menguasi telepon selular meningkat pesat dari 37,59 persen pada tahun 2007 menjadi 86,09 persen pada tahun 
2013. 

Selama periode waktu 2010–2013 akses internet oleh individu mengalami peningkatan dari 10,92 persen pada tahun 2010 
menjadi 15,09 persen pada tahun 2013. Pada tahun 2013, telepon genggam (HP) menjadi media yang paling banyak digunakan 
untuk mengakses internet dengan persentase sebesar 65,96 persen.

Ringkasan

In the last decade, the telecommunication industry is growing fast as reflected in the increasing number of telephone subscribers 
and internet users. Communication via telephone and social networking media by internet has become the main needs of 
society and replaced the role of postal services and other communication media.

Based on statistics of telecommunication from the Ministry of Communication and Informatics, during the period of 2009–2013, 
the number of fixed wired telephone subscribers increased by 4.93 percent per year while the number of mobile cellular phone 
subscribers almost doubled with the average growth rate of 22.84 percent per year. In the meanwhile, fixed wireless telephone 
subscribers fluctuated, but generally decreased by 7.50 percent per year. Based on the result of Social Economic Survey, the 
percentage of households owning/using fixed wired telephone during the period of 2007 to 2013 has declined from 12.96 percent 
in 2007 to 5.86 percent in 2013. On the other hand, the percentage of households owning/using mobile cellular phones has 
increased rapidly from 37.59 percent in 2007 to 86.09 percent in 2013.

During the period of 2010–2013 internet access by individuals rose from 10.92 percent in 2010 to 15.09 percent in 2013. In 2013, 
mobile cellular phone became the most widely used to access the Internet with a percentage of 65.96 percent.
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pemanfaatan telepon tetap kabel oleh rumah tangga 
semakin menurun dan banyak digantikan oleh teknologi 
lainnya yang lebih mudah, baik dalam pengoperasian 
maupun cara memperolehnya.

24.3 Perkembangan Pelanggan Telepon Bergerak Seluler

Dari sisi penggunaan telepon selular, berdasarkan 
data hasil Susenas pada Gambar 24.3 menunjukkan 
peningkatan yang pesat dari tahun ke tahun. Pada tahun 
2013, persentase rumah tangga di Indonesia yang telah 
memiliki/menguasai minimal satu nomor telepon selular 
yang aktif sebesar 86,09 persen. Nilai ini jauh meningkat 
jika dibandingkan kondisi tahun 2007 yang hanya 
sebesar 37,59 persen. Selama periode  tersebut, rata-
rata pertumbuhan rumah tangga yang telah memiliki/
menguasai minimal satu nomor telepon selular yang aktif 
sebesar 21,50 persen per tahun. Pertumbuhan di daerah 
perdesaaan jauh lebih tinggi dibandingkan perkotaan, 
yang ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhannya 
yang mencapai 38,15 persen per tahun, sementara 
daerah perkotaan hanya 11,26 persen per tahun. Hal ini 
menunjukkan kuatnya penetrasi telepon selular hingga ke 
pelosok perdesaan selama satu dekade terakhir.

Gambar 24.2
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki/Menguasai 

Telepon Tetap Kabel Menurut Klasifikasi Daerah 
2007–2013

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional

Kotaa+Desa DDesa Kotaa

24.1 Perkembangan Jumlah Pelanggan Telepon

Jumlah pelanggan telepon selular di Indonesia terus 
meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2009–2013, 
jumlah pelanggan telepon selular meningkat hampir dua 
kali lipat dengan pertumbuhan 22,84 persen per tahun. 
Sementara itu, pelanggan telepon tetap nirkabel tumbuh 
secara fluktuatif. Pada tahun 2010 dan 2012 meningkat 
dari tahun sebelumnya, sebaliknya pada tahun 2011 dan 
2013 mengalami penurunan. Selama periode 2009–2013 
pelanggan telepon tetap nirkabel per tahun turun sebesar 
7,50 persen. 

Apabila dilihat secara keseluruhan, pelanggan jaringan 
telekomunikasi tanpa kabel ––terdiri dari telepon 
selular dan pelanggan telepon tetap nirkabel–– selama 
periode tahun 2009–2013 meningkat rata-rata sebesar 
18,63 persen per tahun. Pertumbuhan pelanggan 
jaringan telekomunikasi tanpa kabel ini jauh lebih tinggi 
dibandingkan pertumbuhan pelanggan telekomunikasi 
dengan kabel yang hanya sebesar 4,93 persen per tahun. 
Fakta di atas mencerminkan terjadinya pergeseran 
budaya komunikasi telepon di Indonesia dalam satu 
dekade terakhir, dari penggunaan teknologi komunikasi 
telepon kabel menjadi teknologi komunikasi tanpa kabel.

24.2 Perkembangan Rumah Tangga yang Memiliki/Men-
guasai Telepon Tetap Kabel

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 
(Susenas), persentase rumah tangga yang memiliki/
menguasai telepon tetap kabel selama periode tahun 
2007 hingga 2013 terus mengalami penurunan dari tahun 
ke tahun.  Fenomena ini terjadi baik di daerah perkotaan 
maupun perdesaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

Gambar 24.1
Perkembangan Jumlah Pelanggan Telepon menurut 

Jenis Penyelenggaraan Jaringan, 2009–2013

Sumber:	 Kementerian	Komunikasi	dan	Informatika
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24.4 Perkembangan Pengguna Internet

Selama periode waktu 2010–2013 akses internet oleh 
individu mengalami pertumbuhan sebesar 12,73 persen 
per tahun. Pada tahun 2013, persentase  individu yang 
mengakses internet sebesar 15,09 persen, meningkat 
38,19 persen dibandingkan tahun 2010 yang hanya 10,92 
persen dan meningkat 2,65 persen dibandingkan tahun 
2012 yang hanya sebesar 14,70 persen.

Tahun
Klasifikasi Daerah Perkotaan + 

PedesaanPerkotaan Perdesaan

(1) (2) (3) (4)

2010 17,74 4,16 10,92

2011 19,53 5,08 12,28

2012 23,04 6,31 14,70

2013 22,99 7,11 15,09

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional

Tabel 24.1
Persentase Penduduk yang Pernah Mengakses Internet 

Menurut Klasifikasi Daerah, 2010–2013

Jika dilihat berdasarkan media/lokasinya pada gambar 
24.4, akses internet melalui telepon genggam menjadi 
favorit pengguna internet baik di daerah perkotaan 
maupun perdesaan. Sebanyak 65,96 persen akses internet 
dilakukan melalui media telepon genggam pada tahun 
2013. Fasilitas warnet dan telepon rumah berada pada 
urutan berikutnya, diikuti oleh lokasi kantor, sekolah, dan 
media lainnya. Bila dilihat menurut klasifikasi daerah, 
akses internet melalui telepon  genggam,  warnet  dan  
sekolah lebih dominan di daerah perdesaan daripada di 
daerah  perkotaan,  sementara  akses  internet melalui 
fasilitas rumah, kantor dan lainnya lebih banyak di daerah 
perkotaan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa selain 
melalui warnet dan telepon genggam, fasilitas internet di 
sekolah telah banyak memberi kemudahan bagi penduduk 
di daerah perdesaan untuk mengakses internet.

Gambar 24.3
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki/Menguasai Telepon Seluler 

Menurut Klasifikasi Daerah, 2007–2013

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional
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Gambar 24.4
Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir 

Menurut Media/Lokasi dan Klasifikasi Daerah, 2013

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional
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XXV. PariwisaTa

Indonesia memiliki potensi pariwisata yang besar dan diharapkan mampu menjadi salah satu kekuatan pembangunan yang dapat 
diandalkan. Kedatangan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia mempunyai dampak positif terhadap perekonomian 
Indonesia. Hal ini dikarenakan salah satu sumber devisa negara berasal dari belanja barang dan jasa yang dilakukan oleh 
wisman. Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia selama kurun waktu 1969–2014 cenderung mengalami peningkatan, dengan 
rata-rata pertumbuhan 11,60 persen per tahun. Jumlah kunjungan wisman pada akhir 2014 mencapai 9.435.411 kunjungan. 
Sementara itu, rata-rata pengeluaran wisman selama periode 1984–2014 mengalami fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan 
sebesar 2,27 persen. Rata-rata pengeluaran wisman per kunjungan pada tahun 2014 mencapai US$1.183,4. Sejalan dengan 
jumlah kunjungan wisman yang cenderung meningkat, penerimaan devisa negara juga mengalami peningkatan. Penerimaan 
devisa dari kunjungan wisman selama tahun 2014 mencapai US$11,17 juta atau meningkat sekitar 11,06 persen dibanding tahun 
sebelumnya. Di lain pihak, rata-rata lama tinggal wisman di Indonesia mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan 
sebesar 0,91 persen selama periode 1969–2014. Rata-rata lama tinggal wisman terlama terjadi pada tahun 2000, yaitu mencapai 
12,3 hari dan terus menurun hingga mencapai 7,66 hari pada tahun 2014. Semakin meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, 
baik wisatawan asing maupun wisatawan nusantara, menyebabkan jumlah usaha penyedia jasa akomodasi juga cenderung 
meningkat. Jumlah usaha akomodasi tahun 2014 mencapai 17.484 usaha. Rata-rata pertumbuhan jumlah hotel bintang dan 
nonbintang selama 1981–2014 masing-masing sebesar 6,29 persen dan 4,82 persen per tahun.

Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang 
berkunjung ke Indonesia selama kurun waktu 
1969–2014 cenderung mengalami peningkatan, 
dengan rata-rata pertumbuhan 11,60 persen per 
tahun. Jumlah kunjungan wisman pada tahun 
2014 mencapai 9,4 juta kunjungan. 

Ringkasan

Jumlah usaha akomodasi, baik hotel bintang 
maupun nonbintang selama tahun 1981–2014 
mengalami kenaikan. Rata-rata pertumbuhan 
per tahun dari jumlah hotel bintang dan 
nonbintang masing-masing sebesar 6,29 persen 
dan 4,82 persen. Pada tahun 2014, jumlah usaha 
akomodasi mencapai sebanyak 17.484 buah.

Summary

Indonesia has a huge potential in tourism industry, therefore tourism activity is expected to become one of the most reliable 
strength in national development. International visitor arrivals have a positive impact on Indonesian economy. This is because 
international visitor’s expenditure on goods and services is one of the country’s foreign exchange. Number of international 
visitor arrivals showed an upward trend during period 1969–2014, with an average growth at 11.60 per cent annually. Number 
of international visitor arrival reached the highest number of visit during 2014, as much as 9,435,411 visits. Meanwhile, average 
expenditure of international visitor experienced a fluctuation during period 1984–2014, with an average growth at 2.27 per cent 
per year. The average expenditure of international visitor per visit accounted for US$1,183.4 in 2014. Similar to the increasing 
number of international visitor arrival, foreign exchange revenue has increased as well. In 2014, foreign exchange revenue 
amounted to US$11.17 million or 11.06 per cent higher than those in previous year. On the other hand, average length of 
stay of international visitor experienced a decrease of 0,91 per cent per year during period 1969–2014. The longest stay was 
in 2000 with 12.3 days and gradually decreased until 7.66 days in 2014. Besides that, the increasing number of visitor both 
international and domestic leads to an increase number of accommodation establishments. In 2014, number of accomodation 
establishments reached 17,484 establishments. Average growth of star hotels and nonstar hotels amounted to 6.29 per cent 
and 4.82 per cent, respectively during the period of 1981–2014.  
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25.1 Wisatawan Mancanegara

Pada tahun 1969, jumlah kunjungan wisatawan 
mancanegara (wisman) ke Indonesia masih belum begitu 
banyak, yaitu hanya sebesar 86.100 orang. Angka tersebut 
meningkat menjadi 9.435.411 orang pada tahun 2014. 
Rata-rata pertumbuhan kunjungan wisman ke Indonesia 
per tahun selama periode tersebut sebesar 11,60 persen. 
Pertumbuhan paling tinggi terjadi pada tahun 1970 yang 
mencapai 50,20 persen, sedangkan pada tahun 2003 
terjadi penurunan sebesar 11,25 persen dibandingkan 
tahun sebelumnya. Penurunan jumlah kunjungan wisman 
tersebut diantaranya akibat terjadinya bom Bali pada bulan 
Oktober tahun 2002, yang diikuti oleh adanya wabah virus 
SARS pada awal tahun 2003. Namun, sejak tahun 2007 
hingga 2014, jumlah kunjungan wisman selalu mengalami 
peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Berbagai promosi dan regulasi dikeluarkan untuk terus 
meningkatkan jumlah wisman yang berkunjung ke 
Indonesia, seperti program Visit Indonesia Year yang 
dicanangkan pada tahun 1990, Visit ASEAN Year pada 
tahun 1991, hingga menerapkan kebijakan pemberian 
bebas visa dan Visa on Arrival (VOA) untuk kunjungan 
singkat ke Indonesia bagi beberapa negara di tahun 2003. 
Pada tahun 2015, Indonesia terus menambah negara 
bebas visa menjadi 45 negara. 

Tekanan berat terhadap kondisi pariwisata Indonesia 
terjadi saat terjadinya krisis moneter yang berlanjut 
hingga krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997. 
Keadaan ini mengakibatkan turunnya jumlah kunjungan 
wisman ke Indonesia. Pada tahun 1997, jumlah kunjungan 
wisman hanya sebesar 5,2 juta orang, turun menjadi 4,6 
juta orang pada tahun 1998. Tekanan juga dialami kembali 
sejak tragedi runtuhnya gedung kembar WTC di Amerika 
Serikat yang diikuti berbagai isu nasional maupun 
regional, seperti isu terorisme, wabah SARS, bom Bali, 
dan bom Marriot di Jakarta pada tahun 2002 hingga 2003. 
Jumlah wisman sempat meningkat pada tahun 2004 
menjadi 5,3 juta dan kembali turun pada tahun 2005 akibat 

adanya bom yang kembali terjadi di Bali, serta terjadinya 
kenaikan harga bahan pangan dan harga minyak dunia.

Sejak tahun 2007, jumlah kunjungan wisatawan 
mancanegara ke Indonesia menunjukkan kecenderungan 
yang meningkat. Selama tahun 2014 jumlah kunjungan 
wisman mencapai 9,4 juta orang atau mengalami kenaikan 
sebesar 7,19 persen dibandingkan tahun sebelumnya 
yang berjumlah 8,8 juta. Jumlah ini merupakan jumlah 
kunjungan wisman yang tertinggi jika dibandingkan 
dengan tahun-tahun sebelumnya.

Sebagian besar wisatawan mancanegara yang datang ke 
Indonesia masih melalui tiga pintu masuk utama, yaitu 
bandara Soekarno-Hatta (Jakarta), bandara Ngurah Rai 
(Denpasar), dan pintu masuk di Batam. Bali merupakan 
salah satu daerah tujuan wisata utama di Indonesia yang 
menjadi daya tarik wisatawan mancanegara. Pada tahun 
2014, jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia 
melalui pintu masuk Ngurah Rai  menempati posisi 
pertama jika dibandingkan dengan pintu masuk lainnya. 
Dari 9,4 juta wisman yang berkunjung ke Indonesia, 
sekitar  39,55 persen berkunjung melalui bandara Ngurah 
Rai, sedangkan wisman yang masuk ke Indonesia melalui 
bandara Soekarno-Hatta sebesar 23,81 persen, Batam 
sebesar 15,41 persen, bandara Kualanamu (Medan) 
sebesar 2,49 persen, dan sisanya 18,74 persen melalui 
pintu masuk lainnya.

25.2 Rata-rata Lama Tinggal Wisman

Rata-rata lama tinggal wisman selama berkunjung di 
Indonesia cenderung mengalami penurunan dari tahun ke 
tahun. Pada tahun 1984, rata-rata lama tinggal wisman 
mencapai 10,7 hari, sedangkan pada tahun 2014 hanya 
sekitar 7,66 hari. Rata-rata lama tinggal wisman yang 
terlama terjadi pada tahun 2000 yang mencapai lebih dari 
12 hari, sedangkan rata-rata lama tinggal wisman yang 
tercepat terjadi pada tahun 2013 yang tidak mencapai 8 
hari.

Akibat semakin membaiknya sarana transportasi antar 
negara dan antar wilayah, rata-rata lama tinggal wisman 
dunia negara tujuan cenderung menurun, termasuk 

Gambar 25.1
Jumlah Kunjungan Wisman (ribu orang)
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Gambar 25.2
Distribusi Kedatangan Wisman menurut Pintu Masuk 

(persen), 2014
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dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisman. Pada 
tahun 1984, jumlah devisa dari wisman hanya sebesar 
US$469,12 juta sedangkan pada tahun 1996 mengalami 
peningkatan 13 kali lipat dibanding tahun 1984 menjadi 
US$6.307,69 juta. Namun, sejak krisis ekonomi global 
pada tahun 1997, perkembangan penerimaan devisa dari 
kunjungan wisman ke Indonesia berfluktuasi sejalan 
dengan perkembangan jumlah kunjungan wisman ke 
Indonesia.

Pertumbuhan penerimaan devisa dari wisman terbesar 
terjadi pada tahun 1990 yaitu naik 63,90 persen, 
sedangkan pertumbuhan penerimaan devisa terendah 
terjadi pada tahun 2002 yang turun sebesar 20,21 
persen. Pemilu yang berjalan lancar dan aman serta 
mulai membaiknya stabilitas sosial politik di Indonesia, 
mampu menggairahkan kembali sektor pariwisata. 
Hal ini tentunya didukung dengan berbagai kebijakan 
yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan jumlah 
kunjungan wisman, seperti perbaikan infrastruktur, 
pembebasan visa kunjungan singkat dan VOA, promosi 
pariwisata ke luar negeri, dan sebagainya.

Dalam kurun 5 tahun terakhir, terjadi pertumbuhan yang 
cukup signifikan. Pada tahun 2014, penerimaan devisa dari 
wisman yang berkunjung ke Indonesia mencapai sebesar 
US$11,17 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 
11,06 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang baru 
mencapai US$10,05 miliar.

25.5 Usaha Jasa Akomodasi

Sejalan dengan meningkatnya aktivitas pariwisata di 
Indonesia, permintaan terhadap penggunaan sarana 
pariwisata juga mengalami peningkatan seperti jasa 
akomodasi. Jumlah usaha jasa akomodasi pada tahun 
1981 sebanyak 3.640 usaha yang terdiri dari 276 hotel 
berbintang dan 3.364 hotel nonbintang. Rata-rata jumlah 
kamar yang tersedia tiap malam, baik hotel bintang 
maupun nonbintang, sebanyak 71.591 kamar. Jumlah 
ini terus bertambah hingga pada tahun 2014 jumlah 
akomodasi di seluruh Indonesia mencapai 17.484 usaha 
yang terdiri dari 1.996 hotel berbintang dan 15.488 hotel 
non bintang dengan rata-rata jumlah kamar per malam 
secara keseluruhan mencapai 469.277 buah.

wisman di Indonesia. Apalagi adanya peristiwa runtuhnya 
gedung kembar WTC di Amerika Serikat tahun 2002 
dan merebaknya isu terorisme global, berdampak pada 
turunnya rata-rata lama tinggal wisman. Pada tahun 2000, 
rata-rata lama tinggal wisman di Indonesia mencapai 
12,26 hari, turun menjadi 10,49 hari pada tahun 2001 
dan cenderung menurun pada tahun-tahun berikutnya.   
Ditambah lagi adanya beberapa peristiwa yang 
mengganggu kenyamanan wisatawan untuk berkunjung 
ke Indonesia, seperti Bom Bali I pada tahun 2002 dan Bom 
Bali II tahun 2005.  Pada tahun 2014, rata-rata lama tinggal 
wisman di Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,19 
persen dibanding dengan tahun sebelumnya.

25.3 Rata-rata Pengeluaran Wisatawan Mancanegara

Pengeluaran atau belanja yang dilakukan wisman selama 
di Indonesia merupakan salah satu sumber devisa negara 
yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian 
Indonesia. Dari hasil “Passenger Exit Survey” yang 
dilakukan oleh Kementerian Pariwisata tercatat bahwa 
dari tahun 1984 hingga tahun 2014, rata-rata pengeluaran 
wisman selama berada di Indonesia mengalami kenaikan 
sebesar 2,27 persen per tahun. Akan tetapi, dalam 5 tahun 
terakhir, rata-rata pengeluaran wisman per kunjungan 
berada pada kisaran US$1.100 dengan kecenderungan 
meningkat. Namun dalam perkembangannya mengalami 
fluktuasi.

Pada tahun 2014, rata-rata pengeluaran wisman per 
kunjungan mencapai US$1,18 ribu atau mengalami 
kenaikan sebesar 3,61 persen dibandingkan tahun 
sebelumnya yang tercatat sebesar US$1,14 ribu. Rata-
rata pengeluaran wisman per kunjungan yang tertinggi 
terjadi pada tahun 1996 yang mencapai US$1,25 ribu jika 
dibandingkan dengan tahun-tahun yang lain.

25.4 Penerimaan Devisa dari Wisatawan Mancanegara

Penerimaan devisa dari kunjungan wisman ke Indonesia 
terus meningkat dari tahun 1984 hingga tahun 1996 seiring 

Gambar 25.3
Rata-rata Lama Tinggal Wisman (hari) 
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Gambar 25.4
Rata-rata Pengeluaran Wisman Per Orang Per Kunjungan 

(dolar AS), 1984–2014
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Rata-rata petumbuhan jumlah hotel berbintang dari tahun 
1981 sampai dengan tahun 2014 sebesar 6,29 persen per 
tahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 1986 
yang mencapai 15,69 persen, sedangkan perkembangan 
terendah terjadi pada tahun 1984 dimana terjadi penurunan 
sebesar 1,81 persen. Untuk hotel nonbintang, rata-rata 
mengalami kenaikan sebesar 4,82 persen setiap tahun. 
Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2007 yang 
mencapai 20,56 persen dan terendah pada tahun 1999 
yang mengalami penurunan 0,28 persen.

Seiring dengan semakin membaiknya kondisi 
perekonomian global, termasuk semakin stabilnya 
pertumbuhan ekonomi di Indonesia, maka perkembangan 
jumlah usaha jasa akomodasi terus mengalami 
peningkatan. Peristiwa yang cukup mempengaruhi 
pertumbuhan usaha hotel diantaranya adalah semakin 
banyaknya pertemuan-pertemuan dan pameran yang 
diselenggarakan di hotel. Dalam kurun waktu 5 tahun 
terakhir, pertumbuhan jumlah hotel berbintang dan 
akomodasi lain cenderung mengalami peningkatan. Pada 
tahun 2014 terjadi peningkatan jumlah hotel bintang 
sebesar 6,29 persen, sedangkan hotel nonbintang sebesar 
4,82 persen per tahun.

Secara keseluruhan, rata-rata pertumbuhan jumlah 
malam kamar tersedia dari tahun 1981 sampai dengan 
tahun 2004 mencapai sebesar 7,42 persen untuk hotel 
berbintang dan 5,24 persen untuk hotel nonbintang.  
Pertumbuhan jumlah malam kamar hotel berbintang yang 
tertinggi terjadi pada tahun 1991 yang mencapai 21,85 
persen sedangkan pada tahun 2007, justru mengalami 
penurunan sebesar 7,98 persen. Sedangkan untuk hotel 
nonbintang, pertumbuhan jumlah malam kamar tersedia 
yang tertinggi terjadi pada tahun 1982 yang mencapai 
sebesar 18,88 persen sedangkan pada tahun 1999 justru 
mengalami penurunan sebesar 1,65 persen. Sementara 
itu, pada tahun 2014, jumlah malam kamar yang tersedia 
di hotel bintang mengalami kenaikan sebesar 7,42 persen 
sedangkan untuk hotel nonbintang mencapai 5,24 persen 
dibandingkan tahun sebelumnya.

Kemajuan industri perhotelan dapat dilihat melalui 
indikator tingkat penghunian kamar (TPK) hotel, dimana 
TPK menggambarkan presentase banyaknya malam 
kamar yang dihuni dibandingkan dengan jumlah malam 
kamar tersedia. Pada periode 1986 sampai 2014, TPK 
hotel berbintang berkisar antara 38 persen sampai 56 
persen, sedangkan untuk hotel nonbintang hanya sekitar 
28 persen sampai 40 persen.

Nilai TPK terbesar untuk hotel bintang terjadi pada 
tahun 1989 yang mencapai 55,70 persen, sedangkan TPK 
terendah terjadi tahun 1998 sebesar 38,13 persen. Untuk 
hotel nonbintang, TPK tertinggi terjadi pada tahun 2011 
sebesar 38,74 persen, sedangkan TPK terendah terjadi 
pada tahun 1986 sebesar 28,30 persen. Sejak tahun 2011, 
TPK hotel berbintang sudah menunjukkan perkembangan 
yang cukup menggembirakan. Hal ini diduga sebagai 
akibat semakin maraknya penyelenggaraan pertemuan, 
rapat-rapat, dan pameran di hotel. Sebagai akibat 
semakin meningkatnya industri MICE (meeting, insentive, 
converence, exhibition).

Selain tingkat penghunian kamar hotel, rata-rata 
lama menginap tamu merupakan indikator lain dari 
perkembangan usaha jasa akomodasi. Rata-rata lama 
menginap tamu asing selalu lebih besar dibandingkan 
rata-rata menginap tamu domestik, baik pada hotel 
berbintang maupun pada hotel nonbintang. Secara 
keseluruhan, rata-rata lama menginap tamu asing berada 
pada kisaran 2,20 malam sampai 3,90 malam, sedangkan 
tamu domestik berada pada kisaran 1,30 malam sampai 
2,20 malam. 

Untuk hotel berbintang, rata-rata lama menginap 
tertinggi, baik untuk tamu asing maupun domestik, terjadi 
pada tahun 1998: masing-masing sebesar 3,59 malam 
dan 2,11 malam, sedangkan rata-rata menginap terendah 
terjadi pada tahun 1995 untuk tamu asing, yaitu sebesar 
2,53 malam dan pada tahun 2004 untuk tamu domestik 
sebesar 1,68 malam. Untuk hotel nonbintang, rata-rata 
lama menginap tertinggi dicatat oleh tamu asing yang 
terjadi pada tahun 2002 sebesar 3,83 malam, sementara 
tamu domestik terjadi pada tahun 1988 sebesar 1,80 
malam. Sedangkan rata-rata menginap terendah terjadi 
pada tahun 1998 untuk tamu asing (2,24 malam) dan pada 
tahun 2004 untuk tamu domestik (1,28 malam).

Gambar 25.5
Penerimaan Devisa dari Wisman (juta dolar AS)

1984–2014

Sumber: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
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XXVI. keuangan dan Harga

Neraca Pembayaran Indonesia pada periode 2004–2007 selalu mengalami surplus. Hal ini disebabkan terjadinya surplus pada 
transaksi berjalan, khususnya komponen transaksi barang, serta  transaksi modal dan finansial. Pada tahun 2008 neraca 
pembayaran Indonesia mencatat defisit sebesar 1,706 miliar USD. Selanjutnya, neraca pembayaran kembali mencatatkan 
surplus pada tahun 2009 sampai tahun 2014, kecuali pada tahun 2013 yang  menunjukkan defisit. Neraca pembayaran 2014 
menunjukkan adanya surplus sebesar 18,963 miliar USD.

Nilai tukar eceran rupiah terhadap dolar Amerika selama periode 2006–2015 cenderung mengalami depresiasi. Pada akhir 
tahun 2006 nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika tercatat sebesar Rp9.080,30 dan pada Juni 2015 tercatat sebesar 
Rp13.253,45 per US Dolar.

Selama kurun waktu 10 tahun terakhir, periode tahun 2006–2015, inflasi tahunan tertinggi terjadi pada tahun 2008 (11,06 persen) 
dan inflasi terendah terjadi pada tahun 2009 (2,78 persen).

Inflasi Juli 2013 sebesar 3,29 persen merupakan inflasi bulanan tertinggi selama 10 tahun terakhir. Penyebab utama inflasi Juli 
2013 adalah kenaikan harga bensin, tarif angkutan dalam kota, bawang merah, daging ayam ras, ikan segar, cabai rawit, beras, 
tarif angkutan udara, tarif angkutan antarkota, dan sebagainya.

Indonesia’s balance of payments during the period 2004–2007 always showed a surplus. This was due to the surplus in the 
current account, particularly in the transactions component of goods, as well as capital and financial transactions. In 2008, ithe 
balance of payments was recorded a deficit due to the international crisis effect. Then, during the period 2009–2014, the balance 
of payment showed a surplus, except in 2013. In 2014, the surplus was recorded as much as US$ 18.96 billion.

The exchange rate of rupiah against the US dollar during the period 2006–2014 tended to depreciate. At the end of 2006, the rate 
of US dollar to rupiah was recorded at Rp9,080.30 and it was Rp13,253.45 per US Dollar in June 2015.

During the period 2006-2015, the highest annual inflation rate was in 2008 (11.06 percent), while the lowest inflation rate 
occurred in 2009 (2.78 percent). 

The inflation in July 2013 amounting to 3.29 percent was the highest monthly inflation over the past decade. The main cause of 
inflation in July 2013 was the rise of prices in a number of commodities namely gasoline, within city transportation fares, onion, 
purebred chicken meat, fresh fish, small chilli, rice, passenger airplane fare and inter-city transportation fares, and so on.

Total realisasi penerimaan pemerintah pusat 
untuk pembangunan jangka menengah 
mengalami peningkatan dari Rp1.334,2 triliun 
pada periode 1999/2000–2004 menjadi Rp6.618 
triliun pada RPJMN 2010–2014. 

Ringkasan

Selama periode 2006-2015, inflasi tahunan 
tertinggi Indonesia terjadi pada tahun 2008 
sebesar 11,06 persen dan terendah terjadi 
pada tahun 2009, yaitu 2,78 persen.

Krisis ekonomi dan moneter (krismon) 1998 
merupakan momen dimana harga-harga tidak 
terkecuali di level grosir meningkat sangat 
tinggi dibandingkan kenaikan harga tahunan 
selama kurun waktu 1971–2015. Pada tahun 
1998, IHPB Umum naik sebesar 105,34 persen 
dan IHPB Konstruksi naik sebesar 64,41 persen. ht
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Keuangan dan Harga

26.1 Keuangan

26.1.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Negara

Realisasi pendapatan negara pada Pelita VI mengalami 
kenaikan menjadi 615,0 triliun rupiah dibandingkan 
pada Pelita I sebesar 3,1 triliun rupiah. Dari realisasi 
pendapatan tersebut, komponen yang dominan adalah 
penerimaan dalam negeri yang meningkat dari 2,6 triliun 
rupiah pada Pelita I menjadi 498,1 triliun rupiah pada Pelita 
VI. Meskipun komponen penerimaan pembangunan atau 
hibah memiliki peran yang relatif kecil jika dibandingkan 
dengan penerimaan dalam negeri, namun nilainya juga 
terus mengalami peningkatan pada Pelita VI menjadi 
116,9 triliun rupiah dibandingkan pada Pelita I yang hanya 
sebesar 0,5 triliun rupiah.

Keberhasilan meningkatkan pendapatan negara secara 
terus menerus juga terjadi pada periode RPJMN 2010–2014, 
yaitu sebesar 6.618 triliun rupiah dibanding pada periode 
1999–2003, yaitu sebesar 1.334,2 triliun rupiah. Total 
pendapatan tersebut masih didominasi oleh penerimaan 
yang berasal dari dalam negeri, dimana besaran nilainya 
juga mengalami peningkatan terus menerus dari periode 
1999-2003 sebesar 1.333,1 triliun rupiah menjadi 6.594,9 
triliun rupiah selama periode RPJMN 2010–2014.

Realisasi belanja negara pada Pelita VI mengalami 
kenaikan menjadi 599,9 triliun rupiah dibandingkan pada 
Pelita I sebesar 3,1 triliun rupiah. Dari total realisasi 
belanja pemerintah pusat tersebut, nilainya didominasi 
oleh pengeluaran rutin yang nilainya meningkat secara 
terus menerus dari hanya sebesar 2 triliun rupiah 
pada Pelita I menjadi 389,4 triliun rupiah pada Pelita VI. 
Peningkatan ini juga terjadi pada komponen pengeluaran 
pembangunan yang menjadi sebesar 210,5 triliun rupiah 
dari 1,1 triliun rupiah dalam periode yang sama.

Hal ini juga berlanjut pada periode 1999–2003 sampai 
dengan periode RPJMN 2010–2014, dimana realisasi 
belanja pemerintah pusat mengalami peningkatan secara 
terus menerus menjadi 7.355,8 triliun rupiah dari 1.493,6 
triliun rupiah pada periode tersebut. Realisasi belanja 
ini didominasi oleh pengeluaran pemerintah pusat yang 
nilainya mengalami peningkatan dari periode 1993–2003 

Gambar 26.1
Total Pendapatan dan Belanja Negara, Pelita I–2014

sebesar 1.131 triliun  rupiah menjadi 5.009,2 triliun rupiah 
pada periode RPJMN 2010-2014. Sama halnya dengan 
pengeluaran pemerintah pusat, pengeluaran untuk 
daerah juga telah mengalami kenaikan menjadi 2.346,4 
triliun rupiah dari 362,6 triliun rupiah dalam periode yang 
sama.
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26.1.2 Realisasi Penerimaan Dalam Negeri yang Berasal  
 dari Migas dan Nonmigas

Penerimaan yang berasal dari migas pada Pelita VI telah 
mengalami kenaikan menjadi 121,5 triliun rupiah dibanding 
pada Pelita I sebesar 0,8 triliun rupiah. Sedangkan untuk 
nonmigas, pada periode yang sama melonjak menjadi 
376,6 triliun rupiah dari 1,8 triliun rupiah.

Peranan penerimaan yang berasal dari nonmigas terhadap 
total penerimaan dalam negeri mengalami penurunan 
sejak Pelita I sampai Pelita III, namun sejak Pelita IV terus 
mengalami peningkatan mencapai posisi tertinggi, yaitu 
76 persen pada Pelita VI. Sebaliknya, porsi penerimaan 
yang berasal dari migas terhadap total penerimaan dalam 
negeri sejak Pelita III sampai Pelita VI terus mengalami 
penurunan sampai titik terendah, yaitu sebesar 24 persen 
pada Pelita VI.

Tabel 26.1
Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Pusat (triliun rupiah)

Pelita I–2014

Periode
Pendapatan Belanja

Dalam 
Negeri

Pembangunan/
Hibah Total Pemerintah 

Pusat
Untuk 

Daerah Suspen Total

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Pelita I 2,6 0,5 3,1 2,0 1,1 – 3,1
Pelita II 14,6 1,7 16,3 8,6 7,5 – 16,1
Pelita III 57,6 8,0 65,6 33,6 31,8 – 65,4
Pelita IV 99,4 25,8 125,2 73,4 51,3 – 124,7
Pelita V 221,2 48,5 269,7 156,4 112,0 – 268,4
Pelita VI 498,1 116,9 615,0 389,4 210,5 – 599,9
1999/2000 187,8 – 187,8 202,0 29,9 – 231,9
2000 1 205,3 – 205,3 188,3 33,1 – 221,4
2001 300,6 0,5 301,1 260,5 81,1 – 341,6
2002 298,5 0,1 298,6 224,0 98,2 – 322,2
2003 340,9 0,5 341,4 256,2 120,3 – 376,5
2004 403,1 0,3 403,4 297,5 129,7 – 427,2
2005 493,9 1,3 495,2 361,2 150,4 -1,9 509,7
2006 636,2 1,8 638,0 440,0 226,2 0,9 667,1
2007 706,1 1,7 707,8 504,6 253,3 -0,2 757,7
2008 979,3 2,3 981,6 693,4 292,4 -0,1 985,7
2009 847,1 1,7 848,8 628,8 308,6 0,0 937,4
2010 992,2 3,0 995,2 697,4 344,7 0,0 1 042,1
2011 1 205,3 5,2 1 210,5 883,7 411,3 0,0 1 295,0
2012 1 332,3 5,8 1 338,1 1 010,6 480,6 0,2 1 491,4
2013 1 432,1 6,8 1 438,9 1 137,2 513,3 0,1 1 650,6
2014 2 1 633,0 2,3 1 635,3 1 280,3 596,5 – 1 876,8

Catatan:   1 Angka Realisasi April–Desember
 2 Angka APBN-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan)
Sumber: Kementerian Keuangan

Gambar 26.2
Realisasi Penerimaan Migas dan Nonmigas

Pelita I–Pelita VI
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26.1.3 Penerimaan  Perpajakan dan Bukan Pajak

Sejak tahun 2000 pemerintah tidak lagi menganut prinsip 
anggaran berimbang yang dinamis. Format dan struktur 
dalam APBN dirubah menjadi anggaran defisit yang 
dibiayai dengan sumber-sumber pembiayaan dari dalam 
dan luar negeri. Seiring dengan perubahan format dan 
struktur tersebut, penerimaan dalam negeri tidak lagi 
terdiri dari penerimaan minyak bumi dan gas (migas) 
dan penerimaan di luar migas, melainkan terdiri dari 
penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak.

Oleh karena perkembangan penerimaan migas kurang 
menentu, sejak tahun 1986/1987 penerimaan perpajakan 
terus diupayakan untuk lebih berperan karena penerimaan 
tersebut akan lebih menjamin kestabilan bagi tersedianya 
sumber penerimaan negara. Bahkan ketika krisis ekonomi 
mulai melanda Indonesia, penerimaan perpajakan sampai 

batas-batas tertentu masih dapat memberikan peranan 
dan sumbangan yang sangat berarti dalam mengatasi 
krisis ekonomi.

Penerimaan dalam negeri sejak tahun 1999/2000 sampai 
dengan tahun 2014 selalu mengalami peningkatan, hingga 
pada tahun 2014 mencapai 1.633,1 triliun rupiah. Sebagian 
besar penerimaan dalam negeri tersebut berasal dari 
penerimaan perpajakan, yang nilainya mengalami 
peningkatan secara terus menerus dari tahun 1999/2000 
sebesar 125,9 triliun rupiah menjadi 1.246,1 triliun rupiah 
pada tahun 2014. Peranan penerimaan perpajakan 
terhadap total penerimaan dalam negeri mengalami 
peningkatan secara terus menerus mencapai posisi 
tertinggi, yaitu 76,3 persen pada tahun 2014. Sebaliknya, 
porsi penerimaan bukan pajak terhadap total penerimaan 
dalam negeri secara umum mengalami penurunan 
sampai mencapai titik terendah yaitu 23,7 persen pada 
tahun 2014.

Periode
Migas Non Migas Jumlah

Nilai Persen Nilai Persen Nilai Persen

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Pelita I 0,8 30,8 1,8 69,2 2,6 100,0
Pelita II 7,9 54,1 6,7 45,9 14,6 100,0
Pelita III 39,2 68,1 18,4 31,9 57,6 100,0
Pelita IV 49,7 50,0 49,7 50,0 99,4 100,0
Pelita V 74,0 33,5 147,2 66,5 221,2 100,0
Pelita VI 121,5 24,4 376,6 75,6 498,1 100,0

Tabel 26.2
Realisasi Penerimaan Dalam Negeri yang Berasal dari Migas dan Nonmigas (triliun rupiah)

Pelita I–Pelita V

Tabel 26.3
Realisasi Penerimaan Perpajakan dan Bukan Pajak (triliun rupiah)

1999–2014

Periode
Pajak Bukan Pajak Jumlah

Nilai Persen Nilai Persen Nilai Persen

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1999/2000 125,9 67,0 61,9 33,0 187,8 100,0
2000 1 115,9 56,5 89,4 43,5 205,3 100,0
2001 185,5 61,7 115,1 38,3 300,6 100,0
2002 210,1 70,4 88,5 29,6 298,6 100,0
2003 241,6 70,9 99,1 29,1 340,7 100,0
2004 280,8 68,9 126,7 31,1 407,5 100,0
2005 347,0 70,3 146,9 29,7 493,9 100,0
2006 409,2 64,3 227,0 35,7 636,2 100,0
2007 491,0 69,5 215,1 30,5 706,1 100,0
2008 658,7 67,3 320,6 32,7 979,3 100,0
2009 619,9 73,2 227,2 26,8 847,1 100,0
2010 723,3 72,9 268,9 27,1 992,2 100,0
2011 873,9 72,5 331,5 27,5 1 205,3 100,0
2012 980,5 73,6 351,8 26,4 1 332,3 100,0
2013 1 077,3 75,2 354,8 24,8 1 432,1 100,0
2014 2 1 246,1 76,3 386,9 23,7 1 633,1 100,0

Catatan:   1 Angka Realisasi April–Desember
 2 Angka APBN-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan)
Sumber: Kementerian Keuangan

Sumber: Kementerian Keuangan
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Penerimaan pajak ini diharapkan menjadi tulang punggung 
penerimaan dalam negeri dimana kontribusi terbesarnya 
berasal dari pajak penghasilan (PPh). Dari tahun 
1999/2000 sampai 2014, penerimaan pajak penghasilan 
meningkat hingga mencapai 569,9 triliun rupiah dibanding 
tahun 1999/2000 sebesar 72,7 triliun rupiah.

Penerimaan negara bukan pajak bersumber dari 
penerimaan sumber daya alam (SDA) dimana komponen 
utamanya adalah penerimaan minyak dan gas alam (Migas). 
Meskipun begitu, penerimaan komponen SDA selain 
migas seperti SDA kehutanan, perikanan, pertambangan 
panas bumi dan pertambangan umum juga diharapkan 
semakin mengalami peningkatan. Dari tahun 1999/2000 
sampai tahun 2014, penerimaan sumber daya alam (SDA) 
meningkat dari 45,5 triliun rupiah pada tahun 1999/2000 
menjadi 241,1 triliun rupiah pada tahun 2014. Akan tetapi, 
peranan penerimaan SDA terhadap total penerimaan 
negara bukan pajak secara umum menurun dari tahun 
1999/2000 hingga mencapai titik terendah, yaitu sebesar 
62,31 persen pada tahun 2014.

Selain penerimaan SDA, komponen penerimaan 
negara bukan pajak juga terdiri dari bagian laba BUMN, 
penerimaan bukan pajak lainnya dan pendapatan Badan 
Layanan Umum (BLU). Ketiga sumber penerimaan ini 
kurang diharapkan karena peranannya terhadap total 
penerimaan negara bukan pajak dari tahun ke tahun tidak 
ada pelonjakan yang berarti, meskipun secara umum 
mengalami peningkatan selama periode 1999/2000 
sampai dengan tahun 2014.

Untuk bagian laba BUMN, penerimaan dari sumber ini 
adalah sebesar 5,4 triliun rupiah pada tahun 1999/2000 
meningkat menjadi 40 triliun rupiah pada tahun 2014. 
Bagian laba BUMN ini memiliki peranan terhadap total 
penerimaan negara bukan pajak yang secara umum 
meningkat dari sebesar 8,74 persen dan meningkat 
menjadi 10,34 persen pada tahun 2014 dengan peranan 
tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 11,47 
persen.

Sedangkan untuk penerimaan yang berasal dari 
komponen penerimaan bukan pajak lainnya, secara umum 
mengalami peningkatan menjadi 84,97 triliun rupiah pada 
tahun 2014 dari tahun 1999/2000, yaitu sebesar 11,00 
triliun rupiah. Sama halnya dengan peranan bagian laba 
BUMN, peranan penerimaan negara bukan pajak lainnya 
secara umum meningkat dari sebesar 17,77 persen dan 
meningkat menjadi 21,96 persen pada tahun 2014 dengan 
peranan tertinggi terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 
26,44 persen.

Pendapatan BLU merupakan komponen penerimaan 
negara bukan pajak yang baru ada pada tahun 2007. 
Meskipun sumber ini memiliki peranan yang sangat kecil, 
akan tetapi peranannya terhadap total penerimaan negara 
bukan pajak secara umum meningkat dari 0,99 persen 
pada tahun 2007 menjadi 5,39 persen pada tahun 2014 
dengan peranan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu 
sebesar 6,95 persen. Nilai pendapatan BLU ini pada tahun 
2007 adalah sebesar 2,13 triliun rupiah dan meningkat 
menjadi 20,86 triliun rupiah pada tahun 2014.

26.1.4 Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ 
 Kota

Selain keuangan pemerintah pusat, pengelolaan keuangan 
juga dilakukan di level Provinsi maupun Kabupaten/Kota. 
Sumber-sumber keuangan pemerintah Provinsi dan 
Kabupaten/ Kota berasal dari pendapatan asli daerahnya 
dan transfer dari pemerintah pusat.

Pendapatan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 
terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 
Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2000, 
Pendapatan pemerintah Kabupaten/Kota mengalami 
peningkatan yang cukup tajam yaitu sebesar 28,3 triliun 
rupiah pada tahun 2000 menjadi 78,5 triliun rupiah pada 
tahun 2001.

26.1.5 Jumlah Uang Beredar

Uang beredar dalam arti sempit (M1) yang terdiri atas 
uang kartal dan uang giral mengalami pertumbuhan 
selama periode 2004–2014. 

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2007, sebesar 
29,69 persen, dari 347, 01 triliun rupiah pada tahun 2006 
menjadi 450,06 triliun rupiah pada 2007. Sebaliknya, 
pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2008 yang 
hanya tumbuh sebesar 1,50 persen, yaitu dari 450,06 
triliun rupiah pada tahun 2007 menjadi 456,79 pada tahun 
2008.

Tabel 26.4
Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah (triliun rupiah)

1994–2013

Tahun
Kabupaten/Kota Provinsi

Nilai Persen Nilai Persen

(1) (2) (3) (4) (5)

1994 9,2 9,1 9,7 8,8
1995 10,8 10,8 11,3 10,3
1996 12,6 12,5 12,5 11,9
1997 15,3 15,2 12,8 12,5
1998 20,4 19,6 9,0 7,6
1999 27,3 27,1 13,3 11,3
2000 28,3 27,9 15,7 11,7

2001 78,5 72,3 29,7 23,3

2002 81,2 87,1 39,3 32,2

2003 111,3 112,4 40,7 40,7

2004 118,6 116,6 46,2 43,6

2005 140,0 129,1 56,9 49,2

2006 208,5 187,1 69,4 64,8

2007 244,3 241,6 77,9 75,9

2008 279,1 278,2 96,7 88,6

2009 295,1 303,5 98,9 101,9

2010 331,8 330,3 116,8 112,2

2011 407,2 386,2 119,0 128,0

2012 460,9 439,5 186,0 179,4

2013 522,4 513,3 205,8 203,7
Sumber: Survei Keuangan Pemerintah Daerah, BPS
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Gambar 26.3
Jumlah Uang Beredar, 2006–2014
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Gambar 26.4
Perubahan Uang Beredar (M1 dan M2) Triwulanan

2005–2014
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Perkembangan yang berbeda tampak pada laju 
pertumbuhan uang beredar dalam arti luas (M2) yang 
terdiri dari M1 ditambah uang kuasi dan surat berharga 
selain saham.Selama periode 2004-2014 pertumbuhan 
M2 cenderung merata atau tidak begitu timpang seperti 
layaknya M1. Pertumbuhan M2 berkisar antara 11,87 
persen sampai 19,33 persen.

Tabel 26.5
Jumlah Uang Beredar (miliar rupiah)

2004–2014

Tahun Uang 
Kartal

Uang 
Giral

Uang 
Kuasi

Surat 
Berharga 

Selain 
Saham

Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2004  109 028  136 918  785 261  2 670 1 033 877
2005  123 991  147 149  929 343  2 280 1 202 762
2006  150 654  196 359 1 032 865  2 615 1 382 493
2007  182 967  267 089 1 196 119  3 487 1 649 662
2008  209 747  247 040 1 435 772  3 279 1 895 839
2009  226 006  289 818 1 622 055  3 504 2 141 384
2010  260 227  345 184 1 856 720  9 075 2 471 206

2011  307 760  415 231 2 139 840  14 388 2 877 220

2012  361 897  479 755 2 455 435  10 420 3 307 508

2013  399 609  487 475 2 820 521  22 805 3 730 409

2014  419 262  522 960 3 209 475  21 630 4 173 327

Tabel 26.6
Perubahan Uang Beredar (M1 dan M2) Triwulanan

(miliar rupiah), 2004–2014

Tahun Triwulan M1 M2

(1) (2) (3) (4)

2004 I - 14 646 - 28 390
II  16 994  46 096
III  8 529  14 775
IV  11 270  45 704

2005 I - 1 943 - 11 174
II  17 811  53 823
III  5 948  77 527
IV  3 378  48 709

2006 I -  715 - 4 014
II  33 378  59 037
III  20 082  36 959
IV  23 128  87 749

2007 I - 15 277 - 3 256
II  40 032  75 340
III  28 307  62 307
IV  49 980  132 778

2008 I - 40 287 - 55 272
II  43 279  108 991
III  26 691  74 758
IV - 22 951  117 700

2009 I - 8 753  20 913
II  34 588  60 780
III  7 880  40 978
IV  25 322  122 873

2010 I - 21 363 - 29 301
II  50 945  119 062
III  4 536  43 810
IV  55 469  196 251

2011 I - 24 809 - 19 849
II  55 605  71 427
III  19 890  120 548
IV  66 895  233 888

2012 I - 8 776  36 975
II  65 152  138 592
III  16 093  75 393
IV  46 192  179 328

2013 I - 31 597  15 021
II  48 444  90 850
III  9 216  170 702
IV  19 369  146 329

2014 I - 33 581 - 77 879
II  92 215  213 360
III  3 451  144 256
IV - 6 947  163 180

Catatan:   M1: Uang kartal dan uang giral
 M2: M1 ditambah uang kuasi dan surat berharga selain saham
Sumber: Bank Indonesia

Sumber: Bank Indonesia

Sumber: Bank Indonesia

Sumber: Bank Indonesia
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Jumlah uang beredar (M1), yang terdiri atas uang kartal 
dan uang giral, selama periode 2004–2014 mengalami tiga 
belas kali penurunan. Penurunan sebesar 715 miliar rupiah 
pada triwulan I 2006 merupakan penurunan terendah 
sepanjang periode tersebut. Sementara itu, penurunan 
tertinggi terjadi pada triwulan I 2008 sebesar 40,29 triliun 
rupiah. Pada periode 2004–2014 terjadi pertambahan 
uang beredar yang cukup berarti pada Triwulan II 2014, 
Triwulan IV 2011, dan Triwulan II 2011 yang besarnya 
berturut-turut sebesar 92,22 triliun rupiah, 66,90 triliun 
rupiah, dan 55,61 triliun rupiah.

Hal yang sama terjadi pada uang beredar dalam arti 
luas (M2) yang mengalami penurunan sebanyak delapan 
kali selama periode 2004–2014. Penurunan terendah 
terjadi pada triwulan I 2007 sebesar 3,26 triliun rupiah 
dan tertinggi pada triwulan I 2014 sebesar 77,88 triliun 
rupiah. Sedangkan dalam hal pertambahan M2, terendah 
terjadi pada triwulan III 2004 sebesar 14,76 triliun rupiah 
dan tertinggi terjadi pada triwulan IV 2011 sebesar 233,89 
triliun rupiah.

26.1.6 Neraca Pembayaran

Neraca pembayaran Indonesia dalam periode 2004–2007 
selalu mengalami surplus. Hal ini disebabkan terjadinya 
surplus pada transaksi berjalan, khususnya komponen 
transaksi barang, serta  transaksi modal dan finansial, 
khususnya pada komponen transaksi investasi langsung 
dan investasi portofolio. Sebaliknya, transaksi jasa, 
pendapatan dan investasi lainnya mengalami defisit yang 
cenderung meningkat.

Pada tahun 2008, neraca pembayaran Indonesia mencatat 
surplus transaksi berjalan sebesar 126 juta USD dan 
defisit pada transaksi modal dan finansial sebesar 1,832 
miliar USD, sehingga menghasilkan defisit sebesar 1,706 
miliar USD. Hal tersebut disebabkan adanya imbas krisis 
subprime mortage di Amerika Serikat.

Selanjutnya, neraca pembayaran kembali mencatatkan 
surplus pada tahun 2009 sampai tahun 2011, kemudian 
kembali menurun pada tahun 2012 hingga terjadi defisit 
pada tahun 2013. Sedangkan kondisi neraca pembayaran 

Gambar 26.5
Neraca Pembayaran, 2004–2009

Gambar 26.6
Neraca Pembayaran, 2010–2014
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Tabel 26.7
Neraca Pembayaran (juta USD)

2004–2009

Sumber: Bank Indonesia

Tahun

Transaksi Berjalan Transaksi Modal dan Finansial
Jumlah 

(Surplus/
Defisit)Barang Jasa-jasa Pendapatan Transfer 

Berjalan
Transaksi 

Modal

Transaksi Finansial

Investasi 
Langsung

Investasi 
Portofolio

Investasi 
Lainnya

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

2004  20 152 -8 811 -10 917  1 139  – -1 512  4 409 -1 045  3 415
2005  17 534 -9 122 -12 927  4 793   334  5 271  4 190 -9 449   623
2006  29 660 -9 874 -13 790  4 863   350  2 188  4 277 -3 790  13 885
2007  32 753 -11 841 -15 525  5 104   547  2 253  5 567 -4 775  14 083
2008  22 916 -12 998 -15 155  5 364   294  3 419  1 764 -7 309 -1 706
2009  30 932 -9 741 -15 140  4 578   96  2 628  10 336 -8 208  15 481
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pada tahun 2014 menunjukkan adanya surplus sebesar 
18,963 miliar USD.

26.1.7 Suku Bunga Deposito

Suku bunga deposito pada bank persero selama periode 
2005–2012 cenderung menurun, kemudian pada tahun 2013 
dan 2014 kembali menunjukkan peningkatan. Suku bunga 
deposito 1 bulan sampai 12 bulan pada tahun 2008 lebih 
tinggi dari tahun sebelumnya maupun tahun sesudahnya. 
Hal tersebut sebagai imbas dari krisis subprime mortage. 
Dengan tingkat suku bunga yang tinggi, menyebabkan 
uang beredar dapat terserap melalui deposito bank.

Suku bunga terendah terjadi pada tahun 2012. Pada tahun 
tersebut tercatat suku bunga deposito 1 bulan sebesar 
5,22 persen, deposito 3 bulan 5,54 persen, deposito 6 
bulan 5,58 persen, deposito 12 bulan 5,91 persen, serta 
deposito 24 bulan 5,87 persen.

Tabel 26.10 menunjukkan variasi suku bunga deposito 
berjangka 3 bulan menurut kelompok bank. Suku bunga 
deposito 3 bulan yang tertinggi selama periode 2005–2014 
terjadi pada bank asing dan bank campuran tahun 2008 
sebesar 11,97 persen per tahun. Sebaliknya, pada periode 
yang sama, suku bunga deposito yang terendah juga 
terjadi pada bank asing dan campuran pada tahun 2012.

Tabel 26.8
Neraca Pembayaran 1, 2010–2014

(juta USD)

Tahun

Transaksi Berjalan Transaksi Modal dan Finansial
Jumlah 

(Surplus/
Defisit)Barang Jasa-

jasa
Pendapatan 

Primer
Pendapatan 

Sekunder
Transaksi 

Modal

Transaksi Finansial

Investasi 
Langsung

Investasi 
Portofolio

Derivatif 
Finansial

Investasi 
Lainnya

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2010  31 003 -9 791 -20 698  4 630 50  11 106  13 202 -94  2 262  31 670
2011  33 825 -9 803 -26 547  4 211   33  11 528  3 806   69 -1 801  15 321
2012  8 680 -10 564 -26 628  4 094   51  13 716  9 206   13  1 922   491
2013  5 833 -12 070 -27 050  4 178   45  12 170  10 873 -334 -783 -7 139
2014  6 982 -10 008 -27 597  5 220   27  15 502  26 058 -213  2 992  18 963

Catatan:   1 Berdasarkan BPM6, namun penggunaan tanda “+” dan “-“ mengikuti BPM5
Sumber: Bank Indonesia

Tabel 26.9
Suku Bunga Deposito pada Bank Persero 

(persen per tahun), 2005–2014

Tahun 1 bulan 3 bulan 6 bulan 12 bulan 24 bulan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2005 11,84 11,71 10,21 11,49 12,46
2006 8,71 9,60 10,53 11,80 11,86
2007 7,00 7,33 7,13 8,41 10,80
2008 10,14 10,47 10,61 11,44 7,84
2009 6,59 7,34 7,70 9,40 8,39
2010 6,48 6,73 6,55 6,93 7,66

2011 6,04 6,62 6,54 6,94 6,40

2012 5,22 5,54 5,58 5,91 5,87

2013 7,15 7,60 6,84 6,88 8,19

2014 8,12 8,73 8,83 8,80 9,34
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Gambar 26.7
Suku Bunga Deposito pada Bank Persero, 2005–2014

Sumber: Bank Indonesia

Tabel 26.10
Suku Bunga Deposito Berjangka 3 Bulan

(persen per tahun), 2005–2014

Tahun Bank 
Persero

Bank 
Pemerintah 

Daerah

Bank 
Swasta 

Nasional

Bank 
Asing 

dan Bank 
Campuran

Bank 
Umum

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2005 11,71 10,86 11,95 11,67 11,75
2006 9,60 9,35 9,88 9,50 9,71
2007 7,33 6,76 7,64 7,30 7,42
2008 10,47 9,38 11,65 11,97 11,16
2009 7,34 8,23 7,55 6,85 7,48
2010 6,73 8,59 7,06 7,16 7,06
2011 6,62 8,04 6,91 5,74 6,81

2012 5,54 6,69 5,81 5,54 5,76

2013 7,60 8,41 7,53 7,98 7,61
2014 8,73 9,03 9,11 8,57 8,94

Sumber: Bank Indonesia

Sumber: Bank Indonesia

ht
tp
:/
/w

w
w
.b
ps

.g
o.
id



219Statistik 70 Tahun Indonesia Merdeka

Keuangan dan Harga

26.1.8 Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Amerika

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika selama 
sepuluh tahun terakhir cukup fluktuatif. Pada akhir Juni 
2015, nilai tukar rupiah mengalami depresiasi sebesar 
45,96 persen dibandingkan akhir tahun 2006. Rupiah yang 
pada akhir tahun 2006 diperdagangkan pada kisaran rata-
rata Rp9.080,30 per USD, pada akhir Juni 2015 melemah 
menjadi Rp13.253,45 per USD.

Dalam sepuluh tahun terakhir, depresiasi yang paling 
besar terjadi pada akhir tahun 2013, yaitu sebesar 24,48 
persen dibandingkan akhir tahun 2012. Rupiah yang pada 
akhir tahun 2012 diperdagangkan pada kisaran rata-rata 
Rp9.776,50 per USD, pada tahun 2013 melemah menjadi 
Rp12.169,61 per USD. Selain itu, depresiasi yang cukup 
besar terjadi pada akhir tahun 2008 dibanding akhir tahun 
2007, yaitu sebesar 18,09 persen.

Dalam sepuluh tahun terakhir, nilai tukar rupiah sempat 
mengalami apresiasi yang cukup tinggi pada akhir tahun 
2009 yaitu sebesar 14,49 persen dibandingkan akhir tahun 
2008.

26.1.9 Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Australia

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Australia selama 
sepuluh tahun terakhir cukup fluktuatif. Pada akhir Juni 
2015, nilai tukar rupiah mengalami depresiasi sebesar 
44,94 persen dibandingkan akhir tahun 2006. Rupiah yang 
pada akhir tahun 2006 diperdagangkan pada kisaran rata-
rata Rp7.075,08 per AUD, pada akhir Juni 2015 melemah 
menjadi Rp10.254,46 per AUD.

Dalam sepuluh tahun terakhir, depresiasi yang paling 
besar terjadi pada akhir tahun 2007, yaitu sebesar 15,53 
persen dibandingkan akhir tahun 2006. Rupiah yang pada 
akhir tahun 2006 diperdagangkan pada kisaran rata-rata 
Rp7.075,08 per AUD, pada tahun 2007 melemah menjadi 
Rp8.173,78 per AUD. Selain itu, depresiasi yang cukup 
besar terjadi pada akhir tahun 2009 dibanding akhir tahun 
2008, yaitu sebesar 11,18 persen.

Tabel 26.11
Kurs Tengah Rupiah dan Perkembangannya terhadap USD

2006–2015

Tahun

Kurs 
Tengah 
Rupiah 

terhadap 
USD

Depresiasi/
Apresiasi Kurs 
Tengah Rupiah 
terhadap USD 

dibanding 
Tahun 

Sebelumnya

Depresiasi/
Apresiasi Kurs 
Tengah Rupiah 
terhadap USD 

dibanding 
Tahun 2006

(1) (2) (3) (4)

2006 9 080,30
2007 9 334,32 -2,80 -2,80
2008 11 022,79 -18,09 -21,39
2009 9 425,15 14,49 -3,80
2010 8 998,06 4,53 0,91
2011 9 168,65 -1,90 -0,97
2012 9 776,50 -6,63 -7,67

2013 12 169,61 -24,48 -34,02

2014 12 410,11 -1,98 -36,67
2015

Januari 12 474,50 -0,52 -37,38
Februari 12 842,81 -3,49 -41,44
Maret 12 940,91 -4,28 -42,52
April 12 911,77 -4,04 -42,20
Mei 13 177,66 -6,18 -45,12
Juni 13 253,45 -6,80 -45,96

Tabel 26.12
Kurs Tengah Rupiah dan Perkembanganya terhadap AUD 

2006–2015

Tahun

Kurs 
Tengah 
Rupiah 

terhadap 
AUD

Depresiasi/
Apresiasi Kurs 
Tengah Rupiah 
terhadap AUD 

dibanding 
Tahun 

Sebelumnya

Depresiasi/
Apresiasi Kurs 
Tengah Rupiah 
terhadap AUD 

dibanding 
Tahun 2006

(1) (2) (3) (4)

2006 7 075,08
2007 8 173,78 -15,53 -15,53
2008 7 544,37 7,70 -6,63
2009 8 387,52 -11,18 -18,55
2010 9 064,90 -8,08 -28,12
2011 9 278,00 -2,35 -31,14
2012 10 195,16 -9,89 -44,10

2013 10 820,58 -6,13 -52,94

2014 10 194,71 5,78 -44,09
2015

Januari 9 958,38 2,32 -40,75
Februari 10 070,69 1,22 -42,34
Maret 10 105,80 0,87 -42,84
April 10 279,37 -0,83 -45,29
Mei 10 226,23 -0,31 -44,54
Juni 10 254,46 -0,59 -44,94

Gambar 26.8
Suku Bunga Deposito 3 Bulan Menurut Jenis Bank

2005–2014
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Sumber: Bank Indonesia
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Dalam sepuluh tahun terakhir, nilai tukar rupiah sempat 
mengalami apresiasi yang cukup tinggi pada akhir tahun 
2008, yaitu sebesar 7,70 persen dibandingkan akhir 2007.

26.1.10 Nilai Tukar Rupiah Terhadap Yen Jepang

Nilai tukar rupiah terhadap yen Jepang selama sepuluh 
tahun terakhir cukup fluktuatif. Pada akhir Juni 2015, 
nilai tukar rupiah mengalami depresiasi sebesar 37,56 
persen dibandingkan akhir tahun 2006. Rupiah yang pada 
akhir tahun 2006 diperdagangkan pada kisaran rata-rata 
Rp77,53 per JPY, pada akhir Juni 2015 melemah menjadi 
Rp106,65 per JPY.

Dalam sepuluh tahun terakhir, depresiasi yang paling 
besar terjadi pada akhir tahun 2008, yaitu sebesar 46,08 
persen dibandingkan akhir tahun 2007. Rupiah yang pada 
akhir tahun 2007 diperdagangkan pada kisaran rata-rata 
Rp82,46 per JPY, pada tahun 2008 melemah menjadi 
Rp120,47 per JPY. 

Selain itu, depresiasi yang cukup besar terjadi pada akhir 
2011 dibanding akhir 2010, yaitu sebesar 8,00 persen.

Dalam sepuluh tahun terakhir, nilai tukar rupiah sempat 
mengalami apresiasi yang cukup tinggi pada akhir tahun 
2009, yaitu sebesar 14,95 persen dibandingkan akhir 
tahun 2008.

Tabel 26.13
Kurs Tengah Rupiah dan Perkembangannya terhadap JPY

2006–2015

Tahun

Kurs 
Tengah 
Rupiah 

terhadap 
JPY

Depresiasi/
Apresiasi Kurs 
Tengah Rupiah 
terhadap JPY 

dibanding 
Tahun 

Sebelumnya

Depresiasi/
Apresiasi Kurs 
Tengah Rupiah 
terhadap JPY 

dibanding 
Tahun 2006

(1) (2) (3) (4)

2006 77,53
2007 82,46 -6,37 -6,37
2008 120,47 -46,08 -55,39
2009 102,46 14,95 -32,16
2010 108,63 -6,02 -40,12
2011 117,32 -8,00 -51,32
2012 114,75 2,19 -48,01

2013 116,48 -1,51 -50,24

2014 104,88 9,96 -35,27
2015

Januari 105,46 -0,56 -36,03
Februari 107,83 -2,82 -39,09
Maret 108,04 -3,02 -39,36
April 108,40 -3,36 -39,82
Mei 107,33 -2,34 -38,45
Juni 106,65 -1,69 -37,56

26.1.11 Nilai Tukar Rupiah Terhadap Euro

Nilai tukar rupiah terhadap euro selama sepuluh tahun 
terakhir cukup fluktuatif. Pada akhir Juni 2015, nilai 
tukar rupiah mengalami depresiasi sebesar 24,88 persen 
dibandingkan akhir tahun 2006. Rupiah yang pada akhir 
tahun 2006 diperdagangkan pada kisaran rata-rata 
Rp11.867,27 per EUR, pada akhir Juni 2015 melemah 
menjadi Rp14.819,31 per EUR.

Dalam sepuluh tahun terakhir, depresiasi yang paling 
besar terjadi pada akhir tahun 2013, yaitu sebesar 31,04 
persen dibandingkan akhir tahun 2012. Rupiah yang pada 
akhir tahun 2012 diperdagangkan pada kisaran rata-rata 
Rp12.711,04 per EUR, pada tahun 2013 melemah menjadi 
Rp16.656,26 per EUR. Selain itu, depresiasi yang cukup 
besar terjadi pada akhir tahun 2007 dibanding akhir tahun 
2006 yaitu sebesar 14,42 persen.

Dalam sepuluh tahun terakhir, nilai tukar rupiah sempat 
mengalami apresiasi yang cukup tinggi pada akhir tahun 
2009, yaitu sebesar 12,89 persen dibandingkan akhir 
tahun 2008.

Tabel 26.14
Kurs Tengah Rupiah dan Perkembangannya terhadap EUR

2006–2015

Tahun

Kurs 
Tengah 
Rupiah 

terhadap 
EUR

Depresiasi/
Apresiasi Kurs 
Tengah Rupiah 
terhadap EUR 

dibanding 
Tahun 

Sebelumnya

Depresiasi/
Apresiasi Kurs 
Tengah Rupiah 
terhadap EUR 

dibanding 
Tahun 2006

(1) (2) (3) (4)

2006 11 867,27
2007 13 579,03 -14,42 -14,42
2008 15 505,92 -14,19 -30,66
2009 13 507,72 12,89 -13,82
2010 11 842,43 12,33 0,21
2011 11 958,70 -0,98 -0,77
2012 12 711,04 -6,29 -7,11

2013 16 656,26 -31,04 -40,35

2014 15 358,34 7,79 -29,42
2015  

Januari 14 208,96 7,48 -19,73
Februari 14 574,15 5,11 -22,81
Maret 14 096,30 8,22 -18,78
April 14 169,97 7,74 -19,40
Mei 14 380,16 6,37 -21,17
Juni 14 819,31 3,51 -24,88

Sumber: Survei Monitoring Valuta Asing, BPS

Sumber: Survei Monitoring Valuta Asing, BPS
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26.2 Harga Konsumen

26.2.1 Latar Belakang

Inflasi adalah salah satu indikator ekonomi makro yang 
sering digunakan untuk menganalisis pergerakan rata-
rata harga atau tarif dari berbagai jenis barang dan jasa 
yang dikonsumsi masyarakat khusus di daerah perkotaan 
dari waktu ke waktu, baik bulanan maupun tahunan di 
tingkat kota dan nasional. Inflasi terjadi apabila tingkat 
harga dan biaya secara umum naik, sedangkan deflasi 
terjadi apabila harga dan biaya secara umum turun.

Peningkatan harga yang terjadi akibat inflasi akan 
berdampak pada perubahan daya beli masyarakat 
maupun penurunan pendapatan riil masyarakat. Semakin 
tinggi inflasi akan berdampak pada semakin rendahnya 
pendapatan riil, meskipun pendapatan nominal relatif 
tidak berubah.

Secara empiris inflasi yang terjadi selama ini banyak 
dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor 
internal seperti kebijakan pemerintah di bidang harga dan 
pendapatan dapat menjadi faktor penyebab tingginya inflasi 
di Indonesia. Beberapa barang dan jasa yang harganya 
dikendalikan oleh pemerintah antara lain: bahan bakar 
minyak (BBM), tarif dasar listrik (TDL), tarif jalan tol, dan 
sebagainya. Di sisi lain adalah kebijakan pemerintah di 

Gambar 26.9
Perkembangan Inflasi Tahunan Nasional, 2006–2015

bidang pendapatan seperti menaikkan gaji Pegawai Negeri 
Sipil (PNS) dan upah minimum regional/provinsi. Faktor 
internal lainnya yang cukup signifikan mempengaruhi 
inflasi antara lain: instabilitas politik–ekonomi-keamanan 
di dalam negeri, terganggunya distribusi dan pasokan 
bahan makanan akibat bencana alam (tanah longsor, jalan 
rusak, gempa bumi, cuaca, dan lain-lain). Di samping itu, 
faktor musiman dan hari besar keagamaan seperti Hari 
Raya Idul Fitri, Ramadhan, Natal, dan Tahun Baru juga 
mempunyai  dampak  terhadap  inflasi. Sedangkan faktor 
eksternal yang sering mempengaruhi lonjakan harga atau 
inflasi, antara lain gejolak harga komoditas internasional 
dan melemahnya nilai tukar rupiah.

IHK adalah sebuah indikator yang dapat menggambarkan 
perubahan biaya hidup masyarakat di perkotaan dalam 
memenuhi kebutuhannya terhadap sejumlah barang dan 
jasa pada waktu tertentu. Seperti halnya di negara-negara 
lain, IHK digunakan sebagai dasar penghitungan inflasi.

Sejak Januari 2014, IHK yang digunakan untuk dasar 
penghitungan inflasi telah menggunakan tahun dasar 
baru (2012=100), mengacu pada hasil Survei Biaya Hidup 
(SBH) 2012, sedangkan IHK sebelumnya menggunakan 
tahun dasar (2007=100). Cakupan kota pada IHK (2012=100) 
sebanyak 82 kota sedangkan IHK (2007=100) sebanyak 66 
kota.

26.2.2 Perkembangan Inflasi Tahunan dan Bulanan di  
 Indonesia

Selama kurun waktu 10 tahun terakhir, inflasi tahunan 
tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar 11,06 persen 
dan inflasi terendah terjadi pada tahun 2009, yaitu 2,78 
persen (lihat Tabel 26.15).

Tingginya inflasi pada tahun 2008 disebabkan oleh adanya 
kenaikan harga minyak dunia yang berakibat kenaikan 
harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia pada 

Juni 2008, dimana inflasi pada bulan tersebut mencapai 
2,46 persen. Keputusan pemerintah menaikkan BBM 
mempunyai dampak langsung terhadap komoditas bensin 
dan solar. Di samping itu, kenaikan BBM juga berdampak 
tidak langsung terhadap biaya operasional kegiatan usaha 
seperti tarif angkutan serta naiknya harga barang dan 
jasa lainnya yang dikonsumsi masyarakat.

Laju inflasi tahun 2013 dan 2014 juga cukup tinggi, dimana 
angka inflasi tahunan mencapai angka sebesar 8,38 
persen dan 8,36 persen secara berturut-turut. Jika diteliti 
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Sementara itu, selama Januari-Desember 2014, hanya 
terjadi satu kali deflasi yaitu pada April 2014 sebesar 0,02 
persen. Pada tahun 2014, inflasi bulanan tertinggi terjadi 
pada Desember 2014 yaitu sebesar 2,46 persen. Tingginya 
inflasi pada Desember 2014 lebih disebabkan karena 
adanya kenaikan harga pada beberapa komoditas seperti 
bensin, tarif angkutan dalam kota, beras, cabai merah, 
dan tarif listrik.

Tabel 26.15
Perkembangan Inflasi Tahunan Nasional, 2006–2015

lebih lanjut, dapat diketahui bahwa selama tahun 2013, 
telah terjadi angka inflasi bulanan yang relatif sangat 
tinggi pada Juli 2013 yakni sebesar 3,29 persen. Inflasi Juli 
2013 merupakan inflasi bulanan tertinggi selama 10 tahun 
terakhir. Penyebab utama inflasi Juli 2013 antara lain 
adalah kenaikan harga bensin, tarif angkutan dalam kota, 
bawang merah, daging ayam ras, ikan segar, cabai rawit, 
beras, tarif angkutan udara, dan tarif angkutan antar kota. 

Bulan/Tahun
Inflasi Tahunan

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Januari 1,36 1,04 1,77 -0,07 0,84 0,89 0,76 1,03 1,07 -0,24
Februari 1,95 1,67 2,44 0,14 1,14 1,03 0,81 1,79 1,33 -0,61
Maret 1,98 1,91 3,41 0,36 0,99 0,70 0,88 2,43 1,41 -0,44
April 2,03 1,74 4,01 0,05 1,15 0,39 1,09 2,32 1,39 -0,08
Mei 2,41 1,84 5,47 0,10 1,44 0,51 1,15 2,30 1,56 0,42
Juni 2,87 2,08 7,37 0,21 2,42 1,06 1,79 3,35 1,99 0,96
Juli 3,33 2,81 8,85 0,66 4,02 1,74 2,50 6,75 2,94 1,90
Agustus 3,67 3,58 9,40 1,22 4,82 2,69 3,48 7,94 3,42 2,29
September 4,06 4,41 10,47 2,28 5,28 2,97 3,49 7,57 3,71
Oktober 4,96 5,24 10,96 2,48 5,35 2,85 3,66 7,66 4,19
November 5,32 5,43 11,10 2,45 5,98 3,20 3,73 7,79 5,75
Desember 6,60 6,59 11,06 2,78 6,96 3,79 4,30 8,38 8,36

Inflasi yang cukup tinggi lainnya yaitu di tahun 2014, 
antara lain inflasi Januari dan November 2014, masing-
masing sebesar 1,07 persen dan 1,50 persen. Tingginya 
inflasi pada Januari 2014 antara lain disebabkan adanya 
kenaikan harga bahan bakar rumah tangga, ikan segar, 
dan cabai merah. Sementara itu, tingginya inflasi pada 
November 2014 lebih disebabkan karena kenaikan harga 
bensin, cabai merah, dan tarif angkutan dalam kota. 

Selama tahun 2006–2015, inflasi Januari berkisar antara 
-0,07 persen (tahun 2009) dan 1,77 persen (tahun 2008). Di 
sisi lain, inflasi Desember berkisar antara -0,04 persen 
(tahun 2008) dan 2,46 persen pada (tahun 2014). Secara 
nasional, deflasi di Desember 2008 disebabkan oleh 
penurunan harga beberapa komoditas seperti bensin, 
daging ayam ras, dan telur ayam ras.

Tabel 26.16
Perkembangan Inflasi Bulanan Nasional, 2006–2015

Bulan/Tahun
Inflasi Bulanan

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Januari 1,36 1,04 1,77 -0,07 0,84 0,89 0,76 1,03 1,07 -0,24
Februari 0,58 0,62 0,65 0,21 0,30 0,13 0,05 0,75 0,26 -0,36
Maret 0,03 0,24 0,95 0,22 -0,14 -0,32 0,07 0,63 0,08 0,17
April 0,05 -0,16 0,57 -0,31 0,15 -0,31 0,21 -0,10 -0,02 0,36
Mei 0,37 0,10 1,41 0,04 0,29 0,12 0,07 -0,03 0,16 0,50
Juni 0,45 0,23 2,46 0,11 0,97 0,55 0,62 1,03 0,43 0,54
Juli 0,45 0,72 1,37 0,45 1,57 0,67 0,70 3,29 0,93 0,93
Agustus 0,33 0,75 0,51 0,56 0,76 0,93 0,95 1,12 0,47 0,39
September 0,38 0,80 0,97 1,05 0,44 0,27 0,01 -0,35 0,27
Oktober 0,86 0,79 0,45 0,19 0,06 -0,12 0,16 0,09 0,47
November 0,34 0,18 0,12 -0,03 0,60 0,34 0,07 0,12 1,50
Desember 1,21 1,10 -0,04 0,33 0,92 0,57 0,54 0,55 2,46

Berdasarkan hasil pemantauan BPS di 82 kota, pada 
Agustus 2015 telah terjadi inflasi sebesar 0,39 persen, 
sedangkan laju inflasi tahun kalender (Januari–Agustus) 
2015 telah mencapai angka inflasi sebesar 2,29 persen. 
Secara umum, pola inflasi bulanan atau tahunan relatif 
tinggi apabila pada bulan atau tahun tersebut pemerintah 

memberlakukan kebijakan kenaikan harga dan tarif 
sejumlah barang dan jasa seperti BBM, tarif dasar listrik 
(TDL), gas elpiji, tarif angkutan, dan tarif jalan tol. Hal ini 
dapat terlihat pada tingginya inflasi Juni 2008, Juli 2013, 
dan Desember 2014.

Sumber: Survei Harga Konsumen, BPS

Sumber: Survei Harga Konsumen, BPS
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26.2.3 Perkembangan Inflasi Tahunan Nasional Menurut  
 Kelompok Pengeluaran

Kelompok Bahan Makanan mempunyai peranan yang 
relatif besar dalam penghitungan inflasi. Pergerakan 
harga pada Kelompok Bahan Makanan banyak dipengaruhi 
oleh faktor eksternal seperti musim, cuaca, dan hari-hari 
besar keagamaan. Inflasi tahunan pada Kelompok Bahan 
Makanan umumnya lebih dari 10 persen dari tahun ke 
tahun. 

Selama kurun waktu 10 tahun terakhir, inflasi tahunan 
Kelompok Bahan Makanan umumnya lebih tinggi 
dibandingkan dengan kelompok pengeluaran lainnya. 
Hanya pada tahun 2009, 2011, dan 2012 inflasi Kelompok 
Bahan Makanan berada di bawah 10 persen. Kelompok 
Bahan Makanan mengalami inflasi tertinggi pada tahun 
2008, yaitu sebesar 16,35 persen. Sementara itu, inflasi 
terendah terjadi tahun 2011, yaitu sebesar 3,64 persen.

Kemudian kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi 
tinggi lainnya yaitu Kelompok Transpor, Komunikasi, dan 
Jasa Keuangan mengalami inflasi tahunan tertinggi pada 
tahun 2013 dan tahun 2014, yaitu masing-masing sebesar 
15,36 persen dan 12,14 persen. Sementara itu, pada tahun 
2009 terjadi deflasi sebesar 3,67 persen. 

Selain Kelompok Bahan Makanan, pada tahun 2008, 
Kelompok Makanan Jadi, Minuman Rokok, dan Tembakau, 

Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Gas, dan Kelompok 
Kesehatan juga mengalami inflasi tertinggi pada tahun 
tersebut. Nasi dengan lauk, rokok kretek, rokok kretek 
filter merupakan komoditas-komoditas yang berpengaruh 
cukup signifikan pada terbentuknya inflasi pada Kelompok 
Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau. Khusus 
untuk harga rokok biasanya dipengaruhi oleh kebijakan 
pemerintah untuk menaikkan tarif cukai rokok.

Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga 
pada Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Gas selama 
tahun 2008 pada umumnya adalah bahan bakar rumah 
tangga, upah pembantu rumah tangga, upah tukang, sewa 
rumah, kontrak rumah, dan sebagainya. Untuk Kelompok 
Kesehatan, komoditas obat-obatan dan tarif dokter 
biasanya memengaruhi inflasi kelompok ini.

Sementara itu, Kelompok Sandang dan Pendidikan, 
Rekreasi, dan Olah Raga mengalami inflasi tahunan 
tertinggi pada tahun 2007. Komoditas pada Kelompok 
Sandang yang harganya relatif berfluktuasi dan mempunyai 
pengaruh yang cukup signifikan pada penghitungan  inflasi 
adalah emas perhiasan, sedangkan tarif uang sekolah 
SLTP, tarif uang sekolah SLTA, biaya kuliah akademi/
universitas merupakan komoditas-komoditas yang 
umumnya mempengaruhi inflasi Kelompok Pendidikan, 
Rekreasi, dan Olah Raga.

Gambar 26.10
Perkembangan Inflasi Tahunan Menurut Kelompok Pengeluaran, 2006–2015

Catatan: 1 Januari sampai dengan Agustus 2015
Sumber: Survei Harga Konsumen, BPS
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26.3 Harga Perdagangan Besar

26.3.1 Perkembangan  Indeks Harga Perdagangan Besar  
 (IHPB)

Indeks Harga Perdagangan Besar  (IHPB) Umum  selama 
periode tahun 1971–2014 cenderung mengalami kenaikan 
yang cukup berarti, kecuali pada tahun 1986 dan 2008 
dimana IHPB Umum mengalami penurunan. Namun 
demikian, secara rata-rata IHPB Umum pada periode 
tahun 1986-1990 dan 2006-2010 tetap mengalami kenaikan 
masing-masing sebesar 9,18 persen dan 4,00 persen.

Kenaikan rata-rata IHPB Umum tertinggi terjadi pada 
periode tahun 1996–2000 sebesar 29,07 persen. Penyebab 
utamanya dipicu oleh krismon yang terjadi pada tahun 
1998, dimana IHPB Umum naik sebesar 105,34 persen. 
Kenaikan rata-rata IHPB Umum lainnya yang juga 
tinggi terjadi pada periode tahun 1971–1975 sebesar 
26,52 persen dan periode tahun 1976–1980 sebesar 
21,30 persen. Sementara pada periode-periode lainnya, 
khususnya pasca krisis ekonomi, kenaikan rata-rata 
IHPB Umum untuk masing-masing periode umumnya 
dibawah 10 persen, kecuali periode tahun 1981–1985 yang 
mencapai 10,33 persen.  Kenaikan rata-rata IHPB Umum 
pada tahun 2015 sampai dengan bulan Juni mencapai 2,42 
persen dibanding tahun 2014.    

IHPB menurut sektor/kelompok barang selama periode 
tahun 1971–2014 secara umum cenderung mengalami 
kenaikan setiap tahunnya. Sampai dengan tahun 1987, 
Sektor Pertanian, Sektor Pertambangan dan Penggalian, 
Sektor Industri, dan Kelompok Barang Impor selalu 
mengalami kenaikan, kecuali Kelompok Barang Ekspor 

yang mengalami penurunan indeks pada tahun 1975 
dan 1986 masing-masing sebesar 1,59 persen dan 
24,69 persen. Namun demikian,  secara rata-rata IHPB 
Kelompok Barang Ekspor pada periode tahun 1971–1975 
dan 1986–1990 tetap mengalami kenaikan masing-masing 
sebesar 44,01 persen dan 9,27 persen.

a.  Domestik Sektor

Pada periode tahun 1971–1975 dan 1976–1980, Sektor 
Pertanian secara rata-rata mengalami kenaikan masing-
masing sebesar 26,57 persen dan 23,34 persen. Sementara 
untuk periode yang sama, Sektor Pertambangan dan 
Penggalian hanya mengalami kenaikan rata-rata sebesar 
17,70 persen dan 14,04 persen, dan Sektor Industri 
sebesar 20,00 persen dan 14,38 persen. Kenaikan diatas 
20 persen menunjukkan dominasi Sektor Pertanian pada 
saat itu yang sejalan dengan kebijakan pemerintah yang 
tertuang dalam Repelita, dimana tumpuan pembangunan 
perekonomian Indonesia pada saat itu adalah Sektor 
Pertanian dengan Sektor Industri sebagai pendukung. 
Pada tahun 1981–1995, secara rata-rata kenaikan IHPB 
pertahun di Sektor Pertanian adalah diatas 10 persen, 
kecuali pada tahun 1981, 1985, 1986, 1989, 1991 dan 1992, 
kenaikan dibawah 10 persen. Sementara pada kurun 
waktu 1981–1995, Sektor Pertambangan dan Penggalian 
dan Sektor Industri secara rata-rata mengalami kenaikan 
IHPB masing-masing sebesar 9,91 persen dan 9,94 
persen.

Pada periode tahun 1996–2000, Sektor Pertanian, dan 
Sektor Industri mengalami kenaikan rata-rata IHPB 

Gambar 26.11
Perkembangan Rata-rata Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Indonesia 1

Menurut Sektor dan Kelompok Barang (1993=100), 1971–2015

Catatan: 1 Rata-rata dari rata-rata IHPB tahunan
 2 IHPB tahun 2015 adalah rata-rata IHPB Januari sampai dengan Juni 2015
Sumber: Survei Harga Perdagangan Besar, BPS
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tertinggi dibanding periode tahun lainnya, yaitu masing-
masing sebesar 28,85 persen dan 20,69 persen. Hal ini 
dipicu oleh kenaikan pada saat krismon 1998, dimana 
Sektor Pertanian mengalami kenaikan rata-rata IHPB 
sebesar 75,28 persen dan Sektor Industri 64,17 persen. 
Sedangkan pada Sektor Pertambangan dan Penggalian, 
kenaikan rata-rata tertinggi terjadi pada periode tahun 
1971–1975 yang dipicu kenaikan pada tahun 1974 sebesar 
31,07 persen. Pada periode pasca krismon, kenaikan 
IHPB pada domestik sektor mengalami perlambatan, 
bahkan pada tahun 2008 hanya Sektor Pertambangan 

Tabel 26.17
Kenaikan/Penurunan Rata-rata Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Indonesia 1

Menurut Sektor dan Kelompok Barang (1993=100), 1971–2015

Periode Tahun Sektor 
Pertanian

Sektor 
Pertambangan 
& Penggalian

Sektor 
Industri

Kelompok 
Barang 
Impor

Kelompok 
Barang 
Ekspor 

Umum

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1971–1975 26,57 17,70 20,00 19,19 44,01 26,52
1976–1980 23,34 14,04 14,38 12,70 34,25 21,30
1981–1985 9,89 12,68 12,49 11,40 9,31 10,33
1986–1990 10,68 7,55 9,52 10,07 9,27 9,18
1991–1995 12,75 9,51 7,81 3,77 2,42 6,14
1996–2000 28,85 14,40 20,69 29,92 44,98 29,07
2001–2005 8,47 10,90 8,77 6,73 10,50 8,77
2006–2010 12,73 10,79 2,85 3,72 -0,20 4,00
2011–2015 2 11,65 5,80 5,04 6,60 4,44 5,93

Catatan: 1 Rata-rata dari rata-rata perubahan IHPB tahunan
 2 Perubahan IHPB tahun 2015 adalah rata-rata dari perubahan IHPB Januari sampai dengan Juni 2015
Sumber: Survei Harga Perdagangan Besar, BPS

b.  Perdagangan Internasional

Dalam perdagangan internasional, IHPB rata-rata 
Kelompok Barang Impor dan Kelompok Barang Ekspor 
dalam periode tahun sebelum krismon atau kurun waktu 
1971–1995 terus mengalami peningkatan, kecuali pada 
tahun 1975, 1986, 1988, 1991, dan 1993 IHPB rata-rata 
Kelompok Barang Ekspor mengalami penurunan masing-
masing sebesar 1,59 persen; 24,69 persen; 0,53 persen; 
3,46 persen dan 1,19 persen. Sementara, IHPB rata-rata 
Kelompok Barang Impor selalu naik bahkan pada saat 
IHPB Kelompok Barang Ekspor mengalami penurunan. 
Namun demikian, kenaikan IHPB rata-rata tahunan di 
Kelompok Barang Ekspor jauh lebih tinggi daripada 
Kelompok Barang Impor.

Pada periode tahun sebelum krismon, kenaikan rata-rata 
tertinggi IHPB Kelompok Barang Ekspor, terjadi pada 
periode tahun 1971–1975 dan 1976–1980, yaitu masing-
masing sebesar 44,01 persen dan 34,25 persen. Kenaikan 
rata-rata pada periode tahun 1971–1975 utamanya 
dipicu kenaikan pada tahun 1974 sebesar 110,00 persen 
dan tahun 1973 sebesar 50,00 persen, sementara pada 
periode tahun 1976–1980 dipicu kenaikan pada tahun 
1979 sebesar 93,04 persen dan tahun 1980 sebesar 52,79 
persen. Pada Kelompok Barang Impor, kenaikan rata-
rata tertinggi terjadi di periode tahun 1971–1975 sebesar 

dan Penggalian saja yang mengalami kenaikan  sebesar 
10,23 persen, sedangkan Sektor dan Kelompok Barang 
yang lain mengalami penurunan. IHPB Sektor Pertanian, 
Sektor Industri, Kelompok Barang Impor dan Kelompok 
Barang Ekspor mengalami penurunan masing-masing 
sebesar  2,41 persen, 24,51 persen, 15,92 persen  dan 
19,65 persen. Sampai dengan Juni 2015 kenaikan rata-
rata IHPB dibanding tahun 2014 pada Sektor Pertanian 
adalah sebesar 22,22 persen, Sektor Pertambangan dan 
Penggalian 2,78 persen dan Sektor Industri 4,18 persen.

19,19 persen. Sementara pada periode-periode lainnya 
sebelum krismon, kenaikan rata-rata berkisar antara 10–
13 persen, kecuali periode tahun 1991–1995 yang hanya 
sebesar 3,77 persen.

Kenaikan rata-rata IHPB Kelompok Barang Ekspor dan 
Kelompok Barang Impor pada periode tahun 1996-2000 
merupakan yang tertinggi dibanding periode-periode 
lainnya, yaitu berturut-turut sebesar 44,98 persen dan 
29,92 persen. Hal ini disebabkan oleh kenaikan pada saat 
krismon 1998 dimana IHPB rata-rata Kelompok Barang 
Ekspor dan Kelompok Barang Impor mengalami kenaikan 
masing-masing sebesar 182,85 persen dan 120,71 persen. 
Pasca krismon, kenaikan IHPB perdagangan internasional 
mengalami perlambatan, bahkan pada tahun 2002, 
dan 2008, IHPB perdagangan internasional mengalami 
penurunan. Pada tahun 2002 IHPB Kelompok Barang 
Ekspor dan Kelompok Barang Impor turun masing-
masing sebesar 4,57 persen dan 2,98 persen, dan pada 
tahun 2008 IHPB Kelompok Barang Ekspor dan Kelompok 
Barang Impor turun masing-masing sebesar 19,65 persen 
dan 15,92 persen. Walau baru dihitung sampai dengan 
bulan Juni, rata-rata IHPB perdagangan internasional 
2015 juga menunjukkan penurunan yaitu sebesar 6,44 
persen untuk Kelompok Barang Ekspor dan 2,87 persen 
untuk Kelompok Barang Impor.
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26.3.2 Perkembangan  IHPB  Bahan  Bangunan/  
 Konstruksi

IHPB Bahan Bangunan/Konstruksi selama periode tahun 
1971-2015 selalu menunjukkan kenaikan, dengan rata-
rata kenaikan berkisar antara 6,48–25,76 persen per-
periode. Kenaikan rata-rata IHPB Bahan Bangunan/
Konstruksi tertinggi terjadi pada periode tahun 1971-1975 
dan 1996–2000, yaitu berturut-turut sebesar 25,76 persen 
dan 19,70 persen. Kenaikan pada periode tahun 1971–1975 
dipicu kenaikan IHPB Bahan Bangunan/Konstruksi pada 
tahun 1974 sebesar 48,44 persen, sedangkan kenaikan 
pada periode 1996-2000 disebabkan krismon tahun 1998 
sebesar 64,41 persen. Pasca krismon sampai dengan 
tahun 2014, IHPB Bahan Bangunan/Konstruksi terus 
mengalami kenaikan namun cenderung melambat 
terutama pada tahun 2010–2011.

Pada periode 1971–1975, IHPB Bahan Bangunan/Konstruksi 
dari lima jenis kelompok bangunan mengalami kenaikan 
rata-rata diatas 25 persen. IHPB rata-rata Kelompok 
Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal 
naik 25,69 persen; Kelompok Bangunan Pekerjaan Umum 
untuk Pertanian naik 30,39 persen; Kelompok Bangunan 
Pekerjaan Umum untuk Jalan, Jembatan, dan Pelabuhan 
naik 25,83 persen; Kelompok Bangunan Instalasi Listrik, 
Gas, Air Minum dan Komunikasi naik 27,16 persen; dan 
Kelompok Bangunan Lainnya naik 26,77 persen.  Kenaikan 
IHPB pada periode tersebut merupakan kenaikan rata-
rata tertinggi dibandingkan periode-periode lain sebelum 
krismon. Pada periode lain sebelum krismon, kenaikan 
rata-rata IHPB dari masing-masing jenis bangunan per-
periode hanya berkisar antara 7,40–12,12 persen untuk 
Kelompok Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat 
Tinggal, antara 8,22–14,20 persen untuk Kelompok 
Bangunan Pekerjaan Umum untuk Pertanian, antara 7,67–
13,06 persen untuk Kelompok Bangunan Pekerjaan Umum 

Gambar 26.12
Perkembangan Rata-rata Indeks Harga Perdagangan  Besar (IHPB) Bahan Bangunan/Konstruksi 1

Menurut Jenis Bangunan/Konstruksi, (1993=100)

untuk Jalan, Jembatan, dan Pelabuhan, antara 5,06–10,27 
persen untuk Kelompok Bangunan Instalasi Listrik, 
Gas, Air Minum dan Komunikasi, dan antara 6,70–12,89 
persen untuk Kelompok Bangunan Lainnya. Walaupun 
pada periode 1996–2000, kenaikan rata-rata IHPB dari 
kelima jenis kelompok bangunan hanya berkisar antara 
17,17–21,55 persen, namun pada saat krismon 1998 IHPB 
Kelompok Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat 
Tinggal mengalami kenaikan sebesar 71,32 persen, 
Kelompok Bangunan Pekerjaan Umum untuk Pertanian 
naik 47,55 persen, Kelompok Bangunan Pekerjaan Umum 
untuk Jalan, Jembatan, dan Pelabuhan naik 48,63 persen, 
Kelompok Bangunan Instalasi Listrik, Gas, Air Minum dan 
Komunikasi naik 81,59 persen, dan Kelompok Bangunan 
Lainnya naik 58,76 persen.

Pasca krismon, kenaikan rata-rata IHPB dari masing-
masing jenis bangunan per periode hanya berkisar 
antara 6,28–13,00 persen untuk Kelompok Bangunan 
Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal, antara 
6,92–13,17 persen untuk Kelompok Bangunan Pekerjaan 
Umum untuk Pertanian, antara 6,74–14,11 persen untuk 
Kelompok Bangunan Pekerjaan Umum untuk Jalan, 
Jembatan, dan Pelabuhan, antara 6,30–12,84 persen 
untuk Kelompok Bangunan Instalasi Listrik, Gas, Air 
Minum dan Komunikasi, dan antara 6,32–13,86 persen 
untuk Kelompok Bangunan Lainnya. Pada tahun 2015, 
kenaikan rata-rata IHPB untuk lima jenis kelompok 
bangunan berkisar  antara 11,89–13,44 persen. Sampai 
dengan bulan Juni 2015, IHPB kelompok bangunan yang 
tertinggi  adalah IHPB Kelompok  Bangunan Pekerjaan 
Umum untuk Jalan, Jembatan dan Pelabuhan yang 
mencapai angka 1140,00 (1993=100), dan indeks kelompok 
yang terendah terjadi pada Kelompok Jenis Bangunan dan 
Instalasi Listrik, Gas, Air Minum dan Komunikasi yaitu 
sebesar 883,93 (1993=100).
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Catatan: 1 Rata-rata dari rata-rata IHPB tahunan
 2 IHPB tahun 2015 adalah rata-rata IHPB Januari sampai dengan Juni 2015
Sumber: Survei Harga Perdagangan Besar, BPS
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Tabel 26.18
Kenaikan/Penurunan Rata-rata Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Bahan Bangunan/Konstruksi 1

Menurut Jenis Bangunan/Konstruksi (1993=100), 1971–2015

Periode Tahun

Jenis Bangunan

Konstruksi

Bangunan 
Tempat 
Tinggal 

dan Bukan 
Tempat 
Tinggal

Bangunan 
Pekerjaan 

Umum untuk 
Pertanian

Bangunan 
Pekerjaan 

Umum 
untuk Jalan, 
Jembatan, 

dan 
Pelabuhan

Bangunan 
dan Instalasi 

Listrik, 
Gas, Air 

Minum dan 
Komunikasi

Bangunan 
Lainnya

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1971–1975 25,69 30,39 25,83 27,16 26,77 25,76
1976–1980 12,12 14,20 13,06 10,27 12,89 12,36
1981–1985 8,80 10,83 10,47 7,75 9,13 8,94
1986–1990 9,12 9,10 9,23 9,07 9,37 9,14
1991–1995 7,40 8,22 7,67 5,06 6,70 7,09
1996–2000 20,73 17,17 17,51 21,55 19,19 19,70
2001–2005 10,41 12,70 13,26 8,66 11,07 11,10
2006–2010 13,00 13,17 14,11 12,84 13,86 13,48
2011–2015 2 6,28 6,92 6,74 6,30 6,32 6,48

Catatan: 1 Rata-rata dari rata-rata perubahan IHPB tahunan
 2 Perubahan IHPB tahun 2015 adalah rata-rata dari perubahan IHPB Januari sampai dengan Juni 2015
Sumber: Survei Harga Perdagangan Besar, BPS

Pada tahun 2014, penghitungan NTP menggunakan tahun 
dasar 2012. Angka NTP juga diatas angka 100, yaitu 
sebesar 102,03. Hal ini menunjukkan tingkat kesejahteraan 
lebih baik, atau daya beli yang meningkat dibandingkan 
dengan keadaan tahun dasarnya. Pada tahun tersebut,  
Indeks  Harga yang  Diterima (It) yaitu 114,06, lebih tinggi 
dibandingkan dengan Indeks Harga yang Dibayar (Ib), 
yaitu 111,79.

26.4.2 Perkembangan NTP Subsektor Tanaman Pangan

Pada periode 2008–2014, NTP subsektor tanaman pangan 
cenderung fluktuatif. Pada periode 2008–2010, angka 
NTP subsektor tanaman pangan berada di bawah angka 
100. Hal ini menunjukkan tingkat kesejahteraan petani 
tanaman pangan mengalami penurunan atau daya beli 
petani  tanaman pangan selama periode tersebut  menurun 
dibandingkan dengan keadaan tahun dasar 2007. 

26.4 Harga Pedesaan

26.4.1 Perkembangan NTP Nasional Secara Umum

Selama periode 2008–20131, Nilai Tukar Petani (NTP) 
nasional mengalami perkembangan yang cukup fluktuatif. 
Secara umum, angka NTP diatas angka 100 dengan tren 
cenderung meningkat dari tahun ke tahun, kecuali pada 
tahun 2009. Angka NTP di atas 100 menunjukkan tingkat 
kesejahteraan petani yang lebih baik dibandingkan dengan 
kondisi pada tahun dasar, dalam hal ini tahun dasar 2007. 
Kondisi tersebut juga berarti  bahwa petani cenderung 
dapat menikmati hasil penjualan tanaman pertanian 
yang diusahakan karena kenaikan harga barang-barang 
konsumsi rumah tangga maupun untuk proses produksi 
pertanian di pasaran lebih lambat dibandingkan dengan 
kenaikan harga tanaman pertanian

Gambar 26.13
Perkembangan NTP Nasional dan NTP per Subsektor 

(2007=100), 2008–2013 1 
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Catatan: 1 Rata-rata sampai dengan November 2013
Sumber: Survei Harga Perdesaan, BPS

Tabel 26.19
Nilai Tukar Petani Nasional dan Komponennya
(2007=100), 2008–2013 1 dan (2012=100), 2014

Tahun It Ib NTP Nasional

(1) (2) (3) (4)

2008 112,35 112,19 100,15
2009 119,72 119,89 99,86
2010 128,62 126,37 101,78
2011 138,90 132,81 104,58
2012 145,75 138,49 105,24
2013 1 154,21 146,99 104,91
2014 114,06 111,79 102,03

Catatan: 1 Rata-rata sampai dengan November 2013
Sumber: Survei Harga Perdesaan, BPS
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Keuangan dan Harga

Selanjutnya, pada tahun 2011 sampai dengan 2013 1,  angka 
NTP subsektor tanaman pangan meningkat, yang berarti 
adanya perbaikan tingkat kesejahteraan. NTP subsektor 
tanaman pangan tertinggi terjadi pada 2012, yaitu 104,71. 

Pada tahun 2014, NTP subsektor tanaman pangan sebesar 
98,89. Provinsi Banten (106,45) memiliki NTP tertinggi 
dibandingkan provinsi lainnya. Sementara itu, Provinsi 
Papua (94,21) memiliki NTP terendah dibandingkan 
dengan provinsi lainnya.

26.4.3 Perkembangan NTP Subsektor Hortikultura

Pada periode 2008–20131, angka NTP subsektor 
hortikultura berada di atas angka 100 yang menunjukkan 
tingkat kesejahteraan petani hortikultura lebih baik, atau 
daya beli petani hortikultura  meningkat dibandingkan 
dengan keadaan tahun  dasar 2007.  Namun, pada 2008 
tingkat kesejahteraan petani  hortikultura menurun 
dibandingkan dengan tahun dasar 2007. NTP subsektor 
hortikultura tertinggi pada tahun 2012, yaitu 109,03. 

Pada tahun 2014, NTP subsektor hortikultura sebesar 
102,55. Provinsi Gorontalo (112,91) memiliki NTP tertinggi 
dibandingkan provinsi lainnya. Sementara itu, Provinsi 
Jambi (94,21) memiliki NTP terendah dibandingkan 
dengan provinsi lainnya.

26.4.4 Perkembangan NTP Subsektor Tanaman   
 Perkebunan Rakyat

Pada periode 2008–2014, NTP subsektor tanaman 
perkebunan rakyat cenderung fluktuatif. Pada periode 
tersebut, angka NTP subsektor tanaman perkebunan 
rakyat berada di atas angka 100 yang menunjukkan tingkat 
kesejahteraan petani tanaman perkebunan rakyat lebih 
baik, atau daya beli petani  tanaman perkebunan rakyat 
meningkat dibandingkan    dengan     keadaan      tahun     
dasarnya.  

NTP subsektor tanaman perkebunan rakyat tertinggi pada  
tahun 2008, yaitu 109,48. 

Pada 2014, NTP subsektor tanaman perkebunan rakyat 
sebesar 101,30. Provinsi DI Yogyakarta (115,09) memiliki 
NTP tertinggi dibandingkan provinsi lainnya. Sementara 
itu, Provinsi Kalimantan Selatan (93,81) memiliki NTP 
terendah dibandingkan dengan provinsi lainnya.

26.4. 5 Perkembangan NTP Subsektor Peternakan

Pada periode 2008–2014, angka NTP subsektor 
peternakan berada di atas angka 100 yang menunjukkan 
tingkat kesejahteraan peternak lebih baik, atau daya beli 
peternak  meningkat dibandingkan dengan keadaan tahun  
dasarnya. NTP subsektor peternakan tertinggi terjadi 
pada tahun 2009, yaitu 104,80. 

Pada 2014, NTP subsektor peternakan sebesar 106,65. 
Provinsi Bali (113,81) memiliki NTP tertinggi dibandingkan 
provinsi lainnya. Sedangkan, Provinsi Kalimantan Barat 
(96,10) memiliki NTP terendah dibandingkan dengan 
provinsi lainnya.

26.4.6 Perkembangan NTP Subsektor Perikanan

Pada periode 2008–2014,  angka NTP subsektor 
perikanan berada di atas angka 100 yang menunjukkan 
tingkat kesejahteraan nelayan/ petambak ikan lebih 
baik, atau daya beli nelayan/ petambak ikan meningkat 
dibandingkan dengan keadaan tahun  dasarnya. NTP 
subsektor perikanan tertinggi terjadi pada tahun 2011, 
yaitu 106,24. 

Pada 2014, NTP subsektor perikanan sebesar 102,72. 
Provinsi Maluku (109,81) memiliki NTP tertinggi 
dibandingkan provinsi lainnya. Sedangkan, Provinsi 
Sumatera Utara (98,60) memiliki NTP terendah 
dibandingkan dengan provinsi lainnya.

Tabel 26.20
Nilai Tukar Petani Menurut Subsektor

2008–2013 1 (2007=100) dan 2014 (2012=100)

Tahun TP HT TPR TRK IK

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2008 97,08 99,71 109,48 101,10 101,19
2009 95,09 103,38 103,81 104,80 105,69
2010 97,80 107,64 104,07 104,10 105,56
2011 102,83 108,95 107,29 101,22 106,24
2012 104,71 109,03 105,90 101,33 105,37
2013 1 104,35 107,92 103,90 102,31 105,05
2014 98,89 102,55 101,30 106,65 102,72

Catatan: 1 Rata-rata sampai dengan November 2013
Sumber: Survei Harga Perdesaan, BPSht
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XXVII. neraca nasional
Pada tahun 2014, PDB perkapita Indonesia 
tercatat Rp 41,8 juta, sedangkan PNB per kapita 
tercatat Rp40,4 juta. 

Ringkasan

Sejak tahun 2009, telah terjadi geliat investasi 
riil yang lebih aktif daripada yang terjadi di sisi 
moneter, seperti terlihat pada Pembentukan 
Modal tetap Bruto (PMTB) yang nilainya lebih 
besar daripada ketersediaan dana domestik 
untuk pembiayaan investasi.

Summary

Pendapatan per kapita nasional meningkat secara tajam dari  Rp16,21 ribu pada tahun 1968 menjadi Rp35,58 juta pada tahun 
2014. Sementara itu, kesenjangan pendapatan rumah tangga cenderung menurun selama periode 1975–1985, tetapi meningkat 
pada periode 1990–1995. Pada periode 1995–2000 pemerataan pendapatan semakin membaik, tetapi pada periode 2005–2008 
secara bertahap kesenjangan terbangun kembali. 
Selama periode 1988–2014, nilai pembentukan modal tetap bruto (PMTB) cenderung lebih besar daripada tabungan, kecuali 
selama periode 1998–2003. Bahkan pasca 2010, PMTB selalu lebih besar daripada tabungan bruto.
Berdasarkan Tabel Input-Output, penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan sebagian besar berasal dari 
produksi dalam negeri, meskipun persentasenya mengalami penurunan dari 90 persen pada 1971 menjadi 88 persen pada 
2008.

The per capita national income increased significantly from Rp 16.21 thousand in 1968 to Rp 35.58 million in 2014. Meanwhile, 
the income gap among households tended to decrease during the period 1975–1985, but worsened during the period 1990–
1995. In the period 1995–2000, a good improvement occured in household income distribution, but after that period (until 2008) 
the income gap later arose gradually.
During the period 1988–2014, gross fixed capital formation (GFCF) tended to be greater than value of saving, except in the period 
1998–2003. After 2010, the GFCF has been even always greater than the gross saving. 
According to the Input-Output table, goods and services supply were mostly from domestic production, although it experienced 
a reduction from 90 percent in 1971 to 88 percent in 2008.

Rata-rata pendapatan perkapita terendah tahun 
2008 adalah golongan rumah tangga buruh tani 
sebesar Rp5,8 juta. Sedangkan rumah tangga 
dengan rata-rata pendapatan perkapita tertinggi 
tahun 2008 adalah rumah tangga bukan pertanian 
golongan atas di kota sebesar Rp40 juta.
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27.1  Agregat Pendapatan Nasional

Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita atas dasar harga 
berlaku meningkat secara pasti dari tahun ke tahun. Tahun 
1968 sebesar Rp18,4 ribu, meningkat menjadi Rp6.775,0 
ribu pada tahun 2000, meningkat lagi menjadi Rp21.381,7 
ribu  tahun 2008, kemudian menjadi Rp41.808,7 ribu  tahun 
2014.

Demikian juga dengan Produk Nasional Bruto (PNB) 
per kapita dan Pendapatan Nasional per kapita yang 
meningkat kurang lebih seiring dengan peningkatan 
PDB per kapita. Meskipun peningkatan ini tidak terlepas 
dari penurunan nilai mata uang, namun PDB, PNB dan 
Pendapatan Nasional per kapita tetap dapat digunakan 
sebagai indikator yang menunjukkan peningkatan 
kesejahteraan.

27.2 Sistem Neraca Sosial Ekonomi

Berdasarkan data hasil kompilasi Sistem Neraca 
Sosial Ekonomi (SNSE) atau yang biasa disebut dengan 
Social Accounting Matrix (SAM), terlihat perkembangan 
pendapatan per kapita menurut golongan rumah 
tangga. Salah satu hal yang patut dicermati adalah 
semakin besarnya gap antara golongan rumah tangga 
berpendapatan terendah (rumah tangga buruh tani) 
dengan golongan rumah tangga berpendapatan tertinggi 
(rumah tangga bukan pertanian golongan atas di kota). 
Pada tahun 2008 yang merupakan tahun dimana tabel 
SNSE terkini tersedia, rata-rata pendapatan per kapita 
rumah tangga buruh tani adalah Rp5,8 juta sementara 
rata-rata pendapatan per kapita rumah tangga bukan 
pertanian golongan atas di kota mencapai Rp40 juta.

Kesenjangan pendapatan rumah tangga di Indonesia 
cenderung turun selama periode tahun  1975–1985, tahun 
1975 perbandingan pendapatan terendah dengan tertinggi 
adalah Rp40,1 ribu  dibanding Rp259,7 ribu atau sebesar 
1:6,47, tahun 1980 sebesar Rp103,8 ribu dibanding Rp548,0 
ribu atau  sebesar 1:5,28. Tahun 1985 perbandingan 
pendapatan terendah dengan tertinggi adalah Rp237,7 
ribu  dibanding 906,6 ribu  atau sebesar 1:3,81.  Tetapi 
selama periode 1990-1995 kesenjangan pendapatan 
rumah tangga mengalami peningkatan. Pada tahun 1990 
perbandingan pendapatan terendah dengan tertinggi 
adalah Rp438,4 ribu dibanding Rp1.882,2 ribu atau 1:4,29. 
Pada tahun 1995 rasio pendapatan terendah dan tertinggi 
terus bertambah yaitu Rp618,1 ribu dibanding Rp5.244,4 
ribu atau sebesar 1:8,48.

Gambar 27.1
Produk Domestik Bruto, Produk Nasional Bruto dan 

Pendapatan Nasional Per Kapita Indonesia 
(ribu rupiah), 1986–2014

Tabel 27.1
Pendapatan Per Kapita Per Tahun Menurut Golongan Rumah Tangga 

(ribu rupiah), 1975–2008

  

Golongan Rumah Tangga 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2008

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Rumah tangga buruh tani  40,1  103,8  247,4  438,4  618,1  2 268,3  4 511,9  5 857,4 

Rumah tangga petani gurem (yang  memiliki lahan 
pertanian < 0,5 ha) 

 43,3  136,4  237,7  566,5  939,7  2 590,2  5 174,4 –

Rumah tangga pengusaha pertanian yang memiliki 
lahan pertanian 0,5 -1 ha 

 57,7  156,0  348,1  683,3  1 205,6  3 884,6  7 831,2 –

Rumah tangga pegusaha pertanian yang memiliki 
lahan pertanian > 1 ha 

 84,8  201,5  567,9  1 053,4  1 765,3  5 449,1  10 971,1 –

Rumah tangga bukan pertanian golongan rendah di 
desa 

 53,5  202,5  316,6  640,4  1 773,0  3 734,5  8 436,6  13 164,1 

Bukan angkatan kerja di desa  70,6  152,1  310,9  935,6  1 723,1  4 800,4  9 309,1  14 773,1 

Rumah tangga bukan pertanian golongan atas di 
desa 

 153,0  339,2  530,8  1 048,6  3 444,7  7 708,9  15 956,7  28 346,0 

Rumah tangga bukan pertanian golongan rendah di 
kota 

 97,8  292,0  554,1  830,4  2 290,4  5 844,7  10 738,9  18 279,7 

Bukan angkatan kerja di kota  110,8  245,1  595,0  951,1  2 085,3  6 799,9  11 178,4  19 110,7 

Rumah tangga bukan pertanian golongan atas di kota  259,7  548,0  906,6  1 882,2  5 244,4  10 512,6  22 265,0  39 968,5 

Sumber:	Badan	Pusat	Statistik	(BPS)

Sumber:	Badan	Pusat	Statistik	(BPS)
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Pada periode 1995–2000 perbandingan pendapatan 
terendah dengan tertinggi menurun yaitu Rp2.268,3 
ribu dibanding dengan Rp10.512,6 ribu atau 1:4,63. 
Akan tetapi, selama periode selanjutnya, yaitu periode 
tahun 2005-2008,  kesenjangan  pendapatan  rumah 
tangga cenderung naik. Pada tahun 2005 perbandingan 
pendapatan terendah dengan tertinggi adalah Rp4.511,9 
ribu dibanding Rp22.265,0 ribu atau sebesar 1:4,93 dan 
tahun 2008 adalah Rp5.857,4 ribu dibanding  Rp39.968,5 
ribu atau 1:6,82.

Puncak kesenjangan pendapatan rumah tangga terjadi 
pada tahun 1995. Namun setelah itu pada tahun 2000  
terjadi penurunan, yang mencerminkan semakin 
membaiknya pemerataan pendapatan. Kesenjangan 
kembali meningkat pada periode 2005–2008.

27.3 Neraca Arus Dana

27.3.1 Tabungan dan Pembentukan Modal Nasional

Aktivitas perekonomian Indonesia sepanjang tahun 
1988–2014 secara umum terus meningkat. Hal ini 
ditandai dengan terus meningkatnya PMTB. Tabungan 
bruto sebagai sumber pendanaan PMTB juga cenderung 
mengikuti pergerakan peningkatan PMTB. Namun 
demikian, pada beberapa triwulan terjadi juga gap atau 
kesenjangan antara PMTB dan tabungan. 

Yang menjadi masalah jika yang terjadi adalah PMTB 
lebih besar daripada tabungan bruto. Dalam hal ini, untuk 
menutupi gap yang terjadi diperlukan tabungan dari luar 
negeri (pinjaman). Hal ini sebagaimana pernah terjadi 
pada triwulan IV tahun 2012, dimana posisi tabungan 
luar negeri sempat mencapai nilai tertinggi yaitu Rp134,6 
triliun. Secara umum, sejak triwulan I tahun 2011 hingga 
triwulan II 2014 posisi tabungan luar negeri selalu positif.

Hal tersebut  menunjukkan adanya peningkatan PMTB 
yang relatif lebih cepat  dibandingkan dengan ketersediaan 
dana internal untuk membiayai investasinya.

Gambar 27.2
Kesenjangan Pendapatan Rumah Tangga, 1975–2008

Gambar 27.3
Tabungan Domestik, Pembentukan Modal Tetap Bruto, 

dan Tabungan Luar Negeri Triwulanan, 1988–2014
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Sumber:	Badan	Pusat	Statistik	(BPS)

Sumber:	Badan	Pusat	Statistik	(BPS)
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Gambar 27.4
Tabungan Bruto, Pembentukan Modal Tetap Bruto, dan Pinjaman Neto Triwulanan Sektor Pemerintahan Umum

1988–2014

Gambar 27.5
Tabungan Bruto, Pembentukan Modal Tetap Bruto, dan Pinjaman Neto Triwulanan 

Sektor Domestik Lainnya, 1988–2014

27.3.2 Tabungan Bruto dan Pembentukan Modal 
Pemerintah

Selisih antara tabungan bruto dengan investasi non 
finansial (PMTB) disebut sebagai pinjaman neto. Suatu 
sektor yang memiliki pinjaman neto positif dikatakan 
sebagai sektor surplus begitu juga dengan sebaliknya. 
Sektor Pemerintah pada umumnya surplus di awal tahun 

dan defisit di akhir tahun. Defisit atau surplus ini ditutupi 
dengan melakukan pinjaman atau memberikan pinjaman 
ke sektor lain bisa sektor domestik atau luar negeri.

Perbedaan pola PMTB pemerintah yang cenderung 
melonjak di triwulan IV sementara posisi tabungan bruto 
pemerintah yang memiliki pola berbeda menyebabkan 
grafik perbandingan tabungan bruto pemerintah di atas 
terlihat hectic. 
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besar merupakan pemilik faktor produksi tenaga 
kerja,  dan penerima pendapatan menyisihkan sebagian 
pendapatannya dalam bentuk investasi finansial sehingga 
sektor ini hampir selalu surplus. Sebagian dari pelaku 
ekonomi di sektor rumah tangga merupakan pelaku 
ekonomi atau usaha rumah tangga namun investasi non 
finansialnya (PMTB) relatif kecil.

Nilai pinjaman neto sektor domestik lainnya pada kurun 
waktu 2004 hingga 2014 menunjukkan defisit. Hal ini 
berarti bahwa nilai tabungan bruto sektor ini lebih kecil 
bila dibandingkan dengan investasi non finansialnya. 
Besarnya tabungan bruto di rumah tangga ternyata masih 
lebih kecil dibandingkan dengan besarnya investasi non 
finansial di perusahaan non finansial sehingga pinjaman 
netonya menjadi negatif (defisit). Defisit di sektor ini 
ditutupi dengan melakukan pembiayaan dari sektor 
lainnya di dalam negeri maupun dengan melakukan 
pinjaman ke sektor luar negeri.

27.3.3 Tabungan Bruto dan Pembentukan Modal Sektor 
Domestik Lainnya

Sektor domestik lainnya merupakan gabungan dari 
beberapa sektor seperti perusahaan non finansial, 
perusahaan finansial non bank dan rumah tangga. Nilai 
tabungan bruto dan PMTB sektor ini meliputi lebih dari 80 
persen dari seluruh nilai tabungan dan PMTB nasional.

Nilai PMTB sektor domestik juga menunjukkan tren yang 
meningkat dari triwulan I tahun 2004 hingga triwulan II 
tahun 2014 dari Rp114,13 triliun menjadi Rp834,44 triliun. 
Besarnya nilai PMTB ini umumnya disumbang oleh sektor 
perusahaan non keuangan baik perusahaan milik swasta 
maupun milik pemerintah (BUMN/BUMD).

Besarnya nilai tabungan bruto sektor domestik lainnya 
terutama di sumbang oleh sektor rumah tangga 
yang secara umum merupakan sektor surplus dalam 
perekonomian. Sektor rumah tangga yang sebagian 
besar

Sumber:	Badan	Pusat	Statistik	(BPS)

Sumber:	Badan	Pusat	Statistik	(BPS)
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Tabel 27.2
Perkembangan Nilai dan Struktur Penyediaan dan Permintaan (miliar rupiah), 1971-2008  

27.4 Tabel Input Output

Tabel Input Output (I-O) merupakan suatu uraian statistik 
dalam bentuk matriks yang menyajikan informasi tentang 
transaksi barang dan jasa serta saling keterkaitan 
antar-satuan kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dalam 
suatu negara atau wilayah pada suatu periode waktu 
tertentu. Tabel I-O juga dapat memberikan gambaran 
yang komprehensif mengenai struktur perekonomian 
wilayah yang mencakup struktur penyediaan (supply) dan 
permintaan (demand) barang dan jasa, besaran output 
dan nilai tambah menurut sektor, dan struktur input 
antara berupa transaksi penggunaan barang dan jasa 
antar sektor produksi. BPS mulai merintis penyusunan 
Tabel I-O Indonesia pertama kali tahun 1971 dan kemudian 
secara berkala disusun Tabel I-O untuk tahun 1975, 1980, 
1985, 1990, 1995, 2000 dan 2005, selain itu juga disusun 
Tabel I-O updating untuk tahun  1998, 2003, dan 2008.

27.4.1  Perkembangan Nilai dan Struktur Penyediaan dan 
Permintaan

Sisi Penyediaan pada Tabel I-O menggambarkan 
penyediaan barang dan jasa yang diproduksi di dalam 
negeri (output domestik) dan yang disediakan dari 
luar negeri (impor). Sisi Permintaan menggambarkan 
permintaan akan barang dan jasa yang digunakan dalam 

proses produksi lebih lanjut (permintaan antara) dan 
untuk permintaan akhir yang terdiri dari Konsumsi 
Rumah Tangga dan Lembaga Non Profit, Konsumsi 
Pemerintah, Investasi atau Pembentukan Modal Tetap 
Bruto, Perubahan Inventori, dan Ekspor.

Pada tahun 1971, total permintaan barang dan jasa 
mencapai Rp7.914,3 miliar terdiri dari  permintaan 
antara sebesar  Rp2.837,5 miliar atau sekitar 36 persen 
terhadap total permintaan, sedangkan nilai permintaan 
akhirnya sebesar Rp5.076,7 miliar atau berkontribusi 
sekitar 64 persen dari total permintaan. Pada tahun 2008, 
total permintaan antara mencapai Rp5.335.709,4 miliar 
(45 persen), sedangkan total permintaan akhir sebesar  
Rp6.608.739,5 miliar (55 persen) dengan total permintaan 
sebesar Rp11.944.448,9 miliar.

Dalam rangka memenuhi permintaan barang dan jasa 
yang mencapai Rp7.914,3 miliar pada tahun 1971 maka,  
sebesar Rp7.107,9 miliar disediakan di dalam negeri 
dengan kontribusi sebesar 90 persen dari total penyediaan, 
sedangkan barang dan jasa yang disediakan dari impor 
sebesar Rp806,4 miliar atau sekitar 10 persen dari total 
penyediaan. Pada tahun 2008, perekonomian Indonesia 
mencatat besaran output domestik sebesar Rp10.530.041,2 
miliar (88 persen), sedangkan impor barang dan jasanya 
sebesar Rp1.414.407,7 miliar (12 persen).

Tahun Satuan
Penyediaan Permintaan

Output Impor Total Permintaan 
Antara

Permintaan 
Akhir Total

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1971 Miliar Rp. 7 107,9 806,4 7 914,3 2 837,5 5 076,8 7 914,3

 Persen 90 10 100 36 64 100

1975 Miliar Rp. 21 516,6 2 611,8 24 128,4 7 822,4 16 306,0 24 128,4

 Persen 89 11 100 32 68 100

1980 Miliar Rp. 76 305,3 10 469,1 86 774,4 27 975,3 58 799,1 86 774,4

 Persen 88 12 100 32 68 100

1985 Miliar Rp. 166 423,2 16 234,1 182 657,3 68 777,3 113 880,0 182 657,3

 Persen 91 9 100 38 62 100

1990 Miliar Rp. 368 319,8 53 110,7 421 430,5 160 518,5 260 912,0 421 430,5

 Persen 87 13 100 38 62 100

1995 Miliar Rp. 993 930,8 133 954,5 1 127 885,3 458 366,0 669 519,3 1 127 885,3

 Persen 88 12 100 41 59 100

2000 Miliar Rp. 2 701 099,8 441 988,4 3 143 088,2 1 334 599,5 1 808 488,7 3 143 088,2

 Persen 86 14 100 42 58 100

2003 Miliar Rp. 4 151 187,4 503 924,9 4 655 112,3 2 095 549,4 2 559 562,9 4 655 112,3

 Persen 89 11 100 45 55 100

2005 Miliar Rp. 5 688 274,3 840 131,5 6 528 405,8 2 811 382,6 3 717 023,2 6 528 405,8

 Persen 87 13 100 43 57 100

2008 Miliar Rp. 10 530 041,2 1 414 407,7 11 944 448,9 5 335 709,4 6 608 739,5 11 944 448,9

 Persen 88 12 100 45 55 100

Sumber:	Badan	Pusat	Statistik	(BPS)
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Untuk menghasilkan output domestik sebesar Rp7.107,9  
miliar di tahun 1971 membutuhkan biaya bahan baku 
yang habis dalam proses produksi (input antara) sebesar 
Rp3.837,5 miliar  atau sekitar 40 persen terhadap total  
input dan pemakaian faktor produksi (input primer) 
sebesar Rp4.270,4 miliar atau sekitar 60 persen dari total  
input. Pada tahun 2008 komposisi input antara meningkat 
menjadi Rp5.335.709,4 miliar (51 persen) sedangkan input 
primernya mencapai Rp5.194.331,8 miliar (49 persen).

27.4.2  Perkembangan Input Primer Menurut Komponen

Rincian komponen dalam input primer dapat 
menggambarkan besaran Produk Domestik Bruto 
(PDB) menurut pendapatan yang terdiri dari upah dan 
gaji, surplus usaha, penyusutan barang modal, dan 
pajak tak langsung dikurangi subsidi. Perkembangan 
nilai komponen input primer dari tahun 1971 sampai 
2008 terus mengalami peningkatan, walaupun peranan 
masing-masing komponennya terhadap total input primer 
berfluktuatif.

Komponen surplus usaha merupakan komponen yang 
berkontribusi besar pada pembentukan input primer. 
Pada tahun 1971 peranannya mencapai sekitar 62 persen, 
tahun 1975 dan 1980 meningkat menjadi 68 persen dan 71 
persen, namun setelah itu kontribusinya terus mengalami 
penurunan hingga mencapai 54 persen pada tahun 2008. 
Komponen upah dan gaji merupakan kontributor terbesar 
kedua setelah surplus usaha, pada tahun 1971 peranannya 
sekitar 29 persen, pada tahun 1975 turun menjadi sekitar 
25 persen, kemudian meningkat menjadi sekitar 28–30 
persen pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2008.

Tahun Input Antara Input Primer Total Input

(1) (2) (3) (4)

1971 2 837,50 4 270,40 7 107,90

1975 7 822,40 13 694,20 21 516,60

1980 27 975,30 48 330,10 76 305,40

1985 68 777,30 97 645,90 166 423,20

1990 160 518,50 207 801,30 368 319,80

1993 268 477,90 323 383,70 591 861,60

1995 458 366,00 535 564,80 993 930,80

1998 751 125,60 1 029 717,80 1 780 843,40

2000 1 334 599,50 1 366 500,30 2 701 099,80

2003 2 095 549,40 2 055 638,00 4 151 187,40

2005 2 811 382,65 2 876 891,64 5 688 274,28

2008 5 335 709,42 5 194 331,78 10 530 041,20

Tabel 27.3
Perkembangan Input Antara dan Input Pimer 

(miliar rupiah), 1971–2008

Gambar 27.6
Struktur Perkembangan Input Primer menurut 

Komponennya, 1971–2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.4.3  Nilai dan Struktur Input Menurut Lapangan  
Usaha Tahun 2005

Nilai barang dan jasa yang tercipta pada tahun 2005 
adalah sebesar Rp5.688.274,3 miliar, terdiri dari input 
antara sebesar Rp2.811.382,6 miliar (49 persen) dan  
input primer sebesar Rp2.876.891,7 miliar (51 persen). 
Berdasarkan klasifikasi Tabel I-O 19 lapangan usaha, 
sebaran input terbesar dihasilkan oleh Lapangan Usaha 
Industri Pengolahan Lainnya (9) yaitu sebesar Rp1.346.813 
miliar,  diikuti Lapangan Usaha Bangunan (12) sebesar 
Rp578.441,8 miliar, kemudian Lapangan Usaha Industri 
Pengolahan Makanan, Minuman dan Tembakau (8) 
sebesar Rp548.333,3 miliar, kemudian Lapangan Usaha 
Perdagangan (13) sebesar Rp507.854,2 miliar, sedangkan 
sektor lainnya di bawah Rp500.000 miliar. 

Lapangan usaha dengan jumlah input antara dengan 
kontribusi terbesar antara lain Lapangan Usaha Industri 
Pengolahan Lainnya masih diikuti oleh Lapangan Usaha 
Bangunan,  dan Industri Pengolahan Makanan, Minuman 
dan Tembakau. Masing-masing secara berurutan adalah 
Rp879.397 miliar, Rp371.580 miliar dan Rp355.733 
rupiah. 

Bila dilihat dari komposisi besaran biaya input primer 
menurut lapangan usaha terlihat bahwa tiga lapangan 
usaha dengan kontribusi terbesar yaitu Lapangan Usaha 
Industri Pengolahan Lainnya diikuti oleh Lapangan Usaha 
Perdagangan dan Lapangan Usaha  Pertambangan  dan 
Penggalian masing-masing sebesar Rp467.415,7 miliar,  
Rp331.987,4 miliar dan Rp317.169,6 miliar. 

Sumber:	Badan	Pusat	Statistik	(BPS)

Sumber:	Badan	Pusat	Statistik	(BPS)
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Tabel 27.4
Komposisi Input Menurut Lapangan Usaha  (miliar rupiah), 2005

Tabel 27.5
Alokasi Output menurut lapangan usaha (miliar rupiah), 2005

Kode Lapangan Usaha Input Antara Input primer Total Input

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Padi 22 410,0 62 234,4 84 644,4 

2 Tanaman bahan makanan lainnya 21 829,1 119 935,7 141 764,8 

3 Tanaman pertanian lainnya 28 564,4 67 736,9 96 301,3 

4 Peternakan dan hasil-hasilnya 24 629,8 43 678,2 68 308,0 

5 Kehutanan 4 554,7 22 545,2 27 099,9 

6 Perikanan 13 276,6 59 484,6 72 761,2 

7 Pertambangan dan Penggalian 70 081,7 317 169,6 387 251,3 

8 Industri makanan, minuman dan tembakau 355 732,7 192 600,6 548 333,3 

9 Industri lainnya 879 397,0 467 415,7 1 346 812,7 

10 Pengilangan minyak bumi 97 333,4 135 664,5 232 997,9 

11 Listrik, gas dan air bersih 61 982,8 26 910,8 88 893,6 

12 Bangunan 371 579,6 206 862,2 578 441,8 

13 Perdagangan 175 866,8 331 987,4 507 854,2 

14 Restoran dan hotel 121 882,3 101 198,1 223 080,4 

15 Pengangkutan dan komunikasi 204 003,0 194 422,5 398 425,5 

16 lembaga keuangan, usaha bangunan dan jasa 
perusahaan 112 796,6 239 391,5 352 188,1 

17 Pemerintahan umum dan pertahanan 61 028,3 83 795,5 144 823,8 

18 Jasa-jasa 183 361,9 202 563,9 385 925,8 

19 Kegiatan yang tak jelas batasannya 1 071,9 1 294,4 2 366,3 

 Jumlah 2 811 382,6 2 876 891,7 5 688 274,3 

Kode Lapangan Usaha Permintaan 
Antara Permintaan Akhir Total Output

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Padi 83 082,7 1 561,7 84 644,4 

2 Tanaman bahan makanan lainnya 47 132,4 94 632,5 141 764,8 

3 Tanaman pertanian lainnya 78 762,6 17 538,7 96 301,3 

4 Peternakan dan hasil-hasilnya 38 966,2 29 341,8 68 308,0 

5 Kehutanan 22 267,8 4 832,1 27 099,9 

6 Perikanan 25 250,3 47 510,9 72 761,2 

7 Pertambangan dan Penggalian 189 850,8 197 400,5 387 251,3 

8 Industri makanan, minuman dan tembakau 177 612,6 370 720,7 548 333,3 

9 Industri lainnya 589 485,1 757 327,6 1 346 812,7 

10 Pengilangan minyak bumi 129 916,1 103 081,8 232 997,9 

11 Listrik, gas dan air bersih 61 340,9 27 552,7 88 893,6 

12 Bangunan 49 460,5 528 981,3 578 441,8 

13 Perdagangan 215 522,7 292 331,5 507 854,2 

14 Restoran dan hotel 38 034,0 185 046,4 223 080,4 

15 Pengangkutan dan komunikasi 170 405,2 228 020,3 398 425,5 

16 lembaga keuangan, usaha bangunan dan jasa 
perusahaan 218 861,5 133 326,6 352 188,1 

17 Pemerintahan umum dan pertahanan 2 792,9 142 030,9 144 823,8 

18 Jasa-jasa 102 343,5 283 582,3 385 925,8 

19 Kegiatan yang tak jelas batasannya 3 292,0 -925,7 2 366,3 

 Jumlah 2 244 379,8 3 443 894,5 5 688 274,3 

Sumber:	Badan	Pusat	Statistik	(BPS)

Sumber:	Badan	Pusat	Statistik	(BPS)

27.4.4  Nilai dan Alokasi Output Menurut Lapangan 
Usaha Tahun 2005

Output perekonomian Indonesia yang tercipta pada 
tahun 2005 sebesar Rp5.688.274,3  miliar, alokasi output 
tersebut digunakan untuk permintaan antara mencapai 
Rp2.811.383 miliar dan untuk memenuhi permintaan 

akhir sebesar  Rp3.717.023 miliar. Alokasi output untuk  
permintaan antara tertinggi (3 lapangan usaha) antara 
lain Lapangan Usaha Padi, Tanaman Makanan Lainnya, 
dan Kehutanan. Sedangkan, lapangan usaha dengan 
permintaan akhir tertinggi antara lain Pemerintahan 
Umum dan Pertahanan, Bangunan, dan Restoran dan 
Hotel.
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KELEMBAGAAN

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 
86 Tahun 2007 tentang Pusat Statistik, bahwa Badan 
Pusat Statistik (BPS) adalah Lembaga Pemerintah 
Nonkementerian yang berada di  bawah dan bertanggung 
jawab kepada Presiden dan dikoordinasikan oleh Menteri 
Negara Perencanaan dan Pembangunan.

Visi

Pelopor data statistik terpercaya untuk semua. 

Misi

Memperkuat landasan konstitusional dan operasional a. 
lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang 
efektif dan efisien.

Menciptakan insan statistik yang kompeten dan b. 
profesional, didukung pemanfaatan teknologi 
informasi      mutakhir untuk kemajuan perstatistikan 
Indonesia.

Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep c. 
dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang 
bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan 
statistik.

Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik d. 
bagi semua pihak.

Meningkatkan  koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi e. 
kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah 
dan swasta, dalam kerangka Sistem Statistik Nasional 
(SSN) yang efektif dan efisien.

Tugas

BPS mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan 
di bidang kegiatan statistik dasar sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang  berlaku.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, BPS menyelenggara- 
kan fungsi:

pengkajian, penyusunan, dan perumusan kebijakan  a. 
di bidang statistik;

pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan b. 
regional;

penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar;  c. 

penetapan Sistem Statistik Nasional;d. 

pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi e. 
pemerintah di bidang kegiatan statistik; dan

penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan f. 
administrasi umum di bidang perencanaan 
umum, ketatausahaan, organisasi, tata laksana, 
kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, 
hukum, perlengkapan, dan  rumah tangga.

Kewenangan

Dalam menyelenggarakan fungsi, BPS mempunyai 
kewenangan:

penyusunan rencana nasional secara makro di a. 
bidangnya;

perumusan  kebijakan  di  bidangnya  untuk mendukung b. 
pembangunan secara makro;

penetapan sistem informasi di bidangnya;c. 

penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional;d. 

kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan e. 
perundang-undangan yang berlaku yaitu:

       (1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan   
              tertentu di bidang kegiatan statistik;

         (2)  penyusunan pedoman penyelenggaraan survei    
               statistik sektoral.

Susunan Organisasi

Susunan organisasi BPS terdiri dari:

Kepala;a. 

Sekretaris Utama;b. 

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik;c. 

Deputi Bidang Statistik Sosial;d. 

Deputi Bidang Statistik Produksi;e. 

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa;f. 

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik;g. 

Inspektorat Utama;h. 

Pusat Pendidikan dan Pelatihan;i. 

Instansi Vertikal.j. 

Perwakilan BPS di Daerah 

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1997 
tentang Statistik, bahwa untuk menjamin kemandirian 
dan obyektivitas BPS dalam pelaksanaan pengumpulan, 
pengolahan, penyajian, dan analisis statistik dasar, BPS 
mempunyai perwakilan wilayah di daerah yang merupakan 
instansi vertikal.

ORGANISASI DAN  AKTIVITAS 
BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
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121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Perwakilan BPS di Daerah.

Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 g. 
Tahun 2008 tentang Struktur organisasi dan Tata 
Kerja Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik 
Nomor 116 tahun 2014.

KERJA SAMA DAN KOORDINASI STATISTIK

Kemudahan memperoleh informasi menjadikan BPS 
lebih dikenal oleh masyarakat baik dalam negeri maupun 
masyarakat internasional. BPS sebagai satu-satunya 
lembaga pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan 
statistik dasar pada skala nasional dan mempunyai aparat 
sampai tingkat kabupaten/kota, menjadi tumpuan berbagai 
pihak untuk menggalang kerja sama dan berkoordinasi di 
bidang kegiatan statistik. Pihak-pihak yang menggalang 
kerja sama dan berkoordinasi tidak terbatas pada lembaga 
pemerintah dan masyarakat umum di dalam negeri, namun 
juga lembaga pemerintah dan masyarakat internasional. 
Kerjasama dan berkoordinasi dengan berbagai pihak ini 
dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas BPS, 
baik dalam hal sumber daya manusia, alih teknologi, 
maupun peningkatan fasilitas peralatan dan perlengkapan 
dalam penyelenggaraan kegiatan statistik.

Kerja sama Pelaksanaan Kegiatan Statistik

Kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan statistik meliputi 
kegiatan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, 
penyajian, analisis, dan pertukaran statistik. Dengan 
kerja sama tersebut mempunyai dampak positif sehingga 
terjadi keterpaduan metode, konsep, definisi, klasifikasi, 
dan ukuran-ukuran serta menghindari adanya duplikasi 
pengumpulan data. Berbagai kerja sama telah berlanjut, 
sehingga kegiatan kerja sama ini menjadi kegiatan berkala 
baik bulanan, triwulanan maupun tahunan sekaligus 
dengan pengkajian dan analisisnya serta meningkatkan 
penggunaan catatan administrasi dari instansi lain. 
Pertemuan berkala diadakan guna penyempurnaan dan 
pengembangan data statistik antara lain melalui rapat 
interdepartemental.

Kerjasama Pembinaan Staf/Karyawan

Pembinaan staf/karyawan merupakan program BPS yang 
terus menerus dilaksanakan baik untuk BPS sendiri, 
instansi lain, maupun masyarakat luas secara langsung 
maupun tidak langsung. Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
Statistik (Pusdiklat) BPS merupakan sarana utama 
untuk dapat menghasilkan tenaga yang terdidik di bidang 
statistik. Pusdiklat BPS telah mengadakan kerjasama 
dengan instansi/lembaga lain guna meningkatkan 
kemampuan staf/karyawan di bidang statistik. Untuk BPS 
sendiri peningkatan kemampuan tidak hanya diperoleh dari 
Pusdiklat tersebut, namun masih dibutuhkan kerjasama 
dengan instansi, universitas, lembaga pendidikan tinggi 
lainnya, serta lembaga internasional di dalam dan di luar 
negeri.

Saat ini terdapat 33 kantor Perwakilan BPS Provinsi di 
daerah dari sebanyak 34 provinsi yang definitif. Sedangkan, 
untuk kantor BPS Kabupaten/Kota dari 512 kabupaten/
kota, terdapat 477 BPS Kabupaten/Kota.

Hasil kegiatan statistik dasar yang diselenggarakan 
oleh Perwakilan BPS di daerah selain disampaikan ke 
BPS juga disajikan dalam bentuk publikasi daerah untuk 
kepentingan perencanaan daerah setempat yaitu publikasi 
Daerah Dalam Angka (DDA) Provinsi, DDA Kabupaten/
Kota, DDA Kecamatan, dan berbagai publikasi indikator 
sosial dan ekonomi.

Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS)

Dalam rangka peningkatan mutu sumber daya manusia 
di bidang statistik, Pemerintah telah menerbitkan 
Keppres Nomor 163 Tahun 1998 tentang Sekolah Tinggi 
Ilmu Statistik (STIS) yang merupakan perguruan tinggi 
kedinasan di lingkungan BPS.

Pembinaan teknis akademik STIS dilaksanakan oleh 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan pembinaan STIS 
secara fungsional dilaksanakan oleh Kepala BPS. Dengan 
diterbitkannya Keputusan Presiden ini, maka Akademi 
Ilmu Statistik yang ada sebelumnya diintegrasikan ke 
dalam STIS.

Sumber Daya Manusia

Pegawai BPS yang ada di tingkat Pusat dan Daerah per Juli 
2015 sebanyak 15.872 yang terdiri dari 1.136 golongan IV, 
10.601 golongan  III, 3.985 golongan II, dan 150 golongan I. 
Dari tingkat pendidikan pegawai BPS sebanyak 86 SD, 147 
SMP, 5.161 SLA, 1.333 DIII, 7.560 S1, 1.542 S2, dan  43 S3.

Perangkat Lunak Kelembagaan

Dalam menjalankan tugasnya, BPS didukung dengan 
berbagai peraturan perundang-undangan yang 
menetapkan kelembagaan BPS merupakan Lembaga 
Pemerintah Nonkementerian, mempunyai perwakilan 
wilayah di daerah yang merupakan instansi vertikal, 
kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan 
organisasi, dan tata kerja BPS.

Perangkat lunak kelembagaan BPS dalam menjalankan  
tugasnya, antara lain:

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang  a. 
Statistik;

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang b. 
Penyelenggaraan Statistik;

Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 1998 tentang c. 
Sekolah Tinggi Ilmu Statistik;

Peraturan  Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang d. 
Badan Pusat Statistik ;

Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 101 e. 
Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah 
Tinggi Ilmu Statistik;

Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor f. 
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Koordinasi Statistik

Dengan terkoordinasinya informasi statistik membuka 
jalan untuk koordinasi berbagai kegiatan statistik termasuk 
keterpaduan metode, konsep, definisi, klasifikasinya, dan 
ukuran-ukuran. Kebutuhan data statistik yang semakin 
luas, akurat, dan tepat waktu merupakan tantangan bagi 
BPS untuk terus menerus berupaya meningkatkan fungsi 
koordinasi di bidang statistik dengan berbagai instansi/
lembaga yang terkait. BPS sebagai pusat informasi 
statistik diharapkan mampu melaksanakan :

penyerasian perencanaan kegiatan statistik;a. 

keterpaduan penyediaan kerangka sampel dan b. 
penggunaan metode sampling;

penggunaan metode pencacahan yang tepat guna;c. 

penggunaan teknik pengolahan yang mutakhir;d. 

pembakuan konsep, definisi, dan klasifikasi;e. 

penyelarasan dan perapian data.f. 

SEJARAH KELEMBAGAAN BPS

Masa Pemerintahan Hindia Belanda

Lembaga yang menangani kegiatan statistik didirikan 
pada bulan Februari 1920 oleh Direktur Pertanian, 
Kerajinan, dan Perdagangan (Directeur van Landbouw 
Nijverheid en Handel) di Bogor dengan tugas mengolah 
dan mempublikasikan data statistik. 

Pada tanggal 24 September 1924, pusat kegiatan statistik 
ini dipindahkan ke Jakarta dengan nama Centraal Kantoor 
voor de Statistiek  (CKS). Kegiatannya diutamakan untuk 
mendukung kebijakan Pemerintah Hindia Belanda. 
Produk perundang- undangan pada masa ini adalah  
Volkstelling Ordonnantie 1930 (Staatsblad 1930 Nomor 
128) yang mengatur  sensus  penduduk  dan  Statistiek 
Ordonnantie 1934 (Staatsblad  Nomor 508) tentang 
kegiatan perstatistikan. Pada tahun 1930 lembaga ini 
mengerjakan suatu kegiatan monumental, yaitu sensus 
penduduk yang pertama dilakukan di Indonesia.

Masa Pemerintahan Jepang

Pada masa Pemerintah Jepang berkuasa di Indonesia 
tahun 1942–1945, mereka mengaktifkan kembali kegiatan 
statistik yang terutama diarahkan untuk memenuhi 
kebutuhan perang/militer. Kantor Statistik di masa 
Pemerintahan Jepang ini bernaung di bawah Gubernur 
Militer (Gunseikanbu) dengan nama Shomubu Chosasitsu 
Gunseikanbu.

Masa Kemerdekaan 

Periode 1945–1965

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 
pada tanggal 17 Agustus 1945, kegiatan statistik tidak lagi 
di bawah Shomubu Chosasitsu Gunseikanbu tetapi diganti           
dengan nama Kantor Penyelidikan Perangkaan Umum 

Republik Indonesia (KAPPURI). Berdasarkan Surat Edaran 
Kementerian Kemakmuran Nomor 219/S.C. tanggal 12 
Juni 1950, KAPPURI diubah namanya menjadi Kantor 
Pusat Statistik (KPS) yang kegiatannya berada di bawah 
tanggung jawab Menteri Kemakmuran.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perekonomian Nomor 
P/44 tanggal 1 Maret 1952, KPS berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Menteri Perekonomian. 
Selanjutnya, dengan Keputusan Menteri Perekonomian 
Nomor 18.099/M, tanggal 24 Desember 1953, kegiatan 
KPS dibagi dalam dua bagian, yaitu Afdeling A merupakan 
Bagian Riset dan Afdeling B merupakan Bagian 
Penyelenggaraan dan Tata Usaha. Dengan Keputusan 
Presiden Nomor 172 Tahun 1957 tanggal 1 Juni 1957, 
KPS diubah menjadi Biro Pusat Statistik (BPS) dengan 
tanggung jawab dan wewenangnya berada di bawah 
Perdana Menteri.

Pada tahun 1960, telah diundangkan dua undang-undang 
(UU), yaitu UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus yang 
diundangkan pada tanggal 24 September 1960 sebagai 
pengganti Volkstelling Ordonnantie 1930 (Staatsblad 1930 
Nomor 128) dan UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik 
yang diundangkan pada tanggal 26 September 1960 
sebagai pengganti Statistiek Ordonnantie 1934 (Staatsblad 
1934 Nomor 508).

Sesuai dengan Keputusan Perdana Menteri Nomor 26/
P.M/1958, tanggal 16 Januari 1958 tentang pemberian 
tugas kepada BPS untuk menyelenggarakan pekerjaan 
persiapan sensus penduduk, maka berdasarkan UU 
Nomor 6 Tahun 1960, BPS menyelenggarakan sensus 
penduduk yang pertama setelah kemerdekaan yang 
dilaksanakan pada tahun 1961.

Dalam pelaksanaan sensus penduduk tahun 1961 sesuai 
dengan UU Nomor 7 Tahun 1960, di tingkat provinsi 
dilaksanakan oleh Kantor Gubernur dan di tingkat 
kabupaten/kota dilaksanakan oleh Kantor Bupati/
Walikota. Sedangkan pada tingkat kecamatan dibentuk 
bagian yang mengurus pelaksanaan sensus penduduk.

Untuk lebih meningkatkan peran BPS, Pemerintah melalui 
Keppres Nomor 47 Tahun 1964 menetapkan Susunan dan 
Organisasi BPS yang ditetapkan pada tanggal 20 Januari 
1964. Dengan Keputusan Presidium Kabinet Nomor Aa/
C/9 Tahun 1965, tanggal 19 Februari 1965, bahwa Bagian 
Sensus di Kantor Gubernur dan Kantor Bupati/Walikota 
ditetapkan menjadi Kantor Cabang BPS dengan nama 
Kantor Sensus dan Statistik Daerah.

Periode 1966–1997

Memasuki tahun 1966 untuk menunjang tugas BPS seperti 
sensus, survei, dan kompilasi produk administrasi, 
Pemerintah mengundangkan tiga buah Peraturan 
Pemerintah (PP), yaitu PP Nomor 21 Tahun 1979 tentang 
Pelaksanaan Sensus Penduduk yang diundangkan pada 
tanggal 2 Juli 1979, PP Nomor 2 Tahun 1983  tentang  
Sensus  Pertanian  yang diundangkan pada tanggal 21 
Januari 1983, dan PP Nomor 29 Tahun 1985 tentang 
Sensus Ekonomi yang diundangkan pada tanggal 10 Juni 
1985.
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Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah 
Nondepartemen dan Keputusan Presiden Nomor 178 
Tahun 2000 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I 
Lembaga Pemerintah Nondepartemen.

Kemudian Keppres Nomor 166 Tahun 2000 diganti dengan 
Keppres Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 11 Tahun 2005. Begitu juga dengan Keppres Nomor 
178 Tahun 2000 diganti dengan Keppres Nomor 110 Tahun 
2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005.

Periode 2006–2014

Untuk menjawab tantangan global dan kebutuhan 
organisasi, pada tahun 2008, BPS melakukan reorganisasi 
yang cukup besar. Regulasi kelembagaan ditandai dengan 
disahkannya Peraturan presiden Nomor 86 Tahun 2007 
tentang Badan Pusat  Statistik. Hal tersebut ditindaklanjuti 
dengan ditetapkannya Peraturan Kepala BPS Nomor 7 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja BPS dan 
Peraturan Kepala BPS Nomor 1 Tahun 2009 tentang 
Uraian Tugas Bagian, Bidang, Subdirektorat, Subbagian, 
Subbidang, dan Seksi Badan Pusat Statistik. 

Pada tahun 2014 terjadi reorganisasi lagi, sehingga 
mengubah beberapa hal terkait penambahan unit 
organisasi baru dan penajaman uraian tugas yang sudah 
ada sebelumnya. Dengan adanya perubahan struktur 
organisasi ini, maka peraturan yang lama yaitu Peraturan 
Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2008 diubah dengan Peraturan 
Kepala BPS Nomor 116 Tahun 2014, sedangkan Peraturan 
Kepala BPS Nomor 1 Tahun 2009 diubah dengan Peraturan 
Kepala BPS Nomor 150 Tahun 2014 

KEGIATAN PENGUMPULAN DATA 

Masa Pemerintahan Hindia Belanda

Semasa pemerintahan Hindia Belanda, kegiatan statistik 
yang dilaksanakan oleh Centraal Kantoor Voor de Statistiek 
(CKS) terutama ditujukan untuk melayani kepentingan 
ekonomi pemerintah Hindia Belanda. Kegiatan statistik 
dititikberatkan pada pengelolaan statistik perdagangan 
internasional yang bertumpu pada statistik ekspor dan 
impor, statistik perdagangan antarpulau, dan statistik 
perkebunan besar yang disertai dengan statistik tentang 
upah buruh. Kegiatan statistik lain yang dilaksanakan 
antara lain statistik kendaraan bermotor, statistik 
koperasi bumi putra, statistik pertanian rakyat, statistik 
pelelangan ikan, statistik harga dan indeks, statistik sewa 
rumah, statistik pajak, statistik kerajinan dan industri, 
statistik pendidikan, statistik demografi, dan statistik 
kriminalitas.

Pada tahun 1930 CKS melaksanakan sensus penduduk 
yang pertama. Sensus penduduk ini belum dapat 
dikategorikan sebagai suatu sensus dalam arti modern, 
karena pencacahan hanya diadakan di Pulau Jawa 
dan tidak dilakukan secara serentak. Kuesioner yang 
digunakan masih sangat sederhana dengan pengolahan 
secara manual. 

Pemerintah telah mengundangkan PP Nomor 16 Tahun 
1968 tentang Status dan Organisasi BPS pada tanggal 
29 Mei 1968 yang disempurnakan lagi dengan PP Nomor 
6 Tahun 1980 tentang Organisasi BPS  pada tanggal 20 
Pebruari 1980. Dua belas tahun kemudian PP Nomor 6 
Tahun 1980 disempurnakan dengan PP Nomor 2 Tahun 
1992 tentang Organisasi BPS yang diundangkan pada 
tanggal 9 Januari 1992. Sebagai pelaksanaan dari PP 
Nomor 2 Tahun 1992 ini, ditetapkan Keppres Nomor 6 
Tahun 1992 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan 
Organisasi, dan Tata Kerja BPS yang ditetapkan pada 
tanggal 9 Januari 1992.

Dengan perkembangan akan kebutuhan data statistik 
yang pesat, maka UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus 
dan UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik sudah 
tidak sesuai lagi dan tidak dapat menampung berbagai 
perkembangan keadaan, tuntutan masyarakat, dan 
kebutuhan pembangunan nasional. Kondisi kehidupan 
bangsa dan tingkat perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi, saat kedua undang-undang tersebut 
diundangkan sangat jauh berbeda dengan keadaan 
sekarang. Sebagai pengganti kedua UU tersebut 
ditetapkan UU Nomor16 Tahun 1997 tentang Statistik 
yang diundangkan pada tanggal 19 Mei 1997. Materi yang 
merupakan muatan baru dalam UU Nomor 16 Tahun 1997, 
antara lain :

Jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya a. 
terdiri atas statistik dasar yang sepenuhnya 
diselenggarakan oleh BPS, statistik sektoral yang 
dilaksanakan oleh instansi Pemerintah secara mandiri 
atau bersama dengan BPS, serta statistik khusus yang 
diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, 
dan atau unsur masyarakat lainnya secara mandiri 
atau bersama dengan BPS.

Hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS b. 
diumumkan dalam Berita Resmi Statistik (BRS) secara 
teratur dan transparan agar masyarakat dengan 
mudah mengetahui dan atau mendapatkan data yang 
diperlukan.

Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan  c. 
efisien.

Dibentuknya Forum Masyarakat Statistik sebagai wadah d. 
untuk menampung aspirasi masyarakat statistik, yang 
bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada 
BPS.

Periode 1998–2005

Sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 16 Tahun 1997, 
Pemerintah telah mengundangkan PP Nomor 51 Tahun 
1999 tentang Penyelenggaraan Statistik pada tanggal 
26 Mei 1999, yang merupakan pengganti dari PP Nomor 
21 Tahun 1979, PP Nomor 2 Tahun 1983, dan PP Nomor 
29 Tahun 1985. Nomenklatur kelembagaan disesuaikan 
dari Biro Pusat Statistik menjadi Badan Pusat Statistik 
sesuai dengan Keppres Nomor 86 Tahun 1998 tentang 
Badan Pusat Statistik. Keppres yang mengatur organisasi 
BPS diganti dengan Keppres Nomor 166 Tahun 2000 
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, 
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Masa Pemerintahan Jepang

Pada masa pemerintahan Jepang, CKS atau KPS diganti 
namanya menjadi Chosasitsu Gunseikanbu. Kegiatan 
statistik masa ini diutamakan untuk memenuhi kebutuhan 
militer guna menghadapi Perang Dunia II. Suasana perang 
pada masa itu sangat mempengaruhi kegiatan statistik, 
sehingga berbagai pengumpulan data statistik tidak dapat 
dilakukan dengan baik.

Masa Kemerdekaan 

Periode 1945–1965

Setelah kemerdekaan, sistem statistik yang digunakan 
KPS masih mengadopsi sistem kolonial Hindia Belanda 
meskipun dengan tujuan dan kepentingan yang berbeda. 
Statistik yang mendapat prioritas adalah statistik ekspor 
dan impor, statistik perdagangan antarpulau, serta 
statistik perkebunan besar dan upah buruhnya. Data yang 
diperoleh dari kegiatan statistik tersebut dihimpun dalam 
data perekonomian yang disebut statistik konjungtur.

Statistik produksi padi dan palawija masih berdasar pada 
uji petik panen yang dilaksanakan di petak percobaan 
yang permanen. Statistik industri yang menggunakan 
mailing system mempunyai tingkat nonresponse yang 
tinggi, karena banyak perusahaan yang enggan membantu 
mengisi kuesioner yang dikirim kepada mereka. Data 
statistik kependudukan hanyaberdasarkan dari hasil 
sensus penduduk tahun 1930 dilengkapi dengan hasil 
laporan semesteran registrasi penduduk yang berasal 
dari catatan administrasi di desa/kelurahan. Sedangkan 
data statistik lainnya sepenuhnya berasal dari data 
sekunder.

Pada tahun 1957, KPS diubah menjadi Biro Pusat 
Statistik (BPS). Pada masa ini BPS mulai melakukan 
pembaruan sistem statistik yang dikembangkan dengan 
diperkenalkannya teknik statistik modern dalam 
pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis. Untuk 
mengembangkan berbagai metode dan teknik statistik 
untuk pertama kalinya BPS mendapat bantuan dari 
PBB berupa tenaga ahli dan sarana penunjang. Tujuan 
kegiatan statistik tidak lagi untuk keperluan pemerintah 
semata, namun juga untuk kebutuhan dunia usaha dan 
masyarakat umum.

Penghitungan statistik pendapatan nasional telah 
diperkenalkan sejak tahun 1960, meskipun dengan format 
yang sederhana dan mutu data yang belum memadai, 
BPS telah berhasil menyusun angka statistik pendapatan 
nasional secara berkala setiap tahun. 

Pada masa ini mulai diperkenalkan sensus modern yang 
mencakup seluruh wilayah Republik Indonesia yaitu Sensus 
Penduduk 1961. Dalam sensus penduduk tersebut, untuk 
pertama kali desa/kelurahan di Indonesia dikelompokkan 
menurut daerah kota (urban) dan desa (rural). Setiap desa/
kelurahan dibagi menjadi unit pencacahan (enumeration 
unit) yang disebut “Primary Sampling Unit (PSU)” yang 
selanjutnya disebut blok sensus.

Sensus Penduduk 1961 juga telah menerapkan pendekatan 
gabungan antara konsep sensus de jure dan sensus de 

facto dengan harapan hasilnya akan mendekati kondisi 
sebenarnya. Namun, dalam pelaksanaan banyak kendala 
yang dihadapi karena keadaan perekonomian yang kurang 
baik, sehingga hasil sensus tidak dapat diolah seluruhnya. 
Dari semula direncanakan 10 persen dokumen hasil 
pencacahan, karakteristik rinci akan diolah BPS dengan 
mesin pengolah dan sisanya diolah di Kantor Sensus 
dan Statistik Daerah di provinsi secara manual. Namun 
dengan keterbatasan dana, publikasi angka sementara 
hanya didasarkan pada satu persen sampel.

Pada tahun 1963 dilaksanakan sensus pertanian untuk 
pertama kali sebagai salah satu upaya untuk memenuhi 
kebutuhan data statistik di sektor pertanian yang lengkap 
dan menyeluruh dengan sasaran utama perusahaan 
pertanian dan rumah tangga pertanian. Selain menjadi 
bench mark hasil sensus pertanian juga dimanfaatkan 
sebagai kerangka sampel berbagai survei pertanian 
dan sensus pertanian berikutnya. Dalam rangka Sensus 
Pertanian 1963, berhasil dibuat sketsa peta statistik yang 
berupa sketsa peta kabupaten/kota dan kecamatan. Sketsa 
peta kabupaten/kota memuat batas-batas kecamatan, 
sedangkan sketsa peta kecamatan memuat batas-batas 
desa/kelurahan.

Statistik pertanian mengalami perubahan total terutama 
dalam penghitungan produksi padi dan palawija. Apabila 
sebelumnya penghitungan hasil per hektar dilakukan 
melalui panen pada petak baku permanen, maka pada 
periode ini diperkenalkan cara baru dengan mengambil 
sampel ubinan yang dipilih secara acak dari petak-petak 
tanaman yang akan dipanen. Pada tahun 1963 dilakukan 
kerja sama dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan 
Direktorat Jenderal Perikanan, Departemen Pertanian 
untuk memperbaiki dan mengembangkan statistik 
perusahaan peternakan dan perikanan.

Pada tahun 1963, BPS memperkenalkan suatu survei 
tentang keadaan sosial ekonomi rumah tangga yang 
kemudian dikenal dengan nama Survei Sosial Ekonomi 
Nasional (Susenas). Keterangan inti yang dikumpulkan 
pada survei ini adalah tentang ciri-ciri demografi, 
sehingga perkembangan karakteristik ini sejak Sensus 
Penduduk 1961 dapat diikuti. Keterangan pokok lainnya 
yang dikumpulkan adalah mengenai pola konsumsi dan 
pengeluaran rumah tangga di samping tentang keadaan 
sosial lainnya.

Untuk memenuhi kebutuhan data statistik industri 
yang mutakhir dan lengkap, maka pada tahun 1964 
dilaksanakan sensus industri dengan menggunakan 
kerangka hasil bentukan Sensus Penduduk 1961. Metode 
pencacahan dilakukan dengan cara mengirim petugas 
untuk wawancara langsung. Metode pencacahan yang 
digunakan pada sensus industri ini diadopsi untuk 
melaksanakan survei-survei industri selanjutnya.

Periode 1966–1973

Dalam periode ini penghitungan indeks harga 
disempurnakan dengan menggunakan diagram timbangan 
yang diperoleh dari Survei Biaya Hidup (SBH) yang 
dilaksanakan di Jakarta pada tahun 1966. Penyempurnaan 
dan pengembangan berbagai kegiatan statistik untuk 
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Penghitungan pendapatan nasional sudah semakin baik 
dengan melibatkan cakupan data yang lebih luas dan 
lengkap serta pemilihan metode penghitungan yang lebih 
tepat. Demikian pula dengan penghitungan pendapatan 
regional, beberapa provinsi telah berhasil melakukan 
kerja sama dengan Bappeda dan universi-tas setempat.

Periode 1974–1979

Sejalan dengan titik berat pembangunan yang dilakukan 
pemerintah, yang diletakkan pada bidang ekonomi, 
perbaikan dan perluasan berbagai statistik ekonomi terus 
dilanjutkan di samping statistik sosial dan kependudukan. 
Untuk pengembangan berbagai metode dan teknik 
statistik, BPS kembali mendapat bantuan yang cukup 
besar dari PBB.

Untuk melihat peranan sektor industri dalam 
perekonomian, maka untuk kedua kalinya pada tahun 
1974 dilaksanakan sensus industri. Sensus ini mencakup 
seluruh kegiatan sektor industri baik yang berskala 
besar, sedang, kecil, maupun industri/kerajinan rumah 
tangga. Merujuk pada pengalaman Sensus Industri 1964, 
maka berbagai perbaikan dan penyempurnaan dilakukan 
dalam rangka meningkatkan cakupan dan kualitas data 
yang dihasilkan. Dalam pelaksanaan sensus ini dilakukan 
dua pendekatan yaitu melalui pendekatan perusahaan 
dan usaha.

Dalam selang waktu sensus penduduk yang berjarak 
sepuluh tahun, diyakini akan terjadi perubahan pola 
kependudukan karena adanya berbagai kebijakan pada 
tahun-tahun antara dua sensus. Untuk menyempurnakan 
data kependudukan ini dan menjembatani antara 
dua sensus, pada tahun 1975 untuk pertama kalinya 
dilaksanakan Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) 
yang sampelnya lebih kecil dari sensus penduduk tetapi 
lebih besar dari survei biasa. Hasil Supas 1975 digunakan 
untuk mengukur pertumbuhan dan jumlah penduduk 
menurut berbagai karakteristik sehingga dapat digunakan 
untuk memperbarui data kependudukan yang dihasilkan 
dari sensus   penduduk   sebelumnya,   termasuk 
penyempurnaan berbagai proyeksi yang berkaitan dengan 
angka penduduk.

Secara   bertahap   penyempurnaan   dan pengembangan 
statistik tetap dilakukan, antara lain di bidang statistik 
sosial, pertanian, pertambangan, energi, harga 
produsen, harga perdagangan besar, ekspor dan impor, 
perhubungan, jasa, dan jasa keuangan. Di bidang statistik 
pertanian, pada tahun 1975 dilakukan kerja sama dengan 
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura, 
Departemen Pertanian, dalam rangka menyempurnakan 
dan mengembangkan statistik pertanian tanaman pangan 
dan hortikultura, baik untuk statistik perusahaan maupun 
usaha rumah tangga.

Di  bidang  statistik  makro,  penghitungan pendapatan 
regional telah berhasil dilaksanakan di seluruh provinsi, 
sehingga mampu mendukung perumusan kebijaksanaan 
di tingkat daerah. Demikian juga untuk pertama kalinya 
Tabel Input-Output Indonesia 1971 berhasil disusun, 
sehingga memperkaya informasi yang bersifat lintas 
sektoral.

meningkatkan mutu data yang dihasilkan serta 
mempercepat proses pengolahan terus dikembangkan. 
Pada tahun 1971, untuk kedua kalinya setelah kemerdekaan 
dilaksanakan sensus penduduk. Dalam persiapan Sensus 
Penduduk 1971, dilakukan kembali penggambaran sketsa 
peta seperti yang pernah dilakukan pada tahun 1963. 
Pembuatan sketsa peta wilayah yang dilakukan pada 
tahun 1971 tidak hanya dibuat sampai pada tingkat desa, 
namun sudah dapat dibuat sampai pada tingkat blok 
sensus (daerah pencacahan).

Hasil Sensus Penduduk 1971 ini dapat dikatakan 
lebih baik dibandingkan dengan sensus  sebelumnya, 
baik dari kualitas data maupun kecepatan penyajian 
datanya. Selain sebagai bench mark data statistik sosial 
dan kependudukan, hasil sensus penduduk ini juga 
dimanfaatkan sebagai kerangka sampel untuk kegiatan 
sensus maupun survei. 

Pada tahun 1973 dilaksanakan sensus pertanian yang 
merupakan sensus pertanian kedua setelah kemerdekaan. 
Berbagai penyempurnaan dilakukan berdasarkan 
pengalaman sensus sebelumnya baik dari rancangan 
kuesioner, konsep, definisi, ukuran-ukuran, maupun   
metode   pencacahannya, tetapi keterbandingan dengan 
data hasil Sensus Pertanian 1963 tetap dijaga. Hasil 
sensus ini selain digunakan sebagai kerangka sampel 
dalam kegiatan survei-survei pertanian, juga digunakan 
sebagai acuan dasar dalam perencanaan maupun evaluasi 
hasil kegiatan statistik pertanian. 

Statistik sosial yang semula sebagian besar didasarkan 
pada data sekunder yang dikumpulkan oleh instansi 
lain mulai dibenahi dengan memperbaiki metode  
pengumpulan  data  di  instansi  yang bersangkutan. 
Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 1971 maupun 
Susenas, maka statistik sosial memiliki data dasar yang 
dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya.

Pada tahun 1969 BPS bekerja sama dengan Direktorat 
Jenderal Perkebunan mengembangkan statistik tanaman 
perkebunan, terutama yang menyangkut statistik 
perusahaan perkebunan. Selain teknik ubinan untuk 
menghitung produksi tanaman padi dan palawija, statistik 
pertanian lainnya juga disempurnakan dan dikembangkan 
seperti statistik hortikultura, statistik peternakan dan 
perunggasan, serta statistik perikanan. 

Penyempurnaan dan pengembangan statistik industri 
juga dilakukan untuk statistik pertambangan, statistik 
energi, dan statistik konstruksi. Namun kegiatan ini masih 
terbatas pada statistik yang menyangkut perusahaan-
perusahaan yang berskala besar.

Jenis statistik  yang juga disempurnakan dan  
dikembangkan adalah statistik harga yang mencakup 
harga produsen, harga perdagangan besar, dan harga 
konsumen. Penyempurnaan statistik harga konsumen 
terutama untuk mendukung percepatan penghitungan 
tingkat inflasi. Sistem pengolahan data untuk ekspor 
dan impor disempurnakan, agar informasi mengenai 
perdagangan luar negeri dapat disajikan setiap bulan. 
Statistik perhubungan, jasa, dan keuangan juga 
disempurnakan dan dikembangkan untuk memenuhi 
kebutuhan data yang semakin meningkat.
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Untuk  pertama  kalinya,  pada  tahun  1976 dilaksanakan 
Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang 
dimaksudkan untuk meningkatkan penyediaan informasi 
dan karakteristik yang lebih luas mengenai angkatan 
kerja di Indonesia. Selain dari itu pada tahun 1977, untuk 
pertama kalinya juga dilaksanakan sensus konstruksi. 
Dari hasil sensus ini dapat diketahui peranan sektor 
konstruksi terhadap perekonomian nasional maupun 
ciri-ciri perusahaan/usaha yang bergerak di bidang 
konstruksi.

Diagram timbangan untuk penghitungan Indeks Harga 
Konsumen yang diperoleh dari Survei Biaya Hidup (SBH) 
tahun 1966 dirasakan sudah tidak memadai lagi, maka 
pada tahun 1977 dilaksanakan kembali survei biaya hidup. 
Apabila pada SBH 1966 sampelnya hanya mencakup kota 
Jakarta, maka SBH 1977 sampelnya melipuli 17 ibukota 
provinsi. Dengan metode yang telah disempurnakan 
serta cakupan yang lebih luas, diagram timbangan yang 
digunakan dalam penghitungan indeks dapat dikatakan 
lebih baik.

Periode 1979–1984

Penyempurnaan dan pengembangan statistik di berbagai 
sektor dan bidang terus dilanjutkan, di samping upaya 
menyediakan jenis-jenis statistik baru untuk memenuhi 
kebutuhan data yang semakin berkembang. Dalam rangka 
persiapan Sensus Penduduk 1980, wilayah pencacahan 
dan blok sensus dipetakan, begitu pula dengan desa/
kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi. 
Hasil sensus ini selanjutnya digunakan sebagai kerangka 
dalam kegiatan Sensus Pertanian 1983 maupun survei-
survei lainnya, di samping datanya dimanfaatkan untuk 
berbagai keperluan analisis sosial dan kependudukan.

Sensus Penduduk 1980 dilaksanakan dengan  
menggunakan metode yang sama dengan metode Sensus 
Penduduk 1971. Kuesioner mengalami perubahan 
sesuai dengan kondisi dan kebutuhan data yang terus 
berkembang. Blok sensus tetap digunakan sebagai unit 
pencacahan, sedangkan konsep klasifikasi kota dan desa 
lebih disempurnakan. Untuk pertama kalinya, pada sensus 
penduduk ini diperkenalkan konsep wilayah pencacahan 
(wilcah). 

Pada tahun 1983 dilaksanakan sensus pertanian. 
Dengan Sensus Pertanian 1983, maka kebutuhan data 
statistik pertanian yang lengkap dan menyeluruh dapat 
dipenuhi. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 1980 dan 
Sensus Pertanian 1983, para pengguna data mempunyai 
peluang lebih besar dalam menganalisis perkembangan 
dan karakteristik penduduk, serta kegiatan ekonomi 
pertanian di masa depan secara lebih luas dan rinci. 
Konsep dan definisi disempurnakan, namun tetap dijaga 
keterbandingannya dengan hasil sensus sebelumnya. 
Kuesioner dikembangkan sesuai dengan tuntutan 
kebutuhan data yang semakin beragam.

Susenas lebih diperluas sehingga memungkinkan 
pengembangan serta aplikasi berbagai metode 
penghitungan distribusi pendapatan antar golongan rumah 
tangga dan daerah. Hal ini sejalan dengan masalah yang 
menonjol pada masa itu yaitu pemerataan pembangunan.

Guna mengantisipasi kebutuhan data yang semakin 
beragam, pada tahun 1979 dilaksanakan suatu survei 
yang bersifat multipurpose survey yang dikenal dengan 
sebutan Survei Ganda Sasaran (Surgasar). Survei ini 
merupakan pengintegrasian beberapa survei seperti 
Susenas dan berbagai survei kegiatan rumah tangga. 

Pada tahun 1980 dalam rangka pengembangan statistik 
pertanian, terutama Statistik Perusahaan Kehutanan 
dan Statistik Tanaman Padi dan Palawija, dilakukan kerja 
sama dengan Departemen Kehutanan maupun  Badan 
Pengendali Bimas, Departemen Pertanian. Di bidang 
statistik sosial, pada tahun yang sama, bekerja sama dengan 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dikembangkan 
statistik persekolahan, dan pada tahun 1981 bekerja 
sama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan 
Pengadilan Negeri, Departemen Kehakiman, maupun 
dengan Kepolisian, dikembangkan statistik kriminal. 
Berkaitan dengan pengembangan statistik sosial ini, pada 
tahun 1982 dan 1983 bekerja sama dengan Departemen 
Sosial dilaksanakan Survei Penyandang Cacat dan Survei 
Anak. Di samping itu, untuk  memenuhi  kebutuhan  data  
di  sektor pertambangan, pada periode tahun 1979-1983 
bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Teknologi 
Mineral (PPTM) Departemen Pertambangan dilakukan 
Survei Penggalian Golongan C (penggalian rakyat).

Dengan semakin meningkatnya peranan industri dalam 
perekonomian, survei-survei industri lebih diintensifkan 
untuk menangkap perkembangan dan perubahan 
struktur usaha industri. Begitu pula dengan statistik 
sektoral lainnya seperti ekspor dan impor, angkutan dan 
komunikasi, jasa pariwisata, serta statistik penduduk 
dan tenaga kerja. Kesemuanya itu digunakan juga untuk 
menunjang penyempurnaan penghitungan pendapatan 
nasional dan tabel input-output. Berkaitan dengan statistik 
makro, untuk pertama kalinya dalam periode ini berhasil 
disusun Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) atau Social 
Accounting Matrix (SAM) 1975 yang lebih memperkaya 
lagi informasi mengenai struktur  ekonomi  dan  distribusi  
pendapatan masyarakat.

Periode 1984–1989

Pengembangan dan penyempurnaan statistik merupakan  
kelanjutan  dari  kegiatan  statistik sebelumnya, untuk 
menciptakan kerangka landasan bagi penyediaan 
data statistik yang lebih sempurna, berhasil guna, dan 
berdaya guna. Untuk pertama kalinya dalam periode ini 
dilaksanakan Sensus Ekonomi 1986 yang merupakan 
perluasan dari sensus industri dan sensus konstruksi. 
Dengan adanya sensus ekonomi ini, sensus industri dan 
sensus konstruksi tidak diadakan lagi.

Sensus ekonomi merupakan sensus yang lengkap dan 
menyeluruh yang mencakup seluruh sektor di luar 
sektor pertanian yaitu sektor pertambangan, industri, 
listrik, gas, air, konstruksi, perdagangan, restoran, 
hotel, angkutan, lembaga keuangan, dan sektor jasa. 
Dalam pelaksanaannya, sensus ini dilakukan melalui 
dua pendekatan yaitu pendekatan perusahaan/usaha 
dan rumah tangga. Hasil sensus ekonomi ini selain 
menyediakan kerangka sampel  bagi kegiatan survei-
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untuk data pokok tertentu. Hasil Susenas ini dimanfaatkan 
untuk penghitungan distribusi pendapatan dan data 
jumlah penduduk miskin yang tengah mendapat perhatian 
berbagai pihak. Berkaitan dengan jumlah penduduk miskin 
ini, data hasil Potensi Desa (Podes) yang pelaksanaan 
lapangannya bersamaan dengan sensus penduduk pada 
tahun 1990, juga dimanfaatkan untuk menentukan jumlah 
desa miskin di setiap daerah. Kegiatan lain yang berskala 
besar adalah Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilaksanakan 
pada tahun 1989. Hasil SBH ini digunakan sebagai 
dasar penyusunan diagram timbangan yang baru untuk 
penghitungan Indeks Harga Konsumen. Cakupan SBH 
pada periode ini lebih luas dibandingkan sebelumnya, 
yaitu mencakup seluruh ibukota provinsi. Dalam 
rangka mengembangkan dan melengkapi data statistik 
kependudukan, pada tahun 1991  dan 1994 bekerjasama  
dengan  BKKBN, Departemen Kesehatan, Bank Dunia, 
dan Macro International Incorporated (MIl), dilaksanakan 
Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI).

Berkaitan dengan masalah kerangka sampel, dalam 
periode ini berhasil disusun Kerangka Contoh Induk (KCI) 
yang dapat digunakan sebagai dasar pemilihan sampel 
untuk berbagai kegiatan survei baik yang menggunakan 
pendekatan rumah tangga maupun perusahaan/usaha. 
Dengan adanya KCI yang terpadu, maka pengumpulan 
data dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, dan 
data yang dihasilkan oleh berbagai jenis kegiatan statistik 
menjadi terkait dan saling melengkapi.

Di bidang penyusunan perangkat statistik makro, Neraca 
Arus Dana (NAD) untuk pertama kalinya berhasil disusun, 
bekerja sama dengan Departemen Keuangan dan Bank 
Indonesia. Hasilnya dimanfaatkan para pengamat dan 
praktisi ekonomi dalam merumuskan kebijakan di bidang 
ekonomi dan moneter. Selain itu, Tabel Input-Output dan 
Sistem Neraca Sosial Ekonomi 1985 juga selesai disusun, 
yang semakin memperkaya sistem data lintas sektoral 
yang telah ada  selama ini. Survei-survei sektoral yang 
mencakup pertambangan, energi, industri, konstruksi, 
pariwisata, angkutan, lembaga keuangan, dan jasa 
juga terus disempurnakan dan diperluas. Hasilnya 
dipakai pula untuk menyempurnakan penghitungan 
pendapatan nasional dan penyusunan berbagai indikator 
perkembangan ekonomi makro. Dalam rangka memenuhi 
kebutuhan data tentang statistik energi, pada tahun 1990-
1993 bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Listrik 
dan Pengembangan Energi, Departemen Pertambangan 
dan Energi dilakukan survei-survei tentang kebutuhan 
energi sektor rumah tangga, sektor komersial, dan upaya 
penghematan energi sektor rumah tangga.

Periode 1994–1997

Dalam periode ini kegiatan Sensus Pertanian 1993 (ST93) 
masih berlanjut yaitu pencacahan usaha rumah tangga 
pertanian yang mencakup usaha tanaman hortikultura,  
perkebunan  rakyat,  peternakan, penangkapan ikan, budi 
daya ikan, dan kehutanan. Selain usaha rumah tangga 
dicacah pula perusahaan-perusahaan yang bergerak di 
sektor pertanian seperti perusahaan perkebunan besar, 
peternakan, perikanan, kehutanan, tempat pelelangan 
ikan, dan rumah potong hewan.

survei di luar sektor pertanian juga menyediakan 
data dasar  untuk  perencanaan  maupun  evaluasi 
perkembangan kegiatan/usaha di luar sektor pertanian. 
Dalam periode ini untuk kedua kalinya dilaksanakan 
Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) pada tahun 1985. 
Hasil Supas ini, selain untuk memenuhi kebutuhan data 
kependudukan antara sensus penduduk tahun 1980 dan 
1990, juga untuk memperbaiki proyeksi penduduk yang 
telah disusun sebelumnya berdasarkan Sensus Penduduk 
1980.

Di bidang perangkat statistik mikro, Social Accounting 
Matrix berhasil disusun untuk kedua kalinya, yaitu 
untuk tahun 1980. Penyusunan pendapatan nasional 
terus disempurnakan dengan lebih memanfaatkan data 
sektoral yang sudah semakin lengkap,  demikian  juga  
dengan  penyusunan pendapatan regional. Di samping 
itu, perangkat statistik lainnya yang terus dikembangkan 
adalah neraca bahan makanan, indikator kesejahteraan 
rakyat, dan indikator ekonomi yang diterbitkan secara 
berkala.

Perbaikan dan pengembangan data sektoral terus 
dilakukan seperti statistik sosial dan kependudukan 
melalui Susenas dan Sakernas, maupun statistik 
pertanian, industri, pertambangan, energi, konstruksi, 
harga dan keuangan, ekspor, impor, perhubungan, dan 
pariwisata. Untuk memenuhi kebutuhan data statistik 
sosial, pada tahun 1985-1987 bekerja sama dengan 
Departemen Kesehatan, UNICEF, dan Bank Dunia 
dilakukan pengumpulan data tentang status gizi balita 
yang pelaksanaannya diintegrasikan dengan Susenas.

Periode 1989–1994

Dengan  semakin  meningkatnya  intensitas penggunaan 
data statistik, kegiatan statistik ditujukan pada 
penyempurnaan penyusunan berbagai statistik yang 
telah dihasilkan sebelumnya dan diarahkan untuk mampu 
memenuhi kebutuhan permintaan data. 

Pada tahun 1990 kembali dilaksanakan sensus penduduk 
dengan metode yang telah disempurnakan dari metode 
sensus sebelumnya. Dalam sensus penduduk yang 
dilaksanakan pada tahun 1990 ini, blok sensus tidak lagi 
digunakan tetapi diganti dengan wilayah pencacahan 
(wilcah). Dalam rangka persiapan sensus penduduk ini, 
baik wilcah maupun wilayah administrasi kembali dibuat 
sketsa petanya.

Peranan sektor industri dalam PDB pada tahun 1991 
untuk pertama kalinya melampaui peranan sektor 
pertanian. Oleh karenanya pengumpulan data statistik 
industri semakin disempurnakan, antara lain mengenai 
cakupannya (coverage) dengan melaksanakan 
pemutakhiran (up dating) Direktori Industri Besar dan 
Sedang setiap tahun.

Untuk  keempat  kalinya  pada  tahun  1993 dilaksanakan 
sensus pertanian dengan beberapa penyempurnaan 
metode dan kuesioner namun keterbandingan dengan 
data hasil Sensus Pertanian 1983 tetap dijaga. Pada tahun 
yang sama, Susenas yang dilaksanakan setiap tahun 
dengan modul bergantian diperbesar sampelnya, sehingga 
memungkinkan estimasi pada tingkat kabupaten/kota 
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Pada tahun 1995 kembali dilaksanakan Survei Penduduk 
Antar Sensus (Supas) guna menjembatani kebutuhan data 
kependudukan antara Sensus Penduduk 1990 dan Sensus 
Penduduk 2000, di samping untuk memperbaiki proyeksi 
penduduk yang dihitung berdasarkan Sensus Penduduk 
1990. Dalam periode ini Survei  Angkatan  Kerja  Nasional 
(Sakernas) diintegrasikan dengan Supas sehingga pada 
tahun anggaran yang sama tidak terjadi dua kegiatan 
pengumpulan data sejenis.

Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilaksanakan sepuluh 
tahun sekali, tenggang waktunya diperpendek menjadi 
lima tahun sekali yang dilaksanakan pada tahun 
1996. Mengawali kegiatan survei ini pada tahun 1995 
dilaksanakan pilot studi yang dimaksudkan untuk uji coba 
baik metode maupun kuesioner.

Kegiatan Susenas, analisis desa tertinggal maupun 
kegiatan lain di bidang statistik makro  seperti 
penghitungan pendapatan nasional, pendapatan regional, 
penyusunan tabel input-output, sistem neraca sosial 
ekonomi, dan neraca yang lain tetap dilaksanakan 
dengan berbagai pengembangan dan penyempurnaan. 
Dalam rangka pelaksanaan Sensus Ekonomi 1996 
(SE96), dilakukan pengembangan suatu Kerangka Contoh 
Induk (KCI) untuk berbagai survei dengan pendekatan 
perusahaan yang dihimpun melalui penyusunan direktori 
terpadu perusahaan. Direktori yang digunakan sebagai 
KCI perusahaan ini memuat berbagai informasi pokok 
perusahaan-perusahaan yang umumnya berskala besar. 
KCI perusahaan ini dimanfaatkan sebagai kerangka sampel 
dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 1996 maupun untuk 
berbagai survei sektoral yang berskala lebih kecil. Sensus 
Ekonomi 1996 ini masih berlanjut pada tahun 1997, yaitu 
pencacahan secara lengkap perusahaan kelompok PD 
(perusahaan direktori), penyusunan direktori perusahaan 
PD, pascaevaluasi pencacahan usaha kelompok PND/
URT (perusahaan non direktori/usaha rumah tangga), dan 
finalisasi pengolahan hasil pencacahan PND/URT.

Periode 1998–2005

Dengan semakin meningkatnya permintaan dan ragam 
data dari berbagai pihak, BPS terus melakukan kegiatan 
penyempurnaan dan pengembangan statistik. Intensitas 
BPS dan Perwakilan BPS terus ditingkatkan untuk dapat 
memenuhi kebutuhan data. Data statistik pertanian, 
industri, harga dan keuangan, perdagangan dan  jasa,  
demografi  dan  ketenagakerjaan, kesejahteraan rakyat, 
dan statistik lainya semaksimal mungkin terpenuhi. 
Tujuan untuk menyediakan data statistik dasar yang 
lengkap, akurat dan tepat waktu di bidang sosial dan 
ekonomi untuk mendukung pembangunan nasional dan 
daerah terus ditingkatkan. Kegiatan penyelenggaraan 
statistik untuk menyediakan data statistik sosial antara 
lain Sensus Penduduk 2000, Survei Sosial Ekonomi 
Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional 
(Sakernas), Survei Upah, Kompilasi Registrasi Penduduk, 
dan sebagainya. Di samping itu, dilaksanakan kegiatan 
baru seperti Survei Struktur Upah, Survei Anak yang 
Bekerja, dan Penyusunan Statistik Sektor Informal. Guna 
memenuhi kebutuhan pengguna data, dibuat analisis yang 

relevan dari setiap kegiatan atau berbagai kegiatan yang 
berhubungan.

Sensus Penduduk 2000 (SP2000) yang merupakan sensus 
penduduk kelima sejak Indonesia merdeka, merupakan 
kegiatan statistik yang ditujukan untuk memperoleh  
data  statistik  dasar  di  bidang  kependudukan  yang 
menyeluruh dan dapat disajikan pada wilayah administrasi 
terkecil yaitu pada tingkat desa/kelurahan. SP2000 ini 
dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan data statistik 
dasar di bidang kependudukan baik pada skala nasional 
maupun daerah. Data kependudukan ini merupakan 
dasar perencanaan bagi berbagai bidang pembangunan. 
Pelaksanaan lapangan SP2000 ini dilakukan pada tahun 
2000 dan pada tahun 2001 kegiatan dilanjutkan dengan 
pengolahan serta analisis data. 

Untuk memenuhi kebutuhan data di bidang ekonomi, 
BPS menyelenggarakan berbagai sensus dan survei 
maupun kompilasi produk administrasi. Survei-
survei yang berskala besar yang dilaksanakan antara 
lain Survei Pertanian, Survei Industri, Survei Biaya 
Hidup, Survei Harga-harga, Survei Usaha Terintegrasi, 
penyusunan Statistik Ekspor dan Impor, penyusunan 
Statistik Wisatawan Asing, penyusunan Produk Domestik 
Bruto dan Neraca Nasional lainnya, penyusunan Produk 
Domestik Regional Bruto dan Neraca Regional lainnya, 
dan sebagainya.

Sensus Pertanian 2003 (ST2003) yang bertujuan untuk 
memenuhi kebutuhan konsumen baik pemerintah, 
dunia usaha maupun masyarakat akan data statistik 
dasar di bidang pertanian diselenggarakan oleh BPS. 
Berdasarkan ST2003 ini diperoleh populasi jumlah usaha 
maupun populasi komoditas di sektor pertanian beserta 
karakteristiknya. ST2003 dilaksanakan secara bertahap 
mulai tahun 2001 hingga 2005 dengan puncak kegiatan 
pelaksanaan lapangan pada tahun 2003. 

Sehubungan dengan mulai berlakunya otonomi daerah 
yang secara efektif dilaksanakan sejak Januari 2001, 
maka pemerintah daerah harus lebih bertanggung jawab 
terhadap pembangunan wilayahnya masing-masing. 
Untuk perencanaan pembangunan daerah tersebut, 
pemerintah daerah memerlukan dukungan data statistik 
ekonomi maupun statistik sosial yang rinci dan spesifik, 
karena kebutuhan data suatu daerah dengan daerah 
lainnya berbeda-beda. Suatu jenis data yang  diperlukan  
oleh  suatu  daerah  tertentu kemungkinan daerah lain 
tidak memerlukan. Demikian pula sebaliknya, sehingga 
data tersebut sifatnya khusus untuk daerah yang 
bersangkutan saja. Untuk itu, perwakilan BPS di daerah 
harus siap mengantisipasi kebutuhan data yang sifatnya 
spesifik tersebut dengan meningkatkan  kinerjanya  
guna  mendukung ketersediaan data, antara lain dengan 
menjalin kerjasama dengan instansi lain.

Dengan akan diselenggarakannya Pemilihan Umum pada 
tahun 2004 yang merupakan keharusan konstitusional 
dan bagian dari komitmen bangsa untuk mewujudkan 
masyarakat demokratis, membutuhkan persiapan dan 
keterlibatan berbagai pihak dalam setiap tahap dan 
proses.
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2006 sendiri telah dimulai sejak tahun 2004. Pelaksanaan 
Sensus Ekonomi 2006 melibatkan 243.000 petugas 
lapangan. 

Selanjutnya BPS melaksanakan Sensus Penduduk 
Tahun 2010 yang merupakan sensus penduduk keenam 
sejak Indonesia merdeka. Sensus Penduduk 2010 dapat 
memberikan gambaran secara aktual mengenai kondisi 
penduduk, perumahan, pendidikan, dan ketenagakerjaan 
sampai wilayah administrasi terkecil. Berbeda dengan 
sensus penduduk sebelumnya, SP2010 memiliki cakupan 
variabel yang lebih luas dan menyajikan data yang 
sangat dibutuhkan pemerintah sebagai bahan dasaar 
dalam mengevaluasi dan penyusunan perencanaan 
pembangunan. 

Kemudian pada tahun 2013, BPS melaksanakan 
Sensus Pertanian 2013 yang juga menjadi sensus 
pertanian keenam  yang diselenggarakan oleh BPS. 
Dalam sensus pertanian dikumpulkan data dari enam 
subsektor pertanian yaitu tanaman pangan, hortikultura, 
perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan 
termasuk jasa pertanian. Pelaksanaan Sensus Pertanian 
2013 mengalami banyak perubahan dibandingkan Sensus 
Pertanian 2003, diantaranya dari sisi cakupan, unit 
pencacahan, petugas (pada tahun 2013 menggunakan 
tim), konsep rumah tangga pertanian, populasi komoditi 
pertanian, dan daftar preprinted yang diperoleh dari hasil 
Sensus Penduduk 2010.

Selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, banyak perubahan 
yang terjadi pada tatanan lokal, regional dan global, yang 
berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Dalam 
rangka memberikan gambaran perekonomian terkini, 
BPS melakukan perubahan tahun dasar PDB dari tahun 
2000 ke 2010. Sejalan dengan rekomendasi PBB, BPS juga 
telah mengimplementasikan System of National Accounts 
(SNA) 2008 melalui penggunaan Supply and Use Table 
sebagai kerangka kerja.  Perubahan tahun dasar PDB 
dilakukan secara simultan  dengan penyusunan PDRB 
provinsi untuk menjaga konsistensi.

BPS juga telah memulai inisiasi penyusunan Integrated 
Business Register (IBR) , yang diharapkan akan menjadi 
direktori usaha terintegrasi dimana setiap usaha akan 
memiliki identitas tunggal (single identity).  Data awal IBR 
berasal dari hasil Sensus Ekonomi 2006 dan direktori dari 
seluruh subject matter di BPS. Data tersebut kemudian 
dicocokkan (matching) dengan  hasil profiling. Profiling 
merupakan kegiatan penyusunan profil perusahaan besar 
dan membangun model hirarki dari unit-unit statistiknya.

KEGIATAN PENGOLAHAN DATA 

Periode 1945–1968

Pada awal kemerdekaan hingga tahun 1959 berbagai 
pengolahan data yang dilakukan BPS masih secara manual 
menggunakan alat hitung sederhana yang disebut swipoa 
(abacus). Meskipun sederhana, namun alat tersebut 
sudah cukup memadai, mengingat beban pengolahan 
belum terlalu besar.

BPS melakukan kerja sama dengan Komisi Pemilihan 
Umum sebagai lembaga pemilihan umum yang bersifat 
independen untuk menyelenggarakan pemilihan umum 
yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan 
beradab serta Departemen Dalam Negeri sebagai 
lembaga pemerintah yang berwenang menyelesaikan 
permasalahan administrasi kependudukan untuk 
melakukan Pendaftaran Pemilih dan Pencatatan 
Penduduk Berkelanjutan (P4B).

Pada tahun 2005 BPS menyelenggarakan kegiatan besar 
antara lain Potensi Desa, Survei Sosial Ekonomi Nasional, 
dan Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) yang kempat 
kalinya. Supas 2005 dirancang khusus untuk mendapatkan 
data-data kependudukan yang meliputi bidang demografi, 
seperti migrasi, fertilitas dan mortalitas, riwayat 
kelahiran serta kematian anak; menyediakan data di 
bidang ketenagakerjaan yang mencakup angkatan kerja, 
jam kerja, lapangan usaha, jenis pekerjaan, dan status 
pekerjaan. Selain dari itu Supas menyediakan data 
mengenai sosial budaya mencakup partisipasi sekolah, 
tingkat pendidikan, bahasa dan kondisi tempat tinggal.

Periode 2006–2014

Program Reformasi Birokrasi Nasional telah mendorong 
BPS untuk turut melakukan reformasi pada 8 (delapan) 
area perubahan Reformasi Birokrasi. Dengan visi 
“Pelopor Data Statistik Terpercaya Untuk Semua”, insan 
BPS bekerja dengan Profesional, Integritas dan Amanah 
demi menghasilkan data statistik terpercaya dan handal 
bagi seluruh pengguna data BPS. Kepercayaan terhadap 
BPS semakin meningkat, begitupun permintaan data yang 
dihasilkan oleh BPS. 

Demi memenuhi kebutuhan data yang semakin tinggi, BPS 
pun melakukan berbagai survei dan menghasilkan data-
data baru yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa. Di 
bidang Statistik Sosial, BPS diantaranya melaksanakan 
Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Survei 
Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), Pendataan Potensi 
Desa (PODES), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), 
Survei Monitoring Krisis Global (SMKG), Survei Demografi 
dan Kesehatan Indonesia (SDKI), Survei Perilaku Peduli 
Lingkungan Hidup (SPPLH), Survei Surveilans Perilaku 
(SSP) dan Survei Komuter. Sedangkan di bidang Statistik 
Ekonomi, BPS diantaranya melaksanakan Survei Biaya 
Hidup (SBH), Survei Harga Konsumen (SHK), Survei Harga 
Pedesaan (SHPED), Survei Industri Mikro dan Kecil (IMK), 
Survei Deteksi Dini Dampak Krisis (SD3K), Survei Struktur 
Ongkos Usaha Tani (SOUT), Survei Industri Besar Sedang 
(IBS), dan Survey Perusahaan Konstruksi. 

Pada periode 2006-2014, BPS melaksanakan 3 Sensus 
sekaligus, yaitu Sensus Ekonomi 2006, Sensus Penduduk 
2010, dan Sensus Pertanian 2013.  BPS berhasil menyajikan 
data dasar di bidang sosial dan ekonomi yang ditunggu-
tunggu oleh banyak pihak, khususnya pemerintah. 

Sensus Ekonomi 2006 menyajikan  data dasar tentang 
kegiatan  ekonomi    yang mencakup  jumlah dan  
karakteristik usaha dari semua skala usaha yang 
bergerak di sektor ekonomi.  Persiapan Sensus Ekonomi 
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Pengolahan data pada masa itu terutama ditujukan untuk 
menyusun statistik ekspor dan impor, indeks harga, 
statistik perdagangan antarpulau, statistik perkebunan 
besar dengan upah buruhnya, serta berbagai statistik 
lainnya.

Sejalan  dengan  perkembangan  teknologi, pengolahan 
data di BPS juga mengalami perubahan. Alat hitung 
swipoa secara berangsur-angsur diganti dengan alat 
hitung mekanis “Facit”. Namun, kedua alat hitung ini 
masih digunakan terutama untuk pengolahan data yang 
sederhana. Untuk data yang berskala besar seperti 
statistik ekspor dan impor pada tahun 1960 sudah 
mulai diolah dengan komputer generasi pertama yaitu 
“Remington Rand”. Komputer yang pertama kali dimiliki 
oleh BPS ini terdiri atas mesin pons (punching machine), 
mesin sortir (sorting machine), dan mesin tabulasi 
(tabulating machine).

Mesin pons digunakan untuk memindahkan data dari 
dokumen ke kartu pons, yang hasilnya dalam bentuk 
lubang-lubang pada kartu pons. Mesin sortir digunakan 
untuk memilah-milah kartu-kartu yang sudah berisi data 
sesuai dengan pengelompokan data yang diinginkan. 
Sedangkan mesin tabulasi digunakan untuk membuat 
tabel-tabel berdasarkan masukan data dari kartu pons 
sesuai dengan program yang dibuat. Pada awalnya, mesin 
tabulasi ini hanya bisa digunakan untuk menghasilkan 
jenis tabel tertentu saja. Secara bertahap mesin-mesin 
tabulasi ini diganti dengan jenis mesin tabulasi yang 
memungkinkan menghasilkan bermacam-macam tabel, 
meskipun pembuatan program masih harus dilakukan 
oleh perusahaan yang menjadi agen komputer tersebut.

Dalam rangka mempercepat pengolahan hasil Sensus 
Penduduk 1961, BPS memperoleh bantuan dari PBB 
berupa tenaga ahli pengolahan beserta seperangkat 
komputer UNIVAC 1004. Jenis komputer ini juga masih 
menggunakan kartu, namun program tabulasi sudah 
dapat dibuat sendiri di BPS.

Dalam periode ini untuk mengolah hasil Sensus Pertanian 
1963, BPS menggunakan komputer UNIVAC 1050  yang juga 
masih menggunakan kartu. Jenis komputer ini mempunyai 
kapasitas yang jauh lebih baik dibandingkan dengan 
komputer jenis UNIVAC 1004 dan sudah menggunakan 
System Stored Program dengan bahasa PAL (Program 
Assembly Language) meskipun masih single processing 
system.

Periode 1969–1979

Dengan perkembangan teknologi alat hitung sederhana 
baik manual maupun yang mekanis berangsur-angsur 
diganti dengan mesin hitung elektronik. Meskipun 
pengolahan data yang berskala besar sudah menggunakan 
komputer, namun alat hitung elektronik yang biasa disebut 
sebagai kalkulator tetap digunakan sebagai alat bantu 
dalam pengolahan.

Dengan jenis komputer yang baru yaitu ICL 1900 yang 
diadakan dalam rangka Sensus Penduduk 1971, maka 
berbagai pengolahan data hasil berbagai sensus, survei, 
maupun hasil pengumpulan data statistik lainnya dapat 

diselesaikan lebih cepat. Selain dimanfaatkan untuk 
mengolah data hasil Sensus Penduduk 1971, komputer 
ICL 1900 ini juga digunakan untuk mengolah data hasil 
Sensus Pertanian 1973, Sensus Konstruksi 1977, Susenas, 
statistik ekspor dan impor, statistik industri, Tabel Input-
Output 1971, dan sebagainya. Pada tahun 1975, komputer 
ICL 1900 mengalami pengembangan yaitu menjadi ICL 
1903. Generasi ICL terbaru ini mempunyai kapasitas dan 
kecepatan proses yang lebih baik dibandingkan generasi 
sebelumnya.

Periode 1979–1989

Perkembangan kegiatan pengumpulan data pada periode 
ini sudah sedemikian pesat, sehingga beban pengolahan 
di BPS menjadi semakin berat. Pada tahun 1980 komputer 
ICL 1903 diganti dengan generasi yang lebih baru yaitu 
ICL 2904. Komputer jenis ini tidak hanya dipasang di BPS 
melainkan juga di Kantor Statistik Provinsi Jawa Timur.
Dengan demikian, sebagian pengolahan mulai dialihkan 
ke Surabaya, seperti pengolahan hasil pencacahan 
PODES 1980, guna mengurangi beban pengolahan di 
kantor pusat. Selain menggunakan komputer jenis ICL, 
pada akhir tahun 1979, BPS juga mempunyai komputer 
NEC ACOS-500, sehingga dapat dikatakan tahun 1980 di 
BPS merupakan era multi system. Kedua komputer ini 
dimanfaatkan untuk mengolah data hasil Survei Biaya 
Hidup 1978, Sensus Penduduk 1980, Sensus Pertanian 
1983, Survei Penduduk Antar Sensus 1985, maupun hasil 
kegiatan statistik lainnya.

Pada tahun 1988, kembali BPS mengganti komputer NEC 
ACOS-500 dengan kapasitas yang lebih besar yaitu NEC 
ACOS-1520. Bersamaan dengan penggantian ini, maka 
dalam rangka mengurangi beban pengolahan di kantor 
pusat dan mempercepat proses pengolahan, BPS mulai 
memasang komputer di Kantor Statistik Provinsi (KSP).

Komputer ICL 2904 di KSP Jawa Timur diganti dengan 
ICL-3930, sedangkan di KSP Sumatera Utara, Jakarta, 
Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan 
dipasang komputer NEC ASTRA 370 VS. Untuk provinsi 
lainnya dipasang tiga set personal komputer (PC) APC 
IV Powermate, yang dimaksudkan untuk pengolahan 
sederhana bagi kepentingan daerah.

Periode 1990–1997

Untuk pertama kalinya pada periode ini pengolahan 
data dilakukan di daerah. Diawali dengan pengolahan 
hasil pencacahan lengkap Sensus Penduduk 1990, yang 
dilakukan di seluruh BPS Provinsi. Dalam kaitan ini maka  
hasil pencacahan sampel diolah di BPS dan BPS Provinsi  
tipe A. 

Pada tahun 1991 di setiap BPS Kabupaten/Kota dilengkapi 
dengan personal komputer. Dengan adanya perangkat 
pengolahan data ini, maka sebagian pengolahan berskala 
kecil mulai dilimpahkan ke BPS Kabupaten/Kota 
sedangkan pengolahan berskala besar tetap dilaksanakan 
di BPS.
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data statistik pertanian, industri, harga, dan statistik 
dasar lainnya. Kegiatan analisis dan pengembangan 
dimaksudkan untuk mengevaluasi kelemahan dan 
mencari upaya dalam melengkapi kebutuhan statistik 
pada setiap sektor dalam pembangunan yang telah 
dilaksanakan. Hal ini tampak dari bidang kegiatan statistik 
yang dihimpun dalam publikasi yang mencakup kegiatan 
ekonomi, sosial, dan penghitungan kemiskinan. Pada 
periode ini telah dilakukan analisis untuk pertama kali 
tentang penghitungan penduduk miskin dan pemerataan 
pendapatan.

Periode 1979–1997

Kebutuhan akan data statistik dirasakan semakin 
meningkat, terutama mengenai keragaman jenis data yang   
diperlukan.   Secara   implisit,   kegiatan pengembangan 
dan pembakuan konsep serta definisi mulai dikelola 
dengan baik. Kegiatan analisis dan pengembangan statistik 
diusahakan pula untuk menunjang dan menyediakan 
data yang dapat mendukung perencanaan pembangunan 
pemerintah. Beberapa  hasil  analisis,  pembakuan  
konsep, metodologi, dan klasifikasi telah dapat disajikan.  
Analisis yang menonjol adalah penghitungan penduduk 
miskin tahun 1984 serta analisis investasi, pekerja sektor 
informal, dan analisis jabatan. Pembakuan klasifikasi 
yang dihasilkan adalah Klasifikasi Lapangan Usaha 
Indonesia (KLUI), Klasifikasi Komoditi Indonesia (KKI), dan 
Klasifikasi Jabatan Indonesia (KJI).

Periode 1998–2014

Era globalisasi menjadi tantangan baru yang menuntut 
agar keberadaan analisis statistik dan penyebaran 
informasi yang andal harus diciptakan untuk kebutuhan 
internal dan eksternal. Peningkatan taraf kehidupan 
sosial dan ekonomi masyarakat akan tercermin dari hasil 
kegiatan dan analisis statistiknya. Beberapa hasil kegiatan 
statistik telah disusun analisisnya antara lain analisis 
biaya pendidikan, analisis statistik kesehatan masyarakat, 
analisis statistik perumahan, analisis statistik pendapatan 
tenaga kerja, analisis Indek Pembangunan Manusia (IPM), 
analisis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), analisis Indeks 
Perilaku Anti Korupsi (IPAK) dan sebagainya.

Kegiatan Diseminasi Data

Ada tiga bentuk diseminasi informasi yang digunakan 
oleh BPS, yaitu diseminasi melalui publikasi, diseminasi 
dalam media komputer, dan diseminasi dalam bentuk 
akses langsung melalui komputer. Diseminasi data 
dalam bentuk publikasi telah dilakukan sejak BPS 
berdiri dan pada umumnya berisi tabel-tabel statistik 
sebagai hasil pengolahan data sensus, survei, maupun 
pemanfaatan hasil administrasi. Teknik penyiapan 
publikasi ini berkembang sejalan dengan perkembangan 
teknologi. Diseminasi data dalam media komputer mulai 
dilaksanakan pada pertengahan tahun 1970, sedangkan 
diseminasi data dalam bentuk layanan langsung melalui 
komputer baru mulai dilakukan pada tahun 1995.

Penyusunan direktori terpadu perusahaan, dalam rangka   
persiapan   Sensus   Ekonomi 1996 pengolahannya sudah 
mulai dilakukan di BPS Kabupaten/Kota. Begitu pula 
pengolahan hasil pencacahan PODES-inti yang digunakan 
dalam penentuan desa tertinggal. BPS Provinsi melakukan 
pengolahan data inti Susenas, hasil Sensus Pertanian 
1993, statistik hotel, penghitungan PDRB, maupun hasil 
kegiatan statistik lainnya.

Periode 1998–2014

Dengan berjalannya waktu BPS selalu mengikuti 
perkembangan  teknologi  komputer,  sehingga pengolahan 
hasil kegiatan statistik semakin cepat begitupun 
dengan penyajiannya. Selain dari itu dengan kemajuan 
teknologi, untuk mempercepat proses pengolahan hasil 
kegiatan statistik, BPS telah menggunakan scanner 
untuk pengolahan data khususnya untuk kegiatan-
kegiatan besar, seperti Sensus Penduduk 2000 dan 
2010, Pendaftaran Pemilih dan Pencatatan Penduduk 
Berkelanjutan (P4B) 2003, serta Sensus Pertanian 2003 
dan 2013.

Dalam rangka mendukung program otonomisasi dan 
guna memenuhi kebutuhan data di daerah, maka secara 
bertahap hingga tahun 2014, pengolahan data dialihkan ke 
daerah hingga tingkat kabupaten/kota. Sistem pengolahan 
data terus dikembangkan sejalan dengan perkembangan 
kegiatan pengumpulan data dan teknologi komputer.

KEGIATAN ANALISIS DAN DISEMINASI DATA

Kegiatan analisis dan diseminasi data merupakan kegiatan 
statistik yang lebih dekat pada kebutuhan konsumen data. 
Kegiatan ini mulai dikembangkan setelah tahun 60-an 
sejalan dengan pengembangan kegiatan pengumpulan 
dan pengolahan data.

Kegiatan Analisis Data 

Periode 1945–1968

Pada periode ini, kegiatan analisis data belum dilakukan 
sepenuhnya. Kegiatan yang lebih banyak dilakukan 
adalah menerapkan metode dan teknik statistik dalam 
pengumpulan, pengolahan dan penyajian  data  statistik,  
dan  mengupayakan pengembangan ragam statistik. 
Beberapa publikasi telah dibuat yaitu Buku Saku Statistik 
(Indonesia Statistical Pocket Book) tahun 1956, Pendapatan 
Nasional tahun 1958, dan Statistik Angkutan tahun 1961.  
Upaya  perbaikan  kualitas  data  dan penganekaragaman 
data yang disajikan terus dilakukan secara bertahap dan 
mulai dilengkapi dengan analisis deskriptif.

Periode 1969–1979

Analisis dan pengembangan terus ditingkatkan dan lebih 
diarahkan untuk menyediakan data statistik yang dapat 
mendukung pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan. 
Pada periode ini telah diterbitkan ragam data yang baru 
seperti statistik pertanian, statistik industri, input-output, 
demografi, dan statistik sosial. Peningkatan dan perbaikan 
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Pada dekade 80-an BPS membentuk Dewan Publikasi 
(Publishing  Board)  yang  bertugas  untuk mengembangkan, 
membina, dan menilai naskah publikasi BPS sebelum 
diterbitkan, antara lain pembuatan format, tata letak, 
ukuran, dan perwajahan. Pada tahun 1984 BPS resmi 
menjadi anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI). 
Dengan masuknya BPS menjadi anggota IKAPI, banyak 
hal-hal diperoleh mengenai seluk-beluk penerbitan yang 
sangat bermanfaat bagi BPS. Di antara manfaat yang 
diperoleh BPS adalah keikutsertaan BPS dalam kursus 
grafika dan pameran buku. Selain itu, beberapa publikasi 
BPS dicantumkan dalam daftar buku yang diterbitkan 
oleh IKAPI.

Hal yang penting lainnya untuk dicatat ialah bahwa pada 
tahun 1985 penomoran buku secara internasional mulai 
digunakan pada publikasi BPS. Jenis penomoran tersebut 
ada dua, yaitu International Standard Serial Number (ISSN) 
untuk publikasi yang terbit berkala dan International 
Standard Book Number (ISBN) untuk publikasi yang terbit 
tidak berkala. Sejak itu publikasi BPS dikenal di dunia 
internasional.

Dari tahun ke tahun, jenis publikasi yang diterbitkan BPS 
menunjukkan peningkatan, meskipun dalam dekade 50 
dan 60-an peningkatannya tidak begitu tinggi. Pada waktu 
itu publikasi yang diterbitkan pada umumnya  adalah  hasil  
pemanfaatan catatan administrasi, yang meliputi statistik 
ekspor, statistik impor, statistik angkutan antar pulau, 
statistik angkutan kereta api, dan statistik konjungtur yang 
merupakan cikalbakal dari publikasi bulanan Indikator 
Ekonomi dan Buletin Ringkas. Publikasi pada periode ini 
umumnya masih dalam bentuk stensilan.

Pada permulaan tahun 1970-an, dan berlanjut terus sampai 
saat ini, jenis publikasi BPS menunjukkan peningkatan 
yang cukup berarti. Pelaksanaan pembangunan ekonomi 
Indonesia memerlukan data statistik yang makin beragam 
jenisnya. BPS telah berusaha untuk memenuhi tuntutan 
kebutuhan tersebut. Sensus-sensus yang diselenggarakan 
dari dekade 70-an telah dapat menghasilkan puluhan 
publikasi. Kualitas publikasi meningkat dari jenis stensilan 
menjadi cetak tangan (hand press), offset, bahkan mampu 
menyajikan cetak warna penuh (full color). Kemudian, 
berbagai macam survei yang dilaksanakan semenjak 
tahun 1970 dan pemanfaatan catatan administrasi telah 
dapat menghasilkan beberapa publikasi yang diterbitkan 
secara berkala. Dalam dekade tahun 70-an pula, yaitu 
pada tahun 1976, BPS berhasil menerbitkan untuk 
pertama kalinya publikasi Statistik Tahunan yang sampai 
sekarang diterbitkan setiap tahun dengan judul Statistik 
Indonesia. Buku Statistik Indonesia tersebut melengkapi 
publikasi Buku Saku (Pocket Book) yang sudah diterbitkan 
semenjak jaman kolonial. Saat ini setiap satuan kerja 
teknis di BPS telah dapat menghasilkan publikasi statistik 
yang diterbitkan secara berkala baik tahunan, triwulanan, 
maupun bulanan.

Bagi para pengguna data yang akan mengadakan analisis 
lebih lanjut dari data yang dikumpulkan oleh BPS, 
informasi statistik yang disajikan dalam bentuk publikasi 
masih belum cukup. Mereka masih menghendaki data 
dasar berupa kumpulan (file) data individu yang sudah 

bebas dari kesalahan (clean) agar dapat diolah lagi sesuai 
dengan keinginan mereka.

Clean  file  data  dasar  ini  dimungkinkan penyediaannya 
sejak awal tahun 70-an, ketika BPS mulai dilengkapi 
dengan peralatan komputer yang bekerja dengan media 
magnetic tape. Sejak saat itu, clean file data dasar dari 
sensus dan survei yang dilaksanakan pada dekade 70-an 
mulai dapat disediakan dalam bentuk media magnetic tape. 
Meskipun clean file data individu dapat diberikan kepada 
pihak luar, namun prinsip kerahasiaan (confidentiality) 
individu tetap dijaga. Caranya ialah dengan mengganti 
identitas responden dengan nomor/kode responden. 
Permintaan data dalam bentuk clean file data dasar  atau 
mikrodata umumnya datang dari universitas, lembaga 
penelitian, dan badan internasional.

Mulai tahun 1990 penyediaan clean file dapat dilayani dalam 
bentuk disket. Selain magnetic tape, BPS juga melayani 
permintaan naskah publikasi dan tabel-tabel statistik 
dalam disket. Tahun itu juga BPS memperkenalkan 
penggunaan optical disc, sehingga penyediaan clean 
file data dasar juga dapat dilayani dalam bentuk optical 
disc. Optical disc sebagai media tempat  menyimpan  file  
mempunyai  beberapa keunggulan dibanding disket, yaitu 
dapat menyimpan jauh lebih banyak informasi dan lebih 
aman.

Usaha untuk membuat sistem diseminasi dengan akses 
langsung sudah dirintis semenjak tahun 1983, yaitu ketika 
BPS memasang komputer induk yang canggih pada waktu 
itu. Akses langsung ke komputer induk BPS dilakukan 
dalam bentuk Remote Job Entry (RJE). Instansi yang 
menggunakan pada waktu itu adalah Badan Administrasi 
Kepegawaian Negara (BAKN). Kemudian pada tahun 1989 
dengan adanya penggantian komputer induk yang ada di 
BPS, bentuk RJE dikembangkan menjadi online access. 
Dalam sistem ini para pengguna data yang mempunyai 
terminal dan dihubungkan ke komputer induk BPS oleh 
jaringan komunikasi umum, selain dapat menggunakan 
komputer induk, juga dapat mengakses secara langsung 
file data yang tersedia di komputer induk.

Mulai tahun 1995 penyiapan informasi statistik untuk 
akses langsung dikembangkan pada peralatan teknologi 
informasi yang berbasis PC. Informasi statistik yang 
tersedia di BPS dikemas dalam bentuk database yang 
disimpan dalam server induk, disebut sebagai Sistem 
Informasi Statistik-BPS (SIS-BPS). Berkat adanya 
perangkat lunak komunikasi data yang ada saat ini dan 
kualitas jaringan telepon yang semakin baik, SIS-BPS 
dapat diakses langsung oleh pengguna data melalui 
internet, yang selanjutnya disebut BPS-Net.

Sejak awal tahun 1994, BPS mulai dilengkapi dengan 
peralatan Sistem Informasi Geografis (SIG) berupa satu 
perangkat PC yang terjalin dalam suatu Local Area 
Network (LAN) yang terdiri atas satu server dengan lima 
buah workstation, satu buah plotter, dua buah peralatan 
digitasi dan satu buah printer PaintJet ukuran A3. 
Perangkat keras tersebut dilengkapi dengan perangkat 
lunak SIG yaitu Arclnfo, AutoCAD, dan ArcView.
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Lampiran Organisasi dan Aktifitas BPS

Peta dasar yang sudah didigitasi (digitized base map) yang 
direkam dalam media komputer (hard disc atau disket) 
dapat dikembangkan menjadi suatu bentuk penyajian data 
yang bersifat spatial. Peta dasar yang terekam di dalam 
media komputer digabung dengan atribut-atribut berupa 
informasi statistik pada tingkat propinsi, kabupaten/kota 
kecamatan, atau desa/ kelurahan. 

Perlengkapan SIG tersebut digunakan oleh BPS untuk 
memindahkan sketsa peta wilayah ke dalam media 
komputer dengan jalan mendigitasi (digitized) batas-
batas sketsa yang ada. Pemindahan sketsa peta dari 
tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/ 
kelurahan di seluruh Indonesia ke dalam media komputer 
pun dilakukan.
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Provinsi
Kabupaten/Kota Kecamatan Desa/Kelurahan

2008 2011 2014 2008 2011 2014 2008 2011 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Aceh  23  23  23  276  284  289 6 424 6 483 6 512

Sumatera Utara  28  33  33  390  421  440 5 767 5 797 6 104

Sumatera Barat  19  19  19  166  176  179  924 1 033 1 145

Riau  11  12  12  151  155  164 1 604 1 655 1 835

Jambi  10  11  11  114  131  138 1 303 1 372 1 551

Sumatera Selatan  15  15  17  212  222  231 3 079 3 186 3 237

Bengkulu  9  10  10  110  124  127 1 351 1 509 1 532

Lampung  11  14  15  204  214  225 2 339 2 464 2 632

Kepulauan Bangka Belitung  7  7  7  40  46  47  344  361  381

Kepulauan Riau  6  7  7  56  59  66  326  353  415

DKI Jakarta  6  6  6  44  44  44  267  267  267

Jawa Barat  26  26  27  618  625  626 5 871 5 905 5 962

Jawa Tengah  35  35  35  573  573  573 8 574 8 577 8 578

DI Yogyakarta  5  5  5  78  78  78  438  438  438

Jawa Timur  38  38  38  661  662  664 8 505 8 502 8 502

Banten  7  8  8  154  154  155 1 504 1 535 1 551

Bali  9  9  9  57  57  57  712  716  716

Nusa Tenggara Barat  9  10  10  116  116  116  913 1 084 1 141

Nusa Tenggara Timur  20  21  22  284  290  306 2 803 2 966 3 270

Kalimantan Barat  14  14  14  175  175  176 1 791 1 967 2 109

Kalimantan Tengah  14  14  14  119  125  136 1 448 1 528 1 569

Kalimantan Selatan  13  13  13  149  151  152 1 974 2 000 2 008

Kalimantan Timur  14  14  10  135  140  103 1 417 1 465 1 026

Kalimantan Utara – –  5 – –  50 – –  479

Sulawesi Utara  13  15  15  149  159  167 1 494 1 693 1 836

Sulawesi Tengah  10  11  13  145  155  172 1 686 1 815 1 986

Sulawesi Selatan  23  24  24  303  304  306 2 946 2 982 3 030

Sulawesi Tenggara  12  12  14  184  204  209 2 028 2 121 2 272

Gorontalo  6  6  6  65  70  77  584  731  736

Sulawesi Barat  5  5  6  65  69  69  536  638  648

Maluku  9  11  11  66  86  113  906 1 024 1 088

Maluku Utara  8  9  10  109  113  115 1 036 1 079 1 196

Papua Barat  9  11  13  117  175  175 1 205 1 439 1 567

Papua  21  29  29  340  414  529 3 311 3 924 4 871

Indonesia  465  497  511 6 425 6 771 7 074 75 410 78 609 82 190

Lampiran 2.1
Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan Menurut Provinsi

2008, 2011, dan 2014

Sumber: Hasil pendataan Podes 2008, 2011, dan 2014

PERKEMBANGAN WILAYAH 
PERDESAAN 2
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Provinsi Desa Kelurahan Lainnya Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5)

Aceh 6 510 –  2 6 512

Sumatera Utara 5 406  695  3 6 104

Sumatera Barat  886  259 – 1 145

Riau 1 603  232 – 1 835

Jambi 1 389  162 – 1 551

Sumatera Selatan 2 851  385  1 3 237

Bengkulu 1 356  172  4 1 532

Lampung 2 423  206  3 2 632

Kepulauan Bangka Belitung  309  72 –  381

Kepulauan Riau  272  143 –  415

DKI Jakarta –  267 –  267

Jawa Barat 5 321  641 – 5 962

Jawa Tengah 7 809  769 – 8 578

DI Yogyakarta  392  46 –  438

Jawa Timur 7 721  781 – 8 502

Banten 1 237  314 – 1 551

Bali  636  80 –  716

Nusa Tenggara Barat  995  142  4 1 141

Nusa Tenggara Timur 2 951  319 – 3 270

Kalimantan Barat 2 009  99  1 2 109

Kalimantan Tengah 1 427  138  4 1 569

Kalimantan Selatan 1 864  144 – 2 008

Kalimantan Timur  836  190 – 1 026

Kalimantan Utara  444  35 –  479

Sulawesi Utara 1 505  331 – 1 836

Sulawesi Tengah 1 809  174  3 1 986

Sulawesi Selatan 2 240  783  7 3 030

Sulawesi Tenggara 1 891  371  10 2 272

Gorontalo  657  72  7  736

Sulawesi Barat  575  71  2  648

Maluku 1 050  33  5 1 088

Maluku Utara 1 066  117  13 1 196

Papua Barat 1 492  75 – 1 567

Papua 4 777  94 – 4 871

Indonesia 73 709 8 412  69 82 190

Lampiran 2.2
Jumlah Wilayah Administrasi Pemerintahan Setingkat Desa Menurut Provinsi, 2014

Sumber: Hasil pendataan Podes 2014
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No Provinsi
Jumlah Wilayah Administrasi Pemerintahan Terdepan

Kabupaten Kecamatan Desa/Kelurahan

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Nusa Tenggara Timur 4 17 62

2 Kalimantan Barat 5 14 65

3 Kalimantan Timur 1 1 1

4 Kalimantan Utara 2 13 81

5 Papua 5 22 49

Indonesia 17 67 258

Lampiran 2.3
Jumlah Wilayah Administrasi Pemerintahan Terdepan Menurut Provinsi, 2014

Sumber: Hasil pendataan Podes 2014
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Lampiran 2.4
Jumlah Wilayah Administrasi Pemerintahan di Pulau Kecil Terluar Menurut Provinsi, 2014

Sumber: Hasil pendataan Podes 2014

No Provinsi

Jumlah Pulau Kecil Terluar Jumlah Wilayah Administrasi Pemerintahan di 
Pulau Kecil Terluar

Menurut PP No. 
78 Tahun 2005

Ada Wilayah 
Desa/

Kelurahan 
(Podes 2014)

Kabupaten Kecamatan Desa/
Kelurahan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Aceh 6 6 4 6 6

2 Sumatera Utara 3 3 3 3 8

3 Sumatera Barat 2 2 1 2 2

4 Riau 1 1 1 1 1

5 Bengkulu 2 1 1 1 6

6 Lampung 1 1 1 1 1

7 Kepulauan Riau 19 19 5 11 17

8 Jawa Barat 1 – – – –

9 Jawa Tengah 1 1 1 2 2

10 Jawa Timur 3 – – – –

11 Banten 1 1 1 1 1

12 Nusa Tenggara Barat 1 1 1 1 1

13 Nusa Tenggara Timur 5 4 4 14 123

14 Kalimantan Timur 2 1 1 1 4

15 Kalimantan Utara 2 1 1 5 19

16 Sulawesi Utara 11 11 5 7 18

17 Sulawesi Tengah 3 3 1 3 3

18 Maluku 18 16 3 15 72

19 Maluku Utara 1 – – – –

20 Papua Barat 3 – – – –

21 Papua 6 5 3 6 29

Indonesia 92 77 37 80 313
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Provinsi
Desa/Kelurahan yang 

Mempunyai SD
Kecamatan yang 
Mempunyai SLTP

Kecamatan yang 
Mempunyai SLTA

(1) (2) (3) (4)

Aceh 3 358  289  281

Sumatera Utara 4 957  439  414

Sumatera Barat 1 100  179  170

Riau 1 779  164  164

Jambi 1 457  137 133 

Sumatera Selatan 2 938  231  225

Bengkulu 1 180  126  108

Lampung 2 499  225  218

Kepulauan Bangka Belitung  375  47  45

Kepulauan Riau  390  66  61

DKI Jakarta  264  44  44

Jawa Barat 5 949  626  606

Jawa Tengah 8 461  573  552

DI Yogyakarta  438  78  76

Jawa Timur 8 450  664  648

Banten 1 543  155  154

Bali  709  57  56

Nusa Tenggara Barat 1 130  116  114

Nusa Tenggara Timur 3 129  306  257

Kalimantan Barat 2 028  176  164

Kalimantan Tengah 1 540  136  131

Kalimantan Selatan 1 869  152  141

Kalimantan Timur  970  103  103

Kalimantan Utara  299  50  43

Sulawesi Utara 1 537  167  147

Sulawesi Tengah 1 882  171  153

Sulawesi Selatan 2 929  306  282

Sulawesi Tenggara 1 837  208  199

Gorontalo  658  76  67

Sulawesi Barat  627  69  68

Maluku 1 017  113  108

Maluku Utara 1 092  115  114

Papua Barat  835  144  72

Papua 1 979  291  140

Indonesia 71 205 6 799 6 258

Lampiran 2.5
Jumlah Desa/Kelurahan yang Mempunyai SD dan Kecamatan yang Mempunyai SLTP dan SLTA Menurut Provinsi, 2014

Sumber: Hasil pendataan Podes 2014
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Provinsi

Jumlah Desa/
Kelurahan 
yang Tidak 

Ada SD

Jumlah Desa/
Kelurahan 

yang Jarak ke 
SD > 3 km

Jumlah 
Kecamatan 
yang Tidak 
Ada SLTP

Jumlah 
Kecamatan 

yang Jarak ke 
SLTP > 6 km

Jumlah 
Kecamatan 
yang Tidak 
Ada SLTA

Jumlah 
Kecamatan 

yang Jarak ke 
SLTA > 6 km

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Aceh 3 154  162 – –  8 –

Sumatera Utara 1 147  132  1 –  26  9

Sumatera Barat  45 – – –  9  5

Riau  56  4 – – – –

Jambi  94  5  1 –  5  3

Sumatera Selatan  299  19 – –  6 –

Bengkulu  352  18  1 –  19  3

Lampung  133  9 – –  7  2

Kepulauan Bangka Belitung  6  1 – –  2  2

Kepulauan Riau  25  2 – –  5  2

DKI Jakarta  3 – – – – –

Jawa Barat  13  3 – –  20  2

Jawa Tengah  117  2 – –  21  2

DI Yogyakarta – – – –  2 –

Jawa Timur  52 – – –  16  5

Banten  8 – – –  1  1

Bali  7 – – –  1 –

Nusa Tenggara Barat  11 – – –  2  2

Nusa Tenggara Timur  141  12 – –  49  23

Kalimantan Barat  81  24 – –  12  10

Kalimantan Tengah  29  13 – –  5  4

Kalimantan Selatan  139  5 – –  11  3

Kalimantan Timur  56  14 – – – –

Kalimantan Utara  180  28 – –  7  6

Sulawesi Utara  299  9 – –  20  6

Sulawesi Tengah  104  11  1 –  19  9

Sulawesi Selatan  101  3 – –  24  7

Sulawesi Tenggara  435  31  1 –  10  5

Gorontalo  78  3  1 –  10  3

Sulawesi Barat  21  2 – –  1  1

Maluku  71  9 – –  5  5

Maluku Utara  104  5 – –  1  1

Papua Barat  732  233  31  20  103  81

Papua 2 892 1 679  238  164  389  306

Indonesia 10 985 2 438  275  184  816  508

Lampiran 2.6
Jumlah Wilayah yang Tidak Ada Sarana Pendidikan Menurut Jarak ke Sarana  Pendidikan Terdekat dan Provinsi

 2014

Sumber: Hasil pendataan Podes 2014
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Provinsi
Kecamatan yang Mempunyai

Puskesmas/Pustu

Jumlah Persentase

(1) (2) (3)

Aceh 288 99,65

Sumatera Utara 440 100,00

Sumatera Barat 179 100,00

Riau 164 100,00

Jambi 138 100,00

Sumatera Selatan 230 99,57

Bengkulu 127 100,00

Lampung 225 100,00

Kepulauan Bangka Belitung 47 100,00

Kepulauan Riau 66 100,00

DKI Jakarta 44 100,00

Jawa Barat 626 100,00

Jawa Tengah 573 100,00

DI Yogyakarta 78 100,00

Jawa Timur 664 100,00

Banten 154 99,35

Bali 57 100,00

Nusa Tenggara Barat 116 100,00

Nusa Tenggara Timur 303 99,02

Kalimantan Barat 176 100,00

Kalimantan Tengah 136 100,00

Kalimantan Selatan 152 100,00

Kalimantan Timur 103 100,00

Kalimantan Utara 49 98,00

Sulawesi Utara 163 97,60

Sulawesi Tengah 172 100,00

Sulawesi Selatan 306 100,00

Sulawesi Tenggara 209 100,00

Gorontalo 77 100,00

Sulawesi Barat 69 100,00

Maluku 112 99,12

Maluku Utara 115 100,00

Papua Barat 166 94,86

Papua 433 81,85

Indonesia 6 957 98,35

Lampiran 2.7
Jumlah dan Persentase Kecamatan yang Mempunyai Puskesmas/Pustu Menurut Provinsi, 2014

Sumber: Hasil pendataan Podes 2014
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Provinsi

Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada
Keluarga Pengguna Listrik

Jumlah Desa/Kelurahan 
yang Ada 

Penerangan di 
Jalan Utama

Listrik
PLN

Listrik
Non-PLN

(1) (2) (3) (4)

Aceh 6 427  296 3 663

Sumatera Utara 5 543 1 475 3 662

Sumatera Barat 1 099  350  862

Riau 1 301 1 194 1 036

Jambi 1 339  613  784

Sumatera Selatan 2 886 1 123 2 086

Bengkulu 1 470  244  693

Lampung 2 402  779 1 701

Kepulauan Bangka Belitung  377  153  307

Kepulauan Riau  294  293  257

DKI Jakarta  267  2  264

Jawa Barat 5 960  257 5 064

Jawa Tengah 8 566  115 8 330

DI Yogyakarta  438  9  428

Jawa Timur 8 457  291 8 055

Banten 1 551  34  950

Bali  716  20  700

Nusa Tenggara Barat 1 114  122  840

Nusa Tenggara Timur 2 624 1 694  298

Kalimantan Barat 1 380 1 239  521

Kalimantan Tengah  838 1 079  421

Kalimantan Selatan 1 903  401 1 634

Kalimantan Timur  647  662  462

Kalimantan Utara  180  380  133

Sulawesi Utara 1 789  258 1 132

Sulawesi Tengah 1 601  897 1 257

Sulawesi Selatan 2 777  734 2 165

Sulawesi Tenggara 1 786  896  785

Gorontalo  690  298  534

Sulawesi Barat  403  440  184

Maluku  654  540  366

Maluku Utara  785  598  453

Papua Barat  443  914  364

Papua  824 2 093  412

Indonesia 69 531 20 493 50 803

Lampiran 2.8
Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Keluarga Pengguna Listrik dan Penerangan di Jalan Utama Menurut Provinsi, 2014

Sumber: Hasil pendataan Podes 2014
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Lampiran 2.9
Jumlah dan Persentase Kecamatan yang Ada Pasar dengan Bangunan Menurut Provinsi, 2014

Sumber: Hasil pendataan Podes 2014

Provinsi
Kecamatan yang Ada

Pasar dengan Bangunan

Jumlah Persentase

(1) (2) (3)

Aceh  227 78,55

Sumatera Utara  367 83,41

Sumatera Barat  161 89,94

Riau  157 95,73

Jambi  117 84,78

Sumatera Selatan  203 87,88

Bengkulu  109 85,83

Lampung  208 92,44

Kepulauan Bangka Belitung  37 78,72

Kepulauan Riau  37 56,06

DKI Jakarta  41 93,18

Jawa Barat  469 74,92

Jawa Tengah  560 97,73

DI Yogyakarta  78 100,00

Jawa Timur  639 96,23

Banten  124 80,00

Bali  57 100,00

Nusa Tenggara Barat  93 80,17

Nusa Tenggara Timur  244 79,74

Kalimantan Barat  104 59,09

Kalimantan Tengah  109 80,15

Kalimantan Selatan  133 87,50

Kalimantan Timur  78 75,73

Kalimantan Utara  25 50,00

Sulawesi Utara  109 65,27

Sulawesi Tengah  151 87,79

Sulawesi Selatan  271 88,56

Sulawesi Tenggara  188 89,95

Gorontalo  68 88,31

Sulawesi Barat  61 88,41

Maluku  54 47,79

Maluku Utara  58 50,43

Papua Barat  58 33,14

Papua  184 34,78

Indonesia 5 579 78,87
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Provinsi

Kondisi Jalan yang Dapat Dilalui Kendaraan Roda Empat atau Lebih

Sepanjang Tahun
Sepanjang Tahun 

kecuali Saat 
Tertentu

Sepanjang 
Tahun kecuali 

Sepanjang 
Musim Hujan

Tidak Dapat 
Dilalui 

Sepanjang Tahun
Total

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Aceh 5 742  445  241  71 6 499

Sumatera Utara 5 004  344  307  422 6 077

Sumatera Barat 1 068  34  15  22 1 139

Riau 1 279  170  107  237 1 793

Jambi 1 311  114  49  73 1 547

Sumatera Selatan 2 652  288  168  98 3 206

Bengkulu 1 381  85  56  5 1 527

Lampung 2 261  239  89  40 2 629

Kepulauan Bangka Belitung  370  2  4  2  378

Kepulauan Riau  295  12  5  29  341

DKI Jakarta  259  2 –  2  263

Jawa Barat 5 761  118  77  6 5 962

Jawa Tengah 8 448  78  46  4 8 576

DI Yogyakarta  436  2 – –  438

Jawa Timur 8 356  87  45  13 8 501

Banten 1 472  42  28  4 1 546

Bali  709  3  4 –  716

Nusa Tenggara Barat 1 073  47  13  6 1 139

Nusa Tenggara Timur 2 608  383  189  63 3 243

Kalimantan Barat 1 123  448  161  270 2 002

Kalimantan Tengah  804  314  123  158 1 399

Kalimantan Selatan 1 698  118  22  146 1 984

Kalimantan Timur  741  158  44  44  987

Kalimantan Utara  238  98  32  49  417

Sulawesi Utara 1 717  37  5  51 1 810

Sulawesi Tengah 1 674  86  30  144 1 934

Sulawesi Selatan 2 686  143  79  75 2 983

Sulawesi Tenggara 1 937  150  67  83 2 237

Gorontalo  669  37  12  17  735

Sulawesi Barat  468  67  45  65  645

Maluku  556  97  39  256  948

Maluku Utara  736  108  46  154 1 044

Papua Barat  867  98  49  285 1 299

Papua 1 302  309  124 2 658 4 393

Indonesia 67 701 4 763 2 321 5 552 80 337

Lampiran 2.10
Jumlah Wilayah yang Tidak Ada Sarana Pendidikan Menurut Jarak ke Sarana  Pendidikan Terdekat dan Provinsi, 2014

Sumber: Hasil pendataan Podes 2014
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Provinsi
IKG Desa

Terendah Nilai Tengah Tertinggi

(1) (2) (3) (4)

Aceh 9,10 44,65 79,90

Sumatera Utara 10,17 42,31 86,58

Sumatera Barat 12,51 33,19 87,49

Riau 14,38 40,24 77,64

Jambi 14,83 39,96 77,84

Sumatera Selatan 12,05 42,38 78,24

Bengkulu 16,66 42,65 80,55

Lampung 11,71 40,51 77,95

Kepulauan Bangka Belitung 15,95 34,17 70,04

Kepulauan Riau 18,28 45,60 77,64

DKI Jakarta – – –

Jawa Barat 9,42 32,58 82,37

Jawa Tengah 6,83 34,27 64,10

DI Yogyakarta 9,96 27,73 48,17

Jawa Timur 9,03 35,23 67,36

Banten 13,99 39,79 70,72

Bali 8,79 30,20 58,60

Nusa Tenggara Barat 16,41 35,69 67,96

Nusa Tenggara Timur 20,21 49,87 80,77

Kalimantan Barat 10,47 51,10 84,83

Kalimantan Tengah 16,42 46,94 90,52

Kalimantan Selatan 16,75 40,98 85,77

Kalimantan Timur 14,78 42,61 90,20

Kalimantan Utara 19,82 59,47 87,98

Sulawesi Utara 9,54 40,21 75,81

Sulawesi Tengah 16,93 42,70 84,79

Sulawesi Selatan 14,44 36,95 80,11

Sulawesi Tenggara 19,09 48,52 79,59

Gorontalo 12,57 39,05 67,98

Sulawesi Barat 17,74 46,18 84,58

Maluku 15,11 51,91 88,24

Maluku Utara 14,33 51,69 85,20

Papua Barat 18,42 65,43 96,02

Papua 17,05 76.33 97,89

Lampiran 2.11
Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Desa Menurut Provinsi, 2014

Sumber: Hasil pendataan Podes 2014, diolah
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Lampiran 10.1
Indeks Kebahagiaan Menurut Klasifikasi Wilayah dan Provinsi, 2014

Provinsi
Klasifikasi Wilayah

Total
Perkotaan Perdesaan

(1) (2) (3) (4)

Aceh 70,77 66,21 67,48
Sumatera Utara 69,94 65,50 67,65
Sumatera Barat 68,72 65,60 66,79
Riau 69,12 68,68 68,85
Jambi 73,52 70,09 71,10
Sumatera Selatan 69,37 66,92 67,76
Bengkulu 71,53 65,61 67,43
Lampung 70,49 67,08 67,92
Kepulauan Bangka Belitung 69,03 67,87 68,45
Kepulauan Riau 72,37 72,72 72,42
DKI Jakarta 69,21 – 69,21
Jawa Barat 68,54 66,04 67,66
Jawa Tengah 68,36 67,36 67,81
DI Yogyakarta 72,16 67,79 70,77
Jawa Timur 69,96 67,60 68,70
Banten 69,25 65,93 68,24
Bali 70,57 65,05 68,46
Nusa Tenggara Barat 70,96 68,07 69,28
Nusa Tenggara Timur 70,13 65,27 66,22
Kalimantan Barat 70,06 67,09 67,97
Kalimantan Tengah 73,36 68,31 70,01
Kalimantan Selatan 72,32 68,53 70,11
Kalimantan Timur 72,28 70,09 71,45
Sulawesi Utara 73,34 68,68 70,79
Sulawesi Tengah 72,59 66,43 67,92
Sulawesi Selatan 71,62 68,76 69,80
Sulawesi Tenggara 71,78 67,43 68,66
Gorontalo 70,00 68,90 69,28
Sulawesi Barat 69,57 67,38 67,86
Maluku 73,93 70,88 72,12
Maluku Utara 73,90 69,27 70,55
Papua Barat 71,94 69,82 70,45
Papua 71,86 57,36 60,97

Indonesia 69,62 66,95 68,28

10INDEKS KEBAHAGIAAN 
PENDUDUK INDONESIA

Sumber: Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan 2014
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Lampiran 10.2
Indeks Kebahagiaan Menurut Jenis Kelamin dan Provinsi, 2014

Provinsi
Jenis Kelamin

Total
Laki-laki Perempuan

(1) (2) (3) (4)

Aceh 68,02 66,95 67,48
Sumatera Utara 67,04 68,21 67,65
Sumatera Barat 66,28 67,09 66,79
Riau 68,36 69,36 68,85
Jambi 71,45 70,68 71,10
Sumatera Selatan 67,09 68,60 67,76
Bengkulu 67,40 67,46 67,43
Lampung 67,55 68,35 67,92
Kepulauan Bangka Belitung 68,24 68,62 68,45
Kepulauan Riau 73,12 71,90 72,42
DKI Jakarta 68,93 69,45 69,21
Jawa Barat 67,13 68,10 67,66
Jawa Tengah 67,63 67,96 67,81
DI Yogyakarta 70,57 70,92 70,77
Jawa Timur 68,54 68,85 68,70
Banten 67,51 68,86 68,24
Bali 68,07 69,06 68,46
Nusa Tenggara Barat 69,30 69,26 69,28
Nusa Tenggara Timur 66,02 66,45 66,22
Kalimantan Barat 67,60 68,50 67,97
Kalimantan Tengah 69,92 70,16 70,01
Kalimantan Selatan 69,85 70,31 70,11
Kalimantan Timur 71,78 71,16 71,45
Sulawesi Utara 69,82 71,49 70,79
Sulawesi Tengah 66,99 68,95 67,92
Sulawesi Selatan 69,70 69,88 69,80
Sulawesi Tenggara 68,35 68,90 68,66
Gorontalo 68,14 70,04 69,28
Sulawesi Barat 67,97 67,75 67,86
Maluku 72,07 72,21 72,12
Maluku Utara 70,41 70,72 70,55
Papua Barat 70,07 71,07 70,45
Papua 59,58 65,10 60,97

Indonesia 67,94 68,61 68,28
Sumber: Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan 2014

Sumber: Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan 2014
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Lampiran 10.3
Indeks Kebahagiaan Menurut Status Perkawinan dan Provinsi, 2014

Provinsi
Status Perkawinan

Total
Belum Kawin Kawin Cerai Hidup Cerai Mati

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Aceh 68,80 68,54 62,91 63,54 67,48
Sumatera Utara 67,59 68,12 63,09 65,59 67,65
Sumatera Barat 68,22 67,46 62,65 63,80 66,79
Riau 67,98 69,07 64,83 67,91 68,85
Jambi 71,25 71,43 68,48 69,06 71,10
Sumatera Selatan 68,35 67,95 66,38 65,98 67,76
Bengkulu 69,09 67,82 63,86 64,14 67,43
Lampung 66,26 68,33 64,28 65,13 67,92
Kepulauan Bangka Belitung 66,67 69,35 63,66 65,25 68,45
Kepulauan Riau 65,50 72,87 70,42 72,69 72,42
DKI Jakarta 67,76 69,32 67,90 69,29 69,21
Jawa Barat 67,68 68,21 65,11 64,44 67,66
Jawa Tengah 68,48 68,17 63,38 66,30 67,81
DI Yogyakarta 72,62 70,77 69,58 69,24 70,77
Jawa Timur 68,76 69,36 65,34 65,73 68,70
Banten 69,38 68,58 65,51 66,13 68,24
Bali 70,75 68,46 69,52 65,32 68,46
Nusa Tenggara Barat 68,98 69,83 66,00 66,71 69,28
Nusa Tenggara Timur 66,93 66,37 63,64 65,47 66,22
Kalimantan Barat 67,27 68,51 64,75 64,53 67,97
Kalimantan Tengah 72,26 70,22 64,40 68,29 70,01
Kalimantan Selatan 71,94 70,31 67,72 68,96 70,11
Kalimantan Timur 73,09 71,90 65,82 68,15 71,45
Sulawesi Utara 65,58 71,30 67,88 69,12 70,79
Sulawesi Tengah 69,68 67,99 66,49 66,79 67,92
Sulawesi Selatan 67,36 70,66 66,37 66,12 69,80
Sulawesi Tenggara 68,90 69,05 68,17 65,25 68,66
Gorontalo 73,47 69,27 67,37 68,75 69,28
Sulawesi Barat 68,51 68,80 58,56 63,09 67,86
Maluku 68,13 72,15 76,44 72,13 72,12
Maluku Utara 71,00 70,80 65,96 68,55 70,55
Papua Barat 65,23 71,08 68,14 67,31 70,45
Papua 65,61 61,53 54,01 55,26 60,97

Indonesia 68,77 68,74 65,04 65,80 68,28

Sumber: Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan 2014ht
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Lampiran 10.4
Indeks Kebahagiaan Menurut Kelompok Umur dan Provinsi, 2014

Provinsi
Kelompok Umur (Tahun)

Total
17–24 25–40 41–64 65 Tahun ke 

Atas

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Aceh 70,56 68,81 67,27 63,75 67,48
Sumatera Utara 68,63 67,85 67,91 65,25 67,65
Sumatera Barat 71,42 67,94 66,62 63,38 66,79
Riau 69,03 69,25 68,51 68,61 68,85
Jambi 69,74 70,73 71,47 70,93 71,10
Sumatera Selatan 67,66 67,50 68,27 66,03 67,76
Bengkulu 69,59 67,19 67,87 64,40 67,43
Lampung 68,09 67,39 68,61 66,61 67,92
Kepulauan Bangka Belitung 71,06 70,06 67,32 66,04 68,45
Kepulauan Riau 67,61 72,99 72,22 72,51 72,42
DKI Jakarta 62,01 69,32 69,23 70,39 69,21

Jawa Barat 67,87 68,49 67,72 64,46 67,66
Jawa Tengah 68,94 67,84 67,94 67,07 67,81
DI Yogyakarta 73,72 71,78 70,27 69,34 70,77
Jawa Timur 69,26 69,91 68,79 65,95 68,70
Banten 68,53 68,84 67,90 67,48 68,24
Bali 70,51 69,23 68,40 63,61 68,46
Nusa Tenggara Barat 69,86 69,57 69,80 66,08 69,28
Nusa Tenggara Timur 68,22 66,29 66,09 65,98 66,22
Kalimantan Barat 67,97 68,41 67,93 66,29 67,97
Kalimantan Tengah 71,06 70,14 69,99 68,59 70,01
Kalimantan Selatan 70,87 69,89 70,44 68,99 70,11
Kalimantan Timur 74,11 72,19 70,88 69,78 71,45
Sulawesi Utara 69,48 71,80 70,56 69,71 70,79
Sulawesi Tengah 66,99 67,85 68,11 67,62 67,92
Sulawesi Selatan 69,07 70,01 70,36 66,82 69,80
Sulawesi Tenggara 67,11 69,18 69,25 63,07 68,66
Gorontalo 72,90 70,19 68,28 68,72 69,28
Sulawesi Barat 72,04 67,85 68,23 64,08 67,86
Maluku 73,02 71,81 71,97 73,56 72,12
Maluku Utara 66,93 71,11 70,41 70,16 70,55
Papua Barat 61,77 71,39 70,61 71,69 70,45
Papua 56,20 60,78 61,89 58,88 60,97

Indonesia 68,73 68,76 68,37 66,24 68,28

Sumber: Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan 2014
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Lampiran 10.5
Indeks Kebahagiaan Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Provinsi, 2014

Provinsi

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

TotalTidak 
Pernah 
Sekolah

Tidak 
Tamat 
SD/MI

SD/MI SMP/MTs SMA/
SMK/MA

Diploma 
I, II, III

Diploma 
IV/S1 S2, S3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Aceh 62,43 62,59 65,03 67,74 70,78 74,86 77,53 78,43 67,48
Sumatera Utara 58,22 63,04 65,38 67,31 70,03 74,00 75,99 76,66 67,65
Sumatera Barat 61,27 62,67 64,28 66,62 70,22 75,39 74,50 80,27 66,79
Riau 65,43 66,88 67,81 68,69 69,98 69,89 75,52 75,06 68,85
Jambi 68,01 67,77 70,41 70,38 73,37 75,79 76,79 80,32 71,10
Sumatera Selatan 64,33 64,55 66,90 68,09 69,91 73,56 73,49 79,56 67,76
Bengkulu 59,56 62,90 66,22 66,56 70,31 74,06 75,86 82,83 67,43
Lampung 64,32 64,92 67,31 67,11 71,20 73,70 76,62 79,08 67,92
Kepulauan Bangka Belitung 65,04 65,17 67,74 67,75 72,46 74,08 76,04 – 68,45
Kepulauan Riau 64,29 67,51 72,65 73,54 72,15 78,27 80,80 89,32 72,42
DKI Jakarta 63,99 64,18 66,49 67,43 70,09 72,70 76,85 79,78 69,21
Jawa Barat 60,36 63,92 66,42 68,68 71,18 73,33 75,44 77,94 67,66
Jawa Tengah 64,25 66,10 67,62 67,85 69,65 72,45 75,96 78,36 67,81
DI Yogyakarta 64,80 69,44 68,03 70,53 71,77 74,86 76,66 79,96 70,77
Jawa Timur 63,64 66,96 67,91 69,42 71,94 74,69 77,10 82,31 68,70
Banten 63,95 65,37 66,40 68,38 70,50 73,20 75,73 80,45 68,24
Bali 60,04 62,42 66,32 68,17 70,97 74,27 77,86 79,54 68,46
Nusa Tenggara Barat 64,91 67,91 68,22 70,08 72,08 74,45 77,51 82,15 69,28
Nusa Tenggara Timur 62,07 63,80 65,42 65,70 69,33 73,98 74,46 78,95 66,22
Kalimantan Barat 65,53 65,15 66,69 67,84 71,35 74,21 76,77 80,29 67,97
Kalimantan Tengah 63,71 66,31 67,87 70,12 73,69 77,53 77,08 77,28 70,01
Kalimantan Selatan 64,24 66,21 69,24 70,28 73,08 77,11 78,12 83,75 70,11
Kalimantan Timur 64,77 68,39 68,74 70,42 73,89 77,39 78,60 80,40 71,45
Sulawesi Utara 61,62 65,91 68,20 71,32 72,40 78,28 78,61 79,38 70,79
Sulawesi Tengah 62,71 65,16 65,97 67,66 70,00 72,32 76,51 82,33 67,92
Sulawesi Selatan 64,42 66,34 69,39 69,78 73,23 74,23 78,02 80,63 69,80
Sulawesi Tenggara 61,30 64,85 66,46 68,72 71,16 76,26 78,16 79,55 68,66
Gorontalo 65,05 64,76 68,47 69,85 74,14 77,03 81,15 76,37 69,28
Sulawesi Barat 60,18 65,80 66,06 66,50 72,24 76,62 78,78 70,31 67,86
Maluku 66,76 62,29 70,59 70,86 74,61 79,15 78,54 84,50 72,12
Maluku Utara 66,41 65,57 68,44 70,82 73,47 76,49 78,49 77,26 70,55
Papua Barat 62,02 69,76 67,75 71,96 70,67 74,34 75,41 77,33 70,45
Papua 55,01 55,36 57,36 61,52 68,77 72,05 74,93 79,47 60,97

Indonesia 62,96 65,30 67,03 68,48 71,08 73,86 76,47 79,47 68,28
Sumber: Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan 2014
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Lampiran 10.6
Indeks Kebahagiaan Menurut Jumlah Anggota Rumah Tangga dan Provinsi, 2014

Provinsi
Jumlah Anggota Rumah Tangga

Total
1 2 3 4 5 6 7 atau 

lebih

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Aceh 61,60 65,12 67,67 69,39 68,70 67,10 67,06 67,48
Sumatera Utara 65,26 67,90 67,35 68,51 68,16 67,27 66,40 67,65
Sumatera Barat 63,05 66,51 67,14 67,18 67,64 67,18 65,40 66,79
Riau 65,25 69,81 68,80 70,30 67,88 68,37 67,32 68,85
Jambi 66,87 71,82 70,02 72,03 71,58 71,01 71,33 71,10
Sumatera Selatan 66,22 67,15 67,44 67,92 69,08 67,86 66,18 67,76
Bengkulu 65,39 67,37 66,36 67,90 68,12 68,99 67,22 67,43
Lampung 64,01 66,83 68,04 68,34 68,36 68,42 69,25 67,92
Kepulauan Bangka Belitung 64,01 66,55 69,43 69,30 70,10 67,45 65,25 68,45
Kepulauan Riau 68,99 72,78 70,92 73,13 74,58 73,69 68,24 72,42
DKI Jakarta 66,96 69,71 68,37 69,63 69,57 68,07 71,21 69,21
Jawa Barat 63,82 66,04 67,92 68,82 68,60 67,17 68,01 67,66
Jawa Tengah 66,15 67,46 68,43 67,99 67,88 67,60 67,32 67,81
Yogyakarta 72,15 69,24 70,39 70,74 71,38 70,76 71,71 70,77
Jawa Timur 64,80 67,90 68,86 69,31 69,99 69,38 69,44 68,70
Banten 65,23 67,68 69,15 69,06 68,18 67,95 66,39 68,24
Bali 69,54 67,40 68,52 68,29 69,35 68,60 67,82 68,46
Nusa Tenggara Barat 67,65 68,51 68,54 69,25 70,70 72,07 70,11 69,28
Nusa Tenggara Timur 65,28 67,31 66,40 66,82 66,77 65,26 65,35 66,22
Kalimantan Barat 65,29 67,20 68,19 68,90 67,89 69,33 65,43 67,97
Kalimantan Tengah 70,73 69,32 70,36 70,15 70,77 68,41 68,08 70,01
Kalimantan Selatan 68,32 70,20 71,18 70,05 70,15 69,05 68,45 70,11
Kalimantan Timur 68,45 70,49 72,51 72,36 71,68 70,01 70,92 71,45
Sulawesi Utara 68,48 71,18 70,66 71,49 70,03 70,00 72,02 70,79
Sulawesi Tengah 68,02 67,03 67,73 68,68 67,12 68,64 68,26 67,92
Sulawesi Selatan 66,61 68,60 69,57 70,66 70,60 70,40 69,38 69,80
Sulawesi Tenggara 67,49 66,67 67,82 69,58 69,92 69,07 67,64 68,66
Gorontalo 68,86 69,10 70,38 68,99 69,74 68,71 67,63 69,28
Sulawesi Barat 63,15 66,38 68,53 68,80 69,38 66,00 67,45 67,86
Maluku 67,85 72,62 74,31 71,52 71,70 71,69 72,31 72,12
Maluku Utara 69,11 71,32 72,22 70,75 71,04 69,13 69,46 70,55
Papua Barat 68,18 66,80 71,50 71,55 71,11 70,21 70,70 70,45
Papua 62,66 58,50 61,16 62,74 60,42 59,56 61,16 60,97

Indonesia 65,59 67,52 68,44 68,97 68,89 68,19 67,85 68,28
Sumber: Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan 2014ht

tp
:/
/w

w
w
.b
ps

.g
o.
id



Lampiran Indeks Kebahagiaan Penduduk Indonesia

275Statistik 70 Tahun Indonesia Merdeka

Lampiran 10.7
Indeks Kebahagiaan Menurut Pendapatan Rumah Tangga dan Provinsi, 2014

Provinsi
Pendapatan Rumah Tangga

Total
> Rp. 7.200.000 Rp 4.800.000–

Rp 7.200.000
Rp 3.000.001–
Rp 4.800.000

Rp 1.800.001–
Rp 3.000.000 « Rp 1.800.000

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Aceh 76,76 76,94 74,75 68,48 63,76 67,48
Sumatera Utara 74,83 75,33 72,63 68,29 62,97 67,65
Sumatera Barat 75,80 74,56 68,86 66,07 62,66 66,79
Riau 74,06 74,33 70,86 67,95 64,30 68,85
Jambi 78,14 74,86 74,09 70,53 66,56 71,10
Sumatera Selatan 74,53 74,56 69,49 67,88 64,21 67,76
Bengkulu 78,14 75,12 71,02 69,13 61,88 67,43
Lampung 74,66 75,33 71,25 69,28 65,37 67,92
Kepulauan Bangka Belitung 76,67 72,35 71,56 67,87 62,92 68,45
Kepulauan Riau 76,91 74,79 71,63 70,71 68,34 72,42
DKI Jakarta 76,21 72,22 69,17 66,98 62,35 69,21
Jawa Barat 75,42 74,21 71,67 68,56 63,87 67,66
Jawa Tengah 77,26 73,75 71,58 68,71 65,35 67,81
Yogyakarta 76,63 76,36 73,73 70,98 68,15 70,77
Jawa Timur 75,99 76,48 73,58 70,25 65,50 68,70
Banten 74,02 72,53 70,63 68,26 63,73 68,24
Bali 79,06 73,40 70,58 66,05 61,13 68,46
Nusa Tenggara Barat 80,05 77,36 74,03 71,06 66,47 69,28
Nusa Tenggara Timur 77,16 73,67 70,47 68,36 63,96 66,22
Kalimantan Barat 78,48 74,65 69,90 68,23 64,03 67,97
Kalimantan Tengah 78,18 75,52 73,46 69,50 64,40 70,01
Kalimantan Selatan 79,32 75,27 73,06 69,22 65,42 70,11
Kalimantan Timur 77,40 75,17 72,46 69,79 65,79 71,45
Sulawesi Utara 78,06 77,28 73,62 70,48 67,13 70,79
Sulawesi Tengah 77,66 76,06 72,50 67,69 64,36 67,92
Sulawesi Selatan 76,30 77,41 74,22 70,76 65,62 69,80
Sulawesi Tenggara 80,17 77,12 73,39 68,12 64,09 68,66
Gorontalo 79,17 76,20 75,30 69,08 65,87 69,28
Sulawesi Barat 76,63 78,33 71,83 67,05 64,81 67,86
Maluku 79,38 76,21 75,14 72,21 69,84 72,12
Maluku Utara 76,59 77,19 74,85 71,89 65,81 70,55
Papua Barat 77,39 75,60 75,00 71,76 64,33 70,45
Papua 79,25 72,45 69,50 59,06 55,59 60,97

Indonesia 76,34 74,64 71,86 68,76 64,58 68,28
Sumber: Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan 2014
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Lapangan Usaha 1960 1 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1973 1 1974 1975

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan 210,4 225,3 788,0 1 856,3 3 950,2 13 928,7 168,4 457,3 1 069,3 1 339,3 1 575,0 1 655,0 1 825,0 2 628,0 2 710,0 3 497,0 4 003,4

2. Pertambangan dan Penggalian 14,4 14,0 21,7 113,0 542,9 582,8 5,1 22,9 87,1 129,2 172,6 249,0 386,0 617,0 831,0 2 374,0 2 484,8

3. Industri Pengolahan 32,6 46,7 107,2 216,9 540,9 1 796,5 26,5 62,0 178,6 250,7 311,8 356,0 417,0 571,0 650,0 890,0 1 123,7

4. Listrik, Gas, dan Air Minum 1,1 1,2 1,3 3,7 4,8 5,4 0,1 3,5 9,0 12,6 15,0 17,7 20,0 30,0 30,4 52,0 69,8

5. Konstruksi 7,9 10,6 18,0 57,3 141,5 437,2 3,5 14,1 44,6 74,8 100,3 127,9 174,0 262,0 262,0 406,0 589,6

6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 55,8 81,6 204,1 479,2 978,7 2 935,6 60,1 148,9 356,2 475,9 618,6 712,0 912,0 1 350,0 1 118,0 1 775,0 2 103,7

7. Pengangkutan dan Komunikasi 14,5 17,2 34,7 65,8 120,0 518,7 5,6 18,5 57,4 76,9 95,8 162,0 182,0 261,0 257,0 442,0 521,2

8. Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan 11,6 15,3 36,6 85,5 193,3 660,8 7,8 20,6 52,7 75,7 98,6 119,3 145,0 216,0 226,0 307,0 409,2

9. Jasa-jasa 41,9 58,2 123,5 331,1 661,2 2 844,3 38,8 100,0 241,8 283,2 352,5 395,0 487,0 670,0 669,0 965,0 1 337,1

Produk Domestik Bruto 390,2 470,1 1 335,1 3 208,8 7 133,5 23 710,0 315,9 847,8 2 096,7 2 718,3 3 340,2 3 793,9 4 548,0 6 605,0 6 753,4 10 708,0 12 642,5

Lapangan Usaha 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1983 1 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

(1) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35)

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan 
Perikanan

4 812,0 5 905,7 6 706,0 8 995,7 11 290,3 13 642,5 15 398,3 18 771,5 17 764,7 20 419,7 22 512,9 24 870,9 29 116,0 34 277,9 39 163,9 42 148,7 44 720,8

2. Pertambangan dan Penggalian 2 930,0 3 599,7 4 357,6 6 979,8 11 672,5 12 970,6 11 707,8 13 823,6 16 107,4 16 937,6 13 570,8 11 502,8 17 266,8 17 161,8 21 822,5 26 119,0 31 402,6

3. Industri Pengolahan 1 453,3 1 816,9 2 420,4 3 310,6 5 287,9 5 821,7 7 680,7 8 918,0 9 896,4 13 112,9 15 503,4 17 184,7 21 150,4 26 252,4 30 323,3 38 910,2 47 665,5

4. Listrik, Gas, dan Air Minum 98,1 105,6 118,3 148,8 225,1 288,2 380,3 503,2 313,9 354,2 395,9 647,1 746,9 869,0 1 008,3 1 258,1 1 750,2

5. Konstruksi 812,6 1 023,3 1 242,1 1 789,7 2 523,8 3 117,8 3 507,2 4 433,7 4 597,2 4 756,8 5 301,8 5 313,8 6 087,4 7 169,2 8 884,2 10 748,5 12 902,1

6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 2 551,9 2 959,0 3 450,2 4 775,1 6 390,9 7 965,7 8 865,1 10 874,6 11 418,7 13 434,5 15 416,9 17 121,8 21 048,3 24 379,2 28 855,5 32 999,7 36 953,8

7. Pengangkutan dan Komunikasi 662,6 820,6 1 031,6 1 421,5 1 965,3 2 353,2 2 795,2 3 325,0 4 098,1 5 050,8 6 100,3 6 406,9 7 442,6 8 139,7 9 305,5 10 999,6 13 908,0

8. Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan 525,4 778,6 1 066,2 1 569,3 1 951,8 2 843,6 3 306,5 3 802,7 4 714,1 5 630,8 6 271,2 7 012,7 8 144,2 9 058,4 10 817,8 13 177,9 16 082,3

9. Jasa-jasa 1 620,8 2 001,3 2 353,6 3 034,9 4 138,1 5 023,7 5 721,5 6 762,4 8 712,3 10 187,8 11 923,7 12 621,9 13 814,3 14 797,2 17 003,7 19 235,5 22 064,9

Produk Domestik Bruto 15 466,7 19 010,7 22 746,0 32 025,4 45 445,7 54 027,0 59 362,6 71 214,7 77 622,8 89 885,1 96 996,9 102 682,6 124 816,9 142 104,8 167 184,7 195 597,2 227 450,2

          Lampiran 15.1 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku                                           Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah), 1960–2014 

Lanjutan Lampiran 15.1 
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Lapangan Usaha 1960 1 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1973 1 1974 1975

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan 210,4 225,3 788,0 1 856,3 3 950,2 13 928,7 168,4 457,3 1 069,3 1 339,3 1 575,0 1 655,0 1 825,0 2 628,0 2 710,0 3 497,0 4 003,4

2. Pertambangan dan Penggalian 14,4 14,0 21,7 113,0 542,9 582,8 5,1 22,9 87,1 129,2 172,6 249,0 386,0 617,0 831,0 2 374,0 2 484,8

3. Industri Pengolahan 32,6 46,7 107,2 216,9 540,9 1 796,5 26,5 62,0 178,6 250,7 311,8 356,0 417,0 571,0 650,0 890,0 1 123,7

4. Listrik, Gas, dan Air Minum 1,1 1,2 1,3 3,7 4,8 5,4 0,1 3,5 9,0 12,6 15,0 17,7 20,0 30,0 30,4 52,0 69,8

5. Konstruksi 7,9 10,6 18,0 57,3 141,5 437,2 3,5 14,1 44,6 74,8 100,3 127,9 174,0 262,0 262,0 406,0 589,6

6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 55,8 81,6 204,1 479,2 978,7 2 935,6 60,1 148,9 356,2 475,9 618,6 712,0 912,0 1 350,0 1 118,0 1 775,0 2 103,7

7. Pengangkutan dan Komunikasi 14,5 17,2 34,7 65,8 120,0 518,7 5,6 18,5 57,4 76,9 95,8 162,0 182,0 261,0 257,0 442,0 521,2

8. Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan 11,6 15,3 36,6 85,5 193,3 660,8 7,8 20,6 52,7 75,7 98,6 119,3 145,0 216,0 226,0 307,0 409,2

9. Jasa-jasa 41,9 58,2 123,5 331,1 661,2 2 844,3 38,8 100,0 241,8 283,2 352,5 395,0 487,0 670,0 669,0 965,0 1 337,1

Produk Domestik Bruto 390,2 470,1 1 335,1 3 208,8 7 133,5 23 710,0 315,9 847,8 2 096,7 2 718,3 3 340,2 3 793,9 4 548,0 6 605,0 6 753,4 10 708,0 12 642,5

Lapangan Usaha 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1983 1 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

(1) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35)

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan 
Perikanan

4 812,0 5 905,7 6 706,0 8 995,7 11 290,3 13 642,5 15 398,3 18 771,5 17 764,7 20 419,7 22 512,9 24 870,9 29 116,0 34 277,9 39 163,9 42 148,7 44 720,8

2. Pertambangan dan Penggalian 2 930,0 3 599,7 4 357,6 6 979,8 11 672,5 12 970,6 11 707,8 13 823,6 16 107,4 16 937,6 13 570,8 11 502,8 17 266,8 17 161,8 21 822,5 26 119,0 31 402,6

3. Industri Pengolahan 1 453,3 1 816,9 2 420,4 3 310,6 5 287,9 5 821,7 7 680,7 8 918,0 9 896,4 13 112,9 15 503,4 17 184,7 21 150,4 26 252,4 30 323,3 38 910,2 47 665,5

4. Listrik, Gas, dan Air Minum 98,1 105,6 118,3 148,8 225,1 288,2 380,3 503,2 313,9 354,2 395,9 647,1 746,9 869,0 1 008,3 1 258,1 1 750,2

5. Konstruksi 812,6 1 023,3 1 242,1 1 789,7 2 523,8 3 117,8 3 507,2 4 433,7 4 597,2 4 756,8 5 301,8 5 313,8 6 087,4 7 169,2 8 884,2 10 748,5 12 902,1

6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 2 551,9 2 959,0 3 450,2 4 775,1 6 390,9 7 965,7 8 865,1 10 874,6 11 418,7 13 434,5 15 416,9 17 121,8 21 048,3 24 379,2 28 855,5 32 999,7 36 953,8

7. Pengangkutan dan Komunikasi 662,6 820,6 1 031,6 1 421,5 1 965,3 2 353,2 2 795,2 3 325,0 4 098,1 5 050,8 6 100,3 6 406,9 7 442,6 8 139,7 9 305,5 10 999,6 13 908,0

8. Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan 525,4 778,6 1 066,2 1 569,3 1 951,8 2 843,6 3 306,5 3 802,7 4 714,1 5 630,8 6 271,2 7 012,7 8 144,2 9 058,4 10 817,8 13 177,9 16 082,3

9. Jasa-jasa 1 620,8 2 001,3 2 353,6 3 034,9 4 138,1 5 023,7 5 721,5 6 762,4 8 712,3 10 187,8 11 923,7 12 621,9 13 814,3 14 797,2 17 003,7 19 235,5 22 064,9

Produk Domestik Bruto 15 466,7 19 010,7 22 746,0 32 025,4 45 445,7 54 027,0 59 362,6 71 214,7 77 622,8 89 885,1 96 996,9 102 682,6 124 816,9 142 104,8 167 184,7 195 597,2 227 450,2

          Lampiran 15.1 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku                                           Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah), 1960–2014 
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Lapangan Usaha 1992 1993 1993 1 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000   2000 1 2001 2002 2003 2004

(1) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50)

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan 50 733,1 55 745,5 58 963,4 66 071,5 77 896,2 88 791,8 101 009,4 172 827,6 215 686,7 217 897,9 216 831,5 251 727,0 281 590,8 305 783,5 329 124,6

2. Pertambangan dan Penggalian 29 907,2 30 749,5 31 497,3 33 507,1 40 194,7 46 088,1 55 561,7 120 328,6 109 925,4 175 262,5 167 692,2 181 839,5 160 921,4 167 572,3 205 252,0

3. Industri Pengolahan 56 541,6 67 441,4 73 556,3 89 240,7 109 688,7 136 425,9 168 178,0 238 897,0 285 873,9 314 918,4 385 597,9 478 311,4 523 199,6 568 920,3 644 342,6

4. Listrik, Gas, dan Air Minum 2 147,7 2 714,3 3 290,2 4 577,1 5 655,4 6 892,6 7 832,4 11 283,1 13 429,0 16 519,3 8 393,8 10 854,8 15 392,0 19 144,2 23 730,3

5. Konstruksi 15 305,2 18 139,9 22 512,9 28 016,9 34 451,9 42 024,8 46 678,8 61 761,6 67 616,2 76 573,4 76 573,4 93 790,6 110 527,4 125 337,1 151 247,6

6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 42 731,5 49 789,4 55 297,6 63 858,7 75 639,8 87 137,2 99 581,9 146 740,1 175 835,4 199 110,4 224 452,2 264 983,6 312 186,9 335 100,4 368 555,9

7. Pengangkutan dan Komunikasi 17 099,3 20 728,2 23 248,9 27 352,7 30 795,1 34 926,3 38 530,9 51 937,2 55 189,6 62 305,6 65 012,1 77 187,6 97 970,1 118 916,4 142 292,0

8. Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan 19 095,6 22 867,2 28 047,8 34 505,6 39 510,4 43 981,9 54 360,3 69 891,7 71 220,2 80 459,9 115 463,0 135 369,5 154 442,3 174 074,5 194 410,9

9. Jasa-jasa 26 323,3 33 842,4 33 361,4 35 089,4 40 681,9 46 299,4   55 962,0 82 086,8 104 955,3 121 871,4       129 753,8 152 258,0 165 602,9 198 825,9 236 870,3

Produk Domestik Bruto 259 884,5 302 017,8 329 775,8 382 219,7 454 514,1 532 568,0 627 695,4  955 753,5  1 099 731,6  1 264 918,7  1 389 769,9 1 646 322,0 1 821 833,4 2 013 674,6 2 295 826,2

Lapangan Usaha 2005 2006 2007 2008 2009 2010

(1) (51) (52) (53) (54) (55) (56)

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan 364 169,3 433 223,4 541 931,5 716 656,2 857 196,8  985 470,5 

2. Pertambangan dan Penggalian 309 014,1 366 520,8 440 609,6 541 334,3 592 060,9  719 710,1 

3. Industri Pengolahan 760 361,3 919 539,3 1 068 653,9 1 376 441,7 1 477 541,5  1 599 073,1 

4. Listrik, Gas, dan Air Minum 26 693,8 30 354,8 34 723,8 40 888,6 46 680,0  49 119,0 

5. Konstruksi 195 110,6 251 132,3 304 996,8 419 711,9 555 192,5  660 890,5 

6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 431 620,2 501 542,4 592 304,1 691 487,5 744 513,5  882 487,2 

7. Pengangkutan dan Komunikasi 180 584,9 231 523,5 264 263,3 312 190,2 353 739,7  423 172,2 

8. Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan 230 522,7 269 121,4 305 213,5 368 129,7 405 162,0  466 563,8 

9. Jasa-jasa 276 204,2 336 258,9 398 196,7 481 848,3 574 116,5  660 365,5 

Produk Domestik Bruto 2 774 281,1 3 339 216,8 3 950 893,2 4 948 688,4 5 606 203,4 6 446 851,9

Lanjutan Lampiran 15.1 

Lanjutan Lampiran 15.1 

Catatan: 
* Angka sementara 
** Angka sangat sementara 
1 Tahun dasar
Tahun 19601 - 1973 menggunakan tahun dasar 1960 
Tahun 19731 - 1983 menggunakan tahun dasar 1973 
Tahun 19831 - 1993 menggunakan tahun dasar 1983 
Tahun 19931 - 2000 menggunakan tahun dasar 1993 
Tahun 20001 - 2010 menggunakan tahun dasar 2000 
Tahun 20101	-	2014	menggunakan	tahun	dasar	2010	dan	Klasifikasi	lapangan	usaha	berubah	menjadi	17	kategori.

Sumber:	Badan	Pusat	Statistik	(BPS)
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Lapangan Usaha 1992 1993 1993 1 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000   2000 1 2001 2002 2003 2004

(1) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50)

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan 50 733,1 55 745,5 58 963,4 66 071,5 77 896,2 88 791,8 101 009,4 172 827,6 215 686,7 217 897,9 216 831,5 251 727,0 281 590,8 305 783,5 329 124,6

2. Pertambangan dan Penggalian 29 907,2 30 749,5 31 497,3 33 507,1 40 194,7 46 088,1 55 561,7 120 328,6 109 925,4 175 262,5 167 692,2 181 839,5 160 921,4 167 572,3 205 252,0

3. Industri Pengolahan 56 541,6 67 441,4 73 556,3 89 240,7 109 688,7 136 425,9 168 178,0 238 897,0 285 873,9 314 918,4 385 597,9 478 311,4 523 199,6 568 920,3 644 342,6

4. Listrik, Gas, dan Air Minum 2 147,7 2 714,3 3 290,2 4 577,1 5 655,4 6 892,6 7 832,4 11 283,1 13 429,0 16 519,3 8 393,8 10 854,8 15 392,0 19 144,2 23 730,3

5. Konstruksi 15 305,2 18 139,9 22 512,9 28 016,9 34 451,9 42 024,8 46 678,8 61 761,6 67 616,2 76 573,4 76 573,4 93 790,6 110 527,4 125 337,1 151 247,6

6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 42 731,5 49 789,4 55 297,6 63 858,7 75 639,8 87 137,2 99 581,9 146 740,1 175 835,4 199 110,4 224 452,2 264 983,6 312 186,9 335 100,4 368 555,9

7. Pengangkutan dan Komunikasi 17 099,3 20 728,2 23 248,9 27 352,7 30 795,1 34 926,3 38 530,9 51 937,2 55 189,6 62 305,6 65 012,1 77 187,6 97 970,1 118 916,4 142 292,0

8. Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan 19 095,6 22 867,2 28 047,8 34 505,6 39 510,4 43 981,9 54 360,3 69 891,7 71 220,2 80 459,9 115 463,0 135 369,5 154 442,3 174 074,5 194 410,9

9. Jasa-jasa 26 323,3 33 842,4 33 361,4 35 089,4 40 681,9 46 299,4   55 962,0 82 086,8 104 955,3 121 871,4       129 753,8 152 258,0 165 602,9 198 825,9 236 870,3

Produk Domestik Bruto 259 884,5 302 017,8 329 775,8 382 219,7 454 514,1 532 568,0 627 695,4  955 753,5  1 099 731,6  1 264 918,7  1 389 769,9 1 646 322,0 1 821 833,4 2 013 674,6 2 295 826,2

Lapangan Usaha 2010 1 2011 2012   2013 *   2014 **

(1) (57) (58) (59) (60)  (61)

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 956 119,7 1 058 245,3 1 152 262,1 1 275 048,4 1 410 657,1

B Pertambangan dan Penggalian 718 128,6 924 813,4 1 000 307,6 1 042 975,9 1 035 120,9

C Industri Pengolahan 1 512 760,8 1 704 250,5 1 848 150,9 1 998 693,7 2 215 753,6

D Pengadaan Listrik dan Gas 72 549,1 91 721,9 95 637,8 98 686,8 114 121,9

E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah 
dan Daur Ulang

5 848,5 6 208,8 6 603,8 7 154,9 7 703,6

F Konstruksi 626 905,4 712 184,4 805 208,1 905 990,5 1 041 949,5

G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil 
dan Sepeda Motor

923 923,8 1 066 092,1 1 138 484,4 1 263 815,4 1 410 932,0

H Transportasi dan Pergudangan 245 375,4 276 122,4 313 156,2 368 678,6 450 600,0

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 200 281,8 224 215,3 252 612,3 289 498,3 330 672,4

J  Informasi dan Komunikasi 256 048,1       281 777,6 311 362,4 341 009,4 368 943,0

K Jasa Keuangan dan Asuransi 239 728,4 270 586,3 320 534,3 368 876,9 408 646,7

L Real Estat 198 213,5 218 796,6 237 913,9 264 275,0 294 573,4

M,N Jasa Perusahaan 99 085,4 113 975,3 127 724,2 144 604,1 165 990,6

O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan 
Jaminan Sosial Wajib

259 646,1 304 755,7 340 567,6 371 208,9 404 379,6

P Jasa Pendidikan 201 559,5 232 726,8 270 372,3 309 438,5 346 557,8

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 66 444,7 76 404,9 86 235,4 96 666,9 109 069,7

R,S,T,U Jasa Lainnya 101 061,0 113 022,0 122 566,2 140 311,9 163 548,8

Nilai Tambah Bruto Atas Harga Dasar 6 683 679,8 7 675 899,3 8 429 699,5 9 286 934,1 10 279 220,6

Pajak Dikurang Subsidi Atas Produk 180 453,3 155 826,7 186 005,0 237 802,4 263 472,9

Produk Domestik Bruto 6 864 133,1 7 831 726,0 8 615 704,5 9 524 736,5 10 542 693,5

Lanjutan Lampiran 15.1 
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Lampiran 15.2  Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan                                    Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah), 1960-2014 

Lapangan Usaha 1960 1 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1973 1 1974 1975

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan 210,4 213,9 220,9 212,7 223,6 225,3 236,1 232,1 255,2 260,1 270,7 281,0 287,0 303,0 2 710,0 2 811,0 2 811,2

2. Pertambangan dan Penggalian 14,4 14,6 15,4 14,9 15,6 16,0 15,4 16,7 22,8 27,7 32,2 34,0 41,0 50,0 831,0 859,0 828,1

3. Industri Pengolahan 32,6 36,6 37,1 36,4 35,9 35,6 36,3 37,5 40,8 46,6 51,1 58,0 61,0 63,0 650,0 755,0 847,9

4. Listrik, Gas, dan Air Minum 1,1 1,2 1,3 1,5 1,7 1,7 1,7 2,2 2,3 2,6 3,0 3,0 4,0 4,0 30,4 37,0 41,2

5. Konstruksi 7,9 10,2 8,6 6,5 6,5 7,4 8,4 7,3 9,2 12,1 15,2 18,0 22,0 27,0 262,0 320,0 364,8

6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 55,8 64,7 64,4 66,2 68,1 67,4 64,5 70,8 78,8 88,8 100,2 108,0 124,0 138,0 1 118,0 1 224,0 1 293,8

7. Pengangkutan dan Komunikasi 14,5 14,5 14,9 15,3 14,8 15,1 15,2 15,6 15,9 16,5 17,4 22,0 25,0 27,0 257,0 288,0 302,7

8. Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan 11,6 13,0 12,4 11,6 12,6 12,7 12,1 12,3 13,7 17,0 19,8 23,0 25,0 28,0 226,0 262,0 300,0

9. Jasa-jasa 41,9 43,9 45,2 45,7 46,5 48,7 52,2 53,5 58,2 59,4 61,3 64,0 65,0 67,0 669,0 713,0 841,1

Produk Domestik Bruto 390,2 412,6 420,2 410,8 425,3 429,9 441,9 448,0 496,9 530,8 570,9 611,0 654,0 707,0 6 753,4 7 269,0 7 630,8

Lapangan Usaha 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1983 1 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

(1) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35)

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan 2 943,7 2 981,3 3 134,8 3 255,6 3 424,9 3 593,5 3 669,8 3 845,6 17 764,7 18 512,6 19 300,0 19 799,1 20 223,5 21 213,7 21 917,8 22 356,9 22 714,8

2. Pertambangan dan Penggalian 952,3 1 070,0 1 048,8 1 046,9 1 034,6 1 069,1 939,8 956,5 16 107,4 17 120,1 15 480,4 16 308,6 16 365,5 15 892,9 16 663,8 17 531,7 19 317,0

3. Industri Pengolahan 930,0 1 057,7 1 235,6 1 395,3 1 704,6 1 877,8 1 900,7 1 942,5 9 896,4 12 078,8 13 430,5 14 678,1 16 235,3 18 182,3 19 855,7 22 336,9 24 585,0

4. Listrik, Gas, dan Air Minum 46,3 49,0 56,9 68,6 77,9 89,9 105,5 112,8 313,9 324,0 360,9 429,8 494,6 548,9 615,6 725,7 842,8

5. Konstruksi 384,5 463,8 528,9 562,8 639,3 720,2 757,8 804,5 4 597,2 4 393,8 4 508,0 4 609,0 4 802,9 5 259,1 5 878,0 6 672,9 7 423,7

6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 1 350,7 1 438,2 1 530,3 1 681,1 1 851,9 2 042,6 2 158,8 2 240,2 11 418,7 11 811,0 12 398,6 13 398,5 14 356,2 15 656,9 17 338,1 18 568,6 19 576,2

7. Pengangkutan dan Komunikasi 342,6 427,6 514,2 559,8 609,4 676,9 716,6 752,5 4 098,1 4 443,1 4 487,0 4 668,4 4 938,5 5 211,5 5 811,5 6 367,9 6 869,4

8. Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan 326,5 403,4 452,2 485,7 543,6 590,1 635,8 677,1 4 714,1 5 240,5 5 481,2 6 028,2 6 313,2 6 514,4 7 168,4 7 892,6 8 654,8

9. Jasa-jasa 879,7 979,9 1 064,8 1 109,1 1 283,0 1 394,5 1 440,6 1 510,5 8 712,3 9 113,5 9 635,3 10 160,7 10 788,2 11 501,7 12 187,7 12 764,1 13 241,5

Produk Domestik Bruto 8 156,3 8 870,9 9 566,5 10 164,9 11 169,2 12 054,6 12 325,4 12 842,2 77 622,8 83 037,4 85 081,9 90 080,4 94 517,9 99 981,4 107 436,6 115 217,3 123 225,2

Lanjutan Lampiran 15.2 
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Lampiran 15.2  Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan                                    Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah), 1960-2014 

Lapangan Usaha 1960 1 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1973 1 1974 1975

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan 210,4 213,9 220,9 212,7 223,6 225,3 236,1 232,1 255,2 260,1 270,7 281,0 287,0 303,0 2 710,0 2 811,0 2 811,2

2. Pertambangan dan Penggalian 14,4 14,6 15,4 14,9 15,6 16,0 15,4 16,7 22,8 27,7 32,2 34,0 41,0 50,0 831,0 859,0 828,1

3. Industri Pengolahan 32,6 36,6 37,1 36,4 35,9 35,6 36,3 37,5 40,8 46,6 51,1 58,0 61,0 63,0 650,0 755,0 847,9

4. Listrik, Gas, dan Air Minum 1,1 1,2 1,3 1,5 1,7 1,7 1,7 2,2 2,3 2,6 3,0 3,0 4,0 4,0 30,4 37,0 41,2

5. Konstruksi 7,9 10,2 8,6 6,5 6,5 7,4 8,4 7,3 9,2 12,1 15,2 18,0 22,0 27,0 262,0 320,0 364,8

6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 55,8 64,7 64,4 66,2 68,1 67,4 64,5 70,8 78,8 88,8 100,2 108,0 124,0 138,0 1 118,0 1 224,0 1 293,8

7. Pengangkutan dan Komunikasi 14,5 14,5 14,9 15,3 14,8 15,1 15,2 15,6 15,9 16,5 17,4 22,0 25,0 27,0 257,0 288,0 302,7

8. Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan 11,6 13,0 12,4 11,6 12,6 12,7 12,1 12,3 13,7 17,0 19,8 23,0 25,0 28,0 226,0 262,0 300,0

9. Jasa-jasa 41,9 43,9 45,2 45,7 46,5 48,7 52,2 53,5 58,2 59,4 61,3 64,0 65,0 67,0 669,0 713,0 841,1

Produk Domestik Bruto 390,2 412,6 420,2 410,8 425,3 429,9 441,9 448,0 496,9 530,8 570,9 611,0 654,0 707,0 6 753,4 7 269,0 7 630,8

Lapangan Usaha 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1983 1 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

(1) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35)

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan 2 943,7 2 981,3 3 134,8 3 255,6 3 424,9 3 593,5 3 669,8 3 845,6 17 764,7 18 512,6 19 300,0 19 799,1 20 223,5 21 213,7 21 917,8 22 356,9 22 714,8

2. Pertambangan dan Penggalian 952,3 1 070,0 1 048,8 1 046,9 1 034,6 1 069,1 939,8 956,5 16 107,4 17 120,1 15 480,4 16 308,6 16 365,5 15 892,9 16 663,8 17 531,7 19 317,0

3. Industri Pengolahan 930,0 1 057,7 1 235,6 1 395,3 1 704,6 1 877,8 1 900,7 1 942,5 9 896,4 12 078,8 13 430,5 14 678,1 16 235,3 18 182,3 19 855,7 22 336,9 24 585,0

4. Listrik, Gas, dan Air Minum 46,3 49,0 56,9 68,6 77,9 89,9 105,5 112,8 313,9 324,0 360,9 429,8 494,6 548,9 615,6 725,7 842,8

5. Konstruksi 384,5 463,8 528,9 562,8 639,3 720,2 757,8 804,5 4 597,2 4 393,8 4 508,0 4 609,0 4 802,9 5 259,1 5 878,0 6 672,9 7 423,7

6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 1 350,7 1 438,2 1 530,3 1 681,1 1 851,9 2 042,6 2 158,8 2 240,2 11 418,7 11 811,0 12 398,6 13 398,5 14 356,2 15 656,9 17 338,1 18 568,6 19 576,2

7. Pengangkutan dan Komunikasi 342,6 427,6 514,2 559,8 609,4 676,9 716,6 752,5 4 098,1 4 443,1 4 487,0 4 668,4 4 938,5 5 211,5 5 811,5 6 367,9 6 869,4

8. Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan 326,5 403,4 452,2 485,7 543,6 590,1 635,8 677,1 4 714,1 5 240,5 5 481,2 6 028,2 6 313,2 6 514,4 7 168,4 7 892,6 8 654,8

9. Jasa-jasa 879,7 979,9 1 064,8 1 109,1 1 283,0 1 394,5 1 440,6 1 510,5 8 712,3 9 113,5 9 635,3 10 160,7 10 788,2 11 501,7 12 187,7 12 764,1 13 241,5

Produk Domestik Bruto 8 156,3 8 870,9 9 566,5 10 164,9 11 169,2 12 054,6 12 325,4 12 842,2 77 622,8 83 037,4 85 081,9 90 080,4 94 517,9 99 981,4 107 436,6 115 217,3 123 225,2
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Lapangan Usaha 1992 1993 1993 1 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000      2000 1    2001           2002     2003 2004

(1) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45)   (46)    (47) (48) (49) (50)

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan 24 225,5 24 569,3 58 963,4 59 291,2 61 885,2 63 827,8 64 468,0 63 609,6 64 985,5 66 208,6 216 831,5 223 891,5 231 613,5 240 387,3 247 163,6

2. Pertambangan dan Penggalian 18 957,7 19 370,3 31 497,3 33 261,6 35 502,2 37 739,4 38 538,2 37 474,0 36 865,9 38 896,2 167 692,2 168 244,4 169 932,0 167 603,8 160 100,5

3. Industri Pengolahan 26 963,6 29 484,4 73 556,4 82 649,0 91 637,1 102 259,7 107 629,7 95 320,7 99 058,6 104 986,9 385 597,9 398 323,8 419 387,8 441 754,9 469 952,4

4. Listrik, Gas, dan Air Minum 928,2 1 022,3 3 290,3 3 702,7 4 291,9 4 876,8 5 479,9 5 646,0 6 113,0 6 574,9 8 393,8 9 058,3 9 868,2 10 349,2 10 897,6

5. Konstruksi 8 223,6 9 222,5 22 512,9 25 857,5 29 197,8 32 923,7 35 346,4 22 465,2 22 035,6 23 278,7 76 573,4 80 080,4 84 469,8 89 621,8 96 334,4

6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 21 009,1 22 850,1 55 297,6 59 504,1 64 230,8 69 475,0 73 523,8 60 130,7 60 093,7 63 498,3 224 452,2 233 307,9 243 266,6 256 516,6 271 142,2

7. Pengangkutan dan Komunikasi 7 554,9 8 302,2 23 248,9 25 188,6 27 328,6 29 701,1 31 782,5 26 975,2 26 772,1 29 072,1 65 012,1 70 275,9 76 173,1 85 458,4 96 896,7

8. Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan 9 505,0 10 480,7 28 047,8 30 901,0 34 313,0 36 384,2 38 543,0 28 278,7 26 244,6 27 449,7 115 463,0 123 266,0 131 523,0 140 374,4 151 123,3

9. Jasa-jasa 13 817,2 14 405,3 33 361,4 34 285,1 35 405,8 36 610,2 37 934,5 36 475,0 37 184,2 38 051,5 129 753,8 133 957,5 138 982,4 145 104,9 152 906,1

Produk Domestik Bruto 131 184,8 139 707,1 329 775,8 354 640,8 383 792,3 413 797,9 433 245,9 376 375,1 379 353,2 398 016,9  1 389 769,9 1 440 405,7 1 505 216,4 1 577 171,3 1 656 516,8

Lapangan Usaha 2005 2006 2007 2008 2009 2010

(1) (51) (52) (53) (54) (55) (56)

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan 253 881,7 262 402,8 271 509,3 284 619,1 295 883,8  304 777,1 

2. Pertambangan dan Penggalian 165 222,6 168 031,7 171 278,4 172 496,3 180 200,5  187 152,5 

3. Industri Pengolahan 491 561,4 514 100,3 538 084,6 557 764,4 570 102,5  597 134,9 

4. Listrik, Gas, dan Air Minum 11 584,1 12 251,0 13 517,0 14 994,4 17 136,8  18 050,2 

5. Konstruksi 103 598,4 112 233,6 121 808,9 131 009,6 140 267,8  150 022,4 

6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 293 654,0 312 518,7 340 437,1 363 818,2 368 463,0  400 474,9 

7. Pengangkutan dan Komunikasi 109 261,5 124 808,9 142 326,7 165 905,5 192 198,8  217 980,4 

8. Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan 161 252,2 170 074,3 183 659,3 198 799,6 209 163,0  221 024,2 

9. Jasa-jasa 160 799,3 170 705,4 181 706,0 193 049,0 205 434,2  217 842,2 

Produk Domestik Bruto 1 750 815,2 1 847 126,7 1 964 327,3 2 082 456,1 2 178 850,4 2 314 458,8

Lanjutan Lampiran 15.2 

Lanjutan Lampiran 15.2 

Catatan: 
* Angka sementara 
** Angka sangat sementara 
1 Tahun dasar
Tahun 19601 - 1973 menggunakan tahun dasar 1960 
Tahun 19731 - 1983 menggunakan tahun dasar 1973 
Tahun 19831 - 1993 menggunakan tahun dasar 1983 
Tahun 19931 - 2000 menggunakan tahun dasar 1993 
Tahun 20001 - 2010 menggunakan tahun dasar 2000 
Tahun 20101	-	2014	menggunakan	tahun	dasar	2010	dan	Klasifikasi	lapangan	usaha	berubah	menjadi	17	kategori.

Sumber:	Badan	Pusat	Statistik	(BPS)
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Lapangan Usaha 1992 1993 1993 1 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000      2000 1    2001           2002     2003 2004

(1) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45)   (46)    (47) (48) (49) (50)

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan 24 225,5 24 569,3 58 963,4 59 291,2 61 885,2 63 827,8 64 468,0 63 609,6 64 985,5 66 208,6 216 831,5 223 891,5 231 613,5 240 387,3 247 163,6

2. Pertambangan dan Penggalian 18 957,7 19 370,3 31 497,3 33 261,6 35 502,2 37 739,4 38 538,2 37 474,0 36 865,9 38 896,2 167 692,2 168 244,4 169 932,0 167 603,8 160 100,5

3. Industri Pengolahan 26 963,6 29 484,4 73 556,4 82 649,0 91 637,1 102 259,7 107 629,7 95 320,7 99 058,6 104 986,9 385 597,9 398 323,8 419 387,8 441 754,9 469 952,4

4. Listrik, Gas, dan Air Minum 928,2 1 022,3 3 290,3 3 702,7 4 291,9 4 876,8 5 479,9 5 646,0 6 113,0 6 574,9 8 393,8 9 058,3 9 868,2 10 349,2 10 897,6

5. Konstruksi 8 223,6 9 222,5 22 512,9 25 857,5 29 197,8 32 923,7 35 346,4 22 465,2 22 035,6 23 278,7 76 573,4 80 080,4 84 469,8 89 621,8 96 334,4

6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 21 009,1 22 850,1 55 297,6 59 504,1 64 230,8 69 475,0 73 523,8 60 130,7 60 093,7 63 498,3 224 452,2 233 307,9 243 266,6 256 516,6 271 142,2

7. Pengangkutan dan Komunikasi 7 554,9 8 302,2 23 248,9 25 188,6 27 328,6 29 701,1 31 782,5 26 975,2 26 772,1 29 072,1 65 012,1 70 275,9 76 173,1 85 458,4 96 896,7

8. Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan 9 505,0 10 480,7 28 047,8 30 901,0 34 313,0 36 384,2 38 543,0 28 278,7 26 244,6 27 449,7 115 463,0 123 266,0 131 523,0 140 374,4 151 123,3

9. Jasa-jasa 13 817,2 14 405,3 33 361,4 34 285,1 35 405,8 36 610,2 37 934,5 36 475,0 37 184,2 38 051,5 129 753,8 133 957,5 138 982,4 145 104,9 152 906,1

Produk Domestik Bruto 131 184,8 139 707,1 329 775,8 354 640,8 383 792,3 413 797,9 433 245,9 376 375,1 379 353,2 398 016,9  1 389 769,9 1 440 405,7 1 505 216,4 1 577 171,3 1 656 516,8

Lanjutan Lampiran 15.2 

Lapangan Usaha 2010 1 2011 2012   2013 *    2014 **

(1) (57) (58) (59) (60)  (61)

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 956 119,7 993 857,3 1 039 440,7 1 083 141,8 1 128 448,0

B Pertambangan dan Penggalian 718 128,6 748 956,3 771 561,6 785 016,3 789 329,7

C Industri Pengolahan 1 512 760,8 1 607 452,0 1 697 787,2 1 774 097,3 1 856 310,6

D Pengadaan Listrik dan Gas 72 549,1 76 678,1 84 393,0 88 805,1 93 755,9

E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah 
dan Daur Ulang

5 848,5 6 125,1 6 329,8 6 587,1 6 788,0

F Konstruksi 626 905,4 683 421,9 728 226,4 772 719,6 826 615,6

G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil 
dan Sepeda Motor

923 923,8 1 013 199,6 1 067 911,5 1 118 207,0 1 172 362,6

H Transportasi dan Pergudangan 245 375,4 265 774,0 284 662,6 308 521,2 333 190,9

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 200 281,8 214 022,0 228 232,6 243 748,3 258 161,0

J  Informasi dan Komunikasi 256 048,1 281 693,8 316 278,7 349 150,2 384 129,9

K Jasa Keuangan dan Asuransi 239 728,4 256 443,0 280 896,1 306 432,2 321 525,5

L Real Estat 198 213,5 213 441,4 229 254,2 244 237,5 256 440,2

M,N Jasa Perusahaan 99 085,4 108 239,3 116 293,3 125 490,7 137 795,3

O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan 
Jaminan Sosial Wajib

259 646,1 276 336,8 282 235,3 288 963,3 296 145,0

P Jasa Pendidikan 201 559,5 215 029,1 232 704,3 251 784,6 267 633,3

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 66 444,7 72 592,1 78 380,1 84 518,4 91 287,8

R,S,T,U Jasa Lainnya 101 061,0 109 372,4 115 675,4 123 088,8 134 070,1

Nilai Tambah Bruto Atas Harga Dasar 6 683 679,8 7 142 634,2 7 560 262,8 7 954 509,4 8 353 989,4

Pajak Dikurang Subsidi Atas Produk 180 453,3 145 001,1 166 820,6 203 684,3 214 126,2

Produk Domestik Bruto 6 864 133,1 7 831 726,0 8 615 704,5 9 524 736,5 10 542 693,5
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                          Lampiran 15.3  Distribusi Produk Domestik Bruto Atas Dasar                                Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 1960-2014 

Lapangan Usaha 1960 1 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1973 1 1974 1975

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan 53,92 47,92 59,02 57,85 55,38 58,75 53,31 53,94 51,00 49,27 47,15 43,62 40,13 39,79 40,13 32,66 31,67

2. Pertambangan dan Penggalian 3,70 2,97 1,63 3,52 7,61 2,46 1,60 2,70 4,15 4,75 5,17 6,56 8,49 9,34 12,30 22,17 19,65

3. Industri Pengolahan 8,35 9,93 8,03 6,76 7,58 7,58 8,39 7,31 8,52 9,22 9,33 9,38 9,17 8,64 9,62 8,31 8,89

4. Listrik, Gas, dan Air Minum 0,28 0,26 0,10 0,11 0,07 0,02 0,04 0,41 0,43 0,46 0,45 0,47 0,44 0,45 0,45 0,49 0,55

5. Konstruksi 2,01 2,26 1,35 1,78 1,98 1,84 1,12 1,66 2,13 2,75 3,00 3,37 3,83 3,97 3,88 3,79 4,66

6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 14,29 17,36 15,29 14,93 13,72 12,38 19,02 17,57 16,99 17,51 18,52 18,77 20,05 20,44 16,55 16,58 16,64

7. Pengangkutan dan Komunikasi 3,72 3,66 2,60 2,05 1,68 2,19 1,77 2,18 2,74 2,83 2,87 4,27 4,00 3,95 3,81 4,13 4,12

8. Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan 2,99 3,25 2,74 2,66 2,71 2,79 2,47 2,43 2,51 2,78 2,95 3,14 3,19 3,27 3,35 2,87 3,24

9. Jasa-jasa 10,74 12,38 9,25 10,32 9,27 12,00 12,28 11,80 11,53 10,42 10,55 10,41 10,71 10,14 9,91 9,01 10,58

Produk Domestik Bruto 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Lapangan Usaha 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1983 1 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

(1) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35)

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan 31,11 31,07 29,48 28,09 24,84 25,25 25,94 26,36 22,89 22,72 23,21 24,22 23,33 24,12 23,43 21,55 19,66

2. Pertambangan dan Penggalian 18,94 18,94 19,16 21,79 25,68 24,01 19,72 19,41 20,75 18,84 13,99 11,20 13,83 12,08 13,05 13,35 13,81

3. Industri Pengolahan 9,40 9,56 10,64 10,34 11,64 10,78 12,94 12,52 12,75 14,59 15,98 16,74 16,95 18,47 18,14 19,89 20,96

4. Listrik, Gas, dan Air Minum 0,63 0,56 0,52 0,46 0,50 0,53 0,64 0,71 0,40 0,39 0,41 0,63 0,60 0,61 0,60 0,64 0,77

5. Konstruksi 5,25 5,38 5,46 5,59 5,55 5,77 5,91 6,23 5,92 5,29 5,47 5,17 4,88 5,04 5,31 5,50 5,67

6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 16,50 15,56 15,17 14,91 14,06 14,74 14,93 15,27 14,71 14,95 15,89 16,67 16,86 17,16 17,26 16,87 16,25

7. Pengangkutan dan Komunikasi 4,28 4,32 4,54 4,44 4,32 4,36 4,71 4,67 5,28 5,62 6,29 6,24 5,96 5,73 5,57 5,62 6,11

8. Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan 3,40 4,10 4,69 4,90 4,29 5,26 5,57 5,34 6,07 6,26 6,47 6,83 6,52 6,37 6,47 6,74 7,07

9. Jasa-jasa 10,48 10,53 10,35 9,48 9,11 9,30 9,64 9,50 11,22 11,33 12,29 12,29 11,07 10,41 10,17 9,83 9,70

Produk Domestik Bruto 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Lanjutan Lampiran 15.3 
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                          Lampiran 15.3  Distribusi Produk Domestik Bruto Atas Dasar                                Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 1960-2014 

Lapangan Usaha 1960 1 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1973 1 1974 1975

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan 53,92 47,92 59,02 57,85 55,38 58,75 53,31 53,94 51,00 49,27 47,15 43,62 40,13 39,79 40,13 32,66 31,67

2. Pertambangan dan Penggalian 3,70 2,97 1,63 3,52 7,61 2,46 1,60 2,70 4,15 4,75 5,17 6,56 8,49 9,34 12,30 22,17 19,65

3. Industri Pengolahan 8,35 9,93 8,03 6,76 7,58 7,58 8,39 7,31 8,52 9,22 9,33 9,38 9,17 8,64 9,62 8,31 8,89

4. Listrik, Gas, dan Air Minum 0,28 0,26 0,10 0,11 0,07 0,02 0,04 0,41 0,43 0,46 0,45 0,47 0,44 0,45 0,45 0,49 0,55

5. Konstruksi 2,01 2,26 1,35 1,78 1,98 1,84 1,12 1,66 2,13 2,75 3,00 3,37 3,83 3,97 3,88 3,79 4,66

6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 14,29 17,36 15,29 14,93 13,72 12,38 19,02 17,57 16,99 17,51 18,52 18,77 20,05 20,44 16,55 16,58 16,64

7. Pengangkutan dan Komunikasi 3,72 3,66 2,60 2,05 1,68 2,19 1,77 2,18 2,74 2,83 2,87 4,27 4,00 3,95 3,81 4,13 4,12

8. Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan 2,99 3,25 2,74 2,66 2,71 2,79 2,47 2,43 2,51 2,78 2,95 3,14 3,19 3,27 3,35 2,87 3,24

9. Jasa-jasa 10,74 12,38 9,25 10,32 9,27 12,00 12,28 11,80 11,53 10,42 10,55 10,41 10,71 10,14 9,91 9,01 10,58

Produk Domestik Bruto 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Lapangan Usaha 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1983 1 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

(1) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35)

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan 31,11 31,07 29,48 28,09 24,84 25,25 25,94 26,36 22,89 22,72 23,21 24,22 23,33 24,12 23,43 21,55 19,66

2. Pertambangan dan Penggalian 18,94 18,94 19,16 21,79 25,68 24,01 19,72 19,41 20,75 18,84 13,99 11,20 13,83 12,08 13,05 13,35 13,81

3. Industri Pengolahan 9,40 9,56 10,64 10,34 11,64 10,78 12,94 12,52 12,75 14,59 15,98 16,74 16,95 18,47 18,14 19,89 20,96

4. Listrik, Gas, dan Air Minum 0,63 0,56 0,52 0,46 0,50 0,53 0,64 0,71 0,40 0,39 0,41 0,63 0,60 0,61 0,60 0,64 0,77

5. Konstruksi 5,25 5,38 5,46 5,59 5,55 5,77 5,91 6,23 5,92 5,29 5,47 5,17 4,88 5,04 5,31 5,50 5,67

6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 16,50 15,56 15,17 14,91 14,06 14,74 14,93 15,27 14,71 14,95 15,89 16,67 16,86 17,16 17,26 16,87 16,25

7. Pengangkutan dan Komunikasi 4,28 4,32 4,54 4,44 4,32 4,36 4,71 4,67 5,28 5,62 6,29 6,24 5,96 5,73 5,57 5,62 6,11

8. Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan 3,40 4,10 4,69 4,90 4,29 5,26 5,57 5,34 6,07 6,26 6,47 6,83 6,52 6,37 6,47 6,74 7,07

9. Jasa-jasa 10,48 10,53 10,35 9,48 9,11 9,30 9,64 9,50 11,22 11,33 12,29 12,29 11,07 10,41 10,17 9,83 9,70

Produk Domestik Bruto 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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Lapangan Usaha 1992 1993 1993 1 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000  2000 1  2001           2002     2003 2004

(1) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46)  (47) (48) (49) (50)

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan 19,52 18,46 17,88 17,29 17,14 16,67 16,09 18,08 19,61 17,23 15,60 15,29 15,46 15,19 14,34

2. Pertambangan dan Penggalian 11,51 10,18 9,55 8,77 8,84 8,65 8,85 12,59 10,00 13,86 12,07 11,05 8,83 8,32 8,94

3. Industri Pengolahan 21,76 22,33 22,30 23,35 24,13 25,62 26,79 25,00 25,99 24,90 27,75 29,05 28,72 28,25 28,07

4. Listrik, Gas, dan Air Minum 0,83 0,90 1,00 1,20 1,24 1,29 1,25 1,18 1,22 1,31 0,60 0,66 0,84 0,95 1,03

5. Konstruksi 5,89 6,01 6,83 7,33 7,58 7,89 7,44 6,46 6,15 6,05 5,51 5,70 6,07 6,22 6,59

6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 16,44 16,49 16,77 16,71 16,64 16,36 15,86 15,35 15,99 15,74 16,15 16,10 17,14 16,64 16,05

7. Pengangkutan dan Komunikasi 6,58 6,86 7,05 7,16 6,78 6,56 6,14 5,43 5,02 4,93 4,68 4,69 5,38 5,91 6,20

8. Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan 7,35 7,57 8,51 9,03 8,69 8,26 8,66 7,31 6,48 6,36 8,31 8,22 8,48 8,64 8,47

9. Jasa-jasa 10,13 11,21 10,12 9,18 8,95 8,69 8,92 8,59 9,54 9,63 9,34 9,25 9,09 9,87 10,32

Produk Domestik Bruto 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Lapangan Usaha 2005 2006 2007 2008 2009 2010

(1) (51) (52) (53) (54) (55) (56)

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan 13,13 12,97 13,72 14,48 15,29 15,29

2. Pertambangan dan Penggalian 11,14 10,98 11,15 10,94 10,56 11,16

3. Industri Pengolahan 27,41 27,54 27,05 27,81 26,36 24,80

4. Listrik, Gas, dan Air Minum 0,96 0,91 0,88 0,83 0,83 0,76

5. Konstruksi 7,03 7,52 7,72 8,48 9,90 10,25

6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 15,56 15,02 14,99 13,97 13,28 13,69

7. Pengangkutan dan Komunikasi 6,51 6,93 6,69 6,31 6,31 6,56

8. Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan 8,31 8,06 7,73 7,44 7,23 7,24

9. Jasa-jasa 9,96 10,07 10,08 9,74 10,24 10,24

Produk Domestik Bruto 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Lanjutan Lampiran 15.3 

Lanjutan Lampiran 15.3 

Catatan: 
* Angka sementara 
** Angka sangat sementara 
1 Tahun dasar
Tahun 19601 - 1973 menggunakan tahun dasar 1960 
Tahun 19731 - 1983 menggunakan tahun dasar 1973 
Tahun 19831 - 1993 menggunakan tahun dasar 1983 
Tahun 19931 - 2000 menggunakan tahun dasar 1993 
Tahun 20001 - 2010 menggunakan tahun dasar 2000 
Tahun 20101	-	2014	menggunakan	tahun	dasar	2010	dan	Klasifikasi	lapangan	usaha	berubah	menjadi	17	kategori.

Sumber:	Badan	Pusat	Statistik	(BPS)
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Lapangan Usaha 1992 1993 1993 1 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000  2000 1  2001           2002     2003 2004

(1) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46)  (47) (48) (49) (50)

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan 19,52 18,46 17,88 17,29 17,14 16,67 16,09 18,08 19,61 17,23 15,60 15,29 15,46 15,19 14,34

2. Pertambangan dan Penggalian 11,51 10,18 9,55 8,77 8,84 8,65 8,85 12,59 10,00 13,86 12,07 11,05 8,83 8,32 8,94

3. Industri Pengolahan 21,76 22,33 22,30 23,35 24,13 25,62 26,79 25,00 25,99 24,90 27,75 29,05 28,72 28,25 28,07

4. Listrik, Gas, dan Air Minum 0,83 0,90 1,00 1,20 1,24 1,29 1,25 1,18 1,22 1,31 0,60 0,66 0,84 0,95 1,03

5. Konstruksi 5,89 6,01 6,83 7,33 7,58 7,89 7,44 6,46 6,15 6,05 5,51 5,70 6,07 6,22 6,59

6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 16,44 16,49 16,77 16,71 16,64 16,36 15,86 15,35 15,99 15,74 16,15 16,10 17,14 16,64 16,05

7. Pengangkutan dan Komunikasi 6,58 6,86 7,05 7,16 6,78 6,56 6,14 5,43 5,02 4,93 4,68 4,69 5,38 5,91 6,20

8. Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan 7,35 7,57 8,51 9,03 8,69 8,26 8,66 7,31 6,48 6,36 8,31 8,22 8,48 8,64 8,47

9. Jasa-jasa 10,13 11,21 10,12 9,18 8,95 8,69 8,92 8,59 9,54 9,63 9,34 9,25 9,09 9,87 10,32

Produk Domestik Bruto 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Lanjutan Lampiran 15.3 

Lapangan Usaha 2010 1 2011 2012   2013 *    2014 **

(1) (57) (58) (59) (60) (61)

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 13,93 13,51 13,37 13,39 13,38

B Pertambangan dan Penggalian 10,46 11,81 11,61 10,95 9,82

C Industri Pengolahan 22,04 21,76 21,45 20,98 21,02

D Pengadaan Listrik dan Gas 1,06 1,17 1,11 1,04 1,08

E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah 
dan Daur Ulang

0,09 0,08 0,08 0,08 0,07

F Konstruksi 9,13 9,09 9,35 9,51 9,88

G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil 
dan Sepeda Motor

13,46 13,61 13,21 13,27 13,38

H Transportasi dan Pergudangan 3,57 3,53 3,63 3,87 4,27

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 2,92 2,86 2,93 3,04 3,14

J  Informasi dan Komunikasi 3,73 3,60 3,61 3,58 3,50

K Jasa Keuangan dan Asuransi 3,49 3,46 3,72 3,87 3,88

L Real Estat 2,89 2,79 2,76 2,77 2,79

M,N Jasa Perusahaan 1,44 1,46 1,48 1,52 1,57

O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan 
Jaminan Sosial Wajib

3,78 3,89 3,95 3,90 3,84

P Jasa Pendidikan 2,94 2,97 3,14 3,25 3,29

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,97 0,98 1,00 1,01 1,03

R,S,T,U Jasa Lainnya 1,47 1,44 1,42 1,47 1,55

Nilai Tambah Bruto Atas Harga Dasar 97,37 98,01 97,84 97,50 97,50

Pajak Dikurang Subsidi Atas Produk 2,63 1,99 2,16 2,50 2,50

Produk Domestik Bruto 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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        Lampiran 15.4  Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Atas Dasar                                Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (persen), 1960-2014 

Lapangan Usaha 1960 1 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1973 1 1974 1975

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan – 1,66 3,27 -3,71 5,12 0,76 4,79 -1,69 9,95 1,88 4,23 3,69 2,14 5,57 – 3,73 0,01

2. Pertambangan dan Penggalian – 1,39 5,48 -3,25 4,70 2,56 -3,75 8,44 36,53 22,81 14,29 6,25 20,59 21,95 – 3,37 -3,60

3. Industri Pengolahan – 12,27 1,37 -1,89 -1,37 -0,84 1,97 3,31 8,80 15,20 8,51 13,73 5,17 3,28 – 16,15 12,30

4. Listrik, Gas, dan Air Minum – 9,09 8,33 15,38 13,33 0,00 0,00 29,41 4,55 30,43 0,00 0,00 33,33 0,00 – 21,71 11,35

5. Konstruksi – 29,11 -15,69 -24,42 0,00 13,85 13,51 -13,10 26,03 30,43 25,00 20,00 22,22 22,73 – 22,14 14,00

6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran – 15,95 -0,46 2,80 2,87 -1,03 -4,30 9,77 11,30 12,94 12,36 8,00 14,81 11,29 – 9,48 5,70

7. Pengangkutan dan Komunikasi – 0,00 2,76 2,68 -3,27 2,03 0,66 2,63 1,92 0,63 12,50 22,22 13,64 8,00 – 12,06 5,10

8. Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan – 12,07 -4,62 -6,45 8,62 0,79 -4,72 1,65 11,38 24,09 17,65 15,00 8,70 12,00 – 15,93 14,50

9. Jasa-jasa – 4,77 2,96 1,11 1,75 4,73 7,19 2,49 8,79 1,37 3,39 4,92 1,56 3,08 – 6,58 17,97

Produk Domestik Bruto – 5,74 1,84 -2,24 3,53 1,08 2,79 1,38 10,92 6,86 7,53 7,01 7,04 8,10 – 7,63 4,98

Lapangan Usaha 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1983 1 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

(1) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35)

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan 4,71 1,28 5,15 3,85 5,20 4,92 2,12 4,79 – 4,21 4,25 2,59 2,14 4,90 3,32 2,00 1,60

2. Pertambangan dan Penggalian 15,00 12,36 -1,98 -0,18 -1,17 3,33 -12,09 1,78 – 6,29 -9,58 5,35 0,35 -2,89 4,85 5,21 10,18

3. Industri Pengolahan 9,68 13,73 16,82 12,92 22,17 10,16 1,22 2,20 – 22,05 11,19 9,29 10,61 11,99 9,20 12,50 10,06

4. Listrik, Gas, dan Air Minum 12,38 5,83 16,12 20,56 13,56 15,28 17,48 6,92 – 3,21 11,39 19,09 15,08 10,98 12,15 17,88 16,15

5. Konstruksi 5,40 20,62 14,04 6,41 13,59 12,65 5,22 6,16 – -4,42 2,60 2,24 4,21 9,50 11,77 13,52 11,25

6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 4,40 6,48 6,40 9,85 10,16 10,30 5,69 3,77 – 3,44 4,98 8,06 7,15 9,06 10,74 7,10 5,43

7. Pengangkutan dan Komunikasi 13,18 24,81 20,25 8,87 8,86 11,08 5,86 5,01 – 8,42 0,99 4,04 5,79 5,53 11,51 9,57 7,87

8. Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan 8,83 23,55 12,10 7,41 11,92 8,55 7,74 6,50 – 11,17 4,59 9,98 4,73 3,19 10,04 10,10 9,66

9. Jasa-jasa 4,59 11,39 8,66 4,16 15,68 8,69 3,31 4,85 – 4,60 5,73 5,45 6,18 6,62 5,96 4,73 3,74

Produk Domestik Bruto 6,89 8,76 7,84 6,26 9,88 7,93 2,25 4,19 – 6,98 2,46 5,87 4,93 5,78 7,46 7,24 6,95

Lanjutan Lampiran 15.4 
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        Lampiran 15.4  Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Atas Dasar                                Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (persen), 1960-2014 

Lapangan Usaha 1960 1 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1973 1 1974 1975

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan – 1,66 3,27 -3,71 5,12 0,76 4,79 -1,69 9,95 1,88 4,23 3,69 2,14 5,57 – 3,73 0,01

2. Pertambangan dan Penggalian – 1,39 5,48 -3,25 4,70 2,56 -3,75 8,44 36,53 22,81 14,29 6,25 20,59 21,95 – 3,37 -3,60

3. Industri Pengolahan – 12,27 1,37 -1,89 -1,37 -0,84 1,97 3,31 8,80 15,20 8,51 13,73 5,17 3,28 – 16,15 12,30

4. Listrik, Gas, dan Air Minum – 9,09 8,33 15,38 13,33 0,00 0,00 29,41 4,55 30,43 0,00 0,00 33,33 0,00 – 21,71 11,35

5. Konstruksi – 29,11 -15,69 -24,42 0,00 13,85 13,51 -13,10 26,03 30,43 25,00 20,00 22,22 22,73 – 22,14 14,00

6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran – 15,95 -0,46 2,80 2,87 -1,03 -4,30 9,77 11,30 12,94 12,36 8,00 14,81 11,29 – 9,48 5,70

7. Pengangkutan dan Komunikasi – 0,00 2,76 2,68 -3,27 2,03 0,66 2,63 1,92 0,63 12,50 22,22 13,64 8,00 – 12,06 5,10

8. Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan – 12,07 -4,62 -6,45 8,62 0,79 -4,72 1,65 11,38 24,09 17,65 15,00 8,70 12,00 – 15,93 14,50

9. Jasa-jasa – 4,77 2,96 1,11 1,75 4,73 7,19 2,49 8,79 1,37 3,39 4,92 1,56 3,08 – 6,58 17,97

Produk Domestik Bruto – 5,74 1,84 -2,24 3,53 1,08 2,79 1,38 10,92 6,86 7,53 7,01 7,04 8,10 – 7,63 4,98

Lapangan Usaha 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1983 1 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

(1) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35)

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan 4,71 1,28 5,15 3,85 5,20 4,92 2,12 4,79 – 4,21 4,25 2,59 2,14 4,90 3,32 2,00 1,60

2. Pertambangan dan Penggalian 15,00 12,36 -1,98 -0,18 -1,17 3,33 -12,09 1,78 – 6,29 -9,58 5,35 0,35 -2,89 4,85 5,21 10,18

3. Industri Pengolahan 9,68 13,73 16,82 12,92 22,17 10,16 1,22 2,20 – 22,05 11,19 9,29 10,61 11,99 9,20 12,50 10,06

4. Listrik, Gas, dan Air Minum 12,38 5,83 16,12 20,56 13,56 15,28 17,48 6,92 – 3,21 11,39 19,09 15,08 10,98 12,15 17,88 16,15

5. Konstruksi 5,40 20,62 14,04 6,41 13,59 12,65 5,22 6,16 – -4,42 2,60 2,24 4,21 9,50 11,77 13,52 11,25

6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 4,40 6,48 6,40 9,85 10,16 10,30 5,69 3,77 – 3,44 4,98 8,06 7,15 9,06 10,74 7,10 5,43

7. Pengangkutan dan Komunikasi 13,18 24,81 20,25 8,87 8,86 11,08 5,86 5,01 – 8,42 0,99 4,04 5,79 5,53 11,51 9,57 7,87

8. Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan 8,83 23,55 12,10 7,41 11,92 8,55 7,74 6,50 – 11,17 4,59 9,98 4,73 3,19 10,04 10,10 9,66

9. Jasa-jasa 4,59 11,39 8,66 4,16 15,68 8,69 3,31 4,85 – 4,60 5,73 5,45 6,18 6,62 5,96 4,73 3,74

Produk Domestik Bruto 6,89 8,76 7,84 6,26 9,88 7,93 2,25 4,19 – 6,98 2,46 5,87 4,93 5,78 7,46 7,24 6,95
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Lapangan Usaha 1992 1993  1993 1 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000    2000 1    2001           2002     2003 2004

(1) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45)  (46)   (47) (48) (49) (50)

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan 6,65 1,42 – 0,56 4,38 3,14 1,00 -1,33 2,16 1,88 – 3,26 3,45 3,79 2,82

2. Pertambangan dan Penggalian -1,86 2,18 – 5,60 6,74 6,30 2,12 -2,76 -1,62 5,51 – 0,33 1,00 -1,37 -4,48

3. Industri Pengolahan 9,68 9,35 – 12,36 10,88 11,59 5,25 -11,44 3,92 5,98 – 3,30 5,29 5,33 6,38

4. Listrik, Gas, dan Air Minum 10,13 10,14 – 12,53 15,91 13,63 12,37 3,03 8,27 7,56 – 7,92 8,94 4,87 5,30

5. Konstruksi 10,77 12,15 – 14,86 12,92 12,76 7,36 -36,44 -1,91 5,64 – 4,58 5,48 6,10 7,49

6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 7,32 8,76 – 7,61 7,94 8,16 5,83 -18,22 -0,06 5,67 – 3,95 4,27 5,45 5,70

7. Pengangkutan dan Komunikasi 9,98 9,89 – 8,34 8,50 8,68 7,01 -15,13 -0,75 8,59 – 8,10 8,39 12,19 13,38

8. Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan 9,82 10,27 – 10,17 11,04 6,04 5,93 -26,63 -7,19 4,59 – 6,76 6,70 6,73 7,66

9. Jasa-jasa 4,35 4,26 – 2,77 3,27 3,40 3,62 -3,85 1,94 2,33 – 3,24 3,75 4,41 5,38

Produk Domestik Bruto 6,46 6,50 – 7,54 8,22 7,82 4,70 -13,13 0,79 4,92 – 3,64 4,50 4,78 5,03

Lapangan Usaha 2005 2006 2007 2008 2009 2010

(1) (51) (52) (53) (54) (55) (56)

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan 2,72 3,36 3,47 4,83 3,96 3,01

2. Pertambangan dan Penggalian 3,20 1,70 1,93 0,71 4,47 3,86

3. Industri Pengolahan 4,60 4,59 4,67 3,66 2,21 4,74

4. Listrik, Gas, dan Air Minum 6,30 5,76 10,33 10,93 14,29 5,33

5. Konstruksi 7,54 8,34 8,53 7,55 7,07 6,95

6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 8,30 6,42 8,93 6,87 1,28 8,69

7. Pengangkutan dan Komunikasi 12,76 14,23 14,04 16,57 15,85 13,41

8. Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan 6,70 5,47 7,99 8,24 5,21 5,67

9. Jasa-jasa 5,16 6,16 6,44 6,24 6,42 6,04

Produk Domestik Bruto 5,69 5,50 6,35 6,01 4,63 6,22

Lanjutan Lampiran 15.4 

Lanjutan Lampiran 15.4 

Catatan: 
* Angka sementara 
** Angka sangat sementara 
1 Tahun dasar
Tahun 19601 - 1973 menggunakan tahun dasar 1960 
Tahun 19731 - 1983 menggunakan tahun dasar 1973 
Tahun 19831 - 1993 menggunakan tahun dasar 1983 
Tahun 19931 - 2000 menggunakan tahun dasar 1993 
Tahun 20001 - 2010 menggunakan tahun dasar 2000 
Tahun 20101	-	2014	menggunakan	tahun	dasar	2010	dan	Klasifikasi	lapangan	usaha	berubah	menjadi	17	kategori.

Sumber:	Badan	Pusat	Statistik	(BPS)
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Lapangan Usaha 1992 1993  1993 1 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000    2000 1    2001           2002     2003 2004

(1) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45)  (46)   (47) (48) (49) (50)

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan 6,65 1,42 – 0,56 4,38 3,14 1,00 -1,33 2,16 1,88 – 3,26 3,45 3,79 2,82

2. Pertambangan dan Penggalian -1,86 2,18 – 5,60 6,74 6,30 2,12 -2,76 -1,62 5,51 – 0,33 1,00 -1,37 -4,48

3. Industri Pengolahan 9,68 9,35 – 12,36 10,88 11,59 5,25 -11,44 3,92 5,98 – 3,30 5,29 5,33 6,38

4. Listrik, Gas, dan Air Minum 10,13 10,14 – 12,53 15,91 13,63 12,37 3,03 8,27 7,56 – 7,92 8,94 4,87 5,30

5. Konstruksi 10,77 12,15 – 14,86 12,92 12,76 7,36 -36,44 -1,91 5,64 – 4,58 5,48 6,10 7,49

6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 7,32 8,76 – 7,61 7,94 8,16 5,83 -18,22 -0,06 5,67 – 3,95 4,27 5,45 5,70

7. Pengangkutan dan Komunikasi 9,98 9,89 – 8,34 8,50 8,68 7,01 -15,13 -0,75 8,59 – 8,10 8,39 12,19 13,38

8. Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan 9,82 10,27 – 10,17 11,04 6,04 5,93 -26,63 -7,19 4,59 – 6,76 6,70 6,73 7,66

9. Jasa-jasa 4,35 4,26 – 2,77 3,27 3,40 3,62 -3,85 1,94 2,33 – 3,24 3,75 4,41 5,38

Produk Domestik Bruto 6,46 6,50 – 7,54 8,22 7,82 4,70 -13,13 0,79 4,92 – 3,64 4,50 4,78 5,03

Lanjutan Lampiran 15.4 

Lapangan Usaha 2010 1 2011 2012   2013 *    2014 **

(1) (57) (58) (59) (60)  (61)

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan –  3,95  4,59  4,20  4,18 

B Pertambangan dan Penggalian –  4,29  3,02  1,74  0,55 

C Industri Pengolahan –  6,26  5,62  4,49  4,63 

D Pengadaan Listrik dan Gas –  5,69  10,06  5,23  5,57 

E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah 
dan Daur Ulang

–  4,73  3,34  4,06  3,05 

F Konstruksi –  9,02  6,56  6,11  6,97 

G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil 
dan Sepeda Motor

–  9,66  5,40  4,71  4,84 

H Transportasi dan Pergudangan –  8,31  7,11  8,38  8,00 

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum –  6,86  6,64  6,80  5,91 

J  Informasi dan Komunikasi –  10,02  12,28  10,39  10,02 

K Jasa Keuangan dan Asuransi –  6,97  9,54  9,09  4,93 

L Real Estat –  7,68  7,41  6,54  5,00 

M,N Jasa Perusahaan –  9,24  7,44  7,91  9,81 

O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan 
Jaminan Sosial Wajib

–  6,43  2,13  2,38  2,49 

P Jasa Pendidikan –  6,68  8,22  8,20  6,29 

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial –  9,25  7,97  7,83  8,01 

R,S,T,U Jasa Lainnya –  8,22  5,76  6,41  8,92 

Nilai Tambah Bruto Atas Harga Dasar –  6,87  5,85  5,21  5,02 

Pajak Dikurang Subsidi Atas Produk –  -19,65  15,05  22,10  5,13 

Produk Domestik Bruto –  6,17  6,03  5,58  5,02 
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Jenis Pengeluaran 1960 1 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1973 1 1974 1975

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 311,4 385,6 1 180,0 2 726,5 5 821,3 20 902,5 303,3 786,0 1 854,4 2 359,9 2 692,8 2 973,0 3 314,0 4 732,0 4 790,7 7 258,6 8 744,5

2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 45,1 55,4 83,3 228,3 508,2 1 329,8 27,8 62,5 156,4 198,5 293,0 341,0 414,0 716,0 716,0 841,0 1 253,7

3. Pembentukan Modal Tetap Bruto 2 30,7 48,1 74,8 263,0 862,0 1 586,7 14,3 67,9 184,6 317,3 454,6 580,0 857,0 1 208,0 1 208,0 1 797,0 2 571,7

4. Perubahan Inventori  – – – – – – – – – – – – – – – – –

5. Ekspor Barang dan Jasa 52,0 45,0 69,0 291,0 874,0 1 251,0 40,3 74,4 227,9 245,2 428,8 507,0 729,0 1 189,0 1 354,3 3 105,1 2 850,6

6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa 49,0 64,0 72,0 300,0 932,0 1 360,0 69,8 143,0 326,6 402,6 529,0 607,0 766,0 1 240,0 1 315,6 2 293,7 2 778,0

7. PRODUK DOMESTIK BRUTO 390,2 470,1 1 335,1 3 208,8 7 133,5 23 710,0 315,9 847,8 2 096,7 2 718,3 3 340,2 3 794,0 4 548,0 6 605,0 6 753,4 10 708,0 12 642,5

8. Pendapatan Neto Terhadap Luar Negeri
Atas Faktor Produksi

-3,2 -5,0 -9,0 -40,8 -120,0 -173,0 -4,9 -9,6 -28,8 -34,9 -50,3 -68,0 -144,0 -227,0 -245,7 -507,1 -555,7

9. PRODUK NASIONAL BRUTO 387,0 465,1 1 326,1 3 168,0 7 013,5 23 537,0 311,0 838,2 2 067,9 2 683,4 3 289,9 3 726,0 4 404,0 6 378,0 6 507,7 10 200,9 12 086,8

10. Dikurangi Pajak Tidak Langsung Neto 23,8 24,0 34,0 111,0 175,0 567,0 7,6 31,0 94,0 134,9 188,2 229,0 236,0 328,0 328,0 447,0 519,2

11. Dikurangi Penyusutan 23,0 31,0 88,0 190,0 476,0 1 408,0 17,2 54,7 131,0 176,3 218,8 248,0 300,0 436,0 439,0 696,0 821,0

12. PENDAPATAN NASIONAL 340,2 410,1 1 204,1 2 867,0 6 362,5 21 562,0 286,2 752,5 1 842,9 2 372,2 2 882,9 3 249,0 3 868,0 5 614,0 5 740,7 9 057,9 10 746,6

Jenis Pengeluaran 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1983 1 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

(1) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35)

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 10 463,8 12 458,4 15 184,5 19 513,7 27 502,9 35 560,0 41 670,3 49 231,0 47 063,0 54 066,5 57 201,4 63 355,3 71 988,9 81 045,3 88 752,3 106 312,3 125 035,8

2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 1 590,5 2 077,3 2 658,9 3 733,4 4 688,2 5 787,9 6 831,7 7 791,3 8 077,3 9 121,5 10 893,1 11 328,7 11 763,5 12 755,8 15 697,6 17 572,6 20 784,6

3. Pembentukan Modal Tetap Bruto 2 3 204,9 3 826,4 4 670,7 6 704,3 9 485,2 11 553,4 13 467,1 17 187,7 19 467,9 20 136,1 22 366,9 24 781,9 30 980,2 36 802,6 45 659,8 55 633,4 63 893,9

4. Perubahan Inventori – – – – – – – – 2 793,5 3 406,4 4 836,8 4 243,0 8 165,8 8 006,9 13 171,0 15 071,5 16 847,8

5. Ekspor Barang dan Jasa 3 429,6 4 465,8 4 973,9 9 628,7 13 849,2 14 927,9 13 345,2 17 732,9 19 847,0 22 999,3 21 533,9 20 009,9 29 874,3 34 665,6 42 505,0 51 953,1 62 263,8

6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa 3 222,1 3 817,2 4 742,0 7 554,7 10 079,8 13 802,2 15 681,7 20 728,2 19 625,9 19 844,7 19 835,2 21 036,2 27 955,8 31 171,4 38 601,0 50 945,7 61 375,7

7. PRODUK DOMESTIK BRUTO 15 466,7 19 010,7 22 746,0 32 025,4 45 445,7 54 027,0 59 632,6 71 214,7 77 622,8 89 885,1 96 996,9 102 682,6 124 816,9 142 104,8 167 184,7 195 597,2 227 450,2

8. Pendapatan Neto Terhadap Luar Negeri
Atas Faktor Produksi

-432,2 -678,5 -866,7 -1 484,4 -2 010,7 -1 924,9 -1 957,5 -3 035,9 -3 283,1 -4 182,7 -3 940,9 -4 192,5 -6 022,0 -6 921,7 -8 074,1 -9 615,5 -10 899,3

9. PRODUK NASIONAL BRUTO 15 034,5 18 332,2 21 879,3 30 541,0 43 435,0 52 102,1 57 675,1 68 178,8 74 339,7 85 702,4 93 056,0 98 490,1 118 794,9 135 183,1 159 110,6 185 981,7 216 550,9

10. Dikurangi Pajak Tidak Langsung Neto 690,5 845,6 1 028,9 1 304,8 1 634,6 1 752,2 2 132,5 2 280,6 2 450,8 2 723,4 3 596,5 6 528,7 7 129,8 9 032,7 12 444,5 13 420,1 15 003,5

11. Dikurangi Penyusutan 1 006,3 1 235,7 1 482,8 2 089,4 2 962,1 3 511,8 3 876,1 4 629,0 3 881,1 4 494,3 4 849,8 5 134,1 6 240,8 7 105,4 8 364,5 9 783,9 11 379,8

12. PENDAPATAN NASIONAL 13 337,7 16 250,9 19 367,6 27 146,8 38 838,3 46 838,1 51 666,5 61 269,2 68 007,8 78 484,7 84 609,7 86 827,3 105 424,3 119 045,0 138 301,6 162 777,7 190 167,6

Lampiran 15.5 Produk Domestik Bruto Menurut Pengeluaran                                Atas Dasar Harga Berlaku (miliar rupiah), 1960–2014

Lanjutan Lampiran 15.5
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Jenis Pengeluaran 1960 1 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1973 1 1974 1975

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 311,4 385,6 1 180,0 2 726,5 5 821,3 20 902,5 303,3 786,0 1 854,4 2 359,9 2 692,8 2 973,0 3 314,0 4 732,0 4 790,7 7 258,6 8 744,5

2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 45,1 55,4 83,3 228,3 508,2 1 329,8 27,8 62,5 156,4 198,5 293,0 341,0 414,0 716,0 716,0 841,0 1 253,7

3. Pembentukan Modal Tetap Bruto 2 30,7 48,1 74,8 263,0 862,0 1 586,7 14,3 67,9 184,6 317,3 454,6 580,0 857,0 1 208,0 1 208,0 1 797,0 2 571,7

4. Perubahan Inventori  – – – – – – – – – – – – – – – – –

5. Ekspor Barang dan Jasa 52,0 45,0 69,0 291,0 874,0 1 251,0 40,3 74,4 227,9 245,2 428,8 507,0 729,0 1 189,0 1 354,3 3 105,1 2 850,6

6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa 49,0 64,0 72,0 300,0 932,0 1 360,0 69,8 143,0 326,6 402,6 529,0 607,0 766,0 1 240,0 1 315,6 2 293,7 2 778,0

7. PRODUK DOMESTIK BRUTO 390,2 470,1 1 335,1 3 208,8 7 133,5 23 710,0 315,9 847,8 2 096,7 2 718,3 3 340,2 3 794,0 4 548,0 6 605,0 6 753,4 10 708,0 12 642,5

8. Pendapatan Neto Terhadap Luar Negeri
Atas Faktor Produksi

-3,2 -5,0 -9,0 -40,8 -120,0 -173,0 -4,9 -9,6 -28,8 -34,9 -50,3 -68,0 -144,0 -227,0 -245,7 -507,1 -555,7

9. PRODUK NASIONAL BRUTO 387,0 465,1 1 326,1 3 168,0 7 013,5 23 537,0 311,0 838,2 2 067,9 2 683,4 3 289,9 3 726,0 4 404,0 6 378,0 6 507,7 10 200,9 12 086,8

10. Dikurangi Pajak Tidak Langsung Neto 23,8 24,0 34,0 111,0 175,0 567,0 7,6 31,0 94,0 134,9 188,2 229,0 236,0 328,0 328,0 447,0 519,2

11. Dikurangi Penyusutan 23,0 31,0 88,0 190,0 476,0 1 408,0 17,2 54,7 131,0 176,3 218,8 248,0 300,0 436,0 439,0 696,0 821,0

12. PENDAPATAN NASIONAL 340,2 410,1 1 204,1 2 867,0 6 362,5 21 562,0 286,2 752,5 1 842,9 2 372,2 2 882,9 3 249,0 3 868,0 5 614,0 5 740,7 9 057,9 10 746,6

Jenis Pengeluaran 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1983 1 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

(1) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35)

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 10 463,8 12 458,4 15 184,5 19 513,7 27 502,9 35 560,0 41 670,3 49 231,0 47 063,0 54 066,5 57 201,4 63 355,3 71 988,9 81 045,3 88 752,3 106 312,3 125 035,8

2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 1 590,5 2 077,3 2 658,9 3 733,4 4 688,2 5 787,9 6 831,7 7 791,3 8 077,3 9 121,5 10 893,1 11 328,7 11 763,5 12 755,8 15 697,6 17 572,6 20 784,6

3. Pembentukan Modal Tetap Bruto 2 3 204,9 3 826,4 4 670,7 6 704,3 9 485,2 11 553,4 13 467,1 17 187,7 19 467,9 20 136,1 22 366,9 24 781,9 30 980,2 36 802,6 45 659,8 55 633,4 63 893,9

4. Perubahan Inventori – – – – – – – – 2 793,5 3 406,4 4 836,8 4 243,0 8 165,8 8 006,9 13 171,0 15 071,5 16 847,8

5. Ekspor Barang dan Jasa 3 429,6 4 465,8 4 973,9 9 628,7 13 849,2 14 927,9 13 345,2 17 732,9 19 847,0 22 999,3 21 533,9 20 009,9 29 874,3 34 665,6 42 505,0 51 953,1 62 263,8

6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa 3 222,1 3 817,2 4 742,0 7 554,7 10 079,8 13 802,2 15 681,7 20 728,2 19 625,9 19 844,7 19 835,2 21 036,2 27 955,8 31 171,4 38 601,0 50 945,7 61 375,7

7. PRODUK DOMESTIK BRUTO 15 466,7 19 010,7 22 746,0 32 025,4 45 445,7 54 027,0 59 632,6 71 214,7 77 622,8 89 885,1 96 996,9 102 682,6 124 816,9 142 104,8 167 184,7 195 597,2 227 450,2

8. Pendapatan Neto Terhadap Luar Negeri
Atas Faktor Produksi

-432,2 -678,5 -866,7 -1 484,4 -2 010,7 -1 924,9 -1 957,5 -3 035,9 -3 283,1 -4 182,7 -3 940,9 -4 192,5 -6 022,0 -6 921,7 -8 074,1 -9 615,5 -10 899,3

9. PRODUK NASIONAL BRUTO 15 034,5 18 332,2 21 879,3 30 541,0 43 435,0 52 102,1 57 675,1 68 178,8 74 339,7 85 702,4 93 056,0 98 490,1 118 794,9 135 183,1 159 110,6 185 981,7 216 550,9

10. Dikurangi Pajak Tidak Langsung Neto 690,5 845,6 1 028,9 1 304,8 1 634,6 1 752,2 2 132,5 2 280,6 2 450,8 2 723,4 3 596,5 6 528,7 7 129,8 9 032,7 12 444,5 13 420,1 15 003,5

11. Dikurangi Penyusutan 1 006,3 1 235,7 1 482,8 2 089,4 2 962,1 3 511,8 3 876,1 4 629,0 3 881,1 4 494,3 4 849,8 5 134,1 6 240,8 7 105,4 8 364,5 9 783,9 11 379,8

12. PENDAPATAN NASIONAL 13 337,7 16 250,9 19 367,6 27 146,8 38 838,3 46 838,1 51 666,5 61 269,2 68 007,8 78 484,7 84 609,7 86 827,3 105 424,3 119 045,0 138 301,6 162 777,7 190 167,6

Lampiran 15.5 Produk Domestik Bruto Menurut Pengeluaran                                Atas Dasar Harga Berlaku (miliar rupiah), 1960–2014
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Jenis Pengeluaran 2005 2006 2007 2008 2009 2010

(1) (51) (52) (53) (54) (55) (56)

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 1 785 596,4 2 092 655,7 2 510.503,8 2 999 956,9 3 290 995,9 3 643 425,0

2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 224 980,5 288 079,9 329 760,1 416 866,7 537 588,8 587 282,9

3. Pembentukan Modal Tetap Bruto 2 655 854,3 805 786,1 985 627,1 1 370 717,0 1 744 357,1 2 064 994,1

4. Perubahan Inventori 39 974,6 42 382,2 -1 053,3 5 822,3 -7 264,2 18 364,4

5. Ekspor Barang dan Jasa 945 121,8 1 036 316,5 1 162 973,8 1 475 119,1 1 354 409,4 1 584 673,8

6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa 830 083,4 855 587,8 1 003 271,3 1 422 902,1 1 197 092,7 1 476 620,3

Diskrepansi Statistik -47 163,0 -70 415,7 -33 647,0 103 108,6 -116 790,9 24 732,0

7. PRODUK DOMESTIK BRUTO 2 774 281,1 3 339 216,8 3 950 893,2 4 948 688,4 5 606 203,4 6 446 851,9

8. Pendapatan Neto Terhadap Luar Negeri
Atas Faktor Produksi

-135 000,5 -142 268,9 -162 484,7 -175 865,2 -196 219,5 -180 968,9

9. PRODUK NASIONAL BRUTO 2 639 280,6 3 196 947,9 3 788 408,5 4 772 823,2 5 409 983,9 6 265 883,0

10. Dikurangi Pajak Tidak Langsung Neto 53 719,3 98 142,7 112 188,8 104 045,1 214 833,2 225 193,6

11. Dikurangi Penyusutan 138 714,1 166 960,8 197 544,7 247 434,4 280 310,2 322 342,6

12. PENDAPATAN NASIONAL 2 446 847,2 2 931 844,3 3 478 675,0 4 421 343,7 4 914 840,5 5 718 346,9

Jenis Pengeluaran 1992 1993  1993 1 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000    2000 1   2001           2002     2003 2004

(1) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45)  (46)  (47) (48) (49) (50)

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 135 880,3 158 342,7 192 958,4 228 119,3 279 876,4 332 094,4 387 170,7 647 823,6 813 183,3 850 818,7 856 798,3 1 039 655,0 1 231 964,5 1 372 078,0 1 532 888,3

2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 24 731,3 29 756,7 29 756,7 31 014,0 35 584,2 40 299,2 42 952,0 54 415,9 72 631,3 90 779,7   90 779,7 113 416,1 132 218,8 163 701,4 191 055,6

3. Pembentukan Modal Tetap Bruto 2 70 820,2 78 243,2 86 667,3 105 380,6 129 217,5 157 652,7 177 686,1 243 043,4 221 472,3 275 881,3 275 881,2 323 875,3 353 967,0 392 788,6 515 381,2

4. Perubahan Inventori 22 404,9 28 285,6 10 545,5 13 326,5 15 900,4 5 800,4 21 615,1 -82 716,1 -96 461,4 -72 235,5 33 282,8 47 193,6 35 979,5 122 681,9 36 911,1

5. Ekspor Barang dan Jasa 76 384,4 85 454,3 88 230,9 101 331,9 119 592,5 137 533,3 174 871,3 506 244,8 390 560,1 542 992,4 569 490,3 642 594,7 595 514,0 613 720,8 739 639,3

6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa 70 336,6 78 064,7 78 383,0 96 952,6 125 656,9 140 812,0 176 599,8 413 058,1 301 654,0 423 317,9 423 317,9 506 426,2 480 815,4 465 940,9 632 376,1

7. PRODUK DOMESTIK BRUTO 259 884,5 302 017,8 329 775,8 382 219,7 454 514,1 532 568,0 627 695,4 955 753,5 1 099 731,6 1 264 918,7 1 389 769,9 1 646 322,0 1 821 833,4 2 013 674,6 2.295 826,2

8. Pendapatan Neto Terhadap Luar Negeri
Atas Faktor Produksi

-12 446,8 -16 168,8 -12 552,6 -10 248,4 -13 366,1 -14 272,2 -18 355,0 -53 893,7 -83 764,2 -92 161,8 -92 161,8 -61 051,2 -54 513,1 -77 413,9 -105 350,1

9. PRODUK NASIONAL BRUTO 247 437,7 285 849,0 317 223,2 371 971,3 441 148,0 518 295,8 609 340,4 901 859,8 1 015 967,4 1 172 756,9 1 297 607,7 1 585 270,8 1 767 320,3 1 936 260,7 2 190 476,1

10. Dikurangi Pajak Tidak Langsung Neto 17 794,6 20 543,8 21 128,1 23 898,9 27 486,5 28 918,9 37 828,7 6 480,5 17 950,1 -37820,3 -37 820,3 31 425,7 71 186,3 85 272,2 62 534,0

11. Dikurangi Penyusutan 13 044,7 14 907,4 16 488,8 19 111,0 22 725,7 26 628,4 31 384,8 47 787,7 54 986,6 63 245,9 69 488,5 82 316,1 91 091,7 100 683,7 114 791,3

12. PENDAPATAN NASIONAL 216 598,4 250 397,8 279 606,3 328 961,4 390 935,8 462 748,5 540 126,9 847 591,6 943 030,7 1 147 331,3 1 265 939,5 1 471 529,0 1 605 042,3 1 750 304,8 2 013 150,8

Lanjutan Lampiran 15.5

Lanjutan Lampiran 15.5

Catatan: 
* Angka sementara 
** Angka sangat sementara 
1 Tahun dasar
2 Sampai dengan tahun 1983 termasuk perubahan inventori
Tahun 19601 - 1973 menggunakan tahun dasar 1960 
Tahun 19731 - 1983 menggunakan tahun dasar 1973 
Tahun 19831 - 1993 menggunakan tahun dasar 1983 
Tahun 19931 - 2000 menggunakan tahun dasar 1993 
Tahun 20001 - 2010 menggunakan tahun dasar 2000 
Tahun 20101	-	2014	menggunakan	tahun	dasar	2010	dan	Komponen	pengeluaran	berubah	menjadi	7	komponen.

Sumber:	Badan	Pusat	Statistik	(BPS)
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Jenis Pengeluaran 2005 2006 2007 2008 2009 2010

(1) (51) (52) (53) (54) (55) (56)

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 1 785 596,4 2 092 655,7 2 510.503,8 2 999 956,9 3 290 995,9 3 643 425,0

2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 224 980,5 288 079,9 329 760,1 416 866,7 537 588,8 587 282,9

3. Pembentukan Modal Tetap Bruto 2 655 854,3 805 786,1 985 627,1 1 370 717,0 1 744 357,1 2 064 994,1

4. Perubahan Inventori 39 974,6 42 382,2 -1 053,3 5 822,3 -7 264,2 18 364,4

5. Ekspor Barang dan Jasa 945 121,8 1 036 316,5 1 162 973,8 1 475 119,1 1 354 409,4 1 584 673,8

6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa 830 083,4 855 587,8 1 003 271,3 1 422 902,1 1 197 092,7 1 476 620,3

Diskrepansi Statistik -47 163,0 -70 415,7 -33 647,0 103 108,6 -116 790,9 24 732,0

7. PRODUK DOMESTIK BRUTO 2 774 281,1 3 339 216,8 3 950 893,2 4 948 688,4 5 606 203,4 6 446 851,9

8. Pendapatan Neto Terhadap Luar Negeri
Atas Faktor Produksi

-135 000,5 -142 268,9 -162 484,7 -175 865,2 -196 219,5 -180 968,9

9. PRODUK NASIONAL BRUTO 2 639 280,6 3 196 947,9 3 788 408,5 4 772 823,2 5 409 983,9 6 265 883,0

10. Dikurangi Pajak Tidak Langsung Neto 53 719,3 98 142,7 112 188,8 104 045,1 214 833,2 225 193,6

11. Dikurangi Penyusutan 138 714,1 166 960,8 197 544,7 247 434,4 280 310,2 322 342,6

12. PENDAPATAN NASIONAL 2 446 847,2 2 931 844,3 3 478 675,0 4 421 343,7 4 914 840,5 5 718 346,9

Jenis Pengeluaran 1992 1993  1993 1 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000    2000 1   2001           2002     2003 2004

(1) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45)  (46)  (47) (48) (49) (50)

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 135 880,3 158 342,7 192 958,4 228 119,3 279 876,4 332 094,4 387 170,7 647 823,6 813 183,3 850 818,7 856 798,3 1 039 655,0 1 231 964,5 1 372 078,0 1 532 888,3

2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 24 731,3 29 756,7 29 756,7 31 014,0 35 584,2 40 299,2 42 952,0 54 415,9 72 631,3 90 779,7   90 779,7 113 416,1 132 218,8 163 701,4 191 055,6

3. Pembentukan Modal Tetap Bruto 2 70 820,2 78 243,2 86 667,3 105 380,6 129 217,5 157 652,7 177 686,1 243 043,4 221 472,3 275 881,3 275 881,2 323 875,3 353 967,0 392 788,6 515 381,2

4. Perubahan Inventori 22 404,9 28 285,6 10 545,5 13 326,5 15 900,4 5 800,4 21 615,1 -82 716,1 -96 461,4 -72 235,5 33 282,8 47 193,6 35 979,5 122 681,9 36 911,1

5. Ekspor Barang dan Jasa 76 384,4 85 454,3 88 230,9 101 331,9 119 592,5 137 533,3 174 871,3 506 244,8 390 560,1 542 992,4 569 490,3 642 594,7 595 514,0 613 720,8 739 639,3

6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa 70 336,6 78 064,7 78 383,0 96 952,6 125 656,9 140 812,0 176 599,8 413 058,1 301 654,0 423 317,9 423 317,9 506 426,2 480 815,4 465 940,9 632 376,1

7. PRODUK DOMESTIK BRUTO 259 884,5 302 017,8 329 775,8 382 219,7 454 514,1 532 568,0 627 695,4 955 753,5 1 099 731,6 1 264 918,7 1 389 769,9 1 646 322,0 1 821 833,4 2 013 674,6 2.295 826,2

8. Pendapatan Neto Terhadap Luar Negeri
Atas Faktor Produksi

-12 446,8 -16 168,8 -12 552,6 -10 248,4 -13 366,1 -14 272,2 -18 355,0 -53 893,7 -83 764,2 -92 161,8 -92 161,8 -61 051,2 -54 513,1 -77 413,9 -105 350,1

9. PRODUK NASIONAL BRUTO 247 437,7 285 849,0 317 223,2 371 971,3 441 148,0 518 295,8 609 340,4 901 859,8 1 015 967,4 1 172 756,9 1 297 607,7 1 585 270,8 1 767 320,3 1 936 260,7 2 190 476,1

10. Dikurangi Pajak Tidak Langsung Neto 17 794,6 20 543,8 21 128,1 23 898,9 27 486,5 28 918,9 37 828,7 6 480,5 17 950,1 -37820,3 -37 820,3 31 425,7 71 186,3 85 272,2 62 534,0

11. Dikurangi Penyusutan 13 044,7 14 907,4 16 488,8 19 111,0 22 725,7 26 628,4 31 384,8 47 787,7 54 986,6 63 245,9 69 488,5 82 316,1 91 091,7 100 683,7 114 791,3

12. PENDAPATAN NASIONAL 216 598,4 250 397,8 279 606,3 328 961,4 390 935,8 462 748,5 540 126,9 847 591,6 943 030,7 1 147 331,3 1 265 939,5 1 471 529,0 1 605 042,3 1 750 304,8 2 013 150,8

Jenis Pengeluaran      2010 1       2011           2012        2013*   2014**

(1) (57) (58) (59) (60) (61)

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 3 786 062,9 4 260 075,5 4 768 745,1 5 352 696,5 5 911 165,4

2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT 72 758,9 80 529,9 89 585,8 103 929,6 124 509,0

3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 618 178,0 709 450,8 796 848,3 904 996,2 1 005 399,5

4. Pembentukan Modal Tetap Bruto 2 2 127 840,7 2 451 914,0 2 819 026,5 3 059 780,5 3 434 124,6

5. Perubahan Inventori 129 094,6 131 328,6 202 638,4 183 329,3 219 004,7

6. Ekspor Barang dan Jasa 1 667 917,8 2 061 886,2 2 118 979,0 2 283 761,0 2 501 202,0

7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa 1 537 719,8 1 868 075,0 2 152 937,0 2 359 212,0 2 580 527,0

Diskrepansi Statistik 0,0 4 616,0 -27 181,5 -4 544,7 -72 184,7

8. PRODUK DOMESTIK BRUTO 6 864 133,1 7 831 726,0 8 615 704,5 9 524 736,5 10 542 693,5

9. Pendapatan Neto Terhadap Luar Negeri
Atas Faktor Produksi

-182 770,9 -216 892,7 -243 193,0 -281 096,8 -343 218,9

10. PRODUK NASIONAL BRUTO 6 681 362,2 7 614 833,3 8 372 511,5 9 243 639,7 10 199 474,6

11. Dikurangi Pajak Tidak Langsung Neto 237 957,7 217 675,6 258 303,8 305 357,3 332 860,6

12. Dikurangi Penyusutan 1 270 478,5 1 429 983,8 1 603 812,4 1 766 892,0 1 970 519,4

13. PENDAPATAN NASIONAL 5 172 926,0 5 967 173,9 6 510 395,3 7 171 390,5 7 896 094,6

Lanjutan Lampiran 15.5
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              Lampiran 15.6  Produk Domestik Bruto Menurut Pengeluaran                                              Atas Dasar Harga Konstan (miliar rupiah), 1960–2014

Jenis Pengeluaran 1960 1 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1973 1 1974 1975

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 311,4 335,8 359,2 345,0 347,7 356,0 350,8 381,8 416,7 441,2 453,7 474,0 506,0 520,0 4 790,7 5 453,6 5 678,9

2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 45,1 42,0 33,8 34,0 40,0 29,0 40,3 35,8 40,6 42,1 49,2 53,0 52,0 71,0 716,0 641,0 835,5

3. Pembentukan Modal Tetap Bruto 2 30,7 44,1 40,1 30,6 34,8 36,2 40,7 33,2 40,6 52,2 69,4 84,0 100,0 117,0 1 208,0 1 440,0 1 650,2

4. Perubahan Inventori – – – – – – – – – – – – – – – – –

5. Ekspor Barang dan Jasa 52,0 56,7 51,8 48,7 54,5 56,2 55,6 55,5 61,3 69,9 82,3 92,0 113,0 141,0 1 354,3 1 403,4 1 266,8

6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa 49,0 66,0 64,7 47,5 51,7 47,5 45,5 58,3 62,3 74,6 83,7 92,0 117,0 142,0 1 315,6 1 669,0 1 800,6

7. PRODUK DOMESTIK BRUTO 390,2 412,6 420,2 410,8 425,3 429,9 441,9 448 496,9 530,8 570,9 611,0 654,0 707,0 6 753,4 7 269,0 7 630,8

8. Pendapatan Neto Terhadap Luar Negeri
Atas Faktor Produksi

-3,2 -3,4 -3,4 -3,3 -3,5 -3,5 -3,7 -3,7 -4,2 -4,3 -4,7 -5,0 -5,0 -6,0 -245,7 -369,0 -360,3

9. PRODUK NASIONAL BRUTO 387,0 409,2 416,8 407,5 421,8 426,4 438,2 444,3 492,7 526,5 566,2 606,0 649,0 701,0 6 507,7 6 900,0 7 270,5

10. Dikurangi Pajak Tidak Langsung Neto 23,8 25,2 25,6 25,1 25,9 26,2 26,9 27,3 30,3 32,4 34,8 37,0 40,0 43,0 328,0 351,7 370,6

11. Dikurangi Penyusutan 23,0 24,4 24,8 24,2 25,1 25,3 26,2 26,4 29,3 31,3 33,7 36,0 39,0 42,0 439,0 472,5 496,0

12. PENDAPATAN NASIONAL 340,2 359,6 366,4 358,2 370,8 374,9 385,1 390,6 433,1 462,8 497,7 533,0 570,0 616,0 5 740,7 6 075,8 6 403,9

Jenis Pengeluaran 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1983 1 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

(1) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35)

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 6 031,6 6 433,2 6 879,5 7 865,8 8 867,7 10 349,5 10 697,5 11 501,1 47 063,0 48 942,2 49 448,0 50 530,0 52 200,4 54 225,0 56 475,7 62 053,2 66 584,0

2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 896,7 1 044,4 1 228,2 1 345,0 1 489,6 1 641,0 1 776,1 1 758,9 8 077,3 8 353,0 8 991,2 9 241,3 9 225,7 9 924,3 10 965,3 11 317,3 12 112,7

3. Pembentukan Modal Tetap Bruto 2 1 749,2 2 027,5 2 332,9 2 436,0 2 896,0 3 218,5 3 636,7 3 921,2 19 467,9 18 296,5 19 615,8 21 421,7 22 596,8 25 200,9 28 568,1 32 731,5 34 867,2

4. Perubahan Inventori – – – – – – – – 2 793,5 4 452,0 6 641,3 6 332,7 5 049,2 1 119,9 1 417,2 3 302,8 1 989,6

5. Ekspor Barang dan Jasa 1 425,2 1 744,0 1 824,3 1 822,0 1 719,3 1 678,2 1 444,3 1 535,0 19 847,0 21 144,9 19 494,7 22 460,3 25 744,8 26 015,5 28 733,2 28 862,8 34 600,8

6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa 1 946,4 2 378,2 2 698,4 3 303,9 3 803,4 4 832,6 5 229,2 5 874,0 19 625,9 18 151,2 19 109,1 19 905,6 20 299,0 16 504,2 18 722,9 23 050,3 26 929,1

7. PRODUK DOMESTIK BRUTO 8 156,3 8 870,9 9 566,5 10 164,9 11 169,2 12 054,6 12 325,4 12 842,2 77 622,8 83 037,4 85 081,9 90 080,4 94 517,9 99 981,4 107 436,6 115 217,3 123 225,2

8. Pendapatan Neto Terhadap Luar Negeri
Atas Faktor Produksi

-366,5 -422,7 -493,2 -649,2 -758,7 -673,7 -652,7 -835,1 -3 283,1 -3 821,7 -3 846,1 -3 802,2 -4 247,7 -3 481,7 -3 710,6 -4 231,0 -4 435,6

9. PRODUK NASIONAL BRUTO 7 789,8 8 448,2 9 073,3 9 515,7 10 410,5 11 380,9 11 672,7 12 007,1 74 339,7 79 215,7 81 235,8 86 278,2 90 270,2 96 499,7 103 726,0 110 986,3 118 789,6

10. Dikurangi Pajak Tidak Langsung Neto 399,1 430,8 466,2 495,7 544,3 587,4 600,6 625,8 2 450,8 2 515,9 3 154,7 5 727,4 5 399,0 6 356,1 7 997,1 8 112,5 8 123,6

11. Dikurangi Penyusutan 530,8 576,6 624,0 663,5 728,5 786,2 803,9 837,6 3 881,1 4 151,9 4 254,1 4 504,0 4 725,9 4 996,2 5 362,6 5 642,9 6 161,6

12. PENDAPATAN NASIONAL 6 859,9 7 440,8 7 983,1 8 356,5 9 137,7 10 007,3 10 268,2 10 543,7 68 007,8 72 547,9 73 827,0 76 046,8 80 145,3 85 147,4 90 366,3 97 230,9 104 504,4

Lanjutan Lampiran 15.6
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              Lampiran 15.6  Produk Domestik Bruto Menurut Pengeluaran                                              Atas Dasar Harga Konstan (miliar rupiah), 1960–2014

Jenis Pengeluaran 1960 1 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1973 1 1974 1975

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 311,4 335,8 359,2 345,0 347,7 356,0 350,8 381,8 416,7 441,2 453,7 474,0 506,0 520,0 4 790,7 5 453,6 5 678,9

2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 45,1 42,0 33,8 34,0 40,0 29,0 40,3 35,8 40,6 42,1 49,2 53,0 52,0 71,0 716,0 641,0 835,5

3. Pembentukan Modal Tetap Bruto 2 30,7 44,1 40,1 30,6 34,8 36,2 40,7 33,2 40,6 52,2 69,4 84,0 100,0 117,0 1 208,0 1 440,0 1 650,2

4. Perubahan Inventori – – – – – – – – – – – – – – – – –

5. Ekspor Barang dan Jasa 52,0 56,7 51,8 48,7 54,5 56,2 55,6 55,5 61,3 69,9 82,3 92,0 113,0 141,0 1 354,3 1 403,4 1 266,8

6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa 49,0 66,0 64,7 47,5 51,7 47,5 45,5 58,3 62,3 74,6 83,7 92,0 117,0 142,0 1 315,6 1 669,0 1 800,6

7. PRODUK DOMESTIK BRUTO 390,2 412,6 420,2 410,8 425,3 429,9 441,9 448 496,9 530,8 570,9 611,0 654,0 707,0 6 753,4 7 269,0 7 630,8

8. Pendapatan Neto Terhadap Luar Negeri
Atas Faktor Produksi

-3,2 -3,4 -3,4 -3,3 -3,5 -3,5 -3,7 -3,7 -4,2 -4,3 -4,7 -5,0 -5,0 -6,0 -245,7 -369,0 -360,3

9. PRODUK NASIONAL BRUTO 387,0 409,2 416,8 407,5 421,8 426,4 438,2 444,3 492,7 526,5 566,2 606,0 649,0 701,0 6 507,7 6 900,0 7 270,5

10. Dikurangi Pajak Tidak Langsung Neto 23,8 25,2 25,6 25,1 25,9 26,2 26,9 27,3 30,3 32,4 34,8 37,0 40,0 43,0 328,0 351,7 370,6

11. Dikurangi Penyusutan 23,0 24,4 24,8 24,2 25,1 25,3 26,2 26,4 29,3 31,3 33,7 36,0 39,0 42,0 439,0 472,5 496,0

12. PENDAPATAN NASIONAL 340,2 359,6 366,4 358,2 370,8 374,9 385,1 390,6 433,1 462,8 497,7 533,0 570,0 616,0 5 740,7 6 075,8 6 403,9

Jenis Pengeluaran 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1983 1 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

(1) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35)

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 6 031,6 6 433,2 6 879,5 7 865,8 8 867,7 10 349,5 10 697,5 11 501,1 47 063,0 48 942,2 49 448,0 50 530,0 52 200,4 54 225,0 56 475,7 62 053,2 66 584,0

2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 896,7 1 044,4 1 228,2 1 345,0 1 489,6 1 641,0 1 776,1 1 758,9 8 077,3 8 353,0 8 991,2 9 241,3 9 225,7 9 924,3 10 965,3 11 317,3 12 112,7

3. Pembentukan Modal Tetap Bruto 2 1 749,2 2 027,5 2 332,9 2 436,0 2 896,0 3 218,5 3 636,7 3 921,2 19 467,9 18 296,5 19 615,8 21 421,7 22 596,8 25 200,9 28 568,1 32 731,5 34 867,2

4. Perubahan Inventori – – – – – – – – 2 793,5 4 452,0 6 641,3 6 332,7 5 049,2 1 119,9 1 417,2 3 302,8 1 989,6

5. Ekspor Barang dan Jasa 1 425,2 1 744,0 1 824,3 1 822,0 1 719,3 1 678,2 1 444,3 1 535,0 19 847,0 21 144,9 19 494,7 22 460,3 25 744,8 26 015,5 28 733,2 28 862,8 34 600,8

6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa 1 946,4 2 378,2 2 698,4 3 303,9 3 803,4 4 832,6 5 229,2 5 874,0 19 625,9 18 151,2 19 109,1 19 905,6 20 299,0 16 504,2 18 722,9 23 050,3 26 929,1

7. PRODUK DOMESTIK BRUTO 8 156,3 8 870,9 9 566,5 10 164,9 11 169,2 12 054,6 12 325,4 12 842,2 77 622,8 83 037,4 85 081,9 90 080,4 94 517,9 99 981,4 107 436,6 115 217,3 123 225,2

8. Pendapatan Neto Terhadap Luar Negeri
Atas Faktor Produksi

-366,5 -422,7 -493,2 -649,2 -758,7 -673,7 -652,7 -835,1 -3 283,1 -3 821,7 -3 846,1 -3 802,2 -4 247,7 -3 481,7 -3 710,6 -4 231,0 -4 435,6

9. PRODUK NASIONAL BRUTO 7 789,8 8 448,2 9 073,3 9 515,7 10 410,5 11 380,9 11 672,7 12 007,1 74 339,7 79 215,7 81 235,8 86 278,2 90 270,2 96 499,7 103 726,0 110 986,3 118 789,6

10. Dikurangi Pajak Tidak Langsung Neto 399,1 430,8 466,2 495,7 544,3 587,4 600,6 625,8 2 450,8 2 515,9 3 154,7 5 727,4 5 399,0 6 356,1 7 997,1 8 112,5 8 123,6

11. Dikurangi Penyusutan 530,8 576,6 624,0 663,5 728,5 786,2 803,9 837,6 3 881,1 4 151,9 4 254,1 4 504,0 4 725,9 4 996,2 5 362,6 5 642,9 6 161,6

12. PENDAPATAN NASIONAL 6 859,9 7 440,8 7 983,1 8 356,5 9 137,7 10 007,3 10 268,2 10 543,7 68 007,8 72 547,9 73 827,0 76 046,8 80 145,3 85 147,4 90 366,3 97 230,9 104 504,4ht
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Jenis Pengeluaran 2005 2006 2007 2008 2009 2010

(1) (51) (52) (53) (54) (55) (56)

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 1 043 805,1 1 076 928,1 1 130 847,1 1 191 190,8 1 249 070,1 1 308 272,8

2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 134 625,6 147 563,7 153 309,6 169 297,2 195 834,4 196 468,8

3. Pembentukan Modal Tetap Bruto 2 393 500,5 403 719,2 441 361,5 493 822,3 510 085,9 553 347,7

4. Perubahan Inventori 33 508,3 29 026,7 -243,1 2 170,4 -2 065,2 -604,4

5. Ekspor Barang dan Jasa 793 613,0 868 256,5 942 431,4 1 032 277,8 932 248,6 1 074 568,7

6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa 639 701,9 694 605,3 757 566,2 833 342,2 708 528,8 831 418,3

Diskrepansi Statistik -8 535,4 16 237,9 54 186,8 27 039,8 2 205,3 13 823,4

7. PRODUK DOMESTIK BRUTO 1 750 815,2 1 847 126,7 1 964 327,3 2 082 456,1 2 178 850,4 2 314 458,8

8. Pendapatan Neto Terhadap Luar Negeri
Atas Faktor Produksi

-107 381,7 -113 857,5 -120 563,7 -96 595,5 -109 819,3 -92 992,0

9. PRODUK NASIONAL BRUTO 1 643 433,5 1 733 269,2 1 843 763,6 1 985 860,6 2 069 031,1 2 221 466,8

10. Dikurangi Pajak Tidak Langsung Neto 34 698,9 55 424,5 56 398,0 45 381,5 83 421,6 81 054,0

11. Dikurangi Penyusutan 87 540,8 92 356,3 98 216,4 104 122,8 108 942,5 115 722,9

12. PENDAPATAN NASIONAL 1 521 193,8 1 585 488,4 1 689 149,3 1 836 356,3 1 876 667,0 2 024 689,9

Lanjutan Lampiran 15.6

Lanjutan Lampiran 15.6

Jenis Pengeluaran 1992 1993  1993 1 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000    2000 1   2001           2002     2003 2004

(1) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45)  (46)   (47) (48) (49) (50)

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 68 484,5 72 476,2 192 958,4 208 062,1 234 245,4 257 016,2 277 116,1 260 022,7 272 070,2 276 377,2 856 798,3 886 736,0 920 749,6 956 593,4 1 004 109,0

2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 12 819,0 12 829,7 29 756,7 30 442,6 30 850,6 31 681,4 31 700,8 26 827,9 27 014,3 28 767,8 90 779,7 97 646,0 110 333,6 121 404,1 126 248,7

3. Pembentukan Modal Tetap Bruto 2 36 589,3 38 671,2 86 667,3 98 589,0 112 386,4 128 698,6 139 725,5 93 604,7 76 572,9 89 389,1 275 881,2 293 792,7 307 584,6 309 431,1 354 865,7

4. Perubahan Inventori 2 314,2 3 403,7 10 545,5 14 836,0 15 852,7 5 873,1 3 341,7 -6 386,9 -9 622,1 -13 794,2 33 282,8 41 846,8 13 085,0 45 996,7 25 099,1

5. Ekspor Barang dan Jasa 39 674,8 42 296,8 88 230,9 97 002,1 104 491,8 112 391,4 121 157,9 134 707,2 91 863,6 116 193,6 569 490,3 573 163,4 566 188,4 599 516,4 680 621,0

6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa 28 697,0 29 970,5 78 383,0 94 291,0 114 034,6 121 862,8 139 796,1 132 400,7 78 546,4 98 916,6 423 317,9 441 012,0 422 271,4 428 874,6 543 183,8

7. PRODUK DOMESTIK BRUTO 131 184,8 139 707,1 329 775,8 354 640,8 383 792,3 413 797,9 433 245,9 376 374,9 379 352,5 398 016,9 1 389 769,9 1 440 405,7 1 505 216,4 1 577 171,3 1 656 516,8

8. Pendapatan Neto Terhadap Luar Negeri
Atas Faktor Produksi

-4 955,7 -6 154,1 -12 552,6 -9 729,8 -11 923,8 -12 486,8 -15 462,9 -27 965,4 -22 145,1 -25 391,1 -92 161,8 -66 210,6 -56 357,0 -81 230,8 -80 468,1

9. PRODUK NASIONAL BRUTO 126 229,1 133 553,0 317 223,2 344 911,0 371 868,5 401 311,1 417 783,0 348 409,5 357 207,4 372 625,8 1 297 608,1 1 374 195,1 1 448 859,4 1 495 940,5 1 576 048,7

10. Dikurangi Pajak Tidak Langsung Neto 8 945,6 9 621,0 21 128,1 22 174,5 23 209,6 22 469,6 26 100,2 1 858,9 6 181,9 -11 746,1 -37 820,3 27 283,2 57 684,8 65 876,5 46 040,6

11. Dikurangi Penyusutan 6 557,8 6 981,4 16 488,8 17 732,0 19 189,6 20 689,9 21 662,3 18 818,7 18 967,6 19 900,8 69 488,5 72 020,3 75 260,8 78 858,6 82 825,8

12. PENDAPATAN NASIONAL 110 725,7 116 950,6 279 606,3 305 004,5 329 469,2 358 151,6 370 020,5 327 731,9 332 057,9 364 471,1 1 265 939,9 1 274 891,6 1 315 913,8 1 351 205,4 1 447 182,2

Catatan: 
* Angka sementara 
** Angka sangat sementara 
1 Tahun dasar
2 Sampai dengan tahun 1983 termasuk perubahan inventori
Tahun 19601 - 1973 menggunakan tahun dasar 1960 
Tahun 19731 - 1983 menggunakan tahun dasar 1973 
Tahun 19831 - 1993 menggunakan tahun dasar 1983 
Tahun 19931 - 2000 menggunakan tahun dasar 1993 
Tahun 20001 - 2010 menggunakan tahun dasar 2000 
Tahun 20101	-	2014	menggunakan	tahun	dasar	2010	dan	Komponen	pengeluaran	berubah	menjadi	7	komponen.

Sumber:	Badan	Pusat	Statistik	(BPS)
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Jenis Pengeluaran 1992 1993  1993 1 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000    2000 1   2001           2002     2003 2004

(1) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45)  (46)   (47) (48) (49) (50)

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 68 484,5 72 476,2 192 958,4 208 062,1 234 245,4 257 016,2 277 116,1 260 022,7 272 070,2 276 377,2 856 798,3 886 736,0 920 749,6 956 593,4 1 004 109,0

2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 12 819,0 12 829,7 29 756,7 30 442,6 30 850,6 31 681,4 31 700,8 26 827,9 27 014,3 28 767,8 90 779,7 97 646,0 110 333,6 121 404,1 126 248,7

3. Pembentukan Modal Tetap Bruto 2 36 589,3 38 671,2 86 667,3 98 589,0 112 386,4 128 698,6 139 725,5 93 604,7 76 572,9 89 389,1 275 881,2 293 792,7 307 584,6 309 431,1 354 865,7

4. Perubahan Inventori 2 314,2 3 403,7 10 545,5 14 836,0 15 852,7 5 873,1 3 341,7 -6 386,9 -9 622,1 -13 794,2 33 282,8 41 846,8 13 085,0 45 996,7 25 099,1

5. Ekspor Barang dan Jasa 39 674,8 42 296,8 88 230,9 97 002,1 104 491,8 112 391,4 121 157,9 134 707,2 91 863,6 116 193,6 569 490,3 573 163,4 566 188,4 599 516,4 680 621,0

6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa 28 697,0 29 970,5 78 383,0 94 291,0 114 034,6 121 862,8 139 796,1 132 400,7 78 546,4 98 916,6 423 317,9 441 012,0 422 271,4 428 874,6 543 183,8

7. PRODUK DOMESTIK BRUTO 131 184,8 139 707,1 329 775,8 354 640,8 383 792,3 413 797,9 433 245,9 376 374,9 379 352,5 398 016,9 1 389 769,9 1 440 405,7 1 505 216,4 1 577 171,3 1 656 516,8

8. Pendapatan Neto Terhadap Luar Negeri
Atas Faktor Produksi

-4 955,7 -6 154,1 -12 552,6 -9 729,8 -11 923,8 -12 486,8 -15 462,9 -27 965,4 -22 145,1 -25 391,1 -92 161,8 -66 210,6 -56 357,0 -81 230,8 -80 468,1

9. PRODUK NASIONAL BRUTO 126 229,1 133 553,0 317 223,2 344 911,0 371 868,5 401 311,1 417 783,0 348 409,5 357 207,4 372 625,8 1 297 608,1 1 374 195,1 1 448 859,4 1 495 940,5 1 576 048,7

10. Dikurangi Pajak Tidak Langsung Neto 8 945,6 9 621,0 21 128,1 22 174,5 23 209,6 22 469,6 26 100,2 1 858,9 6 181,9 -11 746,1 -37 820,3 27 283,2 57 684,8 65 876,5 46 040,6

11. Dikurangi Penyusutan 6 557,8 6 981,4 16 488,8 17 732,0 19 189,6 20 689,9 21 662,3 18 818,7 18 967,6 19 900,8 69 488,5 72 020,3 75 260,8 78 858,6 82 825,8

12. PENDAPATAN NASIONAL 110 725,7 116 950,6 279 606,3 305 004,5 329 469,2 358 151,6 370 020,5 327 731,9 332 057,9 364 471,1 1 265 939,9 1 274 891,6 1 315 913,8 1 351 205,4 1 447 182,2

Jenis Pengeluaran  2010 1 2011 2012  2013*   2014**

(1) (57) (58) (59) (60) (61)

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 3 786 062,9 3 977 288,6 4 195 787,6 4 421 721,3 4 649 072,3

2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT 72 758,9 76 790,3 81 918,6 88 617,5 99 636,3

3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 618 178,0 652 291,7 681 819,0 729 059,6 743 470,6

4. Pembentukan Modal Tetap Bruto 2 2 127 840,7 2 316 359,1 2 527 728,8 2 661 311,1 2 770 963,4

5. Perubahan Inventori 129 094,6 118 207,3 174 183,1 149 136,6 162 852,6

6. Ekspor Barang dan Jasa 1 667 917,8 1 914 267,9 1 945 063,7 2 026 119,7 2 046 739,9

7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa 1 537 719,8 1 768 821,9 1 910 299,5 1 945 867,0 1 988 537,9

Diskrepansi Statistik 0,0 1 252,2 30 882,1 28 094,9 83 918,5

8. PRODUK DOMESTIK BRUTO 6 864 133,1 7 287 635,3 7 727 083,4 8 158 193,7 8 568 115,6

9. Pendapatan Neto Terhadap Luar Negeri
Atas Faktor Produksi

– – – – –

10. PRODUK NASIONAL BRUTO – – – – –

11. Dikurangi Pajak Tidak Langsung Neto – – – – –

12. Dikurangi Penyusutan – – – – –

13. PENDAPATAN NASIONAL – – – – –

Lanjutan Lampiran 15.6

ht
tp
:/
/w

w
w
.b
ps

.g
o.
id



Lampiran Pertumbuhan Ekonomi

Statistik 70 Tahun Indonesia Merdeka300

Jenis Pengeluaran 1960 1 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 19731 1974 1975

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 79,81 82,03 88,38 84,97 81,61 88,16 96,01 92,71 88,44 86,82 80,62 78,36 72,87 71,64 70,94 67,79 69,17

2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 11,56 11,78 6,24 7,11 7,12 5,61 8,80 7,37 7,46 7,30 8,77 8,99 9,10 10,84 10,60 7,85 9,92

3. Pembentukan Modal Tetap Bruto 2 7,87 10,23 5,60 8,20 12,08 6,69 4,53 8,01 8,80 11,67 13,61 15,29 18,84 18,29 17,89 16,78 20,34

4. Perubahan Inventori – – – – – – – – – – – – – – – – –

5. Ekspor Barang dan Jasa 13,33 9,57 5,17 9,07 12,25 5,28 12,76 8,78 10,87 9,02 12,84 13,36 16,03 18,00 20,05 29,00 22,55

6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa 12,56 13,61 5,39 9,35 13,07 5,74 22,10 16,87 15,58 14,81 15,84 16,00 16,84 18,77 19,48 21,42 21,97

7. PRODUK DOMESTIK BRUTO 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Jenis Pengeluaran 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1983 1 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

(1) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35)

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 67,65 65,53 66,76 60,93 60,52 65,82 69,88 69,13 60,63 60,15 58,97 61,70 57,68 57,03 53,09 54,35 54,97

2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 10,28 10,93 11,69 11,66 10,32 10,71 11,46 10,94 10,41 10,15 11,23 11,03 9,42 8,98 9,39 8,98 9,14

3. Pembentukan Modal Tetap Bruto 2 20,72 20,13 20,53 20,93 20,87 21,38 22,58 24,14 25,08 22,40 23,06 24,13 24,82 25,90 27,31 28,44 28,09

4. Perubahan Inventori – – – – – – – – 3,60 3,79 4,99 4,13 6,54 5,63 7,88 7,71 7,41

5. Ekspor Barang dan Jasa 22,17 23,49 21,87 30,07 30,47 27,63 22,38 24,90 25,57 25,59 22,20 19,49 23,93 24,39 25,42 26,56 27,37

6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa 20,83 20,08 20,85 23,59 22,18 25,55 26,30 29,11 25,28 22,08 20,45 20,49 22,40 21,94 23,09 26,05 26,98

7. PRODUK DOMESTIK BRUTO 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Jenis Pengeluaran 1992 1993 19931 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000    2000 1    2001           2002     2003 2004

(1) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45)  (46)   (47) (48) (49) (50)

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 52,28 52,43 58,51 59,68 61,58 62,36 61,68 67,78 73,94 67,26 61,65 63,15 67,62 68,14 66 ,77

2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 9,52 9,85 9,02 8,11 7,83 7,57 6,84 5,69 6,60 7,18 6,53 6,89 7,26 8,13 8,32

3. Pembentukan Modal Tetap Bruto 2 27,25 25,91 26,28 27,57 28,43 29,60 28,31 25,43 20,14 21,81 19,85 19,67 19,43 19,51 22,45

4. Perubahan Inventori 8,62 9,37 3,20 3,49 3,50 1,09 3,44 -8,65 -8,77 -5,71 2,39 2,87 1,97 6,09 1,61

5. Ekspor Barang dan Jasa 29,39 28,29 26,75 26,51 26,31 25,82 27,86 52,97 35,51 42,93 41,98 39,03 32,69 30,48 32,22

6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa 27,06 25,85 23,77 25,37 27,65 26,44 28,13 43,22 27,43 33,47 30,46 30,76 26,36 23,14 27,54

7. PRODUK DOMESTIK BRUTO 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

                     Lampiran 15.7 Distribusi Produk Domestik Bruto Atas Dasar                                  Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (persen), 1960–2014

Lanjutan Lampiran 15.7

Lanjutan Lampiran 15.7

Jenis Pengeluaran 2005 2006 2007 2008 2009 2010

(1) (51) (52) (53) (54) (55) (56)

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 64,36 62,67 63,54 60,62 58,70 56,51

2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 8,11 8,63 8,35 8,42 9,59 9,11

3. Pembentukan Modal Tetap Bruto 2 23,64 24,13 24,95 27,70 31,11 32,03

4. Perubahan Inventori 1,44 1,27 0,03 0,12 -0 ,13 0,28

5. Ekspor Barang dan Jasa 34,07 31,03 29,44 29,81 24,16 24,68

6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa 29,92 25,62 25,39 28,75 21,35 22,90

Diskrepansi Statistik -1,70 -2,11 -0 ,85 2 ,08 -2,08 0,38

7. PRODUK DOMESTIK BRUTO 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Lanjutan Lampiran 15.7

Catatan: 
* Angka sementara 
** Angka sangat sementara 
1 Tahun dasar
2 Sampai dengan tahun 1983 termasuk perubahan inventori
Tahun 19601 - 1973 menggunakan tahun dasar 1960 
Tahun 19731 - 1983 menggunakan tahun dasar 1973 
Tahun 19831 - 1993 menggunakan tahun dasar 1983 
Tahun 19931 - 2000 menggunakan tahun dasar 1993 
Tahun 20001 - 2010 menggunakan tahun dasar 2000 
Tahun 20101	-	2014	menggunakan	tahun	dasar	2010	dan	Komponen	pengeluaran	berubah	menjadi	7	komponen.

Sumber:	Badan	Pusat	Statistik	(BPS)
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Jenis Pengeluaran 1960 1 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 19731 1974 1975

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 79,81 82,03 88,38 84,97 81,61 88,16 96,01 92,71 88,44 86,82 80,62 78,36 72,87 71,64 70,94 67,79 69,17

2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 11,56 11,78 6,24 7,11 7,12 5,61 8,80 7,37 7,46 7,30 8,77 8,99 9,10 10,84 10,60 7,85 9,92

3. Pembentukan Modal Tetap Bruto 2 7,87 10,23 5,60 8,20 12,08 6,69 4,53 8,01 8,80 11,67 13,61 15,29 18,84 18,29 17,89 16,78 20,34

4. Perubahan Inventori – – – – – – – – – – – – – – – – –

5. Ekspor Barang dan Jasa 13,33 9,57 5,17 9,07 12,25 5,28 12,76 8,78 10,87 9,02 12,84 13,36 16,03 18,00 20,05 29,00 22,55

6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa 12,56 13,61 5,39 9,35 13,07 5,74 22,10 16,87 15,58 14,81 15,84 16,00 16,84 18,77 19,48 21,42 21,97

7. PRODUK DOMESTIK BRUTO 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Jenis Pengeluaran 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1983 1 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

(1) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35)

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 67,65 65,53 66,76 60,93 60,52 65,82 69,88 69,13 60,63 60,15 58,97 61,70 57,68 57,03 53,09 54,35 54,97

2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 10,28 10,93 11,69 11,66 10,32 10,71 11,46 10,94 10,41 10,15 11,23 11,03 9,42 8,98 9,39 8,98 9,14

3. Pembentukan Modal Tetap Bruto 2 20,72 20,13 20,53 20,93 20,87 21,38 22,58 24,14 25,08 22,40 23,06 24,13 24,82 25,90 27,31 28,44 28,09

4. Perubahan Inventori – – – – – – – – 3,60 3,79 4,99 4,13 6,54 5,63 7,88 7,71 7,41

5. Ekspor Barang dan Jasa 22,17 23,49 21,87 30,07 30,47 27,63 22,38 24,90 25,57 25,59 22,20 19,49 23,93 24,39 25,42 26,56 27,37

6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa 20,83 20,08 20,85 23,59 22,18 25,55 26,30 29,11 25,28 22,08 20,45 20,49 22,40 21,94 23,09 26,05 26,98

7. PRODUK DOMESTIK BRUTO 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Jenis Pengeluaran 1992 1993 19931 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000    2000 1    2001           2002     2003 2004

(1) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45)  (46)   (47) (48) (49) (50)

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 52,28 52,43 58,51 59,68 61,58 62,36 61,68 67,78 73,94 67,26 61,65 63,15 67,62 68,14 66 ,77

2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 9,52 9,85 9,02 8,11 7,83 7,57 6,84 5,69 6,60 7,18 6,53 6,89 7,26 8,13 8,32

3. Pembentukan Modal Tetap Bruto 2 27,25 25,91 26,28 27,57 28,43 29,60 28,31 25,43 20,14 21,81 19,85 19,67 19,43 19,51 22,45

4. Perubahan Inventori 8,62 9,37 3,20 3,49 3,50 1,09 3,44 -8,65 -8,77 -5,71 2,39 2,87 1,97 6,09 1,61

5. Ekspor Barang dan Jasa 29,39 28,29 26,75 26,51 26,31 25,82 27,86 52,97 35,51 42,93 41,98 39,03 32,69 30,48 32,22

6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa 27,06 25,85 23,77 25,37 27,65 26,44 28,13 43,22 27,43 33,47 30,46 30,76 26,36 23,14 27,54

7. PRODUK DOMESTIK BRUTO 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

                     Lampiran 15.7 Distribusi Produk Domestik Bruto Atas Dasar                                  Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (persen), 1960–2014

Lanjutan Lampiran 15.7

Lanjutan Lampiran 15.7

Jenis Pengeluaran 2005 2006 2007 2008 2009 2010

(1) (51) (52) (53) (54) (55) (56)

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 64,36 62,67 63,54 60,62 58,70 56,51

2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 8,11 8,63 8,35 8,42 9,59 9,11

3. Pembentukan Modal Tetap Bruto 2 23,64 24,13 24,95 27,70 31,11 32,03

4. Perubahan Inventori 1,44 1,27 0,03 0,12 -0 ,13 0,28

5. Ekspor Barang dan Jasa 34,07 31,03 29,44 29,81 24,16 24,68

6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa 29,92 25,62 25,39 28,75 21,35 22,90

Diskrepansi Statistik -1,70 -2,11 -0 ,85 2 ,08 -2,08 0,38

7. PRODUK DOMESTIK BRUTO 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Lanjutan Lampiran 15.7

Jenis Pengeluaran    2010 1   2011 2012  2013*  2014**

(1) (57)  (58) (59) (60) (61)

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 55,16 54,40 55,35 56,20 56,07

2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT 1,06 1,03 1,04 1,09 1,18

3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 9,01 9,06 9,25 9,50 9,54

4. Pembentukan Modal Tetap Bruto 2 31,00 31,31 32,72 32,12 32,57

5. Perubahan Inventori 1,88 1,68 2,35 1,92 2,08

6. Ekspor Barang dan Jasa 24,30 26,33 24,59 23,98 23,72

7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa 22,40 23,85 24,99 24,77 24,48

Diskrepansi Statistik 0,00 0,06 -0,32 -0,05 -0,68

8. PRODUK DOMESTIK BRUTO 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Lanjutan Lampiran 15.7
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                Lampiran 15.8 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Atas Dasar                                   Menurut Pengeluaran Harga Konstan (persen), 1960–2014

Jenis Pengeluaran 1960 1 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1973 1 1974 1975

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga – 7,84 6,97 -3,95 0,78 2,39 -1,46 8,84 9,14 5,88 2,83 4,47 6,75 2,77 – 13,84 4,13

2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah – -6,87 -19,52 0,59 17,65 -27,50 38,97 -11,17 13,41 3,69 16,86 7,72 -1,89 36,54 – -10,47 30,34

3. Pembentukan Modal Tetap Bruto 2 – 43,65 -9,07 -23,69 13,73 4,02 12,43 -18,43 22,29 28,57 32,95 21,04 19,05 17,00 – 19,21 14,60

4. Perubahan Inventori – – – – – – – – – – – – – – – – –

5. Ekspor Barang dan Jasa – 9,04 -8,64 -5,98 11,91 3,12 -1,07 -0,18 10,45 14,03 17,74 11,79 22,83 24,78 – 3,63 -9,73

6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa – 34,69 -1,97 -26,58 8,84 -8,12 -4,21 28,13 6,86 19,74 12,20 9,92 27,17 21,37 – 26,86 7,88

7. PRODUK DOMESTIK BRUTO – 5,74 1,84 -2,24 3,53 1,08 2,79 1,38 10,92 6,82 7,55 7,02 7,04 8,10 – 7,63 4,98

Jenis Pengeluaran 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1983 1 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

(1) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35)

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 6,21 6,66 6,94 14,34 12,74 16,71 3,36 7,51 – 3,99 1,03 2,19 3,31 3,88 4,15 9,88 7,30

2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 7,32 16,47 17,60 9,51 10,75 10,16 8,23 -0,97 – 3,41 7,64 2,78 -0,17 7,57 10,49 3,21 7,03

3. Pembentukan Modal Tetap Bruto 2 6,00 15,91 15,06 4,42 18,88 11,14 12,99 7,82 – -6,02 7,21 9,21 5,49 11,52 13,36 14,57 6,52

4. Perubahan Inventori – – – – – – – – – 59,37 49,18 -4,65 -20,27 -77,82 26,55 133,05 -39,76

5. Ekspor Barang dan Jasa 12,50 22,37 4,60 -0,13 -5,64 -2,39 -13,94 6,28 – 6,54 -7,80 15,21 14,62 1,05 10,45 0,45 19,88

6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa 8,10 22,18 13,46 22,44 15,12 27,06 8,21 12,33 – -7,51 5,28 4,17 1,98 -18,69 13,44 23,11 16,83

7. PRODUK DOMESTIK BRUTO 6,89 8,76 7,84 6,26 9,88 7,93 2,25 4,19 – 6,98 2,46 5,87 4,93 5,78 7,46 7,24 6,95

Jenis Pengeluaran 1992 1993 1993 1 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000      2000 1      2001           2002     2003 2004

(1) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45)   (46)    (47) (48) (49) (50)

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 2,85 5,83 – 7,83 12,58 9,72 7,82 -6,17 4,63 1,58 – 3,49 3,84 3,84 4,97

2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 5,83 0,08 – 2,31 1,34 2,69 0,06 -15,37 0,69 6,49 – 7,56 12,99 12,99 3,99

3. Pembentukan Modal Tetap Bruto 2 4,94 5,69 – 13,76 13,99 14,51 8,57 -33,01 -18,20 16,74 – 6,49 4,69 0,69 14,68

4. Perubahan Inventori 16,31 47,08 – 40,69 6,85 -62,95 -43,10 -291,13 50,65 43,36 – 25,73 -68,7 251,52 -45,43

5. Ekspor Barang dan Jasa 14,66 6,61 – 9,94 7,72 7,56 7,80 11,18 -31,80 26,48 – 0,64 -1,22 5,89 13,53

6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa 6,57 4,44 – 20,30 20,94 6,86 14,72 -5,29 -40,68 25,93 – 4,18 -4,25 1,56 26,65

7. PRODUK DOMESTIK BRUTO 6,46 6,50 – 7,54 8,22 7,82 4,70 -13,13 0,80 4,91 – 3,64 4,50 4,78 5,03

Jenis Pengeluaran 2005 2006 2007 2008 2009 2010

(1) (51) (52) (53) (54) (55) (56)

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 3,95 3,17 5,01 5,34 4,86 4,74

2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 6,64 9,61 3,89 10,43 15,67 0,32

3. Pembentukan Modal Tetap Bruto 2 10,89 2,60 9,32 11,89 3,29 8,48

4. Perubahan Inventori 33,50 -13,37 -100,84 -992,96 -195,15 -70,74

5. Ekspor Barang dan Jasa 16,60 9,41 8,54 9,53 -9,69 15,27

6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa 17,77 8,58 9,06 10,00 -14,98 17,34

7. PRODUK DOMESTIK BRUTO 5,69 5,50 6,35 6,01 4,63 6,22

Lanjutan Lampiran 15.8

Lanjutan Lampiran 15.8

Lanjutan Lampiran 15.8

Catatan: 
* Angka sementara 
** Angka sangat sementara 
1 Tahun dasar
2 Sampai dengan tahun 1983 termasuk perubahan inventori
Tahun 19601 - 1973 menggunakan tahun dasar 1960 
Tahun 19731 - 1983 menggunakan tahun dasar 1973 
Tahun 19831 - 1993 menggunakan tahun dasar 1983 
Tahun 19931 - 2000 menggunakan tahun dasar 1993 
Tahun 20001 - 2010 menggunakan tahun dasar 2000 
Tahun 20101	-	2014	menggunakan	tahun	dasar	2010	dan	Komponen	pengeluaran	berubah	menjadi	7	komponen.

Sumber:	Badan	Pusat	Statistik	(BPS)
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                Lampiran 15.8 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Atas Dasar                                   Menurut Pengeluaran Harga Konstan (persen), 1960–2014

Jenis Pengeluaran 1960 1 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1973 1 1974 1975

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga – 7,84 6,97 -3,95 0,78 2,39 -1,46 8,84 9,14 5,88 2,83 4,47 6,75 2,77 – 13,84 4,13

2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah – -6,87 -19,52 0,59 17,65 -27,50 38,97 -11,17 13,41 3,69 16,86 7,72 -1,89 36,54 – -10,47 30,34

3. Pembentukan Modal Tetap Bruto 2 – 43,65 -9,07 -23,69 13,73 4,02 12,43 -18,43 22,29 28,57 32,95 21,04 19,05 17,00 – 19,21 14,60

4. Perubahan Inventori – – – – – – – – – – – – – – – – –

5. Ekspor Barang dan Jasa – 9,04 -8,64 -5,98 11,91 3,12 -1,07 -0,18 10,45 14,03 17,74 11,79 22,83 24,78 – 3,63 -9,73

6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa – 34,69 -1,97 -26,58 8,84 -8,12 -4,21 28,13 6,86 19,74 12,20 9,92 27,17 21,37 – 26,86 7,88

7. PRODUK DOMESTIK BRUTO – 5,74 1,84 -2,24 3,53 1,08 2,79 1,38 10,92 6,82 7,55 7,02 7,04 8,10 – 7,63 4,98

Jenis Pengeluaran 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1983 1 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

(1) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35)

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 6,21 6,66 6,94 14,34 12,74 16,71 3,36 7,51 – 3,99 1,03 2,19 3,31 3,88 4,15 9,88 7,30

2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 7,32 16,47 17,60 9,51 10,75 10,16 8,23 -0,97 – 3,41 7,64 2,78 -0,17 7,57 10,49 3,21 7,03

3. Pembentukan Modal Tetap Bruto 2 6,00 15,91 15,06 4,42 18,88 11,14 12,99 7,82 – -6,02 7,21 9,21 5,49 11,52 13,36 14,57 6,52

4. Perubahan Inventori – – – – – – – – – 59,37 49,18 -4,65 -20,27 -77,82 26,55 133,05 -39,76

5. Ekspor Barang dan Jasa 12,50 22,37 4,60 -0,13 -5,64 -2,39 -13,94 6,28 – 6,54 -7,80 15,21 14,62 1,05 10,45 0,45 19,88

6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa 8,10 22,18 13,46 22,44 15,12 27,06 8,21 12,33 – -7,51 5,28 4,17 1,98 -18,69 13,44 23,11 16,83

7. PRODUK DOMESTIK BRUTO 6,89 8,76 7,84 6,26 9,88 7,93 2,25 4,19 – 6,98 2,46 5,87 4,93 5,78 7,46 7,24 6,95

Jenis Pengeluaran 1992 1993 1993 1 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000      2000 1      2001           2002     2003 2004

(1) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45)   (46)    (47) (48) (49) (50)

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 2,85 5,83 – 7,83 12,58 9,72 7,82 -6,17 4,63 1,58 – 3,49 3,84 3,84 4,97

2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 5,83 0,08 – 2,31 1,34 2,69 0,06 -15,37 0,69 6,49 – 7,56 12,99 12,99 3,99

3. Pembentukan Modal Tetap Bruto 2 4,94 5,69 – 13,76 13,99 14,51 8,57 -33,01 -18,20 16,74 – 6,49 4,69 0,69 14,68

4. Perubahan Inventori 16,31 47,08 – 40,69 6,85 -62,95 -43,10 -291,13 50,65 43,36 – 25,73 -68,7 251,52 -45,43

5. Ekspor Barang dan Jasa 14,66 6,61 – 9,94 7,72 7,56 7,80 11,18 -31,80 26,48 – 0,64 -1,22 5,89 13,53

6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa 6,57 4,44 – 20,30 20,94 6,86 14,72 -5,29 -40,68 25,93 – 4,18 -4,25 1,56 26,65

7. PRODUK DOMESTIK BRUTO 6,46 6,50 – 7,54 8,22 7,82 4,70 -13,13 0,80 4,91 – 3,64 4,50 4,78 5,03

Jenis Pengeluaran 2005 2006 2007 2008 2009 2010

(1) (51) (52) (53) (54) (55) (56)

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 3,95 3,17 5,01 5,34 4,86 4,74

2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 6,64 9,61 3,89 10,43 15,67 0,32

3. Pembentukan Modal Tetap Bruto 2 10,89 2,60 9,32 11,89 3,29 8,48

4. Perubahan Inventori 33,50 -13,37 -100,84 -992,96 -195,15 -70,74

5. Ekspor Barang dan Jasa 16,60 9,41 8,54 9,53 -9,69 15,27

6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa 17,77 8,58 9,06 10,00 -14,98 17,34

7. PRODUK DOMESTIK BRUTO 5,69 5,50 6,35 6,01 4,63 6,22

Lanjutan Lampiran 15.8

Lanjutan Lampiran 15.8

Lanjutan Lampiran 15.8

Jenis Pengeluaran 2010 1 2011 2012   2013*   2014**

(1) (57) (58) (59) (60) (61)

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga – 5,05 5,49 5,38 5,14

2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT – 5,54 6,68 8,18 12,43

3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah – 5,52 4,53 6,93 1,98

4. Pembentukan Modal Tetap Bruto 2 – 8,86 9,13 5,28 4,12

5. Perubahan Inventori – -8,43 47,35 -14,38 9,20

6. Ekspor Barang dan Jasa – 14,77 1,61 4,17 1,02

7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa – 15,03 8,00 1,86 2,19

8. PRODUK DOMESTIK BRUTO – 6,17 6,03 5,58 5,02

Lanjutan Lampiran 15.8
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                       Lampiran 15.9 Indeks Harga Implisit                                 Produk Domestik Bruto (persen), 1960–2014

Jenis Pengeluaran 1960 1 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 19731 1974 1975

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 100,00 114,83 328,51 790,29 1,674,23 5,871,49 86,46 205,87 445,02 534,88 593,52 627,22 654,94 910,00 100,00 133,10 153,98

2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 100,00 131,90 246,45 671,47 1,270,50 4,585,52 68,98 174,58 385,22 471,50 595,53 643,40 796,15 1,008,45 100,00 131,20 150,05

3. Pembentukan Modal Tetap Bruto 2 100,00 109,07 186,53 859,48 2,477,01 4,383,15 35,14 204,52 454,68 607,85 655,04 690,48 857,00 1,032,48 100,00 124,79 155,84

4. Perubahan Inventori – – – – – – – – – – – – – – – – –

5. Ekspor Barang dan Jasa 100,00 79,37 133,20 597,54 1,603,67 2,225,98 72,48 134,05 371,78 350,79 521,02 551,09 645,13 843,26 100,00 221,26 225,02

6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa 100,00 96,97 111,28 631,58 1,802,71 2,863,16 153,41 245,28 524,24 539,68 632,02 659,78 654,70 873,24 100,00 137,43 154,28

7. PRODUK DOMESTIK BRUTO 100,00 113,94 317,73 781,11 1,677,29 5,515,24 71,49 189,24 421,96 512,11 585,08 620,95 695,41 934,23 100,00 147,31 165,68

Jenis Pengeluaran 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1983 1 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

(1) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35)

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 173,48 193,66 220,72 248,08 310,15 343,59 389,53 428,05 100,00 110,47 115,68 125,38 137,91 149,46 157,15 171,32 187,79

2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 177,37 198,90 216,49 277,58 314,73 352,71 384,65 442,96 100,00 109,20 121,15 122,59 127,51 128,53 143,16 155,27 171,59

3. Pembentukan Modal Tetap Bruto 2 183,22 188,73 200,21 275,22 327,53 358,97 370,31 438,33 100,00 110,05 114,02 115,69 137,10 146,04 159,83 169,97 183,25

4. Perubahan Inventori – – – – – – – – 100,00 76,51 72,83 67,00 161,72 714,97 929,37 456,32 846,79

5. Ekspor Barang dan Jasa 240,64 256,07 272,65 528,47 805,51 889,52 923,99 1,155,24 100,00 108,77 110,46 89,09 116,04 133,25 147,93 180,00 179,95

6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa 165,54 160,51 175,73 228,66 265,02 285,61 299,89 352,88 100,00 109,33 103,80 105,68 137,72 188,87 206,17 221,02 227,92

7. PRODUK DOMESTIK BRUTO 189,63 214,30 237,77 315,06 406,88 448,19 483,82 554,54 100,00 108,25 114,00 113,99 132,06 142,13 155,61 169,76 184,58

Jenis Pengeluaran 1992 1993 19931 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000      2000 1  2001           2002     2003 2004

(1) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45)   (46) (47) (48) (49) (50)

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 198,41 218,48 100,00 109,64 119,48 129,21 139,71 249,14 298,89 307,85 100,00 117,25 133,80 143,43 152,66

2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 192,93 231,94 100,00 101,88 115,34 127,20 135,49 202,83 268,86 315,56 100,00 116,15 119,84 134,84 151,33

3. Pembentukan Modal Tetap Bruto 2 193,55 202,33 100,00 106,89 114,98 122,50 127,17 259,65 289,23 308,63 100,00 110,24 115,08 126,94 145,23

4. Perubahan Inventori 968,15 831,03 100,00 89,83 100,30 98,76 646,83 1 295,09 1 002,50 523,67 100,00 112,78 274,97 266,72 147,06

5. Ekspor Barang dan Jasa 192,53 202,03 100,00 104,46 114,45 122,37 144,33 375,81 425,15 467,32 100,00 112,11 105,18 102,37 108,67

6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa 245,10 260,47 100,00 102,82 110,19 115,55 126,33 311,98 384,05 427,95 100,00 114,83 113,86 108,64 116,42

7. PRODUK DOMESTIK BRUTO 198,11 216,18 100,00 107,78 118,43 128,72 144,90 254,13 289,86 317,77 100,00 114,30 121,03 127,68 138,59

Jenis Pengeluaran 2005 2006 2007 2008 2009 2010

(1) (51) (52) (53) (54) (55) (56)

1. Pengeluaran Konsumsi Rumaht Tangga 171,07 194,32 222,00 251,85 263,48 278,49

2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 167,12 195,22 215,09 246,23 274,51 298,92

3. Pembentukan Modal Tetap Bruto 2 166,67 199,59 223,32 277,57 341,97 373,18

4. Perubahan Inventori 119,30 146,01 433,35 268,25 351,74 -3,038,56

5. Ekspor Barang dan Jasa 119,09 119,36 123,40 142,90 145,28 147,47

6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa 129,76 123,18 132,43 170,75 168,95 177,60

Diskrepansi Statistik – – – – – –

7. PRODUK DOMESTIK BRUTO 158,46 180,78 201,13 237,64 257,30 278,55

Lanjutan Lampiran 15.9

Lanjutan Lampiran 15.9

Lanjutan Lampiran 15.9

Catatan: 
* Angka sementara 
** Angka sangat sementara 
1 Tahun dasar
2 Sampai dengan tahun 1983 termasuk perubahan inventori
Tahun 19601 - 1973 menggunakan tahun dasar 1960 
Tahun 19731 - 1983 menggunakan tahun dasar 1973 
Tahun 19831 - 1993 menggunakan tahun dasar 1983 
Tahun 19931 - 2000 menggunakan tahun dasar 1993 
Tahun 20001 - 2010 menggunakan tahun dasar 2000 
Tahun 20101	-	2014	menggunakan	tahun	dasar	2010	dan	Komponen	pengeluaran	berubah	menjadi	7	komponen.

Sumber:	Badan	Pusat	Statistik	(BPS)
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                       Lampiran 15.9 Indeks Harga Implisit                                 Produk Domestik Bruto (persen), 1960–2014

Jenis Pengeluaran 1960 1 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 19731 1974 1975

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 100,00 114,83 328,51 790,29 1,674,23 5,871,49 86,46 205,87 445,02 534,88 593,52 627,22 654,94 910,00 100,00 133,10 153,98

2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 100,00 131,90 246,45 671,47 1,270,50 4,585,52 68,98 174,58 385,22 471,50 595,53 643,40 796,15 1,008,45 100,00 131,20 150,05

3. Pembentukan Modal Tetap Bruto 2 100,00 109,07 186,53 859,48 2,477,01 4,383,15 35,14 204,52 454,68 607,85 655,04 690,48 857,00 1,032,48 100,00 124,79 155,84

4. Perubahan Inventori – – – – – – – – – – – – – – – – –

5. Ekspor Barang dan Jasa 100,00 79,37 133,20 597,54 1,603,67 2,225,98 72,48 134,05 371,78 350,79 521,02 551,09 645,13 843,26 100,00 221,26 225,02

6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa 100,00 96,97 111,28 631,58 1,802,71 2,863,16 153,41 245,28 524,24 539,68 632,02 659,78 654,70 873,24 100,00 137,43 154,28

7. PRODUK DOMESTIK BRUTO 100,00 113,94 317,73 781,11 1,677,29 5,515,24 71,49 189,24 421,96 512,11 585,08 620,95 695,41 934,23 100,00 147,31 165,68

Jenis Pengeluaran 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1983 1 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

(1) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35)

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 173,48 193,66 220,72 248,08 310,15 343,59 389,53 428,05 100,00 110,47 115,68 125,38 137,91 149,46 157,15 171,32 187,79

2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 177,37 198,90 216,49 277,58 314,73 352,71 384,65 442,96 100,00 109,20 121,15 122,59 127,51 128,53 143,16 155,27 171,59

3. Pembentukan Modal Tetap Bruto 2 183,22 188,73 200,21 275,22 327,53 358,97 370,31 438,33 100,00 110,05 114,02 115,69 137,10 146,04 159,83 169,97 183,25

4. Perubahan Inventori – – – – – – – – 100,00 76,51 72,83 67,00 161,72 714,97 929,37 456,32 846,79

5. Ekspor Barang dan Jasa 240,64 256,07 272,65 528,47 805,51 889,52 923,99 1,155,24 100,00 108,77 110,46 89,09 116,04 133,25 147,93 180,00 179,95

6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa 165,54 160,51 175,73 228,66 265,02 285,61 299,89 352,88 100,00 109,33 103,80 105,68 137,72 188,87 206,17 221,02 227,92

7. PRODUK DOMESTIK BRUTO 189,63 214,30 237,77 315,06 406,88 448,19 483,82 554,54 100,00 108,25 114,00 113,99 132,06 142,13 155,61 169,76 184,58

Jenis Pengeluaran 1992 1993 19931 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000      2000 1  2001           2002     2003 2004

(1) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45)   (46) (47) (48) (49) (50)

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 198,41 218,48 100,00 109,64 119,48 129,21 139,71 249,14 298,89 307,85 100,00 117,25 133,80 143,43 152,66

2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 192,93 231,94 100,00 101,88 115,34 127,20 135,49 202,83 268,86 315,56 100,00 116,15 119,84 134,84 151,33

3. Pembentukan Modal Tetap Bruto 2 193,55 202,33 100,00 106,89 114,98 122,50 127,17 259,65 289,23 308,63 100,00 110,24 115,08 126,94 145,23

4. Perubahan Inventori 968,15 831,03 100,00 89,83 100,30 98,76 646,83 1 295,09 1 002,50 523,67 100,00 112,78 274,97 266,72 147,06

5. Ekspor Barang dan Jasa 192,53 202,03 100,00 104,46 114,45 122,37 144,33 375,81 425,15 467,32 100,00 112,11 105,18 102,37 108,67

6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa 245,10 260,47 100,00 102,82 110,19 115,55 126,33 311,98 384,05 427,95 100,00 114,83 113,86 108,64 116,42

7. PRODUK DOMESTIK BRUTO 198,11 216,18 100,00 107,78 118,43 128,72 144,90 254,13 289,86 317,77 100,00 114,30 121,03 127,68 138,59

Jenis Pengeluaran 2005 2006 2007 2008 2009 2010

(1) (51) (52) (53) (54) (55) (56)

1. Pengeluaran Konsumsi Rumaht Tangga 171,07 194,32 222,00 251,85 263,48 278,49

2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 167,12 195,22 215,09 246,23 274,51 298,92

3. Pembentukan Modal Tetap Bruto 2 166,67 199,59 223,32 277,57 341,97 373,18

4. Perubahan Inventori 119,30 146,01 433,35 268,25 351,74 -3,038,56

5. Ekspor Barang dan Jasa 119,09 119,36 123,40 142,90 145,28 147,47

6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa 129,76 123,18 132,43 170,75 168,95 177,60

Diskrepansi Statistik – – – – – –

7. PRODUK DOMESTIK BRUTO 158,46 180,78 201,13 237,64 257,30 278,55

Lanjutan Lampiran 15.9

Lanjutan Lampiran 15.9

Lanjutan Lampiran 15.9

Jenis Pengeluaran 2010 1 2011 2012 2013* 2014**

(1) (57) (58) (59) (60) (61)

1. Pengeluaran Konsumsi Rumaht Tangga 100,00 107,11 113,66 121,05 127,15

2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT 100,00 104,87 109,36 117,28 124,96

3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 100,00 108,76 116,87 124,13 135,23

4. Pembentukan Modal Tetap Bruto 2 100,00 105,85 111,52 114,97 123,93

5. Perubahan Inventori 100,00 111,10 116,34 122,93 134,48

6. Ekspor Barang dan Jasa 100,00 107,71 108,94 112,72 122,20

7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa 100,00 105,61 112,70 121,24 129,77

Diskrepansi Statistik – – – – –

8. PRODUK DOMESTIK BRUTO 100,00 107,47 111,50 116,75 123,05

Lanjutan Lampiran 15.9
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                       Lampiran 15.10 Perkembangan Indeks Harga Implisit                                   Produk Domestik Bruto (persen), 1960–2014

Jenis Pengeluaran 1960 1 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1973 1 1974 1975

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga – 14,83 186,08 140,57 111,85 250,70 -98,53 138,11 116,17 20,19 10,96 5,68 4,42 38,94 – 33,10 15,69

2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah – 31,90 86,84 172,46 89,21 260,92 -98,50 153,08 120,65 22,40 26,31 8,04 23,74 26,67 – 31,20 14,37

3. Pembentukan Modal Tetap Bruto 2 – 9,07 71,02 360,76 188,20 76,95 -99,20 482,09 122,32 33,69 7,76 5,41 24,12 20,48 – 24,79 24,88

4. Perubahan Inventori – – – – – – – – – – – – – – – – –

5. Ekspor Barang dan Jasa – -20,63 67,84 348,58 168,38 38,81 -96,74 84,95 177,33 -5,65 48,53 5,77 17,07 30,71 – 121,26 1,70

6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa – -3,03 14,76 467,54 185,43 58,83 -94,64 59,89 113,73 2,95 17,11 4,39 -0,77 33,38 – 37,43 12,26

7. PRODUK DOMESTIK BRUTO – 13,94 178,87 145,84 114,73 228,82 -98,70 164,72 122,97 21,37 14,25 6,13 11,99 34,34 – 47,31 12,47

Jenis Pengeluaran 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1983 1 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

(1) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35)

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 12,66 11,63 13,97 12,40 25,02 10,78 13,37 9,89 – 10,47 4,72 8,39 9,99 8,38 5,15 9,02 9,61

2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 18,21 12,14 8,84 28,22 13,38 12,07 9,06 15,16 – 9,20 10,95 1,18 4,01 0,80 11,38 8,46 10,51

3. Pembentukan Modal Tetap Bruto 2 17,57 3,00 6,09 37,46 19,01 9,60 3,16 18,37 – 10,05 3,61 1,46 18,51 6,52 9,44 6,34 7,81

4. Perubahan Inventori – – – – – – – – – -23,49 -4,82 -8,00 141,37 342,09 29,99 -50,90 85,57

5. Ekspor Barang dan Jasa 6,94 6,41 6,48 93,83 52,42 10,43 3,88 25,03 – 8,77 1,55 -19,35 30,25 14,83 11,02 21,68 -0,03

6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa 7,30 -3,04 9,49 30,18 15,90 7,77 5,00 17,67 – 9,33 -5,06 1,81 30,32 37,14 9,16 7,20 3,12

7. PRODUK DOMESTIK BRUTO 14,46 13,01 10,95 32,51 29,15 10,15 7,95 14,62 – 8,25 5,32 -0,01 15,85 7,63 9,49 9,09 8,73

Jenis Pengeluaran 1992 1993 19931 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000      2000 1       2001           2002     2003 2004

(1) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45)     (46)      (47)  (48) (49) (50)

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 5,66 10,11 – 9,64 8,97 8,14 8,13 78,32 19,97 3,00 – 17,25 14,12 7,20 6,43

2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 12,43 20,22 – 1,88 13,22 10,28 6,52 49,70 32,55 17,37 – 16,15 3,17 12,52 12,23

3. Pembentukan Modal Tetap Bruto 2 5,62 4,53 – 6,89 7,57 6,54 3,81 104,18 11,39 6,71 – 10,24 4,39 10,31 14,41

4. Perubahan Inventori 14,33 -14,16 – -10,17 11,66 -1,53 554,94 100,22 -22,59 -47,76 – 12,78 143,82 -3,00 -44,86

5. Ekspor Barang dan Jasa 6,99 4,94 – 4,46 9,56 6,92 17,95 160,38 13,13 9,92 – 12,11 -6,18 -2,67 6,16

6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa 7,54 6,27 – 2,82 7,17 4,86 9,33 146,96 23,10 11,43 – 14,83 -0,84 -4,59 7,16

7. PRODUK DOMESTIK BRUTO 7,33 9,12 – 7,76 9,89 8,69 12,57 75,39 14,06 9,63 – 14,30 5,90 5,49 8,55

Jenis Pengeluaran 2005 2006 2007 2008 2009 2010

(1) (51) (52) (53) (54) (55) (56)

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 12,06 13,59 14,25 13,44 4,62 5,70

2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 10,43 16,82 10,18 14,48 11,48 8,89

3. Pembentukan Modal Tetap Bruto 2 14,76 19,75 11,89 24,30 23,20 9,13

4. Perubahan Inventori -18,88 22,39 196,79 -38,10 31,12 -963,86

5. Ekspor Barang dan Jasa 9,59 0,22 3,39 15,80 1,67 1,51

6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa 11,46 -5,07 7,52 28,93 -1,05 5,12

7. PRODUK DOMESTIK BRUTO 14,33 14,09 11,26 18,15 8,27 8,26

Catatan: 
* Angka sementara 
** Angka sangat sementara 
1 Tahun dasar
2 Sampai dengan tahun 1983 termasuk perubahan inventori
Tahun 19601 - 1973 menggunakan tahun dasar 1960 
Tahun 19731 - 1983 menggunakan tahun dasar 1973 
Tahun 19831 - 1993 menggunakan tahun dasar 1983 
Tahun 19931 - 2000 menggunakan tahun dasar 1993 
Tahun 20001 - 2010 menggunakan tahun dasar 2000 
Tahun 20101	-	2014	menggunakan	tahun	dasar	2010	dan	Komponen	pengeluaran	berubah	menjadi	7	komponen.

Sumber:	Badan	Pusat	Statistik	(BPS)

Lanjutan Lampiran 15.10

Lanjutan Lampiran 15.10
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                       Lampiran 15.10 Perkembangan Indeks Harga Implisit                                   Produk Domestik Bruto (persen), 1960–2014

Jenis Pengeluaran 1960 1 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1973 1 1974 1975

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga – 14,83 186,08 140,57 111,85 250,70 -98,53 138,11 116,17 20,19 10,96 5,68 4,42 38,94 – 33,10 15,69

2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah – 31,90 86,84 172,46 89,21 260,92 -98,50 153,08 120,65 22,40 26,31 8,04 23,74 26,67 – 31,20 14,37

3. Pembentukan Modal Tetap Bruto 2 – 9,07 71,02 360,76 188,20 76,95 -99,20 482,09 122,32 33,69 7,76 5,41 24,12 20,48 – 24,79 24,88

4. Perubahan Inventori – – – – – – – – – – – – – – – – –

5. Ekspor Barang dan Jasa – -20,63 67,84 348,58 168,38 38,81 -96,74 84,95 177,33 -5,65 48,53 5,77 17,07 30,71 – 121,26 1,70

6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa – -3,03 14,76 467,54 185,43 58,83 -94,64 59,89 113,73 2,95 17,11 4,39 -0,77 33,38 – 37,43 12,26

7. PRODUK DOMESTIK BRUTO – 13,94 178,87 145,84 114,73 228,82 -98,70 164,72 122,97 21,37 14,25 6,13 11,99 34,34 – 47,31 12,47

Jenis Pengeluaran 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1983 1 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

(1) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35)

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 12,66 11,63 13,97 12,40 25,02 10,78 13,37 9,89 – 10,47 4,72 8,39 9,99 8,38 5,15 9,02 9,61

2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 18,21 12,14 8,84 28,22 13,38 12,07 9,06 15,16 – 9,20 10,95 1,18 4,01 0,80 11,38 8,46 10,51

3. Pembentukan Modal Tetap Bruto 2 17,57 3,00 6,09 37,46 19,01 9,60 3,16 18,37 – 10,05 3,61 1,46 18,51 6,52 9,44 6,34 7,81

4. Perubahan Inventori – – – – – – – – – -23,49 -4,82 -8,00 141,37 342,09 29,99 -50,90 85,57

5. Ekspor Barang dan Jasa 6,94 6,41 6,48 93,83 52,42 10,43 3,88 25,03 – 8,77 1,55 -19,35 30,25 14,83 11,02 21,68 -0,03

6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa 7,30 -3,04 9,49 30,18 15,90 7,77 5,00 17,67 – 9,33 -5,06 1,81 30,32 37,14 9,16 7,20 3,12

7. PRODUK DOMESTIK BRUTO 14,46 13,01 10,95 32,51 29,15 10,15 7,95 14,62 – 8,25 5,32 -0,01 15,85 7,63 9,49 9,09 8,73

Jenis Pengeluaran 1992 1993 19931 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000      2000 1       2001           2002     2003 2004

(1) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45)     (46)      (47)  (48) (49) (50)

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 5,66 10,11 – 9,64 8,97 8,14 8,13 78,32 19,97 3,00 – 17,25 14,12 7,20 6,43

2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 12,43 20,22 – 1,88 13,22 10,28 6,52 49,70 32,55 17,37 – 16,15 3,17 12,52 12,23

3. Pembentukan Modal Tetap Bruto 2 5,62 4,53 – 6,89 7,57 6,54 3,81 104,18 11,39 6,71 – 10,24 4,39 10,31 14,41

4. Perubahan Inventori 14,33 -14,16 – -10,17 11,66 -1,53 554,94 100,22 -22,59 -47,76 – 12,78 143,82 -3,00 -44,86

5. Ekspor Barang dan Jasa 6,99 4,94 – 4,46 9,56 6,92 17,95 160,38 13,13 9,92 – 12,11 -6,18 -2,67 6,16

6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa 7,54 6,27 – 2,82 7,17 4,86 9,33 146,96 23,10 11,43 – 14,83 -0,84 -4,59 7,16

7. PRODUK DOMESTIK BRUTO 7,33 9,12 – 7,76 9,89 8,69 12,57 75,39 14,06 9,63 – 14,30 5,90 5,49 8,55

Jenis Pengeluaran 2005 2006 2007 2008 2009 2010

(1) (51) (52) (53) (54) (55) (56)

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 12,06 13,59 14,25 13,44 4,62 5,70

2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 10,43 16,82 10,18 14,48 11,48 8,89

3. Pembentukan Modal Tetap Bruto 2 14,76 19,75 11,89 24,30 23,20 9,13

4. Perubahan Inventori -18,88 22,39 196,79 -38,10 31,12 -963,86

5. Ekspor Barang dan Jasa 9,59 0,22 3,39 15,80 1,67 1,51

6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa 11,46 -5,07 7,52 28,93 -1,05 5,12

7. PRODUK DOMESTIK BRUTO 14,33 14,09 11,26 18,15 8,27 8,26

Lanjutan Lampiran 15.10

Lanjutan Lampiran 15.10

Lanjutan Lampiran 15.10

Jenis Pengeluaran 2010 1 2011 2012 2013* 2014**

(1) (57) (58) (59) (60) (61)

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga – 7,11 6,11 6,51 5,03

2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT – 4,87 4,28 7,24 6,55

3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah – 8,76 7,45 6,21 8,94

4. Pembentukan Modal Tetap Bruto 2 – 5,85 5,36 3,09 7,79

5. Perubahan Inventori – 11,10 4,71 5,67 9,40

6. Ekspor Barang dan Jasa – 7,71 1,14 3,46 8,42

7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa – 5,61 6,71 7,58 7,03

8. PRODUK DOMESTIK BRUTO – 7,47 3,75 4,71 5,39
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Lampiran 16.1
Luas Panen dan Produksi Padi, 1969–2014

Tahun

Padi Sawah Padi Ladang Padi (Sawah+Ladang)

Luas Panen 
(ribu ha)

Produksi 
(ribu ton)

Luas Panen 
(ribu ha)

Produksi 
(ribu ton)

Luas Panen 
(ribu ha)

Produksi 
(ribu ton)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1969 6 544 21 474 1 470 2 082 8 014 23 556

1970 6 679 23 149 1 456 2 121 8 135 25 270

1971 6 893 24 308 1 432 2 084 8 325 26 392

1972 6 602 23 402 1 296 1 949 7 898 25 351

1973 7 064 25 902 1 340 2 189 8 404 28 091

PELITA I 33 782 118 235 6 994 10 425 40 776 128 660

1974 7 340 27 531 1 168 1 846 8 508 29 377

1975 7 334 27 265 1 161 1 936 8 495 29 201

1976 7 229 21 852 1 139 1 449 8 368 23 301

1977 7 202 21 808 1 157 1 539 8 359 23 347

1978 7 698 24 172 1 231 1 599 8 929 25 771

PELITA II 36 803 122 628 5 856 8 369 42 659 130 997

1979 7 675 24 741 1 128 1 551 8 803 26 292

1980 7 824 27 993 1 181 1 659 9 005 29 652

1981 8 191 30 989 1 191 1 785 9 382 32 774

1982 7 873 31 776 1 116 1 808 8 989 33 584

1983 7 987 33 294 1 176 2 009 9 163 35 303

PELITA III 39 550 148 793 5 792 8 812 45 342 157 605

1984 8 547 36 017 1 216 2 119 9 763 38 136

1985 8 756 37 027 1 147 2 006 9 903 39 033

1986 8 888 37 740 1 100 1 987 9 988 39 727

1987 8 796 37 970 1 126 2 109 9 922 40 079

1988 8 925 39 316 1 213 2 360 10 138 41 676

PELITA IV 43 912 188 070 5 802 10 581 49 714 198 651

1989 9 375 42 371 1 156 2 354 10 531 44 725

1990 9 378 42 825 1 125 2 353 10 503 45 178

1991 9 169 42 331 1 113 2 357 10 282 44 688

1992 9 799 45 414 1 304 2 826 11 103 48 240

1993 9 807 45 559 1 206 2 622 11 013 48 181

16 PERTANIAN
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Lanjutan Lampiran 16.1

Tahun

Padi Sawah Padi Ladang Padi (Sawah+Ladang)

Luas Panen 
(ribu ha)

Produksi 
(ribu ton)

Luas Panen 
(ribu ha)

Produksi 
(ribu ton)

Luas Panen 
(ribu ha)

Produksi 
(ribu ton)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

PELITA V 47 528 218 500 5 904 12 512 53 432 231 012

1994  9 494 43 959 1 240 2 682 10 734 46 641

1995  10 081 46 806 1 358 2 938 11 439 49 744

1996  10 251 48 188 1 318 2 913 11 569 51 101

1997 9 882 46 592 1 259 2 785 11 141 49 377

1998  10 476 46 483 1 255 2 754 11 731 49 237

1999  10 794 48 201 1 169 2 665 11 963 50 866

2000  10 618 49 207 1 176 2 692 11 794 51 899

2001  10 419 47 896 1 081 2 565 11 500 50 461

2002  10 457 48 899 1 064 2 591 11 521 51 490

2003  10 395 49 378 1 094 2 759 11 489 52 137

2004  10 799  51 209  1 124  2 879  11 923  54 088

2005  10 734  51 318  1 105  2 833  11 839  54 151

2006  10 713  51 647  1 073  2 807  11 786  54 455

2007  11 041  54 200  1 106  2 958  12 148  57 157

2008  11 258  57 170  1 070  3 156  12 327  60 326

2009  11 797  61 171  1 086  3 228  12 884  64 399

2010  12 119  63 018  1 135  3 451  13 253  66 469

2011  12 169  62 528  1 035  3 229  13 204  65 757

2012  12 281  65 188  1 164  3 868  13 446  69 056

2013  12 672  67 392  1 163  3 888  13 835  71 280

2014  12 666  67 102  1 131  3 744  13 797  70 846

Sumber : 1. Data luas panen dari Laporan Dinas Pertanian kabupaten/kota
 2. Data produktivitas dari Survei Ubinan
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Lampiran 16.2
Luas Panen Jagung, Kedelai, dan Kacang Tanah (hektar), 1961–2014

Tahun Jagung Kedelai Kacang tanah

(1) (2) (3) (4)

1961 2 462 485 625 117 365 055

1962 3 175 116 594 087 372 834

1963 2 559 166 539 306 351 870

1964 3 646 048 571 205 372 978

1965 2 507 071 583 346 350 698

1966 3 778 256 605 042 387 755

1967 2 547 148 589 167 350 988

1968 3 220 012 676 887 394 601

1969 2 434 823 553 783 372 279

1970 2 938 611 694 732 380 060

1971 2 626 595 679 625 375 752

1972 2 160 053 697 500 353 818

1973 3 288 602 750 506 407 185

1974 2 666 868 768 027 410 663

1975 2 444 866 751 689 474 519

1976 2 095 054 646 336 414 211

1977 2 566 509 646 121 507 249

1978 3 024 611 733 142 506 445

1979 2 593 621 784 489 473 246

1980 2 734 940 732 346 506 401

1981 2 955 039 809 978 507 958

1982 2 061 299 607 788 461 338

1983 3 002 227 639 876 480 514

1984 3 086 246 858 854 537 591

1985 2 439 966 896 220 510 037

1986 3 142 759 1 253 767 601 261

1987 2 626 033 1 100 565 550 754

1988 3 405 751 1 177 360 607 602

1989 2 944 199 1 198 096 620 817

1990 3 158 092 1 334 100 635 014
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Lanjutan Lampiran 16.2

Tahun Jagung Kedelai Kacang tanah

(1) (2) (3) (4)

1991 2 909 100 1 368 199 628 256

1992 3 629 346 1 665 706 719 703

1993 2 939 534 1 470 206 624 289

1994 3 109 398 1 406 918 642 998

1995 3 651 838 1 477 432 739 305

1996 3 743 573 1 279 286 688 908

1997 3 355 224 1 119 079 628 142

1998 3 847 813 1 095 071 651 098

1999 3 456 357 1 151 079 624 098

2000 3 500 318 824 484 683 554

2001 3 285 866 678 848 654 838

2002 3 126 833 544 522 646 953

2003 3 358 511 526 796 683 537

2004 3 356 914  565 155  723 434

2005 3 625 987  621 541  720 526

2006 3 345 805  580 534  706 753

2007 3 630 324  459 116  660 480

2008 4 001 724  590 956  633 922

2009 4 160 659  722 791  622 616

2010 4 131 676  660 823  620 563

2011 3 864 692  622 254  539 459

2012 3 957 595  567 624  559 538

2013 3 821 504  550 793  519 056

2014 3 837 019  615 685  499 338

Sumber : Laporan Dinas Pertanian kabupaten/kota
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Lampiran 16.3
Produksi Jagung, Kedelai, dan Kacang Tanah (ton), 1961–2014

Tahun Jagung Kedelai Kacang tanah

(1) (2) (3) (4)

1961 2 283 122   426 294 252 194

1962 3 242 940   396 839 260 688

1963 2 357 759   350 204 235 024

1964 3 768 629   391 693 261 371

1965 2 364 517   409 529 243 893

1966 3 717 438   416 932 263 482

1967 2 369 101   415 852 240 684

1968 3 166 046   419 932 286 698

1969 2 292 876   388 907 267 158

1970 2 825 215   497 883 281 309

1971 2 606 494   515 644 283 773

1972 2 254 382   518 229 282 205

1973 2 912 017   446 243 303 497

1974 3 010 781   589 239 307 166

1975 2 902 887   589 831 379 683

1976 2 572 139   521 777 341 088

1977 3 142 654   522 821 408 950

1978 4 029 201   616 599 445 812

1979 3 605 535   679 825 424 362

1980 3 990 939   652 762 469 808

1981 4 509 302   703 811 474 591

1982 3 234 825   521 394 436 822

1983 5 086 875   536 103 460 421

1984 5 287 825   769 384 534 815

1985 4 329 503   869 718 527 852

1986 5 920 374 1 226 727 641 878

1987 5 155 680 1 160 963 533 106

1988 6 651 917 1 270 418 589 265

1989 6 192 512 1 315 113 619 585

1990 6 734 028 1 487 433 650 560
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Lanjutan Lampiran 16.3

Tahun Jagung Kedelai Kacang tanah

(1) (2) (3) (4)

1991 6 255 906 1 555 453 652 119

1992 7 995 459 1 869 713 739 050

1993 6 459 737 1 708 528 638 708

1994 6 868 885 1 564 847 631 971

1995 8 245 902 1 680 007 760 148

1996 9 307 423 1 517 181 737 815

1997 8 770 851 1 356 891 688 345

1998 10 169 488 1 305 640 692 357

1999 9 204 036 1 382 848 659 586

2000 9 676 899 1 017 634 736 517

2001 9 347 192 826 932 709 770

2002 9 654 105 673 056 718 071

2003 10 886 442 671 600 785 526

2004 11 225 243  723 483  837 495

2005 12 523 894  808 353  836 295

2006 11 609 463  747 611  838 096

2007 13 287 527  592 534  789 089

2008 16 317 252  775 710  770 054

2009 17 629 748  974 512  777 888

2010 18 327 636  907 031  779 228

2011 17 643 250  851 286  691 289

2012 19 387 022  843 153  712 857

2013 18 511 853  779 992  701 680

2014 19 008 426  954 997  638 896

Catatan: Bentuk produksi jagung = pipilan kering; kedelai dan kacang tanah = biji kering; produksi=luas panen x produktivitas
Sumber : 1. Data luas panen dari Laporan Dinas Pertanian kabupaten/kota
  2. Data produktivitas dari Survei Ubinan
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Lampiran 16.4
Luas Panen Ubi Kayu dan Ubi Jalar (hektar), 1961–2014

Tahun Ubi kayu Ubi jalar

(1) (2) (3)

1961 1 478 312 365 674

1962 1 449 154 544 433

1963 1 598 012 484 032

1964 1 578 736 620 180

1965 1 754 007 416 132

1966 1 513 190 401 590

1967 1 524 260 360 414

1968 1 503 410 403 866

1969 1 467 146 369 443

1970 1 398 070 357 568

1971 1 406 093 356 866

1972 1 468 412 337 811

1973 1 412 930 375 129

1974 1 509 440 330 250

1975 1 410 025 310 917

1976 1 353 328 301 055

1977 1 363 552 326 239

1978 1 382 902 300 540

1979 1 439 315 286 878

1980 1 412 481 276 048

1981 1 387 536 274 905

1982 1 323 709 219 655

1983 1 220 808 280 173

1984 1 350 448 263 854

1985 1 291 845 256 086

1986 1 169 886 253 067

1987 1 222 151 229 070

1988 1 302 581 247 822

1989 1 407 880 240 178

1990 1 311 564 208 732

1991 1 319 143 214 316

1992 1 351 324 229 786

1993 1 401 640 224 098

1994 1 356 580 197 170

1995 1 324 259 228 676

1996 1 415 101 211 681

1997 1 243 366 195 436

1998 1 205 353 202 093

1999 1 350 008 172 243

2000 1 284 040 194 262
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Lanjutan Lampiran 16.4

Tahun Ubi kayu Ubi jalar

(1) (2) (3)

2001 1 317 912 181 026

2002 1 276 533 177 276

2003 1 244 543 197 455

2004 1 255 805  184 546

2005 1 213 460  178 336

2006 1 227 459  176 507

2007 1 201 481  176 932

2008 1 204 933  174 561

2009 1 175 666  183 874

2010 1 183 047  181 073

2011 1 184 696  178 121

2012 1 129 688  178 295

2013 1 065 752  161 850

2014 1 003 494  156 758

Sumber : Laporan Dinas Pertanian kabupaten/kota
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Lampiran 16.5
Produksi Ubi Kayu dan Ubi Jalar (ton), 1961–2014

Tahun Ubi kayu Ubi jalar

(1) (2) (3)

1961 11 189 461 2 463 699

1962 11 385 973 3 679 880

1963 11 678 712 3 069 779

1964 12 261 742 3 958 081

1965 12 643 402 2 651 233

1966 11 232 494 2 475 584

1967 10 746 648 2 143 537

1968 11 355 634 2 364 297

1969 10 916 529 2 260 185

1970 10 478 308 2 175 317

1971 10 689 691 2 211 360

1972 10 384 952 2 066 329

1973  9 399 169 2 180 166

1974 13 030 674 2 469 208

1975 12 545 544 2 432 614

1976 12 190 728 2 381 213

1977 12 487 664 2 460 364

1978 12 902 011 2 082 801

1979 13 750 767 2 194 409

1980 13 726 336 2 078 767

1981 13 300 911 2 093 572

1982 12 987 891 1 675 657

1983 12 102 734 2 213 027

1984 14 167 090 2 156 529

1985 14 057 027 2 161 493

1986 13 312 119 2 090 568

1987 14 356 336 2 012 746

1988 15 471 111 2 158 629

1989 17 117 249 2 224 346

1990 15 829 935 1 971 466
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Lanjutan Lampiran 16.5

Tahun Ubi kayu Ubi jalar

(1) (2) (3)

1991 15 954 467 2 039 212

1992 16 515 855 2 171 036

1993 17 285 385 2 088 205

1994 15 729 232 1 845 178

1995 15 441 481 2 171 027

1996 17 002 455 2 017 516

1997 15 134 013 1 847 492

1998 14 696 203 1 935 044

1999 16 458 544 1 665 547

2000 16 089 020 1 827 687

2001 17 054 648 1 749 070

2002 16 913 104 1 771 642

2003 18 523 810 1 991 478

2004 19 424 707 1 901 802

2005 19 321 183 1 856 969

2006 19 986 640 1 854 238

2007 19 988 058 1 886 852

2008 21 756 991 1 881 761

2009 22 039 145 2 057 913

2010 23 918 118 2 051 046

2011 24 044 025 2 196 033

2012 24 177 372 2 483 460

2013 23 936 921 2 386 729

2014 23 436 384 2 382 658

Catatan: Bentuk produksi jagung = pipilan kering; kedelai dan kacang tanah = biji kering; 
produksi=luas panen x produktivitas

Sumber : 1. Data luas panen dari Laporan Dinas Pertanian kabupaten/kota
  2. Data produktivitas dari Survei Ubinan
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Lampiran 16.6
Perkembangan Luas Panen dan Produksi Cabai dan Bawang Merah, 1981–2014

Tahun

Cabai Bawang Merah

Luas Panen 
(hektar)

Produksi 
(ton)

Luas Panen 
(hektar)

Produksi 
(ton)

(1) (2) (3) (4) (5)

1981 – – 51 468 176 031

1982 173 717 175 092 47 249 159 379

1983 120 388 295 760 61 143 283 819

1984 243 246 131 685 57 467 295 079

1985 264 321 341 564 68 263 361 058

1986 359 821 438 699 68 579 382 117

1987 230 429 436 189 65 164 412 522

1988 340 976 448 722 63 265 379 380

1989 438 398 747 973 60 399 399 488

1990 162 283 499 685 70 081 495 183

1991 168 061 571 178 70 989 509 013

1992 162 519 692 257 68 913 528 311

1993 157 499 762 345 74 656 561 267

1994 161 090 634 305 84 630 636 864

1995 182 263 1 588 403 77 210 592 544

1996 169 764 829 497 96 291 768 560

1997 161 602 759 592 84 540 605 737

1998 164 944 848 521 76 498 599 303

1999 183 347 1 007 727 104 289 938 292

2000 169 040 727 748 84 038 772 818

2001 142 556 580 172 82 147 861 115

2002 150 598 635 089 79 867 766 572

2003 176 264 1 066 720 88 029 762 796

2004 217 575 1 100 510 93 970 757 395

2005 187 236 1 058 023 83 614 732 609

2006 204 747 1 185 057 89 188 794 930

2007 204 048 1 128 791 93 694 802 810

2008 211 566 1 153 059 91 339 853 613

2009 233 913 1 378 827 104 010 965 162

2010 237 105 1 328 863 109 634 1 048 933

2011 239 770 1 483 014 93 667 893 114

2012 242 366 1 656 524 99 519 964 195

2013 249 232 1 726 382 98 937 10 107 728

2014 263 616 1 875 075 120 704 12 339 838

Sumber: Survei Pertanian Hortikultura, BPS
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Lampiran 16.7
Luas Areal dan Produksi Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Menurut Propinsi dan Status Pengusahaan, 2014*

Propinsi

Perkebunan Rakyat Perkebunan Negara Perkebunan Swasta Jumlah

Luas  
(ha)

Produksi
(ton)

Luas  
(ha)

Produksi
(ton)

Luas  
(ha)

Produksi
(ton)

Luas  
(ha)

Produksi
(ton)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Aceh 207 156 369 131 40 298 61 703 166 420 423 020 413 874 853 854

Sumatera Utara 411 344 1 264 942 324 111 1 080 517 657 077 2 408 028 1 392 532 4 753 487

Sumatera Barat 195 874 455 129 8 409 26 549 177 471 601 145 381 754 1 082 823

Riau 1 408 660 3 940 250 86 027 233 308 802 162 2 864 078 2 296 849 7 037 636

Jambi 425 564 1 028 008 26 919 86 062 236 327 743 190 688 810 1 857 260

Sumatera Selatan 554 687 1 213 457 55 221 138 414 501 142 1 501 117 1 111 050 2 852 988

Bengkulu 203 050 497 538 4 510 13 825 96 779 322 047 304 339 833 410

Lampung 90 460 183 682 19 034 65 406 55 756 198 891 165 250 447 979

Kep. Bangka 
Belitung 61 772 101 165 – – 149 465 437 559 211 237 538 724

Kepulauan Riau 1 332 1 210 – – 18 698 37 729 20 030 38 939

DKI  Jakarta – – – – – – – –

Jawa Barat 257 163 10 515 28 225 3 305 5 130 14 077 33 518

Jawa Tengah – – – – – – – –

DI Yogyakarta – – – – – – – –

Jawa Timur – – – – – – – –

Banten 8 093 10 815 10 120 16 255 2 645 1 083 20 858 28 153

Bali – – – – – – – –

Nusa Tenggara Barat – – – – – – – –

Nusa Tenggara 
Timur – – – – – – – –

Kalimantan Barat 329 092 509 612 58 744 132 433 571 390 1 256 826 959 226 1 898 871

Kalimantan Tengah 136 946 245 413 720 390 1 018 986 3 066 605 1 156 652 3 312 408

Kalimantan Selatan 72 570 147 685 17 362 52 333 409 941 1 116 206 499 873 1 316 224

Kalimantan Timur 210 541 315 667 51 955 150 870 486 596 959 358 749 092 1 425 895

Kalimantan Utara 30 073 38 520 7 420 18 411 69 506 117 069 106 999 174 000

Sulawesi Utara – – – – – – – –

Sulawesi Tengah 70 727 129 209 1 165 1 553 75 865 128 599 147 757 259 361

Sulawesi Selatan 28 642 35 111 6 513 11 230 2 651 6 265 37 806 52 606

Sulawesi Tenggara 6 400 447 3 924 5 767 37 347 69 034 47 671 75 248

Gorontalo – – – – – – – –

Sulawesi Barat 53 132 135 031 - - 47 869 165 365 101 001 300 396

Maluku 19 192 15 730 – – 16 438 – 35 630 15 730

Maluku Utara – – – – – – – –

Papua Barat 11 406 36 705 2 886 7 518 26 586 12 660 40 878 56 883

Papua 14 884 8 666 12 419 25 525 25 683 63 895 52 986 98 086

INDONESIA 4 551 854 10 683 286 748 272 2 156 294 5 656 105 16 504 899 10 956 231 29 344 479

Catatan:  * Angka Sementara
 Wujud Produksi: Crude Palm Oil
Sumber: Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perkebunan
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Lampiran 16.8
Luas Areal dan Produksi Karet Menurut Provinsi dan Status Pengusahaan, 2014*

Propinsi

Perkebunan Rakyat Perkebunan Negara Perkebunan Swasta Jumlah

Luas  
(ha)

Produksi
(ton)

Luas  
(ha)

Produksi
(ton)

Luas  
(ha)

Produksi
(ton)

Luas  
(ha)

Produksi
(ton)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Aceh 81 564 54 878 18 289 5 301 15 288 13 031 115 141 73 210

Sumatera Utara 309 071 247 321 68 657 87 163 99 147 110 051 476 875 444 535

Sumatera Barat 130 359 116 415 – – – – 130 359 116 415

Riau 313 142 257 480 19 303 20 447 25 321 37 862 357 766 315 789

Jambi 780 847 849 694 11 936 14 658 29 914 36 417 822 697 900 769

Sumatera Selatan 72 824 71 420 9 648 6 925 14 502 12 751 96 974 91 096

Bengkulu 45 570 39 588 – – – – 45 570 39 588

Lampung 29 333 16 143 – – 3 142 3 525 32 475 19 668

Kep. Bangka 
Belitung 72 290 42 287 17 283 15 671 5 279 7 705 94 852 65 663

Kepulauan Riau 385 615 256 387 – – 3 197 3 909 388 812 260 296

DKI  Jakarta – – – – – – – –

Jawa Barat 7 405 4 066 24 441 24 940 24 987 25 024 56 833 54 030

Jawa Tengah 11 – – – – – 11 –

DI Yogyakarta - - 17 581 16 421 8 966 9 012 26 547 25 433

Jawa Timur 1 103 6 719 1 184 1 841 4 696 3 992 15 983 12 552

Banten 3 162 1 427 26 952 27 517 8 567 8 125 38 681 37 069

Bali – – – – 573 247 573 247

Nusa Tenggara 
Barat – – – – – – – –

Nusa Tenggara 
Timur – – – – – – – –

Kalimantan Barat 338 828 206 338 2 617 1 856 14 862 24 078 356 307 232 272

Kalimantan Tengah 270 605 204 549 3 926 3 653 3 196 3 800 277 727 212 002

Kalimantan Selatan 155 878 130 154 21 617 26 058 11 575 11 765 189 070 167 977

Kalimantan Timur 45 424 40 977 2 448 3 973 15 269 21 719 63 141 66 669

Kalimantan Utara 334 – – – – – 334 –

Sulawesi Utara – – – – – – – –

Sulawesi Tengah 1 313 1 156 - - 5 772 6 578 7 085 7 734

Sulawesi Selatan 175 145 – – – – 175 145

Sulawesi Tenggara 412 374 – – – – 412 374

Gorontalo 4 371 4 681 1 649 991 – – 6 020 5 672

Sulawesi Barat – – – – – – – –

Maluku – – 1 509 794 21 - 1 530 794

Maluku Utara – – – – – – – –

Papua Barat 4 257 3 161 – – – – 4 257 3 161

Papua 37 24 – – – – 37 24

INDONESIA 3 062 931 2 555 386 249 040 258 209 294 274 339 591 3 606 245 3 153 186

Catatan: * Angka Sementara
 Wujud Produksi: Karet kering
Sumber:   Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perkebunan
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Lampiran 16.9
Luas Areal dan Produksi Kakao menurut Propinsi dan Status Pengusahaan, 2014*

Propinsi

Perkebunan Rakyat Perkebunan Negara Perkebunan Swasta Jumlah

Luas  
(ha)

Produksi
(ton)

Luas  
(ha)

Produksi
(ton)

Luas  
(ha)

Produksi
(ton)

Luas  
(ha)

Produksi
(ton)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Aceh 99 928 25 493 – – 4 350 2 045 104 278 27 538

Sumatera Utara 62 733 15 359 8 909 9 829 6 406 8 198 78 048 33 386

Sumatera Barat 147 542 54 691 – – 2 245 2 983 149 787 57 674

Riau 4 204 674 – – 3 411 2 950 7 615 3 624

Jambi 2 042 504 – – – – 2 042 504

Sumatera Selatan 10 441 2 774 – – – – 10 441 2 774

Bengkulu 13 466 4 301 – – – – 13 466 4 301

Lampung 58 890 21 230 20 23 3 464 3 374 62 374 24 627

Kep. Bangka 
Belitung 784 149 – – – – 784 149

Kepulauan Riau 8 1 – – – – 8 1

DKI  Jakarta – – – – – – – –

Jawa Barat 5 842 790 – – 2 254 1 102 8 096 1 892

Jawa Tengah 6 691 1 320 135 2 1 193 234 8 019 1 556

DI Yogyakarta 4 510 840 – – – – 4 510 840

Jawa Timur 34 190 9 120 26 488 16 250 4 543 5 252 65 221 30 622

Banten 7 200 1 858 – – 1 030 739 8 230 2 597

Bali 10 666 3 865 – – 57 43 10 723 3 908

Nusa Tenggara 
Barat 7 471 1 098 – – – – 7 471 1 098

Nusa Tenggara 
Timur 51 938 10 676 – – – – 51 938 10 676

Kalimantan Barat 11 401 1 901 – – – – 11 401 1 901

Kalimantan Tengah 922 202 – – – – 922 202

Kalimantan Selatan 734 67 – – – – 734 67

Kalimantan Timur 10 490 3 293 – – – – 10 490 3 293

Kalimantan Utara 11 465 3 334 – – – – 11 465 3 334

Sulawesi Utara 16 628 3 676 54 5 783 599 17 465 4 280

Sulawesi Tengah 282 321 146 844 – – – – 282 321 146 844

Sulawesi Selatan 247 436 114 868 – – 4 177 1 823 251 613 116 691

Sulawesi Tenggara 244 031 117 684 – – 3 205 632 247 236 118 316

Gorontalo 13 146 3 768 – – – – 13 146 3 768

Sulawesi Barat 172 258 70 125 – – – – 172 258 70 125

Maluku 24 233 7 381 3 406 882 – – 27 639 8 263

Maluku Utara 31 184 10 493 – – – – 31 184 10 493

Papua Barat 9 832 3 631 – – 5 596 737 15 428 4 368

Papua 32 249 9 608 – – 484 11 32 733 9 619

INDONESIA 1 636 877 651 618 39 012 26 991 43 198 30 722 1 719 087 709 331

Catatan: * Angka Sementara
Sumber:  Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perkebunan
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Lampiran 16.10
Luas Areal Tanaman Perkebunan, 1970–2014

Tahun
Jenis Tanaman

Kelapa Sawit Karet Kakao Tebu

(1) (2) (3) (4) (5)

1970  133 298 2 317 287  12 110  121 715

1971  139 103 2 339 621  14 393  126 384

1972  152 059 2 343 769  17 130  148 710

1973  157 780 2 347 942  15 517  169 509

1974  181 736 2 329 081  17 563  176 775

1975 188 825 2 320 743  17 498  179 828

1976  211 105 2 305 698  15 341  208 902

1977  220 401 2 291 029  21 795  234 492

1978  250 116 2 312 455  25 759  248 101

1979  260 939 2 384 022  35 710  343 496

1980  294 560 2 383 805  37 082  316 063

1981  318 967 2 440 121  42 969  346 188

1982  329 901 2 483 922  48 429  363 320

1983  405 646 2 578 000  59 928  384 373

1984  512 021 2 711 218  78 519  342 008

1985  597 362 2 775 264  92 797  340 229

1986  606 780 2 873 584  98 115  325 703

1987  728 662 2 849 958  171 826  334 918

1988  862 859 2 944 324  253 104  365 529

1989  973 528 3 055 960  317 705  357 752

1990 1 126 677 3 141 609  357 490  363 968

1991 1 310 996 3 173 916  444 062  386 304

1992 1 467 470 3 220 462  455 116  404 062

1993 1 613 187 3 405 023  535 285  425 653

1994 1 804 149 3 472 379  597 011  428 736

1995 2 024 986 3 495 901  602 119  436 037

1996 2 249 514 3 518 441  655 331  446 533

1997 2 922 296 3 474 402  529 057  386 878

1998 3 560 196 3 607 295  572 553  377 089

1999 3 901 802 3 595 060  567 715  342 211

2000 4 158 076 3 372 421  749 917  340 660

2001 4 713 432 3 344 767  821 449  344 441

2002 5 067 058 3 318 359  914 051  350 722

2003 5 283 557 3 290 115  964 223  335 725

2004 5 284 723 3 262 267 1 090 959  344 793

2005 5 453 817 3 279 391 1 167 046  381 786

2006 6 954 914 3 346 427 1 320 821  396 441

2007 6 766 836 3 413 717 1 379 281  427 799

2008 7 363 847 3 424 220 1 425 217  434 540

2009 7 873 294 3 435 270 1 587 135  422 867

2010 8 385 394 3 445 415 1 650 621  436 570

2011 8 992 824 3 456 128 1 732 641  434 962

2012 9 572 715 3 506 201 1 774 463  442 658

2013 10 465 020 3 555 946 1 740 612  470 941

2014* 10 956 231 3 606 245 1 719 087  472 676

Catatan: * Angka Sementara
Sumber:  Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian
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Catatan: * Angka Sementara

Lampiran 16.11
Produksi Tanaman Perkebunan, 1970–2014

Tahun
Jenis Tanaman

Kelapa Sawit Karet Kakao Tebu

(1) (2) (3) (4) (5)

1970 216 827  802 146  1 738  872 446

1971 249 957  780 946  2 009 1 048 525

1972 269 464  800 090  1 801 1 100 577

1973 289 677  844 255  1 813  914 869

1974 347 676  816 482  3 191 1 234 726

1975 397 253  789 847  3 921 1 241 656

1976 431 006  856 548  3 909 1 318 374

1977 457 607  853 978  4 816 1 360 373

1978 501 284  884 982  5 496 1 496 968

1979  641 240  963 939  8 632 1 186 390

1980  721 172 1 020 000  10 284 1 259 950

1981  800 060  963 238  13 137 1 230 120

1982  886 820  899 214  17 260 1 626 802

1983  982 987 1 006 980  19 640 1 619 838

1984 1 147 190 1 032 598  26 502 1 810 373

1985 1 243 430 1 054 966  33 798 1 898 809

1986 1 350 729 1 113 133  34 327 2 014 574

1987 1 506 055 1 130 351  50 199 2 174 874

1988 1 713 335 1 173 298  79 335 2 004 051

1989 1 964 654 1 209 037  110 509 2 108 348

1990 2 412 612 1 275 295  142 347 2 119 585

1991 2 657 800 1 328 172  174 899 2 252 667

1992 3 266 250 1 398 448  207 147 2 306 484

1993 3 421 449 1 475 438  258 059 2 329 811

1994 4 008 062 1 499 424  269 981 2 453 881

1995 4 479 670 1 573 303  304 866 2 059 576

1996 4 898 658 1 574 026  373 999 2 094 195

1997 5 448 508 1 552 585  330 219 2 191 986

1998 5 930 415 1 661 898  448 927 1 488 269

1999 6 455 590 1 604 359  367 475 1 493 933

2000 7 000 508 1 501 428  421 142 1 690 004

2001 8 396 472 1 607 461  536 804 1 725 467

2002 9 622 345 1 630 359  571 155 1 755 354

2003 10 440 834 1 792 348  697 161 1 631 918

2004 10 830 389 2 065 816  691 704 2 051 644

2005 11 861 615 2 270 891  748 828 2 241 742

2006 17 350 848 2 637 231  769 388 2 051 644

2007 17 664 729 2 755 172  740 007 2 623 786

2008 17 539 788 2 743 358  803 595 2 551 513

2009 19 324 293 2 440 347  809 585 2 333 885

2010 21 958 120 2 734 854  837 918 2 288 735

2011 23 096 541 2 990 184  712 231 2 244 154

2012 26 015 519 3 012 254  740 513 2 592 561

2013 27 782 004 3 237 433  720 862 2 553 551

2014* 29 344 479 3 153 186  709 331 2 575 392

Sumber:  Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian
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Lampiran 16.12
Produksi dan Persentase Kenaikan/Penurunan Daging, Telur, dan Susu

1969–2014

Tahun Daging 
(ribu ton)

% Kenaikan 
Daging

Telur 
(ribu ton)

% Kenaikan 
Telur

Susu 
(ribu ton)

% Kenaikan 
Susu

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1969 309,3 57,7 28,9

1970 314,0 1,5 58,6 1,6 29,3 1,4

1971 332,2 5,8 68,4 16,7 35,8 22,2

1972 366,2 10,2 67,5 -1,3 37,7 5,3

1973 379,4 3,6 81,4 20,6 35,0 -7,2

1974 403,1 6,2 98,1 20,5 56,9 62,6

1975 435,0 7,9 112,2 14,4 51,1 -10,2

1976 448,9 3,2 115,6 3,0 58,0 13,5

1977 467,7 4,2 131,4 13,7 60,7 4,7

1978 444,6 -4,9 151,0 14,9 62,3 2,6

1979 486,5 9,4 164,5 8,9 72,2 15,9

1980 570,8 17,3 262,6 59,6 78,4 8,6

1981 596,0 4,4 275,2 4,8 85,8 9,4

1982 628,6 5,5 297,0 7,9 117,6 37,1

1983 650,2 3,4 316,0 6,4 174,6 48,5

1984 742,2 14,1 355,3 12,4 179,0 2,5

1985 808,4 8,9 369,9 4,1 191,9 7,2

1986 879,0 8,7 437,2 18,2 220,2 14,7

1987 895,5 1,9 451,5 3,3 234,9 6,7

1988 937,0 4,6 443,1 -1,9 264,9 12,8

1989 971,1 3,6 456,2 3,0 338,2 27,7

1990 1 027,7 5,8 484,0 6,1 345,6 2,2

1991 1 099,2 7,0 510,4 5,5 360,2 4,2

1992 1 239,2 12,7 572,3 12,1 367,2 1,9

1993 1 378,3 11,2 572,9 0,1 387,5 5,5

1994 1 492,9 8,3 668,6 16,7 426,7 10,1

1995 1 508,2 1,0 736,0 10,1 433,4 1,6

1996 1 632,2 8,2 779,8 6,0 441,2 1,8

1997 1 555,1 -4,7 765,0 -1,9 423,7 -4,0

1998 1 228,5 -21,0 529,8 -30,7 375,4 -11,4

1999 1 195,9 -2,7 640,1 20,8 436,0 16,1

2000 1 445,2 20,8 783,3 22,4 495,6 13,7

2001 1 560,6 8,0 850,3 8,6 479,9 -3,2

2002 1 769,8 13,4 945,7 11,2 493,4 2,8

2003 1 872,6 5,8 973,6 3,0 553,4 12,2

2004 2 020,4 7,9 1 107,4 13,7 549,9 -0,6

2005 1 817,0 -10,1 1 051,5 -5,0 536,0 -2,5

2006 2 062,9 13,5 1 204,4 14,5 616,5 15,0

2007 2 069,5 0,3 1 382,1 14,8 567,7 -7,9

2008 2 136,6 3,2 1 323,6 -4,2 647,0 14,0

2009 2 204,9 3,2 1 306,9 -1,3 827,2 27,9

2010 2 366,2 7,3 1 379,6 5,6 909,5 9,9

2011 2 554,2 7,9 1 479,8 7,3 974,7 7,2

2012 2 666,1 4,4 1 628,7 10,1 959,7 -1,5

2013 2 882,0 8,1 1 728,3 6,1 786,8 -18,0

2014 e 2 982,6 3,5 1 812,8 4,9 798,4 1,5

Catatan: e Angka perkiraan
Sumber:  Direktorat Jenderal dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian
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Lampiran 16.13
Produksi Perikanan (ribu ton), 1968–2014

Tahun Perikanan Tangkap Perikanan Budidaya Jumlah

(1) (2) (3) (4)

1968  1 043  117  1 160 

1969  1 100  114  1 214 

1970  1 094  134  1 228 

1971  1 106  138  1 244 

1972  1 138  131  1 269 

1973  1 138  140  1 278 

1974  1 189  148  1 337 

1975  1 237  153  1 390 

1976  1 328  154  1 482 

1977  1 412  160  1 572 

1978  1 477  170  1 647 

1979  1 566  183  1 749 

1980  1 649  201  1 850 

1981  1 673  241  1 914 

1982  1 756  242  1 998 

1983  1 875  339  2 214 

1984  1 982  278  2 260 

1985  2 091  305  2 396 

1986  2 196  333  2 529 

1987  2 293  377  2 670 

1988  2 451  431  2 882 

1989  2 569  466  3 035 

1990  2 663  499  3 162 

1991  2 832  518  3 350 

1992  2 993  550  3 543 

1993  3 195  600  3 795 

1994  3 416  598  4 014 

1995  3 623  641  4 264 

1996  3 719  733  4 452 

1997  3 917  663  4 580 

1998  4 012  630  4 642 

1999  4 010  883  4 893 

2000  4 126  994  5 120 

2001  4 277  1 076  5 353 

2002  4 378  1 138  5 516 

2003  4 692  1 224  5 916 

2004  4 651  1 469  6 120 

2005  4 706  2 164  6 870 

2006  4 806  2 683  7 489 

2007  5 045  3 194  8 238 

2008  5 003  3 885  8 888 

2009  5 108  4 709  9 817 

2010  5 384  6 278  11 662 

2011  5 714  7 929  13 643 

2012  5 829  9 676  15 505 

2013  6 105  13 301  19 406 

2014*  6 200  14 521  20 721 

Catatan: * Angka Sementara
Sumber:  Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan
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Lampiran 16.14
Produksi Kayu Hutan Menurut Jenis Produksi (ribu m3), 1978–2013

Tahun Kayu Bulat Kayu Gergajian Kayu Lapis

(1) (2) (3) (4)

1978  24 742,9  1 512,7  168,1 

1979  25 313,6  1 637,0  385,6 

1980  25 190,4  1 793,9  945,5 

1981  15 954,4  2 659,3  1 253,4 

1982/1983  13 376,5  3 686,4  2 309,0 

1983/1984  15 208,6  2 710,7  2 605,1 

1984/1985  15 957,6  2 119,1  2 400,1 

1985/1986  14 551,5  2 643,4  4 322,4 

1986/1987  19 758,3  7 442,0  5 312,8 

1987/1988  27 565,9  9 750,1  6 383,4 

1988/1989  28 485,0  10 237,5  6 026,7 

1989/1990  24 409,0  3 919,2  8 843,0 

1990/1991  25 312,0  3 117,0  9 415,0 

1991/1992  23 892,0  3 006,0  9 123,5 

1992/1993  28 267,0  3 534,4  9 874,0 

1993/1994  26 848,0  2 244,0  9 924,0 

1994/1995  24 027,3  1 729,7  8 066,4 

1995/1996  24 850,1  2 014,2  9 122,4 

1996/1997  26 069,3  3 565,5  10 270,2 

1997/1998  29 520,3  2 613,5  6 709,8 

1998/1999  19 026,9  2 707,2  7 154,7 

1999/2000  20 619,9  2 060,2  4 611,9 

2000  13 798,2  2 789,5  4 442,7 

2001  10 051,5  674,9  2 101,5 

2002  8 660,0  623,5  1 694,4 

2003  10 086,2  1 134,5  3 295,5 

2004  13 548,9  433,0  4 514,4 

2005  31 965,7  1 471,6  4 533,7 

2006  34 092,5  679,2  3 811,8 

2007  32 197,0  587,4  3 454,4 

2008  32 000,8  530,7  3 353,5 

2009  34 320,5  710,2  3 005,0 

2010  42 114,8  885,4  3 324,9 

2011  47 429,3  934,8  3 302,8 

2012  49 258,3  1 053,4  5 178,3 

2013  45 770,5  1 217,9  3 262,0 

Sumber : Kementerian Kehutanan

ht
tp
:/
/w

w
w
.b
ps

.g
o.
id



327Statistik 70 Tahun Indonesia Merdeka

Lampiran 17.1
Jumlah Tenaga Kerja dan Produksi Perusahaan Migas, 1980–2014

PERTAMBANGAN 17

Tahun Minyak Mentah 
(juta barel)

Kondensat
(juta barel)

Produksi Harian 
Minyak dan 
Kondensat 

(juta barel per hari)

Gas Alam 
(MMMSCF) 

(1) (3) (4) (5) (6)

1980 404,8 31,0 1,19 781,6
1985 431,1 52,5 1,32 1 579,8
1990 464,3 66,1 1,45 2 158,6
1995 478,2 58,5 1,47 2 966,8
 1996 485,6 63,1 1,50 3 164,0
1997 484,3 59,4 1,49 3 166,0
1998 480,1 54,8 1,47 2 978,9
1999 440,5 54,2 1,36 3 068,3
2000 434,4 50,0 1,33 2 845,5
2001 432,6 47,5 1,32 3 765,8
2002 351,9 45,4 1,09 2 289,4
2003 339,1 44,6 1,05 2 142,6

2004 354,4 50,6 1,11 3 026,1

2005 341,2 46,5 1,06 2 985,3

2006 313,0 44,4 0,98 2 948,0

2007 305,1 43,2 0,95 2 805,5

2008 314,2 44,5 0,98 2 791,0

2009 301,7 44,6 0,95 2 887,9

2010 300,9 44,0 0,94 3 407,6

2011 289,9 39,4 0,90 3 256,4

2012 279,4 35,3 0,86 2 982,8

2013 265,8 35,4 0,83 2 967,4

2014 e 255,1 34,8 0,79 3 007,9

Catatan:   e Angka Perkiraan
Sumber: Survei Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, BPS
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Lampiran 17.2
Jumlah Produksi Beberapa Komoditas Pertambangan Nonmigas, 1980–2014

Tahun Batu Bara 
(ton) 

Bauksit 
(ton) 

Bijih Nikel 
(ton) Emas (kg) Perak (kg) Pasir Besi 

(ton) 
Konsentrat 
Timah (ton) 

Konsentrat 
Tembaga 

(ton) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1980 207 600 952 400 1 004 500 176 1 781 42 300 25 273 133 700
1985 1 861 300 830 500 961 900 234 2 123 130 900 27 092 197 300
1990 8 020 300 1 205 700 2 179 100 487 1 973 151 700 30 120 437 300
1995 39 935 600 899 000 2 513 400 64 032 275 567 366 100 38 378 1 516 600
2000 67 105 675 1 150 776 2 434 585 109 612 310 430 420 418 56 360 3 270 335
2001 71 072 961 1 237 006 2 473 825 148 528 333 561 440 648 69 494 2 418 110
2002 105 539 301 1 283 485 4 366 235 140 246 281 903 190 946 88 142 2 851 190
2003 113 525 813 1 262 705 4 395 429 138 475 272 050 245 911 74 316 3 238 306
2004 128 479 707 1 331 519 4 118 980 86 855 255 053 114 215 73 080 2 812 664
2005 149 665 233 2 502 616 3 706 998 142 894 326 993 835 100 78 404 3 553 808
2006 162 294 657 7 270 072 4 353 833 138 992 270 624 2 161 408 79 100 817 796
2007 188 663 068 11 663 144 7 118 436 117 854 268 967 5 228 123 64 127 796 899

2008 178 930 188 16 791 368 6 557 103 64 390 226 051 4 455 259 79 210 655 046

2009 228 806 887 14 720 320 5 806 887 140 488 359 451 4 561 059 56 602 973 347

2010 325 325 793 27 410 375 9 475 362 119 726 335 040 8 975 507 97 796 993 152

2011 415 765 068 40 643 852 41 193 335 68 220 227 173 11 814 544 89 600 1 472 238

2012 452 318 024 31 443 325 47 106 534 69 291 247 827 11 545 752 44 202 2 385 121

2013 458 462 513 57 023 774 65 047 388 59 804 123 109 22 353 337 59 412 1 909 548

2014 e 435 524 145 3 556 428 5 547 119 69 023 119 189 2 469 064 51 915 1 571 483
Catatan:   e Angka Perkiraan
Sumber: Survei Pertambangan Nonminyak dan Gas Bumi, BPS
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Lampiran 17.3
Jumlah Tenaga Kerja Tetap Subsektor Pertambangan Migas dan Nonmigas, 1980–2014

Tahun Migas Nonmigas

(1) (2) (3)

1980 19 102 34 810
1985 19 905 39 035
1990 18 598 39 627
1995 18 277 39 768
1996 18 297 41 656
1997 18 664 39 057
1998 18 796 38 741
1999 15 653 39 282
2000 17 514 39 044
2001 21 346 41 462
2002 22 200 45 629
2003 20 596 41 130

2004 26 183 41 272

2005 25 266 45 252

2006 25 531 39 096

2007 25 868 41 814

2008 26 255 58 219

2009 25 529 64 215

2010 23 580 54 106

2011 21 710 94 792

2012 20 784 121 856

2013 21 316 143 091

2014 e 21 148 113 106

Catatan:   e Angka Perkiraan
Sumber: Survei Pertambangan Nonminyak dan Gas Bumi, BPS 
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LISTRIK, GAS, DAN AIR MINUM18

Lampiran 18.1
Perkembangan Kapasitas, Produksi, dan Distribusi Listrik, 1945–2014

Tahun Kapasitas Terpasang (MW) Produksi (GWh) Dijual (GWh)

(1) (2) (3) (4)

1945 158,0 504,0 403,0

1955 258,0 900,0 720,0

1965 559,0 1 513,0 1 204,0

1975 1 254,0 3 770,0 2 804,0

1980 2 487,1 7 986,7 6 170,8

1985 5 299,0 16 245,0 12 088,0

1990 9 119,0 35 087,0 27 740,0

1995 14 981,0 54 597,0 49 629,0

1997 17 042,0 70 660,0 64 295,0

1998 20 374,0 77 263,0 65 359,0

1999 20 596,0 84 378,0 71 735,0

2000 20 850,0 92 821,0 79 710,0

2001 21 052,0 101 630,0 84 499,0

2002 21 114,0 108 362,0 87 088,0

2003 21 204,0 113 020,0 89 816,0

2004 21 722,0 131 878,0 112 875,0

2005 22 515,1 127 369,8 107 032,3

2006 24 846,2 133 108,4 112 609,8

2007 25 223,5 142 440,8 121 246,8

2008 25 593,9 149 436,5 129 018,9

2009 25 636,7 156 797,3 134 582,0

2010 26 895,0 169 786,2 147 300,5

2011 35 038,8 184 173,2 158 694,9

2012 44 684,5 201 714,0 174 341,9

2013 46 589,2 222 020,3 188 342,4

2014 e 47 413,8 231 830,7 199 892,8

Catatan: e Angka perkiraan
Sumber: Survei Listrik, BPS
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Lampiran 18.2
Perkembangan Pengadaan Gas Alam, 1980–2014

Tahun Tenaga Kerja Tetap Gas yang Didistribusikan
(000 m3)

(1) (2) (3)

1980 834 36 867,0

1985 912 131 235,0

1990 1 155 365 600,0

1995 1 293 1 186 022,0

1997 1 236 1 692 513,0

1998 1 331 1 599 683,0

1999 1 918 1 641 965,0

2000 1 834 1 968 257,0

2001 1 063 2 116 524,0

2002 1 275 2 458 017,0

2003 1 268 2 706 657,0

2004 1 247 2 975 932,8

2005 1 229 3 180 105,0

2006 1 261 3 335 632,3

2007 1 351 4 366 989,5

2008 1 350 5 989 142,8

2009 1 333 6 009 960,1

2010 2 062 6 030 777,4

2011 2 035 6 986 441,6

2012 2 120 8 510 818,6

2013 2 443 9 036 913,5

2014 e 2 456 9 548 107,0

Catatan: e Angka perkiraan
Suimber: Survei Distribusi Gas, BPS
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Lampiran 18.3
Jumlah Perusahaan, Jumlah Tenaga Kerja, dan Air yang Didistribusikan Perusahaan Penyedia Air Minum, 1980–2014

Catatan: e Angka perkiraan
Sumber: Survei Perusahaan Air Minum, BPS

Tahun Jumlah Perusahaan Jumlah Tenaga Kerja Air yang Didistribusikan
(juta m3)

(1) (2) (3) (4)

1980 190 10 957 361

1985 260 16 954 497

1990 398 26 487 765

1995 445 35 601 1 158

1997 510 39 082 1 510

1998 490 40 958 1 684

1999 470 41 587 1 808

2000 457 41 025 1 889

2001 456 41 620 1 835

2002 469 44 693 2 095

2003 470 44 788 1 938

2004 475 45 720 1 947

2005 524 50 533 2 353

2006 661 43 330 2 558

2007 489 44 517 2 195

2008 498 45 700 2 411

2009 499 47 239 2 313

2010 529 48 465 2 439

2011 542 48 874 2 742

2012 547 48 884 2 969

2013 537 49 877 3 225

2014 e 542 49 805 3 375
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Lampiran 18.4
 Pemakaian Beberapa Jenis Energi Final (Juta SBM), 1995–2013

Lampiran 18.5
Pemakaian Energi Final Menurut Sektor Pengguna Energi (Juta SBM), 1995–2013

Tahun Batubara Gas Alam BBM LPG Listrik Lainnya

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1995 16,9 31,9 245,9 5,4 30,3 49,6 

1996 15,7 35,1 264,8 6,1 34,8 54,0 

1997 16,3 36,4 282,2 7,0 39,1 57,6 

1998 18,1 34,1 282,3 7,0 40,4 57,7 

1999 22,3 33,8 299,3 7,5 43,8 55,4 

2000 36,1 87,2 315,3 8,3 48,6 282,6 

2001 37,0 82,2 328,2 8,3 51,8 294,7 

2002 38,7 80,9 325,2 8,7 53,4 293,0 

2003 68,3 90,3 321,4 8,8 55,5 295,6 

2004 55,3 85,5 354,3 9,2 61,4 309,6 

2005 65,7 86,6 338,4 8,5 65,6 299,8 

2006 89,0 83,2 311,9 9,4 69,1 317,5 

2007 121,9 80,2 314,2 10,9 74,4 315,1 

2008 94,0 112,6 321,0 15,7 79,1 330,1 

2009 82,6 118,6 335,3 24,4 82,5 338,0 

2010 136,7 115,4 363,1 32,1 90,7 329,5 

2011 144,5 121,2 363,8 37,1 99,1 353,1 

2012 155,9 125,1 398,4 42,9 106,7 362,6 

2013 178,8 125,5 399,3 47,8 115,0 344,9 

Tahun Industri Rumah Tangga Transportasi Lainnya

(1) (2) (3) (4) (5)

1995 128,3 77,5 124,3 49,9

1996 135,9 83,3 137,4 53,9

1997 140,6 88,2 152,2 57,6

1998 138,0 93,1 150,8 57,7

1999 146,0 103,8 151,7 60,6

2000 251,9 296,6 139,2 90,3

2001 252,2 301,3 148,3 100,6

2002 245,1 303,0 151,5 100,3

2003 275,3 309,0 156,2 99,2

2004 263,3 314,1 178,4 119,5

2005 262,7 313,8 178,5 109,7

2006 280,2 312,7 170,1 117,1

2007 300,7 319,3 179,1 117,6

2008 309,9 316,8 196,9 129,0

2009 297,3 317,1 224,9 142,1

2010 355,4 310,5 255,6 146,0

2011 359,7 323,4 277,4 158,5

2012 377,6 331,1 310,4 172,5

2013 399,7 338,9 323,6 149,0

Sumber: Kementerian Energi Sumber Daya Mineral RI

Sumber: Kementerian Energi Sumber Daya Mineral RI
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Lampiran 18.6
Produksi Beberapa Jenis BBM dan Pelumas Hasil Pengolahan Minyak Mentah Indonesia (Barel), 1990–2013

Tahun Tenaga Kerja Premium Pertamax Pertamax Plus ADO/Minyak 
Solar

IDO/ Minyak 
Diesel

Kerosin/
Minyak Tanah

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1990 11 493 38 906 115 – – 61 154 523 11 078 580 45 629 836

1991 11 762 42 091 039 – – 60 584 722 10 585 970 47 326 472

1993 12 036 46 559 693 – – 73 349 096 12 346 608 47 202 050

 1996 12 605 60 815 000 – – 89 382 000 6 302 000 55 535 000

1997 12 129 60 815 000 – – 22 600 000 27 315 000 49 378 000

1998 13 634 63 373 000 – – 93 296 000 15 862 000 49 061 000

1999 11 555 59 403 000 – – 84 286 847 16 770 845 53 662 497

2000 12 460 69 243 864 – – 91 154 347 9 163 395 55 117 974

2001 13 476 66 533 951 – – 89 656 135 9 450 504 55 044 848

2002 13 249 68 975 134 – – 89 282 621 8 730 022 53 428 406

2003 11 797 64 367 803 2 282 000 617 000 89 816 867 7 978 581 63 029 372

2004 12 973 70 260 076 3 010 000 300 000 98 034 112 9 917 836 56 911 747

2005 13 261 71 013 010 1 699 754 431 836 94 632 874 8 558 763 53 720 587

2006 13 564 71 822 000 1 631 764 414 563 88 892 000 3 867 000 54 424 000

2007 13 742 71 337 000 2 754 000 951 000 82 120 000 2 267 000 51 934 000

2008 9 786 72 404 000 1 523 000 387 000 92 812 000 2 036 000 53 040 000

2009 9 292 72 799 000 2 050 000 647 000 107 353 000 1 110 000 32 163 000

2010 9 574 66 820 000 3 301 000 668 000 107 351 000 1 376 000 18 985 000

2011 9 805 64 460 000 2 446 000 736 000 119 568 000 1 376 000 14 378 000

2012 9 723 67 684 000 2 487 000 514 000 122 099 000 1 261 000 10 808 000

2013 9 876 67 819 014 2 651 451 566 464 122 907 397 927 464 9 614 333

Sumber: Kementerian Energi Sumber Daya Mineral RI
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Lampiran 19.1
Persentase Pertumbuhan Jumlah Pekerja Tetap

Sektor Konstruksi dan Angkatan Kerja Nasional, 2005–2014

KONSTRUKSI 17

Tahun
Persentase Pertumbuhan

Pekerja Tetap Sektor 
Konstruksi 1

Angkatan Kerja 
Nasional 2

(1) (2) (3)

2005 -0,53 9,45
2006 1,85 7,21
2007 2,67 6,29
2008 2,16 6,55
2009 1,78 6,16
2010 1,74 5,27
2011 -1,48 3,69
2012 3,23 3,94
2013 0,27 3,89
2014 e 1,42 1,91

Catatan:   e Angka Perkiraan
Sumber: 1 Statistik Konstruksi Tahunan
 2 Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia
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Lampiran 19.2
Jumlah Hari-Orang Pekerja Harian

Sektor Konstruksi, 1989–2014

Tahun Hari-Orang

(1) (2)

1989        295 605 612 
1990        326 157 705 
1991        377 658 434 
1992        420 308 460 
1993        444 383 897 
1994        488 312 809 
1995        525 026 181 
1996        567 582 548 
1997        435 127 614
1998     282 023 248
1999        246 928 679 
2000        298 740 059 
2001        320 882 453 
2002        337 092 855 
2003        358 972 886 
2004        386 207 349 
2005        452 118 977 
2006        510 034 469 
2007        577 630 195 
2008        658 269 369 
2009        750 530 619 
2010        843 147 840 
2011    1 056 240 671 
2012    1 092 943 923 
2013    1 237 586 253 
2014 e    1 380 470 685

Catatan:   e Angka Perkiraan
Sumber: Survei Perusahaan Konstruksi
 Tahunan, BPS

Lampiran 19.3
Nilai Konstruksi yang Diselesaikan

(juta rupiah), 1989–2014

Tahun Nilai Konstruksi

(1) (2)

1989               21 516 874 
1990               25 780 101 
1991               32 586 097 
1992               39 280 011 
1993               44 707 171 
1994               53 378 699 
1995               62 846 733 
1996               74 325 536 
1997               60 400 768 
1998               41 154 442 
1999               37 336 231 
2000               48 790 258 
2001               57 288 384 
2002            65 801 045 
2003            76 638 947 
2004            89 282 420 
2005         111 857 972 
2006         138 514 291 
2007         170 093 130 
2008         210 098 227 
2009         261 108 768 
2010         320 249 552 
2011         376 123 348 
2012         440 353 173 
2013         509 025 854 
2014 e         574 098 401

Catatan:   e Angka Perkiraan
Sumber: Survei Perusahaan Konstruksi
 Tahunan, BPS
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Lampiran 19.4
Nilai Konstruksi yang Diselesaikan Menurut Provinsi dan Golongan Utama (juta rupiah), 2014 e

Provinsi Gedung Sipil Khusus Total

(1) (2) (3) (4) (5)

Aceh        4 577 490        5 646 853          669 667      10 894 010 
Sumatera Utara        4 290 832      13 836 665      4 881 715      23 009 212 
Sumatera Barat        3 583 802        5 701 414          971 667      10 256 883 
Riau        8 398 432      12 106 115      2 829 110      23 333 657 
Jambi            761 055        2 880 263          369 022        4 010 340 

Sumatera Selatan        2 048 715      10 576 005      1 056 146      13 680 866 

Bengkulu        1 334 858        2 555 465          308 450        4 198 773 
Lampung            671 915        5 053 615          527 310        6 252 840 
Kepulauan  Bangka Belitung            729 587        1 424 197          356 218        2 510 002 
Kepulauan Riau        3 601 396        4 524 980      1 090 518        9 216 894 
DKI Jakarta      52 662 893      59 612 940    33 111 083    145 386 916 
Jawa Barat      16 617 338      38 477 041    10 892 737      65 987 116 
Jawa Tengah      12 654 660      35 892 325      9 705 615      58 252 600 
DI  Yogyakarta        1 602 455        3 315 193      1 172 171        6 089 819 
Jawa Timur      25 800 464      37 350 464      9 889 921      73 040 849 
Banten        1 950 888        7 129 546      2 719 057      11 799 491 
Bali        2 299 779        2 951 842          914 804        6 166 425 
Nusa Tenggara Barat        1 133 512        2 779 206      1 308 218        5 220 936 
Nusa Tenggara Timur            586 740        2 371 368          333 744        3 291 852 
Kalimantan Barat        2 479 766        4 903 430      1 475 060        8 858 256 
Kalimantan Tengah        1 244 104        4 769 387          498 755        6 512 246 
Kalimantan Selatan        2 088 170        6 666 630      1 152 730        9 907 530 
Kalimantan Timur        5 359 416        8 532 184      3 033 760      16 925 360 
Kalimantan Utara        1 293 920        2 059 918          732 438        4 086 276 
Sulawesi Utara            713 662        2 573 455          677 882        3 964 999 
Sulawesi Tengah        1 022 264        2 726 847          328 475        4 077 586 
Sulawesi Selatan        3 473 813        7 288 078      1 398 251      12 160 142 
Sulawesi Tenggara            887 443        2 157 768          284 924        3 330 135 
Gorontalo            286 055        1 717 781          259 464        2 263 300 
Sulawesi Barat            226 827            818 183          103 528        1 148 538 
Maluku            669 140        1 400 989          266 560        2 336 689 
Maluku Utara            529 479            595 110          363 430        1 488 019 
Papua Barat        1 977 690        3 864 106          394 594        6 236 390 
Papua        2 444 555        4 324 154      1 434 745        8 203 454 
Indonesia    170 003 115    308 583 517    95 511 769    574 098 401 

Catatan:   e Angka Perkiraan
Sumber: Survei Perusahaan Konstruksi Tahunan, BPS
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Lampiran 19.5
Indeks Masalah Bisnis Menurut Jenis Masalah, 2010–2014

Jenis Permasalahan 2010 2011 2012 2013 2014 e

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Akses Kredit 8,63 8,97 8,00 13,18 5,57
Suku Bunga 14,04 14,77 13,08 21,80 12,31
Harga Bahan Baku 35,07 32,55 33,43 41,10 32,61
Penurunan Jumlah Permintaan 37,33 34,97 37,41 42,34 38,82
Persaingan Usaha 39,33 40,52 41,80 45,83 45,07

Pasokan Bahan Baku 19,43 18,64 19,46 26,41 14,17

SDM Terampil 11,69 11,24 11,54 15,55 9,15
Birokrasi 21,00 17,56 17,58 29,15 19,45
Politik dan Keamanan 14,63 13,89 13,64 16,20 12,22
Lainnya 18,43 15,70 7,10 10,13 3,34
Total IMB 27,27 26,16 27,41 30,92 29,15

Catatan:   e Angka Perkiraan
Sumber: Survei Perusahaan Konstruksi Triwulanan, BPS
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Lampiran 20.1
Sebaran Perusahaan Industri Besar Sedang Menurut Kelompok, 1990–2014

Lanjutan Lampiran 20.1

Kelompok 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Besar 4 595 4 141 5 570 5 892 6 233 6 546 6 679 6 617 6 429 6 678 6 797 6 734 6 755

(27,81) (30,29) (31,59) (32,47) (32,80) (30,40) (29,06) (29,58) (30,03) (30,26) (30,65) (31,47) (31,94)

Sedang 11 930 9 529 12 061 12 253 12 768 14 989 16 303 15 752 14 980 15 392 15 377 14 661 14 391

(72,19) (69,71) (68,41) (67,53) (67,20) (69,60) (70,94) (70,42) (69,97) (69,74) (69,35) (68,53) (68,06)

Nasional 16 525 13 670 17 631 18 145 19 001 21 535 22 982 22 369 21 409 22 070 22 174 21 395 21 146

(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100)

Kelompok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 e

(1) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)

Besar 6 598 6 631 6 599 7 446 7 204 6 865 6 764 6 810 7 075 7 001 7 099 7 297

(32,49) (32,06) (31,83) (25,27) (25,73) (26,72) (27,64) (29,17) (30,27) (29,68) (29,96) (28,51)

Sedang 13 709 14 050 14 130 22 022 20 796 18 829 17 704 16 535 16 295 16 591 16 599 18 297

(67,51) (67,94) (68,17) (74,73) (74,27) (73,28) (72,36) (70,83) (69,73) (70,32) (70,04) (71,49)

Nasional 20 307 20 681 20 729 29 468 28 000 25 694 24 468 23 345 23 370 23 592 23 698 25 594

(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100)

Catatan: e Angka perkiraan
 Angka dalam kurung menunjukan persentase
Sumber: Survei Industri Besar Sedang Tahunan, BPS

Lampiran 20.2
Sebaran Perusahaan Industri Besar Sedang Menurut Wilayah, 1990–2014

Lanjutan Lampiran 20.2

Wilayah 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Jawa 13 212 10 927 14 055 14 463 15 071 17 257 18 506 18 024 17 236 17 925 17 995 17 413 17 118

(79,95) (79,93) (79,72) (79,71) (79,32) (80,13) (80,52) (80,58) (80,51) (81,22) (81,15) (81,39) (80,95)

Luar Jawa 3 313 2 743 3 576 3 682 3 930 4 278 4 476 4 345 4 173 4 145 4 179 3 982 4 028

(20,05) (20,07) (20,28) (20,29) (20,68) (19,87) (19,48) (19,42) (19,49) (18,78) (18,85) (18,61) (19,05)

Nasional 16 525 13 670 17 631 18 145 19 001 21 535 22 982 22 369 21 409 22 070 22 174 21 395 21 146

(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100)

Wilayah 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 e

(1) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)

Jawa 16 607 16 901 16 996 24 349 23 069 21 207 20 397 19 529 19 440 19 554 19 587 21 352

(81,78) (81,72) (81,99) (82,63) (82,39) (82,54) (83,36) (83,65) (83,18) (82,88) (82,65) (83,43)

Luar Jawa 3 700 3 780 3 733 5 119 4 931 4 487 4 071 3 816 3 930 4 038 4 111 4 242

(18,22) (18,28) (18,01) (17,37) (17,61) (17,46) (16,64) (16,35) (16,82) (17,12) (17,35) (16,57)

Nasional 20 307 20 681 20 729 29 468 28 000 25 694 24 468 23 345 23 370 23 592 23 698 25 594

(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100)

Catatan: e Angka perkiraan
 Angka dalam kurung menunjukan persentase
Sumber: Survey Industri Besar Sedang Tahunan, BPS
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Lampiran 20.3
Sebaran Perusahaan Industri Besar Sedang Menurut Provinsi, 1990–2014

Provinsi 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Aceh  95  74  104  96  106  130  145  117  114  106  101  66  66

Sumatera Utara  963  836 1 008 1 056 1 107 1 141 1 158 1 088 1 017 1 007 1 001  959  947

Sumatera Barat  112  102  145  141  141  165  153  147  136  139  144  157  158

Riau  214  195  255  223  303  301  339  376  353  373  378  395  457

Jambi  113  99  117  108  115  135  134  128  137  127  128  125  123

Sumatera Selatan 229  179  254  262  273  288  280 285 284  278  280  287  194

Bengkulu  14  9  8  15  19  28  35  29  28  26  21  16  14

Lampung  151  140  231  213  206  243  262  247  244  239  236  223  213

Kepulauan Bangka 
Belitung

– – – – – – – – – – – –1  87

Kepulauan Riau – – – – – – – – – – – – – 2

DKI Jakarta 2 704 1 890 2 333 2 284 2 378 2 548 2 630 2 385 2 122 2 276 2 285 2 147 1 975

Jawa Barat 4 259 3 693 4 636 4 832 5 104 5 998 6 175 6 085 6 123 6 549 6 599 6 563 4 918

Jawa Tengah 2 548 2 172 2 837 2 911 3 061 3 765 3 946 3 885 3 646 3 744 3 715 3 572 3 537

DI Yogyakarta  179  160  250  250  266  292  360  365  341  349  397  394  397

Jawa Timur 3 522 3 012 3 999 4 186 4 262 4 654 5 395 5 304 5 004 5 007 4 999 4 737 4 653

Banten – – – – – – – – – – – 3 – 3 1 638

Bali  363  281  353  350  358  464  464  432  442  467  504  379  371

Nusa Tenggara 
Barat

 107  87  107  105  117  130  182  174  169  153  155  156  156

Nusa Tenggara 
Timur

 24  18  30  32  33  43  40  43  48  38  35  26  33

Kalimantan Barat  102  85  106  159  166  163  163  160  158  149  154  162  144

Kalimantan Tengah  67  50  61  67  75  94  83  80  75  78  75  72  61

Kalimantan Selatan  155  123  164  165  153  160  173  169  136  127  138  137  132

Kalimantan Timur  133  116  129  128  135  128  136  129  132  132  130  131  124

Sulawesi Utara 104  87  108  115  152  148  171 159 166  166  177  171  78

Sulawesi Tengah  61  43  57  63  63  74  55  65  60  58  51  40  60

Sulawesi Selatan  187  129  212  255  281  304  339  345  297  288  289  291  293

Sulawesi Tenggara 30  28  47  50  52  54  67 73 75  86  92  98  94

Gorontalo – – – – – – – – – – – 4 – 4  126

Sulawesi Barat – – – – – – – – – – – – –

Maluku 46  30  42  40  37  44  51 56 56  56  36  43  57

Maluku Utara – – – – – – – – – – 6 – 6 – 6  2

Papua Barat – – – – – – – – – – 7 – 7 – 7  21

Papua 43  32  38  39  38  41  46 43 46  52  54  48  17

Nasional 11 814 13 670 17 631 18 145 19 001 21 535 22 982 15 668 14 659 22 070 22 174 21 395 21 146
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Lanjutan Lampiran 20.3

Provinsi 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 e

(1) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)

Aceh  66  45  37  97  105  75  56  48  53  50  49  51

Sumatera Utara  919  970  922 1 218 1 185 1 109 1 044 1 004 1 007 1 023 1 006 1 042

Sumatera Barat  152  158  140  180  182  182  158  139  135  145  140  159

Riau  444  163  163  208  203  196  191  183  205  202  217  221

Jambi  95  93  79  105  93  84  90  88  104  104  98  94

Sumatera Selatan  165  174  168  239  232  222  220  187  190  182  165  187

Bengkulu  14  14  14  21  20  20  19  22  30  31  36  26

Lampung  194  187  177  400  314  279  268  242  268  302  301  293

Kepulauan Bangka 
Belitung

 83  81  79  115  107  83  58  83  86  83  88  90

Kepulauan Riau – 2  301  285  336  351  358  346  331  324  331  351  357

DKI Jakarta 1 919 1 881 1 955 2 955 2 566 1 866 1 699 1 588 1 451 1 410 1 242 1 610

Jawa Barat 4 860 4 803 4 782 7 086 6 778 6 195 6 204 6 029 5 861 6 052 6 457 6 520

Jawa Tengah 3 415 3 498 3 563 5 537 5 168 4 678 4 213 3 887 3 850 3 736 3 666 4 487

DI Yogyakarta  402  414  376  511  451  416  403  400  407  391  322  479

Jawa Timur 4 435 4 666 4 715 6 257 6 260 6 248 6 183 6 005 6 288 6 370 6 226 6 584

Banten 1 576 1 639 1 605 2 003 1 846 1 804 1 695 1 620 1 583 1 595 1 674 1 671

Bali  333  319  318  537  521  409  366  326  346  351  334  380

Nusa Tenggara 
Barat

 136  125  151  256  208  186  175  163  145  130  131  180

Nusa Tenggara 
Timur

 39  49  46  58  79  42  44  27  26  44  36  45

Kalimantan Barat  119  123  229  138  181  120  103  95  95  109  124  126

Kalimantan Tengah  33  26  37  74  50  60  57  59  73  66  80  56

Kalimantan Selatan  122  120  116  127  125  106  98  92  99  90  88  94

Kalimantan Timur  124  118  117  154  148  122  111  110  104  129  140  122

Sulawesi Utara  74  70  76  90  96  101  89  82  85  93  86  84

Sulawesi Tengah  37  38  36  49  46  53  51  67  70  70  80  55

Sulawesi Selatan  297  340  332  408  392  370  315  275  285  291  326  365

Sulawesi Tenggara  87  73  68  134  135  144  81  78  83  79  89  94

Gorontalo  92  86  57  36  43  36  31  25  23  22  23  18

Sulawesi Barat – – 5 – 5  22  28  28  15  14  14  12  15  11

Maluku  52  64 45  46  35  58  34  28  33  43  47  43

Maluku Utara  2  2  23  7  8  7  3  5  5  10  4

Papua Barat  21  24  24  31  26  21  21  24  24  28  31  27

Papua  0  17  17  17  19  15  23  21  18  23  20  16

Nasional 20 307 20 681 20 684 29 468 28 000 25 694 24 468 23 345 23 370 23 592 23 698 25 594

Catatan: e Angka perkiraan
 1 Data masih bergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan
 2 Data masih bergabung dengan Provinsi Riau
 3 Data masih bergabung dengan Provinsi Jawa Barat
 4 Data masih bergabung dengan Provinsi Sulawesi Utara
 5 Data masih bergabung dengan Provinsi Sulawesi Selatan
 6 Data masih bergabung dengan Provinsi Maluku
 7 Data masih bergabung dengan Provinsi Papua
Sumber: Survei Industri Besar Sedang Tahunan, BPS
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Lampiran 20.4
Pertumbuhan Tenaga Kerja Perusahaan Menurut Provinsi (ribu orang), 1995–2014

Provinsi
Tahun

1995–1998 1999–2002 2003–2006 2007–2009 2011–2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Aceh 65,74 62,63 47,15 29,83 31,36

Sumatera Utara 716,55 713,45 651,18 621,82 580,71

Sumatera Barat 65,64 65,29 77,04 74,83 67,24

Riau 271,21 526,14 703,34 486,54 208,34

Jambi 95,14 127,47 127,10 110,11 100,17

Sumatera Selatan 204,78 215,42 183,55 158,67 162,57

Bengkulu 8,24 11,25 11,64 48,71 21,91

Lampung 138,54 175,20 213,62 251,73 262,90

Kepulauan Bangka 
Belitung 1

– – – 27,24 51,81

Kepulauan Riau 1 – – – – 627,37

DKI Jakarta 1 537,23 1 657,61 1 570,30 1 523,55 1 359,77

Jawa Barat 4 434,94 6 051,44 6 071,86 4 643,78 4 816,59

Jawa Tengah 1 706,60 2 179,05 2 345,85 2 457,02 2 816,89

DI Yogyakarta 114,27 142,25 165,36 196,13 211,86

Jawa Timur 2 723,76 3 519,18 3 453,23 3 391,68 3 711,99

Banten 1 – – – 1 998,01 1 920,95

Bali 109,15 120,95 120,92 105,54 117,79

Nusa Tenggara Barat 21,77 30,11 26,94 28,32 29,68

Nusa Tenggara Timur 5,97 8,64 6,82 8,90 8,59

Kalimantan Barat 159,36 173,67 174,83 145,76 120,43

Kalimantan Tengah 62,95 65,12 44,06 61,73 74,64

Kalimantan Selatan 165,44 200,15 197,95 180,49 117,62

Kalimantan Timur 214,41 227,07 233,68 219,45 144,95

Sulawesi Utara 46,59 57,22 61,29 36,49 44,10

Sulawesi Tengah 20,76 19,24 16,55 17,42 14,49

Sulawesi Selatan 111,34 145,54 163,94 168,55 170,71

Sulawesi Tenggara 10,56 22,69 29,19 25,02 24,65

Gorontalo 1 – – – 18,45 20,04

Sulawesi Barat 1 – – – – 21,87

Maluku 72,02 81,56 61,83 50,54 22,16

Maluku Utara 1 – – – – 0,96

Papua Barat – – – 38,44 21,50

Papua 39,06 65,78 54,35 12,78 22,68

Jumlah 13 122,00 16 664,10 16 813,54 17 137,54 17 929,29

Catatan: 1 Tergabung dengan Provinsi asal
Sumber: Survey Industri Besar Sedang Tahunan, BPS
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Lampiran 20.5
Nilai Produktivitas Tenaga Kerja1 Perusahaan Industri Besar Sedang Menurut Provinsi (juta rupiah), 1990–2014

Provinsi 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Aceh 18,19 19,43 21,46 29,15 18,72 39,84 34,12 43,92 70,48 68,58 88,80 155,88 283,66

Sumatera Utara 7,93 7,95 9,67 9,51 12,19 17,42 19,86 20,92 31,71 38,54 40,49 75,00 68,27

Sumatera Barat 10,38 10,51 10,59 12,71 21,67 26,41 24,09 36,02 49,43 59,72 30,49 43,88 89,26

Riau 15,52 15,76 22,61 18,22 17,24 24,07 29,53 35,12 69,45 70,61 109,30 140,72 119,83

Jambi 7,97 8,05 9,41 8,85 12,95 13,71 12,89 34,35 23,88 36,76 33,59 139,29 130,41

Sumatera Selatan 4,76 4,74 7,42 9,31 10,00 22,14 22,04 20,97 28,68 30,63 37,66 82,04 100,36

Bengkulu 4,44 4,29 1,93 2,89 5,42 5,66 11,64 26,04 36,04 59,85 42,68 49,34 37,90

Lampung 9,11 9,39 11,32 13,31 14,20 15,65 17,65 20,36 20,26 41,39 51,49 46,58 63,47

Kepulauan Bangka 
Belitung

– – – – – – – – – – – – 2 85,61

Kepulauan Riau – – – – – – – – – – – – – 3

DKI Jakarta 12,23 13,51 16,91 24,12 26,01 29,67 36,89 41,52 46,26 59,74 75,25 96,93 131,71

Jawa Barat 9,11 9,16 11,91 12,00 14,93 17,00 24,55 23,36 40,39 48,05 57,77 50,40 58,63

Jawa Tengah 9,34 8,13 10,43 11,60 11,49 8,99 9,64 10,62 15,31 19,40 20,53 32,82 39,01

DI Yogyakarta 4,20 4,27 6,02 6,28 7,18 9,38 11,72 11,05 17,05 17,55 21,55 19,36 29,52

Jawa Timur 8,77 9,41 12,92 14,57 16,06 18,24 20,68 25,99 41,38 51,74 59,45 61,32 78,21

Banten – – – – – – – – – – – 4 – 4 59,65

Bali 3,16 3,36 6,44 4,61 5,37 5,78 6,00 6,60 13,44 12,45 16,35 37,39 40,15

Nusa Tenggara 
Barat

1,56 1,66 1,57 2,56 3,60 3,44 5,47 5,79 4,07 4,60 4,17 10,21 8,14

Nusa Tenggara 
Timur

5,82 6,53 6,25 6,23 9,28 9,81 9,24 10,59 13,44 9,83 13,08 66,48 14,39

Kalimantan Barat 10,53 10,70 12,07 11,06 20,12 20,11 22,29 28,58 55,14 51,92 58,22 60,65 62,33

Kalimantan Tengah 6,52 6,81 11,53 12,63 13,38 14,83 18,20 35,07 24,55 54,81 33,20 114,79 57,61

Kalimantan Selatan 9,12 9,05 11,53 18,42 15,44 15,39 17,50 23,77 43,12 36,30 39,37 54,22 61,75

Kalimantan Timur 13,77 13,90 20,51 19,07 19,35 21,26 20,45 34,09 46,02 44,25 65,43 98,94 73,65

Sulawesi Utara 5,47 5,48 7,72 6,93 4,80 8,01 8,44 9,82 30,80 32,94 28,31 49,97 64,75

Sulawesi Tengah 3,86 3,79 7,10 5,62 5,87 6,24 5,67 11,25 32,93 19,75 21,81 40,67 57,49

Sulawesi Selatan 9,26 9,13 6,80 9,64 10,68 10,84 15,82 18,10 20,33 35,65 50,45 101,39 73,87

Sulawesi Tenggara 7,30 7,60 5,93 4,69 6,35 6,46 7,23 47,26 38,78 36,76 17,80 76,13 66,33

Gorontalo – – – – – – – – – – – 5 – 5 45,07

Sulawesi Barat – – – – – – – – – – – – –

Maluku 11,98 12,27 15,69 12,06 10,57 10,73 11,96 18,58 35,53 36,97 35,48 51,69 55,54

Maluku Utara – – – – – – – – – – 7 – 7 – 7 58,33

Papua Barat – – – – – – – – – – 8 – 8 – 8 36,69

Papua 7,19 7,47 9,82 14,85 11,65 15,26 14,01 12,74 37,90 29,75 31,63 60,10 90,14

Nasional 9,45 9,59 12,51 13,94 15,70 17,71 22,15 24,29 37,51 45,19 54,24 60,80 71,01
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Lanjutan Lampiran 20.5

Provinsi 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 e

(1) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)

Aceh 305,81 213,67 203,89 233,83 198,38 491,79 465,53 565,72 744,88 487,99 767,48 923,21

Sumatera Utara 75,24 86,41 89,47 132,28 174,21 188,75 201,43 223,23 245,50 282,79 484,12 426,98

Sumatera Barat 107,37 92,02 163,75 100,68 284,85 353,15 445,17 161,09 302,03 411,22 845,76 562,13

Riau 92,21 110,97 294,37 365,90 419,05 648,18 704,60 681,47 706,66 770,95 871,84 1149,56

Jambi 152,34 156,42 231,47 199,52 240,77 252,50 197,80 326,24 706,29 751,21 683,80 847,23

Sumatera Selatan 128,07 132,64 193,46 360,25 404,21 647,02 631,39 521,41 815,04 760,22 683,53 1313,24

Bengkulu 64,48 9,75 58,03 106,62 51,33 298,06 225,80 189,69 503,39 441,20 1175,36 595,28

Lampung 75,39 75,55 100,36 108,72 114,17 124,78 141,80 190,12 135,97 212,27 223,89 265,55

Kepulauan Bangka 
Belitung

76,95 99,17 150,63 222,95 358,03 593,76 450,93 799,12 458,54 670,42 621,93 933,47

Kepulauan Riau – 3 102,18 83,07 113,22 108,99 128,71 165,72 205,86 232,10 193,85 444,89 361,11

DKI Jakarta 130,87 153,39 192,71 207,30 261,11 287,46 351,31 406,93 405,38 423,86 483,35 639,73

Jawa Barat 67,39 74,48 83,12 84,99 107,83 175,63 201,23 195,34 205,14 226,60 263,56 303,31

Jawa Tengah 38,02 44,29 34,99 41,44 56,01 61,38 70,36 78,19 84,86 112,87 173,86 120,23

DI Yogyakarta 29,81 49,05 41,09 26,51 31,13 34,86 38,30 49,98 64,41 83,35 94,85 86,45

Jawa Timur 84,02 84,68 95,52 115,15 130,85 129,08 146,91 158,06 178,21 175,70 246,88 281,31

Banten 69,79 81,72 80,99 95,90 124,91 146,37 167,79 196,63 211,12 241,59 321,80 338,27

Bali 17,43 19,47 24,50 32,16 34,78 43,06 94,81 42,45 51,29 176,77 58,94 91,38

Nusa Tenggara 
Barat

6,66 13,21 14,05 9,62 12,50 17,60 85,31 13,85 17,24 27,51 59,02 35,20

Nusa Tenggara 
Timur

24,63 44,72 46,49 29,69 42,18 31,39 35,15 59,64 67,30 68,68 113,85 88,11

Kalimantan Barat 60,99 85,75 68,09 157,83 147,73 212,16 320,50 197,36 262,29 369,43 262,74 379,01

Kalimantan Tengah 292,67 53,31 60,37 88,61 130,90 212,24 320,66 425,04 697,23 767,92 498,52 625,20

Kalimantan Selatan 63,92 60,76 75,77 74,32 114,64 196,37 260,95 374,47 532,89 355,60 378,41 421,54

Kalimantan Timur 115,36 99,72 170,01 184,16 177,76 194,18 304,58 471,79 474,54 543,90 506,16 580,41

Sulawesi Utara 58,00 97,54 163,45 130,34 135,89 140,77 179,18 422,50 1795,60 877,37 192,29 549,36

Sulawesi Tengah 47,38 58,52 53,11 48,60 128,86 99,87 108,15 365,84 188,62 214,26 192,21 316,30

Sulawesi Selatan 82,19 97,68 81,36 97,25 123,53 113,21 138,59 165,06 139,90 222,00 296,43 301,08

Sulawesi Tenggara 81,21 179,55 96,58 72,79 109,29 219,12 99,78 279,68 607,33 514,25 614,59 614,35

Gorontalo 39,73 16,73 22,00 20,61 131,78 78,12 72,00 261,86 24,95 231,61 75,62 133,99

Sulawesi Barat – – – 6 124,36 32,51 138,34 147,99 282,31 808,96 664,47 913,17 1487,96

Maluku 63,88 56,07 52,17 50,62 138,13 128,91 340,52 45,21 65,26 163,55 163,05 159,97

Maluku Utara 56,65 76,73 0,00 129,55 48,62 88,59 70,07 69,22 63,32 38,89 313,31 127,66

Papua Barat 41,28 55,29 62,97 991,38 78,84 72,06 98,62 66,53 218,88 151,62 284,68 284,68

Papua 90,14 99,17 108,08 221,29 203,48 148,68 134,37 267,13 191,40 282,98 146,16 146,16

Nasional 76,43 82,99 93,80 108,15 129,39 161,40 184,20 197,97 219,94 234,01 294,78 327,58
Catatan: e Angka perkiraan
 1 Produktivitas tenaga kerja dihitung berdasarkan nilai tambah per tenaga kerja
 2 Data masih bergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan
 3 Data masih bergabung dengan Provinsi Riau
 4 Data masih bergabung dengan Provinsi Jawa Barat
 5 Data masih bergabung dengan Provinsi Sulawesi Utara
 6 Data masih bergabung dengan Provinsi Sulawesi Selatan
 7 Data masih bergabung dengan Provinsi Maluku
 8 Data masih bergabung dengan Provinsi Papua

Sumber: Survei Industri Besar Sedang Tahunan, BPS
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Lampiran 20.6
Efisiensi1 Usaha Industri Besar dan Sedang Menurut Provinsi, 1990–2014

Provinsi 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Aceh 0,56 0,55 0,59 0,52 0,65 0,54 0,60 0,56 0,61 0,61 0,56 0,52 0,55

Sumatera Utara 0,68 0,69 0,72 0,70 0,69 0,68 0,66 0,71 0,77 0,74 0,76 0,77 0,74

Sumatera Barat 0,72 0,72 0,68 0,68 0,68 0,65 0,69 0,64 0,72 0,69 0,84 0,73 0,63

Riau 0,60 0,60 0,52 0,61 0,64 0,61 0,60 0,64 0,65 0,61 0,64 0,53 0,64

Jambi 0,71 0,71 0,73 0,76 0,72 0,72 0,79 0,58 0,78 0,70 0,80 0,59 0,67

Sumatera Selatan 0,79 0,79 0,77 0,73 0,77 0,66 0,69 0,68 0,80 0,79 0,75 0,63 0,67

Bengkulu 0,77 0,59 0,74 0,72 0,72 0,76 0,72 0,70 0,68 0,69 0,65 0,53 0,77

Lampung 0,71 0,71 0,68 0,75 0,71 0,72 0,73 0,72 0,81 0,69 0,64 0,67 0,64

Kepulauan Bangka 
Belitung

– – – – – – – – – – – – 2 0,60

Kepulauan Riau – – – – – – – – – – – – – 3

DKI Jakarta 0,67 0,67 0,63 0,58 0,59 0,63 0,62 0,60 0,61 0,59 0,64 0,60 0,55

Jawa Barat 0,65 0,65 0,63 0,64 0,63 0,63 0,61 0,63 0,64 0,61 0,61 0,67 0,64

Jawa Tengah 0,56 0,57 0,57 0,73 0,59 0,68 0,68 0,69 0,71 0,67 0,70 0,65 0,62

DI Yogyakarta 0,68 0,68 0,62 0,64 0,61 0,68 0,67 0,57 0,58 0,61 0,60 0,68 0,55

Jawa Timur 0,62 0,62 0,59 0,57 0,57 0,52 0,57 0,55 0,56 0,53 0,54 0,57 0,64

Banten – – – – – – – – – – – 4 – 4 0,77

Bali 0,62 0,61 0,46 0,59 0,58 0,61 0,61 0,63 0,58 0,60 0,55 0,40 0,53

Nusa Tenggara 
Barat

0,68 0,68 0,75 0,69 0,60 0,68 0,53 0,57 0,74 0,75 0,77 0,58 0,63

Nusa Tenggara 
Timur

0,52 0,52 0,62 0,71 0,61 0,56 0,59 0,56 0,53 0,72 0,70 0,39 0,59

Kalimantan Barat 0,64 0,65 0,63 0,67 0,55 0,62 0,62 0,61 0,56 0,56 0,54 0,55 0,57

Kalimantan Tengah 0,60 0,61 0,53 0,61 0,58 0,56 0,56 0,45 0,68 0,49 0,67 0,39 0,61

Kalimantan Selatan 0,66 0,66 0,67 0,60 0,66 0,69 0,66 0,62 0,61 0,67 0,67 0,63 0,62

Kalimantan Timur 0,66 0,66 0,61 0,64 0,67 0,63 0,62 0,62 0,67 0,68 0,66 0,58 0,66

Sulawesi Utara 0,78 0,78 0,69 0,67 0,81 0,76 0,79 0,81 0,72 0,68 0,77 0,58 0,69

Sulawesi Tengah 0,68 0,71 0,64 0,64 0,68 0,75 0,80 0,71 0,56 0,66 0,63 0,66 0,65

Sulawesi Selatan 0,61 0,62 0,71 0,69 0,68 0,70 0,61 0,68 0,76 0,66 0,58 0,49 0,52

Sulawesi Tenggara 0,52 0,52 0,62 0,67 0,60 0,61 0,68 0,34 0,42 0,51 0,75 0,33 0,41

Gorontalo – – – – – – – – – – – 5 – 5 0,59

Sulawesi Barat – – – – – – – – – – – – –

Maluku 0,61 0,61 0,60 0,70 0,75 0,73 0,70 0,70 0,68 0,59 0,65 0,57 0,57

Maluku Utara – – – – – – – – – – 7 – 7 – 7 0,54

Papua Barat – – – – – – – – – – 8 – 8 – 8 0,63

Papua 0,65 0,67 0,60 0,58 0,68 0,61 0,65 0,73 0,52 0,57 0,62 0,55 0,43

Nasional 0,64 0,64 0,62 0,63 0,62 0,62 0,62 0,62 0,64 0,61 0,62 0,63 0,65
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Provinsi 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 e

(1) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)

Aceh 0,53 0,52 0,46 0,50 0,59 0,63 0,66 0,44 0,64 0,57 0,51 0,55

Sumatera Utara 0,75 0,74 0,78 0,72 0,72 0,76 0,72 0,70 0,75 0,72 0,70 0,74

Sumatera Barat 0,63 0,73 0,67 0,80 0,60 0,57 0,51 0,81 0,77 0,67 0,47 0,63

Riau 0,69 0,67 0,64 0,60 0,64 0,61 0,64 0,65 0,67 0,73 0,75 0,69

Jambi 0,71 0,63 0,71 0,51 0,64 0,66 0,79 0,72 0,64 0,61 0,56 0,62

Sumatera Selatan 0,66 0,63 0,71 0,53 0,55 0,57 0,60 0,63 0,59 0,52 0,60 0,56

Bengkulu 0,75 0,53 0,77 0,63 0,70 0,71 0,69 0,77 0,70 0,72 0,48 0,66

Lampung 0,69 0,56 0,67 0,69 0,66 0,70 0,63 0,62 0,65 0,61 0,66 0,63

Kepulauan Bangka 
Belitung

0,80 0,60 0,48 0,71 0,74 0,70 0,66 0,40 0,67 0,74 0,64 0,72

Kepulauan Riau – 3 0,61 0,57 0,52 0,55 0,50 0,51 0,46 0,48 0,56 0,37 0,42

DKI Jakarta 0,53 0,57 0,52 0,49 0,49 0,53 0,52 0,39 0,48 0,53 0,45 0,46

Jawa Barat 0,61 0,66 0,64 0,62 0,61 0,59 0,58 0,56 0,57 0,56 0,52 0,57

Jawa Tengah 0,62 0,62 0,67 0,65 0,67 0,69 0,67 0,62 0,62 0,58 0,48 0,62

DI Yogyakarta 0,64 0,55 0,56 0,58 0,65 0,66 0,65 0,59 0,65 0,62 0,49 0,59

Jawa Timur 0,53 0,57 0,56 0,55 0,59 0,63 0,57 0,65 0,63 0,58 0,52 0,58

Banten 0,67 0,72 0,74 0,70 0,67 0,66 0,63 0,69 0,67 0,63 0,56 0,60

Bali 0,56 0,58 0,55 0,51 0,59 0,52 0,33 0,55 0,55 0,32 0,60 0,48

Nusa Tenggara 
Barat

0,68 0,59 0,71 0,71 0,73 0,71 0,25 0,71 0,77 0,66 0,54 0,60

Nusa Tenggara 
Timur

0,55 0,59 0,66 0,62 0,65 0,63 0,66 0,58 0,64 0,74 0,55 0,61

Kalimantan Barat 0,71 0,62 0,72 0,65 0,65 0,75 0,62 0,69 0,71 0,62 0,64 0,66

Kalimantan Tengah 0,24 0,69 0,72 0,62 0,75 0,73 0,68 0,60 0,70 0,67 0,57 0,63

Kalimantan Selatan 0,67 0,65 0,70 0,73 0,73 0,71 0,69 0,63 0,68 0,69 0,59 0,67

Kalimantan Timur 0,55 0,60 0,60 0,59 0,59 0,71 0,60 0,47 0,56 0,52 0,61 0,56

Sulawesi Utara 0,71 0,69 0,54 0,56 0,65 0,67 0,69 0,46 0,29 0,50 0,64 0,54

Sulawesi Tengah 0,70 0,62 0,62 0,70 0,54 0,83 0,72 0,34 0,51 0,61 0,54 0,55

Sulawesi Selatan 0,55 0,57 0,64 0,66 0,67 0,75 0,71 0,65 0,74 0,72 0,72 0,66

Sulawesi Tenggara 0,42 0,31 0,50 0,54 0,84 0,76 0,78 0,52 0,15 0,19 0,19 0,25

Gorontalo 0,52 0,73 0,71 0,76 0,55 0,63 0,51 0,52 0,66 0,47 0,77 0,57

Sulawesi Barat – – – 6 0,73 0,69 0,75 0,67 0,60 0,67 0,70 0,68 0,64

Maluku 0,64 0,63 0,70 0,54 0,71 0,75 0,55 0,70 0,62 0,60 0,77 0,65

Maluku Utara 0,64 0,64 – 0,37 0,67 0,62 0,63 0,30 0,45 0,50 0,27 0,20

Papua Barat 0,69 0,72 0,68 0,09 0,69 0,68 0,50 0,57 0,66 0,67 0,55 0,55

Papua – 0,60 0,60 0,49 0,44 0,68 0,69 0,45 0,58 0,69 0,61 0,61

Nasional 0,61 0,64 0,64 0,60 0,61 0,62 0,60 0,60 0,61 0,60 0,55 0,59
Catatan: e Angka perkiraan
 1 Efisiensi diperoleh dari nilai input per nilai output
 2 Data masih bergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan
 3 Data masih bergabung dengan Provinsi Riau
 4 Data masih bergabung dengan Provinsi Jawa Barat
 5 Data masih bergabung dengan Provinsi Sulawesi Utara
 6 Data masih bergabung dengan Provinsi Sulawesi Selatan
 7 Data masih bergabung dengan Provinsi Maluku
 8 Data masih bergabung dengan Provinsi Papua
Sumber: Survei Industri Besar Sedang Tahunan, BPS

Lanjutan Lampiran 20.6
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TRANSPORTASI 23

Lampiran 23.1
Jumlah Penumpang dan Barang yang Melalui Bandar Udara, 1968–2013

Tahun
Penumpang 

Dalam Negeri
(ribu orang)

Barang 
Dalam Negeri

(ribu ton)

Penumpang 
Luar Negeri
(ribu orang)

Barang 
Luar Negeri

(ribu ton)

Jumlah 
Penumpang 

Dalam Negeri 
dan Luar Negeri

(ribu orang)

Jumlah Barang 
Dalam Negeri 

dan Luar Negeri
(ribu ton)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1968 148,4 350,8 70,6 62,4 219,0 413,2
1973 1 800,4 20 075,2 421,6 2 158,2 2 222,0 22 233,4

1978 4 150,6 42 525,9 850,2 6 213,1 5 000,8 48 739,0
1983 6 440,8 66 763,8 1 042,4 23 260,7 7 483,2 90 024,5
1988 8 302,2 101 047,8 1 892,0 51 855,0 10 194,2 152 902,8
1993 10 102,1 114 715,2 3 449,1 122 371,4 13 551,2 237 086,6
1994 10 866,7 123 207,6 4 221,5 141 718,9 15 088,2 264 926,5
1995 12 948,8 177 811,0 4 082,0 151 926,0 17 030,8 329 737,0
1996 13 831,1 201 476,0 4 513,8 169 101,0 18 344,9 370 577,0
1997 13 831,5 216 753,0 4 474,3 168 573,0 18 305,8 385 326,0
1998 7 863,8 147 719,0 3 833,0 170 617,0 11 696,8 318 336,0
1999 7 045,8 161 033,0 3 924,3 165 600,0 10 970,1 326 633,0
2000 8 654,2 161 201,0 4 728,4 146 340,0 13 382,6 307 541,0
2001 10 394,3 164 135,0 4 675,0 147 008,0 15 069,3 311 143,0
2002 13 534,9 172 336,0 4 790,9 156 032,0 18 325,8 328 368,0
2003 19 285,5 194 878,0 4 281,1 130 323,0 23 566,6 325 201,0
2004 22 838,6 171 141,0 5 288,1 138 449,0 28 126,7 309 590,0
2005 29 817,1 260 353,9 5 744,6 135 156,1 35 561,7 395 510,0
2006 32 687,1 265 940,3 5 672,2 141 675,9 38 359,3 407 616,2
2007 35 443,0 300 684,1 6 581,2 174 417,6 42 024,2 475 101,7
2008 36 144,0 300 169,7 7 298,4 169 180,7 43 442,4 469 350,4
2009 41 691,1 288 650,9 8 016,2 157 903,6 49 707,3 446 554,5
2010 48 872,4 375 759,8 9 465,6 178 895,2 58 338,0 554 655,0
2011 59 275,6 463 506,9 10 745,0 178 796,6 70 020,6 642 303,5
2012 70 682,2 520 561,1 11 749,1 195 181,3 82 431,3 715 742,4
2013 75 594,9 525 412,1 13 221,0 210 732,7 88 815,9 736 144,8

Sumber: Laporan bandar udara di seluruh Indonesia
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Lampiran 25.1
Kunjungan Wisman ke Indonesia dan Pertumbuhannya 

1969–2014

Tahun Jumlah Kunjungan 
(orang)

Pertumbuhan per 
Tahun (persen)

(1) (2) (3)

1969 86 100 -
1970 129 319 50,20
1971 178 781 38,25
1972 221 195 23,72
1973 270 303 22,20
1974 313 452 15,96
1975 366 293 16,86
1976 401 237 9,54
1977 433 393 8,01
1978 468  614 8,13
1979 501  430 7,00
1980 566  402 12,96
1981 600  151 5,96
1982 599  863 -0,05
1983 640  715 6,81
1984 700  910 9,39
1985 749  351 6,91
1986 825  035 10,10
1987 1  060  347 28,52
1988 1  301  049 22,70
1989 1  625  965 24,97
1990 2  177  566 33,92
1991 2  569  870 18,02
1992 3  064  161 19,23
1993 3  403  138 11,06
1994 4  006  312 17,72
1995 4  324  229 7,94
1996 5  034  472 16,42
1997 5  185  243 2,99
1998 4  606  416 -11,16
1999 4  727  520 2,63
2000 5  064  217 7,12
2001 5  153  620 1,77
2002 5  033  400 -2,33
2003 4  467  021 -11,25
2004 5  321  165 19,12
2005 5  002  101 -6,00
2006 4  871  351 -2,61
2007 5  505  759 13,02
2008 6  234  497 13,24
2009 6  323  730 1,43
2010 7  002  944 10,74
2011 7  649  731 9,24
2012 8  044  462 5,16
2013 8  802  129 9,42
2014 9  435  411 7,19

Rata-Rata 11,60

Sumber: Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara, BPS

Lampiran 25.2
Rata-rata Lama Tinggal Wisman (hari), 1984–2014

Tahun Rata-rata lama 
tinggal (hari)

Pertumbuhan 
(persen)

(1) (2) (3)

1984 10,70 -
1985 10,90 1,87
1986 11,10 1,83
1987 11,30 1,80
1988 11,50 1,77
1989 11,70 1,74
1990 11,82 1,03
1991 11,84 0,17
1992 11,08 -6,42
1993 10,66 -3,79
1994 10,33 -3,10
1995 10,21 -1,16
1996 10,50 2,84
1997 10,55 0,48
1998 9,18 -12,99
1999 10,51 14,49
2000 12,26 16,65
2001 10,49 -14,44
2002 9,79 -6,67
2003 9,69 -1,02
2004 9,47 -2,27
2005 9,05 -4,44
2006 9,09 0,44
2007 9,02 -0,77
2008 8,58 -4,88
2009 7,69 -10,37
2010 8,04 4,55
2011 7,84 -2,49
2012 7,70 -1,79
2013 7,65 -0,65
2014 7,66 0,19

Rata-Rata -0,91
Sumber: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

25 PARIWISATA
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Lampiran 25.4
Penerimaan Devisa dari Wisman (juta dolar AS)

1984–2014

Tahun
Penerimaan dari 

wisman (juta dolar 
AS)

Pertumbuhan 
(persen)

(1) (2) (3)

1984 469,12 -
1985 525,30 11,98
1986 590,50 12,41
1987 837,70 41,86
1988 1 027,80 22,69
1989 1 284,50 24,98
1990 2 105,29 63,90
1991 2 522,01 19,79
1992 3 278,19 29,98
1993 3 987,56 21,64
1994 4 785,26 20,00
1995 5 228,34 9,26
1996 6 307,69 20,64
1997 5 321,46 -15,64
1998 4 361,09 -18,05
1999 4 710,22 8,01
2000 5 748,80 22,05
2001 5 396,26 -6,13
2002 4 305,56 -20,21
2003 4 037,02 -6,24
2004 4 797,88 18,85
2005 4 521,90 -5,75
2006 4 447,98 -1,63
2007 5 345,98 20,19
2008 7 347,60 37,44
2009 6 298,02 -14,28
2010 7 602,45 20,71
2011 8 554,40 12,52
2012 9 120,85 6,62
2013 10 054,10 10,23
2014 11 166,13 11,06

Rata-Rata -12,63
Sumber: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Lampiran 25.3
Rata-rata Pengeluaran Wisman Per Orang Per Kunjungan 

1984–2014

Tahun
Rata-rata 

pengeluaran 
wisman (dolar AS)

Pertumbuhan 
(persen)

(1) (2) (3)

1984 669,3 -
1985 699,5 4,51
1986 729,7 4,32
1987 759,8 4,12
1988 790 3,97
1989 878,4 11,19
1990 966,81 10,06
1991 981,38 1,51
1992 1 069,85 9,01
1993 1 171,73 9,52
1994 1 194,43 1,94
1995 1 209,08 1,23
1996 1 252,90 3,62
1997 1 026,27 -18,09
1998 940,18 -8,39
1999 996,34 5,97
2000 1 135,18 13,94
2001 1 053,36 -7,21
2002 893,26 -15,20
2003 903,74 1,17
2004 901,66 -0,23
2005 904,00 0,26
2006 913,09 1,01
2007 970,98 6,34
2008 1 178,54 21,38
2009 995,93 -15,49
2010 1 085,75 9,02
2011 1 118,26 2,99
2012 1 133,81 1,39
2013 1 142,24 0,74
2014 1 183,43 3,61

Rata-Rata 2,27
Sumber: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
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Lampiran 25.5
Jumlah Hotel Berbintang dan Non Bintang serta Pertum-

buhannya, 1981–2014

Tahun
Hotel Pertumbuhan (persen)

Bintang Non 
Bintang Bintang Non 

Bintang

(1) (2) (3) (4) (5)

1981 276 3 364 – –
1982 278 3 988 0,72 18,55
1983 277 4 207 -0,36 5,49
1984 272 4 502 -1,81 7,01
1985 274 4 744 0,74 5,38
1986 317 4 957 15,69 4,49
1987 335 5 100 5,68 2,88
1988 342 5 475 2,09 7,35
1989 394 5 731 15,20 4,68
1990 420 6 093 6,60 6,32
1991 458 6 659 9,05 9,29
1992 496 6 998 8,30 5,09
1993 564 7 274 13,71 3,94
1994 623 7 541 10,46 3,67
1995 688 7 751 10,43 2,78
1996 737 8 445 7,12 8,95
1997 813 8 798 10,31 4,18
1998 851 9 002 4,67 2,32
1999 896 8 977 5,29 -0,28
2000 916 9 209 2,23 2,58
2001 960 9 415 4,80 2,24
2002 960 9 433 0,00 0,19
2003 988 9 447 2,92 0,15
2004 1 014 9 847 2,63 4,23
2005 1 039 10 311 2,47 4,71
2006 1 057 10 404 1,73 0,90
2007 1 041 12 543 -1,51 20,56
2008 1 169 12 582 12,30 0,31
2009 1 240 12 692 6,07 0,87
2010 1 306 13 281 5,32 4,64
2011 1 489 13 794 14,01 3,86
2012 1 623 14 375 9,00 4,21
2013 1 778 14 907 9,55 3,70
2014 1 996 15 488 12,26 3,90

Rata-Rata 6,29 4,82
Sumber: Statistik Hotel dan Akomodasi Lainnya di Indonesia, BPS

Lampiran 25.6
Jumlah Kamar Hotel Berbintang dan Non Bintang serta 

Pertumbuhannya, 1981–2014

Tahun
Hotel Pertumbuhan (persen)

Bintang Non 
Bintang Bintang Non 

Bintang

(1) (2) (3) (4) (5)

1981 19 637 51 954 – –
1982 19 998 61 764 1,84 18,88
1983 21 679 63 821 8,41 3,33
1984 21 904 68 355 1,04 7,10
1985 21 878 75 258 -0,12 10,10
1986 25 294 77 348 15,61 2,78
1987 27 314 79 528 7,99 2,82
1988 27 532 86 108 0,80 8,27
1989 31 404 91 231 14,06 5,95
1990 35 677 96 204 13,61 5,45
1991 43 472 106 762 21,85 10,97
1992 47 290 113 079 8,78 5,92
1993 53 134 122 003 12,36 7,89
1994 57 398 126 481 8,02 3,67
1995 67 459 130 626 17,53 3,28
1996 70 931 143 229 5,15 9,65
1997 84 313 149 725 18,87 4,54
1998 90 808 154 323 7,70 3,07
1999 96 716 151 782 6,51 -1,65
2000 97 322 155 662 0,63 2,56
2001 99 346 160 104 2,08 2,85
2002 99 346 160 395 0,00 0,18
2003 101 631 161 838 2,30 0,90
2004 102 390 170 549 0,75 5,38
2005 104 641 175 792 2,20 3,07
2006 106 692 178 838 1,96 1,73
2007 98 180 205 196 -7,98 14,74
2008 112 079 213 139 14,16 3,87
2009 118 716 216 101 5,92 1,39
2010 124 789 228 349 5,12 5,67
2011 142 481 238 976 14,18 4,65
2012 155 740 250 038 9,31 4,63
2013 171 432 259 361 10,08 3,73
2014 195 886 273 391 14,26 5,41

Rata-Rata 7,42 5,24
Sumber: Statistik Hotel dan Akomodasi Lainnya di Indonesia, BPS
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Lampiran 25.8
Rata-rata Lama Menginap Tamu pada Hotel Berbintang 

(hari), 1986–2014

Tahun
Tamu

Asing Domestik

(1) (2) (3)

1986 3,20 2,00
1987 3,10 2,00
1988 3,20 2,10
1989 2,88 2,04
1990 2,88 2,04
1991 2,70 1,86
1992 2,81 1,89
1993 2,74 1,95
1994 2,55 1,85
1995 2,53 1,79
1996 2,83 1,88
1997 2,84 1,90
1998 3,59 2,11
1999 3,12 1,85
2000 3,26 1,83
2001 3,31 1,78
2002 3,09 1,72
2003 2,99 1,71
2004 3,04 1,68
2005 2,90 1,70
2006 3,20 1,86
2007 2,80 1,86
2008 2,95 1,77
2009 2,70 1,74
2010 2,64 1,74
2011 2,82 1,79
2012 2,67 1,76
2013 2,81 1,77
2014 3,10 1,92

Sumber: Statistik Tingkat Hunian Kamar Hotel, BPS

Lampiran 25.7
Tingkat Penghunian Kamar Hotel Berbintang dan Hotel 

Non Bintang (persen), 1986–2014

Tahun
Tamu

Asing Domestik

(1) (2) (3)

1986 49,30 28,30
1987 48,40 29,60
1988 53,80 31,60
1989 55,70 31,20
1990 54,97 34,14
1991 54,20 33,09
1992 51,39 33,58
1993 51,15 30,33
1994 50,52 33,66
1995 47,98 31,80
1996 49,06 31,47
1997 47,02 30,86
1998 38,13 29,03
1999 42,22 30,98
2000 43,23 31,84
2001 44,79 31,01
2002 44,28 30,57
2003 45,03 29,88
2004 44,98 28,33
2005 45,03 28,86
2006 46,18 29,80
2007 46,89 32,44
2008 48,06 34,65
2009 48,31 35,56
2010 48,86 35,98
2011 51,25 38,74
2012 51,55 38,22
2013 52,22 37,34
2014 52,56 35,87

Sumber: Statistik Tingkat Hunian Kamar Hotel, BPS
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Lampiran 25.9
Rata-rata Lama Menginap Tamu pada Hotel Non Bintang 

(hari), 1986–2014

Tahun
Tamu

Asing Domestik

(1) (2) (3)

1986 3,60 1,80
1987 3,00 1,80
1988 2,90 1,80
1989 2,70 1,70
1990 3,05 1,78
1991 3,26 1,69
1992 3,04 1,70
1993 2,77 1,38
1994 3,25 1,54
1995 2,81 1,47
1996 2,97 1,47
1997 2,98 1,47
1998 2,24 1,59
1999 3,54 1,79
2000 3,44 1,42
2001 3,60 1,43
2002 3,83 1,47
2003 3,71 1,30
2004 3,14 1,28
2005 3,25 1,41
2006 3,31 1,49
2007 3,01 1,51
2008 3,58 1,49
2009 2,78 1,50
2010 2,83 1,52
2011 3,41 1,56
2012 2,78 1,50
2013 3,00 1,61
2014 3,17 1,56

Sumber: Statistik Tingkat Hunian Kamar Hotel, BPS

ht
tp
:/
/w

w
w
.b
ps

.g
o.
id



Lampiran Pariwisata

353Statistik 70 Tahun Indonesia Merdeka

Lampiran 25.10
Distribusi Kedatangan Wisman Menurut Pintu Masuk, 2004–2009

Pintu Masuk 2004 2005 2006 2007 2008 2009

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Soekarno - Hatta 1 005 072 1 105 202 1 147 250 1 153 006 1 464 717 1 390 440 
Ngurah Rai 1 525 994 1 454 804 1 328 929 1 741 935 2 081 786 2 384 819 
Kuala Namu 97 087 109 034 110 405 116 614 130 211 148 193 
Batam 1 527 132 1 024 758 1 012 711 1 077 306 1 061 390 951 384 
Juanda 75 802 81 409 83 439 140 438 156 726 158 076 
Sam Ratulangi 16 930 15 839 17 745 19 274 21 795 29 715 
Entikong 16 914 21 301 14 540 18 220 19 989 21 190 
Minangkabau 12 677 17 708 24 910 26 974 40 911 51 002 
Adi Sumarmo 4 042 4 736 13 834 18 628 19 022 16 489 
Selaparang 23 997 31 174 26 069 13 981 14 368 13 908 
Makassar 323 2 059 1 202 3 502 5 818 20 222 
Tanjung Priok 58 838 62 743 66 679 68 735 67 886 59 212 
Tanjung Pinang 176 357 143 587 129 769 119 574 123 505 102 487 
Sultan Syarif Kasim 10 515 13 564 19 480 16 942 18 002 18 996 
Sepinggan 9 000 8 686 9 563 9 329 11 345 9 985 
Adi Sucipto N A 6 449 3 032 0 34 375 45 883 
Husein Sastranegara N A 16 334 22 908 19 972 62 766 78 998 
Tanjung Uban N A 271 279 307 390 325 215 318 113 296 229 
Balai Karimun N A 206 469 167 300 164 082 136 234 101 632 
Lainnya 760 485 404 966 364 196 452 032 445 538 424 870 

Total 5 321 165 5 002 101 4 871 351 5 505 759 6 234 497 6 323 730

Lampiran 25.11
Distribusi Kedatangan Wisman Menurut Pintu Masuk, 2010–2014

Port of Entry 2010 2011 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Soekarno - Hatta 1 823 636 1 933 022 2 053 850 2 240 502 2 246 437 
Ngurah Rai 2 546 023 2 788 706 2 902 125 3 241 889 3 731 735 
Kuala Namu 162 410 192 650 205 845 225 550 234 724 
Batam 1 007 446 1 161 581 1 219 608 1 336 430 1 454 110 
Juanda 168 888 185 815 197 776 225 041 217 193 
Sam Ratulangi 20 220 20 074 19 111 19 917 17 279 
Entikong 23 436 25 254 25 897 24 856 22 464 
Minangkabau 27 482 30 585 32 768 44 135 50 196 
Adi Sumarmo 22 350 23 830 21 612 17 738 12 911 
Selaparang 17 288 17 938 17 032 40 380 69 881 
Makassar 16 211 14 295 13 881 17 730 15 713 
Tanjung Priok 63 859 65 171 66 168 65 227 64 941 
Tanjung Pinang 97 954 106 180 103 785 99 593 97 672 
Sultan Syarif Kasim 15 278 21 982 21 387 25 946 27 382 
Sepinggan 10 824 15 607 16 828 16 904 13 156 
Adi Sucipto 46 987 48 160 58 926 86 020 89 156 
Husein Sastranegara 90 278 115 285 146 736 176 318 180 392 
Tanjung Uban 313 945 337 353 336 547 318 154 320 861 
Balai Karimun 100 908 104 397 107 499 104 889 100 782 
Lainnya 427 521 441 846 477 081 474 910 468 426 

Total 7 002 944 7 649 731 8 044 462 8 802 129 9 435 411
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Lampiran 26.1
Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (triliun rupiah), Pelita I–2014

Periode
Migas Nonmigas Jumlah

Nilai Persen Nilai Persen Nilai Persen

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Pelita I 0,8 30,8 1,8 69,2 2,6 100,0
Pelita II 7,9 54,1 6,7 45,9 14,6 100,0
Pelita III 39,2 68,1 18,4 31,9 57,6 100,0
Pelita IV 49,7 50,0 49,7 50,0 99,4 100,0
Pelita V 74,0 33,5 147,2 66,5 221,2 100,0
Pelita VI 121,5 24,4 376,6 75,6 498,1 100,0
1999/2000 45,5 24,2 142,3 75,8 187,8 100,0
2000 1 66,7 32,5 138,6 67,5 205,3 100,0
2001 81,0 26,9 219,6 73,1 300,6 100,0
2002 60,0 20,1 238,5 79,9 298,5 100,0
2003 61,5 18,0 279,4 82,0 340,9 100,0
2004 85,3 21,2 317,8 78,8 403,1 100,0
2005 103,8 21,0 390,1 79,0 493,9 100,0
2006 158,1 24,9 478,1 75,1 636,2 100,0
2007 124,8 17,7 581,3 82,3 706,1 100,0
2008 211,6 21,6 767,7 78,4 979,3 100,0
2009 125,8 14,9 721,3 85,1 847,1 100,0
2010 152,7 15,4 839,5 84,6 992,2 100,0
2011 193,5 16,1 1011,8 83,9 1205,3 100,0
2012 205,8 15,4 1126,5 84,6 1332,3 100,0
2013 203,6 14,2 1228,5 85,8 1432,1 100,0
2014 2 211,7 13,0 1421,3 87,0 1633,0 100,0

Catatan:   1 Angka realisasi April-Desember
 2 Angka APBN-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan)
Sumber: Kementerian Keuangan

KEUANGAN DAN HARGA26
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Lampiran 26.2
Realisasi Pendapatan Negara (triliun rupiah), 1999–2006

Sumber Penerimaan 1999/2000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Penerimaan Dalam Negeri 187,80 205,30 300,60 298,60 340,70 407,50 493,92 636,15

Penerimaan Pajak 125,90 115,90 185,50 210,10 241,60 280,80 347,03 409,20

Pajak dalam negeri 120,90 108,90 176,00 199,60 230,60 268,10 331,79 395,97
Pajak penghasilan 72,70 57,10 94,60 101,90 114,80 133,30 175,54 208,83
Pajak pertambahan nilai barang dan jasa, 
dan pajak penjualan atas barang mewah

33,10 35,20 55,90 65,20 76,80 87,50 101,30 123,04

Pajak umi dan bangunan dan bea perolehan 
atas tanah dan bangunan 

4,10 4,40 6,70 7,80 10,90 14,70 19,65 24,04

Cukai 10,40 11,30 17,40 23,20 26,40 29,20 33,26 37,77
Pajak lainnya 0,60 0,90 1,40 1,50 1,70 3,40 2,05 2,29

Pajak perdagangan internasional 5,00 7,00 9,50 10,50 11,00 12,70 15,24 13,23
Bea masuk 4,20 6,70 9,00 10,30 10,80 12,40 14,92 12,14
Pajak ekspor 0,80 0,30 0,50 0,20 0,20 0,30 0,32 1,09

Penerimaan Bukan Pajak 61,90 89,40 115,10 88,50 99,10 126,70 146,89 226,95

Penerimaan sumber daya alam 45,50 76,30 85,70 64,80 67,60 92,30 110,47 167,47
Bagian laba BUMN 5,40 4,00 8,80 9,80 12,60 9,80 12,84 22,97
Penerimaan bukan pajak lainnya 11,00 9,10 20,60 13,90 18,90 24,60 23,59 36,50
Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hibah 0,00 0,00 0,50 0,10 0,50 0,30 0,00 1,83

Jumlah 187,80 205,30 301,10 298,70 341,20 407,80 493,92 637,99

Sumber: Kementerian Keuangan
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Lampiran 26.3
Realisasi Pendapatan Negara (Triliun rupiah), 2007–2014

Sumber Penerimaan 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

(1) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

Penerimaan Dalam Negeri 706,11 979,31 847,10 992,25 1 205,35 1 332,32 1 432,06 1 633,05

Penerimaan Pajak 490,99 658,70 619,92 723,31 873,87 980,52 1 077,31 1 246,11

Pajak dalam negeri 470,05 622,36 601,25 694,39 819,75 930,86 1 029,85 1 189,83
Pajak penghasilan 238,43 327,50 317,62 357,05 431,12 461,40 506,44 569,87
Pajak pertambahan nilai barang dan jasa, 
dan pajak penjualan atas barang mewah

154,53 209,65 193,07 230,61 277,80 337,58 384,71 475,59

Pajak umi dan bangunan dan bea perolehan 
atas tanah dan bangunan 

29,68 30,93 30,73 36,61 29,89 28,97 25,31 21,74

Cukai 44,68 51,25 56,72 66,17 77,01 95,03 108,45 117,45
Pajak lainnya 2,74 3,03 3,12 3,97 3,93 7,88 4,94 5,18

Pajak perdagangan internasional 20,94 36,34 18,67 28,92 54,12 49,66 47,46 56,28
Bea masuk 16,70 22,76 18,11 20,02 25,27 28,42 31,62 35,68
Pajak ekspor 4,24 13,58 0,57 8,90 28,86 21,24 15,84 20,60

Penerimaan Bukan Pajak 215,12 320,60 227,17 268,94 331,47 351,80 354,75 386,95

Penerimaan sumber daya alam 132,89 224,46 138,96 168,83 213,82 225,84 226,41 241,12
Bagian laba BUMN 23,22 29,09 26,05 30,10 28,18 30,80 34,03 40,00
Penerimaan bukan pajak lainnya 56,87 63,32 53,80 59,43 69,36 73,46 69,67 84,97
Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) 2,13 3,73 8,37 10,59 20,10 21,70 24,65 20,86

Hibah 1,70 2,30 1,67 3,02 5,25 5,79 6,83 2,33

Jumlah 707,81 981,61 848,76 995,27 1 210,60 1 338,11 1 438,89 1 635,38

Sumber: Kementerian Keuangan
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Lampiran 26.4
Perkembangan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Indonesia

Menurut Kelompok Komoditas (1993=100), 1971–2015

Tahun
Sektor

Umum
Pertanian Pertambangan 

& Penggalian Industri Impor Ekspor 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1971 4,1 8,2 7,5 9,4 3,4 5,6
1972 4,8 9,3 8,3 10,3 4 6,3
1973 6,5 10,3 11,6 13,1 6 8,8
1974 8,9 13,5 14,3 17,2 12,6 13
1975 10,4 15,6 15,2 18,7 12,4 13,8
1976 12,9 17,7 17,5 19,4 12,8 15,2
1977 15,1 20,2 19,5 20,3 14,4 16,8
1978 17 20,7 21,2 21,9 15,8 18,4
1979 22,3 23,9 27 29 30,5 26,9
1980 29,4 29,8 29,5 33,3 46,6 35
1981 31,6 36,3 35,6 35,9 4 38,9
1982 35,1 42,5 39 37,7 53,4 41,1

1983 39,8 45,9 46 47,3 63,7 49

1984 45 50 49,8 53,6 71,4 54,6

1985 47 53,8 52,8 56,5 72,1 56,9

1986 51,1 57,1 56,8 61 54,3 56,8

1987 57,8 60,7 74,9 74,8 75,4 69,3

1988 64,9 65,5 71,8 77,3 75 73,1

1989 70,3 71,7 76,2 84,4 83,2 79,3

1990 78 77,4 80,9 90,5 101,3 87,3

1991 82,2 86 89,1 95 97,8 91,7

1992 89,5 92,4 94,7 98,2 101,2 96,4

1993 100 100 100 100 100 100

1994 118,6 108,8 106,4 101,7 100,1 105,4

1995 141,3 121,8 117,7 108,8 113,3 117,4

1996 159 135,7 122 114,7 129,3 126,6

1997 170,3 141,4 132 129,4 147,5 140,4

1998 298,5 173,1 216,7 285,6 417,2 288,3

1999 410 213,6 268,1 288,9 365,7 313,6

2000 459,2 236,2 278 316,4 461,5 352,8

2001 567,3 274,6 308,6 355,6 520,8 402,8

2002 614,3 307,4 338,8 345 497 414

2003 613,8 328,5 353,8 346,4 505,4 422,5

2004 634,2 344,5 368,8 380,2 591,2 458,7

2005 680,36 394,65 421,78 433,69 742,25 533,4

2006 800,20 474,71 504,09 481,26 791,73 605,64

2007 997,80 527,32 565,56 552,10 860,13 688,45

2008 973,79 581,26 426,96 464,20 691,14 573,93

2009 1 099,57 636,64 438,33 492,46 695,01 600,14

2010 1 218,52 654,58 457,52 506,09 714,18 629,20

2011 1 309,84 682,90 479,64 557,76 798,74 676,15

2012 1 386,06 712,83 498,69 594,86 845,58 710,73

2013 1 523,99 742,81 520,41 636,42 888,27 752,95
2014 1 718,90 841,62 561,44 712,96 940,61 818,51
2015 1 2 100,79 865,00 584,89 692,50 880,07 838,34

Catatan:   1 Rata-rata Januari sampai dengan Juni 2015
Sumber: Survei Harga Perdagangan Besar, BPS
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Lampiran 26.5
Perkembangan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Bahan Bangunan/Konstruksi 

Menurut Jenis Bangunan/Konstruksi (1993=100), 1971–2015

Tahun

Jenis Bangunan

Umum

Bangunan 
Tempat 
Tinggal 

dan Bukan 
Tempat 
Tinggal

Bangunan 
Pekerjaan 

Umum untuk 
Pertanian

Bangunan 
Pekerjaan 

Umum 
untuk Jalan, 
Jembatan, 

dan 
Pelabuhan

Bangunan 
dan Instalasi 

Listrik, 
Gas, Air 

Minum dan 
Komunikasi

Bangunan 
Lainnya

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1971 8,20 6,10 7,30 9,60 7,70 8,20
1972 9,00 6,70 8,00 11,00 8,50 9,00
1973 13,00 8,90 10,20 17,00 12,50 12,80
1974 18,90 15,40 16,20 23,50 18,50 19,00
1975 19,50 16,30 17,40 23,80 18,80 19,50
1976 20,70 16,80 18,10 24,40 19,60 20,50
1977 22,30 17,70 19,40 25,30 20,90 21,90
1978 24,10 19,40 21,40 27,80 23,20 23,90
1979 29,30 23,70 26,20 34,10 28,90 29,40
1980 34,30 31,00 31,80 38,40 34,10 34,60
1981 37,40 34,50 36,50 40,90 37,60 37,80
1982 41,00 38,50 40,80 43,60 41,20 41,40

1983 46,40 44,90 45,70 50,00 46,70 47,00

1984 49,90 49,00 49,20 53,70 50,20 50,50

1985 52,20 51,70 52,20 55,60 52,70 53,00

1986 55,00 54,10 55,00 58,50 55,70 55,80

1987 60,80 58,30 60,40 67,20 62,20 61,90

1988 66,70 63,80 67,30 74,10 68,60 68,10

1989 74,10 71,40 74,40 80,60 75,60 75,40

1990 80,70 79,80 81,10 85,60 82,40 82,00

1991 87,50 87,50 88,80 91,70 90,60 89,20

1992 92,10 92,50 93,70 95,70 95,10 93,80

1993 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1994 104,80 105,70 104,90 103,20 103,70 105,10

1995 115,20 118,30 117,20 109,50 113,80 115,40

1996 123,00 128,10 125,70 113,00 120,50 122,80

1997 127,60 130,60 131,60 118,40 130,70 128,40

1998 218,60 192,70 195,60 215,00 207,50 211,10

1999 245,40 221,70 223,20 240,00 235,70 238,60

2000 268,90 250,50 251,90 255,80 257,50 262,70

2001 296,00 286,40 291,00 279,10 285,20 292,70

2002 309,10 316,60 321,80 285,00 302,00 310,50

2003 323,60 341,50 346,50 293,70 319,80 327,70

2004 361,10 373,70 383,80 323,20 355,60 364,30

2005 437,93 453,47 467,34 384,48 432,40 441,87

2006 524,64 542,63 560,83 454,40 524,41 529,74

2007 597,68 605,59 633,16 509,16 596,80 599,81

2008 733,99 748,71 799,69 634,85 737,51 745,75

2009 780,56 810,84 871,19 678,85 796,76 802,86

2010 797,11 832,45 892,32 694,71 817,55 821,44

2011 827,54 864,54 926,64 721,34 849,69 852,95

2012 862,90 907,25 972,66 748,16 885,23 891,50

2013 895,56 950,69 1 018,23 775,72 921,90 928,68
2014 958,65 1 022,91 1 091,96 840,74 983,31 996,69
2015 1 1 013,91 1 077,10 1 140,00 883,93 1 032,95 1 049,38

Catatan:   1 Rata-rata Januari sampai dengan Juni 2015
Sumber: Survei Harga Perdagangan Besar, BPS
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Lampiran 26.6
Nilai Tukar Petani Nasional (2007=100), 2008

Rincian Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sept Okt Nov Des 2008

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Indeks Diterima 
Petani 106,10 107,04 106,17 107,12 109,61 113,52 116,51 117,49 118,02 115,74 114,86 116,06 112,35

Indeks Dibayar Petani 105,39 106,44 107,50 108,18 109,45 112,80 114,56 115,18 116,05 116,68 116,77 117,25 112,19

Nilai Tukar Petani 100,69 100,59 98,79 99,05 100,17 100,64 101,71 102,00 101,69 99,20 98,36 98,99 100,15

Lampiran 26.7
Nilai Tukar Petani Nasional (2007=100), 2009

Rincian Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sept Okt Nov Des 2009

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Indeks Diterima 
Petani 115,69 117,10 117,46 117,80 118,07 118,66 119,33 120,51 122,53 122,81 123,05 123,59 119,72

Indeks Dibayar Petani 117,69 118,56 118,91 118,68 118,78 119,18 119,54 120,22 121,43 121,85 121,67 122,12 119,89

Nilai Tukar Petani 98,30 98,77 98,78 99,26 99,41 99,56 99,82 100,24 100,90 100,79 101,13 101,20 99,86

Lampiran 26.8
Nilai Tukar Petani Nasional (2007=100), 2010

Rincian Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sept Okt Nov Des 2010

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Indeks Diterima 
Petani 124,73 125,27 125,33 125,56 125,73 126,76 129,24 130,25 131,21 131,91 133,16 134,27 128,62

Indeks Dibayar Petani 123,26 123,92 123,84 124,13 124,28 125,02 126,99 127,93 128,41 128,55 129,42 130,67 126,37

Nilai Tukar Petani 101,19 101,09 101,20 101,15 101,16 101,39 101,77 101,82 102,19 102,61 102,89 102,75 101,78

Lampiran 26.9
Nilai Tukar Petani Nasional (2007=100), 2011

Rincian Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sept Okt Nov Des 2011

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Indeks Diterima 
Petani 135,72 136,36 136,34 136,53 137,38 138,25 139,09 140,27 140,71 141,37 142,05 142,67 138,90

Indeks Dibayar Petani 131,76 131,96 131,95 131,40 131,46 131,92 132,63 133,45 133,80 133,99 134,47 134,91 132,81

Nilai Tukar Petani 103,01 103,33 103,32 103,91 104,50 104,79 104,87 105,11 105,17 105,51 105,64 105,75 104,58

Sumber: Survei Harga Perdesaan, BPS
 

Sumber: Survei Harga Perdesaan, BPS
 

Sumber: Survei Harga Perdesaan, BPS
 

Sumber: Survei Harga Perdesaan, BPS
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Lampiran 26.10
Nilai Tukar Petani Nasional (2007=100), 2012

Rincian Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sept Okt Nov Des 2012

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Indeks Diterima 
Petani 143,57 143,31 143,00 143,45 143,93 144,82 145,86 147,26 147,58 148,29 148,57 149,34 145,75

Indeks Dibayar Petani 135,78 136,36 136,61 137,00 137,38 138,08 138,97 139,90 140,00 140,22 140,52 141,06 138,49

Nilai Tukar Petani 105,73 105,10 104,68 104,71 104,77 104,88 104,96 105,26 105,41 105,76 105,72 105,87 105,24

Lampiran 26.11
Nilai Tukar Petani Nasional (2007=100), 2013

Rincian Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sept Okt Nov Des 1 2013 2

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Indeks Diterima 
Petani 150,60 150,78 150,81 150,86 151,44 152,67 156,14 157,04 157,61 159,19 159,22 110,55 154,21

Indeks Dibayar Petani 142,52 143,34 144,27 144,30 144,29 145,01 149,31 150,54 150,73 151,18 151,43 108,43 146,99

Nilai Tukar Petani 105,67 105,19 104,53 104,55 104,95 105,28 104,58 104,32 104,56 105,30 105,15 101,96 104,91

Lampiran 26.12
Nilai Tukar Petani Nasional (2012=100), 2014

Rincian Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sept Okt Nov Des 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Indeks Diterima 
Petani 111,57 111,82 112,11 112,06 112,41 113,18 114,07 114,37 115,15 116,14 117,08 118,74 114,06

Indeks Dibayar Petani 109,44 109,86 110,07 110,09 110,34 110,99 111,70 112,06 112,49 112,89 114,36 117,20 111,79

Nilai Tukar Petani 101,95 101,79 101,86 101,80 101,88 101,98 102,12 102,06 102,36 102,87 102,37 101,32 102,03

Catatan: 1 Data Desember 2013 menggunakan tahun dasar 2012=100
 2 Rata-rata sampai dengan November 2013
Sumber: Survei Harga Perdesaan, BPS

Sumber: Survei Harga Perdesaan, BPS
 

Sumber: Survei Harga Perdesaan, BPS
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Tabel 27.1
Tabungan Bruto Domestik, Pembentukan Modal Tetap Bruto, dan 

Tabungan Luar Negeri Triwulanan (triliun rupiah), 1988–2014

Triwulan 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Tabungan Bruto 
Domestik

I 7,20 8,70 9,70 12,80 13,80 15,50 17,00 23,70 28,60 34,10 61,70 57,90 85,00 
II 7,80 9,20 9,00 12,60 15,00 16,60 20,90 24,40 29,10 38,70 59,90 52,90 82,30 
III 9,90 12,10 11,60 13,50 15,70 17,40 19,70 29,10 38,50 40,30 83,60 65,50 87,80 
IV 8,50 11,50 16,60 15,00 19,90 20,00 29,50 32,70 43,80 37,80 55,30 75,00 70,90 

PMTB
I 7,80 9,80 11,60 16,00 16,20 18,10 19,40 29,20 32,80 41,00 52,90 56,50 72,00 
II 8,80 10,30 11,20 15,10 17,40 17,80 21,80 30,30 35,60 44,40 51,80 56,60 76,50 
III 10,40 13,10 14,40 15,70 18,00 19,90 22,70 34,20 43,50 46,50 61,60 58,30 80,80 
IV 9,80 12,40 18,40 17,10 19,20 22,40 31,40 35,60 45,80 45,80 55,10 68,80 84,60 

Tabungan Luar 
Negeri 

I 0,60 1,10 1,90 3,20 2,40 2,60 2,40 5,50 4,20 6,90 -8,80 -1,40 -13,00
II 1,00 1,10 2,20 2,50 2,40 1,20 0,90 5,90 6,50 5,70 -8,10 3,70 -5,80
III 0,50 1,00 2,80 2,20 2,30 2,50 3,00 5,10 5,00 6,20 -22,00 -7,20 -7,00
IV 1,30 0,90 1,80 2,10 -0,70 2,40 1,90 2,90 2,00 8,00 -0,20 -6,20 13,70 

Lanjutan Tabel 27.1

Triwulan 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014**

(1) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)

Tabungan 
Bruto Domestik

I 80,70 107,00 102,30 124,54 194,79 233,23 228,83 328,84 382,46 472,15 569,69 666,81 660,43 784,06 
II 87,20 102,80 112,60 138,72 174,61 206,62 236,54 371,66 417,23 486,47 584,38 633,26 676,16 756,54 
III 102,70 103,60 109,20 158,20 193,67 232,87 254,39 422,89 433,26 523,97 599,28 652,04 679,06 …
IV 103,90 91,80 106,90 158,21 247,60 213,91 262,04 422,12 465,24 541,08 583,25 591,92 700,69 …

PMTB
I 77,80 82,40 89,90 125,58 184,31 218,59 218,45 327,73 392,43 482,14 577,35 715,65 742,89 835,24 
II 78,90 83,90 91,50 132,56 176,29 211,04 238,00 361,36 427,36 513,65 598,95 742,06 795,70 870,76 
III 73,80 87,40 93,70 144,30 185,50 228,16 263,00 409,25 462,49 562,69 637,74 727,19 757,46 …
IV 75,40 91,00 95,80 149,84 192,63 190,38 265,13 410,49 454,82 538,09 629,50 726,48 759,97 …

Tabungan Luar 
Negeri 

I -2,90 -24,60 -12,40 1,04 -10,47 -14,64 -10,38 -1,11 9,97 9,99 7,66 48,84 82,46 51,19 
II -8,30 -18,90 -21,10 -6,15 1,67 4,42 1,46 -10,30 10,13 27,19 14,57 108,79 119,54 114,22 
III -28,90 -16,20 -15,50 -13,90 -8,17 -4,71 8,61 -13,64 29,23 38,73 38,46 75,16 78,40 …
IV -28,50 -0,80 -11,10 -8,37 -54,98 -23,53 3,09 -11,63 -10,42 -2,99 46,25 134,56 59,28 …

NERACA NASIONAL 27

Catatan: 
* Angka sementara 
** Angka sangat sementara 
Sumber:	Badan	Pusat	Statistik	(BPS)
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Tabel 27.2
Tabungan Bruto, Pembentukan Modal Tetap Bruto, dan Pinjaman Neto

Sektor Pemerintah Umum Triwulanan (triliun rupiah), 1988–2014

Triwulan 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Tabungan Bruto 
Domestik

I 1,00 2,20 3,20 7,90 6,10 7,20 8,70 7,60 8,00 15,30 3,60 1,20 8,80 
II 1,80 2,10 2,30 4,40 4,10 3,40 5,70 5,80 7,70 9,60 10,30 8,70 8,50 
III 1,40 2,40 3,40 3,70 3,90 4,50 6,10 6,90 7,10 10,80 9,90 16,70 20,50 
IV 1,10 2,10 2,60 4,00 4,00 5,20 8,50 7,20 8,60 12,30 11,80 16,20 3,60 

PMTB
I 2,20 3,50 4,70 4,20 5,70 5,80 6,80 5,90 6,10 9,50 8,80 14,70 11,00 
II 1,50 2,10 1,60 2,00 2,50 2,50 2,40 1,60 2,00 2,70 4,10 4,90 3,60 
III 1,30 1,90 2,00 3,70 4,00 4,10 4,40 3,10 4,60 4,50 8,10 5,80 5,10 
IV 1,40 2,60 3,10 4,40 6,50 5,60 4,80 4,80 5,20 6,00 8,20 7,10 9,50 

Tabungan Luar 
Negeri 

I -1,20 -1,30 -1,50 3,70 0,40 1,40 1,90 1,70 1,90 5,80 -5,20 -13,50 -2,20
II 0,30 0,00 0,70 2,40 1,60 0,90 3,30 4,20 5,70 6,90 6,20 3,80 4,90 
III 0,10 0,50 1,40 0,00 -0,10 0,40 1,70 3,80 2,50 6,30 1,80 10,90 15,40 
IV -0,30 -0,50 -0,50 -0,40 -2,50 -0,40 3,70 2,40 3,40 6,30 3,60 9,10 -5,90

Lanjutan Tabel 27.2

Triwulan 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014**

(1) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)

Tabungan 
Bruto Domestik

I 10,30 11,00 24,90 11,35 34,77 31,51 23,97 87,70 26,59 41,43 29,83 106,82 68,36 32,29 
II 14,20 19,70 15,50 11,55 14,94 34,54 43,56 44,56 28,10 68,05 98,11 66,78 21,58 48,91 
III 6,30 18,60 20,50 22,20 23,33 39,36 56,74 40,34 20,26 45,16 58,58 34,11 39,97 …
IV 8,70 27,70 44,10 56,75 35,78 75,68 44,39 56,88 41,02 19,05 14,73 39,40 65,54 …

PMTB
I 3,20 11,10 11,80 11,56 9,20 4,80 20,03 32,28 36,05 14,12 15,62 13,16 14,76 16,25 
II 4,20 12,20 16,40 14,58 13,12 15,95 27,07 37,74 40,38 32,90 41,92 37,38 30,94 33,85 
III 5,50 16,40 20,90 19,95 21,86 26,96 32,36 44,59 46,25 45,62 48,66 56,15 66,49 …
IV 12,20 22,20 33,30 30,34 46,03 66,01 54,22 64,02 63,92 75,47 113,71 168,54 144,56 …

Tabungan Luar 
Negeri 

I 7,10 -0,10 13,10 -0,21 25,57 26,71 3,94 55,42 -9,46 27,31 14,22 93,65 53,59 16,04 
II 10,00 7,50 -0,90 -3,03 1,82 18,59 16,49 6,82 -12,29 35,15 56,19 29,40 -9,36 15,05 
III 0,80 2,20 -0,40 2,26 1,46 12,40 24,37 -4,26 -25,99 -0,46 9,92 -22,04 -26,52 …
IV -3,50 5,50 10,80 26,41 -10,25 9,66 -9,83 -7,14 -22,90 -56,42 -98,98 -129,14 -79,02 …

Catatan: 
* Angka sementara 
** Angka sangat sementara 
Sumber:	Badan	Pusat	Statistik	(BPS)
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Tabel 27.3
Tabungan Bruto, Pembentukan Modal Tetap Bruto, dan Pinjaman Neto

Sektor Domestik Lainnya Triwulanan (triliun rupiah), 1988–2014

Triwulan 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Tabungan Bruto 
Domestik

I 6,20 6,50 6,50 4,90 7,70 8,30 8,30 15,40 19,80 17,90 85,80 64,90 74,90 
II 6,00 7,10 6,70 8,20 10,90 13,20 15,20 17,80 20,50 28,10 87,70 51,80 72,50 
III 8,50 9,70 8,20 9,80 11,80 12,90 13,60 21,40 30,50 28,50 106,80 59,30 65,90 
IV 7,40 9,40 14,00 11,00 15,90 14,80 21,00 24,60 34,20 24,30 72,00 70,00 65,90 

PMTB
I 5,60 6,30 6,90 11,80 10,50 12,30 12,60 23,10 26,40 31,30 43,40 43,50 61,10 
II 7,30 8,20 9,60 13,10 14,90 15,30 19,40 28,50 33,30 41,50 47,30 50,60 68,60 
III 9,10 11,20 12,40 12,00 14,00 15,80 18,30 30,90 38,60 41,50 53,10 52,40 75,70 
IV 8,40 9,80 15,30 12,70 12,70 16,80 26,60 30,50 39,90 39,20 45,70 60,60 74,70 

Tabungan Luar 
Negeri 

I 0,60 0,20 -0,40 -6,90 -2,80 -4,00 -4,30 -7,70 -6,60 -13,40 42,40 21,40 13,80 
II -1,30 -1,10 -2,90 -4,90 -4,00 -2,10 -4,20 -10,70 -12,80 -13,40 40,40 1,20 3,90 
III -0,60 -1,50 -4,20 -2,20 -2,20 -2,90 -4,70 -9,50 -8,10 -13,00 53,70 6,90 -9,80
IV -1,00 -0,40 -1,30 -1,70 3,20 -2,00 -5,60 -5,90 -5,70 -14,90 26,30 9,40 -8,80

Lanjutan Tabel 27.3

Triwulan 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014**

(1) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)

Tabungan 
Bruto Domestik

I 71,50 89,40 69,90 84,90 141,16 213,65 194,50 230,32 300,33 420,08 524,20 543,91 563,39 688,91 
II 6,40 103,20 117,10 106,30 153,63 157,08 206,10 312,33 392,79 420,84 487,54 555,15 645,49 682,26 
III 152,80 72,40 78,80 126,31 162,67 187,32 190,28 364,08 395,26 480,03 527,30 589,02 591,39 …
IV 85,90 59,50 -32,20 89,72 181,74 102,63 212,99 340,54 415,38 520,13 552,11 525,40 591,99 …

PMTB
I 74,30 71,10 77,60 114,13 174,94 212,94 198,27 295,08 355,80 469,31 560,61 699,80 726,40 817,09 
II 72,70 70,80 74,30 117,58 161,22 194,59 210,29 322,73 386,24 479,76 555,52 694,25 762,52 834,44 
III 68,20 71,10 68,80 124,29 162,51 199,80 230,03 363,17 414,77 516,44 587,67 668,30 688,39 …
IV 61,40 67,40 59,40 116,90 144,97 123,98 209,13 342,88 387,92 461,41 513,71 552,63 610,08 …

Tabungan Luar 
Negeri 

I -2,80 18,30 -7,70 -29,23 -33,77 0,71 -3,77 -64,77 -55,47 -49,23 -36,41 -155,89 -163,01 -128,17
II -66,30 32,40 42,80 -11,28 -7,59 -37,52 -4,19 -10,40 6,55 -58,93 -67,98 -139,10 -117,02 -152,18
III 84,60 1,30 10,00 2,01 0,16 -12,48 -39,75 0,91 -19,51 -36,41 -60,36 -79,28 -97,00 …
IV 24,50 -7,90 -91,60 -27,18 36,77 -21,35 3,86 -2,34 27,46 58,72 38,40 -27,23 -18,08 …

Catatan: 
* Angka sementara 
** Angka sangat sementara 
Sumber:	Badan	Pusat	Statistik	(BPS)
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ALAMAT BADAN PUSAT STATISTIK 

Aceh
Jln. Tgk. H. M. Daud Beureueh No. 50 Kuta Alam 
Banda Aceh 23121
Telp./Fax: (0651) 23005/33632
Website: http://aceh.bps.go.id
Email: bps1100@bps.go.id || pst1100@bps.go.id

Sumatera Utara 
Jln. Asrama No. 179, Medan-20123
Telp./Faks:  (061) 8452343/8452773
Website: http://sumut.bps.go.id
E-mail: bps1200@bps.go.id

Sumatera Barat 
Jl. Khatib Sulaiman No. 48, Padang 25137
Telp./Faks: (0751) 442158, 442160/442161
Website: http://sumbar.bps.go.id
E-mail: bps1300@bps.go.id ; pst1300@bps.go.id

Riau 
Jl. Pattimura No. 12, Pekanbaru 28131
Telp./Faks:  (0761) 23042/21336
Website: http://riau.bps.go.id
E-mail: bps1400@bps.go.id || riau@bps.go.id

Jambi 
Jl. A. Yani No. 4, Telanaipura, Jambi 36122
Telp./Fax: (0741) 60497 
Website: http://jambi.bps.go.id
E-mail: bps1500@bps.go.id

Sumatera Selatan 
Jln. Kapten Anwar Sastro No.1694 Palembang 30129
Telp./Faks: (0711) 318456, 351665/353174
Website: http://sumsel.bps.go.id
E-mail: bps1600@bps.go.id

Bengkulu 
Jl. Adam Malik Km. 8, Kota Bengkulu 38225
Telp./Faks: (0736) 349117/349115
Website: http://bengkulu.bps.go.id
E-mail: bps1700@bps.go.id

Lampung 
Jl. Basuki Rahmat No. 54 Bandar Lampung 35215
Telp./Fax:  (0721) 482909/484329
Website: http://lampung.bps.go.id
E-mail : bps1800@bps.go.id

Kepulauan Bangka Belitung 
Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi
Air Itam, Pangkalpinang 33149
Telp./Faks: (0717) 439422/439425
Website: http://babel.bps.go.id
E-mail: bps1900@bps.go.id

Kepulauan Riau
Jl. Kijang Lama A8 Tanjungpinang 29100
Telp./Faks: (0771) 4571131/4571132
Website: http://kepri.bps.go.id
E-mail: bps2100@bps.go.id

DKI Jakarta
Jl. Salemba Tengah No. 36-38, Kelurahan Paseban Kecamatan Senen, 
Jakarta Pusat 10440 
Telp./Faks: (021) 31928493/3152004
Website: http://jakarta.bps.go.id
E-mail: bps3100@bps.go.id

Jawa Barat 
Jl. Penghulu Hasan Mustapa No. 43 , Bandung 40124 
Telp. /Faks: (022)7272595, 7201696/7213572 
Website: http://jabar.bps.go.id
E-mail: bps3200@bps.go.id

Jawa Tengah 
Jl. Pahlawan No. 6 Semarang 50241
Telp./Faks: (024) 8412802, 8412804, 8412805/8311195 
Website: http://jateng.bps.go.id
E-mail: bps3300@bps.go.id

D.I. Yogyakarta 
Jl. Ringroad Selatan Tamantirto, Kasihan Bantul 55183
Telp./Faks: (0274) 4342234/4342230
Website: http://yogyakarta.bps.go.id
E-mail: bps3400@bps.go.id

Badan Pusat Statistik
Jl. Dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710

Kotak Pos 1003, Jakarta 10010,
Telp. (021) 3841195, 3842508, 3810291-4

Fax.: (021) 3857046
Homepage: http://www.bps.go.id

Email: bpshq@bps.go.id

Badan Pusat Statistik Provinsi
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Jawa Timur 
Jl. Raya Kendangsari Industri No. 43-44 Surabaya 60292
Telp./Faks: (031) 8439343/8494007, 8471143 
Website: http://jatim.bps.go.id
E-mail: bps3500@bps.go.id

Banten 
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi  Banten
(KP3B), Jl. Syech Nawawi Al Bantani Kav. H1-2
Serang 41121
Telp./Faks: (0254) 267027/267026
Website: http://banten.bps.go.id
E-mail: bps3600@bps.go.id || banten@bps.go.id

Bali 
Jl. Raya Puputan (Renon) No. 1, Denpasar 80226
Telp./Faks:  (0361) 238159, 243696/238162
Website: http://bali.bps.go.id
E-mail: bps5100@bps.go.id || pst5100@bps.go.id

Nusa Tenggara Barat 
Jl. Gunung Rinjani No. 2, Mataram 83126
Telp./Faks: (0370) 621385/623801  
Website: http://ntb.bps.go.id
E-mail:  bps5200@bps.go.id; pst5200@bps.go.id

Nusa Tenggara Timur 
Jl.R. Suprapto No. 5, Kupang 85111
Telp./Faks: (0380) 826289, 821755/833124 
Website: http://ntt.bps.go.id
E-mail: bps5300@bps.go.id || pst5300@bps.go.id

Kalimantan Barat
Jl. Sutan Syahrir No. 24/42, Pontianak 78116
Telp./Faks: (0561) 735345, 765741/732184 
Website: http://kalbar.bps.go.id
Email: bps6100@bps.go.id

Kalimantan Tengah 
Jl. Kapten Pierre Tendean  No. 6 Palangka Raya 73112
Telp./Faks: (0536) 3228105/3221380 
Website: http://kalteng.bps.go.id
Email: bps6200@bps.go.id

Kalimantan Selatan
Jl. KS. Tubun No. 117, Banjarmasin 70242
Telp./Faks: (0511) 3262314/3261585 
Website: http://kalsel.bps.go.id
Email: bps6300@bps.go.id

Kalimantan Timur 
Jl. Kemakmuran No. 4, Samarinda 75117 
Telp./Faks:  (0541) 743372, 732793/201121
Website: http://kaltim.bps.go.id
Email: bps6400@bps.go.id

Sulawesi Utara
Jl. 17 Agustus, Manado 95119 
Telp./Faks: (0431) 847044/ 862204 
Website: http://sulut.bps.go.id
E-mail: bps7100@bps.go.id

Sulawesi Tengah 
Jl. Letjend MT Haryono No. 27 Palu 94111
Telp./Faks: (0451) 483610, 483611, 483613/483612
Website: http://sulteng.bps.go.id
E-mail: bps7200@bps.go.id

Sulawesi Selatan 
Jl. Haji Bau No. 6, Makassar 90125
Telp./Faks: (0411) 854838, 872879/851225
Website: http://sulsel.bps.go.id
Email: bps7300@bps.go.id || pst7300@bps.go.id

Sulawesi Tenggara 
Jl. Boulevard No. 1 Kendari 93111
Telp./Faks: (0401) 3135363/3122355
Website: http://sultra.bps.go.id
E-mail: bps7400@bps.go.id

Gorontalo 
Jalan Prof. Dr. Aloei Saboe No. 117, Kota Gorontalo 96100
Telp./Faks: (0435) 834596/834597
Website: http://gorontalo.bps.go.id
E-mail: bps7500@bps.go.id

Sulawesi Barat
Jl. R.E. Martadinata No. 10, Mamuju 91511
Telp./Faks: (0426) 21265/22103
Website: http://sulbar.bps.go.id
E-mail: bps7600@bps.go.id

Maluku 
Jl. Wolter Monginsidi – Passo, Ambon 97232
Telp./Faks: (0911) 361320, 361321/361319
Website: http://maluku.bps.go.id
E-mail : bps8100@bps.go.id

Maluku Utara 
Jl. Stadion No.65 Ternate 97712
Telp./Faks: (0921) 3127878/3126301
Website: http://malut.bps.go.id
E-mail: bps8200@bps.go.id

Papua  Barat
Jl. Trikora Sowi 4 No.99, Manokwari  98315
Telp./Faks: (0986)214199/214199
Website: http://irjabar.bps.go.id
E-mail: papuabarat@bps.go.id

Papua 
Gedung PELNI Lantai 3 
Jl.Argapura Atas No.15 Hamadi Jayapura 99222
Telp./Faks: (0967) 534519, 533028/536490
Website: http://papua.bps.go.id
E-mail: bps9400@bps.go.id || pst9400@bps.go.id
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